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Cabang Tentang Rincian Pokok-Pokok Masalah dan 
Pen-tashih-annya 


Diantara beberapa hal yang kita sangat butuhkan dalam 
pembagian harta peninggalan orang yang telah mati atau harta 
warisan, dan dalam rangka untuk memberikan setiap hak kepada 
yang berhak menerimannya adalah keharusan untuk mengetahui 
bagian-bagian A/ Furudh (Bagian-bagian yang telah ditentukan bagi 
para ahli waris dalam menerima harta warisan, pent.) dan juga 
keharusan untuk mengetahui pokok-pokok masalah. Dan ini 
semua berkenaan dengan penghitungan yang dimaksud dengannya 
adalah mengetahui kedudukan pecahan yang menunjukkan 
kepadanya seperti dua pada setengah dan tiga pada sepertiga, dan 
sebagaimana yang telah diketahui bahwa bagian-bagian yang 
sudah ditentukan jumlahnya ada enam, yaitu: Setengah, 
seperempat, seperdelapan, dua pertiga dan seperenam. Maka 
bagian-bagian dari setiap Fardh dari setiap bagian-bagian yang 
sudah ditentukan itu adalah kedudukan pecahan yang 
menunjukkan kepadanya. 

Dan yang dimaksud dengan pokok masalah, maka dia 
adalah bilangan atau angka terkecil yang memungkinkan untuk 
diambil dari bilangan atau angka itu proporsi bagi setiap ahli waris 
secara bulat dan bukan secara pecahan. Jika pada masalah itu ada 
pada satu orang Ahlu Fardh maka pokok masalahnya adalah 
“bagian untuk Fardh itu, maka dua adalah untuk setengah, dan tiga 
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adalah untuk sepertiga dan dua pertiga, dan empat adalah untuk 
seperempat dan begitu seterusnya. Dan jika dalam masalah itu 
lebih dari satu orang Ahlu/ Furudh, maka pokok masalahnya 
adalah angka terkecil yang dapat diterima pembagian pada bagian- 
bagian A/ Furudh, dengan ungkapan lain adalah kelipatan 
persekutuan terkecil yang akan membulatkan angka pecahan yang 
akan menunjukkan kepada bagian-bagian Ashabul Furudh. 


Dan cara untuk mendapatkan kelipatan persekutuan 
terkecil pada dua bilangan atau lebih adalah dengan cara 
mengalikan bilangan-bilangan itu dengan bilangan-bilangan lainnya 
jika bilangan-bilangan itu adalah permulaan. Maka kelipatan 
persekutuan terkecil dari tiga, lima dan tujuh adalah hasil dari 
perkalian dari ketiga bilangan itu antara satu bilangan dengan 
bilangan lainnya, maka jika dikalikan 5x7-35x3- 105 dan jika 
dikalikan 3x7-21x5-105, akan tetapi jika bilangan itu bukan 
bilangan permulaan, maka bilangan itu harus dikembalikan dahulu 
kepada faktor-faktor bilangan permulaan, kemudian faktor-faktor 
bilangan itu dikalikan antara satu dengan lainnya, dan hasil dari 
perkalian itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. 


Cabang Tentang Pokok-Pokok Masalah 


Jika kita perhatikan kepada bagian-bagian yang sudah 
ditentukan jumlahnya untuk para ahli waris yang menerima harta 
warisan dengan sendirinya atau dengan berkelompok, maka akan 
menjadi jelas bagi kita bahwa pokok-pokok masalah yang di 
- dalamnya terdapat bagian-bagian yang sudah ditetapkan (A/ 
Furudh) terbatas hanya pada tujuh bagian, yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 
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24. Maka jika masalah ini tidak ada pada Ashabul Furudh yang 
telah ditentukan, dan seluruh ahli waris mendapatkan harta 
warisan dengan cara ashabah maka pokok masalahnya adalah 
bilangan atau jumlah kepala mereka, dengan harus 
memperhatikan bahwa pada saat bercampurnya laki-laki dan 
perempuan maka laki-laki dalam penghitungan dianggap dua. 


Harus diketahui bahwa metode ini yaitu metode untuk 
mengetahui pokok-pokok masalah, hanya berlaku pada masalah- 
masalah yang di dalamnya tidak ada pengembalian kepada 
Ashabul Furudh. Sedangkan masalah-masalah pengembalian, 
maka masalah-masalah ini memiliki kaidah tersendiri, untuk 
mengetahui pokok-pokok masalahnya. Dan kami akan 
mengkhususkan pembahasan tentang hal ini pada pasal tersendiri 
yang berkaitan dengannya Insya Allah dan untuk mendalami 
bahasan tentang hal ini maka kami katakan: 


1. Pada seorang suami dan seorang saudara kandung 
perempuan, maka bagian untuk suami adalah setengah 
secara Fardh, dan bagian untuk saudara kandung 
perempuan adalah setengah secara Fardh, dan pokok dari 
kedua masalah itu adalah dua. 

2. Pada dua orang anak perempuan dan seorang saudara 
kandung laki-laki, maka bagian untuk dua orang anak 
perempuan adalah dua pertiga secara Fardh, dan bagian 
untuk saudara laki-laki adalah sisanya, sementara pokok 
masalah adalah tiga. 

3. Pada seorang istri dan seorang bapak, maka bagian untuk 
istri adalah seperempat secara Fardh, dan sisanya adalah 
untuk bapak secara 'ashabah, dan pokok masalahnya 
adalah empat. 
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Pada seorang anak perempuan, seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki dari bapak, 
maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah 
secara Fardh, bagian untuk anak perempuan dari anak laki- 
laki adalah seperenam secara Fardh, dan sisanya adalah 
bagian untuk saudara laki-laki secara 'ashabah, sementara 
pokok masalahnya adalah enam. 

Pada seorang istri, seorang anak perempuan dan seorang 
saudara kandung perempuan, maka bagian untuk istri 
adalah seperdelapan secara Fardh, bagian untuk seorang 
anak perempuan adalah setengah secara Fardh dan bagian 
untuk saudara perempuan adalah sisanya secara ashabah, 
sedangkan pokok masalahnya adalah delapan. 

Pada seorang istri, dua orang saudara laki-laki dari ibu dan 
seorang saudara kandung laki-laki, maka bagian untuk istri 
adalah seperempat secara Fardh, bagian untuk dua orang 
saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga secara Fardh, dan 
sisanya adalah bagian untuk saudara kandung laki-laki 
secara 'ashabah, pokok masalahnya adalah dua belas. 

Pada seorang istri, seorang ibu dan seorang anak laki-laki, 
maka bagian untuk seorang istri adalah seperdelapan secara 
Fardh, dan bagian untuk seorang ibu adalah seperenam 
secara Fardh, dan bagian untuk anak laki-laki adalah 
sisanya secara ashabah, sementara pokok masalahnya 
adalah dua puluh empat. 

Pada lima orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya 
adalah lima sebagaimana jumlah kepala pada ahli waris. 
Pada dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara 
perempuan, maka pokok masalahnya adalah enam, karena 
sesungguhnya yang laki-laki dihitung dua. 
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10. Pada dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak 
perempuan, maka pokok masalahnya adalah tujuh dan 
begitu seterusnya. Dan keterangan tentang masalah at- 
tashiih adalah bahwa sesungguhnya terkadang ukuran 
bagian yang telah menjadi hak bagian untuk ahli waris 
terkadang tidak dapat dibagikan diantara mereka, dan pada 
saat itu kita sangat membutuhkan kepada pemerataan 
proporsi bagian dengan menggunakan angka-angka yang 
benar. Dan pemerataan inilah yang oleh kalangan ahli 
Fara 'idh dinamakan dengan at-tashih. 


Kaidah at-tashiih adalah dikalikannya pokok masalah atau 
au keduanya dengan bilangan yang paling kecil yang 
memungkinkan dengan bilangan itu masing-masing dari semua ahli 
waris dengan kesendiriannya mendapatkan haknya berdasarkan 
proporsinya masing-masing diantara mereka dengan angka atau 
bilangan yang bulat, dan hasil dari perkalian itu adalah pokok 
masalah setelah dilakukan aftashih, dan untuk anda kami 
sampaikan beberapa contoh sebagai penjelasan masalah ini: 


1. Seorang pria wafat, lalu dia meninggalkan seorang istri, 
seorang anak perempuan dan dua orang saudara kandung 
perempuan, maka pokok masalahnya adalah delapan, 
karena bilangan itu adalah bilangan yang paling kecil yang 
bisa dibagikan kepada tempat-tempat keluarnya bagian 
setengah dan seperdelapan. Maka bagian untuk istri adalah 
seperdelapan dan itu adalah satu dari delapan, dan bagian 
untuk anak perempuan adalah setengah, dan itu adalah 
empat dari delapan, dan bagian untuk dua orang saudara 
perempuan adalah sisanya, dan itu adalah tiga dari delapan. 
Dan yang tiga ini tidak bisa diterima untuk dibagikan 
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kepada kedua orang saudara perempuan dengan angka 
yang bulat, dan bilangan yang paling kecil yang bisa 
dibagikan kepada keduanya tanpa menggunakan pecahan 
adalah dua. Maka angka dua ini dikalikan dengan pokok 
masalah, yaitu enam, sehingga pokok masalah setelah 
dilakukan at-tashih adalah enam belas. Maka bagian untuk 
istri adalah seperenam dan itu adalah dua dari enam belas, 
bagian untuk satu orang anak perempuan adalah setengah 
dan itu adalah delapan dari enam belas, dan bagian untuk 
masing-masing dari kedua saudara perempuan adalah tiga 
dari enam belas. 


Seorang pria wafat, lalu dia meninggalkan seorang istri,- 


seorang ibu, seorang anak perempuan dan empat orang 
saudara kandung perempuan, maka pokok masalahnya 
adalah dua puluh empat, karena angka dua puluh empat 
adalah angka terkecil yang diterima untuk dibagikan kepada 
bagian-bagian untuk setiap ahli waris. Bagian untuk istri 
adalah seperdelapan dan itu adalah tiga dari dua puluh 
empat, bagian untuk anak perempuan adalah. setengah, 
yaitu dua belas dari dua puluh empat. Bagian untuk ibu 
adalah seperenam dan itu adalah empat dari dua puluh 
empat. Sementara sisanya adalah lima dari dua puluh 
empat untuk bagian empat orang saudara kandung 
perempuan secara ashabah dan angka lima ini tidak 
diterima untuk dibagikan kepada mereka berempat tanpa 
dengan pecahan, maka bilangan yang paling kecil yang 
diterima untuk dibagikan kepada mereka adalah empat. 
Maka bilangan empat ini dikalikan dengan pokok 
masalahnya, yaitu dua puluh empat. Dengan demikian 
pokok masalahnya setelah dilakukan at-tashih menjadi 
sembilan puluh enam. Maka bagian untuk istri adalah dua 
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belas dari sembilan puluh enam, bagian untuk anak 
perempuan adalah setengah, yaitu empat puluh delapan 
dari sembilan puluh enam, bagian untuk ibu adalah 
seperenam dan itu adalah enam belas dari sembilan puluh 
enam, dan bagian untuk empat orang saudara kandung 
perempuan adalah dua puluh dari sembilan puluh enam, 
sehingga masing-masing diantara mereka mendapatkan 
lima dari sembilan puluh enam. 


Cabang Tentang Rincian dan Penerapan dari Al ‘Aul 


Jika pada harta warisan telah berkumpul lebih dari satu 
bagian fardhu, maka terkadang proporsi bagian dari setiap ahli 
waris yang berkumpul itu adalah sama pada pokok masalahnya, 

sebagaimana jika seseorang wafat lalu dia meninggalkan dua orang 
— saudara kandung perempuan dan dua orang saudara laki-laki dari 
ibu, maka sesungguhnya bagian untuk kedua orang saudara 
kandung perempuan adalah dua pertiga secara fardhu, dan bagian 
untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga secara 
fardhu. Dan sebagaimana jika seorang perempuan wafat, lalu dia 
meninggalkan seorang suami, seorang saudara perempuan dari 
bapak, maka bagian untuk seorang suami adalah setengah secara 
fardhu, dan untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah 
sepertiga secara Fardh. Dan sebagaimana jika perempuan yang 
wafat itu meninggalkan seorang suami dan seorang saudara 
perempuan dari bapak, maka bagian untuk seorang suami adalah 
. setengah secara fardhu dan bagian untuk saudara perempuan dari 
bapak adalah setengah secara fardhu. 
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Terkadang proporsi bagian Ashabu/ Furudh adalah lebih 
sedikit dari pokok masalah dan terdapat ashabah, maka mereka 
mendapatkan sisa dari pembagian itu sebagaimana jika seseorang 
meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang saudara kandung 
laki-laki, maka bagian untuk saudara kandung laki-laki adalah 
seperempat secara fardhu, dan bagian untuk ibu adalah sepertiga 
secara fardhu dan sisanya adalah untuk saudara laki-laki secara 
ashabah, dan kedua masalah ini pada dua kondisi ini dinamakan 
“Adilah” karena masing-masing dari setiap ashabu/ furudh disini 
akan mengambil hak secara sempurna tanpa ada tambahan dan 
juga tanpa ada pengurangan. 


Dan terkadang pula proporsi bagian dari Ashabul! Furudh 
adalah lebih sedikit daripada pokok masalah, sementara diantara 
para ahli waris tidak ada ashabah yang berhak mendapatkan sisa 
dari harta warisan sebagaimana jika seseorang meninggalkan 
saudara kandung perempuan dan seorang ibu. Maka sesungguh 
nya bagian untuk seorang saudara perempuan adalah setengah 
secara fardhu dan bagian untuk ibu adalah sepertiga secara Fardh, 
dan permasalahan dalam keadaan ini disebut “A/ Waashirah” dan 
pada masalah ini sisa dari pembagian dikembalikan kepada 
Ashabul Furudh. 


Terkadang proporsi bagian dari para Ashabul Furudh juga 
lebih banyak daripada pokok masalah, sebagaimana jika seseorang 
meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara kandung, 
maka sesungguhnya pokok masalah adalah enam, sementara total 
proporsi bagian adalah tujuh, dan pada saat itu masalah ini disebut 
dengan istilah “Aailah. ” 

Al ul dalam istilah ilmu Fara'idh adalah ditambahkannya 


kepada pokok masalah sesuatu dari bagian-bagiannya, seperti . -4 - 


seperenamnya dan sepertiganya jika pokoknya tidak mencukupi 
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untuk dibagikan kepada Ashabul Furudh secara berkelompok 
padanya. Dan pada kondisi seperti ini, maka pokok masalah yang 
pertama diabaikan dan yang dijadikan dasar adalah jumlah total 
dari proporsi seluruh bagian yang berhak menerima harta warisan, 
agar kekurangan dapat masuk kepada setiap ahli waris sesuai 
dengan kadar proporsi bagian masing-masing ahli waris. Dan kata 
Al aul artinya adalah ketinggian, jika dikatakan Aala A/ Miizaan 
artinya adalah jika timbangan itu meningkat. Karena sesungguhnya 
dengan tambahan ini, maka akan semakin tinggi proporsi bagian 
ahli waris hingga menjadi lebih banyak dari pokok masalah. Dan 
kata A/ aul juga berarti kecenderungan dan kecondongan atau 
kezhaliman, maka dikatakan: Xx e Já 28 artinya adalah 
bahwa Fulan condong dalam menetapkan hukum secara aniaya, 
karena sesungguhnya masalah telah condong kepada keluarganya 
dengan kezhaliman hingga berkurang proporsi masing-masing dari 
Ashabul Furudh. 


Dan tidaklah a/ 'au/ dilaksanakan kecuali pada saat proporsi 
bagian A/ Furudh berbeda-beda dan pada saat pokok masalah 
tidak mencukupi. Maka pada saat itu dibagikan kepada seluruh 
proporsi bagian setelah A/ au/ hingga kekurangan itu masuk pada 
proporsi seluruh ahli waris dengan satu bagian, sebagaimana 
dibagikannya harta itu kepada orang yang berutang sesuai dengan 
proporsi mereka masing-masing jika harta tidak mencukupi untuk 
melunasi seluruh utang, dan sebagaimana dibagikan sepertiga 
harta peninggalan berdasarkan proporsi diantara beberapa wasiat 
jika tidak mencukupi untuk melaksanakan apa yang diwasiatkan. 


Jika yang ditinggalkan adalah seorang suami dan dua orang 
saudara kandung laki-laki, maka pokok masalahnya adalah enam, 
bagian untuk suami adalah setengah dan itu adalah tiga, bagian 
untuk dua orang saudara kandung perempuan adalah dua pertiga 
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dan itu adalah empat. Maka jumlah seluruh proporsi adalah tujuh, 
maka pada saat ini pokok masalah diabaikan, lalu a/ ʻ2u/ dijadikan 
pokok yang dengannya harta warisan dibagikan, maka seluruh 
harta peninggalan dibagi menjadi tujuh bagian, hingga bagian 
untuk suami adalah tiga dari tujuh bagian setelah sebelumnya 
adalah tiga dari enam, dan bagian untuk dua orang saudara 
perempuan adalah empat dari tujuh bagian setelah sebelumnya 
keduanya itu mendapatkan empat dari enam. 


Dan yang pertama kali menetapkan keputusan dengan a/ 
aul adalah Umar bin Al Khaththaab sebagaimana telah kami 
terangkan sebelumnya, ketika terjadi pada zamannya suatu 
permasalahan dimana pokok masalahnya tidak mencukupi untuk 
dibagikan kepada masing-masing proporsi ahli waris yang ahli 
waris pada saat itu adalah seorang suami dan dua orang saudara 
perempuan. Lalu para sahabat bermusyawarah tentang hal ini dan 
Al Abbas bin Abdul Muthallib mengisyaratkan kepada a/ ‘aul, dia 
berkata, “Lakukanlah a/ au/ pada pembagian Fara'idh pada 
perkara ini.” Lalu Umar 4, menyetujui hal itu dan dia menetapkan 
perkara dengan keputusan itu, sementara para sahabat mengikuti 
nya, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali Ibnu Abbas 
setelah wafatnya Umar #5. Lalu seseorang bertanya kepadanya 
apa yang dia lakukan dengan bagian-bagian itu jika dilakukan a/ 
aul, maka dia berkata, “Masukkkanlah kekurangan kepada siapa 
yang keadaannya adalah lebih buruk, dan mereka itu adalah anak- 
anak perempuan dan saudara-saudara perempuan dari ibu dan 
bapak atau dari ibu.” Maka mereka memindahkan dari bagian 
yang telah ditetapkan kepada bagian yang tidak ditetapkan. 


Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas kaum Muslimin 
“berpendapat dengan pendapat ini, dan pendapat ini merupakan 
pendapat yang paling adil dan paling bijaksana, karena para 
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Ashabul Furudh yang telah berkumpul mengelilingi harta warisan, 
maka mereka semua telah memiliki kesamaan dalam hal sebab 
untuk mendapatkan hak menerima harta warisan. Maka dengan 
demikian mereka semua memiliki hak yang sama dalam menerima 
harta warisan, dan pada saat itu masing-masing diantara mereka 
akan mengambil seluruh haknya masing-masing jika keadaannya 
memungkinkan untuk itu. Dan jika tidak, maka kekurangan 
dimasukkan atau dibebankan kepada mereka semua berdasarkan 
proporsi masing-masing diantara mereka, seakan-akan mereka 
semua adalah orang yang harus melunasi utang pada saat harta 
yang ada tidak mencukupi utang-utang itu secara keseluruhan. 
Maka pada saat itu mereka semua saling membagi tanggung jawab 
untuk melunasi utang sesuai dengan proporsi masing-masing 
diantara mereka, dan sebagaimana orang-orang yang diwasiatkan 
untuk melunasi utang jika harta yang sepertiga tidak cukup untuk 
melunasi utang-utang itu secara keseluruhan. Maka pada saat itu 
mereka menanggung beban utang yang akan dilunasi itu sesuai 
dengan proporsi masing-masing diantara mereka. 


Perkara ini adalah lebih diutamakan daripada pandangan 
Ibnu Abbas 4 yang di dalamnya terdapat kontradiksi sebagaimana 
yang nampak oleh kami dibandingkan dengan pendapat yang telah 
berpendapat kepada mayoritas kaum muslimin, dan juga 
dibandingkan dengan pandangannya yang memasukkan ke- 
kurangan dalam perkara ini hanya kepada saudara-saudara 
perempuan dari bapak dan ibu atau dari saudara-saudara 
perempuan dari bapak dan tidak dari ibu. Kami menduga bahwa 
saudara-saudara perempuan dari ibu adalah lebih buruk 
keadaannya dari saudara-saudara perempuan lainnya, karena hak 
mereka untuk menerima warisan menjadi gugur dengan adanya 
“anak-anak perempuan dan dengan adanya kakek sebagaimana 
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telah disepakati. Lain halnya dengan saudara-saudara perempuan 
dari bapak dan ibu atau dari bapak, oleh karena undang-undang 
menjadikan pendapat ini sebagai landasan. Pendapat ini juga telah 
disetujui oleh para sahabat dan para Imam yang empat. 


Cabang: Tentang Pokok-Pokok Masalah yang Dapat 
Diberlakukan Al 'Aul 


Telah kita ketahui berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa 
empat pokok dari pokok-pokok masalah pada dasarnya tidak 
dapat dilakukan a/ au/ yaitu: 2, 3, 4, dan 8. Dan tiga pokok 
masalah lainnya dapat diberlakukan a/ aul, yaitu: 6, 12 dan 24. 
Maka pokok masalah yang enam dapat dilakukan a/ 'au/ menjadi 
7, 8, 9 dan 10. Sedangkan pokok masalah dua belas dapat 
dilakukan a/ au/ menjadi 13, 15 dan 17. Dan pokok masalah dua 
puluh empat dapat dilakukan A/ 'au/ menjadi 27 sebagaimana 
yang telah diterangkan oleh Asy-Syaikh Isawi Ahmad Isawi. 


Dan untuk anda kami sampaikan beberapa contoh yang 
telah dipilih oleh Asy-Syaikh Isawi Ahmad Isawi: 


Gambar diambil dari aslinya halaman 146 dan 
halaman 147. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Dan jika telah 
berkumpul pada diri seseorang dua sisi fardhu seperti 
seorang Majusi jika dia menikahi anak perempuannya, 


lalu dari pernikahan itu dia mendapatkan seorang anak |” 
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perempuan, maka pada saat itu istrinya menjadi ibu 
dari anak perempuan dan dalam saat yang bersamaan 
dia juga menjadi saudara perempuannya dari bapak, 
dan anak perempuan itu adalah anak perempuan dari 
istri dan sekaligus saudara perempuan darinya. Dan jika 
anak perempuan ini meninggal, maka istri akan 
mewarisi harta darinya dengan adanya kedekatan yang 
lebih kuat dari dua macam kedekatan yaitu kedudukan- 
nya sebagai seorang ibu, sementara itu dia tidak 
menerima harta warisan karena kedudukannya sebagai 
seorang saudara perempuan, pada saat itulah dia 
adalah seseorang yang telah berkumpul kepadanya dua 
sisi fardhu yang masing-masing dari sisi itu dia berhak 
untuk menerima harta warisan secara fardhu, dan 
dengan kedekatan yang lebih dekat, sehingga dia 
menerima warisan dan dia tidak menerima warisan 
dengan kedua kedekatan itu, yaitu sebagaimana se- 
orang saudara perempuan dari ibu dan bapak dan jika 
seorang istri mati. Maka anak perempuan itu menerima 
harta warisan dengan setengah bagian dari harta 
warisan, karena kedudukannya sebagai seorang anak 
perempuan, dan apakah dia boleh menerima harta 
warisan yang tersisa karena kedudukannya adalah 
sebagai seorang saudara perempuan, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat: 


Pendapat pertama: Dia tidak menerima warisan, 
dengan alasan yang telah kami sebutkan. 


Pendapat kedua: Dia berhak menerima harta 


.... Warisan, karena perwarisannya adalah disebabkan dia 


adalah seorang anak perempuan secara fardhu dan 
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perwarisannya karena kedudukannya sebagai seorang 
saudara perempuan adalah secara “ashabah. Karena 
sesungguhnya seorang saudara perempuan dengan 
adanya anak perempuan, maka dia adalah 'ashabah, 
sehingga boleh bagi perempuan itu untuk menerima 
harta warisan dengan keduanya, yaitu sebagaimana 
seorang saudara laki-laki dari seorang ibu dan pada saat 
yang bersamaan dia adalah anak laki-laki dari seorang 
paman. 


Penjelasan: Pada bangsa-bangsa terdahulu telah 
dibolehkan pernikahan dengan seorang anak perempuan dan 
saudara perempuan seperti pada bangsa Mesir kuno, dimana para 
Firaun ‘Anah Amoon yang menikah dengan saudara kandungnya, 
Nefrititi. Dan begitu pula yang dilakukan Firaun Ramsis dan 
selainnya diantara mereka. Begitu pula dengan orang-orang Majusi 
di Persia, Khurasan dan Hindia. 


Sedangkan hukum-hukumnya, adalah: Maka jika seseorang 
nasabnya berkaitan dengan dua sebab kepada seorang pewaris, 
maka sesungguhnya dia mewarisi harta dengan masing-masing 
dari kedua sebab perwarisan itu secara fardhu yang telah 
ditentukan seperti jika seorang Majusi yang menikahi anak 
perempuannya, lalu anak perempuan itu melahirkan seorang anak 
perempuan dari suaminya itu yang sekaligus adalah bapaknya, 
maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa keduanya itu berhak 
untuk menerima harta warisan karena adanya pernikahan. Dan 
bahwa sesungguhnya kedekatan persaudaraan itu, maka keduanya 
itu telah menjadi dua orang saudara perempuan dari bapak dan 
satu diantara keduanya adalah ibu dari yang lainnya. Jika bapak itu 
mati, maka bagian untuk kedua anak perempuannya adalah dua 
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pertiga dan yang tersisa adalah untuk ashabah dari bapak itu. Dan 
jika mati yang lebih kecil, maka yang menerima warisan adalah 
yang lainnya dengan kedekatan yang lebih kuat diantara kedua 
kedekatan, dan kedekatan yang lebih kuat itu adalah 
kedudukannya sebagai seorang ibu. Dan begitulah seterusnya jika 
seorang muslim telah menyetubuhi anak perempuannya, karena 
adanya suatu syubhat, lalu anak perempuannya itu melahirkan 
seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah anak 
perempuannya dan sekaligus saudara perempuannya dari bapak. 
Dan anak perempuan yang lebih kecil itu meninggal, maka ibunya 
menerima harta warisan dari anak perempuannya ini, karena 
kedudukannya adalah seorang ibu dan bukan karena kedudukan 
nya sebagai seorang saudara perempuan. Inilah pendapat yang 
dianut oleh Zaid bin Tsabit dari kalangan sahabat dan Malik dari 
kalangan ahli figih. Sementara Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abu Laila, 
Abu Hanifah dan para ulama dari kalangannya berpendapat 
bahwa ibunya itu berhak untuk menerima harta warisan dengan 
dua kedekatan kekeluargaan itu, yaitu sebagai ibu dan sebagai 
saudara perempuan. 


Dalil kami adalah bahwa masing-masing dari kedua 
kedekatan itu berhak menerima harta warisan dengan sesuai 
dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Sehingga diharuskan 
untuk tidak menerima harta warisan dengan kedua bagian itu 
secara bersamaan, sebagaimana seorang saudara perempuan dari 
bapak dan ibu, maka dia tidak menerima warisan karena 
kedudukannya sebagai saudara perempuan dan saudara 
perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari ibu. Jika ibu 
itu mati, maka dia berhak menerima warisan karena 
kedudukannya sebagai seorang anak perempuan yaitu setengah 
— bagian dari harta warisan. Lalu apakah dia menerima warisan yang 
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tersisa jika kedudukannya adalah seorang saudara perempuan? 
Maka dalam hal ini ada dua pendapat: 


Pendapat pertama: Bahwa dia tidak menerima harta 
warisan dengan alasan sebagaimana telah kami sebutkan. 


Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, 
yang mana dia berpendapat bahwa dia berhak untuk mendapatkan 
harta warisan itu karena kedudukannya sebagai anak perempuan, 
yaitu setengah dari harta warisan secara fardhu. Dan dia berhak 
juga menerima harta warisan, karena kedudukannya adalah 
seorang saudara perempuan dengan mendapatkan sisa dari harta 
warisan secara ashabah. Sehingga dia bisa mendapatkan harta 
warisan dengan kedua kedudukan itu sebagaimana seorang 
saudara laki-laki dari ibu dan sebagai anak laki-laki dari paman. 


Dan jika perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki 
dan seorang anak perempuan dari persetubuhannya dengan 
bapaknya, kemudian bapaknya meninggal, maka harta bapaknya 
itu menjadi milik anak laki-laki dan anak perempuannya dengan 
ketentuan bagian milik laki-laki adalah sama dengan bagian dua 
orang anak perempuan. Dan jika setelah itu anak perempuannya 
yang telah menjadi istrinya itu meninggal, maka hartanya akan 
menjadi milik anak perempuannya dan anak laki-lakinya, dan 
keduanya tidak mewarisi harta itu karena kedudukannya sebagai 
saudara melainkan sebagai anak. 


Dan jika anak laki-lakinya itu meninggal, lalu dia 
meninggalkan seorang ibu, sementara dia adalah saudara 
perempuan dari bapak dan juga saudara perempuan dari bapak 
dan ibu, maka menurut pendapat kami bagian untuk ibu adalah 
sepertiga, dan dia tidak mendapatkan apapun dari harta warisan 
karena kedudukannya sebagai seorang saudara perempuan dari 
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bapak. Dan bagian untuk saudara perempuan dari bapak dan ibu 
adalah setengah, dan sisanya adalah bagian untuk 'ashabah. 
Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa bagian untuk 
saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah setengah dari harta 
warisan, dan bagian untuk ibu dengan kedudukannya sebagai 
seorang ibu adalah - . seperenam, dan bagiannya dengan 
| kedudukannya sebagai seorang saudara perempuan dari bapak, 
. maka bagiannya adalah seperenam. Maka dengan demikian, dia 
` telah sependapat dengan kami dalam bantahan dan telah berbeda 
pendapat dengan kami dalam makna. Wallahu A'lam. 


Skema Ashabul. Furudh dan proporsi masing-masing 
diantara mereka berdasarkan keadaan-keadaan mereka. 


Gambar diambil dari aslinya halaman 148, 149 
dan 150. | 


Asy-Syirazi & berkata: Bab Warisan “'ashabah 
('ashabah adalah setiap laki-laki yang antara: “dia dengan 
si mayit tidak terhalang “oleh perempuan. Mereka 
adalah ayah, anak: laki-laki dan orang-orang yang 
berhubungan dengan keduanya. 'ashabah yang paling 
utama adalah anak laki-laki dan ayah, karena keduanya 
mendapatkan warisan dengan sendirinya, sementara 
yang lainnya mendapatkannya karena : keduanya. 
Apabila keduanya berkumpul (sama-sama 'ada) maka 
anak laki-laki didahulukan, karena Allah & berfirman, 


srr È (3 


SAN F3 3 sial Kah 
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“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagi- 
an pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang 
anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan.” (Qs. An-Nisaa [4]: 11). Orang-orang 
Arab biasa mendahulukan yang paling penting dan 
seterusnya. Disamping itu apabila ayah berkumpul 
dengan anak laki-laki, dia mendapat bagian seperenam 
sementara sisanya untuk anak laki-laki. Selain itu, anak 
laki-laki menjadi 'ashabah saudara perempuannya, 
sementara ayah tidak menjadi 'ashabah saudara 
perempuannya. Kemudian seterusnya adalah anak laki- 
laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya 
sampai ke bawah, karena posisinya menggantikan anak 
laki-laki dalam mendapatkan warisan dan menjadi 
“ashabah. Kemudian ayah, karena seluruh “ashabah 
digantungkan dengannya. Kemudian kakek, apabila 
tidak ada saudara laki-laki, karena dia adalah ayah dari 
ayah. Kemudian ayah dari kakek dan seterusnya ke 
atas. 


Apabila tidak ada kakek, maka saudara laki-laki, 
karena anak laki-laki dari ayah. Kemudian anak laki-laki 
dari saudara laki-laki (keponakan laki-laki) dan 
seterusnya ke bawah. Kemudian paman (saudara laki- 
laki ayah), karena dia merupakan anak laki-laki dari 
kakek. Kemudian anak laki-laki dari paman dan 
seterusnya ke bawah. Kemudian paman ayah, karena 
dia anak laki-laki dari ayahnya kakek. Kemudian putra 
laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Demikianlah 
yang berlaku, yakni seperti ini selamanya). 
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Pasal: Apabila salah seorang dari mereka me- 
nyendiri (hanya sendirian), maka dia berhak menerima 
seluruh harta peninggalan. Dalilnya adalah firman 


ASL Jp 4 


TA SB LIA GA AI Get 


lre T A g PERGI 
JU 4) ol Cé; ey 
“Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua 
dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 
laki-laki  mempusakai (seluruh harta saudara 
perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.” (Qs. An- 
Nisaa' (4): 176). Jadi saudara laki-laki dapat mewarisi 
seluruh harta peninggalan saudara perempuannya bila 
dia (saudara perempuan) tidak memiliki anak. Sedang- 
kan bila dia berkumpul dengan Ashabul Furudh (orang- 
orang yang berhak mendapat warisanya yang telah 
ditentukan) lainnya, maka dia mengambil sisanya. Hal 
ini berdasarkan hadits riwayat Jabir & bahwa 
Nabi & menetapkan warisan saudara laki-laki Sa'd bin 
Ar-Rabi' dari sisa harta warisan anak-anak perempuan 
dan istri. Ini menunjukkan bahwa demikianlah hukum 
'ashabah. 


Pasal: Apabila dua orang berkumpul (sama-sama 
berhak mendapat warisan), maka yang harus didahulu- 
kan adalah yang paling dekat tingkatannya. Hal ini 
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berdasarkan riwayat Ibnu Abbas : bahwa 
Nabi & bersabda, 


Kas SU a yin 


“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, 
selebihnya (sisanya) adalah milik “ashabah laki-laki yang 
paling dekat.” Apabila berkumpul dua orang dalam satu 
tingkatan, dimana salah satunya berhubungan dengan 
ayah dan ibu, sementara yang lainnya berhubungan 
dengan ayah, maka yang harus didahulukan adalah 
yang berhubungan dengan ayah dan ibu, karena dia 
lebih dekat. Apabila keduanya sama dalam tingkatannya 
dan hubungannya, maka keduanya mendapatkan 
warisan yang sama. 


Pasal: Salah seorang dari mereka tidak menjadi 
“ashabah perempuan kecuali anak laki-laki, anak laki- 
laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, karena 
mereka memang menjadi “ashabah saudara perempuan 
mereka. Adapun anak laki-laki, dia menjadi “ashabah 
saudara-saudara perempuannya, dimana untuk laki-laki 
bagiannya adalah seperti dua bagian perempuan. Hal 
ini berdasarkan firman Allah &, 


KN LIL SN REENE ara 


“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pem- 


bagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian Ẹ 
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seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 11). Adapun 
anak laki-laki dari anak laki-laki, dia menjadi “ashabah 
orang-orang yang sejajar dengannya dari kalangan 
saudara-saudara perempuannya dan anak-anak perem- 
puan pamannya, baik mereka mendapatkan harta 
warisan anak perempuan atau tidak. 


Abu Tsaur mengatakan: Apabila anak-anak 
perempuan telah mendapatkan dua pertiga dengan 
sempurna, maka sisanya untuk anak lelaki dari anak 
laki-laki, sementara anak-anak perempuan dari anak 
laki-laki tidak mendapatkan apa-apa: karena anak-anak 
perempuan tidak mendapat warisan lebih dari dua 
pertiga atas dasar status anak. Apabila anak perempuan 
dari anak laki-laki menjadi “ashabah, karena anak laki- 
laki dari anak laki-laki setelah anak-anak perempuan 
mendapatkan dua pertiga seluruhnya, maka apa yang 
diambil anak perempuan tersebut disebabkan adanya 
'ashabah adalah sesuatu yang lebih dari dua pertiga, 
dan ini salah: berdasarkan firman Allah &, “Allah 
mensyari atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Os. 
An-Nisaa' [4]: 11). Dan anak itu berlaku untuk anak- 
anak dan anak dari anak-anak (cucu). Dalilnya adalah 
firman Allah &, 7 (46 “Wahai Bani Adam”; dan juga 
sabda Nabi kepada suatu kaum dari kalangan 
sahabatnya, tj 25 (SU OB IA) Jeki SG “Wahai Bani 
Ismail, lemparlah (dengan panah)! Karena nenek 
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moyang kalian adalah seorang ahli melempar.” 
Disamping itu orang-orang yang menisbatkan diri 
kepada suku Tamim dan Thayyi' disebut Bani Tamim 
dan Bani Thayyi'. 


Adapun tentang perkataan Abu Tsaur bahwa 
anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan lebih 
dari dua pertiga karena status anak, hal ini terjadi dari 
sisi perolehan warisan. Adapun dari sisi “ashabah, maka 
mereka tidak terhalang mendapatkannya. Sebagaimana 
bila seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan 
sepuluh anak perempuan, maka anak laki-laki men- 
dapat seperenam, sementara anak-anak perempuan 
mendapat lima per enam (5/6) yaitu lebih dari dua 
pertiga. Adapun anak laki-laki dari anak lelaki dari anak 
laki-laki (cicit laki-laki) dan seterusnya ke bawah, dia 
menjadi '“ashabah orang-orang yang sejajar dengannya 
dari kalangan saudara-saudara perempuannya dan 
anak-anak perempuan dari pamannya, baik mereka 
masih memiliki warisan atau tidak: sebagaimana anak 
laki-laki dari anak laki-laki juga menjadi “ashabah orang- 
orang yang sejajar dengannya. 


Adapun orang-orang di atasnya dari kalangan 
bibi-bibinya dari jalur ayah, maka harus dilihat dulu, 
apabila mereka memiliki harta warisan dari dua pertiga 
atau seperenam, maka dia mengambil sisanya dan 
mereka tidak menjadi “ashabah, karena telah mendapat- 
kan harta warisan karena sebab bagian yang telah 
ditentukan (fardh). Dan bagi orang yang mendapat 
warisan karena sebab bagian yang telah ditentukan 
maka dia tidak mendapat warisan karena “ashabah yang 
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disebabkan kekerabatan tersebut. Adapun bila mereka 
tidak mendapat bagian warisan yang ditentukan, maka 
mereka menjadi “ashabah. Hal ini berdasarkan riwayat 
dari Zaid bin Tsabit: bahwa dia berkata, “Apabila 
anak-anak perempuan telah mendapatkan dua pertiga, 
maka anak-anak perempuan dari anak laki-laki tidak 
mendapat apa-apa, kecuali bila anak lelaki diikutkan 
dengan mereka, maka sisa harta dikembalikan kepada 
mereka bila yang lebih rendah dari mereka 
mengembalikan kepada yang lebih tinggi darinya ( Yaitu: 
bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 
orang anak perempuan).” 


Sedangkan bila mereka berada lebih di bawahnya 
maka mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan harta 
yang tersisa untuknya, bukan untuk mereka. Disamping 
itu memang tidak dibolehkan mendapat waris karena 
status anak bila derajatnya jauh, dan dia juga tidak 
boleh mewarisi bibi-bibinya meskipun derajatnya dekat. 
Selain itu orang yang berada di bawahnya dari kalangan 
anak-anak perempuan saudara laki-lakinya juga tidak 
bisa menjadi “ashabah. Justru sisanya menjadi miliknya, 
berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit yang telah kami 
sebutkan sebelumnya. Apabila mereka berada di 
bawahnya, maka mereka tidak mendapat apa-apa dan 
sisa hartanya untuknya, bukan untuk mereka. Di- 
samping itu dia adalah “ashabah sehingga orang yang di 
bawahnya tidak boleh mendapatkan warisan, seperti 
anak laki-laki ketika ada anak perempuan dari anak 
laki-laki. Adapun saudara laki-laki, dia menjadi “ashabah 
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saudara-saudara perempuannya, berdasarkan firman 


Allah &, 


Pet >s sse 


gg L KD, dp 

VE ja Sa ea kas 
“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang 

saudara perempuan.” (Qs. An-Nisaa' (4): 176). 


Pasal: Tidak ada seorang pun “ashabah yang 
berserikat dengan orang-orang yang berhak mendapat 
bagian tertentu dari warisan kecuali anak dari ayah dan 
ibu, karena mereka berserikat dengan anak ibu dalam 
bagian sepertiga, yaitu suami, ibu atau nenek, dan dua 
orang dari anak ibu (anak laki-laki seibu) dan anak dari 
ayah dan ibu, baik satu atau lebih banyak. Jadi suami 
mendapat separuh, sementara ibu atau nenek men- 
dapat seperenam, sedangkan anak laki-laki seibu men- 
dapat sepertiga. Anak laki-laki seayah-seibu berserikat 
dengan mereka dalam mendapatkan sepertiga, karena 
mereka berserikat dalam hubungan kekerabatan yang 
menyebabkan mendapat bagian. Oleh karena itu, tidak 
boleh anak laki-laki seibu mendapat warisan sementara 
anak laki-laki seayah tidak mendapat warisan; seperti 
ayah yang berserikat dengan ibu dalam hubungan 
kekerabatan, karena anak yang dihasilkan keduanya, 
tidak boleh bila yang mendapat warisan ibu sementara 
ayah tidak. Masalah ini disebut Musyarrakah, karena 
ada perserikatan antara anak laki-laki seayah-seibu 
dengan anak laki-laki seibu dalam mendapatkan bagian 
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waris. Masalah ini juga disebut Himariyyah, karena 
diriwayatkan bahwa anak laki-laki seayah-seibu berkata, 
“Kalaupun seandainya ayah kami himar (keledai), 
bukankah ibu kami dan ibu mereka satu?.” 


Penjelasan: Hadits Sa'd bin Ar-Rabi' dan kedatangan 
seorang perempuan kepada Nabi & yang mengadukan saudara 
laki-lakinya telah di-takhrif pada pembahasan sebelumnya. 
Sedangkan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim serta Ahmad dalam Musnadnya. Sementara hadits “Wahai 
Bani Ismail, lemparlah!” juga telah di-takhrij sebelumnya dalam 
Pembahasan perlombaan dan melempar. 


Adapun 'ashabah, mereka adalah kerabat laki-laki yang 
berhubungan dengan orang-orang lelaki. Inilah arti perkataan 
ulama pakar bahasa. Kata ashabah merupakan bentuk jamak dari 
'Ashib, seperti Kafarah yang merupakan bentuk jamak dari Kafir. 
Para fugaha menggunakan kata ashabah untuk satu orang bila 
tidak ada orang lain, karena dia dianggap mewakili sekelompok 
orang dalam mendapatkan seluruh harta. Syariat juga 
menganggap perempuan sebagai 'ashabah dalam masalah 
memerdekakan budak dan masalah warisan. Dengan demikian 
kami mengatakan seperti ini sesuai dalil yang ada. 


Kami juga berpendapat dalam hal yang lain bahwa, 
perempuan itu tidak menjadi 'ashabah baik secara bahasa maupun 
syariat. Kalimat 'Ashaba AI Gaumu Bi Ar-Rajuli 'Ashban ( wak 


Kas JL Agan) termasuk dalam bab Dharaba (© e). Artinya 


adalah bahwa mereka melindungi seorang laki-laki dalam 
. peperangan atau dengan memberikan perlindungan tertentu. Oleh 
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karena itulah ia khusus berlaku untuk anak laki-laki dengan nama 
ini, berdasarkan sabda Nabi &, “Selebihnya adalah milik 'ashabah 
laki-laki yang paling dekat” Dalam kalimat ini mengandung arti 
penekanan atau penguatan, sebagaimana disebutkan dalam firman 
Allah 4 5 A “ Dua tuhan.” 


Dalam A/ Bayan dikatakan: 'ashabah adalah setiap laki-laki 
yang tidak dihubungkan kepada si mayit dengan perempuan. 
Dinamakan 'ashabah, karena dia mengumpulkan harta dan 
mendapatkannya. Kata ini diambil dari Jshabah (ikat kepala) yang 
menyelimuti kepala dan menutupinya. Adapun dalil asal bahwa 
shabah mendapat warisan adalah firman Allah &, 


2A 


ap Ni; IN IS Ia as je; 


A z Ge 


Kemana SS Sa HAN 

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris- 

pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah 

bersumpah setia dengan mereka” (Qs. An-Nisaa (41: 33). 

Mujahid berkata, “Yang dimaksud karib kerabat disini adalah 
ashabah.” 


Adapun dari sisi pembahasan bahasa, maka “Ashabaat 
(»trasijadalah jamak dari ashabah. 'ashabah adalah ayah, anak- 


anak lelaki dan kerabat ayah. Dinamakan 'ashabah karena mereka 
melindungi seorang laki-laki dan membelanya. Kalimat ini diambil 
dari susunan kalimat ' Ashaba A/ Gaumu Bi Fulani (Aà SI CA), 


apabila mereka meliputinya (melindunginya). Kata ini merupakan 
bentuk jamak yang tidak ada bentuk mufradnya. Kalimat yang 
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sama dengannya adalah 'Ashib, seperti kata fasagah (44-43) yang 
merupakan jamak dari kata fasiq Gú), kata kafarah yang 


- merupakan jamak dari kata kafir, kata thalabah yang merupakan 
jamak dari kata thalib, dan kata katabah yang merupakan jamak 
dari kata katib. 


Dalam A/ Maghrib dikatakan, “Sepertinya ia adalah jamak 
dari kata 'Ashib, meskipun orang-orang Arab tidak mendengarnya. 
Kemudian dia digunakan untuk satu orang, banyak orang, laki-laki 
dan perempuan secara umum. Mereka mengatakan berkaitan 
dengan masdhar 'Ushubah. Secara terminologi kata 'ashabah 
berlaku untuk kerabat laki-laki dari jalur ayah dan anak laki-laki 
serta perempuan-perempuan yang dihukumi seperti mereka yang 
menjadi ashabah Bilghairi atau 'ashabah ma'al ghairi. Kelompok 
ini dinamakan 'ashabah nasabiyyah. Kata 'ashabah juga berlaku 
untuk kerabat-kerabat secara hukum yang disebabkan karena 
memerdekakan budak, yang dinamakan 'ashabah sababiyyah.” 


Hukum-Hukum: Dalil tentang adanya 'shabah adalah 
firman Allah &, 


IRI SIT IE Ia Taj 33 


ALe Pd Ge. 


PL E Sa HN, 


“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal 
kan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewaris- 
nya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia 
dengan mereka.” (Qs. An-Nisaa" (4): 33). Sedangkan dalil dari 
Sunnah adalah sabda Nabi $, 
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Z £ 7 r al r 7 A eo £ r . £ r A A og 
Anas Jo i G Ulah LA liai 
asa 
# 
“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya 
adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat." 


Oleh karena itulah tingkatan ashabah dalam mendapatkan 
harta warisan adalah setelah Ashabu/ Furudh (orang-orang yang 
berhak mendapatkan warisan dengan bagian yang ditentukan) 
mendapatkannya apabila ada sisanya. Ini tidak berarti bahwa 
seluruh Ashabul Furudh lebih utama dari ashabah dalam men- 
dapatkan hak warisan, karena banyak ashabah yang menghalangi 
Ashabul Furudh dari mendapat warisan, baik terhalangnya tersebut 
merupakan Hajb Hirman atau Hajb Nugshan, seperti anak laki-laki 
yang dapat menghalangi saudara-saudara perempuan sekandung 
dari mendapat warisan, atau menghalangi saudara-saudara 
perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seibu, atau 
menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki sebagai 
Hajb Hirman (menghalangi seluruh bagian warisan mereka), atau 
menghalangi suami dan istri serta ibu sebagai Hajb Nugshan 
(menghalangi warisan dengan mengurangi bagiannya). 


Yang dimaksud mendahulukan Ashabul Furudh adalah 
bahwa Ashabul Furudh yang tidak terhalang memperoleh warisan 
terlebih dahulu, kemudian sisanya untuk 'shabah. Jadi yang 
dimaksud bukanlah bahwa seluruh Ashabu/ Furudh lebih berhak 
mendapat warisan daripada seluruh 'ashabah. 
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Cabang: ashabah ada tiga macam: 'ashabah binalsih, 
ashabah bighairih dan “ashabah ma 'al ghair. 


Bagian pertama adalah 'ashabah binafsih, yaitu kerabat 
laki-laki yang bisa dinisbatkan kepada si mayit tanpa ada perantara 
seorang perempuan. Ia mencakup seluruh kerabat laki-laki yang 
berhubungan dengan si mayit tanpa perantara atau dengan 
perantara laki-laki. Laki-laki yang dinisbatkan kepada si mayit 
tanpa perantara seperti anak laki-laki dan ayah, maka keduanya 
adalah 'ashabah. Begitu pula orang yang dinisbatkan kepada si 
mayit dengan perantara laki-laki saja seperti anak laki-laki, dari 
anak laki-laki ayah dari ayah dan saudara laki-laki seayah, mereka 
adalah ashabah. Begitu pula orang yang dinisbatkan kepada si 
mayit dengan perantara perempuan saja dari selain ashabah, 
bahkan terkadang ia merupakan Ashabul Furudh seperti saudara 
laki-laki seibu atau merupakan Dzawil Arham seperti ayah dari ibu 
dan anak laki-laki dari anak perempuan. 


Perempuan tidak menjadi 'ashabah binalsih, baik dia 
dinisbatkan kepada si mayit tanpa perantara seperti anak 
perempuan dan ibu, atau dengan perantara laki-laki seperti anak 
perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung atau 
saudara perempuan seayah. 


Hukum 'ashabah binafsih adalah bahwa bila mereka 
menyendiri, mereka memperoleh seluruh warisan dengan satu sisi 
yaitu sisi ashabah. Sementara bila ada Ashabul Furudh, mereka 
mendapatkan sisa warisan setelah Ashabu/ Furudh mendapatkan- 
nya bila masih ada sisanya. Apabila seluruh warisan telah 
dibagikan kepada Ashabul Furudh, maka 'ashabah tidak men- 
dapatkan apa-apa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi $, 
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PER Sea An a 
kas Jb kl Ls lela JA Ad 
Er 
# 
“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya 
(sisanya) adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat." Hadits 
ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim serta Ahmad dalam 
Musnadnya. 


@shabah binafsih terbagi menjadi empat, yang mana 
sebagiannya didahulukan atas sebagian lainnya dalam urutannya. 
Mereka adalah: 


Pertama: Bagian si mayit (keturunan si mayit), yaitu anak 
laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. 


Kedua: Pangkalnya, yaitu ayah dan kakeknya yang sah 
dan seterusnya ke atas. 


Ketiga: Bagian ayahnya, yaitu saudara-saudara laki-laki 
seayah-seibu atau saudara laki-laki seayah, kemudian putra-putra 
mereka dan seterusnya ke bawah. 


Keempat: Bagian kakek dan seterusnya ke atas. Mereka 
adalah paman-paman si mayit dari jalur ayah, paman-paman 
ayahnya, paman-paman kakeknya dan seterusnya ke atas, 
kemudian putra-putra mereka dan seterusnya ke bawah. 


Sisi 'ashabah binafsih ada empat: sisi status anak baik 
tanpa perantara maupun dengan perantara, dan sisi status ayah 
baik tanpa perantara maupun dengan perantara, sisi status 
persaudaraan dan cabang-cabangnya dan sisi status paman dan 
cabang-cabangnya. 
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Sisi status anak didahulukan dalam hak mendapat warisan, 
karena 'ashabah daripada sisi status ayah. Sedangkan status ayah 
didahulukan daripada sisi status persaudaraan. Dan status ini 
didahulukan atas status paman. Apabila ashabah sendirian, maka 
dia mendapat seluruh harta warisan atau yang tersisa dari warisan 
tersebut tanpa memerlukan penguatan. Adapun bila ashabah lebih 
banyak dari satu orang, maka dalam kondisi ini diperlukan 
penguatan sebagiannya atas sebagian lainnya. 


Cabang: Memilih yang Paling Kuat di Antara 'ashabah- 
'ashabah Binafsih 


Penguatan yang pertama kali adalah dengan 
sebuah sisi (jihaf). Apabila sebagian 'ashabah dari sisi status 
anak laki-laki, sementara sebagian lainnya statusnya ayah, maka 
yang diprioritaskan dalam mendapat warisan karena 'ashabah 
adalah yang statusnya anak laki-laki. Sementara bila sebagian 
mereka statusnya ayah dan sebagian lainnya statusnya saudara, 
“maka yang pertama didahulukan atas yang kedua. Apabila 
ashabah dari sisi persaudaraan berkumpul dengan 'ashabah dari 
sisi paman, maka sisi pertama didahulukan atas sisi kedua. 

Anak laki-laki si mayit dan anak lelaki dari anak laki-lakinya 
dan seterusnya ke bawah harus didahulukan dalam mendapat 
warisan atas dasar ashabah berdasarkan pangkal (asal), sementara 
pangkal harus didahulukan atas saudara-saudara laki-laki dan anak- 
anak lelaki mereka. Mereka didahulukan atas paman-paman dan 
anak-anak lelaki mereka. Apabila seseorang wafat dengan 
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meninggalkan ayah dan anak laki-laki, maka ayah merupakan 
orang yang berhak mendapat warisan, yaitu seperenam. 
Sementara sisanya untuk anak laki-laki yang merupakan 'ashabah. 
Begitu pula bila seseorang wafat dengan meninggalkan ayah dan 
anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. 


Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan ayah, 
saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, maka 
seluruh harta peninggalan untuk ayah sebagai 'ashabah dan 
saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan bila 
seseorang wafat dengan meninggalkan saudara laki-laki sekandung 
atau saudara laki-laki seayah dan paman dari jalur ayah, maka 
seluruh harta warisan untuk saudara laki-laki sebagai 'ashabah, 
sementara paman tidak mendapatkan apa-apa. 


Anak-anak lelaki didahulukan atas ayah dalam perolehan 
warisan karena 'ashabah berdasarkan firman Allah &, 


{7 . TAG BIAYA, vs TI 
A oa Un HN 3 Je SI 20513 


te, 
1, 
“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak” (Qs. An-Nisaa” (4): 11). Ini menunjukkan 
bahwa ayah merupakan orang yang berhak mendapat warisan 
bersama anak, sementara anak menjadi 'ashabah. Jadi ini 
menunjukkan bahwa dia didahulukan dalam 'ashabah. Rahasianya 
adalah bahwa cabang (keturunan) seseorang itu lebih kuat 
hubungannya daripada pangkal (yang menurunkan). Disamping itu 
watak manusia itu lebih mendahulukan anak dalam memberikan 
warisan daripada ayah. Adapun anak-anak lelaki dari anak-anak 
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lelaki dan seterusnya ke bawah, mereka harus didahulukan atas 
ayah, karena sebab mereka mendapat hak adalah dikarenakan 
status anak tersebut yang harus didahulukan atas status ayah. 


Tidak diragukan lagi bahwa pangkal itu lebih dekat kepada 
seseorang daripada saudara-saudara laki-laki, karena mereka 
merupakan perantara dalam menyambung persaudaraan. Oleh 
karena itulah mereka didahulukan atas mereka dalam 
mendapatkan warisan. Demikian pula yang berlaku untuk saudara- 
saudara lelaki bersama paman-paman dari jalur ayah. 


Penguatan yang kedua (sebab-sebabnya) di antara 
para '“ashabah adalah dekatnya tingkatan. Apabila 
ashabah- ashabah sama dalam sisinya, maka yang lebih 
diutamakan yang tingkatannya dekat dengan si mayit. Siapa saja 
yang tingkatannya lebih dekat, maka harus didahulukan. Jadi anak 
laki-laki harus didahulukan atas anak lelaki dari anak laki-laki, 
saudara laki-laki harus didahulukan atas anak lelaki dari saudara 
laki-laki, paman dari pihak ayah harus didahulukan atas putra 
paman, dan paman si mayit dari pihak ayah harus didahulukan 
atas paman ayahnya. 


Penguatan yang ketiga di antara para “ashabah 
adalah kuatnya kekerabatan. Apabila mereka sama dalam sisi 
dan tingkatan sekaligus, maka yang harus diprioritaskan adalah 
yang paling kuat kekerabatannya. Jadi pemilik dua kekerabatan 
seperti saudara laki-laki sekandung harus didahulukan atas pemilik 
satu kekerabatan, seperti saudara laki-laki seayah, putra dari 
saudara laki-laki sekandung juga harus didahulukan atas putra dari 
saudara laki-laki seayah, paman kedua orang tua harus 
didahulukan atas paman ayah, putra paman kedua orang tua harus 
-. didahulukan atas putra paman seayah. Begitu pula paman ayah 
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dan paman kakeknya, dan begitu pula hukum yang berlaku bagi 
cabang-cabang mereka. 


Jadi yang selalu dijadikan acuan dalam memilih yang lebih 
kuat adalah sisinya, kemudian dekatnya tingkatan, kemudian 
kuatnya kekerabatan. Apabila mereka sama dalam sisi (jihad), 
tingkat dan kuatnya kekerabatan, maka semuanya berhak 
mendapatkan warisan secara sama. Perlu diketahui bahwa 
mengakhirkan saudara laki-laki dari kakek dalam masalah 'ashabah 
adalah pendapat Imam Abu Hanifah, berdasarkan pendapat 
bahwa saudara-saudara laki-laki itu terhalang dengan adanya kakek 
menurutnya, sebagaimana mereka juga terhalang dengan adanya 
ayah. 

Adapun menurut pendapat tiga imam yaitu Malik, Asy- 
Syafi'i dan Ahmad, kakek dan saudara laki-laki kedudukannya 
sama dalam 'ashabah, karena saudara-saudara laki-laki sekandung 
atau saudara-saudara laki-laki seayah tidak terhalang dari pangkal 
selain ayah menurut mereka. Inilah pendapat dua ulama pengikut 
Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan Asy- 
Syaibani. Pendapat ini juga dituangkan dalam Undang-Undang 
Warisan No. 77 tahun 1943 M. Jadi urutan 'ashabah adalah 
sebagai berikut: 


Pertama: Bagian si mayit, yaitu anak-anak lelaki dan 
putra-putra mereka. 


Kedua: Ayah si mayit secara langsung. 


Ketiga: Kakek yang benar dan seterusnya ke atas bersama 
saudara-saudara lelaki seayah-seibu atau saudara-saudara laki-laki 
seayah tanpa putra-putra mereka. 


Keempat: Putra-putra saudara-saudara lelaki (keponakan). 
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Kelima: Paman-paman si mayit dari jalur ayah dan 
paman-paman ayahnya serta kakeknya dan seterusnya ke atas, 
kemudian putra-putra mereka. 


'ashabah Kedua: “ashabah Bighairih (“ashabah Bilghair) 


ashabah Bilghair terbatas pada empat perempuan dari 
kalangan Ashabul Furudh. Mereka adalah yang mendapat separuh 
ketika menyendiri dan dua pertiga ketika banyak. 


Pertama: Anak perempuan shulbiyyah (keturunan 
langsung), baik satu orang atau lebih. Apabila hanya satu orang 
maka dia mendapat separuh, sedangkan bila dua orang maka 
mendapat dua pertiga. Dia menjadi ashabah bersama anak laki- 
laki shulbi tanpa orang lain. Apabila saudara-saudara laki-lakinya 
berkumpul bersamanya, maka dia berubah dari Ashabul Furudh 
menjadi ashabah dan bagiannya menjadi separuh bagian saudara 
laki-lakinya. 


Kedua: Anak perempuan dari anak laki-laki dan 
seterusnya ke bawah, baik satu orang atau lebih: karena statusnya 
dalam mendapat warisan sama seperti anak perempuan shulbiyyah 
ketika dia (anak perempuan shulbiyyah) tidak ada dan anak laki- 
laki shulbi tidak ada. Dia menjadi 'ashabah bersama saudara laki- 
lakinya dan orang-orang yang setingkat dengannya dari kalangan 
putra-putra pamannya secara mutlak, baik dia menjadi ahli waris 
ketika ada ashabah yang bersamanya atau dia terhalang, seperti 
bila dia berkumpul dengan dua putri shulbiyyah. Dia juga menjadi 
ashabah bersama orang yang lebih rendah tingkatannya darinya 


'“ apabila dia terhalang mendapat warisan tanpa orang tersebut, 
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karena dia butuh terhadapnya. Adapun bila dia menjadi ahli waris 
tanpa orang tersebut, seperti halnya bila dia berkumpul bersama 
satu orang anak perempuan shulbiyyah, maka orang tersebut tidak 
menjadi 'ashabah-nya ketika si anak perempuan tersebut tidak 
butuh terhadapnya, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam 
pembahasan tentang status putri-putri anak laki-laki. 


Ketiga: Saudara perempuan seayah-seibu. Seorang 
perempuan mendapat separuh sebagai bagian pastinya, sedangkan 
dua perempuan mendapat dua pertiga apabila tidak ada anak laki- 
laki, anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan. 
Dia menjadi 'ashabah saudara laki-laki sekandung saja. Dia 
mendapat warisan bersamanya sebagai ashabah. Akan tetapi dia 
tidak menjadi ashabah bersama saudara laki-laki seayah dan putra 
saudara laki-laki. 


Keempat: Saudara perempuan seayah, baik satu atau 
lebih. Statusnya adalah sama dengan status saudara perempuan 
seayah-seibu ketika dia tidak ada. Dia menjadi 'ashabah dengan 
saudara laki-laki seayah meskipun bukan saudara laki-laki 
sekandung, seperti saudara perempuan seayah-seibu ketika dia 
tidak ada. Dia menjadi ashabah dengan saudara laki-laki seayah 
meskipun bukan saudara kandung, karena dia menyamainya dalam 
tingkatan dan kuatnya kekerabatan. Dia juga menjadi 'ashabah 
dengan putra saudara laki-laki menurut pendapat yang paling kuat, 
apabila dia terhalang oleh dua saudara perempuan sekandung. Hal 
ini berbeda dengan undang-undang warisan yang telah disebutkan 
sebelumnya dimana saudara perempuan seayah hanya menjadi 
ashabah saudara laki-laki seayah tanpa putra saudara laki-laki. 
Apabila perempuan-perempuan tersebut menjadi 'ashabah 
Bilghair, maka mereka berubah dari Ashabul Furudh menjadi 
ashabah. Dengan demikian, maka mereka mendapatkan seluruh 
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warisan atau sisanya bersama 'ashabah lain dari kalangan laki-laki, 
yaitu setelah Ashabul Furudh mendapatkan bagiannya, dengan 
ketentuan bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat bagian 
perempuan. Dalil bahwa anak-anak perempuan dan anak-anak 


perempuan dari anak lelaki menjadi 'ashabah adalah firman 
Allah &, 


E prr È os s A2? D he, 1 & s 2 
Yi ES IE S i ai lK 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama 
. dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Qs. An-Nisaa ` [4]: 


11). Sedangkan dalil bahwa saudara-saudara perempuan menjadi 
'ashabah adalah firman Allah, 


a ES H S5 


YES Si A5 b) Eas 

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara 
laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.” (Qs. An-Nisaa ` 
(4): 176). Dalam ayat ini tidak ditentukan bagian anak-anak 
perempuan dan saudara-saudara perempuan ketika mereka 
berkumpul dengan saudara-saudara laki-laki mereka. Ini 
menunjukkan bahwa mereka menjadi 'ashabah. 


Adapun jika perempuan tidak menjadi bagian dari Ashabul 
Furudh dan berkumpul bersama saudara laki-lakinya menjadi 
ashabah, maka dia tidak menjadi ashabah. Dengan demikian, 
maka warisan hanya didapat oleh saudara laki-lakinya sedang dia 
tidak mendapatkannya. Contohnya adalah seperti bibi dari jalur 
ayah bersama paman dari jalur ayah, putri paman dari jalur ayah 
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bersama putranya, dan putri saudara laki-laki bersama putranya. 
Hal ini karena dalil menyatakan bahwa anak-anak perempuan 
menjadi ashabah dengan anak-anak lelaki dan saudara-saudara 
perempuan menjadi 'ashabah dengan saudara-saudara laki-laki. 
Dan setiap anak-anak perempuan dan saudara-saudara 
perempuan dari golongan Ashabu/ Furudh, maka ini tidak 
mencakup perempuan-perempuan yang tidak mendapat bagian 
warisan yang ditentukan. 


“Ashabah Ketiga: “Ashabah Ma'a Ghairih (“Ashabah 
Ma'al Ghair) 


Ashabah Ma'al Ghair adalah setiap perempuan yang 
mendapatkan bagian tertentu dalam pokoknya, dan untuk menjadi 
ashabah dia membutuhkan perempuan lain yang tidak berserikat 
dengannya dalam status 'ashabah tersebut. 'ashabah ini terbatas 
pada dua perempuan dari golongan Ashabul Furudh. Keduanya 
adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan 
seayah. Apabila bersama salah seorang dari keduanya tidak ada 
ashabah laki-laki dan dia ditemukan bersama seorang anak 
perempuan shubiyyah atau lebih banyak atau anak perempuan 
dari anak laki-laki atau lebih banyak meskipun ayahnya turun ke 
bawah atau keduanya sekaligus. Dalam kondisi ini, seorang 
saudara perempuan atau lebih mendapat warisan sebagai 
ashabah. Dengan demikian, maka dia mendapatkan sisa warisan 
setelah anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki 
mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan. Apabila seluruh 
Ashabul Furudh telah mendapatkan warisan, maka dia tidak 
mendapatkan apa-apa, karena dia menjadi 'ashabah. Jadi dia 
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diakhirkan dalam pengurutannya dari Ashabul Furudh. Dalil bahwa 
saudara-saudara perempuan menjadi ashabah bersama anak-anak 
perempuan dan anak-anak perempuan dari anak lelaki adalah 
bahwa Nabi menetapkan bagian warisan untuk anak 
perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki serta saudara 
perempuan, bahwa anak perempuan mendapat separuh, anak 
perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, sedang 
sisanya untuk saudara perempuan. Haditsnya disebutkan dalam 
Shahih Al Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud #&. Dari uraian 
sebelumnya maka jelaslah bahwa ada perbedaan antara ashabah 
Bilghair dengan 'ashabah Ma'al Ghair, karena dalam 'ashabah 
Bilghair orang lain merupakan 'ashabah binafsih, sehingga 
berdampak terhadap status ashabah perempuan, dan keduanya 
sama-sama mendapat warisan sebagai ashabah. 


Adapun orang lain dalam 'ashabah Ma al Ghair bukanlah 
ashabah, tapi dia adalah perempuan yang merupakan bagian dari 
Ashabul Furudh dan tidak menyebabkan saudara perempuan 
menjadi ashabah, melainkan keberadaannya hanya sebagai syarat 
di dalamnya. 


Masalah: Apabila ashabah binafsih berkumpul dengan 
ashabah Bilghair atau 'ashabah Ma'al Ghair, maka yang harus 
diutamakan adalah yang sisi dan tingkatannya satu dengan kuatnya 
kekerabatan terhadap si mayit, dan ini bukanlah 'ashabah binafsih. 
Oleh karena itulah apabila berkumpul saudara laki-laki dan saudara 
perempuan sekandung serta anak perempuan, maka anak 
perempuan mendapat separuh sebagai ardh (bagian warisannya 
yang ditentukan), sementara sisanya untuk saudara perempuan 
sekandung sebagai 'ashabah. Sedangkan saudara laki-laki seayah 
tidak mendapat apa-apa meskipun dia merupakan 'ashabah 
Binafsih sementara saudara perempuan merupakan 'ashabah 
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Maal Ghair. Demikianlah yang dinyatakan oleh Syaikh Isawi 
Ahmad Isawi. 


Cabang: Hubungan dengan Dua Sisi (Jiha 


Terkadang ahli waris berhubungan dengan orang yang 
memberi waris dari dua sisi, seperti saudara laki-laki seibu yang 
sekaligus putra paman dari jalur ayah, dan seperti putra paman 
dari jalur ayah yang sekaligus suami, dan seperti ibu dari ibunya 
ibu yang sekaligus ibu dari ayahnya ayah: apakah dia mendapat 
warisan dari dua sisi sekaligus?. 

Jawabannya adalah, bahwa perbedaan sisi mengakibatkan 
perbedaan sifat ahli waris apabila dia menisbatkan dirinya kepada 
si mayit, seperti saudara laki-laki seibu yang merupakan putra 
paman dari jalur ayah dan putra paman dari jalur ayah yang 
sekaligus suami. Dia mendapat warisan dengan dua sisi sekaligus 
apabila tidak ada penghalang warisan dengan keduanya atau salah 
satunya. Hal ini karena keduanya merupakan dua sebab yang 
berbeda, dimana warisan menjadi tetap dengan masing-masing 
dari keduanya ketika menyendiri. Dan warisan juga berlaku dengan 
keduanya ketika berkumpul. Apabila ada seorang perempuan 
wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan suami 
yang merupakan putra dari paman, maka anak perempuan 
mendapat separuh sebagai bagian warisannya, sementara suami 
mendapat seperempat sebagai bagian warisannya karena dia 
sebagai suami, dan dia juga mendapat sisanya sebagai ashabah 
disebabkan dia putra paman. 
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Apabila seorang perempuan wafat dengan meninggalkan 
dua putra paman dari jalur ayah yang salah satunya adalah suami, 
maka suami mendapat separuh sebagai bagian warisnya. 
Sementara sisanya dibagi rata antara dia dengan putra paman 
lainnya sebagai 'ashabah. Apabila seseorang wafat dengan 
meninggalkan istri dan saudara laki-laki seibu yang merupakan 
putra paman, maka istri mendapat seperempat sebagai bagian 
warisnya secara fardhu dan saudara laki-laki seibu juga mendapat 
seperenam sebagai bagian warisnya secara fardhu. Dia juga 
mendapat sisanya sebagai ashabah karena dia putra paman. 


Adapun berkenaan dengan saudara laki-laki sekandung dan 
saudara laki-laki seibu yang merupakan putra paman, maka 
saudara laki-laki mendapat seperenam, akan tetapi putra paman 
tidak mendapat apa-apa, karena dia terhalang oleh saudara laki- 
laki sekandung. Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan 
anak perempuan dan saudara laki-laki seibu yang sekaligus putra 
paman, maka yang separuh merupakan bagian warisan yang pasti, 
sementara sisanya untuk putra paman sebagai ashabah. Dan dia 
tidak mendapat warisan disebabkan statusnya sebagai saudara laki- 
laki seibu, karena dia terhalang dengan cabang yang menjadi ahli 
waris. 


Adapun bila perbedaan sisi tidak mempengaruhi perbedaan 
sifat ahli waris, maka dua sisi tersebut dalam hukumnya seperti 
satu sisi, seperti yang berlaku pada nenek yang memiliki dua 
kekerabatan. Apabila dia berkumpul dengan nenek yang memiliki 
satu kekerabatan, maka keduanya sama-sama mendapat bagian 
seperenam. Ini adalah pendapat Abu Yusuf. 
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Masalah-Masalah Berkenaan dengan Pembahasan yang 
Telah Kami Uraikan 


Untuk ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan: Ayah 
mendapat seperenam, ibu mendapat seperenam, sementara 
sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan, dimana bagian 
laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Bagian totalnya ada 18, 
dimana ibu mendapat tiga, ayah mendapat tiga, anak perempuan 
mendapat empat dan anak laki-laki mendapat delapan. 


Untuk ayah, ibu, ibu dari ibu, saudara-saudara laki-laki 
sekandung dan saudara-saudara laki-laki seibu; ibu mendapat 
seperenam sebagai bagian pastinya, sementara sisanya untuk 
ayah, akan tetapi ibu dari ibu dan saudara-saudara laki-laki tidak 
mendapat apa-apa, karena mereka terhalang oleh ayah. 


Untuk kakek yang sah (orang yang penisbatannya kepada si 
mayit tidak dimasuki perempuan), ibu dan anak perempuan dari 
anak laki-laki, dalam hal ini anak perempuan dari anak laki-laki 
mendapat separuh sebagai bagian pastinya, ibu mendapat 
seperenam sebagai bagian pastinya, kakek mendapat seperenam 
sebagai bagian pastinya, sementara sisanya merupakan 'ashabah. 


Untuk anak perempuan, saudara perempuan sekandung, 
saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, saudara 
perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah, dalam masalah ini 
anak perempuan mendapat separuh sebagai bagian warisnya 
secara fardhu, sementara saudara perempuan sekandung men- 
dapat sisanya sebagai ashabah. Sedangkan saudara perempuan 
dan saudara laki-laki seibu tidak mendapat apa-apa, karena dia 
terhalang oleh anak perempuan. Saudara laki-laki dan saudara 
perempuan seayah juga tidak mendapat apa-apa, karena keduanya 
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terhalang oleh saudara perempuan sekandung yang menjadi 
ashabah bersama anak perempuan. 


Untuk saudara laki-laki sekandung dan paman dari pihak 
ayah, dalam hal ini seluruh warisan untuk saudara laki-laki 
sekandung, karena sisi persaudaraan didahulukan atas sisi status 
paman. Sedangkan berkenaan dengan saudara laki-laki seayah dan 
putra dari saudara laki-laki sekandung, seluruh harta warisan 
tersebut untuk saudara laki-laki seayah, karena tingkatannya lebih 
dekat daripada putra saudara laki-laki sekandung. 


Untuk anak laki-laki dan anak lelaki dari anak laki-laki, 
maka dalam hal ini seluruh warisan untuk anak laki-laki, dan anak 
lelaki dari anak laki-laki tidak mendapat apa-apa, karena dia 
terhalang oleh anak laki-laki. Dan dia harus memberi wasiat yang 
wajib dalam batas sepertiga sesuai undang-undang warisan Mesir. 


Untuk paman dari jalur ayah dan putra paman sekandung, 
maka seluruh warisan untuk paman, karena tingkatannya paling 
dekat. 


Untuk anak perempuan, anak perempuan dari anak laki- 
laki, anak lelaki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung, 
dalam hal ini anak perempuan mendapat separuh sebagai bagian 
warisnya secara fardhu, sementara sisanya untuk anak perempuan 
dari anak laki-laki dan anak lelaki dari anak laki-laki sebagai 
ashabah. Asalnya adalah enam, dimana anak perempuan 
mendapat tiga, anak lelaki dari anak laki-laki mendapat dua dan 
anak perempuan dari anak laki-laki mendapat satu. Adapun 
saudara laki-laki, dia tidak mendapat apa-apa karena terhalang 
oleh anak lelaki dari anak laki-laki. 


Adapun berkenaan dengan suami, ibu, dua saudara laki-laki 
seibu dan saudara laki-laki sekandung, dalam hal ini suami 
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mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara fardhu, ibu 
mendapat seperenam sebagai bagian warisnya secara fardhu, 
sementara tiga saudara laki-laki mendapat sepertiga dengan dibagi 
secara sama rata. 


Masalah Bersama 


Berkenaan dengan suami, nenek yang sah, saudara 
perempuan sekandung dan dua saudara laki-laki seibu, dalam hal 
ini suami mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara 
fardhu, nenek mendapat seperenam sebagai bagian warisnya 
secara fardhu, saudara perempuan sekandung mendapat separuh 
sebagai bagian warisnya secara fardhu, sementara dua saudara 
laki-laki mendapat sepertiga. Asal masalahnya adalah enam yang 
bertambah menjadi sembilan, yang mana suami mendapat tiga, 
nenek mendapat satu, saudara perempuan sekandung mendapat 
tiga dan saudara laki-laki mendapat dua yang merupakan bagian 
masing-masing dari keduanya. 


Adapun berkenaan dengan saudara perempuan sekandung, 
saudara perempuan, saudara laki-laki seayah, dua saudara laki-laki 
seibu dan ibu, dalam hal ini saudara perempuan sekandung 
mendapat separuh sebagai bagian warisnya secara fardhu, dua 
saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga sebagai bagian warisnya 
secara fardhu, ibu mendapat seperenam sebagai bagian warisnya 
secara fardhu, sementara saudara laki-laki dan saudara perempuan 
seayah tidak mendapat apa-apa: karena saudara perempuan 
menjadi 'ashabah saudara laki-lakinya. Sedang seluruh harta 
warisan telah dibagikan kepada yang berhak sehingga 'ashabah 
tidak mendapatkan apa-apa. Asal masalahnya adalah enam, yang 
mana saudara perempuan sekandung mendapat tiga, dua saudara 
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laki-laki seibu mendapat dua dan ibu mendapat satu, dan ashabah 
tidak mendapatkan apa-apa. 


Apabila hal ini telah berlaku, maka 'ashabah yang paling 
dekat adalah anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, kemudian 
ayah. 


Al Mas'udi mengatakan: Di antara ulama ada yang tidak 
menyebut anak laki-laki sebagai ashabah. Akan tetapi hal ini tidak 
perlu dipermasalahkan. Adapun dalil bahwa anak laki-laki 
merupakan 'ashabah yang paling dekat dengan ayah adalah firman 
Allah &, úi 3 Kab “Allah mensyari'atkan bagimu 
tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.” (Os. An-Nisaa' 
(4): 11). Dalam ayat ini Allah memulai dengan anak sebelum orang 
tua, sedang tradisi masyarakat Arab itu senantiasa mendahulukan 
yang paling penting dan seterusnya. Disamping itu Allah & telah 
menetapkan bagian ayah seperenam bila ada anak. Ini 
menunjukkan bahwa anak laki-laki menggugurkan status ashabah 
ayah, karena ayah hanya mendapat seperenam sebagai bagiannya. 
Disamping itu anak laki-laki menjadi 'ashabah bersama saudara 
perempuannya, berbeda dengan ayah. Apabila anak-anak lelaki 
dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah tidak ada, maka 
yang menjadi ashabah adalah ayah. Dia lebih berhak daripada 
ashabah- 'ashabah lainnya, karena semua 'ashabah berhubungan 
dengannya. Apabila ayah tidak ada, maka yang menjadi ashabah 
adalah kakek, apabila tidak ada saudara laki-laki, karena dia 
berhubungan dengan ayah, kemudian ayah dari kakek dan 
seterusnya ke atas (bersama saudara-saudara laki-laki seibu-seayah 
atau seayah: mereka didahulukan atas putra-putra saudara-saudara 
lelaki), Dan putra-putra saudara-saudara lelaki harus didahulukan 
atas paman-paman. 
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Apabila tidak ada kakek tapi ada saudara laki-laki seayah- 
seibu atau seayah, maka yang menjadi ashabah adalah dia, karena 
dia berhubungan dengan ayah. Apabila ada saudara laki-laki 
seayah-seibu dan saudara laki-laki seayah, maka yang lebih utama 
adalah saudara laki-laki seayah-seibu: berdasarkan riwayat 
Ali 85 “Apabila berkumpul kakek dan saudara laki-laki, maka 
hartanya dibagi di antara keduanya,” sebagaimana yang akan kami 
jelaskan nanti. Apabila mereka berkumpul, Nabi & memutuskan 
bahwa utang harus dibayar sebelum wasiat. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya orang-orang yang merupakan anak keturunan 
saudara laki-laki mendapat warisan, sementara anak keturunan 
dari ibu yang berbeda-beda tidak mendapat warisan. Seorang laki- 
laki akan mewarisi saudaranya seayah-seibu dan bukan ayahnya.” 
Disamping itu dia berhubungan dengan dua kekerabatan sehingga 
lebih utama daripada yang berhubungan dengan satu kekerabatan 
saja. Apabila saudara laki-laki seayah-seibu tidak ada, maka yang 
menjadi ashabah adalah saudara laki-laki seayah. Dia didahulukan 
atas putra saudara laki-laki seayah-seibu, karena statusnya lebih 
tetap. Apabila saudara laki-laki seayah tidak ada, maka yang 
menjadi 'ashabah adalah putra saudara laki-laki seayah-seibu. 
Apabila dia tidak ada, maka yang menjadi 'ashabah putra saudara 
laki-laki seayah. Apabila dia tidak ada, maka yang menjadi 
ashabah paman-paman dari jalur ayah. 

Apabila paman-paman dari jalur ayah dan putra-putra 
mereka tidak ada, maka yang menjadi 'ashabah adalah paman- 
paman ayah dan putra-putra mereka. Apabila mereka tidak ada, 
maka yang menjadi 'ashabah adalah paman-paman kakek yang 
paling dekat dan seterusnya yang paling dekat, kemudian setelah 
mereka adalah putra-putra mereka. Berdasarkan hal ini, apakah 
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seorang 'ashabah menyendiri, maka dia mendapatkan seluruh 
harta, berdasarkan firman Allah &, 
Ener PS P NI 24 MAA Ate (ba. 


UG x ol Us KY 

“Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai 

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya 
yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 
perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.” (Qs. An-Nisaa'* (4): 
176). Jadi saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara 
perempuan. Apabila ada dua orang 'ashabah dalam satu tingkatan, 


maka keduanya sama-sama mendapatkan harta, karena nasab 
keduanya sama. 


L 


Apabila bersama 'ashabah ada orang yang berhak 
mendapat bagian warisannya, maka warisannya harus diberikan 
kepadanya, sementara sisanya untuk 'ashabah, sebagaimana yang 
telah kami uraikan sebelumnya, yaitu hadits tentang dua putri Sa'd 
bin Ar-Rabi' dan istrinya serta saudara laki-lakinya, dimana yang 
menjadi 'ashabah anak laki-laki adalah saudara perempuan dan 
saudari-saudarinya, berdasarkan firman Allah, 


yg A sp y» A? s 7 u. Z . 9 2, 
PENARI 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Os. An-Nisaa” [4]: 
11). Begitu pula anak lelaki dari anak laki-laki, yang menjadi 
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ashabah adalah saudara-saudara perempuannya, berdasarkan 
firman Allah &, “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah) Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah......Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara- 
saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki- 
laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 176). Adapun 'ashabah ashabah selain mereka, 
saudara-saudara perempuannya tidak menjadi ashabah mereka, 
karena mereka tidak memiliki bagian warisan ketika menyendiri 
sehingga tidak menjadi ashabah. 


Cabang: Apabila seorang perempuan wafat dengan 
meninggalkan suami, ibu, dua anak laki-laki seibu, seorang saudara 
laki-laki dan seorang saudara perempuan seayah-seibu, maka ibu 
mendapat seperenam yang merupakan bagiannya dari enam 
bagian, suami mendapat separuh yaitu tiga, dua saudara laki-laki 
seibu mendapat sepertiga yang merupakan dua bagian yang juga 
ikut dinikmati oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan 
serayah-seibu dengan dibagi secara merata baik laki-laki maupun 
perempuan. Hukumnya sah bila pokok masalahnya 12, dimana 
ibu mendapat dua bagian, suami mendapat enam, setiap saudara 
laki-laki mendapat satu dan saudara perempuan mendapat satu 
bagian. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, 
Zaid bin Tsabit, Syuraih, Malik dan Ishag. Sementara menurut Ali 
bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari, Ubay bin Ka'b, 
Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya serta 
Ahmad, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah-seibu 
gugur. 
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Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa ia 
merupakan bagian warisan yang pasti yang menggabungkan anak 
laki-laki seibu dan anak laki-laki seayah-seibu, dimana masing- 
masing dari keduanya mendapat warisan ketika menyendiri. 
Apabila anak laki-laki seibu mendapat warisan, maka anak laki-laki 
seayah-seibu tidak gugur, sebagaimana bila anak laki-laki seibu dan 
anak laki-laki seayah-seibu menyendiri. Adapun selain mereka, 
tidak ada yang mendapat bagian bersama mereka. Masalah ini 
dinamakan masalah Himariyyah, karena diriwayatkan bahwa anak 
laki-laki seayah berkata, “Kalaupun seandainya ayah kami keledai, 
bukankah ibu kami dan ibu mereka satu?” Masalah ini juga 
dinamakan Musyarrakah, karena ada persekutuan antara saudara- 
saudara laki-laki seibu dan saudara-saudara laki-laki seayah-seibu 
dalam sepertiga. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya dalam 
pembahasan Au/sehingga tidak perlu diulang lagi. 


Dalam Ar-Rahbiyyah dikatakan: 
Apabila engkau menemukan suami dan ibu yang menjadi ahli 
waris 
Dan saudara-saudara laki-laki seibu 
Maka mereka akan mendapat sepertiga 
Dan juga saudara-saudara laki-laki seayah-seibu 


Ketika harta warisan habis diberikan kepada orang-orang yang 
berhak menerimanya 


Maka berikanlah semuanya untuk ibu 
Dan jadikanlah ayah mereka terhalang mendapatkannya 
Dan bagikanlah sepertiga harta peninggalan 
Kepada saudara-saudara laki-laki 
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Inilah yang disebut masalah musyarakah 


Cabang: Penjelasan tentang Musyarrakah dan Hajariyyah. 


Di antara kaidah-kaidah yang berlaku dalam warisan adalah 
bahwa seorang ashabah baik laki-laki maupun perempuan tidak 
mendapat warisan kecuali setelah Ashabul Furudh yang tidak 
terhalang mendapat bagian warisannya. Apabila seluruh warisan 
telah dibagikan kepada mereka, maka 'ashabah tidak mendapat 
apa-apa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi $, 

3 o 


Kas SIB SAN a in 


1 r 


“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya 
(sisanya) adalah milik 'ashabah laki-laki yang paling dekat” Hadits 
ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kaidah 
ini berlaku dalam semua masalah warisan menurut kesepakatan 
para ulama, selain satu masalah yang masih diperselisihkan, yaitu 
bila ashabah yang terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan 
saudara perempuan sekandung berkumpul bersama suami dan 
beberapa anak seibu. Kemudian ada juga perempuan yang berhak 
mendapat bagian warisan yaitu ibu atau nenek yang sah, dalam 
kasus ini kami melihat bahwa seluruh warisan telah menjadi hak 
ahli warisnya. Maka apakah para saudara-saudara lelaki -yaitu 
ashabah- tidak mendapatkan warisan karena menerapkan kaidah 
yang diambil dari hadits tadi? 


Sebagian sahabat seperti Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, 
Abu Musa Al Asy'ari dan Ubay bin Ka'ab berpendapat bahwa 
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ashabah yaitu saudara-saudara kandung gugur selama tidak tersisa 
dari harta warisan tersebut setelah Ashabul Furudh mendapat 
bagiannya masing-masing: karena suami mendapat separuh, ibu 
atau nenek mendapat seperenam, sementara anak-anak ibu 
mendapat sepertiga sehingga tidak tersisa untuk 'ashabah. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan 
banyak fugaha. Adapun dalil mereka adalah ayat-ayat yang 
terdapat dalam Al Qur'an. 


Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab #8, bahwa awalnya 
dia berpendapat bahwa saudara-saudara kandung gugur (tidak 
mendapat warisan) dan tidak berserikat dengan saudara-saudara 
seibu dalam mendapat warisan, kemudian ketika muncul masalah 
lain yang mirip dengan masalah pertama, dia tetap berpendapat 
seperti pendapat pertamanya. Kemudian dia ditanya, “Wahai 
Amirul Mukminin, kalaupun seandainya ayah kami batu yang 
dilempar ke sungai, bukankah ibu mereka satu? Hendaknya 
engkau mempersekutukan mereka dalam mendapat warisan.” 
Maka Umar pun memutuskan bahwa mereka mendapat warisan 
bersama saudara-saudara seibu dalam sepertiga, dimana bagian 
tersebut dibagi di antara mereka secara merata tanpa 
membedakan antara laki-laki dan perempuan, seakan-akan mereka 
semua saudara-saudara lelaki seibu. Pendapat ini juga dinyatakan 
oleh Zaid bin Tsabit dan beberapa sahabat. 


Adapun yang setuju dengan pendapat kami adalah 
Malik 8. Dan pendapat yang kuat adalah yang menyamakan 
anak-anak seibu dengan anak-anak seayah-seibu dalam mendapat- 
kan warisan dalam kondisi tersebut, karena kekerabatan mereka 
sama dari sisi ibu. Adapun kekerabatan ayah, apabila tidak 
membuat mereka bertambah dekat, maka ini bukan sebab yang 
menggugurkan mereka. Berdasarkan hal ini, apabila seorang 
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perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu, dua saudara 
laki-laki seibu, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan 
sekandung, maka suami mendapat separuh sebagai bagian 
warisnya secara fardhu, ibu mendapat seperenam, saudara-saudara 
lelaki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan sepertiga 
yang dibagi rata di antara mereka tanpa membedakan antara laki- 
laki dengan perempuan. 


Masalah ini disebut Musyarakah, karena seluruh saudara 
laki-laki bersekutu dalam mendapat sepertiga. Masalah ini juga 
disebut Musytarakah karena adanya perserikatan di dalamnya. Dan 
juga dinamakan Hajariyyah yang merupakan penisbatan kepada 
perkataan mereka, “Kalaupun seandainya ayah kami batu yang 
dilempar ke sungai, bukankah ibu kami satu?” 


Yang ada dari kalangan anak-anak seibu hanyalah satu, 
karena dia mendapat warisan seperenam. Jadi seluruh warisan 
tidak diberikan semua, akan tetapi tersisa seperenam untuk 
saudara-saudara kandung sebagai ashabah. Pembagian warisan ini 
juga tidak bisa direalisasikan bila ashabah yang ada merupakan 
saudara-saudara lelaki si mayit dari sisi ayah saja. 


Asy-Syirazi Æ berkata: Apabila dalam diri sese- 
orang berkumpul sisi bagian warisan yang pasti dan sisi 
'ashabah, seperti putra paman yang sekaligus suami, 
atau putra paman yang sekaligus saudara laki-laki seibu, 
maka dia mendapat warisan yang pasti dan juga 
mendapat warisan sebagai “ashabah: karena keduanya 
merupakan dua warisan yang berbeda dengan dua 
sebab yang berbeda. Apabila berkumpul dua putra 
paman yang salah satunya saudara laki-laki seibu, maka 
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saudara laki-laki seibu mendapat warisan seperenam, 
sementara sisanya untuk dia dan putra paman yang 
satunya lagi. Abu Tsaur berkata, “Seluruh harta untuk 
saudara laki-laki seibu, karena keduanya merupakan 
'“ashabah yang salah satunya berhubungan dengan ayah 
dan ibu, sementara yang satunya lagi hanya ber- 
hubungan dengan salah satu dari keduanya. Oleh 
karena itu yang berhubungan dengan ayah dan ibu 
harus didahulukan, seperti dua saudara laki-laki yang 
salah satunya seayah dan yang satunya lagi seayah- 
seibu.” Akan tetapi pendapatnya ini salah, karena dia 
berhak mendapat warisan karena kekerabatan dari jalur 
ibu sehingga tidak boleh didahulukan dalam “ashabah, 
seperti dua putra paman yang salah satunya merupakan 
suami. 


Pasal: Apabila suami melakukan /i'an dan 
mengingkari nasab si anak (terhadap dirinya), maka 
putuslah hubungan waris-mewaris antara keduanya 
karena tidak-adanya nasab antara keduanya, dan waris- 
mewaris hanya berlaku antara ibu dan anaknya, karena 
nasab antara keduanya tetap berlaku. Apabila si anak 
wafat dan tidak ada ahli warisnya selain ibunya, maka 
sang ibu mendapat sepertiga. Kemudian bila sang ibu 
membawa dua anak kembar dan suaminya mengingkari 
keduanya dengan li'an, lalu salah satu dari keduanya 
wafat dengan meninggalkan saudaranya, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah. 


Pertama: Dia mendapat warisan saudara laki-laki 
seibu, karena tidak ada nasab antara keduanya dari sisi 
ayah. Jadi dia tidak mendapat warisan dengan 
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kekerabatannya, seperti dua anak kembar hasil zina 
apabila salah satunya wafat dan meninggalkan 
saudaranya. 


Kedua: Dia mendapat warisan saudara laki-laki 
seayah-seibu, karena /i'an berlaku untuk suami istri dan 
tidak berlaku untuk selain keduanya. Oleh karena itulah 
bila suami menuduh istrinya berzina, maka dia tidak 
dihukum had, sedangkan bila yang menuduh orang lain, 
maka dia harus dihukum had. Pendapat yang benar 
adalah pendapat pertama, karena nasab telah 
ditiadakan di antara keduanya untuk masing-masing, 
sebagaimana hubungan ranjang antara keduanya juga 
putus untuk masing-masing, sehingga boleh bagi 
masing-masing untuk menikahinya. 


Pasal: Apabila ahli warisnya seorang banci, yaitu 
orang yang memiliki kemaluan laki-laki dan kemaluan 
perempuan, apabila dia dikenal sebagai laki-laki maka 
dia mendapat warisan laki-laki, sedangkan bila dia 
dikenal sebagai perempuan maka dia mendapat warisan 
perempuan. Adapun bila dia tidak dikenal, maka 
hukumnya seorang banci musykil dan mendapat 
warisan perempuan. Apabila dia seorang perempuan 
sendirian, maka dia mendapat setengah: sedangkan bila 
bersamanya ada anak laki-laki, maka dia mendapat 
sepertiga, sementara anak laki-laki mendapat setengah, 
karena si anak laki-laki statusnya meyakinkan (jelas), 
sementara yang seperenam ditahan, karena masih 
diragukan. Apabila keduanya sama-sama banci, maka 
keduanya mendapat warisan dua pertiga, karena 
hukumnya sudah yakin, sementara sisanya ditahan 
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karena masih diragukan. Adapun cara mengetahui 
apakah laki-laki atau perempuan adalah dengan cara 
kencingnya. Apabila dia kencing dari penis, maka 
hukumnya laki-laki, sedangkan bila dia kencing dari 
vagina maka hukumnya perempuan. Hal ini 
berdasarkan riwayat dari Ali æ bahwa dia berkata, 
“Banci mendapat warisanya dengan melihat bagaimana 
dia kencing.” Diriwayatkan pula darinya bahwa dia 
berkata, “Apabila air kencingnya keluar dari tempat 
kencing laki-laki, maka hukumnya laki-laki; sedangkan 
bila air kencingnya keluar dari tempat kencing 
perempuan, maka hukumnya perempuan. Hal ini 
karena Allah & menjadikan kencing laki-laki dari penis 
dan menjadikan kencing perempuan dari vagina. Inilah 
yang dijadikan acuan untuk membedakannya.” 


Adapun bila dia kencing dari keduanya, maka 
harus dilihat dulu. Apabila dia kencing lebih banyak dari 
salah satu dari keduanya, maka menurut riwayat Al 
Muzani dalam Al Jami’ adalah bahwa hukum yang 
berlaku sesuai yang keluar dari tempat yang lebih 
banyak. Pendapat ini juga dinyatakan oleh sebagian 
teman kami, karena yang paling banyak adalah yang 
paling kuat dijadikan dalil. Adapun menurut pendapat 
kedua, banyaknya kencing tidak menjadi ukuran karena 
menyulitkan, sehingga menjadi gugur dengan 
sendirinya. 


Apabila dengan cara test air kencing tidak bisa 
diketahui apakah laki-laki atau perempuan, maka si 
banci bisa ditanya tentang tabiat yang disukainya. 
Apabila dia mengatakan cenderung kepada perempuan, 
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maka dia dihukumi laki-laki: sedangkan bila dia 
mengatakan cenderung pada laki-laki, maka dia 
dihukumi perempuan. Apabila dia berkata, “Aku 
cenderung kepada keduanya,” maka dia dihukumi banci 
yang musykil. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya. 


Di antara teman-teman kami ada yang berkata, 
“Apabila dengan cara test air kencing tidak bisa 
diketahui laki-laki atau perempuan, maka bisa dilakukan 
pendeteksian jumlah tulang rusuk. Apabila tulang rusuk 
pada sisi kiri kurang, maka dia dihukumi laki-laki, 
karena tulang rusuk laki-laki sebelah kiri kurang. Hal ini 
karena Allah & menciptakan Hawa dari tulang rusuk 


Nabi Adam sebelah kiri. Oleh sebab itulah tulang rusuk 
sebelah kirinya berkurang.” | 


Seorang penyair berkata: 
Perempuan adalah tulang rusuk yang bengkok 
Engkau tidak akan bisa meluruskannya 


Apabila engkau meluruskannya maka akan membuatnya 
patah | 


Apakah engkau akan menggabungkan kemampuan 
(kekuatan) 


Dan kelemahan pada seorang pemuda? 


Bukankah kelemahan dan kemampuan perempuan 
mengagumkan? 
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Penjelasan: Redaksi “Tau amain (dua kembar),” 
bentuk tunggalnya adalah Tau am BiS. Untuk dua orang tidak 


boleh disebut Tauam. Adapun perkataan yang masyhur di 
kalangan orang awam adalah salah. Yang benar adalah bahwa 
untuk satu orang disebut Tau'am, sementara untuk dua orang 
disebut Tau aman (Os), seperti laki-laki dan perempuan yang 
disebut Zaujan (P pasangan suami-istri) dimana masing-masing 
dari keduanya adalah pasangan. Adapun untuk perempuan disebut 
Tau amah rp) dan jamaknya adalah Tawa im (ý) dan Tu'am 


GP) seperti Dukhan 083). 
Penyair berkata: 
Perempuan itu mengatakan kepada kami dengan air mata kembar 


"Sampaikan salam kepada orang-orang yang pergi.” 


Hukum-Hukum: Apabila dalam diri seseorang berkumpul 
dua sisi dari sisi-sisi pewarisan, seperti putra dari putra paman 
yang sekaligus saudara laki-laki seibu dan putra dari putra paman 
lain, maka saudara laki-laki mendapat seperenam sementara 
sisanya dibagi di antara keduanya. Sementara menurut Ibnu 
Mas'ud, seluruh warisan untuk saudara laki-laki dan yang lainnya 
gugur. Apabila salah satu dari keduanya putra dari saudara laki-laki 
seibu, maka dia tidak mendapat apa-apa meskipun sebagai 
kerabat, karena putra dari saudara laki-laki seibu termasuk Dzawil 
Arham. Apabila ada dua paman yang salah satunya paman dari 
jalur ibu, maka status pamannya tidak kuat. Ada pula yang 
berpendapat bahwa berdasarkan giyas Ibnu Mas'ud ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Pertama: Status 
pamannya tidak kuat. Kedua: yang status pamannya kuat adalah 
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paman dari jalur ayah. Dengan demikian, maka dia bisa 
mendapatkan harta warisannya karena dia merupakan putra kakek 
dan nenek, sementara yang lainnya hanya putra kakek. Meskipun 
paman yang lain dari ayah dan ibu. 


Adapun dalil kami adalah, bahwa setiap orang yang terbukti 
masih hidup setelah berpisah wajib mendapat warisan, seperti 
orang yang keluar bersama dua putra paman yang salah satunya 
adalah paman dari jalur ibu atau dua putra dari dua putra paman 
yang salah satunya adalah paman dari jalur ibu. Adapun menurut 
pendapat mayoritas sahabat, hal ini tidak berpengaruh menurut 
mereka. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam 
Al Mughni. Dia berkata, “Apabila ada dua putra paman yang salah 
satunya suami, maka suami mendapat separuh sementara sisanya 
dibagi dua di antara keduanya, menurut mereka semua. Apabila 
yang lainnya saudara laki-laki seibu, maka suami mendapat 
separuh sementara saudara laki-laki mendapat seperenam, 
sedangkan sisanya dibagi di antara keduanya. Pokok masalahnya 
adalah enam, dimana suami mendapat empat, sementara ibu 
mendapat dua. Apabila diringkas maka menjadi tiga. Adapun 
menurut Ibnu Mas'ud, sisanya adalah untuk saudara laki-laki. Ia 
berasal dari dua orang yang masing-masing dari keduanya 
mendapat satu bagian.” 


Apabila ada tiga putra paman yang salah satunya suami 
dan yang lainnya saudara laki-laki seibu, maka suami mendapat 
separuh dan saudara laki-laki mendapat seperenam, sementara 
sisanya dibagi di antara keduanya berdasarkan tiga pokok masalah. 
Adapun pokok masalahnya adalah enam yang dikalikan tiga 
sehingga menjadi delapan belas. Dalam hal ini suami mendapat 
separuh yaitu sembilan, saudara laki-laki mendapat tiga, sementara 
sisanya yaitu enam dibagi di antara mereka berdasarkan tiga. 
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Dengan demikian, maka suami mendapat sebelas, yaitu separuh 
dan sembilan, sementara yang ketiga mendapat sembilan dimana 
ada dua bagian. Apabila suami adalah putra paman seayah-seibu, 
maka seluruh sisanya untuknya. Sementara bila dia dan yang 
ketiga dari ayah-ibu, maka dia mendapat sepertiga, sementara 
setengah yang tersisa dibagi di antara keduanya. Boleh juga 
diambil dari pokok enam, yang mana suami mendapat dua pertiga, 
sementara untuk masing-masing dari dua yang lainnya mendapat 
seperenam. Adapun berkenaan dengan anak laki-laki untuk semua 
kasus tersebut, maka sisanya setelah suami mendapat bagiannya 
diberikan kepada saudara laki-laki seibu. 


Cabang: Masalah-Masalah yang mana Abdullah bin 
Mas'ud # Berselisih Pendapat di Dalamnya. 


Ada enam permasalahan. 
Pertama adalah masalah ini. 


Kedua adalah tentang anak perempuan, anak-anak 
perempuan dari anak laki-laki, anak lelaki dari anak lelaki. 
Menurutnya sisanya untuk anak laki-laki dan saudara-saudara 
perempuannya tidak mendapatkannya. 


Ketiga adalah berkenaan dengan saudara-saudara 
perempuan seayah-seibu, saudara-saudara perempuan seayah. 
Menurutnya sisanya untuk saudara laki-laki, bukan saudara-saudara 
perempuannya. 


Keempat adalah berkenaan dengan anak perempuan, anak 
lelaki dari anak laki-laki, anak-anak perempuan dari anak lelaki. 
Menurutnya sisanya untuk anak-anak perempuan dari anak lelaki 
yang paling dekat, yaitu seperenam atau dengan cara Mugasamah. 
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Kelima adalah berkenaan dengan saudara perempuan 
seayah-seibu, saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan 
seayah. Menurutnya sisanya untuk saudara-saudara perempuan 
yang paling dekat. 


Keenam suami istri dan ibu yang terhalang karena orang 
kafir, budak dan orang yang membunuh. Menurutnya mereka bisa 
mewarisi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina dan mengingkari nasab anaknya serta mengingkarinya 
dengan an, maka nasab terputus antara ayah dan anaknya, 
sehingga antara keduanya tidak bisa saling mewarisi: karena 
pewarisan antara keduanya itu disebabkan hubungan nasab, 
sedang hubungan nasab antara keduanya tidak ada lagi setelah 
Ifan. Akan tetapi hubungan waris-mewarisi antara ibu dengan 
anak tidak putus, karena nasab tidak gugur dari sang ibu. Apabila 
ibu wafat, maka anaknya mewarisi seluruh hartanya bila dia laki- 
laki. Sedangkan bila sang anak wafat dan tidak meninggalkan 
selain ibu, maka ibu mendapat sepertiga, sementara sisanya untuk 
mantan-mantan budaknya bila dia memiliki mantan budak. Apabila 
dia tidak memiliki mantan budak, maka sisanya untuk Baitul Mal. 
Apabila dia memiliki saudara laki-laki, maka saudara laki-laki 
mendapat seperenam, ibunya mendapat sepertiga dan sisanya 
untuk mantan budaknya atau Baitul Mal. Apabila dia memiliki dua 
saudara laki-laki seayah-seibu, maka sang ibu mendapat 
seperenam, sementara dua saudara laki-laki seayah-seibu 
mendapat sepertiga, sedangkan sisanya untuk Baitul Mal. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit. 
Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ali. 
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Abu Hanifah berkata, “Ibnu mendapat bagian warisnya, 
sementara dia mengambil sisanya sesuai asalnya.” Menurut Ibnu 
Mas'ud, ibu menjadi 'ashabahnya. Dia mendapat sepertiga 
sebagai bagian warisnya dan mendapat sisanya sebagai ashabah. 
Sebagian ulama juga berpendapat bahwa ashabahnya adalah 
ashabah ibu. 


Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Al Bukhari dan 
Muslim dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi bahwa dia 
berkata, “Rasulullah & memisahkan sepasang suami-istri -karena 
Fan. Saat itu sang istri sedang hamil dan sang suami mengingkari 
kehamilannya. Maka anak itu pun dinasabkan kepada ibunya.” 
Kemudian Sunnah berlaku bahwa sang anak mewarisi ibunya dan 
ibunya juga mewarisinya sesuai bagian yang ditentukan oleh 
Allah &. Adapun yang ditetapkan Allah & untuk ibu dari anaknya 
adalah sepertiga atau seperenam. Secara zahir warisannya tidak 
lebih dari itu. Disamping itu orang yang mendapat bagian warisan 
tidak berhak mendapatkan tambahannya kecuali sebagai ashabah 
karena digiyaskan dengan istri. Disamping itu seandainya ibu 
menjadi ashabah, maka dia tidak digugurkan oleh mantan budak, 
karena '@ashabah tidak bisa digugurkan oleh mantan budak. Ini 
menunjukkan bahwa dia bukan ashabah. 

Adapun dalil bahwa ashabah-nya bukan 'ashabah anaknya 
adalah bahwa ibu itu bukan @shabah bagi anak, dan sang anak 
juga tidak berhubungan dengannya melalui Ashabah, seperti anak 
laki-laki dari saudara laki-laki seibu. 


Apabila hal ini telah tetap, maka hukum anak zina adalah 
seperti hukum anak hasil fan, karena nasabnya hanya berlaku 
pada ibunya dan tidak berlaku pada ayahnya. Jadi hukumnya 
seperti hukum anak yang di-f'an. 
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Cabang: Apabila seorang perempuan membawa dua anak 
kembar hasil zina, atau istri seseorang membawa dua anak kembar 
tapi ayah keduanya mengingkarinya dengan Žan, maka putuslah 
hubungan waris-mewaris antara keduanya dengan ayah keduanya, 
berdasarkan yang telah kami uraikan sebelumnya tentang anak. 
Akan tetapi hubungan waris-mewaris tidak putus antara keduanya 
dengan ibu keduanya. 


Adapun warisan yang didapat salah seorang dari keduanya 
dari lainnya, apakah keduanya saling mewarisi dikarenakan 
keduanya merupakan saudara seibu ataukah karena keduanya 
saudara seayah-seibu? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Keduanya saling mewarisi dikarenakan 
keduanya saudara seayah-seibu. Disamping itu hukum Han itu 
hanya berkaitan dengan suami-istri. Bukankah bila suami menuduh 
istrinya berzina setelah Han tidak dihukum had?, sementara bila 
yang menuduhnya berzina orang lain dia harus dihukum had?. 

Kedua: Keduanya saling mewarisi dikarenakan keduanya 
saudara seibu. Inilah pendapat yang paling benar, karena nasab 
keduanya telah terputus dari ayah keduanya. Maka bagaimana 
keduanya bisa mendapat warisan dari ayah keduanya?. 

Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya dari Nabi & bahwa beliau menetapkan warisan 
anak laki-laki yang di-/'an untuk ibunya dan ahli warisnya setelah 
dia wafat. 


Cabang: Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan 
ahli waris banci -yaitu orang yang memiliki kemaluan laki-laki dan 
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kemaluan perempuan-, apabila banci tersebut kencing dari penis 
maka dia dihukumi laki-laki. Sedangkan bila dia kencing dari 
vagina, maka dia dihukumi perempuan. Hal ini berdasarkan 
riwayat dari Ali @ bahwa dia berkata, “Apabila air kencingnya 
keluar dari saluran kencing laki-laki maka dia dihukumi laki-laki, 
sedangkan bila air kencingnya keluar dari saluran kencing 
perempuan, maka dia dihukumi perempuan. Hal ini karena 
Allah & menakdirkan laki-laki kencing dari penis sedang 
perempuan kencing dari vagina. Inilah yang kita jadikan acuan 
untuk membedakannya.” 


Adapun bila si banci kencing dari kelamin laki-laki dan 
perempuan, atau Allah menciptakan untuknya tempat lain untuk 
kencing, maka dia dihukumi banci musykil Sedangkan bila dia 
kencing dari keduanya tapi ada yang lebih banyak pada salah 
satunya, dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Yang dijadikan acuan adalah yang paling 
banyak karena hukumnya lebih kuat. 


Kedua: Yang paling banyak tidak bisa dijadikan acuan. 
Disamping itu acuan demikian sulit dilakukan. 


Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah ditanya tentang 
banci musykil, Maka dia menjawab, “Dilihat dulu saluran 
kencingnya.” Abu Yusuf bertanya, “Apabila dia kencing dari dua 
saluran?” Jawabnya, “Aku tidak tahu.” Abu Yusuf berkata, “Akan 
tetapi aku berpendapat bahwa yang dijadikan acuan adalah yang 
kencingnya lebih dulu keluar.” Abu Hanifah bertanya, “Bagaimana 
bila keluarnya bersamaan?” Abu Yusuf menjawab, “Dilihat mana 
yang paling banyak” Abu Hanifah bertanya, “Apakah harus ditakar 
atau ditimbang?” Maka Abu Yusuf pun diam. 
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Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa banci 
mendapat warisan dengan melihat darimana dia kencing.” 


Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ali, 
Muawiyah, Sa'id bin Al Musayyab, Jabir bin Zaid, ulama Kufah 
dan para ulama lainnya. 


Ibnu Qudamah mengatakan dalam A/ Mughni Ibnu Al- 
Labban berkata, “Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu 
Abbas bahwa Nabi & ditanya tentang bayi yang memiliki alat 
kemaluan depan (vagina) dan penis, dari mana dia mendapat 
warisan?” Beliau menjawab, “Dengan melihat dari mana dia 
kencingnya.” 


Diriwayatkan pula bahwa seorang banci Anshar pernah 
dibawa kepada Nabi &. Maka beliau bersabda, “Mereka bisa 
memberinya waris dengan melihat dari mana air kencingnya 
pertama kali keluar.” 


Aku katakan, “Apabila tidak bisa dideteksi dengan tempat 
keluar air kencing, apakah bisa mengacu pada tumbuhnya janggut 
dan menonjolnya payudara serta jumlah tulang rusuk?” Dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Bisa dijadikan acuan tumbuhnya janggut untuk 
laki-laki dan menonjolnya payudara untuk perempuan. Apabila 
tulang rusuknya sama pada dua sisinya, maka dia dihukumi 
perempuan. Sedangkan bila tulang rusuknya kurang satu pada 
salah satu sisinya maka dia dihukumi laki-laki. Karena perempuan 
memiliki 17 tulang rusuk pada setiap sisinya, sementara laki-laki 
memiliki 17 tulang rusuk pada sisi kanan dan 16 tulang rusuk pada 
sisi kiri. Hal ini karena ada riwayat bahwa Hawa diciptakan dari 
tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Oleh karena itulah tulang 
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rusuk laki-laki sebelah kiri kurang, karena mewarisi nenek moyang 
mereka. 


Ada pula yang berpendapat bahwa hal ini tidak dijadikan 
acuan. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat kami. Alasannya 
adalah karena janggut kadang tumbuh pada sebagian perempuan 
dan tidak tumbuh pada sebagian laki-laki. Diriwayatkan bahwa ada 
sebagian laki-laki yang memiliki payudara yang bisa digunakan 
untuk menyusui di majlis Harun Ar-Rasyid. Adapun pengacuan 
pada tulang rusuk, maka ini sulit dilakukan, karena harus 
melakukan anatomi terlebih dahulu, dan terkadang tulang tersebut 
juga tidak terlihat sehingga sulit dilakukan. 


Apabila hal ini telah tetap atau sulit menjadikan hal-hal 
tersebut sebagai acuan, maka yang menjadi acuan adalah 
perkataan si banci atau tabiat mana yang dia senangi. Apabila dia 
berkata, “Aku lebih suka menyetubuhi perempuan,” maka dia 
dihukumi laki-laki. Sedangkan bila dia berkata, “Aku lebih suka 
disetubuhi laki-laki,” maka dia dihukumi perempuan. Ini bukanlah 
dalam rangka membedakannya, akan tetapi hanya sekedar 
pertanyaan kepadanya tentang wataknya yang asli. Apabila dia 
memberitahukan salah satunya, lalu dia menarik pernyataannya, 
maka penarikannya tidak diterima, karena bila dia telah 
memberitahukan, maka hukum-hukum berkaitan dengannya. 
Apabila penarikan pernyataannya diterima, maka akan 
menggugurkan hukum-hukum tersebut sehingga tidak dibolehkan. 

Allah & telah menciptakan kelenjar-kelenjar khusus pada 
manusia, dimana ada kelenjar khusus laki-laki dan kelenjar khusus 
perempuan. Sebagian kelenjar ini akan melakukan sekresi dalam 
tubuh dan akan bekerja membentuk tubuh. Kelenjar perempuan 
akan bekerja memperbesar bokong, menonjolkan payudara, 
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membersihkan wajah dari rambut seperti janggut dan kumis serta 
membentuk suara menjadi halus dan lunak. 


Adapun kelenjar laki-laki, ia bekerja menumbuhkan janggut 
dan kumis, menguruskan bokong, mengekarkan tubuh, 
menebalkan rambut dan mengeraskannya. Ia juga bekerja 
mengeraskan suara laki-laki dan tekanan suaranya serta kefasihan 
bicaranya. Kelenjar ini pusatnya di dua pelir penis laki-laki, 
sementara untuk perempuan berpusat di indung telur di dalam 
rahim. 


Kita sering membaca berita-berita tentang berubahnya 
perempuan menjadi laki-laki dan berubahnya laki-laki menjadi 
perempuan. Perubahan ini menyebabkan perubahan identitas dan 
akte kelahiran serta ijazahnya. Ketika dokter berusaha merubah- 
nya, yang dilakukannya adalah dengan mempelajari organ-organ 
bawah dan aktifitas yang dominan pada kelenjar. Karena bisa jadi 
penis laki-laki terlipat ke dalam sehingga dianggap vagina, 
kemudian dokter melakukan operasi untuk mengeluarkan penis 
tersebut yang disangka orang sebagai vagina karena terbalik ke 
bawah. Terkadang kelenjar perempuan lebih kuat, dalam artian 
bahwa seorang laki-laki memiliki indung telur yang lunak dalam 
bentuk dua pelir laki-laki, kemudian perilakunya juga cenderung 
kepada perempuan, sehingga ketika dilakukan operasi untuk 
meletakkan kelenjar tersebut di tempatnya yang asli maka dia 
menjadi perempuan. 


Adapun sekarang, ilmu kedokteran telah bisa mendeteksi 
banci musykil dengan sinar rontgen (sinar X), anatomi dan studi 
terhadap unsur-unsur luar yang menunjukkan orientasi kelenjar 
kepada perempuan atau laki-laki. Apabila terlihat bahwa kumis 
dan janggut tidak ada, payudara tidak menonjol, penis tidak 


66 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tampak, suara tidak berubah dan bokong membesar, maka dapat 
diketahui bahwa dia perempuan. Apabila dilakukan operasi, maka 
akan menghilangkan kesulitan tersebut. Begitu pula bila aktifitas 
kelenjar berbeda dengan apa yang telah kami tetapkan, maka 
operasi bisa mengatasi masalah tersebut untuk menentukan jenis 
kelaminnya. 


Kemudian ada pendapat para fugaha berkenaan dengan 
. bentuk-bentuk yang janggal yang bisa terjadi dan tidak mustahil 
menurut akal atau ilmu pengetahuan. 


Al Mas'udi mengatakan: Apabila seorang banci berkata, 
“Aku seorang laki-laki,” lalu dia menikah dengan seorang 
perempuan dan perempuan tersebut hamil dan dia juga hamil, 
maka dia dihukumi perempuan meskipun nikahnya batal. Dan 
anak dari perempuan tersebut tidak dinisbatkan kepada si banci, 
karena kehamilan si banci juga menunjukkan bahwa dia seorang 
perempuan. 


Apabila seorang banci berkata, “Aku ingin bersetubuh 
dengan laki-laki dan perempuan, atau tidak ingin bersetubuh 
dengan salah satu dari keduanya,” maka dia termasuk banci 
musykil Hukum yang berlaku baginya dalam masalah warisan 
adalah dengan melihat status jelasnya. Apabila ada ahli waris lain, 
maka masing-masing dari mereka harus diberi warisan yang pasti 
menjadi milik mereka, kemudian sisanya ditahan sampai diketahui 
status banci tersebut dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Dan 
cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan ilmu 
kedokteran modern yang menggabungkan ilmu jiwa dan anatomi. 


Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan seorang 
anak laki-laki banci musykil, maka bagiannya harus diberikan 
kepadanya. Apabila ada dua banci, maka keduanya diberi dua 
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pertiga dan sisanya ditahan sampai diketahui jelas status keduanya 
atau dilakukan jalan damai. 


Abu Hanifah berkata, “Banci musykil diberi sesuai dengan 
status jelasnya, sementara sisanya diberikan kepada 'ashabah.” 


Ibnu A-Labban meriwayatkan pendapat lain yang tidak 
terkenal. Sementara segolongan ulama Bashrah berpendapat 
bahwa apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki banci musykil, 
maka dia diberi tiga perempat harta warisan. 


Para ulama berselisih pendapat tentang penurunan 
statusnya. Di antara mereka ada yang berkata, “Biarkan dia apa 
adanya, karena ada kemungkinan dia seorang laki-laki sehingga dia 
bisa mendapat seluruh harta. Dan ada pula kemungkinan dia 
seorang perempuan sehingga bisa mendapatkan separuh harta, 
sedangkan sisanya untuk 'ashabah. Jadi yang setengah sudah 
meyakinkan, sementara setengah lainnya diperselisihkan untuknya 
dan ashabah sehingga menjadi milik keduanya.” 


Ada pula yang berkata, “Statusnya harus diturunkan, 
karena ada kemungkinan dia seorang laki-laki sehingga berhak 
mendapat seluruh harta; dan ada kemungkinan dia seorang 
perempuan sehingga bisa mendapat separuh harta warisan laki- 
laki dan separuh harta warisan perempuan.” 


Adapun dalil kami adalah bahwa ada kemungkinan dia 
seorang laki-laki dan ada kemungkinan seorang perempuan. Maka 
kami memberikannya sesuai yang meyakinkan yaitu warisan 
perempuan, karena statusnya sudah meyakinkan. Dan kami tidak 
akan memberinya warisan lebih dari itu, karena hukumnya masih 
meragukan. Adapun berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah, 
kami tidak yakin bahwa 'ashabah berhak mendapat harta yang 
ditahan sehingga tidak boleh diberikan kepada mereka. 
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Dalam Ar-Rahbiyyah dikatakan: 
Apabila dalam kelompok orang yang berhak mendapat harta 
Terdapat banci yang sulit 
Bagilah (warisannya) menurut jumlah minimal lagi meyakinkan 

Maka pembagian tersebut akan adil dan jelas 

Tetapkanlah hukum untuk orang hilang seperti hukum banci 
Baik laki-laki maupun perempuan 
Begitu pula hukum untuk perempuan hamil 
Berikanlah berdasarkan sesuatu yang meyakinkan 
Dan jumlah minimal 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seorang 
laki-laki wafat dengan meninggalkan istri yang sedang 
hamil dan dia memiliki ahli waris lain, maka harus 
dilihat dulu. Apabila ahli waris tersebut memiliki saham 
tertentu yang tidak berkurang seperti istri, maka sang 
istri harus diberi bagian warisnya (fardh), sementara 
sisanya ditahan sampai diketahui jelas status lainnya. 
Apabila dia tidak memiliki saham tertentu seperti anak 
laki-laki, maka seluruhnya harus ditahan, karena yang 
paling banyak dikandung sang istri tidak diketahui. 
Dalilnya adalah bahwa Imam Asy- 
Syafi'i es mengatakan: Aku pernah menemui seorang 
kakek-kakek di Yaman untuk mendengar hadits darinya. 
Saat itu ada lima orang berusia 30-50 tahun yang 
mengucapkan salam kepadanya, lalu mencium 
kepalanya. Kemudian datang lagi lima pemuda yang 
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mengucapkan salam kepadanya dan mencium 
kepalanya. Kemudian datang lagi lima remaja yang 
mengucapkan salam kepadanya lalu mencium kepala- 
nya. Kemudian datang lagi lima anak kecil yang 
mengucapkan salam kepadanya dan mencium 
kepalanya. Maka aku pun bertanya kepadanya, 
“Siapakah mereka?” Dia menjawab, “Anak-anakku: 
setiap lima dari mereka dikandung dalam satu perut, 
sedangkan yang dalam buaian lima bayi.” 


Ibnu Al Marzuban berkata, “Seorang perempuan 
di Anbar keguguran 12 bayi, yang mana setiap dua bayi 
saling berhadapan.” 


Apabila bayi yang ada dalam kandungan lahir dan 
menangis, maka bayi tersebut mendapat warisan. Hal 
ini berdasarkan hadits riwayat Sa'id bin Al Musayyab & 
dari Abu Hurairah 4 bahwa dia berkata, “Termasuk 
Sunnah adalah bahwa setiap yang berjiwa tidak 
mendapat warisan dan tidak mewariskan sampai dia 
menangis (saat dilahirkan). Apabila dia bergerak layak- 
nya orang hidup atau bersin, maka dia mendapat 
warisan, karena hidupnya telah diketahui sehingga dia 
mendapat warisan, seperti halnya bila dia menangis. 
Adapun bila dia lahir dalam keadaan mati, maka dia 
tidak mendapat warisan, karena kami tidak tahu bahwa 
dia mendapat warisan ketika orang yang mewarisi 
wafat. Apabila dia bergerak layaknya orang yang 
disembelih, maka dia tidak mendapat warisan, karena 
hidupnya belum diketahui. Apabila sebagian tubuhnya 
keluar dalam kondisi hidup, tapi kemudian wafat 
sebelum sebagian tubuh lainnya keluar, maka dia tidak 
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mendapat warisan, karena hukum duniawi belum 
berlaku baginya sebelum seluruh tubuhnya keluar. Oleh 
karena itulah iddah perempuan yang melahirkan 
tersebut tidak berakhir dan hak suami untuk rujuk juga 
tidak gugur sebelum seluruh tubuh si bayi keluar.” 


Penjelasan: Hadits Abu Hurairah dengan redaksinya 
hukumnya marfu' secara maknanya, berdasarkan perkataannya, 
“Termasuk Sunnah adalah ....... ” Ada pula hadits dengan redaksi 
yang marfu' dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah dari 
Nabi & bahwa beliau bersabda, 


e P) eo r 
Dyg 3 KE ISI 

“Apabila bayi menangis (saat dilahirkan) maka dia 
mendapat warisan.” 

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dari Jabir bin 
Abdullah dan Al Miswar bin Makhramah bahwa keduanya berkata, 
“Rasulullah & menetapkan bahwa bayi tidak mendapat warisan 
sampai dia menangis.” Hadits ini disebutkan oleh Ahmad bin 
Hanbal dari riwayat putranya, Abdullah. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al 
Baihagi dengan redaksi, 


DAY Sela sa AN Lo AN San) as 
HE EA 


Rasulullah & memutuskan bahwa bayi tidak bisa mewarisi 
sehingga dia menangis (saat dilahirkan). 
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“Apabila bayi keluron (bayi yang lahir sebelum waktunya) 
menangis, maka dia dishalati dan mendapat warisan.” Akan tetapi 
dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, seorang periwayat 
dha'if 

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini diriwayatkan secara marfu’, 
akan tetapi yang mauguf lebih shahih.” Pendapat inilah yang 
dinyatakan oleh An-Nasa'i. Ad-Daraguthni berkata dalam A/ 7al, 
“Yang marfu’ tidak sah.” 


Adapun hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishag yang 
kontroversial. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan 
dia menilainya shahih. Masalah bayi keluron telah dijelaskan dalam 
pembahasan jenazah. 


Para ulama berselisih pendapat tentang sesuatu yang 
dijadikan acuan untuk mengetahui hidupnya bayi yang baru 
dilahirkan. Menurut ulama ahli Fara'idh cara mengetahuinya 
adalah dengan suara atau gerakan. Pendapat ini dinyatakan oleh 
“Al Karkhi dan diriwayatkan dari Ali, Zufar dan Asy-Syafi'i. Akan 
tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas, Jabir, Syuraih, An-Nakha'i, 
Malik dan penduduk Madinah bahwa si bayi tidak mendapat 
warisan apabila dia tidak menangis saat lahir. 


Al Imrani berkata dalam A/ Bayan, “Apabila seseorang 
wafat dengan meninggalkan bayi dalam kandungan, maka harus 
dilihat dulu. Apabila bayi tersebut menangis saat lahir maka dia 
menjadi ahli waris, baik dia sudah bernyawa saat orang yang 
mewarisi hartanya wafat atau saat masih berbentuk sperma. Hal 
ini berdasarkan riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa 
Nabi $ bersabda, aí Ioi & 33 ea Jasa ó ‘Apabila bayi 
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menangis (saat lahir) maka dia mendapat warisan dan dishalati 


IJ” 


(apabila wafat) 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Para ulama tidak berselisih 
pendapat dalam hal ini. Apabila si bayi lahir tanpa menangis, tapi 
ada tanda-tanda kehidupannya baik berupa gerakan atau lainnya, 
kemudian setelah itu dia mati, maka dia mendapat warisan.” 
Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi menurut 
Malik dia tidak mendapat warisan. 


Adapun dalil kami adalah, bahwa setiap orang yang terbukti 
hidup setelah lahir wajib mendapat warisan, seperti halnya bila 
bayi lahir dengan menangis. Disamping itu Nabi & menyatakan 
tentang tangisan bayi yang baru lahir bahwa hal tersebut 
merupakan pertanda kehidupannya. Segala hal yang mengindikasi- 
kan adanya kehidupan seperti gerakan dan tangisan hukumnya 
berlaku. Apabila si bayi lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak 
mendapat warisan, karena kami tidak tahu apakah roh telah 
ditiupkan padanya sehingga dia berhak mendapat warisan atau 
tidak. Apabila dia lahir dalam keadaan mati, lalu setelah itu 
bergerak tapi tidak menunjukkan kehidupan, maka dia tidak 
mendapat warisan. Karena dengan gerakan tersebut belum bisa 
diketahui kehidupannya, mengingat orang yang disembelih bisa 
saja bergerak-gerak karena dagingnya masih bergetar padahal 
sudah tidak bernyawa lagi. Apabila sebagian tubuh si bayi keluar 
dalam keadaan menangis, lalu dia mati sebelum seluruh tubuhnya 
keluar, maka dia tidak mendapat warisan, karena tubuh yang tidak 
keluar semuanya tidak berlaku hukum dunia padanya. 


Apabila hal ini telah jelas, bagaimanakah hukum harta si 
mayit sebelum kelahiran terjadi? 
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Harus dilihat dulu, apabila bersama bayi dalam kandungan 
ada ahli waris lain yang warisannya tidak berkurang, seperti suami, 
istri, ibu dan nenek, maka orang-orang tersebut harus diberi bagian 
warisannya, sementara sisa hartanya harus ditahan. Apabila 
bersamanya ada ahli waris lain yang tidak memiliki bagian warisan 
yang pasti, seperti anak laki-laki dan anak perempuan, maka 
teman-teman kami berselisih pendapat dalam hal ini. Menurut Al 
Mas'udi, Ibnu Al-Labban dan lainnya, seperlima dari harta warisan 
diberikan kepada anak laki-laki yang ada, sementara sisanya harus 
ditahan. 


Syaikh Abu Hamid meriwayatkan bahwa pendapat tersebut 
adalah pendapat Abu Hanifah, karena mayoritas anak yang 
dilahirkan perempuan dalam satu perut adalah empat. Adapun 
menurut dua syaikh yaitu Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Ishag 
Al Marwazi, anak laki-laki yang ada tidak diberi warisan, akan 
tetapi seluruh harta warisan ditahan dulu. Al Mas'udi meriwayat- 
kan bahwa ini adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun menurut 
Muhammad bin Al Hasan, sepertiga harta harus diberikan bila 
yang dilahirkan seorang perempuan paling banyak dua. 
Sedangkan menurut Abu Yusuf, separuh harta harus diberikan, 
karena secara zhahir perempuan tidak melahirkan lebih dari satu. 


Apabila kami berkata, “Seluruh harta harus ditahan,” maka 
alasannya adalah bahwa yang paling banyak dikandung seorang 
perempuan “tidak diketahui. Diriwayatkan dari Asy- 
Syafi'i 8, bahwa dia berkata, “Aku pergi ke Yaman untuk 
menemui seorang syaikh guna mendengarkan hadits darinya.” 
Ibnu Baththal berkata, “Syaikh tersebut berasal dari sebuah dusun 
di Yaman yang bernama Khirah.” Asy-Syafi'i berkata lebih lanjut, 
“Ketika dia sedang duduk di depan pintu, datanglah lima orang . 
yang berusia antara 30-50 tahun ............ ” dan seterusnya sampai 
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kisah ini selesai. Maksud dari kisah ini adalah bahwa sebagian 
wanita bisa melahirkan 5 bayi sekaligus. Baru-baru ini kita 
mendapat kabar bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan 
enam pasang bayi. 


Diriwayatkan bahwa Ibnu Al Marzuban berkata, “Seorang 
perempuan di Anbar keguguran 12 bayi dimana setiap dua bayi 
saling berhadapan.” Jadi bisa diketahui bahwa tidak ada batas 
maksimal jumlah bayi yang dikandung seorang perempuan. 
Disamping itu, kami juga memiliki Anwar dan Abdun Nashir yang 
dilahirkan kembar. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki wafat, lalu seorang 
perempuan hamil berkata, “Apabila aku melahirkan anak 
perempuan, maka dia tidak mewarisi hartanya. Apabila aku 
melahirkan anak laki-laki maka dia mewarisi hartanya. Apabila aku 
melahirkan laki-laki dan perempuan, maka anak lelaki mewarisi 
hartanya sedang anak perempuan tidak,” maka perempuan 
tersebut adalah istri dari saudara laki-laki si mayit atau istri anak 
laki-laki dari saudara laki-lakinya atau istri pamannya atau istri anak 
lelaki pamannya. 


Apabila seorang perempuan berkata, “Apabila aku 
melahirkan anak perempuan, dia mendapat warisan. Sedangkan 
bila aku melahirkan anak laki-laki, dia tidak mendapat warisan. 
Apabila aku melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, 
. keduanya tidak mendapat warisan,” maka dia adalah perempuan 
yang wafat dengan meninggalkan suami, anak perempuan, ayah 
dan ibu, istri dari anak laki-lakinya yang hamil olehnya. Apabila dia 

melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan maka keduanya 
— tidak mendapat warisan sebagaimana yang telah kami uraikan. 
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Apabila seorang perempuan hamil berkata, “Jika aku 
melahirkan anak laki-laki, maka dia mendapat warisan, sedangkan 
jika aku melahirkan anak perempuan maka dia tidak mendapat 
warisan. Apabila aku melahirkan anak laki-laki dan anak 
perempuan maka keduanya mendapat warisan,” maka ini adalah 
berkenaan dengan orang yang wafat dengan meninggalkan dua 
anak perempuan dan istri dari anak laki-laki yang sedang hamil. 


Apabila seorang perempuan hamil berkata, “Jika aku 
melahirkan anak laki-laki, maka dia mendapat warisan dan aku 
mendapat warisan bersama keduanya. Sedangkan jika aku 
melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka keduanya 
mendapat warisan dan aku mendapat warisan bersama keduanya. 
Dan jika aku melahirkan anak perempuan, maka dia tidak 
mendapat warisan dan aku juga tidak mendapat warisan,” maka . 
ini adalah berkenaan dengan kasus seorang laki-laki yang wafat 
dengan meninggalkan dua anak perempuan dan anak perempuan 
dari anak laki-laki (cucu perempuan) yang sedang hamil dari anak 
lelaki dari anak laki-laki lain yang telah wafat. 


Apabila seorang perempuan hamil berkata, “Jika aku 
melahirkan anak perempuan, maka dia mendapat warisan dan aku 
mendapat warisan bersamanya. Jika aku melahirkan anak laki-laki 
atau anak laki-laki dan anak perempuan, maka salah seorang dari 
kami tidak mendapat warisan,” maka ini adalah berkenaan dengan 
perempuan yang wafat dengan meninggalkan seorang anak 
perempuan, ayah dan ibu dan seorang suami. Perempuan yang 
hamil ini adalah putri dari anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit 
cucu laki-lakinya yang lain. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al 
Imrani. 
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Cabang: Apabila seorang laki-laki wafat dengan 
meninggalkan seorang saudara laki-laki (seayah-seibu atau seayah) 
dan istri yang sedang hamil, lalu sang istri melahirkan anak laki-laki 
dan anak perempuan dengan menangis (saat dilahirkan), lalu salah 
seorang dari kedua anak tersebut wafat dan sang istri juga wafat 
setelahnya, lalu anak yang satunya lagi juga wafat tanpa diketahui 
mana yang lebih dahulu wafat dari keduanya sebelum ibunya, 
maka menurut Ibnu Al-Labban, “Dalam kasus ini digiyaskan 
dengan kasus bahwa dua anak tersebut tidak mendapat warisan 
dari ibu keduanya dan sang ibu juga tidak mendapat warisan dari 
keduanya, karena tidak diketahui mana dari keduanya yang wafat 
sebelum ibunya, seperti kasus orang yang tenggelam. Derigan 
demikian maka seperdelapan bagian si perempuan menjadi milik 
ashabah-nya, dan tujuh perdelapan milik ayah dan ibu menjadi 
milik saudara laki-laki sebagai warisan dari keduanya.” 


Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya diturunkan, 
sehingga dikatakan: Apabila yang wafat sebelum si perempuan 
adalah anak perempuan, maka seluruh hartanya untuk saudara 
laki-laki. Sedangkan bila yang wafat sebelum si perempuan adalah 
anak laki-laki, maka si perempuan mendapat warisan darinya 
sepertiga bagiannya yaitu empat saham dan dua pertiga saham 
dari dua puluh empat, sementara saudara perempuan mendapat 
warisan separuhnya dan paman seperenamnya. Apabila si 
perempuan wafat, maka bagiannya yaitu tujuh saham dan dua 
pertiga saham dibagi dua di antara anak perempuannya dan 
ashabahnya. Dengan demikian maka ashabah-nya mendapat tiga 
saham dan lima per-enam. Apabila anak perempuan wafat maka 
bagiannya menjadi milik paman. Dengan demikian maka paman 
mendapat warisan dan anak laki-laki dan anak perempuan dua 


` puluh saham dan seperenam saham. Inilah bagian saudara laki-laki 
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yang sudah yakin, sementara sisa hartanya yaitu tiga saham dan 
lima per-enam adalah saham untuk ashabah si perempuan. Sisa 
ini harus ditahan dulu sampai keduanya berdamai, kemudian 
bagian pastinya harus dikalikan yaitu dua puluh empat dengan 
seperenam yaitu enam. Maka jumlahnya adalah 144. 


Faidah: Sebagian ulama menyebutkan teka-teki besar 
dalam sebuah nazham sebagai berikut: 


Wahai hakim kaum muslimin, lihatlah keadaanku 
Berilah aku fatwa yang benar dan dengarkanlah perkataanku 
Suamiku wafat sehingga membuatku sedih 
Bagaimana kondisi istri yang ditinggal mati suaminya? 
Allah telah menciptakan janin dalam rahimku 
Bukan janin haram tapi karena pergaulan yang halal 
Aku mendapat separuh bila aku melahirkan anak perempuan 
Aku mendapat seperdelapan bila yang aku lahirkan laki-laki 
Aku mendapat seluruhnya bila yang aku lahirkan wafat 
Inilah kisahku, maka tafsirkanlah pertanyaanku 


Jawabannya adalah bahwa perempuan tersebut membeli 
seorang budak lalu dimerdekakan, lalu dia menikah dengannya dan 
hamil olehnya, kemudian budak tersebut wafat ketika perempuan 
tersebut sedang hamil. Apabila dia melahirkan anak perempuan 
maka anak perempuan tersebut mendapat separuh sebagian fardh 
(bagian warisnya yang telah ditentukan), karena bayi tersebut 
merupakan anak perempuan si mayit; sedangkan perempuan 
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tersebut mendapat seperdelapan sebagai fardh, sementara sisanya 
untuk 'ashabah. Apabila yang lahir anak laki-laki, maka si 
perempuan mendapat seperdelapan saja, sementara sisanya untuk 
anak sebagai ashabah. Apabila anak tersebut lahir dalam keadaan 
wafat, maka si perempuan mendapat seluruh warisan sebagai 
ashabah dan fardh, karena dia mendapat seperempat sebagai 
fardh karena hubungan suami-istri, sementara sisanya karena wala“ 
sebagai ashabah, karena si mayit tidak memiliki ahli waris dari 
nasabnya. 


Asy-Syirazi Æ berkata: Pasal: Apabila seorang 
laki-laki wafat dan tidak memiliki “ashabah, maka yang 
menjadi ahli warisnya adalah maula-nya yang dimer- 
dekakan olehnya seperti yang diwarisi oleh “ashabah, 
sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab wala'. 
Apabila dia tidak memiliki ahli waris, maka harus dilihat 
dulu. Apabila dia orang kafir, maka hartanya digunakan 
untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan bila dia 
orang Islam, maka hartanya diwariskan kepada kaum 
muslimin, karena mereka-lah yang menjadi 'agilah-nya 
bila dia terbunuh. Oleh karena itulah hartanya 
berpindah kepada mereka bila dia wafat sebagai 
warisan layaknya 'ashabah. Apabila kaum muslimin 
dipimpin oleh seorang pemimpin adil, maka harta 
tersebut harus diserahkan kepadanya untuk kemudian 
disimpan di Baitul Mal untuk kepentingan kaum 
muslimin. Sedangkan bila tidak ada pemimpin adil, 
maka ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab | 79 


Pertama: Warisannya diberikan kepada Ashabul 
Furudh sesuai bagian mereka masing-masing, kecuali 
terhadap suami-istri. Apabila tidak ada Ashabul Furudh, 
maka harus dibagikan kepada Dzawil Arham menurut 
madzhab Ahlul Tanzil, dimana masing-masing dari 
mereka menggantikan orang yang berhubungan 
dengannya. Dengan demikian, maka anak dari anak- 
anak perempuan dan saudara-saudara perempuan 
ditempatkan seperti ibu-ibu mereka, anak-anak 
perempuan dan paman-paman ditempatkan seperti 
ayah-ayah mereka, ayah dari ibu dan paman dari pihak 
ibu ditempatkan seperti ibu, dan bibi dari jalur ayah dan 
paman dari jalur ibu ditempatkan seperti ibu: karena 
kaum muslimin sepakat bahwa warisan bisa diperoleh 
dengan salah satu dari dua sisi. Apabila salah satu dari 
keduanya tidak ada, maka yang lainnya berlaku. 


Kedua: Inilah pendapat yang dianut madzhab 
kami. Yaitu bahwa harta tersebut tidak perlu diberikan 
kepada Ashabul Furudh dan tidak pula dibagikan 
kepada Dzawil Arham. Karena yang tepat adalah bahwa 
harta tersebut untuk kaum muslimin, sedang kaum 
muslimin kondisinya ada. Yang tidak ada hanyalah 
orang-orang yang mengambilnya untuk mereka 
sehingga hak mereka tidak gugur. Seperti halnya bila 
harta warisan untuk anak kecil tapi dia tidak memiliki 
wali. Berdasarkan hal ini, maka orang yang memegang 
harta di tangannya harus memberikannya untuk 
kepentingan kaum muslimin. 
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Penjelasan hukum: Apabila seorang laki-laki wafat 
dengan meninggalkan ahli waris yang merupakan Ashabul Furudh, 
maka seluruh hartanya tidak boleh dibagikan, seperti ibu dan anak 
perempuan serta saudara perempuan. Hal ini karena orang yang 
termasuk Ashabul Furudh dapat mengambil bagiannya, sementara 
sisanya diberikan kepada ashabah bila si mayit memiliki ashabah. 
Apabila si mayit tidak memiliki ashabah, maka harta tersebut 
untuk maula bila dia memiliki maula. Sedangkan bila dia tidak 
memiliki maula maka sisanya untuk Baitul Mal. Jadi harta tersebut 
diberikan kepada penguasa dan selanjutnya digunakan untuk 
kepentingan kaum muslimin. Pendapat ini dinyatakan oleh Zaid 
bin Tsabit, A2-Zuhri, Al Auza'i dan Malik. 


Adapun menurut Ali bin Abi Thalib 48, harta tersebut harus 
diberikan kepada Ashabul Furudh kecuali suami-istri, karena ia 
tidak diberikan kepada keduanya. 


Apabila dia tidak memiliki seorang pun dari Ashabu/ 
Furudh, maka harta tersebut diberikan kepada Dzawil Arham. 
Dengan demikian maka masing-masing dari Dzawil Arham 
menempati posisi orang yang berhubungan dengannya. Pendapat 
ini dinyatakan oleh At-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya. 
Pendapat ini juga dipilih oleh sebagian teman kami bila di tengah 
kaum muslimin tidak ada pemimpin yang adil. Hal ini ini 
berdasarkan riwayat bahwa Nabi @ menetapkan bahwa 
perempuan mendapat tiga warisan yaitu dari orang yang 
dimerdekakan olehnya, anak pungutnya (orang yang ditemukan 
olehnya) dan putranya yang dia fan. Disini dijelaskan bahwa si 
perempuan mendapat warisan dari putranya yang di-f'an olehnya. 
Keterangan ini merupakan dalil. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, 
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P z SA 7 Z sor 
BRENA ARETE an 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalahy. 
Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 
Yaitu), jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai 
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya 
Yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” 
(Qs. An-Nisaa' (4): 176). Dalam ayat ini tidak dibedakan apakah 
ada ahli waris selain dia atau tidak ada. Bagi yang mengatakan 
bahwa dia berhak mewarisi seluruh harta, maka dia telah 
menentang zhahir Al Qur'an. Dalam ayat ini juga ditetapkan 
bahwa dua anak perempuan mendapat dua pertiga tanpa 
dibedakan. Disamping setiap orang yang berhak mendapat 
warisan dengan bagian tertentu, dia tidak mewarisi lainnya kecuali 
sebagai ashabah, seperti suami dan istri. Berdasarkan hal ini, 
apabila ada pemimpin adil maka harta tersebut diberikan 
kepadanya. Sedangkan bila tidak ada pemimpin adil, maka harta 
tersebut diberikan oleh orang yang memegangnya untuk 
kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu A'lam 


Asy-Syirazi & berkata: Bab Kakek dan Saudara- 
Saudara Laki-Laki: Apabila kakek atau ayah kakek dan 
seterusnya ke atas berkumpul dengan anak seayah- 
seibu atau anak seayah dan harta yang dibagi tidak 
kurang dari sepertiga, maka harta tersebut dibagi di 
antara mereka dan yang perempuan menjadi 'ashabah. 
Sementara menurut Al Muzani, mereka tidak 
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mendapatkannya. Alasannya adalah karena dia memiliki 
anak dan menjadi '“ashabah karena hubungan rahim. 
Dengan demikian, maka dia menggugurkan anak 
seayah-seibu seperti ayah. Akan tetapi pendapat ini 
salah, karena anak ayah dihubungkan dengan ayah 
sehingga tidak digugurkan oleh kakek, seperti ibu dari 
ayah. Hal ini berbeda dengan ayah, karena saudara 
laki-laki berhubungan dengannya. Siapa saja yang 
berhubungan karena 'ashabah, maka dia tidak 
mendapat warisan bersamanya, seperti putra saudara 
laki-laki ketika ada saudara laki-laki dan ibu dari ayah 
ketika ada ayah. Kakek dan saudara laki-laki itu 
berhubungan dengan ayah sehingga salah satunya tidak 
menggugurkan lainnya, seperti dua saudara laki-laki 
seayah dan ibu dari ayah bersama kakek. Dan lagi pula 
ayah itu menghalangi ibu dari mendapatkan sepertiga 
menjadi sepertiga yang tersisa bersama suami-istri, 
sedangkan kakek tidak menghalanginya. 


Pasal: . Apabila anak seayah-seibu dan anak 
seayah berkumpul bersama kakek, maka anak seayah- 
seibu kembali kepada status anak seayah karena adanya 
kakek: sebab orang yang terhalang oleh anak seayah- 
seibu dan anak seayah apabila menyendiri dapat 
terhalang oleh keduanya apabila keduanya berkumpul, 
seperti ibu. Apabila dia memiliki kakek dan saudara 
laki-laki seayah-seibu serta saudara laki-laki seayah, 
maka hartanya dibagi tiga saham, dimana kakek 
mendapat satu saham dan masing-masing dari dua 
saudara laki-laki mendapat satu saham, kemudian 
saudara laki-laki seayah memberikan sahamnya kepada 
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saudara laki-laki seayah-seibu, karena dia tidak men- 
dapat warisan bersamanya sehingga tidak berserikat 
bersamanya dalam hal yang keduanya menghalanginya, 
sebagaimana saudara laki-laki seayah juga tidak 
berserikat dengan saudara laki-laki seayah-seibu dalam 
hal yang keduanya menghalangi ibu. 


Masalah ini dinamakan Mu'adah: karena saudara 
laki-laki seyah-seibu (sekandung) dikembalikan statusnya 
menjadi saudara laki-laki seayah, karena adanya kakek 
(agar bagian kakek berkurang), kemudian dia meng- 
ambil darinya apa yang telah dihasilkan. 


Apabila saudara laki-laki seayah dan saudara 
perempuan seayah-seibu berkumpul bersama kakek, 
maka harta warisan dibagi menjadi lima saham: kakek 
mendapat dua saham, saudara laki-laki mendapat dua 
saham dan saudara perempuan mendapat satu saham. 
Kemudian saudara laki-laki memberikan kepada saudara 
perempuan separuh secara penuh yaitu satu saham dan 
setengah, lalu dia mengambil sisanya yaitu setengah 
saham: karena saudara laki-laki seayah mendapat 
warisan bersama saudara perempuan seayah-seibu dari 
yang tersisa setelah saudara perempuan mendapat 
separuh secara penuh. Dan hukumnya juga sah bila 
mengambil dari sepuluh yang dinamakan 'Asyriyyah 
Zaid. | 

Apabila kekek berkumpul bersama dua saudara 
perempuan seayah dan dua saudara perempuan seayah- 
seibu, maka harta warisan dibagi di antara mereka 
menjadi enam saham, kakek mendapat dua saham dan 
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masing-masing saudara perempuan mendapat satu 
saham, kemudian dua saudara perempuan seayah 
memberikan seluruh yang diperoleh keduanya kepada 
dua saudara perempuan seayah-seibu. Sebab keduanya 
tidak mendapat warisan sebelum dua saudara 
perempuan seayah-seibu mendapat dua pertiga secara 
penuh. 


Penjelasan: Para fugaha dari kalangan sahabat dan para 
fugaha setelah mereka dari kalangan tabi'in dan para imam 
madzhab sepakat bahwa saudara-saudara laki-laki dan saudara- 
saudara perempuan seibu gugur karena adanya kakek yang sah, 
sebagaimana mereka gugur karena adanya ayah. 


Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang gugurnya 
saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah- 
seibu atau seayah karena adanya kakek. Menurut segolongan 
sahabat dan tabi'in seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 
Aisyah, Syuraih, Al Hasan dan Ibnu Sirin #;, bahwa mereka gugur 
karena adanya kakek sebagaimana mereka juga gugur karena 
adanya ayah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. 
Sementara segolongan tokoh lain seperti Ali, Zaid bin Tsabit dan 
Ibnu Mas'ud Æ berpendapat bahwa mereka tidak gugur karena 
kakek, tapi sama-sama mendapatkan warisan bersamanya. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu 
Yusuf dan Muhammad yang merupakan dua pengikut Abu 
Hanifah. 


Umar bin Khaththab pada mulanya memilih pendapat 
pertama. Dia berkata kepada Ali dan Zaid bin Tsabit, “Seandainya 
bukan karena pendapat kalian berdua, tentu pendapatku dan 
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pendapat ayahku akan sama, bagaimana mungkin putraku akan 
ada bila aku yang merupakan ayahnya tidak ada?” Akan tetapi 
kemudian dia meninggalkan pendapat ini dan sepakat dengan 
pendapat Ali dan Zaid bin Tsabit. 


Kelompok pertama berargumen bahwa kata abun (CG) 


secara bahasa bisa berarti kakek, sebagaimana disebutkan dalam 
firman Allah &, 


ge os 


3 KA AA NK GIA KN Sa 


“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu 
oleh syetan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu 
bapakmu dari surga.” (Qs. Al A'raaf [7]: 27), dan firman Allah, 


A Eor ar A A 


oram um Sal Sa ika - 


“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, 
Ishak dan Yaqub.” (Qs. Yuusuf (12): 38). Apabila kakek bisa 
disebut ayah (&f maka dia bisa menggantikan posisi ayah ketika 
ayah tidak ada. Jadi dia bisa menghalangi anak seayah 
sebagaimana ayah bisa menghalangi mereka bila dia ada. 


Mereka juga berargumen bahwa posisi kakek terhadap si 
mayit adalah seperti posisi putra dari anak laki-laki terhadapnya. 
Sebagaimana putra dari anak laki-laki bisa menempati posisi 
ayahnya dalam menghalangi saudara-saudara laki-laki orang yang 


wafat, maka begitu pula ayah dari ayah yang bisa menempati 
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posisi ayah dalam menghalangi mereka. Oleh karena itulah 
Umar #8, mengatakan dalam argumennya terhadap -Ali dan Zaid, 
“Bagaimana mungkin putraku akan ada bila aku yang merupakan 
ayahnya tidak ada?” maksudnya, bagaimana mungkin putra dari 
anak laki-laki menjadi anak lelaki dengan menghalangi saudara- 
saudara lelaki kakek, tapi ayahnya ayah tidak bisa menjadi ayah 
untuk menghalangi saudara-saudara lelaki cucu?” 


Ibnu Abbas berkata, “Tidakkah Zaid bin Tsabit bertakwa 
kepada Allah karena menjadikan putra dari anak lelaki sebagai 
anak lelaki tapi tidak menjadikan ayahnya ayah sebagai ayah?” 


Adapun argumentasi teman-teman kami dan orang-orang 
yang sependapat dengan mereka adalah sebagai berikut: 


Pertama: Bahwasanya warisan saudara laki-laki hukumnya 
tetap berdasarkan Al Qur'an, sehingga mereka tidak terhalang 
(oleh orang lain) kecuali berdasarkan dalil atau ijma. Dan dalam 
masalah ini tidak ada dalilnya sama sekali. 


Kedua: Masing-masing dari kakek dan saudara-saudara 
lelaki berhubungan dengan si mayit karena adanya ayah: karena 
kakek adalah ayahnya dan saudara laki-laki adalah putranya, 
sehingga mereka sama dalam tingkatan kekerabatan dan juga 
sama dalam hak mendapatkan.warisan. 


Adapun jawaban terhadap argumentasi kelompok pertama 
adalah bahwa kata “Abun' bisa berarti kakek adalah bahwa hal 
tersebut merupakan majaz, dan hal ini tidak berarti bahwa dia 
sama dengannnya dari semua sisi, sebagaimana kata jadddah 
(nenek) juga bisa disebut ummu (ibu), akan tetapi yang dimaksud 
adalah memperlakukannya seperti ibu ketika ibu tidak ada. 
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Cabang: Pendapat-pendapat para sahabat : tentang 
warisan kakek bersama saudara-saudara lelaki: 


Ali bin Abi Thalib & berpendapat bahwa berkenaan 
dengan masalah kakek bersama saudara-saudara lelaki dan 
saudara-saudara perempuan ada tiga kondisi: 


Kondisi Pertama: Bersama kakek ada saudara-saudara 
lelaki seayah-seibu atau seayah, baik laki-laki saja atau laki-laki dan 
perempuan. Dalam kondisi ini kakek seperti saudara laki-laki 
sekandung bersama saudara-saudara kandung lain. Dia juga seperti 
saudara laki-laki seayah bersama saudara-saudara lelaki seayah, 
jadi dia mendapat warisan sebagai ashabah dan sama-sama 
mendapat bagian bersama mereka selama pembagian tersebut 
lebih baik daripada seperenam. Apabila tidak, maka dia diberi 
seperenam sebagai fardh. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah 
bersama mereka ada Ashabul Furudh lainnya selain anak-anak 
perempuan atau tidak. 


Kondisi Kedua: Kakek bersama saudara-saudara 
perempuan yang mendapat warisan dengan bagian yang pasti 
(fardh), seperti saudara perempuan sekandung atau seayah atau 
dua saudara perempuan dan tidak ada 'ashabah-nya. Dalam 
kondisi ini saudara-saudara perempuan mendapat bagian warisnya 
secara fardhu, lalu sang kakek mendapat sisanya sebagai ashabah 
apabila hal tersebut lebih baik baginya daripada seperenam. 
Apabila tidak, maka dia mendapat seperenam dan saudara-saudara 
perempuan mewarisi sisanya. 


Kondisi Ketiga: Kakek bersama saudara-saudara 
perempuan dan cabang yang merupakan ahli waris perempuan. 
Dalam kondisi ini anak-anak perempuan mendapat bagian waris 
yang telah ditentukan, kakek mendapat seperenam dan sisanya 
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untuk saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara lelaki atau 
saudara-saudara perempuan seayah yang terhalang oleh saudara- 
saudara sekandung tidak dihitung sesuai kakek saat pembagian. 
Demikianlah menurut imam Ali. 


Adapun pendapat Zaid bin Tsabit adalah bahwa berkenaan 
dengan kakek dan saudara-saudara lelaki ada dua kondisi: 


Kondisi Pertama: Apabila bersama mereka tidak ada 
seorang pun dari Ashabul Furudh. Dalam kondisi ini kakek 
mendapat yang paling utama dari dua hal, yaitu pembagian atau 
mendapat sepertiga dari seluruh harta. Yakni bahwa kakek 
mendapat bagian bersama saudara-saudara baik laki-laki maupun 
perempuan atau campuran dari keduanya. Dia dianggap sebagai 
salah satu dari saudara-saudara lelaki selama pembagian tersebut 
tidak mengurangi sepertiga. Apabila tidak, maka dia mendapat 
bagian sepertiga secara fardh dan sisanya untuk saudara-saudara 
lelaki. 


Kondisi Kedua: Apabila bersama mereka ada Ashabul 
Furudh seperti ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, suami dan istri. Dalam kondisi ini apabila Ashabu/ 
Furudh telah mendapatkan seluruh bagiannya atau tersisa 
seperenam atau kurang dari seperenam, maka kakek mendapat 
seperenam sebagai /fardh, sedangkan saudara-saudara lelaki tidak 
mendapat apa-apa. Adapun bila harta warisanya tersisa lebih dari 
seperenam, maka kakek mendapat yang terbaik dari tiga hal: 
Pembagian (mugasamah) atau sepertiga yang tersisa atau 
seperenam dari seluruh harta warisan. Menurut Zaid, saudara- 
saudara lelaki yang terhalang dihitung sesuai kakek dalam 
pembagian. Apabila ada kakek, saudara laki-laki sekandung dan 
saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah masuk 
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dalam pembagian. Harta harus dibagi dulu menjadi tiga dimana 
kakek mendapat sepertiganya, lalu saudara laki-laki sekandung 
mengambil bagian saudara laki-laki seayah karena dia (saudara 
laki-laki seayah) terhalang olehnya. Jadi saudara laki-laki 
sekandung mendapat dua pertiga. 


Adapun menurut Abdullah bin Mas'ud, kakek tidak menjadi 
ashabah dari anak-anak perempuan yang merupakan saudara- 
saudara perempuan yang menyendiri dari kakek dari kalangan 
Banul A'yan (saudara-saudara lelaki sekandung). Apabila kakek 
mendapat warisan dengan cara pembagian maka bagiannya tidak 
berkurang dari sepertiga. Apabila bagiannya berkurang dari 
sepertiga, maka dia tetap harus mendapat sepertiga. Wallahu 
A'lam 


Cabang: Ketetapan UU No. 77 Tahun 1943 M 


Berkenaan dengan kakek dan saudara-saudara lelaki ada 
dua kondisi: 


Kondisi Pertama: Saudara-saudara lelaki atau saudara- 
saudara perempuan yang menjadi ahli waris merupakan 'ashabah. 
Ada tiga bentuk berkenaan dengan kondisi ini: 


Pertama: Kakek bersama saudara laki-laki sekandung dan 
saudara perempuan sekandung atau tidak. 


Kedua: Kakek bersama saudara laki-laki seayah dan 
saudara perempuan seayah atau tidak. 


Ketiga: Kakek bersama saudara perempuan sekandung 
atau seayah dan anak perempuan atau anak perempuan dari anak 
laki-laki. Dalam kondisi ini kakek dijadikan saudara laki-laki 
sekandung bersama saudara-saudara lelaki sekandung (lainnya) dan 
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saudara laki-laki seayah bersama saudara-saudara lelaki seayah. 
Dia mendapat warisan bersama mereka sebagai ashabah dengan 
pembagian, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian 
perempuan selama pembagian tersebut lebih baik baginya 
daripada seperenam dari seluruh harta. Yang tidak ikut dalam 
pembagian tersebut adalah orang-orang yang terhalang dari 
kalangan saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan 
seayah. 


Apabila pembagian tersebut mengurangi bagian sang kakek 
yang seperenam dari seluruh harta warisan, maka seperenam lebih 
baik baginya daripada pembagian. Jadi dia diberi seperenam 
sebagai fardh dan sisanya dibagi setelah kakek dan Ashabul 
Furudh mendapat bagiannya apabila mereka ada di antara 
saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan sebagai 
ashabah, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian 
perempuan. 


Apabila kakek bersama saudara laki-laki seayah-seibu atau 
dua saudara laki-laki ataŭ tiga saudara laki-laki atau empat saudara 
laki-laki tanpa ada seorang pun dari Ashabul! Furudh, maka 
metode pembagian lebih baik bagi si kakek, karena bagiannya 
adalah separuh atau sepertiga atau seperempat atau seperlima. 
Apabila dia bersama lima saudara laki-laki seayah-seibu, maka 
pembagian dan perolehan seperenam sama saja. Apabila dia 
bersama enam saudara laki-laki atau lebih, maka seperenam lebih 
baik baginya daripada pembagian. Jadi dia diberi seperenam 
sebagai fardh. Begitu pula bila kakek bersama saudara-saudara 
lelaki meskipun mereka semua seayah. 


Apabila sebagian saudara laki-laki sekandung dan sebagian 
lainnya seayah, maka yang dianggap dalam pembagian adalah 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab | 91 


saudara-saudara sekandung saja, sementara saudara-saudara 
seayah tidak, karena mereka terhalang oleh saudara-saudara 
sekandung. Adapun berkenaan dengan kakek, saudara laki-laki 
sekandung dan lima saudara laki-laki seayah, maka pembagian 
dilakukan antara kakek dengan saudara sekandung, yang mana 
masing-masing dari keduanya mendapat separuh, dan saudara- 
saudara lelaki seayah tidak dihitung sesuai kakek dalam pembagian 
tersebut. 


Kondisi Kedua: Saudara-saudara perempuan yang ada 
menjadi ahli waris dengan mendapat bagian warisan yang pasti 
(fardh), seperti saudara perempuan sekandung atau seayah atau 
dua saudara perempuan dan tidak ada ashabah. Dalam kondisi ini 
kakek mendapat warisan sebagai ashabah. Dia mendapat sisa 
setelah Ashabul Furudh menerima bagiannya. Kecuali bila dia 
terhalang mendapat warisan atau bagiannya dikurangi dari 
seperenam, maka dia diberi seperenam sebagai fardh. Adapun 
berkenaan dengan kakek, saudara perempuan sekandung atau 
seayah, maka saudara perempuan mendapat separuh sebagai 
fardh (bagian warisan yang pasti), sementara sisanya untuk kakek 
sebagai ashabah. Sedangkan berkenaan dengan kakek dan dua 
saudara perempuan sekandung atau seayah, maka dua saudara 
perempuan mendapat separuh sebagai fardh, sementara sisanya 
untuk kakek sebagai ashabah. 


Adapun berkenaan dengan saudara perempuan sekandung, 
saudara perempuan seayah dan kakek, maka dalam kasus ini 
saudara perempuan sekandung mendapat separuh sebagai fardh, 
saudara perempuan seayah mendapat seperenam sebagai fardh 
untuk menyempurnakan dua pertiga, sementara sisanya untuk 
kakek sebagai ashabah. 
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Dalam semua bentuk di atas, warisan sebagai 'ashabah 
lebih baik bagi kakek. 


Apabila pembagian warisan untuk kakek secara ashabah 
menghalanginya dari mendapat warisan atau mengurangi 
bagiannya yang seperenam, maka dia diberi seperenam sebagai 
fardh. Kasusnya adalah apabila kakek berkumpul bersama 
saudara-saudara perempuan dan Ashabul Furudh lainnya dan 
seluruh harta warisan telah dibagikan, atau sisanya setelah 
diberikan kepada Ashabul Furudh kurang dari seperenam. 


Berkenaan dengan kakek, saudara perempuan sekandung 
atau seayah, ibu dan suami, maka kakek mendapat seperenam 
sebagai fardh, karena bila dia menjadi ashabah, maka dia tidak 
mendapat apa-apa dikarenakan seluruh harta warisan telah 
diberikan kepada Ashabul Furudh, karena saudara perempuan 
mendapat separuh sebagai fardh, ibu mendapat sepertiga sebagai 
fardh, suami mendapat separuh sebagai fardh. Oleh karena itulah 
kakek diberi seperenam sebagai fardh agar dia tidak terhalang dari 
mendapatkan warisan. 


Adapun berkenaan dengan dua saudara perempuan 
sekandung atau seayah, istri dan kakek, dalam kasus ini kakek 
mendapat seperenam sebagai fardh, karena bila dia mendapat 
warisan sebagai 'ashabah, maka bagiannya akan berkurang dari 
seperenam, mengingat dua saudara perempuan mendapat dua 
pertiga sebagai fardh yaitu 8 bagian dari 12 bagian. 


Dalam Ar-Rahbiyyah dikatakan: 
Sekarang kami akan mulai untuk menjelaskan 
Tentang kakek dan saudara-saudara lelaki 
Yang telah kami janjikan (untuk menjelaskannya) 
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Dengarkanlah dengan baik apa yang akan kami katakan 
Kumpulkanlah kalimat-kalimatnya dengan baik 
Ketahuilah bahwa berkenaan dengan kakek ada beberapa kondisi 

| i Akan aku jelaskan tentangnya secara berturut-turut 
Saudara-saudara lelaki harus diberi bagian warisannya 
Apabila pembagian tersebut tidak merugikan sang kakek 
Terkadang dia mendapat sepertiga secara penuh 
Apabila pembagian tersebut dilakukan semestinya 
Apabila tidak ada orang-orang yang mendapat bagian 
Terimalah penjelasanku agar Anda paham 
Terkadang dia mendapat sepertiga yang tersisa 
Setelah Ashabul Furudh mendapat bagiannya 
Pembagian ini dilakukan apabila bagiannya yang sepertiga 
Tidak berkurang karena banyaknya saudara-saudara lelaki 
Terkadang dia mendapat seperenam dari harta warisan 


Dengan demikian dia tetap mendapat bagiannya 


Aku katakan: Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya 
ke atas merupakan ahli waris. Para ulama tidak berselisih 
pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Umar 48, bahwa 
dia menanyakan kepada para sahabat, “Apakah kalian tahu bahwa 
Rasulullah & menetapkan bagian warisan untuk kakek?” Ma'gil 
bin Yasar Al Muzani menjawab, “Ya, aku pemah melihat 
Rasulullah & menetapkan warisan seperenam untuk kakek.” 
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Umar bertanya, “Bersama siapa?” Dia menjawab, “Aku tidak 
tahu.” Maka Umar berkata, “Kalau begitu kamu tidak tahu.” Atsar 
ini diriwayatkan oleh Abu Al Qasim bin Mandah. 


Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki 
atau saudara-saudara seibu, maka dia menggugurkan mereka 
menurut ijma. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan 
bila dia berkumpul bersama saudara-saudara lelaki dan saudara- 
saudara perempuan seayah-seibu atau seayah saja, para sahabat 
memilih untuk tidak membahasnya. Hal ini berdasarkan riwayat 
Sa'id bin Al Musayyab bahwa Nabi & bersabda, 


á R EI T E E Pe 
II SIA II II Sa 
“Yang paling lancang terhadap kakek adalah yang paling 
berani masuk neraka.” 


Diriwayatkan dari Ali & bahwa dia berkata, “Barangsiapa 
ingin terkena virus-virus (penyakit) Jahannam, silahkan dia 
memutuskan masalah warisan antara kakek dengan saudara- 
saudara lelaki.” 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, 
“Tanyakanlah kepada kami tentang segala sesuatu dan jangan 
tanyakan kepada kami tentang kakek. Semoga Allah tidak 
menyelamatkannya (yakni orang yang membahas warisan kakek 
bersama saudara-saudara lelaki).” 

Apabila hal ini telah jelas, wajar saja bila para ulama 
berselisih pendapat tentang kakek ketika dia berkumpul dengan 
saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seayah- 
seibu atau seayah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kakek 
tidak menggugurkan mereka. Pendapat ini juga diriwayatkan dari 
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Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini 
juga dinyatakan oleh Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan 
Ahmad bin Hanbal. Sementara segolongan ulama lain berpen- 
dapat bahwa kakek menggugurkan mereka. Pendapat ini 
diriwayatkan dari Abu Bakar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Ad- 
Darda'. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Utsman 
Al Batti, Ibnu Jarir Ath-Thabari, Daud, Ishaq dan dipilih oleh Al 
Muzani. Al Mas'udi berkata, “Pendapat ini juga dinyatakan oleh 
Ibnu Suraij.” 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, 


orz » 
rer g r r PA 2 AIA ” 


Luca DA oa INTI IS Ls JE 


Hi NI IS 


“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya.” (Qs. An- 
Nisaa' (4): 7). Dalam ayat ini Allah & menetapkan bahwa laki-laki 
dan perempuan yang merupakan kerabat mendapat bagian 
warisannya. Saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara 
perempuan seayah apabila berkumpul bersama kakek, mereka 
adalah kaum kerabat. Barangsiapa mengatakan bahwa mereka 
tidak mendapat bagian warisan, maka dia telah meninggalkan ayat 
Al Qur'an yang zhahir. Saudara laki-laki itu menjadi 'ashabah 
saudara perempuan sehingga dia tidak digugurkan oleh kakek, 
seperti anak laki-laki, karena saudara perempuan itu mendapat 
separuh secara fardh sehingga dia tidak digugurkan oleh kakek, 
seperti anak perempuan. Dan lagi pula kakek dan saudara laki-laki 
itu kedudukannya sama terhadap si mayit, karena kakek itu ayah 
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dari ayah, sementara saudara laki-laki itu anak laki-laki dari ayah. 
Kakek menjadi ashabah dan memiliki hubungan rahim, sementara 
saudara laki-laki hanya menjadi ashabah tanpa hubungan rahim, 
sehingga dia tidak digugurkan oleh kakek, seperti anak laki-laki 
dan anak perempuan bila keduanya berkumpul. 


Apabila hal ini telah jelas, maka kakek itu seperti ayah 
dalam hukum-hukumnya secara umum. Dia mendapat warisan 
sebagai ashabah bila menyendiri, seperti halnya ayah. Dia juga 
mendapat warisan secara fardh bersama anak laki-laki dan anak 
lelaki dari anak laki-laki. Dia juga mendapat warisan sebagai 
ashabah dan secara fardh bersama anak perempuan dan anak 
perempuan dari anak laki-laki. Hanya saja kakek berbeda dengan 
ayah dalam empat masalah: 


Pertama: Ayah menghalangi saudara laki-laki seayah-seibu 
atau seayah, sementara kakek tidak menghalangi mereka. 


Kedua dan Ketiga: Ayah menghalangi ibu dari 
mendapat sepertiga secara penuh menjadi sepertiga yang tersisa 
dalam pembagian harta untuk suami, ayah dan ibu, atau istri dan 
ayah dan ibu, sementara kakek tidak menghalangi mereka. 
Bahkan ibu mendapat sepertiga dari seluruh harta bersama kakek. 


Keempat: Ayah menghalangi ibu, sementara kakek tidak 
menghalangi ibu dari ayah, karena ibu dari ayah sederajat 
dengannya dalam statusnya terhadap si mayit dan berhubungan 
langsung dengan ayah sehingga tidak mendapat warisan 
bersamanya. 


Cabang: Apabila kakek berkumpul dengan saudara- 
saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau 
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seayah tanpa ada Ashabul Furudh (orang-orang yang berhak 
mendapat warisan dengan bagian yang pasti) bersama mereka, 
maka dia mendapat bagian yang lebih besar dari pembagian 
(Mugasamah) atau mendapat sepertiga dari seluruh harta. Apabila 
dia bersama seorang saudara laki-laki, maka yang lebih 
menguntungkan adalah dia mendapat warisan dengan cara 
pembagian (Mugasamah), karena dia mendapat separuh harta. 
Sedangkan bila dia bersama dua saudara laki-laki, maka dia boleh 
mendapat warisan secara pembagian maupun mendapat sepertiga. 
Apabila dia bersama tiga saudara laki-laki atau lebih, maka yang 
lebih menguntungkan adalah dia mendapat sepertiga dari seluruh 
harta secara menyendiri. Demikianlah pendapat yang berlaku 
dalam madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid bin 
Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Adapun menurut Ali, ada dua riwayat 
darinya yaitu sebagai berikut: 


Pertama: Kakek mendapat bagian yang lebih meng- 
untungkan dari pembagian atau mendapat seperenam dari seluruh 
harta warisan. Apabila dia bersama empat saudara laki-laki, maka 
yang lebih menguntungkan adalah dia mendapat warisan dengan 
cara pembagian. Sedangkan bila dia bersama lima saudara laki- 
laki, maka hukumnya sama antara pembagian dengan seperenam. 
Sedangkan bila dia bersama enam saudara laki-laki, maka yang 
lebih menguntungkan adalah dia mendapat seperenam. 


Kedua: Kakek mendapat bagian yang lebih meng- 
untungkan dari pembagian atau mendapat sepertujuh dari seluruh 
harta. Diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain dan Abu Musa Al 
Asy'ari bahwa keduanya berkata, “Dia mendapat bagian yang lebih 
menguntungkan dari pembagian atau mendapat separuh dari 
seperenam seluruh harta. Apabila dia bersama 10 saudara laki- 
laki, maka pembagian lebih baik baginya. Sedangkan bila dia 
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bersama 11 saudara laki-laki, maka hukumnya sama antara 
pembagian dengan separuh dari seperenam.” 


Adapun argumentasi kami terhadap mereka adalah bahwa 
anak-anak lelaki lebih kuat posisinya daripada saudara-saudara 
lelaki. Alasannya adalah karena saudara-saudara lelaki gugur bila 
ada anak-anak lelaki. Disamping itu telah tetap bahwa anak-anak 
lelaki tidak gugur. 


Adapun dalil atas pernyataan kami adalah bahwa 
terhalangnya kakek karena saudara-saudara lelaki tidak terjadi 
karena satu, akan tetapi terbatas dengan bilangan. Oleh karena itu 
yang wajib adalah bahwa ujungnya dua, karena menggiyaskan 
dengan kasus saudara-saudara lelaki yang menghalangi ibu dari 
mendapat sepertiga dan anak-anak perempuan yang menghalangi 
anak-anak perempuan dari anak lelaki serta saudara-saudara 
perempuan seayah-seibu yang menghalangi saudara-saudara 
perempuan seayah. 


Adapun bila kakek berkumpul bersama saudara-saudara 
perempuan seayah-seibu atau seayah secara menyendiri, maka 
menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i) hukum mereka seperti 
hukum saudara-saudara laki-laki bersama kakek sehingga harus 
dilakukan pembagian. Jadi hartanya dibagi antara dia dengan 
mereka, dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian 
perempuan, selama pembagian tersebut tidak mengurangi bagian 
sang kakek yang sepertiga. Apabila pembagian tersebut 
mengurangi bagiannya yang sepertiga, maka dia harus 
mendapatkan sepertiga dari seluruh harta warisan. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit. Sementara menurut Ali bin Abi 
Thalib dan Ibnu Mas'ud, saudara-saudara perempuan mendapat 
bagian mereka yang pasti lalu sisanya untuk kakek. 
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Adapun dalil kami adalah bahwa pembagian warisan 
tersebut mengumpulkan ayahnya ayah dan anaknya ayah sehingga 
anaknya ayah tidak boleh mengambil fardh, sebagaimana bila 
bersama kakek ada saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara 
perempuan seayah-seibu atau seayah, karena kakek itu sama-sama 
mendapat bagian bersama mereka, yang mana laki-laki mendapat 
dua kali lipat bagian perempuan selama pembagian tersebut tidak 
mengurangi bagiannya yang sepertiga. Apabila pembagian tersebut 
mengurangi bagiannya yang sepertiga, maka dia harus mendapat 
sepertiga sebagaimana yang telah kami uraikan. Wallahu A'lam 


Asy-Syirazi #æ berkata: Pasal: Apabila pembagian 
mengurangi bagian kakek yang sepertiga karena 
saudara lelaki lebih dari dua, dan saudara perempuan 
lebih dari empat, maka kakek tetap mendapat sepertiga 
sementara sisanya dibagikan kepada saudara-saudara 
lelaki dan saudara-saudara perempuan. Karena 
sebagaimana telah kami uraikan bahwa kakek men- 
dapat bagian dengan satu orang. Dan tidak ada 
perselisihan di kalangan ulama bahwa mereka tidak 
akan melakukan pembagian dengannya bila hanya satu. 
Oleh karena itulah menetapkan dua orang lebih sesuai 
dengan pokok, karena apabila Hajb diperselisihkan 
antara satu orang dengan banyak orang, maka wajib 
menetapkannya dua orang. Misalnya ibu yang terhalang 
mendapat sepertiga, anak-anak perempuan yang 
menghalangi anak-anak perempuan dari anak 
perempuan, saudara-saudara perempuan seayah-seibu 
yang menghalangi saudara-saudara perempuan seayah. 
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Dan dalam kasus ini tidak dilakukan Mu'adah 
yaitu mengembalikan status anak seayah-seibu menjadi 
anak seayah karena adanya kakek (untuk mengurangi 
bagiannya), karena Mu'adah menghalangi kakek, 
padahal tidak ada cara untuk menghalangi kakek dari 
mendapatkan sepertiga. 


Pasal: Apabila kakek dan saudara-saudara lelaki 
berkumpul bersama Ashabul Furudh, maka Ashabul 
Furudh mendapat bagian warisannya yang pasti, 
sementara kakek mendapat bagian yang lebih 
menguntungkan dari dua hal yaitu pembagian atau 
sepertiga yang tersisa selama tidak mengurangi 
seperenam dari seluruh harta, karena bagian waris yang 
pasti itu seperti harta yang telah menjadi hak sehingga 
sisanya seperti seluruh harta. Telah kami jelaskan 
bahwa hukumnya dalam seluruh harta adalah bahwa dia 
mendapat yang paling menguntungkan dari dua hal 
yaitu pembagian atau sepertiga harta. Begitu pula 
dengan harta yang tersisa setelah pembagian fardh. 
Apabila pembagian atau sepertiga yang tersisa 
menguranginya dari seperenam maka dia mendapat 
bagian seperenam secara fardh, karena anak seayah- 
seibu tidak lebih banyak dari anak shulbi. Apabila ketika 
kakek berkumpul dengan anak shulbi tidak mengurangi 
bagiannya yang seperenam, maka ketika dia berkumpul 
dengan anak seayah-seibu tentunya juga tidak 
mengurangi bagiannya yang seperenam. 


Apabila seorang laki-laki wafat dengan 
meninggalkan seorang anak perempuan, kakek dan 
saudara perempuan, maka anak perempuan mendapat 
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separuh dari harta yang tersisa antara kakek dengan 
saudara perempuan, yang mana laki-laki mendapat dua 
kali lipat bagian perempuan. Ini termasuk salah satu 
dari Murabba'ah Ibnu Masud æ, karena dia 
mengatakan, “Anak perempuan mendapat separuh, 
sementara sisanya untuk kakek dan saudara perempuan 
dua bagian. Masalah ini sah dari empat.” 


Apabila seorang perempuan wafat dengan 
meninggalkan suami, ibu dan kakek, maka suami 
mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan sisanya 
untuk kakek, yaitu seperenam. Ini juga termasuk salah 
satu dari Murabba'ah Ibnu Mas'ud, karena diriwayatkan 
darinya bahwa dia berkata, “Suami mendapat separuh, 
sementara sisanya untuk kakek dan ibu dua bagian. Dan 
masalah ini sah dari empat.” Akan tetapi pendapat ini 
keliru, karena kakek lebih jauh dari ibu sehingga tidak 
boleh menghalanginya, seperti kakek dari ayah ketika 
ada ibu dari ayah. 


Apabila seorang laki-laki wafat dengan 
meninggalkan seorang istri, ibu, saudara laki-laki dan 
kakek, maka istri mendapat seperempat, ibu mendapat 
sepertiga, sementara sisanya dibagi dua antara kakek 
dan saudara laki-laki. Masalah ini sah dari 24, dimana 
istri mendapat enam saham, ibu mendapat delapan, 
dan sisanya untuk kakek dan saudara laki-laki yang 
mana masing-masing mendapat lima saham. Ini juga 
termasuk salah satu dari Murabba'ah Ibnu Mas'ud &, 
karena diriwayatkan darinya bahwa dia menetapkan 
untuk istri seperempat, ibu sepertiga yang tersisa, 
sementara sisanya untuk kakek dan saudara laki-laki 
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dibagi dua. Masalah ini sah dari empat, dimana istri 
mendapat satu saham, ibu mendapat satu saham, 
saudara laki-laki mendapat satu saham dan kakek 
mendapat satu saham. 


Apabila seorang laki-laki wafat dengan 
meninggalkan seorang perempuan, kakek dan saudara 
perempuan, maka istri mendapat seperempat, 
sementara sisanya dibagi antara kakek dan saudara 
perempuan, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat 
bagian perempuan. Masalah ini disebut Murabba'ah, 
karena pendapat Zaid adalah yang telah kami uraikan, 
sementara menurut pendapat Abu Bakar dan Ibnu 
Abbas 2, istri mendapat seperempat dan sisanya untuk 
kakek. Sedangkan menurut Ali dan Abdullah &, istri 
mendapat seperempat, saudara perempuan mendapat 
separuh dan sisanya untuk kakek. Mereka berselisih 
pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat. 
Akan tetapi mereka sepakat bahwa pembagiannya dari 
empat. 


Apabila seorang laki-laki wafat dengan 
meninggalkan ibu, saudara perempuan dan kakek, 
maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek 
dan saudara perempuan, yang mana laki-laki mendapat 
dua kali lipat dari bagian perempuan. Masalah ini 
disebut Al Kharga', karena banyaknya perselisihan 
pendapat di kalangan sahabat di dalamnya. sebab Zaid 
berpendapat seperti yang kami katakan, sementara Abu 
Bakar dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ibu 
mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek. 
Sedangkan Umar berpendapat bahwa saudara 
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perempuan mendapatkan separuh, ibu mendapat 
sepertiga yang tersisa yaitu seperenam, sementara 
sisanya untuk kakek. Adapun Utsman, dia berpendapat 
bahwa ibu mendapat sepertiga dan sisanya dibagi dua 
antara kakek dan saudara perempuan. Menurutnya 
masalah ini sah dari tiga. Sedangkan menurut Ali, 
saudara perempuan mendapat separuh, ibu mendapat 
sepertiga dan sisanya untuk kakek. Ada pula dua 
riwayat dari Ibnu Mas'ud. Pertama adalah seperti 
pendapat Umar #&, sedangkan Kedua adalah bahwa 
saudara perempuan mendapat separuh, sementara 
sisanya dibagi dua antara ibu dan kakek. Masalah ini 
sah dari empat dan disebut Mutsallatsah Utsman dan 
Murabba 'ah Abdullah :&. 


Pasal: Saudara perempuan tidak mendapat bagian 
waris yang pasti (Fardh) bersama kakek kecuali dalam 
satu masalah, yaitu apabila seorang perempuan wafat 
dengan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan 
dan kakek. Dalam kasus ini suami mendapat separuh, 
ibu mendapat sepertiga, saudara perempuan mendapat 
separuh dan kakek mendapat seperenam. Asalnya 
adalah enam dan ditambah menjadi sembilan. Separuh 
untuk saudara perempuan dan seperenam untuk kakek 
dikumpulkan, lalu dibagi di antara keduanya, dimana 
laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. 
Masalah ini juga sah dari dua puluh tujuh, dimana 
suami mendapat sembilan, ibu mendapat enam, kakek 
mendapat delapan, dan saudara perempuan mendapat 
empat, karena suami harus diberi separuh, mengingat 
tidak ada yang menghalanginya. Ibu juga harus diberi 
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sepertiga karena tidak ada yang menghalanginya. 
Kakek juga harus diberi seperenam karena hak 
minimalnya adalah seperenam. Dalam kasus ini tidak 
mungkin menggugurkan saudara perempuan, karena 
tidak ada yang bisa menggugurkannya dan dia tidak 
bisa diberi separuh secara sempurna, mengingat dia 
tidak bisa dilebihkan di atas kakek. Oleh karena itulah 
wajib membagi harta keduanya dengan ketentuan laki- 
laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. 
Masalah ini dinamakan Al Akdariyyah, karena Abdul 
Malik bin Marwan pernah menanyakan masalah ini 
kepada seorang laki-laki bernama Al Akdar sehingga 
dinisbatkan kepadanya. 


Dikatakan bahwa disebut Al Akdariyyah karena 
mengotori pendapat Zaid, mengingat dia tidak 
menambah masalah kakek dan tidak menetapkan 
bagian pasti untuk saudara perempuan ketika kakek 
mendapat bagian pasti. Apabila ada saudara laki-laki 
yang menggantikan saudara perempuan dalam masalah 
Al Akdariyyah, maka dia tidak mendapat warisan, 
karena suami mendapat separuh, ibu mendapat 
sepertiga dan kakek mendapat seperenam. Dalam kasus 
ini kakek tidak boleh berserikat dalam seperenam, 
karena dia telah mendapatkan seperenam sebagai 
fardh, sementara saudara laki-laki tidak mendapatkan 
warisan secara fardh, akan tetapi secara “ashabah. Dan 
mengingat dalam masalah ini tidak ada sisa yang bisa 
diberikan sebagai “ashabah, maka dia gugur. Wabillahit 


Taufig. 
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Penjelasan hukum: Apabila bersama kakek dan saudara- 
saudara lelaki ada salah seorang dari Ashabul Furudh yang 
berjumlah enam yaitu: Anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, suami, istri, ibu dan nenek, maka orang-orang yang 
dari kalangan Ashabul Furudh diberi bagiannya yang pasti. 
Sedangkan kakek memiliki tiga opsi: Mendapat warisan secara 
pembagian atau mendapat sepertiga dari yang tersisa atau 
mendapat seperenam dari seluruh harta. Apabila fardh-nya kurang 
dari separuh dari seluruh harta, maka sepertiga yang tersisa lebih 
baik baginya daripada seperenam, karena dia mendapat bagian 
yang lebih menguntungkan daripada pembagian atau sepertiga 
dari yang tersisa. Sedangkan bila fardh-nya separuh, maka 
sepertiga yang tersisa dan seperenam sama. Sementara bila fardh- 
nya lebih dari separuh, maka seperenam lebih banyak dari 
sepertiga yang tersisa. Dengan demikian maka kakek mendapat 
bagian yang lebih menguntungkan daripada pembagian atau 
seperenam. 


Apabila hal ini telah tetap, lalu ada seorang laki-laki yang 
wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan, saudara 
perempuan seayah-seibu dan kakek, maka anak perempuan 
mendapat separuh, sementara sisanya dibagi antara kakek dan 
saudara perempuan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali 
lipat bagian perempuan. Dalam kasus ini pembagian lebih baik 
bagi kakek. Demikianlah madzhab kami. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit. Sementara menurut Ali bin Abi 
Thalib, anak perempuan mendapat separuh, kakek mendapat 
seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan. 


Adapun dalil kami adalah bahwa ia merupakan bagian 
waris pasti yang mengumpulkan ayahnya ayah dan anaknya ayah 
sehingga keduanya berserikat dalam kelebihan bagian yang telah 
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diberikan kepada Ashabul Furudh, sebagaimana bila gantinya 
saudara perempuan adalah saudara laki-laki bersama anak 
perempuan dan kakek. 


Cabang: Apabila ada kakek, saudara perempuan 
sekandung, saudara laki-laki, saudara perempuan seayah, maka 
hukumnya sama bagi kakek, apakah mendapat sepertiga atau 
dengan cara pembagian. Dia mendapat sepertiga, sementara 
sisanya yaitu dua pertiga yang lebih besar dari separuh diberikan 
kepada saudara perempuan sekandung separuh, sisanya 
seperenam diberikan kepada saudara laki-laki dan saudara 
perempuan seayah, jadi sepertiga. Masalah sah dari delapan belas 
saham. 


Cabang: Apabila ada ibu, kakek, saudara laki-laki 
sekandung, saudara perempuan seayah, maka ibu mendapat 
seperenam merupakan satu saham dari enam saham, sehingga 
sisanya lima saham. Dalam kasus ini pembagian lebih baik bagi 
kakek, dia mendapat dua saham, sementara sisanya yaitu tiga 
saham untuk saudara laki-laki sekandung, sedangkan saudara 
perempuan seayah gugur. Begitu pula ketika ada ibu, kakek, 
saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seayah, dalam 
kasus ini ibu mendapat satu saham, kakek mendapat dua saham, 
saudara perempuan mendapat tiga saham dan saudara laki-laki 
gugur (tidak mendapatkan saham). 


Cabang: Apabila ada ibu, kakek, saudara perempuan 
sekandung dan dua saudara laki-laki seayah, maka ibu mendapat 
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seperenam, sementara sepertiga yang tersisa lebih baik bagi kakek 
sehingga dia mendapat bagian tersebut. Asal masalahnya adalah 
delapan belas (18), dimana ibu mendapat tiga, kakek mendapat 
sepertiga yang tersisa yaitu lima, sementara sisanya adalah 
sepuluh. Saudara perempuan sekandung mendapat separuhnya 
yaitu sembilan, sementara dua saudara laki-laki seayah mendapat 
sisanya satu bagian yang dibagi dua di antara keduanya. Jadi 
masalah ini sah menjadi tiga puluh enam (36). Adapun tentang 
separuh yang diperoleh saudara perempuan sekandung, karena 
bila dia menyendiri dia tidak mendapatkan lebih dari separuh. 
Mengingat sepertiga harta atau sepertiga yang tersisa lebih baik 
bagi kakek dan masih sisa separuh harta atau lebih, maka separuh 
yang diperoleh saudara perempuan sekandung merupakan bagian 
pastinya menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang dikutip 
oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi yang berasal dari pembenaran Ibnu 
Al-Labban, dimana pendapat ini juga dikutip dari segolongan 
ulama dari Zaid #5. Jadi pendapat ini sesuai dengan pendapat 
jumhur yang menyatakan bahwa saudara perempuan tidak 
mendapat fardh bersama kakek kecuali dalam masalah A/ 
Akdariyyah. Wallahu A'lam 


Cabang: Apabila ada suami, kakek dan ibu, maka harta 
warisan dibagi menjadi enam: Suami mendapat tiga, ibu mendapat 
sepertiga yaitu dua saham, sedangkan kakek mendapat satu 
saham. Pendapat ini dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit. Apabila 
gantinya suami adalah istri, maka istri mendapat seperempat, ibu 
mendapat sepertiga dan sisanya untuk kakek. 


Dalam masalah ini juga ada dua riwayat dari Umar: 
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Pertama: Suami mendapat separuh, ibu mendapat seper- 
tiga yang tersisa dan sisanya untuk kakek. 


Kedua: Suami mendapat separuh, ibu mendapat seper- 
enam dan sisanya untuk kakek. 


Dari dua riwayat yang berbeda ini, maka bisa disimpulkan 
apabila suami digantikan istri. Berdasarkan salah satu dari dua 
riwayat ini maka istri mendapat seperempat, ibu mendapat 
sepertiga dan sisanya untuk kakek. 


Ada pula tiga riwayat dari Ibnu Mas'ud, yang dua riwayat 
seperti dua riwayat dari Umar, sementara riwayat ketiga me- 
nyebutkan bahwa suami mendapat separuh, sedangkan sisanya 
untuk kakek dan ibu. Dengan demikian maka riwayat ini termasuk 
salah satu dari Murabbba 'ah Ibnu Mas'ud. 


Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri, 
ibu, saudara laki-laki dan kakek, maka asal masalahnya ada dua 
belas: Istri mendapat tiga, ibu mendapat empat, sementara 
saudara laki-laki dan kakek mendapat sisanya yaitu lima. Asal 
masalahnya juga sah bila menjadi dua puluh empat dan termasuk 
salah satu dari Murabbba 'ah Ibnu Mas'ud, karena dia berkata, “Istri 
mendapat seperempat, ibu mendapat sepertiga yang tersisa, 
sementara saudara laki-laki dan kakek mendapat dua bagian.” 


Apabila seorang laki-laki meninggalkan istri, saudara 
perempuan dan kakek, maka istri mendapat seperempat yang 
merupakan satu saham dari empat saham, sementara sisanya 
untuk kakek dan saudara perempuan, dengan ketentuan bahwa 
laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Masalah ini 
juga sah dari empat. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Zaid 
bin Tsabit. 
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Abu Bakar dan Ibnu Abbas berkata, “Istri mendapat seper- 
empat, sementara sisanya untuk kakek.” 


Umar dan Ibnu Mas'ud berkata, “Istri mendapat seper- 
empat yang merupakan satu saham dari tiga saham, saudara 
perempuan mendapat separuh yang merupakan dua saham, 
sementara kakek mendapat sisanya yaitu satu saham.” 


Masalah ini dinamakan Murabba'ah, karena mereka 
berselisih pendapat tentang jumlah warisan yang diperoleh kakek 
dan saudara perempuan, dan mereka sepakat bahwa asal 
masalahnya empat. 


Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ibu, 
saudara perempuan dan kakek, maka masalah ini disebut A/ 
Kharga', karena para sahabat berbeda pendapat di dalamnya. 


Ibnu Baththal berkata, “Kemungkinan kata A/ Kharga'" 
diambil dari A/ Kharag yaitu tanah yang luas. Dalam masalah ini 
ada tujuh pendapat. Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Aisyah adalah 
orang-orang yang berpendapat bahwa kakek menggugurkan 
saudara-saudara lelaki, dimana ibu mendapat sepertiga, sisanya 
untuk kakek dan saudara perempuan gugur.” 


Adapun menurut Umar, ada dua riwayat darinya: 


Pertama: Saudara perempuan mendapat separuh, ibu 
mendapat seperenam dan sisanya untuk kakek. 


Kedua: Saudara perempuan mendapat separuh, ibu 
mendapat sepertiga yang tersisa dan sisanya untuk kakek dan 
saudara perempuan separuh. 


Adapun menurut Ibnu Mas'ud, ada tiga riwayat darinya: 
dua riwayat seperti dua riwayat Umar, sementara riwayat ketiga 
adalah bahwa saudara perempuan mendapat separuh, sedangkan 
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sisanya dibagi dua untuk kakek dan ibu. Berdasarkan riwayat ini 
maka salah satu dari Murabba ah-nya adalah delapan. 


Diriwayatkan dari Utsman bahwa seluruh harta dibagi tiga, 
dimana ibu mendapat satu saham, saudara perempuan mendapat 
satu saham dan kakek mendapat satu saham. 


Ali berkata, “Ibu mendapat sepertiga, saudara perempuan 
mendapat separuh dan kakek mendapat seperenam.” 


Zaid bin Tsabit berkata, “Ibu mendapat sepertiga, sisanya 
untuk kakek dan saudara perempuan, dimana laki-laki mendapat 
dua kali lipat bagian perempuan.” Asal masalahnya sah menjadi 
sembilan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan para 
pengikutnya. 


Cabang: Asy-Syafi'i æ berkata, “Bagian warisan tidak 
ditambah untuk saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara 
perempuan yang bersama kakek kecuali dalam masalah A/ 
Akdariyyah. Yaitu ketika ada suami, ibu, saudara perempuan 
seayah-seibu atau seayah dan kakek. Para sahabat berselisih 
pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Bakar dan Ibnu Abbas, 
istri mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk 
kakek, sementara saudara perempuan gugur.” 


Umar dan Ibnu Mas'ud & berkata, “Suami mendapat 
separuh, ibu mendapat seperenam, saudara perempuan mendapat 
separuh, dan kakek mendapat seperenam, kemudian ditambah 
menjadi delapan.” 

Ali 28, berkata, “Suami mendapat separuh, ibu mendapat 
seperenam, saudara perempuan mendapat separuh, dan kakek 
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mendapat seperenam, kemudian ditambah menjadi sembilan. 
Dengan demikian saudara perempuan mendapat tiga.” 


Zaid bin Tsabit berkata, “Bagiannya ditambah menjadi 
sembilan, sebagaimana yang dikatakan Ali, akan tetap bagian tiga 
yang untuk saudara perempuan dan satu saham untuk kakek 
digabung sehingga menjadi empat, kemudian keduanya dibagi, 
dimana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.” 


Masalah ini juga sah dari dua puluh tujuh, dimana suami 
mendapat sembilan, ibu mendapat enam, kakek mendapat 
delapan dan saudara perempuan mendapat empat. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan teman-temannya. Masalahnya 
berlaku demikian karena tidak ada yang menghalangi suami dari 
mendapat separuh dan tidak ada yang menghalangi ibu dari 
mendapat sepertiga. Kemudian kakek juga tidak bisa dikurangi 
bagiannya dari seperenam, karena anak laki-laki tidak menggugur- 
kannya, oleh karena itulah mereka lebih tidak menggugurkannya. 
Dalam hal ini seluruh bagian waris yang pasti telah dibagikan 
secara sempurna dan tidak ada jalan untuk menggugurkan saudara 
perempuan karena tidak ada yang bisa menggugurkannya, 
sehingga dia mendapat separuh. Saudara perempuan tidak bisa 
mendapat seluruhnya, karena dia tidak boleh diutamakan dari 
kakek. Oleh karena itulah bagian keduanya harus dikumpulkan lalu 
dibagi, yang mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian 
perempuan, sebagaimana yang telah kami katakan dalam 
pembahasan-pembahasan sebelumnya. 


Para ulama berselisih pendapat mengapa masalah ini 
disebut A/ Akdariyyah. Diriwayatkan dari Al A'masy bahwa dia 
berkata, “Dinamakan A/ Akdariyyah karena Abdul Malik bin 


Marwan menanyakan masalah ini kepada seorang laki-laki. 
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bernama Akdar. Lalu Al Akdar menjelaskan perbedaan pendapat 
di kalangan sahabat tentang masalah ini sehingga dinisbatkan 
kepadanya.” Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa disebut 
Al Akdariyyah karena seorang perempuan bernama Akdariyyah 
wafat dengan meninggalkan orang-orang yang telah disebutkan di 
atas sehingga masalah ini disebut A/ Akdariyyah dan dinisbatkan 
kepadanya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa disebut 
Al Akdariyyah karena masalah ini mengotori masalah yang dibahas 
oleh Zaid, karena Zaid tidak menetapkan bagian pasti untuk 
saudara-saudara perempuan yang bersama kakek, sementara 
dalam masalah ini ditetapkan bagian pasti untuk saudara-saudara 
perempuan: kemudian masalah-masalah kakek juga tidak 
ditambah, sementara dalam masalah ini bagian kakek ditambah. 


Dalam Ar-Rahbiyyah dikatakan: 
Saudara perempuan tidak mendapat fardh (ketika) bersama kakek 
Selain masalah yang dia mendapatkannya dengan sempuma 
Suami dan ibu, keduanya mendapatkan secara sempurna 
Ketahuilah bahwa sebaik-baik umat adalah yang baling alim „3 
Wahai teman, masalah ini dinamakan Al Akdariyyah 
Engkau juga mengenalnya sebagai Harriyyah 
Saudara perempuan mendapat separuh sebagai fardh 
Sedangkan seperenam untuk kakek 
Hingga ditambah menjadi bagian yang disempurnakan 
Kemudian dilakukan pembagian untuk keduanya 
Sebagaimana yang telah dijelaskan 
Maka hapalkanlah ini dan berterimakasihlah kepada penyairnya . 
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Ibnu Baththal berkata, “Dikatakan Al Akdariyyah mengacu 
pada nama perempuan dalam masalah ini sehingga dinisbatkan 
kepadanya.” 


Apabila gantinya saudara perempuan adalah saudara laki- 
laki, maka suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dan 
kakek mendapat seperenam, sementara saudara laki-laki gugur 
karena dia menjadi 'ashabah murni dan tidak bisa diberi fardh. 
Dalam kasus ini tidak ada fardh yang tersisa sehingga dia tidak 
mendapatkannya. 


Apabila ada suami, ibu, dua saudara perempuan dan kakek, 
maka masalah ini bukan A/ Akdariyyah. Akan tetapi suami 
mendapat separuh, ibu mendapat seperenam, sedangkan sisanya 
untuk kakek dan dua saudara perempuan, yang mana laki-laki 
mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Jadi masalah sah dari 
dua belas. 


Apabila ada suami, ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan dan kakek, maka asal masalahnya 12, dimana suami 
mendapat tiga, anak perempuan mendapat enam, ibu mendapat 
dua saham dan kakek mendapat dua saham, sedangkan saudara 
perempuan tidak mendapat apa-apa karena masalah ini telah 
ditambah. Dia juga tidak mendapat fardh, karena dia hanya 
mendapatkan bersama anak perempuan sebagai ashabah, sedang 
disini tidak ada 'ashabah. 


Masalah: Asy-Syafi'i 2, berkata, “Saudara-saudara lelaki 
seayah-seibu adalah bersama saudara-saudara laki-laki dan 
saudara-saudara perempuan seayah tanpa ada kakek. Ringkasnya 


adalah sebagai berikut: Apabila kakek berkumpul dengan saudara | 


laki-laki seayah-seibu dan saudara laki-laki seayah, maka saudara 
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laki-laki seayah-seibu dikembalikan kepada saudara laki-laki seayah 
untuk mengurangi bagian kakek. Jadi harta warisan dibagi di 
antara mereka menjadi tiga, dimana masing-masing mendapat satu 
saham, lalu saudara laki-laki seayah-seibu dikembalikan pada 
statusnya semula. Dengan demikian, maka dia mendapat saham 
yang ada di tangan saudara laki-laki seayah.” Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit dan Malik bin Anas. 


Sedangkan menurut Ali dan Ibnu Mas'ud, saudara laki-laki 
seayah gugur dan hartanya dibagi dua antara kakek dan saudara 
laki-laki seayah-seibu. 


Adapun dalil kami adalah, bahwa apabila kakek terhalang 
oleh dua saudara laki-laki yang merupakan ahli waris, maka dia 
boleh terhalang oleh dua saudara laki-laki yang salah satunya ahli 
waris dan satunya lagi bukan, seperti ibu yang terhalang oleh dua 
saudara laki-laki yang salah satunya seayah dan satunya lagi 
seayah-seibu. Apabila ada saudara laki-laki seayah-seibu, saudara 
perempuan seayah dan kakek, maka saudara laki-laki seayah-seibu 
dikembalikan statusnya (kepada saudara laki-laki seayah) untuk 
mengurangi bagian kakek disebabkan ada saudara perempuan. 
Lalu hartanya dibagi lima, yang mana kakek mendapat dua saham, 
saudara laki-laki seayah-seibu mendapat dua saham dan saudara 
perempuan mendapat satu saham. Kemudian saudara laki-laki 
dikembalikan statusnya seperti semula lalu dia mengambil saham 
saudara perempuan. 


Apabila ada saudara-saudara perempuan seayah-seibu, 
saudara laki-laki seayah dan kakek, maka dalam kasus ini perlu 
dilakukan Mu'adah (suatu permasalahan dikembalikannya status 
saudara sekandung menjadi saudara seayah dengan tujuan agar 
bagian kakek berkurang, kemudian saudara sekandung kembali 
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kepada status semula, sehingga saudara seayah terhalang), karena 
kakek tidak boleh berkurang bagiannya dari sepertiga. 


Cabang: Apabila saudara perempuan seayah-seibu 
berkumpul dengan saudara perempuan seibu dan kakek, maka 
harta warisan dibagi menjadi empat saham, yang mana kakek 
mendapat dua saham dan masing-masing dari saudara perempuan 
mendapat satu saham, lalu saudara perempuan seayah-seibu 
mengambil saham saudara perempuan seibu. Dengan demikian dia 
mendapatkan separuh harta. 


Apabila ada saudara perempuan seayah-seibu, saudara laki- 
laki seayah dan kakek, maka harta warisan dibagi lima, dimana 
kakek mendapat dua saham, saudara perempuan mendapat satu 
saham dan saudara laki-laki mendapat dua saham, lalu saudara 
perempuan mengambil bagian saudara laki-laki agar bagiannya 
menjadi separuh penuh yaitu satu saham setengah, karena dia 
tidak boleh mewarisi lebih dari separuh harta. Kemudian lima 
dikalikan dua sehingga menjadi sepuluh. Jadi masalah ini sah dari 
sepuluh, yang mana kakek mendapat dua kali dua yaitu empat, 
saudara perempuan mendapat dua saham setengah dikalikan dua 
yaitu lima, dan saudara laki-laki mendapat separuh dikalikan dua 
yaitu satu. Masalah ini dinamakan 'Asyriwah Zaid. 


Apabila saudara laki-laki seayah diganti dua saudara 
perempuan seayah, maka masalah ini termasuk lima yang telah 
dijelaskan tadi, lalu dikalikan dua agar menjadi sepuluh, karena 
untuk dua saudara perempuan tersisa satu saham dari sepuluh, lalu 
yang sepuluh dikalikan dua sehingga menjadi dua puluh. Masalah 
ini dinamakan Zsyriniyyah. 
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Apabila kakek dan saudara-saudara lelaki seayah-seibu serta 
saudara-saudara lelaki seayah berkumpul dengan orang-orang yang 
mendapatkan fardh, maka hukum yang berlaku adalah seperti 
hukum ketika kakek dan saudara-saudara lelaki seayah-seibu 
berkumpul dengan orang yang mendapat fardh, dimana kakek 
mendapat bagian yang lebih menguntungkan dari pembagian 
setelah dilakukan pembagian terhadap Ashabul Furudh, atau dia 
mendapat sepertiga dari yang tersisa atau mendapat seperenam 
dari seluruh harta. Kemudian saudara-saudara lelaki seayah-seibu 
dikembalikan statusnya menjadi saudara-saudara lelaki seayah agar 
bagian kakek berkurang, sebagaimana yang telah kami uraikan. 


Dalam Ar-Rahbiyyah dikatakan: 

Kakek bersama saudara-saudara perempuan saat pembagian 
Dia seperti saudara laki-laki dalam mendapatkan saham 
Kecuali ketika ada ibu, maka dia tidak menghalanginya 

Bahkan ibu mendapat sepertiga harta 
Hitunglah anak-anak lelaki ayah yang jumlahnya banyak 
Dan tolaklah anak-anak lelaki ibu ketika ada kakek 
Tetapkanlah hukum terhadap saudara-saudara lelaki 
Setelah dilakukan Mu adah 
Sebagaimana hukum yang engkau terapkan terhadap mereka 
Ketika kakek tidak ada 


Wallahu A'lam Bishshawab. Cukuplah Allah bagi kami dan 
Dia adalah sebaik-baik pelindung. 
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all sl 
KITAB NIKAH (PEMBAHASAN NIKAH) 


Asy-Syirazi æ berkata: 
Nikah hukumnya boleh (jai?), berdasarkan firman 
Allah &, 
Lah nh 1 Tt l, Ż PE APN, Ai 
S3 éis KSS 
“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi, dua, tiga atau empat.” (Qs. An-Nisaa' (41: 3). 


Juga berdasarkan hadits riwayat Algamah dari 
Abdullah 2, bahwa dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


re o 43 r 
I S lelah oa DURI a G 


Song AN tra, A as Lb (Aa 
Sg pa alah mala 
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“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara 
kalian sudah mampu menikah, hendaknya dia menikah, 
karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih 
memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, 
hendaknya dia berpuasa karena puasa merupakan 
penawar baginya.” 


Penjelasan: Redaksi ayat, XI SL i$% “Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,” adalah berhubungan 
dengan awal ayat, JT 5: Ku Ai ia LSI Kia 35 

r PR.” R oa, s AL. on "Be A Aa PP ON TN 
Ie Tia as Re ui ing ni Si A KASI 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- 
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” (Os. An-Nisaa' (41: 3). 

Imam Asy-syafi'i 8, berkata, “Yakni agar kalian tidak 
banyak berbuat aniaya.” Ini menunjukkan sedikit aniaya lebih 
dekat. 

Dikatakan bahwa perkataan Asy-Syafi'i ini bertentangan 
dengan jumhur ulama Tafsir yang mengatakan: Arti ayat ini adalah 
“Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya 
dan tidak berat sebelah.” Hal ini karena ada yang mengatakan 
bahwa kalimat V8 Ja Jg JG adalah bila seorang laki-laki 
berbuat zalim dan berat sebelah (kepada salah seorang istrinya). 
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Termasuk dalam kalimat ini adalah istilah au/ dalam ilmu Fara idh, 
karena saham orang yang mendapatkan warisan bertambah. 
Dikatakan pula bahwa kalimat 1s (we Jis adalah bila seseorang 
membutuhkan sesuatu. Allah & berfirman, 
27 ank 2» tel LA or >27. 
zak ya YA AN Ar IJ ae porra os 
“Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti 
akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya.” (Os. At- 
Taubah (9): 28). 
Seorang penyair berkata: 
Orang miskin tidak tahu kapan dia menjadi kaya 
Dan orang kaya tidak tahu kapan dia miskin 


Ibnul Qayyim berkata, “Adapun banyaknya 'ya/ (keluarga) 
maka tidak disebabkan oleh kemiskinan atau kezhaliman.” 


Aku katakana: Apa yang dikatakan Asy-Syafi'i secara 
bahasa diriwayatkan oleh Al Farra‘ dari Al Kisa'i. Dia berkata, “Di 
antara sahabat ada yang mengatakan ‘Aala Yauli apabila 
keluarganya banyak.” Al Kisa'i berkata, “Ia adalah bahasa fasih 
yang biasa didengar oleh bangsa Arab.” 


Tujuan pengarang menampilkan ayat tersebut adalah 
sebagai dalil tentang bolehnya melakukan pernikahan. Dan kami 
akan kembali membahasnya. 


Adapun tentang hadits Algamah dari Abdullah bin Mas'ud, 
ia diriwayatkan oleh pengarang enam kitab hadits dan imam 
Ahmad dalam Musnadnya. 
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Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'd bin 
Abi Waggash, dia berkata, “Rasulullah & menolak praktek hidup 
membujang yang dilakukan Utsman bin Mazh'un. Seandainya 
beliau mengizinkan pasti kami akan melakukan kebiri.” 


Ahmad, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari 
Anas, 


SA or s, £ 


aa ca y Tg APP Sean Jg oui 
GS JG aa JE G E AN uga 


ra z 


An « ALI, Kel, Oil a an pe SI SS, 
E E E A 


“Ada beberapa orang sahabat (yang saling berbicara satu 
sama lain). Salah satunya berkata, ‘Aku tidak akan menikah’, lalu 
yang lainnya berkata, “Aku akan senantiasa shalat dan tidak akan 
tidur”, lalu yang lainnya lagi berkata, “Aku akan senantiasa 
berpuasa dan tidak akan berbuka'. Kemudian hal tersebut sampai 
kepada Nabi &. Maka beliau pun bersabda, ‘Mengapa mereka 
mengatakan ini dan itu? Akan tetapi aku ini berpuasa dan berbuka, 
shalat dan tidur, dan menikahi perempuan: barangsiapa yang 


—— 


membenci Sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku.” 
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Diriwayatkan pula dalam Musnad Ahmad dan Shahih Al 
Bukhari dari Sa'id bin Jubair bahwa dia berkata: Ibnu Abbas 
berkata kepadaku, “Apakah kamu sudah menikah?” Aku 
menjawab, “Belum.” Ibnu Abbas berkata, “Menikahlah! Karena 
sebaik-baik umat ini adalah yang istrinya paling banyak.” 

Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu 
Majah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah, “Bahwa 
Nabi & melarang hidup membujang.” Lalu @atadah membaca 
ayat, 


LA LL Ne KA naa 
Anya kena A Lis- Jd o W L5 Jale 
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 
sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan 
keturunan.” (Qs. Ar-Ra'd (13): 38). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan gharib.” 


At-Tirmidzi berkata lebih lanjut, “Al Asy'ats bin Abdul Malik 
juga meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan dari Sa'd bin Hisyam 
dari Aisyah dari Nabi &. Dan dikatakan bahwa dua hadits ini 
shahih.” 


Aku katakan: Para ulama berselisih pendapat apakah Al 
Hasan mendengar dari Samurah atau tidak. Perselisihan pendapat 
yang terkenal ini telah dibahas pada pembahasan yang lain. 


Adapun tentang hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, ia juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan dalam 
Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar secara marfu’, Ad Ng 
Ai S asi Ss | Ir WS desi IU, “Tunaikanlah Haji, 
maka kalian akan kaya. Hendaknya kalian bepergian, karena .. 
kalian akan menjadi sehat. Hendaknya kalian menikah, karena 


122 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


kalian akan menjadi banyak. Sungguh aku akan membanggakan 
jumlah kalian (yang banyak) di hadapan umat-umat yang lain.” 
Akan tetapi dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Al 
Harits yang meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman Al 


Bailamani. Keduanya adalah periwayat dha if. 


Al Baihaqi meriwayatkan atsar ini dari Asy-Syafi'i dan 
menyatakan bahwa dia meriwayatkan secara balagh (dengan 
redaksi, “Telah sampai kepadaku”) dan menambahkan di 
akhirnya, akan tetapi ada yang gugur. Dia juga meriwayatkannya 
dari Abu Umamah dengan redaksi, Y gati 4 JK Ji #3 
SK! aS Ig & “Menikahlah kalian, karena aku membangga- 
kan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat yang lain. Dan 
Janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nashrani” Akan tetapi 
dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Tsabit, seorang 
periwayat dha'if 

Al Baihaqi juga meriwayatkan dalam A/ Mu talif dan Ibnu 
Qani' dalam Ash-Shahabah dari Harmalah bin An-Nu'man dengan 
redaksi, (AI SPG SI WI Ma ayat aa At PLAT sih ifa 
ah $ “Perempuan yang banyak melahirkan anak lebih dicintai 
Allah daripada perempuan cantik tapi tidak bisa melahirkan anak 
(mandul). Sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian yang 


banyak kepada umat-umat yang lain pada Hari Kiamat” Akan 
tetapi sanad hadits ini divonis dha ïf oleh Ibnu Hajar. 


Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa 
Nabi & bersabda, 
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- Oa Ku PER TN ° 2 KA 
3 De 


É EA CAN SA EA Sg 
IN a 
Ka 


“Nikah adalah Sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan 
Sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Menikahlah 
kalian, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang 
banyak di hadapan umat-umat yang lain. Barangsiapa telah 
mampu menikah, hendaknya dia menikah. Barangsiapa belum 
mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa merupakan 
penawar baginya.” Dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun, 
seorang periwayat dha'if 

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Amr bin Al Ash 
dari Nabi &, 

oe Aor z of 


nyaa PG a 


“Dunia adalah perhiasan (kesenangan), dan sebaik-baik 
perhiasan dunia adalah perempuan yang shalihah.” 


Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabarani dengan 
sanad hasan dari Anas dari Nabi @, 
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a AG MI SE ah A 


BA da (2 33 


“Di antara (kesenangan) dunia yang kucintai adalah 
perempuan dan minyak wangi, dan ia (perempuan) dijadikan 
penyejuk mataku dalam shalat” 

At-Tirmidzi dan  Ad-Daraguthni serta Al Hakim 
meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu’, 


Cl 7 


8 Ie 


Jaa Anal HI ANA KN 3 


r 


30 2 A z 5 £ 20 Y 
Ih Ae ea nah ol Is SN, can 
SY 
“Ada tiga orang yang berhak Allah tolong: Orang yang 
berjihad di jalan Allah, orang yang menikah dengan tujuan untuk 


memelihara dirinya (dari perbuatan dosa), dan budak Mukatab 
Yang ingin membayar utangnya (untuk memerdekakan dirinya). 


Diriwayatkan oleh Al Hakim dari Anas Fb redaksi, 
Na ap Io Ef o7? ra r Ira o z 
£ á a r 2A o 
a Gl An Aa Gala daa 


“Barangsiapa dikaruniai Allah istri yang shalihah, maka 
Allah telah menolongnya dalam separuh agamanya. Maka 
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hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang 
kedua.” 


Ibnu Hajar berkata, “Sanad hadits ini dha if” 


Hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi, at t3; P 


YA Lia dasi ID dl “Barangsiapa menikah dengan 


perempuan shalihah, maka dia telah diberi separuh ibadah.” 
Dalam sanadnya terdapat Zaid Al Ammi, seorang periwayat dha'if 


Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas secara. marfu' dengan redaksi, 


r 


PA or o as o È £ 
AA Bi oS ú A S Ni 
ái G LG ISI, 5 i Gi e II AJE 


See 


CA WA py 


“Maukah kuberitahukan kepada kalian tentang sebaik-baik 
simpanan seseorang? la adalah perempuan shalihah yang apabila 
dipandang membuat senang suaminya, apabila suaminya pergi dia 
menjaga kehormatannya, dan apabila suaminya menyuruhnya dia 
taat kepadanya.” 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi 
yang sama tapi sanadnya mungathi' (terputus). 


Al Baghawi meriwayatkan dalam Mujam Ash-Shahabah 
dengan redaksi, & “ms an at Cp OS " “Barangsiapa kaya 
tapi tidak menikah, maka dia tidak termasuk golonganku.” 
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Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini lalu berkata, 
“Hadits ini mursal” Abu Daud dan Ad-Dulabi juga berpendapat 
demikian. 

Ibnu Majah dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dengan redaksi, “Tidak ada yang dilihat orang-orang yang saling 
mencintai yang seperti pernikahan. ” 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al Hakim -Yang 
dinilai shahih olehnya- dan Ath-Thabarani dari jalur Atha' dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu’, aral E e Y “Tidak 
ada sharurah (hidup membujang) dalam Islam.” 


Tidak ada riwayat Atha' dari Ikrimah. Kemungkinan atsar 
ini berasal dari riwayat Umar bin Atha' bin Warraz. Dia adalah 
seorang periwayat yang majhul (tidak dikenal identitasnya). Atau 
bisa jadi dia adalah Amr bin Abi Al Jawwar. Sharurah adalah 
orang yang tidak menikah dan tidak menunaikan Haji. 

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Iyadh bin Ghanam secara 
marfu’, mai Su Asa E GPS Yg IE 5S “Janganlah kalian 
menikahi perempuan mandul maupun nenek-nenek, karena aku 
akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat- 
umat yang lain.” Sanad hadits ini dha'if. Ibnu Hajar berkata dalam 
Al Fath, “Hadits ini juga diriwayatkan dari Ash-Shunabikh bin Al 
A'sar, Sahl bin Hunaif, Harmalah bin An-Nu'man dan Muawiyah 
bin Haidah.” 


Penjelasan Bahasa dan Kata-Kata Asing dalam Pasal Ini 
Kalimat baah (5sGi)artinya adalah nikah dan kawin. 


' Terkadang yang dimaksud ba'ah adalah bersetubuh. Kalimat ini 
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juga disebut bahah. Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa kalimat 
terakhir ini salah, padahal tidak demikian, karena Al Azhari 
meriwayatkannya dari Ibnu Al Anbari. Sebagian ulama juga 
berkata, “Ha' adalah ganti dari hamzah.” Dikatakan “Si fulan 
sangat menginginkan ba ah dan bah,” maksudnya nikah. 


Ibnu Al Anbari berkata, “Ada ba" yang menunjukkan satu 
dan ada ba “yang menunjukkan banyak.” Kemudian Al Anbari juga 
meriwayatkannya dari Ibnu Al A'rabi. 


Dikatakan bahwa ba'ah adalah tempat bersarangnya unta, 
kemudian digiyaskan dengan rumah, lalu digunakan sebagai majaz 
untuk bersetubuh, baik karena bersetubuh tidak bisa dilakukan 
kecuali di rumah atau karena seorang laki-laki mengajak istrinya 
untuk melakukannya di rumah. 

Sabda Nabi &, ási Sa é bz « “Barangsiapa telah 
mampu menikah,” adalah dengan membuang mudhaf 
Perkiraannya adalah “Barangsiapa telah memiliki biaya untuk 
menikah, hendaknya dia menikah. Dan barangsiapa yang belum 
mampu,” yakni tidak memiliki biaya, maka hendaknya dia 
berpuasa. Dikatakan pula bahwa kalimat ba'ah bisa berarti nikah 
dan bisa berarti bersetubuh. 


Abu Al Ala Ma'arri berkata: 
Ba adalah seperti Ba‘ 


Ia bisa turun karena kehinaan atau ditarik kepadanya 


Ibnu Hajar mengatakan: Tidak ada halangan menafsirkan- 
nya dengan arti yang umum. Misalnya dengan menafsirkan ba ah 
sebagai kemampuan bersetubuh dan memiliki biaya nikah. 
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Disebutkan dalam sebuah riwayat Al Isma'ili dari jalur Abu Awanah 
dengan redaksi, Ara TIA oÍ Si ¢ laa ¿œ “Barangsiapa di 
antara kalian telah mampu menikah, hendaknya dia menikah.” 
Dalam riwayat An-Nasa'i juga disebutkan, Aa Jý 5 08 j 
“Barangsiapa telah memiliki biaya nikah, hendaknya dia menikah.” 
Adapun tentang redaksi, zá hask p a “Karena ia lebih 
menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan,” 
maksudnya adalah lebih mencegah dari perbuatan keji (zina). 
Adapun tentang redaksi, “Hendaknya dia, ” kalimat ini secara zahir 
adalah anjuran kepada orang yang tidak ada, padahal orang-orang 
Arab biasa memberi anjuran kepada orang yang ada di tempat 
(hadir). Orang-orang Arab biasa berkata, “Hendaknya engkau 
menjaga Zaid,” dan tidak mengatakan, “Hendaknya dia menjaga 
Zaid.” Ath-Thibbi berkata, “Jawabannya adalah bahwa karena kata 
ganti orang yang tidak ada (orang ketiga) kembali kepada kalimat 
yaitu orang-orang yang diajak bicara dalam redaksi, Wahai para 
pemuda’. Kalimat ‘Syabab’ adalah bentuk plural dari kalimat 
Syab'” 

Al Azhari berkata, “Kalimat Fa7/ tidak dijamak menjadi 
Fa'aldan lainnya.” 


Adapun penjelasan untuk menjelaskan redaksi “Di antara 
kalian,” maka boleh menafsirkannya demikian, karena kedudukan- 
nya sama dengan orang yang diajak bicara. Al Qadhi Iyadh 
memberi jawaban bahwa hadits ini tidak berisi anjuran kepada 
orang yang tidak ada, tapi merupakan anjuran kepada orang-orang 
yang hadir yang diajak bicara dengan redaksi, “Barangsiapa di 
antara kalian telah mampu.” Pendapat ini dianggap bagus oleh Al 
@urthubi dan Al Hafizh Ibnu Hajar. 
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Adapun redaksi “s6 3 (penawar (pelemahl),” adalah dengan 


wawu kasrah dan dibaca panjang. Asalnya adalah ternak yang 
rendah. Contohnya adalah kalimat “4 Ss E5” apabila seseorang 


memukul leher binatang ternak dengan tujuan untuk melemahkan- 
nya. Kemudian kalimat “cit 663” apabila seseorang menusuk- 


nya dengan pedang. Juga kalimat “gi ay” apabila kedua pelir 
diremukkan. Oleh karena itulah puasa dinamakan :& 4 sebagai 


majaz yang hubungannya adalah penyerupaan: karena ketika 
puasa dapat melemahkan syahwat bersetubuh, maka kalimat :& 3 


diserupakan dengannya. 


Dikatakan bahwa disamping puasa merupakan ibadah, ia 
juga dapat melemahkan syahwat baik yang bersifat fisik maupun 
mental. Dengan lemahnya syahwat maka dia bisa menjauhkan 
seseorang dari perbuatan dosa, karena dengan berpuasa seseorang 
akan diliputi cahaya ketaatan yang merupakan pelindung dari 
perbuatan keji. 


Hukum-Hukum: Nikah hukumnya disyariatkan dalam Al 
Qur'an dan Sunnah, sebagaimana telah kami uraikan dalil-dalilnya 
di atas. Akan tetapi para fuqaha berselisih pendapat apakah ia 
wajib atau boleh. Menurut kami hukumnya adalah boleh (ai3. 
Inilah pendapat yang terkenal dalam madzhab Ahmad bin Hanbal. 
Kecuali bila seseorang takut akan terjerumus ke dalam perbuatan 
terlarang, maka dia wajib mensucikan dirinya (dengan menikah). 


Diriwayatkan dari Daud bahwa menikah wajib satu kali 
seumur hidup, berdasarkan ayat dan hadits yang menjelaskannya. 
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Adapun dalil kami adalah bahwa ketika Allah & menyuruh 
menikah, maka Dia mengaitkannya dengan perasaan senang, yaitu 


dalam firman-Nya, AM 5: Š GE Ci2SG “Maka kawinilah wanita- 
wanita (lain) yang kamu senangi” (Qs. An-Nisaa” (4): 3). Dan 


sesuatu yang wajib itu tidak berkaitan dengan perasaan senang. 


àa 
Pore A LAS AIA 


Adapun tentang ayat, ws SI, 5 “Dua, tiga, dan empat” maka 


hukumnya tidak wajib, menurut kesepakatan ulama. 
Aisyah berkata: Pernikahan masyarakat Jahiliyyah ada 


empat macam: 


Pertama: Pernikahan bendera. Yaitu seorang perempuan 
menancapkan bendera di depan pintu rumahnya agar orang-orang 
yang lewat mengetahui bahwa dia seorang pelacur, lalu mereka 
mendatanginya. 


Kedua: Beberapa orang dari kabilah tertentu atau daerah 
tertentu sepakat untuk menyetubuhi seorang perempuan, yang 
mana dia tidak digauli oleh selain mereka. Apabila dia melahirkan 
anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada orang yang paling 
mirip dengan anak tersebut. 


Ketiga: Nikah Istikhyar. Yaitu seorang perempuan yang 
ingin memiliki anak bangsawan merelakan dirinya disetubuhi oleh 
beberapa bangsawan kabilah agar anaknya menjadi salah seorang 
dari mereka (bangsawan). 


Keempat: Nikah yang sah. Yaitu pernikahan yang 
disabdakan Nabi &, Gú- Y pi ca OW “Aku dilahirkan dari 
pemikahan (yang sah), bukan perzinaan.” 


Nabi & menikah dengan Khadijah binti Khuwailid sebelum 
diangkat menjadi Nabi. Yang menikahkan adalah paman Khadijah 
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yaitu Waragah bin Naufal, sedangkan yang melamar Khadijah 
adalah paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Pada saat melamar Abu 
Thalib berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah 
menganugerahkan kepada kami negeri yang suci, rumah ibadah 
yang dijadikan tempat ibadah Haji dan menjadikan kami sebagai 
pelayan Ka'bah. Muhammad adalah orang yang telah kalian 
ketahui kedudukannya dalam hal akal dan kemuliaannya, 
meskipun hartanya sedikit (miskin). Akan tetapi harta itu bisa 
lenyap dan ia hanya sekedar titipan yang akan kembali (kepada 
pemiliknya yaitu Allah &). Apabila kalian menginginkan harta, 
maka akulah yang akan menanggungnya. Dia berminat terhadap 
Khadijah binti Khuwailid (untuk menjadikannya sebagai istri).” 
Maka paman Khadijah (yaitu Waragah) kemudian menikahkan 
Khadijah dengan Muhammmad &. Wallahu A'lam 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Nikah tidak sah 
kecuali bila dilakukan oleh orang yang boleh bertindak 
sendiri (jaiz at-tasharrufj. Adapun anak kecil dan orang 
gila, maka akad nikah keduanya tidak sah, karena nikah 
merupakan akad Mu'awadhah sehingga tidak sah 
dilakukan anak kecil dan orang gila, seperti halnya jual 
beli. 


Adapun orang yang terhalang karena kedunguan, 
nikahnya juga tidak sah tanpa izin walinya, karena 
nikah merupakan akad yang ada hak harta di dalamnya 
sehingga tidak sah tanpa izin wali. Apabila walinya 
mengizinkannya, maka nikahnya sah, karena sang wali 
tidak akan memberi izin kecuali dalam hal yang baik 
untuk orang tersebut (yang diberi izin). - . 
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Adapun budak, nikahnya tidak sah tanpa izin 
majikannya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu 
Umar : bahwa Nabi $ bersabda, 


“ 2. w o o Pd r 
23 5 Se PARE oz s or Pa 1. 


“Apabila seorang budak menikah tanpa seizin 
majikannya, maka nikahnya batal.” Disamping itu bila 
dia menikah maka nilainya akan berkurang dan dia 
wajib memberi mahar dan nafkah dari hasil usahanya. 
Hal ini akan merugikan majikannya, sehingga tidak sah 
bila dia menikah tanpa izin majikannya. Akan tetapi 
bila sang majikan mengizinkannya maka nikahnya sah, 
karena ketika Nabi Æ membatalkan nikahnya tanpa izin 
majikannya, maka ini menunjukkan bahwa nikahnya 
sah bila majikannya mengizinkan. Disamping itu 
larangan tersebut karena hak si majikan, sehingga 
larangan ini hilang bila sang majikan mengizinkan. 

Pasal: Bagi laki-laki yang boleh menikah dan 
sudah ingin menikah dan mampu memberi mahar dan 
nafkah, maka disunahkan baginya untuk menikah. Hal 
ini berdasarkan hadits riwayat Abdullah. Disamping itu 
menikah akan lebih menjaga kemaluan dan lebih 
menyelamatkan agamanya. Akan tetapi hukumnya tidak 
wajib baginya, berdasarkan riwayat Ibrahim bin 
Maisarah dari Ubaid bin Sa'd dari Nabi &, 


o rz 
. 


Ga o r o BA 8 a Pra o rt. A Zi 
S- C3 us 2 Ù - SI - . FA gi 
r 
NA 
Fa 
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“Barangsiapa menyukai fitrah (yang disunahkan 
oleh)ku, hendaknya dia mengamalkan Sunnahku, dan di 
antara Sunnahku adalah nikah.” Disamping itu nikah ' 
adalah dalam rangka mencari kenikmatan yang 
seseorang masih bisa bersabar menghadapinya, 
sehingga hukumnya tidak wajib, seperti memakai 
pakaian mewah dan memakan makanan yang enak. 
Adapun bagi orang yang belum ingin menikah, maka 
disunnahkan baginya untuk tidak menikah, karena ada 
hak-hak yang dia belum perlu menunaikannya. Dan 
dalam kondisi demikian dia harus fokus beribadah. 
Apabila dia tidak menikah lalu fokus beribadah, maka 
dengan meninggalkan nikah akan lebih menyelamatkan 
agamanya. 


Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah. At-Tirmidzi berkata, “Tidak sah: yang benar adalah bahwa 
ia dari Jabir.” Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud 
dan At-Tirmidzi dan telah dinilai hasan olehnya, dengan redaksi, 
BE Gd Ona Da AA Cip 3S GÝ “Siapa saja budak yang menikah 
tanpa seizin majikannya maka dia telah berbuat zina.” 


Adapun hadits Ubaid bin Sa'd, jalur-jalurnya yang paling 
shahih adalah dua riwayat yaitu dari Aisyah dan Anas, yaitu 
tentang beberapa orang yang datang ke rumah. Dan hadits ini 
telah di-takhrij sebelumnya. 


Hukum-Hukum: Nikah tidak sah dilakukan kecuali oleh 
orang merdeka yang baligh, berakal dan bisa bertindak sendiri 


secara mutlak. Adapun budak, nikahnya tidak sah tanpa seizin |! 
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majikannya. Anak kecil dan orang gila juga tidak sah nikah 
keduanya, berdasarkan sabda Nabi &, 


. | 2 os re è 
e197 bo 2 3 ae e4 s P NON 2. 
Is Ka Su ii 
20,3 & 4-1 2r nara - & AÍ 2r 
mees Eag SA “gi chasm Eag u I 
“Pena diangkat dari tiga orang: Dari anak kecil sampai dia 
baligh, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari orang gila 
sampai dia sadar.” Disamping itu nikah adalah akad mu awadhah 
sehingga tidak sah bila dilakukan anak kecil dan orang gila, seperti 
halnya jual beli. Adapun orang dungu, nikahnya juga tidak sah 


tanpa seizin walinya; karena walinya tidak akan mengizinkannya 
kecuali dalam hal yang bermaslahat baginya. 


Cabang: Nikah hukumnya sunah dan tidak wajib menurut 
kami (madzhab Syafi'i). Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu 
Hanifah, Malik, Ahmad dalam madzhabnya yang terkenal dan 
mayoritas ulama. 

Daud bin Ali Azh-Zhahiri berkata, “Hukumnya wajib atas 
setiap laki-laki dan perempuan satu kali seumur hidup.” 

Adapun dalil kami adalah sebagaimana yang telah kami 
katakan berkenaan dengan firman Allah &, JSI 51 SI SW ibs 
“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” (Os. 
An-Nisaa” (4): 3). Dalam ayat ini Allah mengaitkan nikah dengan 
perasaan senang (terhadap wanita yang akan dinikahi). Dan 
sesuatu yang wajib itu tidak berhubungan dengan perasaan 
senang. 
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Abu Ayyub Al Anshari meriwayatkan bahwa 
Nabi £ bersabda, 


Gery Ok LAU oa yg MI 
Su Sp 


“Ada empat yang termasuk Sunnah para Rasul: Khitan, 
memakai parfum (minyak wangi), siwak dan nikah.” 

Adapun berkenaan dengan redaksi hadits, Ep Cat ija 
“Barangsiapa menyukai fitrahku,” dalam hadits ini Nabi 
mengaitkannya dengan kesukaan dan menamainya Sunnah. 
Apabila yang dimaksud Sunnah, maka hukumnya dianjurkan (tidak 
wajib). 

Diriwayatkan bahwa seorang perempuan mendatangi 
Nabi & lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apa hak suami atas istri?” 
Maka Nabi pun menjelaskannya kepadanya. Lalu perempuan 
tersebut berkata, “Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikah 
selamanya.” Seandainya menikah hukumnya wajib, pasti Nabi 
akan mengingkari perempuan tersebut (yang tidak ingin menikah 
selamanya). 


Diriwayatkan pula bahwa beberapa sahabat wafat dan 
belum menikah, tapi Nabi & tidak mengingkari mereka. 

Apabila hal ini telah jelas, maka manusia dalam masalah 
nikah ada empat golongan: 


Golongan yang ingin menikah dan memiliki biaya nikah 
yaitu mahar dan nafkah serta kebutuhan-kebutuhan lainnya: maka 
orang seperti ini disunahkan menikah, berdasarkan hadits riwayat 


136 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi, G4! 2 ý “Wahai para 
pemuda.” 


Golongan kedua adalah orang yang sudah ingin bersetubuh 
tapi tidak mampu membayar mahar dan tidak bisa mengeluarkan 
nafkah (biaya pernikahan dan sebagainya). Orang seperti ini 
disunahkan tidak menikah dan dianjurkan berpuasa untuk menjaga 
dirinya (dari perbuatan zina). Dan dia tidak perlu sibuk untuk 
mencari mahar dan nafkah. 


Golongan ketiga adalah orang yang tidak ingin bersetubuh 
dan ingin memfokuskan diri beribadah kepada Allah &. Orang 
seperti ini disunahkan untuk tidak menikah, karena dalam nikah 
ada hak-hak yang dia belum mampu menunaikannya. 


Golongan keempat adalah orang yang tidak ingin menikah 
tapi sanggup membayar mahar dan memberi nafkah, akan tetapi 
dia tidak ingin memfokuskan diri untuk beribadah. Apakah orang 
seperti ini disunahkan menikah? Dalam hal ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Imrani dalam A/ Furu’ 


Pertama: Dia tidak disunahkan menikah, karena tidak 
membutuhkannya. 


Kedua: Disunahkan baginya untuk menikah, berdasarkan 
sabda Nabi &, “Barangsiapa menyukai fitrahku, hendaknya dia 
mengamalkan Sunnahku. Dan di antara Sunnahku adalah nikah.” 


Abu Hanifah berkata, “Nikah disunahkan dalam segala 
kondisi.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh sebagian teman kami. 
Bahkan Abu Awanah Al Isfirayini, salah seorang ulama hadits 
madzhab Asy-Syafi'i berkata, “Nikah hukumnya wajib bagi orang 
yang sudah ingin bersetubuh dan mampu mengeluarkan biaya 
nikah.” Dia menyatakannya dalam Shahihnya, dan Al Mush'abi 
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mengutipnya dalam Syarah Mukhtashar Al Muzani sebagai suatu 
wajh (pendapat fugaha Syafi'iyyah). 


Ibnu Hazm berkata dalam A/ Muhalla, “Setiap orang yang 
mampu bersetubuh dan memiliki biaya untuk menikah atau 
memelihara selir, dia wajib melakukan salah satu dari keduanya. 
Apabila dia tidak memiliki biaya, hendaknya dia banyak berpuasa. 
Demikianlah pendapat segolongan ulama salaf.” 


Al Mawardi dari golongan teman kami (fuqaha Syafi'iyyah) 
berkata, “Menurut madzhab Malik nikah hukumnya sunah. Dan 
menurut kami hukumnya bisa menjadi wajib bagi orang yang tidak 
bisa menghindari perbuatan zina kecuali dengan menikah.” @adhi 
Iyadh berkata, “Hukumnya sunah bagi setiap orang yang ingin 
memiliki keturunan, meskipun dia tidak memiliki syahwat untuk 
bersetubuh. Begitu pula bagi setiap laki-laki yang ingin bersenang- 
senang dengan perempuan selain bersetubuh. Adapun bagi orang 
yang tidak ingin memiliki keturunan, tidak memiliki syahwat 
terhadap perempuan dan tidak ingin bersenang-senang 
dengannya, maka hukumnya sunah baginya bila si perempuan 
mengetahui hal tersebut.” 


Terkadang dikatakan bahwa hukumnya juga sunah, 
berdasarkan keumuman sabda Nabi &, alay sd ISA) Y “Tidak 
ada kependetaan (kerahiban) dalam Islam.” 

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Aku tidak melihat hadits 
dengan redaksi tersebut. Akan tetapi ada hadits riwayat Sa'd bin 


Abi Waggash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan 
redaksi, Ina Ka £ aa Ju daa ò! ‘Sesungguhnya Allah telah 


menggantikan Pua kepedasan) untuk kita dengan Al 
Hanifiyyah As-Samhah .” 
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Menurutku, komentar Al Hafizh Ibnu Hajar tentang hadits 
riwayat Ath-Thabarani bisa diambil. Hanya saja ada hadits riwayat 
Ahmad dalam Musnadnya yang lebih patut disebut daripada hadits 
riwayat Ath-Thabarani. Adapun redaksi hadits riwayat Ahmad 
adalah: Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia 
berkata: Istri Utsman bin Mazh'un yang menurut dugaanku 
bernama Khaulah binti Hakim masuk menemui Aisyah dalam 
keadaan rambut acak-acakan (tidak berdandan). Lalu Aisyah 
menanyakan kepadanya, “Ada apa denganmu?” Khaulah 
menjawab, “Suamiku senantiasa beribadah pada malam hari dan 
berpuasa pada siang hari.” Lalu Nabi @ masuk, kemudian Aisyah 
memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu 
Nabi & menemui “Utsman dan bersabda, “Wahai Utsman, 
sesungguhnya kep&gpdetaan tidak diwajibkan atas kita. Siapakah 
yang engkau jadikan teladan? Demi Allah, sungguh aku adalah 
orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling 
menjaga hukum-hukum-Nya.” 


Disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi Muhammad bin Yazid 
Al Hizami menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Ibnu Ishag menceritakan kepadaku, 
Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, dari 
Sa'd bin Abi Waggash, dia berkata: Ketika diketahui bahwa 
Utsman bin Mazh'un meninggalkan perempuan, 
Rasulullah @ mengirim utusan kepadanya. Lalu beliau bersabda 
kepadanya, “Wahai Utsman, sesungguhnya aku tidak disuruh 
melakukan rahbaniyyah (kependetaan (kerahiban)), apakah engkau 
tidak menyukai Sunnahku?” Utsman, “Tidak, wahai Rasulullah.” 


— Maka Nabi bersabda, “Sesungguhnya di antara Sunnahku adalah” 
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aku menunaikan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, menikah 
dan melakukan talak. Barangsiapa yang membenci Sunnahku 
maka dia bukan termasuk golonganku. Wahai Utsman, 
sesungguhnya ada hak keluargamu padamu dan ada hak dirimu 
padamu.” Sa'd berkata, “Demi Allah, beberapa laki-laki dari kaum 
muslimin saat itu sepakat bahwa seandainya 
Rasulullah & mengakui (membolehkan) apa yang dilakukan 
Utsman, maka mereka akan mengebiri diri mereka dan hidup 
membujang.” Hadits ini juga lebih layak didahulukan dari hadits 
riwayat Ath-Thabarani. Wallahu A Tam. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Disunnahkan agar 
seorang laki-laki tidak menikahi perempuan kecuali 
yang taat beragama. Hal ini berdasarkan hadits riwayat 
Abu Hurairah & bahwa Nabi & bersabda, 


T o 
ll) Gag GGS aU dl a 
A SE JA D "ABG A 


“Perempuan dinikahi karena empat hal: Karena 
hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan 
karena agamanya. Pilihlah perempuan yang taat 
beragama, maka engkau akan beruntung.” 


Seorang laki-laki tidak boleh menikah kecuali 
dengan perempuan yang berakal, karena tujuan 
pernikahan adalah adalah agar dapat bergaul dan 
menjalani hidup dengan tenang, dan ini tidak bisa 
terlaksana kecuali dengan perempuan yang berakal. 
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Seorang laki-laki juga tidak boleh menikah kecuali 
dengan perempuan yang dia anggap baik (cantik), 
berdasarkan hadits riwayat Abu Bakar bin Muhammad 
bin Amr bin Hazm dari Rasulullah & bahwa beliau 
bersabda, 


s a 2 £ RF ó ma A 2 r Z - 3 
Rd SAM SEM Nb Ca elu Uh 


SN, 

“Sesungguhnya perempuan adalah (ibarat) 
mainan. Apabila salah seorang dari kalian mengambil 
mainan, hendaknya dia memilih yang baik (yang 
cantik).” 

Pasal: Apabila seorang laki-laki hendak menikahi 
seorang perempuan, hendaknya dia melihat wajah dan 
kedua telapak tangannya, berdasarkan riwayat Abu 
Hurairah &, bahwa seorang laki-laki hendak menikahi 
seorang perempuan Anshar, lalu Nabi bersabda 
kepadanya, “Lihatlah dia ! karena dalam mata orang 
Anshar ada sesuatu.” Dia tidak boleh melihat selain 
wajah dan kedua telapak tangan karena itu merupakan 
aurat. 

Bagi perempuan yang hendak menikah dengan 
seorang laki-laki boleh melihat laki-laki tersebut, karena 
perempuan senang kepada laki-laki sebagaimana laki- 


laki senang kepada perempuan. Oleh karena itulah 
Umar & berkata, “Janganlah kalian menikahkan putri- 


putri kalian dengan laki-laki jelek, karena mereka 
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menyukai laki-laki (yang tampan) sebagaimana laki-laki 
menyukai perempuan (yang cantik).” 


Laki-laki dan perempuan boleh melihat satu sama 
lain saat muamalah, karena melihat diperlukan untuk 
menuntut hak-hak akad dan meminta kembali 
pertanggungjawaban. Melihat juga dibolehkan saat 
memberi kesaksian, karena ia diperlukan agar diketahui 
tanggung jawab dan pelaksanaannya. 


Bagi laki-laki yang membeli budak perempuan 
boleh melihat anggota yang bukan aurat agar budak 
tersebut dikenalinya. Seorang dokter juga boleh melihat 
kemaluan perempuan saat mengobatinya karena hal 
tersebut sangat diperlukan sehingga dibolehkan, seperti 
halnya melihat kemaluan laki-laki saat melakukan 
khitan. 


Adapun pada saat tidak dibutuhkan, maka laki- 
laki asing tidak boleh melihat perempuan asing, dan 


perempuan asing juga tidak boleh melihat laki-laki 
asing. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 


a 32 e sart 


SARS aa iy Ia pes Gaal J3 


“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan 
memelihara kemaluannya.” (Qs. An-Nuur (241: 30). 


San 3A penah 3 z Eiaa 2 2, 
kana a < Sapa Sy Sa 
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“Katakanlah kepada wanita yang beriman, 
‘Hendaknya mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya'.” (Os. An-Nuur (24): 31). 


Ummu Salamah &@ meriwayatkan, dia berkata: 
Ketika aku sedang bersama Rasulullah & dan 
Maimunah, datanglah Ibnu Ummi Maktum. Maka 
Rasulullah bersabda, “Pakailah hijab!” Maka aku pun 
berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah dia buta, tidak 
bisa melihat kita dan tidak mengenali kita?” Nabi pun 
bersabda, “Apakah kalian berdua buta? Bukankah 
kalian berdua bisa melihatnya?” 

Ali & meriwayatkan: Bahwa Nabi & pernah 
membonceng Al Fadhl, lalu datanglah seorang gadis 
dari Khats'am, kemudian Nabi memalingkan leher Al 
Fadhl sehingga ayahnya, Al Abbas berkata, “Mengapa 
engkau memalingkan leher putra pamanmu?” Nabi 
menjawab, “Aku melihat pemuda dan pemudi dan tidak 
ada jaminan syetan tidak akan menggoda keduanya.” 


Melihat pemuda tampan tanpa ada keperluan juga 
tidak boleh, karena takut terjadi fitnah, sebagaimana 
dikhawatirkan terjadi fitnah bila melihat perempuan. 


Pasal: Bagi orang-orang semahram boleh melihat 
mahramnya pada bagian atas pusar dan di bawah lutut, 


berdasarkan firman Allah &, 
žo at w ji GA , pra a NG 
Apai, Lia EU LA NY 
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mæ 


CA ALCA A Li KI bh 


“Dan janganlah menampakkan perhiasannya 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau 
ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau 
putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki- 
laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, 
atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau 
wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka 
miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita).” (Qs. An-Nuur 
[24]: 31). 


Laki-laki boleh melihat mahramnya pada bagian 
tersebut dan perempuan boleh melihat mahramnya 
pada bagian tersebut, karena mereka adalah orang- 
orang semahram yang haram melakukan pernikahan 
selamanya. Jadi melihat mereka dibolehkan. Akan 
tetapi para ulama berselisih pendapat tentang budak 
laki-laki milik seorang perempuan. 


Menurut sebagian ulama budak tersebut adalah 
mahramnya yang boleh dilihat dan melakukan khalwat 
dengannya. Inilah yang sesuai dalil, berdasarkan firman 
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Allah &, $% CSC C į “atau budak- budak yang 
mereka miliki.” Dalam ayat ini Allah menyebutnya 


bersama orang-orang semahram dalam hal bolehnya 
dilihat. 


Anas & meriwayatkan, bahwa Rasulullah & 
memberikan kepada Fatimah seorang budak laki-laki. 
Suatu ketika beliau menemui Fatimah bersama budak 
tersebut. Maka Fatimah pun memakai cadar untuk 
menutupi kepalanya tapi tidak sampai menutupi kedua 
kakinya, dan bila dia menutupi kedua kakinya maka 
tidak sampai menutupi kepalanya. Maka 
Rasulullah & bersabda, “Dia tidak apa-apa bagimu: 
sesungguhnya yang datang adalah ayahmu dan budak 
laki-lakimu. ” 

Sebagian ulama lainnya berkata, “Dia (budak laki- 
laki) bukan mahram, karena mahram adalah orang yang 
haram dinikahi selamanya, sedang dia bukan orang 
yang haram dinikahi selamanya. Jadi dia bukan 
mahram.” 

Para ulama juga berselisih pendapat berkaitan 
laki-laki puber (mendekati baligh) dengan perempuan 
asing. Sebagian mereka berpendapat bahwa dia seperti 


laki-laki baligh yang haram dilihat, berdasarkan firman 
Allah &, 


Knp Sea yA) 


“Atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat wanita.” (Os. An-Nuur [24]: 31). Ini menunjukkan 
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bahwa laki-laki yang telah mengerti aurat perempuan 
tidak boleh melihat perempuan asing (non mahram). 
Disamping itu dia adalah seperti laki-laki baligh dalam 
hal syahwat, sehingga dia juga seperti laki-laki baligh 
dalam hal keharaman melihat perempuan asing. 


Ada pula ulama dari kalangan teman-teman kami 
yang berkata, “Laki-laki puber boleh melihat apa-apa 
yang boleh dilihat laki-laki yang semahram.” Ini adalah 
pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi, berdasarkan firman 
Allah &, 


Hare AL ISSI H1, 

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur 
baligh, maka hendaknya mereka meminta izin.” (@s. An- 
Nuur (24): 59). Ayat ini merupakan dalil bahwa ketika 
mereka belum berusia baligh tidak perlu meminta izin. 

Pasal: Bagi laki-laki yang menikahi seorang 
perempuan atau memiliki seorang budak perempuan 
yang boleh disetubuhi, dia boleh melihat tubuhnya 
selain vagina. Lalu apakah dia boleh melihat 
vaginanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fugaha Syafi'iyyah. 

Pertama: tidak boleh, berdasarkan riwayat bahwa 
Nabi & bersabda, id! & yg ra Ss! "53! “Melihat vagina 
dapat menyebabkan kebutaan.” 


Kedua: Boleh. Inilah pendapat yang benar. 
Karena dia boleh bersenang-senang dengannya 
sehingga boleh melihat vagina, seperti halnya 
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dibolehkan melihat paha. Apabila dia menikahkan 
budak perempuannya, maka haram baginya melihat 
bagian tubuh antara pusar dan lutut, berdasarkan 


riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 
bahwa Nabi 2 bersabda, 


YG F ah MA cant = Sy 
pa A 


“Apabila salah seorang dari kalian menikahkan 
budak perempuannya dengan budak laki-lakinya atau 
buruhnya, janganlah dia melihat bagian antara pusar 
dan lutut.” 


Penjelasan: Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim, Ahmad dalam Musnadnya dan 
Ashabussunan (pengarang-pengarang kitab Sunan) selain At- 
Tirmidzi. Sedangkan hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud, Al 
Baihagi dan Ibnu Mardawaih. Akan tetapi dalam sanadnya 
terdapat Abu Jumai' Salim bin Dinar Al Hujaimi Al Bashri yang 
menurut Ibnu Ma'in seorang yang tsiqah, sementara menurut Abu 
Zur'ah Ar-Razi “Dia adalah orang Bashrah yang lunak haditsnya.” 


Adapun tentang redaksi MEI artinya adalah menutupi 
(wajahnya dengan cadar). 
Adapun tentang hadits, An Su py" zÁ d p= “Melihat 


vagina dapat menyebabkan kebutaan,” hadits ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban dalam Adh-Dhu'afa' dari jalur Bagiyyah dari Ibnu 
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Juraij dari Atha‘ dari Ibnu Abbas dengan redaksi, KE ve 13 
Ga ap M3 og EP d Aan N 5; “Apabila seorang laki-laki 
menyetubuhi istrinya, janganlah dia melihat vaginanya, karena hal 
tersebut dapat menyebabkan lemahnya penglihatan.” | 


Ibnu Hibban berkata, “Bisa jadi Bagiyyah mendengarnya 
dari sebagian gurunya yang dha'if dari Ibnu Juraij, lalu dia 
meriwayatkannya secara mudallas.” 


Ibnu Abi Hatim berkata dalam A/ Za4 Aku pemah 
menanyakan kepada ayahku tentang hadits ini. Maka dia 
menjawab, “Hadits tersebut Maudhu', dan Bagiyyah adalah 
mudallis (orang yang meriwayatkan hadits mudalla9.” 


Ibnu Al @aththan menyebutkan dalam kitab Ahkam An- 
Nazhar bahwa Bagi bin Makhlad meriwayatkannya dari Hisyam 
bin Khalid dari Bagiyyah, dia berkata: Dari Ibnu Juraij. 


Ibnu 'Adi juga meriwayatkannya dari Ibnu @utaibah dari 
Hisyam. Jadi yang ada adalah persamaan. 


Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dalam A/ Maudhu'at 
dan berbeda pendapat dengan Ibnu Ash-Shalah. Dia berkata, 
“Sanad hadits ini jayyid (bagus).” Demikianlah yang dikatakannya. 
Akan tetapi pernyataannya ini perlu dikaji ulang lagi. 


Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan 
telah disebutkan dalam pembahasan ibadah dalam kajian tentang 
menutup aurat. Akan tetapi hadits ini dinilai dha'if oleh An- 
Nawawi dan lainnya. Begitu pula batasan aurat budak perempuan, 
uraiannya telah dibahas dalam pembahasan tentang menutup 
aurat. Silahkan baca keterangannya di dalamnya. 
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Adapun berkenaan dengan kalimat-kalimat yang gharib 


u e 


(asing), kalimat 8 s8” maksudnya adalah karena empat hal. 
Sedangkan kalimat Nm) (kemuliaannya),” maksudnya adalah 


kemuliaannya. Kalimat hasab pada asalnya adalah membanggakan 
ayah dan kerabat. Kalimat ini diambil dari kalimat hisab, karena 
ketika orang-orang Arab membanggakan nasab mereka, mereka 
menghitung nenek moyang mereka dan menyebut kebaikan- 
kebaikan mereka serta membanggakan reputasi kaum mereka. 
Maka siapa saja yang jumlahnya lebih banyak dari yang lain, dialah 
yang dianggap lebih terhormat dan bangsawan. Dikatakan pula 
bahwa yang dimaksud hasab adalah perbuatan baik. Ada pula 
yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah harta benda. Akan 
tetapi pendapat ini tertolak, karena dalam hadits tersebut harta 
telah disebutkan sebelumnya. 


Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa laki-laki terhormat: 
lagi bangsawan disunahkan menikah dengan perempuan 
bangsawan. Kecuali bila ada perempuan bangsawan yang tidak 
taat beragama dan perempuan bukan bangsawan yang taat 
beragama, maka perempuan yang taat beragama harus 
diutamakan. Begitu pula yang berlaku dalam semua sifat. 

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An- 
Nasa'i serta di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim yang 
berasal dari riwayat Buraidah secara marfu' dengan redaksi, oj 
Ju Aj SAN sihi Cai dat us “Sesungguhnya kemuliaan 
penduduk dunia yang mereka pergi mendatanginya adalah harta,” 
maka menurut Ibnu Hajar, bisa jadi yang dimaksud adalah 
kemuliaan orang yang tidak memiliki keistimewaan, lalu orang 
yang nasabnya bagus lagi bangsawan menggantikan posisinya 
sebagai ganti dari harta bagi orang yang tidak memiliki nasab. 
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Termasuk dalam hal ini adalah hadits riwayat Samurah secara 
marfu’, Sya Air Judi CH “Kemuliaan adalah harta dan 
kemurahan hati adalah takwa.” Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi dan Al Hakim menilainya 
shahih. 


eer 


Adapun tentang redaksi, “W5 (Dan kecantikannya,” dari 


hadits ini bisa disimpulkan bahwa disunahkan menikahi 
perempuan cantik. Dan termasuk dalam kecantikan fisik adalah 
kecantikan sifat (budi pekerti). 

Adapun tentang redaksi, yi gii “abu “Pilihlah 
perempuan yang taat beragama,” hadits ini merupakan dalil bahwa 
orang yang taat beragama harus menilai segala sesuai dari sisi 
agama, lebih-lebih ketika memilih orang yang akan menjadi 
pendampingnya dalam waktu lama seperti istri. Hal ini selaras 


dengan hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dan Al Bazzar secara Al Baihaqi secara marfu’, 


Tae a aa AN 
of pat gaai SS AA U3 EP 


0. IP A ES, P F 
5 li aall e SAI a 
pif RE hò 

- 
“Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikan- 


nya, karena boleh jadi kecantikannya akan menjerumuskannya. 
Janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena 
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boleh jadi hartanya akan membuatnya durhaka. Akan tetapi 
nikahilah perempuan, karena agamanya. Sungguh budak 
perempuan yang hitam tapi taat beragama lebih baik (daripada 
perempuan cantik tapi tidak taat beragama). 


Hadits ini mengungkap tabiat manusia yang mencari empat 
hal ini, yang mana yang terakhir adalah taat beragama. Pilihlah 
perempuan yang taat beragama, wahai orang yang bijak, maka 
engkau akan beruntung. Dalam redaksinya adalah “Maka kedua 
tanganmu akan berdebu.” Ini adalah majaz dari kemiskinan dan 
merupakan berita yang berarti doa. Akan tetapi yang dimaksud 
bukanlah yang sesungguhnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh 
pengarang A/ Umdah. 


Ibnu Al Arabi meriwayatkan bahwa artinya adalah “Kedua 
tanganmu akan merasa cukup.” Yang terkenal adalah bahwa 
kalimat “U'” berarti tidak butuh, sementara kalimat “& p” berarti 
butuh. Dikatakan pula bahwa artinya adalah “Akalmu lemah.” 
Dikatakan pula bahwa artinya “Engkau membutuhkan ilmu 
(pengetahuan).” Dikatakan pula bahwa di dalamnya ada syarat 
tertentu, yakni akan terjadi demikian bila engkau tidak 
melakukannya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Arabi. 


“ 


Adapun tentang hadits, la si Wi “Sesungguhnya 
perempuan adalah (ibarat) mainan,” hadits ini telah di-takhrij 
sebelumnya. 

Adapun tentang hadits Abu Hurairah, dia diriwayatkan oleh 
Ahmad dan An-Nasa'i. Muslim juga meriwayatkannya dari hadits 
Abu Hazim darinya dengan redaksi: Ketika aku sedang bersama 
Nabi &, datanglah seorang laki-laki, lalu dia memberitahukan 


. kepada Nabi bahwa dia telah menikah dengan perempuan Anshar. 
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Lalu Nabi bertanya, “Apakah kamu telah melihatnya?” Dia 
menjawab, “Belum.” Nabi #& bersabda, “Pergilah dan lihatlah dia, 


karena dalam mata orang Anshar ada sesuatu.” 


Adapun tentang hadits Ummu Salamah, ia diriwayatkan 
oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi -dan telah di-shahih-kan 
olehnya-, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dalam sanadnya terdapat 
Nabhan maula Ummu Salamah yaitu gurunya Az-Zuhri yang dinilai 
tsigah. 


Malik juga meriwayatkan dalam A/ Muwaththa ' dari Aisyah 
bahwa dia menutupi dirinya dari orang buta, lalu ada orang yang 
berkata kepadanya, “Dia tidak bisa melihatmu,” maka Aisyah 
berkata, “Tapi aku bisa melihatnya.” 


Adapun tentang hadits Ali &, dia diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan dinilai Shahih olehnya. Al Bukhari juga 
meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Abbas dengan redaksi, 
“Bahwa Nabi &# memboncengkan Al Fadhl bin Al Abbas di 
belakangnya pada hari Nahar.” Dalam hadits ini juga disebutkan 
tentang kisah perempuan dari Khats'am yang menanyakan kepada 
Nabi & tentang ibunya yang belum menunaikan ibadah haji. 
Hadits ini telah di-takhrij pada pembahasan haji secara detail dan 
rinci. 

Adapun tentang hadits, “Apabila salah seorang dari kalian 
menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya atau 
buruhnya, janganlah dia melihat bagian antara pusar dan lutut” 
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Amr bin Syu'aib 
dari ayahnya dari kakeknya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 
Baihagi. Al Bukhari berkata dalam Shahih-nya: Diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy, “Paha adalah 
aurat.” Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan orang yang 
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meriwayatkannya secara maushu/ dalam kitabnya Taghlig At- 
Ta Ig. 

Adapun tentang atsar Umar, Al Hafizh mengatakan dalam 
At-Talkhish, “Aku tidak menemukannya.” 


Hukum-Hukum: 


Disunahkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang 
berakal, karena tujuan pernikahan adalah mencari kehidupan yang 
menyenangkan bersama sang istri. Dan hal tersebut tidak bisa 
tercapai kecuali dengan menikahi perempuan berakal. 


Disunahkan pula bagi laki-laki untuk menikahi gadis, 


berdasarkan riwayat Jabir bahwa dia berkata: Aku menikahi 
seorang perempuan, lalu kutemui Nabi œ. Maka beliau pun 


bertanya, 
of 2° ke PA orz N RA 2 r 22 obr 
al ES "Ja a aa ala Goa 


r pra oss 


5 r PE f; 3 2 p AA PA r ai PA 
SN ISU Ae MA Il el ad lah Sa 
OST 


“Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah?” Aku 
menjawab, “Ya (sudah).” Nabi bertanya, “Dengan gadis atau 
janda?” Aku menjawab, “Dengan janda.” Nabi & bersabda, 
“Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis supaya engkau bisa 
mencumbuinya dan dia juga bisa mencumbuimu?” (Al Hadits) 

Disunahkan bagi laki-laki agar menikahi perempuan yang 
menurutnya cantik, berdasarkan hadits, is SA ikh 15 
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GN “Apabila salah seorang dari kalian mengambil mainan, 
hendaknya dia memilih yang baik (yang cantik)” 


Disunahkan bagi laki-laki agar menikahi perempuan yang 
nasabnya baik, berdasarkan hadits, “Perempuan itu dinikahi 
karena empat hal” Juga berdasarkan sabda Nabi $, “Kuala Ig adi 


“Pilihlah untuk sperma kalian.” Juga berdasarkan sabda Nabi $, 
a 


SAI a Sa Ks 


r 


EA Gd E A a 
PA 


r 


“Waspadalah terhadap tumbuh-tumbuhan hijau di tempat 
kotor.” Nabi pun ditanya, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 
tumbuh-tumbuhan hijau di tempat kotor?” Nabi & menjawab, 
“Perempuan cantik di tempat yang buruk (wanita cantik tapi 
bermoral buruk).” 


Lebih utama bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang 
bukan berasal dari kerabat dekatnya, karena Imam Asy-Syafi'i 
berkata, “Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan 
yang merupakan kerabat dekatnya, maka pada umumnya akan 
melahirkan anak yang bodoh.” Sebagaimana telah diketahui dalam 
ilmu Etnologi bahwa salah satu sebab mundurnya suatu etnis 
adalah karena ia hanya terbatas pada satu keluarga, karena hal 
tersebut dapat melemahkan keturunan. 


Disunahkan bagi laki-laki agar menikahi perempuan yang 


subur (banyak melahirkan anak), berdasarkan sabda Nabi &, | 


154 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


WI IPS “Menikahlah kalian agar kalian menjadi banyak” 
Juga berdasarkan sabda Nabi &, sa SARI 1:55 “Menikahlah 
dengan perempuan yang subur dan penyayang (penuh cinta)” 
Juga berdasarkan sabda Nabi &, x sl ya gA Ig sya 
“Perempuan hitam (jelek) tapi subur (banyak melahirkan anak) 
lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul.” 

Disunahkan bagi laki-laki agar menikah pada bulan 
Syawwal, berdasarkan riwayat dari Aisyah « bahwa dia berkata, 
“Rasulullah Æ menikahiku pada bulan Syawwal dan menggauliku 


pada bulan Syawwal.” Aisyah suka bila kaum perempuan digauli 
(pada malam pertama) pada bulan Syawwal. 


Cabang: Laki-laki merdeka boleh menikahi empat 
perempuan merdeka dan tidak boleh lebih dari empat. Hal ini 
berdasarkan firman Allah, “Dua, tiga dan empat.” Ash-Shaimuri, 
salah seorang teman kami (fugaha Syafi'iyyah) mengatakan, “Akan 
tetapi disunahkan agar tidak menambah lebih dari satu, lebih-lebih 
di zaman kita sekarang ini (yakni pada masa Ash-Shaimuri).” 

Al Qasim dan para pengikutnya berkata, “Boleh menikahi 
sembilan perempuan dan tidak boleh menikahi lebih dari sembilan, 
karena Nabi & wafat dengan meninggalkan sembilan istri. Dan 
lagi pula ayat “Dua, tiga dan empat' bila dijumlahkan menjadi 
sembilan.” 

Golongan Rafidhah bahkan berpendapat bahwa seorang 
laki-laki boleh menikah dengan banyak perempuan semaunya 
(tanpa dibatasi jumlah). 
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Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa 
Ghailan bin Salamah Ats-Tsagafi masuk Islam dan saat itu dia 
memiliki sepuluh istri. Maka Nabi & bersabda kepadanya, Hemat 


ó 30 


ka KEY aé Du W) “Tahan (pilihlah) yang empat dan 
ceraikan yang lainnya.” 


Diriwayatkan dari Naufal bin Muawiyah bahwa dia berkata, 
“Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki lima istri. Maka 
Nabi & bersabda kepadaku, ‘Tahan yang empat dan ceraikan 


1 


salah satu dari mereka’. 


Adapun yang dimaksud dalam ayat di atas adalah anjuran 
untuk memilih antara dua, tiga dan empat, sementara yang 
dimaksud bukanlah mengumpulkan mereka (menjadi sembilan). 


Seperti halnya firman Allah, 2535 SK, S5 Ama di “Yang 
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan 
empat” (Qs. Faathir (35): 1) tentang sifat malaikat. Juga seperti 
perkataan, “Aku didatangi beberapa orang, dua, tiga dan empat.” 


Adapun berkenaan dengan istri-istri Nabi @ (yang lebih 
dari empat), ini adalah kekhususan bagi beliau. Dan tidak ada 
riwayat bahwa salah seorang sahabat menikahi lebih dari empat 
perempuan. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki hendak melamar 
seorang perempuan, dia boleh melihat bagian tubuhnya yang 
bukan aurat, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, baik 
dengan seizinnya maupun tanpa seizinnya. Sementara itu dia tidak 
boleh melihat bagian yang merupakan auratnya. Pendapat ini 


dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Akan tetapi ada riwayat. 
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dari Malik bahwa laki-laki tidak boleh melihat kecuali dengan seizin 
perempuan tersebut. 


Al Muzani berkata, “Boleh melihat bagian tubuhnya (yang 
lain).” 


Daud bin Ali berkata, “Boleh melihat seluruh tubuhnya 
selain kemaluannya.” 


Adapun dalil kami terhadap Al Muzani adalah hadits Abu 
Hurairah yang diriwayatkan secara marfu’, “Lihatlah dia! Karena 
dalam mata orang Anshar ada sesuatu.” 


Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: 
Aku hendak menikahi seorang perempuan Anshar, lalu 
kuberitahukan rencanaku ini kepada Nabi Æ. Maka beliau pun 
bersabda, “Pergilah dan lihatlah dia, karena hal tersebut akan lebih 
mengekalkan hubungan kalian berdua.” 


Al Mughirah berkata: Maka aku pun pergi, lalu aku 
memberitahukan ayahnya akan hal tersebut, kemudian sang ayah 
memberitahukan hal tersebut kepadanya (sang perempuan). Maka 
perempuan tersebut membuka tirai ruang pingitannya seraya 
berkata, “Kalau memang Rasulullah & mengizinkanmu untuk 
melihat, maka lihatlah! Tapi kalau tidak maka aku akan 
mengusirmu kalau engkau memang beriman kepada Allah dan 
RasulNya.” 


Asy-Syafi'i, Abu Daud, Al Bazzar dan Al Hakim 
meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Daud bin Al Hashin dari 
Waqid bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdulah bahwa 
Rasulullah $ bersabda, 
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“Apabila salah seorang dari kalian melamar perempuan, 
bila dia bisa melihatnya untuk menikahinya, maka hendaknya dia 
melakukannya.” Jabir berkata, “Maka aku pun melamar seorang 
perempuan, lalu aku bersembunyi agar dapat melihatnya sehingga 
aku bersamangat untuk menikahinya, kemudian aku menikahi- 


” 


nya. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur ini. Di 
dalamnya disebutkan bahwa perempuan tersebut dari Bani 
Salamah. Akan tetapi Ibnu Al Qaththan menganggap hadits ini 
ma'lul karena ada Waqid bin Abdurrahman. Dia berkata, “Yang 
terkenal adalah Waqid bin Umar.” Al Hafizh berkata, “Al Hakim 
meriwayatkannya dari Waqid bin Amr. Begitu pula yang 
diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i.” 


Adapun dalil untuk membantah pendapat Daud adalah 


Ga 


firman Allah &, 4: 2) Le3 Yg “Dan janganlah mereka 


menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 
padanya.” (Qs. An-Nuur (24): 31). Dikatakan bahwa tafsirnya 
adalah wajah dan kedua telapak tangan. Zhahir ayat ini 
menunjukkan bahwa perempuan tidak - boleh menampakkan 
kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. 


Jabir #& meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, 
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“Apabila salah seorang dari kalan hendak menikahi 
seorang perempuan, hendaknya dia melihat wajah dan kedua 
telapak tangannya.” Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang 
laki-laki tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangan. 


Disamping itu wajah dan telapak tangan menunjukkan bagian 
tubuhnya yang lain. 


Apabila hal ini telah jelas, maka dia boleh mengulang-ulang 
dalam melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini 
berdasarkan riwayat Abu Ad-Darda' & bahwa Nabi #& bersabda, 
TO ale TA ya 3 D A Pa 
Us al yai Aan CN — E al A3 lal 
r o r r 1! £ z Pr p £ 1 2 “ 
Mgr) Si Jati Ol pb 
pabila. Allah menumbuhkan dalam hati seseorang 
keinginan untuk melamar perempuan, maka tidak apa-apa dia 
mengamati dengan baik kecantikan wajahnya.” Dan pengamatan 
ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihatnya secara berulang- 
ulang. 


“ 


Ash-Shaimuri berkata, “Apabila dia telah melihatnya tapi 
tidak suka, maka dianjurkan agar dia diam dan tidak mengatakan 
‘Aku tidak menginginkannya'.” Dia berkata lebih lebih lanjut, 
“Pada masa sekarang kaum lelaki biasa mengutus seorang 
perempuan yang dapat dipercaya untuk melihat perempuan yang 
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hendak dilamarnya. Akan tetapi ini bertentangan dengan Sunnah.” 
Penjelasan ini terdapat dalam kitab A/ Ifshah. 


Cabang: Syaikh Abu Ishag berkata, “Apabila seorang 
perempuan hendak menikah dengan seorang laki-laki, dia boleh 
melihat laki-laki tersebut, karena dia juga menyukai laki-laki 
sebagaimana laki-laki menyukai perempuan.” Oleh karena itulah 
Umar 4 berkata, “Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian 
dengan laki-laki jelek, karena mereka menyukai laki-laki (yang 
tampan) sebagaimana laki-laki menyukai perempuan (yang 
cantik)” Akan tetapi kami tidak menemukan sumber dari atsar ini. 

Apabila seorang laki-laki hendak melihat perempuan asing 
tanpa sebab, maka hukumnya tidak dibolehkan, baik melihat aurat 


s 


maupun selain aurat. Hal ini berdasarkan firman Allah &, J 


AA Ia 325 Lost “Katakanlah kepada orang laki-laki yang 
beriman: Hendaknya mereka menahan pandanganya.” (Qs. An- 


Nuur (24): 30). Juga berdasarkan hadits riwayat Ali tentang Al 
Fadhl bin Al Abbas yang membonceng Nabi & di belakangnya 


pada saat Haji Wada' tentang kisah perempuan dari Khats'am. 
Diriwayatkan pula bahwa Nabi & bersabda kepada Ali, 


oÉ P AN E E BA MA Te 
SN DB API BN ai U JL 
: ng Pad A ə Cd or- 
“Wahai Ali, janganlah engkau mengiringi pandangan 


dengan pandangan, karena bagimu hanyalah yang pertama, 
sementara yang selanjutnya bukan untukmu.” Hadits ini 
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diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalur 
Buraidah. 


Seorang perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki asing, 
baik auratnya maupun selain auratnya tanpa adanya sebab. Hal ini 
berdasarkan firman Allah &, Gap Ia aa Oa J5 
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaknya mereka 
menahan pandangannya.” (Qs. An-Nuur [24]: 31). Juga 
berdasarkan hadits tentang Ibnu Ummi Maktum yang menemui 
Nabi & ketika disamping beliau ada Ummu Salamah dan 
Maimunah atau Aisyah dan Hafshah (menurut riwayat lain), lalu 
Nabi & menyuruh keduanya menutupi diri mereka (berhijab) 
seraya bersabda, “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian 
berdua melihatnya?” Disamping itu tujuan larangan tersebut adalah 
untuk menghindari terjadinya fitnah, mengingat perempuan itu 
lebih cepat terkena fitnah (lebih cepat tergoda) karena syahwatnya 
kuat sehingga diharamkan baginya melihat laki-laki asing (yang 
bukan mahram). 


Cabang: Seorang laki-laki boleh melihat wajah perempuan 
asing saat memberi kesaksian dan saat melakukan transaksi jual 
beli. Dan perempuan juga boleh melihat wajah laki-laki untuk 
urusan tersebut. Karena dalam kondisi demikian melihat sangat 
diperlukan sehingga dibolehkan. Masing-masing dari keduanya 
juga boleh melihat tubuh keduanya satu sama lain bila dia seorang 
dokter dan hendak melakukan pengobatan, karena melihat dalam 
kondisi tersebut diperlukan sehingga keharamannya hilang. 
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Cabang: Teman-teman kami berselisih pendapat tentang 
anak kecil yang mendekati masa baligh (puber) bersama 
perempuan asing. Di antara mereka ada yang berkata, “Dia 
seperti laki-laki baligh yang bersama perempuan asing (yakni 
hukumnya haram), sehingga si perempuan tidak. boleh 


menampakkan dirinya kepadanya, berdasarkan firman Allah, P 


KA Sa PARAH j Li dial “Atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita’. (Qs. An-Nuur (24): 31). Artinya 
adalah anak-anak yang belum bisa menyetubuhi perempuan. 
Adapun anak puber, dia sudah mampu bersetubuh dengan 
perempuan sehingga hukumnya seperti laki-laki baligh.” 


Di antara mereka juga ada yang berkata, “Dia bersama 
perempuan asing seperti laki-laki baligh yang bersama perempuan 
yang semahram dengannya, berdasarkan firman Allah &, a Tn 


Bag ALI Ke SiNi “Dan apabila anak-anakmu telah sampai 
umur baligh, Maka hendaknya mereka meminta izin. (Os. An- 
Nuur (24): 59). Allah & menyuruh mereka meminta izin apabila 
telah mencapai usia baligh. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka 
belum baligh mereka boleh masuk tanpa perlu meminta izin.” 


Laki-laki yang dikebiri tidak boleh melihat tubuh perempuan 
asing. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Sampai dia tua dan nafsu 
syahwatnya hilang (melemah).” Dia berkata lebih lanjut, “Begitu 


pula banci.” Hal ini berdasarkan firman Allah &, pe ai j 


JS Ga Feri) Ji “Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 


r 


mempunyai keinginan (terhadap wanita)” (Qs. An-Nuur (241: 31). 
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Diriwayatkan bahwa seorang banci pernah masuk menemui 
istri-istri Nabi &. Orang-orang menganggapnya sebagai orang 
yang tidak mempunyai syahwat terhadap perempuan. Suatu hari 
Nabi & masuk ketika si banci tersebut sedang bersama salah 
seorang istrinya. Saat itu si banci sedang menggambarkan bentuk 
tubuh perempuan di hadapan Abdullah bin Umayyah, saudara laki- 
laki Ummu Salamah dengan berkata, “Wahai Abdullah, bila Allah 
memberi kemenangan kepada kalian atas negeri Tha'if, maka 
akan kutunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan. Dia 
menghadap dengan empat lipatan perut dan mundur dengan 
delapan lipatan perut (sangat gemuk).” Ketika Nabi # mendengar 
ucapan itu, beliau bersabda, “Janganlah mereka itu masuk ke 
tempat kalian.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim. 


Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya 
dari Ummu Salamah. Ahmad, Muslim dan Abu Daud juga 
meriwayatkannya dari jalur Aisyah. 


Adapun tentang redaksi, “ab Ja,” yakni menghadap 


2 0 2y 


dengan empat lipatan perut. Sedangkan redaksi “dl Pj 


maksudnya adalah karena empat lipatan perut meliputi perutnya 
dan kedua pinggangnya sehingga dari belakang terlihat delapan 
lipatan dari kanan dan dari kiri. Demikianlah penafsiran Imam 
Malik terhadap hadits ini yang diperkuat dengan penafsiran jumhur 
ulama ahli bahasa dan hadits. 


Cabang: Seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang 
merupakan mahramnya, dan perempuan juga boleh melihat laki- 
laki yang merupakan mahramnya tanpa adanya sebab dan 
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kepentingan, berdasarkan firman Allah &, Í ker LAU 


Lim KG Á al Á KJA) “Dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau 
ayah mereka, atau ayah suami mereka.” (Qs. An-Nuur (24): 31). 


Adapun tentang bagian yang boleh dilihat, dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh 
Al Mas'udi: 


Pertama: Pendapat fuqaha Syafi'iyyah Baghdad. Yaitu 
bahwa si laki-laki boleh melihat seluruh tubuh si perempuan selain 
bagian antara pusar dan lutut. Alasannya adalah karena dia tidak 
boleh menikahinya, sehingga dia boleh melihatnya, sebagaimana 
laki-laki terhadap laki-laki. 


Kedua: Pendapat Al @affal. Yaitu bahwa si laki-laki boleh 
melihat bagian tubuh yang tampak pada perempuan tersebut 
dalam kesehariannya, karena dia tidak perlu melihat lebih dari itu. 


Al Mas'udi berkata, “Begitu pula hukum melihat budak 
perempuan milik orang lain. Dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah. Laki-laki juga boleh melihat seluruh 
tubuh laki-laki lain selain bagian antara pusar dan lutut tanpa sebab 
dan tanpa ada kepentingan, karena tidak dikhawatirkan akan 
terjadi fitnah bila dia melihatnya.” 


Cabang: Apabila seorang perempuan memiliki budak laki- 
laki, maka budak tersebut seperti mahramnya yang boleh dilihat 
dan berkhalwat dengannya?. Dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fuqaha Syafi'iyyah: 

Pertama: Budak tersebut menjadi mahramnya. Pengarang 
Al Muhadzdzab memilih pendapat ini. Inilah pendapat yang sesuai 
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dalil, karena Allah & berfirman, 24X3 EKE G A “Atau budak- 


budak yang mereka miliki.” Tea ayat ini budak dianggap sebagai 
orang semahram. 


Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, 
ALI 3 IA ES | æ oS Bl 


307 


MS 


“Apabila ada budak mukatab bersama salah seorang dari 
kalian (kaum perempuan) yang sanggup membayar utangnya, 
hendaknya dia menutupi dirinya darinya.” Seandainya menutupi 
diri tidak wajib atas mereka sebelum itu, tentunya Nabi tidak akan 
menyuruh mereka melakukannya. 

Diriwayatkan bahwa Nabi & memberi Fatimah 48, seorang 
budak laki-laki. Suatu ketika Nabi & hendak menemuinya 
bersama Ali dan budak tersebut, dan saat itu Fatimah hanya 
memakai satu pakaian. Maka dia pun hendak menutupi wajahnya 
dan kedua kakinya dengan kain tersebut tapi ternyata tidak sampai 
(kakinya masih terlihat). Maka Nabi & bersabda, “Tidak apa-apa, 
sesungguhnya yang datang adalah ayahmu, suamimu dan 
pelayanmu.” Disamping itu kepemilikan adalah sebab yang 
mengharamkan pernikahan antara keduanya (antara majikan dan 
budak) sehingga sang budak hukumnya menjadi mahram baginya, 
seperti nasab dan persusuan. 


Kedua: Budak tersebut tidak menjadi mahramnya. Syaikh 
Abu Hamid berkata, “Inilah pendapat yang benar menurut teman- 
teman kami, karena hubungan mahram hanya berlaku antara dua 
— orang yang tidak memiliki syahwat satu sama lain, seperti saudara 
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laki-laki dan saudara perempuan.” Adapun pelayan laki-laki dan 
majikan perempuan adalah dua orang yang masih memiliki 
syahwat antara satu sama lain, sehingga hukumnya seperti orang 
lain. Adapun berkaitan dengan ayat tersebut, menurut ulama tafsir 
maksudnya adalah selain budak. Sedangkan berkenaan dengan 
hadits tersebut, maksudnya adalah budak laki-laki yang diberikan 
Nabi & kepada Fatimah #& saat masih kecil. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan 
yang halal dicumbui, maka masing-masing dari keduanya boleh 
melihat seluruh tubuh satu sama lain, karena keduanya memang 
boleh saling menikmati. Lalu apakah boleh melihat kemaluan?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Boleh: karena kemaluan boleh dinikmati untuk 
bersenang-senang sehingga boleh melihatnya, seperti bolehnya 
melihat paha. 


Kedua: Tidak boleh; berdasarkan riwayat yang 
menyebutkan bahwa melihat kemaluan dapat menyebabkan 


kebutaan. Allah & berfirman, ued EÉ “Lalu kami butakan 


mata mereka.” (Qs. Al Qamar [54]: 37). Disamping itu melihat 
kemaluan merupakan perbuatan kotor dan jorok. Syaikh Abu 
Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Yakni bahwa dengan 
melihat akan menyebabkan kebutaan.” Ath-Thabari berkata dalam 
Al 'Iddah, “Yakni bahwa anak yang lahir akan buta.” 


Apabila seorang laki-laki menikahkan budak perempuan- 
nya, maka budak tersebut seperti perempuan yang semahram 
dengannya, sehingga dia tidak boleh melihat bagian tubuh antara 
pusar dan lutut, berdasarkan hadits, “Apabila salah seorang dari 
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kalian menikahkan budak perempuannya, janganlah dia melihat 
bagian antara pusar dan lutut” Disamping itu bila dia 
menikahkannya, maka hukum kepemilikan tetap berlaku antara 
keduanya dan dia diharamkan bersenang-senang dengannya. Oleh 
karena itulah budak tersebut sama seperti perempuan yang 
semahram dengannya. 


Masalah: AsySyafi'i # berkata, “Mengingat Allah & 
telah mengkhususkan Rasulullah & dengan wahyu dan mewajib- 
kan kepada seluruh makhluk agar taat kepadanya, maka Allah 
menetapkan sesuatu yang meringankan umatnya agar mereka 
semakin dekat dengan-Nya. Disamping itu Allah juga mem- 
bolehkan bagi Rasulullah & sesuatu yang dilarang bagi makhluk 
yang lain untuk menambah kemuliaan beliau dan menjelaskan 
keutamaannya. Di antaranya adalah bahwa Nabi & diberi 
kekhususan dengan hukum-hukum dalam masalah pernikahan dan 
lainnya yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Adapun 
kekhususan beliau selain dalam masalah nikah adalah bahwa 
Allah & mewajibkan kepada beliau hal-hal yang tidak diwajibkan 
kepada manusia yang lain agar pahala beliau lebih banyak. 
Contohnya adalah bahwa Allah mewajibkan beliau melakukan 
siwak, menunaikan shalat witir dan berkurban. Adapun dalilnya 
adalah sabda beliau, 


1 


KEUN y e HS aE 
Pp si NA 


“Ada tiga hal yang diwajibkan Allah atasku tapi tidak 
diwajibkan atas kalian: Siwak, witir dan kurban.” Beliau juga 
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diwajibkan untuk tidak melepas baju besi yang telah dipakainya 
sampai bertemu musuh. Dalilnya adalah sabda beliau, 


SU a l OS G 


Si of 


” 
DI. 2 orre LAr A, r r 


DAS ja 9 ding AI 


“Tidaklah patut bagi seorang nabi yang telah memakai baju 
besi melepasnya sampai Allah memutuskan apa yang akan terjadi 
antara dia dengan musuhnya.” 


Adapun tentang @iyamullail (shalat malam), di antara 
teman-teman kami ada yang berkata, “Hukumnya wajib bagi beliau 


sampai beliau wafat, berdasarkan firman Allah &, 3G) jd CE 


Cs SEN) Jai “Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah 
(untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya). 
(Qs. Al Muzammil (73): 1-2)” 


Adapun yang sesuai dalil adalah bahwa shalat malam pada 
awalnya wajib atas Nabi @lalu kemudian di-nasakh. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &, di 456 ag D Kei S3 “Dan 
pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu 
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.” (Qs. Al Israa" (17): 79). 


Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini bukan ayat 
yang me-nasakh ayat sebelumnya, dan bahwasanya redaksi 
“Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu” hanya berlaku secara 
bahasa saja dan tidak berlaku secara terminologi yang maksudnya 
bukan wajib. 
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Apabila Nabi & melihat kemungkaran, beliau mengingkari- 
nya dengan terang-terangan, karena pengakuan beliau terhadap 
orang lain (yang melakukannya) menunjukkan kebolehannya. 

Allah & menjamin kemenangan bagi beliau dan meng- 
haramkan atas beliau hal-hal yang tidak diharamkan atas orang lain 
untuk membersihkan dan mensucikannya. Allah # mengharamkan 
tulisan dan ucapan syair atas beliau, begitu pula mempelajari dan 
mengajarkannya. Tujuannya adalah untuk menguatkan hujjahnya dan 
menjelaskan mukjizatnya. Firman Allah &, 


a z a bar -, P s7 edor Ie 
Si ahi Y; - LS yea oya Noken SSU 
A, 202 gy l 21 £ 
(O; gamat! LESY GL 

“ Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur `an) 
sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pemah) menulis suatu Kitab 
dengan tangan kananmu; Andaikata (kamu pernah membaca dan 
menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu)” (Qs. 
Al “Ankabuut [29]: 48). 

Para kritikus dari kalangan teman-teman kami (fugaha 
Syafi'iyyah) menyatakan bahwa Nabi # tidak wafat sampai beliau 
bisa menulis. Akan tetapi pendapat yang terkenal adalah pendapat 
pertama. 

Nabi & diharamkan memakan sedekah wajib. Demikianlah 
menurut satu pendapat. Sedangkan berkenaan dengan sedekah 


sunah, ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dan telah dijelaskan 
dengan rinci dalam pembahasan zakat. 


Allah & mengharamkan pandangan mata yang khianat 
“atas Nabi &: berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa 
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seorang laki-laki masuk menemui Nabi &. Setelah laki-laki 
tersebut keluar beliau bersabda, “Mengapa kalian tidak 
membunuhnya?” Para sahabat berkata, “Mengapa engkau tidak 
memberi isyarat kepada kami?” Nabi & bersabda, “Tidaklah patut 
bagi seorang nabi memiliki pandangan mata yang khianat. ” 


Nabi & diharamkan memandang sesuatu yang dinikmati 
manusia. Dalilnya adalah hadits yang meriwayatkan bahwa 
Nabi & pernah melewati unta yang sedang kencing dan 
membuang kotorannya, lalu beliau menutup kedua matanya. Lalu 
beliau pun ditanya tentang hal tersebut. Maka beliau membaca 
ayat, 


1 or 1 Opr Tiar 


RECS a CEC AE Y 


“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa 
yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka.” 
(Qs. Al Hijr (15): 88). 

Allah & juga membolehkan beliau melakukan hal-hal yang 
tidak dibolehkan atas manusia lain sebagai kekhususan baginya 
dan untuk mengistimewakannya atas manusia lain. Di antaranya 
adalah bahwa Allah # membolehkan beliau melakukan puasa 
wishal (puasa terus-menerus). Dalilnya adalah bahwa 
Nabi & melarang wisha/, lalu ada sahabat yang bertanya, “Wahai 
Rasulullah, bukankah engkau melakukukan wisha?” Beliau 
menjawab, “Aku ini tidak seperti kalian: aku diberi makan dan 
diberi minum.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku bermalam di 
sisi Tuhanku lalu Dia memberiku makan dan minum.” 


Nabi & juga dibolehkan mengambil empat perlima (4/5) 


harta rampasan perang (ghanimah) dan lima perlima (5/5) harta. 
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fai` dan harta rampasan perang, dan beliau dibolehkan untuk 
memilih mana yang disukainya. 

Allah # juga memuliakan beliau dengan beberapa 
keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa ghanimah (harta 
rampasan perang) dihalalkan untuk beliau dan umatnya, padahal ia 
tidak dihalalkan untuk para Nabi sebelum beliau. 


Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa dalam Taurat 
disebutkan bahwa tawanan, faï dan ghanimah dihalalkan bagi 
mereka dalam peperangan. Dalam Talmud juga disebutkan bahwa 
semua harta milik non Yahudi, darah mereka, istri-istri dan anak- 
anak mereka halal bagi orang-orang Yahudi, “Mereka 
mengatakan: Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang 
ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka 
mengetahui.” 

Tanah dijadikan masjid (tempat shalat) dan suci bagi 
Nabi & dan umatnya, padahal para nabi sebelum beliau tidak sah 
menunaikan shalat kecuali di masjid. Hal ini berdasarkan sabda 
Nabi &, 


AO TA ea 3 no nee Ne Z A 
P ag Lo yel Upi) a 


“Kita diistimewakan atas manusia lain dengan tiga hal: 
Tanah dijadikan masjid untuk kita dan debunya suci (bisa untuk 
bersuci), dan barisan-barisan kita dijadikan seperti barisan-barisan 
malaikat” 
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Allah & memberi mukjizat kepada Nabi & seperti mukjizat 
para nabi sebelumnya, bahkan ditambah. Mukjizat Nabi 
Musa ga adalah tongkat dan memancarnya air dari batu besar, 
sedangkan mukjizat Nabi $% adalah bulan terbelah dua dan air 
keluar dari jari-jemarinya. Mukjizat Nabi Isa #& adalah 
menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak 
lahir dan menyembuhkan penderita kusta, sedangkan mukjizat 
Nabi & adalah kerikil membaca tasbih di tangan beliau dan dahan 
kurma merintih, karena rindu kepada beliau. 


Allah & memberi keutamaan pada beliau dengan 
menjadikan Al Qur'an sebagai mukjizatnya yang akan tetap 
berlaku hingga Hari Kiamat. Oleh karena itulah status kenabian 
beliau berlaku seterusnya dan tidak dihapus sampai Hari Kiamat. 

Nabi & diberi kemenangan dengan  ditimpakannya 
ketakutan pada musuh dalam jarak perjalanan satu bulan. Beliau 


juga diutus kepada seluruh manusia, sementara semua nabi selain 
beliau hanya diutus kepada kaumnya saja. 


Nabi & bersabda, sa BG I9 GE AG “Kedua mataku tidur 
tapi hatiku tidak tidur.” Beliau dapat melihat orang di belakangnya 
sebagaimana beliau melihat orang di depannya. 

Adapun berkenaan dengan kekhususan Nabi & dalam 
masalah hukum pernikahan, teman-teman kami berselisih 
pendapat tentang larangan membahasnya. Ash-Shaimuri 
meriwayatkan bahwa Abu Ali bin Khairan melarang membahas 
masalah ini dan masalah kepemimpinan, karena hal tersebut telah 
berakhir sehingga tidak perlu dibahas lagi. Sedangkan menurut 
teman-teman kami yang lain, tidak apa-apa membahasnya. Inilah 


pendapat yang masyhur dalam madzhab kami, karena dapat 


menambah ilmu dan wawasan. Para ulama biasa membahas 
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sesuatu yang tidak terjadi, sebagaimana ulama ahli Faraidh 
membahas masalah wasiat dengan berkata, “Apabila seseorang 
meninggalkan 400 nenek atau lebih (padahal kasus ini tidak 
terjadi).” 


Apabila hal ini telah jelas, maka dapat diketahui bahwa 
Nabi & dibolehkan menikah dengan perempuan dalam jumlah 
berapapun. Ath-Thabari meriwayatkan dalam A/ 7ddah sebuah 
pendapat lain, yaitu bahwa Nabi @ tidak dibolehkan menikah 
dengan lebih dari sembilan perempuan. Akan tetapi pendapat 
yang terkenal adalah pendapat pertama. 


Allah 8 berfirman, 35 55 BE JA GH wi za 
IS et as RA uu ing WS II Als “Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Os. 
An-Nisaa' [4]: 3). Dikatakan bahwa tafsir ayat ini adalah “Agar 
kalian tidak berbuat zhalim dalam hak mereka (istri-istri), Oleh 
karena itulah diharamkan menikah dengan lebih dari empat 
perempuan dan dianjurkan menikah dengan satu perempuan 
untuk menghindari perbuatan zhalim dan tidak adil. Akan tetapi 
hal ini aman dari Nabi &. Disamping itu Nabi & menikah dengan 
18 perempuan. Ada pula yang mengatakan 15 perempuan dan 
mempoligami 14 perempuan. Ada pula yang mengatakan antara 
11 perempuan dan beliau wafat dengan meninggalkan 9 istri yaitu, 
Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddig, Hafshah binti Umar, Ummu 
Salamah binti Abi Umayyah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, 
Maimunah binti Al Harits, Juwairiyyah binti Al Harits, Shafiyyah 
binti Huyay dan Zainab binti Jahsy. Mereka adalah delapan 
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perempuan yang digilir beliau sampai beliau wafat. Sedangkan 
yang kesembilan adalah Saudah binti Zam'ah yang memberikan 
gilirannya kepada Aisyah, sampai Allah & berfirman kepadanya, 


Pa CEP 


be JAS í Sa SAN já S “Tidak halal bagimu mengawini 
perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) 
mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain)” (Qs. Al Ahzaab 


(331: 52). Kemudian pengharaman ini di-nasakh dengan ayat, 
DA D at JK AU Zat GE “Hai nabi, 
sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang 
telah kamu berikan mas kawinnya.” (Qs. Al Ahzaab (50): 33). 


Imam Asy-Syafi'i 8 berkata, “Di antara kekhususan 
Nabi #& adalah bahwa setiap orang yang memiliki istri tidak boleh 
menyuruh istrinya memilih (antara cerai dan tetap dalam 
pernikahan). Akan tetapi Allah #4 memerintahkan beliau agar 
menyuruh istri-istrinya memilih, dan ternyata mereka lebih memilih 
beliau. Di antara kekhususan lainnya adalah bahwa 
Allah & menyuruhnya memilih, apakah ingin menjadi nabi 
sekaligus raja dengan diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, 
atau menjadi nabi yang miskin. Ternyata beliau memilih menjadi 
nabi yang miskin. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Oleh 
karena itulah Allah & memerintahkannya untuk menyuruh istri- 
istrinya memilih (apakah akan tetap dengan beliau atau memilih 
cerai), karena barangkali ada di antara mereka yang tidak suka 
hidup dengan beliau karena didera kemiskinan dan kesusahan. Di 
antara kekhususan lainnya adalah bahwa istri-istri beliau dijadikan 
Ummul Mukminin (ibu orang-orang beriman).” 


Imam Asy-Syafi'i berkata, “Arti ayat “Dan istri-istrinya 


adalah ibu-ibu mereka, adalah bahwa istri-istri Nabi & yang 
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ditinggal wafat beliau tidak boleh dinikahi oleh seorang pun, dan 
barangsiapa yang menghalalkannya maka dia kafir.” 

Adapun perempuan yang dinikahi Nabi & dan belum 
digauli, lalu dicerai seperti perempuan A/ Kalbiyyah yang berkata, 
“Aku berlindung kepada Allah darimu!” Lalu beliau bersabda, 
“Engkau telah berlindung kepada Dzat yang dimintai perlindungan, 
kembalilah kepada keluargamu!” Maka ada yang mengatakan 
bahwa perempuan tersebut dinikahi oleh Ikrimah bin Abu Jahal 
pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddig atau 
pemerintahan Umar dan Ikrimah hampir dirajam, lalu ada orang 
yang mengatakan kepadanya, “Nabi & belum menggaulinya.” 
Maka Ikrimah dilepaskan. 


Dikatakan pula bahwa yang menikahinya adalah Al Asy'ats 
bin Qais Al Kindi. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Yang 
menikahinya adalah Al Muhajir bin Abi Umayyah dan tidak ada 
seorang pun yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi ijma.” 

Di antara kekhususan Nabi @adalah bahwa 
Allah & mengistimewakan istri-istrinya atas seluruh perempuan di 
muka bumi, yaitu dalam firman-Nya, “Hai istri-istri nabi, kamu 
sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa,” 
dan ayat “Hai istri-istri nabi, siapa-siapa di antaramu yang 
mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan 
dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat” dan ayat, 
“Dan mengerjakan amal yang shalih, niscaya Kami memberikan 
kepadanya pahala dua kali lipat” Allah & menetapkan bahwa 
hukuman bagi mereka (seandainya mereka salah) dua kali lipat 
hukuman perempuan lain karena kesempurnaan dan keistimewaan 
mereka, sebagaimana hukuman orang merdeka dua kali lipat 
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hukuman budak. Kebaikan mereka juga dilipatgandakan sebagai 
penghormatan bagi mereka. 


Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Ahkam Al Qur'an 
yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, “Allah & membedakan 
Nabi # dengan manusia lainnya, dimana Allah mewajibkan 
mereka taat kepada beliau dalam banyak ayat dalam Kitab-Nya. 
Dan Allah juga mewajibkan kepadanya beberapa hal yang 
diringankan untuk manusia lain.” 


Al Imrani berkata, “Ini adalah penjelasan sangat gamblang 
yang dikutip oleh Al Muzani.” Wallahu A'lam. 


Hikmah Dibalik Kekhususan Nabi & yang Menikah 
dengan Lebih dari Empat Perempuan dan Alasan Beliau 
Menikah dengan Setiap Perempuan Tersebut 


Sebagian penulis kontemporer menulis buku yang mem- 
bantah kedustaan orang-orang yang dengki terhadap Islam dari 
kalangan Yahudi dan Nashrani serta kaum Atheis yang menuduh 
syariat Islam sebagai syariat pertama yang membolehkan poligami. 
Di antara ulama yang menulis bantahan tersebut adalah Syaikh 
Rasyid Ridha dan DR. Ahmad Al Hufi yang tulisannya dikutip 
dalam buku ini. 


Kaisar Konstantin dan putranya adalah raja yang 
melakukan poligami. Kaisar Philips adalah raja yang membuat 
undang-undang yang membolehkan poligami. Dia membolehkan 
rakyatnya menikah dengan perempuan sesuka mereka. Undang- 
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undang ini dibuat pada pertengahan abad 4 Masehi dan tidak ada 
seorang pun pendeta maupun tokoh agama yang menentangnya. 


Al Mundzir bin Al Harits bin Abi Jabalah Al Ghassani 
adalah Patrik (Komandan pasukan Romawi) dan pelindung gereja 
timur yang menikahi banyak perempuan. Begitu pula An-Nu'man 
bin Al Mundzir, Raja Hirah yang menikahi Panai perempuan, 
. bahkan sampai dia menjadi orang Nashrani. 


Setelah Islam datang, ada beberapa laki-laki dari suku 
Tsagif yang masing-masing dari mereka memiliki sepuluh istri. 
Sebagian dari mereka masuk Islam seperti Ghailan bin Salamah 
bin Abdullah dan Mas'ud bin Amir. Masing-masing dari mereka 
menceraikan enam istri mereka dan menahan yang empat. Saat 
itu Qais bin Al Harits memiliki delapan istri dan Naufal bin 
Muawiyah memiliki lima istri, maka Nabi & menyuruh keduanya 
untuk memilih empat dari istri-istri keduanya. 

Abu Sufyan memiliki enam istri dan Shafwan bin Umayyah 
juga memiliki enam istri. Sedangkan Al Mughirah bin Syu'bah 
memiliki banyak istri sampai 70 atau 80 atau 89 atau 90 istri. 
Setiap yang masuk Islam dari mereka menceraikan istri-istrinya 
dan hanya menahan empat saja yang dibolehkan Allah &. 


Istri-Istri Nabi & 
Khadijah Binti Khuwailid 2, 


Nabi & tidak menikah dengan perempuan lain sebelum 
menikah dengan Khadijah. Beliau menghabiskan masa mudanya - 
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yang seharusnya digunakan untuk bersenang-senang- untuk hidup 
dengan tenang dan menjaga kehormatan dirinya, karena 
Allah & telah menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak 
pantas meskipun dibolehkan (mubah). 

| Ketika Nabi & berusia 25 tahun, beliau menjual barang 
dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Rupanya Khadijah 
kagum dengan sifat amanah dan budi pekerti Nabi # yang baik. 
Khadijah adalah perempuan bangsawan yang kaya raya. Saat itu 
dia telah menikah dua kali dengan laki-laki“dari Bani Makhzum, 
kemudian banyak laki-laki dari kalangan bangsawan Quraisy yang 
melamarnya, akan tetapi dia menolaknya karena menganggap 
bahwa mereka hanya menginginkan hartanya saja. 


Karena Khadijah kagum dengan sifat amanah 
Muhammmad dan budi pekertinya yang luhur, dia pun mengutus 
saudara perempuannya atau teman perempuannya untuk 
menanyakan kepada Muhammad, “Apa yang menghalangimu 
untuk menikah?” Nabi & menjawab, “Aku tidak ada harapan, 
karena tidak ada yang bisa kugunakan untuk menikah.” Saudara 
perempuan Khadijah berkata, “Apabila ada yang menanggungmu 
dan engkau disuruh menikah dengan wanita cantik, sekufu, 
berharta dan bangsawan, apakah kamu tetap tidak mau?” 
Nabi & bertanya, “Siapa dia?” Saudara perempuan Khadijah 
berkata, “Khadijah binti Khuwailid.” Nabi berkata, “Bagaimana 
aku bisa menikahinya?” Dia menjawab, “Aku yang akan 
mengurusnya.” Maka Nabi & sepakat untuk menikah dengan 
Khadijah, padahal saat itu beliau tahu bahwa usia Khadijah 15 
tahun lebih tua dari beliau atau mungkin lebih, dan beliau juga tahu 
bahwa sebelumnya Khadijah telah menikah dua kali. 
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DR. Al Hufi berkata, “Kemudian Nabi & menikah dengan 
Khadijah 2. Meskipun berbeda usia tapi keduanya hidup bahagia 
dan dikarunai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. 
Khadijah melahirkan Al Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kultsum, 
Fatimah dan Rugayyah.” 


Yang menarik adalah bahwa dalam kehidupan rumah 
tangga yang bahagia tersebut beliau suka meninggalkan rumah 
selama beberapa malam untuk bertafakkur dan beribadah di gua 
Hira”. Beliau rajin ber-tahannuts di dalam gua pada bulan 
Ramadhan setiap tahun dengan membawa bekal sedikit makanan. 
Seandainya beliau orang yang rakus terhadap perempuan, 
tentunya beliau tidak akan meninggalkan rumahnya menuju gua di 
puncak bukit untuk menghabiskan malam-malam di dalam gua 
sendirian hanya untuk bertafakkur dan beribadah. Perbedaan usia 
antara beliau dengan istrinya tidak menghalangi kebahagiaan 
rumah tangga. Bahkan istrinya adalah orang yang pertama kali 
membenarkan risalah kenabian beliau dan mendukungnya dengan 
jiwa dan harta dalam keadaan susah dan menderita sampai Allah 
memanggilnya ke haribaan-Nya. 

Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dari 
kalangan perempuan. Setiap kali Nabi #& mendapat perlakuan 
menyakitkan dari orang-orang musyrik, Khadijah senantiasa 
meringankan beban beliau dan membelanya. 


| Sejarah tidak akan melupakan bagaimana respon Khadijah 
saat wahyu pertama kali turun pada Nabi &. Saat itu 
Nabi & pulang dengan menggigil ketakutan. Maka Khadijah 
menghiburnya dengan berkata, “Demi Allah, Allah sama sekali 
tidak akan menyusahkanmu selamanya. Engkau adalah orang yang 
gemar menyambung hubungan kekeluargaan, menanggung 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 179 


kesusahan orang lain, menghormati tamu dan membela 
kebenaran.” Lalu Khadijah pergi menemui Waragah bin Naufal. 


Waragah adalah putra pamannya yang menganut 
agama Nashrani pada masa Jahiliyyah. Khadijah berkata, 
“Wahai putra pamanku, dengarkanlah putra saudaramu.” Lalu 
Nabi #& memberitahukan peristiwa yang dialaminya kepada 
Waragah. Maka Waragah berkata, “Sungguh dia adalah malaikat 
yang pemah turun kepada Nabi Musa.” 


Nabi & hanya menikah dengan Khadijah selama 25 tahun, 
yakni sampai usia beliau di atas 50 tahun. Beliau menghabiskan 
masa mudanya bersama Khadijah disaat Khadijah telah menjadi 
nenek-nenek. Ketika beliau kehilangannya dimana saat wafat 
Khadijah berusia 64 tahun atau 65 tahun, beliau sangat sedih, 
karena merasa kehilangan. | 


Sepanjang hidupnya, Nabi $ senantiasa mengingat 
Khadijah dan memujinya tanpa menyembunyikan kekagumannya 
padanya. Beliau memujinya di hadapan istri-istrinya yang 
dinikahi setelah Khadijah wafat, sampai Aisyah & berkata, 
“Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang perempuan 
sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah, karena 
Rasulullah & senantiasa mengenangnya. Sampai-sampai ketika 
beliau menyembelih hewan kurban beliau mencari teman-teman 
Khadijah untuk diberi hadiah daging sembelihan tersebut.” 


Aisyah berkata, “Rasulullah & nyaris tidak keluar rumah 
kecuali seraya mengenang Khadijah 4, dan memujinya. Suatu hari 
beliau mengenangnya hingga aku cemburu dan berkata, “Apakah 
tidak ada perempuan lain selain nenek-nenek itu?.” Maka 
Nabi & marah hingga bagian depan rambutnya bergoyang, lalu 
beliau bersabda, “Demi Allah, Allah tidak akan memberiku ganti ' 
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yang lebih baik darinya. Dia beriman dengan risalahku ketika 
orang-orang mengingkariku, dia membenarkanku ketika orang- 
orang mendustakanku, dia senantiasa membantuku dengan 
hartanya ketika orang-orang tidak memberiku bantuan, dan Allah 
memberiku anak darinya, sementara dari istri-istriku yang lain aku 
tidak diberi anak.” Aisyah berkata, “Aku pun berkata dalam hati, 
“Aku tidak akan menjelek-jelekkannya selamanya'. Khadijah wafat 
tiga tahun sebelum hijrah.” 


Saudah binti Zam'ah & 


Dia masuk Islam bersama suaminya. Suaminya adalah 
putra pamannya yaitu As-Sakran bin Amr bin Abdi Syams. 
Keislamannya ditentang oleh kaumnya dan kerabatnya. Kemudian 
dia dan suaminya hijrah ke Habasyah pada hijrah kedua untuk 
menghindari perlakuan jahat orang-orang musyrik. Setelah 
keduanya kembali ke Makkah, suaminya wafat. 


Saudah adalah perempuan tua yang jalannya lambat. 
Perawakannya tinggi langsing dan dia tidak menemukan laki-laki 
yang sekufu dengannya yang bisa dinikahinya. Dia juga seorang 
perempuan bangsawan yang tidak mau menikah kecuali dengan 
laki-laki yang selevel dengannya. Dia tidak mau kembali kepada 
keluarganya karena keislamannya tidak disukai mereka. Disamping 
itu dia tidak ingin disakiti mereka dan dipaksa keluar dari Islam. 


Lalu apa yang dilakukan Rasulullah &? Beliau memulia- 
kannya dengan menikahinya dua tahun sebelum hijrah. Akan 
tetapi beliau tidak menggaulinya kecuali di Madinah, yakni tiga 
tahun setelah wafatnya Khadijah 4. 
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Adalah sangat jelas bahwa pernikahan ini bertujuan untuk 
melindungi Saudah dari perlakuan jahat kaumnya yang keras. 
Pernikahan ini juga sebagai penghormatan kepadanya yang telah 
masuk Islam dan mempertahankan agamanya dengan berhijrah 
dan berpegang teguh dengan akidah tauhid. Nabi & bermaksud 
membantunya dengan menggantikan suaminya yang telah wafat. 
Dan ternyata pernikahan ini dapat meredam ketegangan kaumnya 
yang semula membencinya, dan hati mereka pun menjadi lunak 
dikarenakan mereka telah menjadi kerabat Rasulullah & melalui 
jalur pernikahan. Jadi pernikahan ini merupakan penghormatan 
bagi Saudah dan sebagai sarana untuk kemaslahatan Islam, bukan 
pernikahan yang bertujuan untuk bersenang-senang dan 
memperbanyak keturunan. 


Ketika Saudah telah menginjak usia senja (nenek-nenek) 
mengingat usianya berbeda dengan Nabi & dan dia sudah tidak 
berhasrat lagi terhadap hubungan seksual dan juga tidak lagi 
menarik, dia pun memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. 
Saudah berkata, “Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi suamimu di 
Surga.” 


Aisyah Binti Abu Bakar & 


Abu Bakar Ash-Shiddig adalah sahabat karib Nabi & yang 
selalu mengutamakan beliau dan temannya dalam gua serta orang 
yang selalu membelanya di medan jihad. Dia menyerahkan harta 
dan dirinya untuk membela Islam. Maka pantas saja bila dia 
merupakan orang yang paling dekat di hati Nabi &. Dia ibarat 
pendamping pertama Nabi &. Oleh karena itu tentunya tidak ada 
penghormatan yang lebih besar terhadapnya dalam rangka 
semakin merekatkan hubungan dengannya selain daripada 
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berbesan dengannya. Oleh karena itulah beliau menikahi putrinya 
yaitu Aisyah & disaat beliau sangat membutuhkan istri setelah 
ditinggal wafat Khadijah &@ selama tiga tahun. Mengingat Saudah 
hanya berstatus sebagai istri saja sementara pada hakikatnya tidak 
demikian: karena dia (Saudah) telah menyatakan di hadapan 
Nabi & bahwa dia ingin menjadi istrinya di Surga agar dia 
menghadap Allah dengan berstatus sebagai istri Nabi &. 


Nabi & adalah pemilik rumah dan tentu saja dalam sebuah 
rumah harus ada istri yang mengurusi urusan rumah tangga agar 
kehidupan beliau terurus dan beliau merasa nyaman di tempat 
tinggalnya. Dengan menikah lagi tentunya beliau akan merasa 
tentram karena ditemani istri yang lemah lembut dan penyayang. 
Inilah tujuan dari disyariatkannya pernikahan, sebagaimana 
dijelaskan Allah & dalam firman-Nya ketika menjelaskan sebagian 
nikmat-Nya kepada hamba-hambaNya, 
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.” (Qs. Ar-Ruum (30): 21). 
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Meskipun ribuan kaum muslimin dan muslimat ingin 
menjadi pelayan di rumah tangga Nabi Æ, mereka tidak akan 
bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan pada diri 
Nabi #& sebagaimana yang diberikan oleh istri-istrinya, dan mereka 
juga tidak akan bisa melaksanakan apa yang terkandung dalam 
ayat Al Qur'an, yaitu memberi ketenangan dan kasih sayang pada 
diri beliau. 

Kemudian, pergaulan Nabi & dengan istri-istrinya mem- 
berikan kesempatan pada mereka (para istri) untuk mengetahui 
banyak hukum syariat yang berkaitan dengan halal, haram dan 
mubah. Mereka juga bisa langsung mendengar hadits-hadits 
Nabi & yang berkaitan dengan landasan pokok hukum-hukum 
tersebut yang diriwayatkan oleh orang yang paling dekat dengan 
beliau. 


Disamping itu, adanya istri di rumah Nabi @ memotivasi 
kaum perempuan untuk mengirim utusan perempuan ke rumah 
beliau sebagaimana kaum lelaki mengirim utusan lelaki ke rumah 
beliau, guna menanyakan kepada Aisyah # tentang hal-hal yang 
mereka merasa risih bila menanyakannya secara langsung kepada 
Nabi $, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. 
Aisyah & adalah gadis cerdas yang memiliki hapalan kuat dan 
terkenal sebagai periwayat hadits. Para ulama telah mengarang 
banyak buku berharga yang berisi ralatan Aisyah terhadap para 
sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zarkasyi dalam 
kitabnya “A/ Jjabah Fima Istadrakathu 'Aisyatu Ala Ash- 
Shahabah.” Aisyah juga menjadi referensi para sahabat senior 
dalam memberikan fatwa. 
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Abu Musa Al Asy'ari Æ berkata, “Setiap kali kami, para 
sahabat Nabi & kesulitan dalam memecahkan suatu masalah, 
kami mendatangi Aisyah dan kami dapatkan ilmu darinya.” 


Masrug berkata, “Aku melihat para sahabat senior 
menanyakan masalah Farai dh (warisan) kepada Aisyah.” 


Aisyah tidak hanya jenius dalam meriwayatkan hadits dan 
ahli dalam bidang fikih saja, tapi juga ahli bahasa yang fasih 
lidahnya dan hapal banyak syair, sampai-sampai Hisyam bin 
Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia berkata, “Aku tidak 
melihat orang yang lebih ahli dalam bidang fikih, kedokteran dan 
syair daripada Aisyah.” 

Abu Az-Zinad menceritakan bahwa dia tidak melihat orang 
yang lebih paham syair daripada Urwah, dan bahwasanya Urwah 
pemah ditanya, “Alangkah banyaknya riwayatmu.” Urwah 
berkata, “Riwayatku berasal dari Aisyah: setiap kali terjadi sesuatu 
padanya dia selalu melantunkan syair.” 

Aisyah # mampu menghapal hadits dan memahaminya 
dengan baik. Dia juga mampu merekam banyak momen khusus 
yang berkaitan dengan kehidupan Nabi di rumahnya 
disaat beliau sedang ber-khalwat di rumahnya. Dia juga 
mampu memahami dengan baik hal-hal yang tidak bisa 
dipahami oleh wanita-wanita lain. Pernikahan Nabi & dengan 
Aisyah æ membawa banyak kebaikan bagi Islam dan kaum 
muslimin baik laki-laki maupun perempuan. 


Hafshah Binti Umar & 
Hafshah adalah putri pendamping setia Nabi & dan 


pembelanya, yang termasuk pendamping setia kedua setelah Abu 
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Bakar Ash-Shiddig # (yaitu Umar &). Suami pertamanya adalah 
Khunais bin Hudzafah As-Sahmi yang wafat karena terluka dalam 
perang Badar. Lalu Umar menawarkan Hafshah kepada Abu 
Bakar agar dinikahi olehnya. Akan tetapi Abu Bakar diam hingga 
Umar menyesal. Lalu Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman 
bin Affan. Sebelumnya Utsman beristri Rugayyah binti 
Rasulullah &, akan tetapi Rugayyah telah wafat. Utsman pun 
berkata, “Aku tidak ingin menikah sekarang.” Karena dia ingin 
menikahi Ummu Kultsum binti Rasulullah Æ. Maka Umar pun 
merasa kecewa karena Abu Bakar dan Utsman menolaknya. Lalu 
dia pergi menghadap Rasulullah & dan mengadukan kepadanya 
tentang sikap Abu Bakar dan Utsman. Rupanya 
Rasulullah & memahami apa yang ada dalam hati Umar tentang 
keduanya. Maka beliau memberinya harapan yang lebih baik dari 
keduanya dengan berkata, “Hafshah akan menikah dengan laki- 
laki yang lebih baik dari Utsman, sementara Utsman akan menikah 
dengan perempuan yang lebih baik dari Hafshah.” Lalu 
Rasulullah & melamar Hafshah dan menikahinya pada tahun 
ketiga Hijriyah, sedangkan Utsman menikah dengan Ummu 
Kultsum. 


Pernikahan ini merupakan penawar jiwa dan sebagai 
perekat untuk menjaga hubungan baik antara teman-teman dekat 
Nabi Æ. Pernikahan Nabi & dengan Hafshah merupakan 
penghormatan bagi Umar, sebagaimana pernikahan beliau dengan 
Aisyah merupakan penghormatan bagi Abu Bakar. Hal ini 
dibuktikan bahwa ketika Umar mendengar berita bahwa 
Nabi & menceraikan istri-istrinya termasuk Hafshah, Umar 
menaburi wajahnya dengan debu seraya berkata, “Allah tidak akan 
peduli dengan Umar dan putrinya setelah ini.” Kesedihan Umar 
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tidak reda sampai dia mengetahui bahwa Nabi & tidak mencerai- ` 


kan mereka. 


Ummu Salamah & 


Dia adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah bin Al ` 
Mughirah Al Makhzumi. Nabi & menikahinya pada tahun 2 
Hijriyah setelah perang Badar. Sebelumnya Ummu Salamah 
adalah istri Abu Salamah Abdullah bin Al Asad bin Makhzum. Dia 
termasuk salah seorang perempuan yang pertama kali masuk 
Islam dan orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah bersama 
suaminya, kemudian keduanya kembali, lalu hijrah ke Madinah. 
Suaminya ikut perang Badar. Abu Salamah adalah penunggang 
kuda terhebat di kalangan kaumnya. Pada waktu perang Uhud dia 
ikut bergabung, tapi dia terluka hingga wafat. 


Nabi & dan Abu Salamah memiliki hubungan spesial, 
karena Abu Salamah adalah putra Barrah binti Abdul Muththalib, 
bibi Rasulullah &. Disamping itu dia juga saudara sepersusuan 
Nabi &. Pada saat Abu Salamah wafat, Ummu Salamah telah 
berusia lanjut dan memiliki banyak anak. Oleh karena itulah ketika 
Abu Bakar dan Umar melamarnya setelah suaminya wafat, dia 
menolak dengan alasan usianya yang telah lanjut dan memiliki 
banyak anak, serta dia seorang pencemburu berat. 


Rasulullah & memandang bahwa Ummu Salamah perlu 
dipelihara (dengan dinikahi) sebagai balasan atas jasa-jasanya dan 
jasa-jasa suaminya terhadap Islam. Hal ini sama dengan 
penghargaan negara-negara modern terhadap keluarga tentara 
yang gugur di medan perang baik berupa penghormatan, 
tunjangan dan lainnya. Nabi & merasa perlu menghiburnya dan 
merawat anak-anaknya, karena beliau melihatnya sangat sedih 
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ketika ditinggal wafat suaminya. Beliau pun bersabda kepadanya, 
“Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku 
dan berilah aku karunia dengan yang lebih baik darinya.” Ummu 
Salamah berkata, “Ternyata Allah & memberiku ganti yang lebih 
baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah ġġ.” Nabi & juga 
menikahkan putra Ummu Salamah dengan Umamah binti 
Hamzah bin Abdul Muththalib yang diperebutkan oleh Ali, Ja'far 
dan Zaid. 


Ummu Salamah berkata kepada Nabi @ ketika beliau 
melamarnya, “Ada tiga hal pada diriku: Usiaku telah lanjut, aku 
memiliki banyak anak dan aku seorang pencemburu berat.” Maka 
Nabi & bersabda, “Aku lebih tua darimu. Adapun anak-anak, 
serahkanlah kepada Allah. Sedangkan tentang cemburu, aku akan 
berdoa kepada Allah agar menghilangkannya darimu.” Dan 
memang terjadi sesuai yang didoakan Nabi &. 


Zainab binti Khuzaimah dari Bani Amir bin Sha'sha'ah 

Dia adalah perempuan yang pada zaman Jahiliyyah dijuluki 
‘Ummul Masakin (ibunya orang-orang miskin). Sebelumnya dia 
adalah istri Ath-Thufail bin Al Harits bin Abdul Muththalib yang 
gugur pada perang Uhud. Dia tidak cantik dan bukan anak-anak, 
karena usianya telah melewati usia muda. Nabi & menikahinya 
untuk melindunginya dan karena kasihan terhadap anak-anaknya, 
serta untuk menggantikan suaminya yang gugur di medan jihad. 
Akan tetapi dia hanya hidup bersama Nabi & dua bulan atau tiga 
bulan saja, lalu wafat. 
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Juwairiyyah Binti Al Harits 

Ayahnya adalah pemimpin Bani Al Mushthalig yang telah 
menghimpun banyak pasukan untuk memerangi Nabi &. Ketika 
dua pasukan bertempur dalam perang Al Muraisi' atau perang 
Bani Al Mushthalig pada tahun 5 Hijriyyah, Nabi & menawarkan 
kepadanya agar masuk Islam, tapi mereka menolak. Akhirnya 
beliau pun memerangi mereka dan menang. 


Pada waktu itu Juwairiyyah menjadi tawanan perang Tsabit 
bin Qais. Saat itu dia adalah istri Musafi' bin Shafwan Al 
Mushthaligi. Kemudian Tsabit menjadikannya budak mukatab 
dengan utang tujuh Ugiyyah emas yang harus dibayarnya (sebagai 
syarat pembebasannya). Akan tetapi dia (Juwairiyyah) tidak 
memilikinya dan tidak menemukan orang yang bisa menolongnya 
selain Rasulullah Æ. Maka dia pun menemui Rasulullah, lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah putri Al Harits bin Abi 
Dhirar, pemimpin Bani Al Mushthalig. Sekarang aku menjadi 
tawanan perang sebagaimana yang engkau ketahui. Aku menjadi 
tawanan Tsabit bin Qais, lalu aku berusaha memerdekakan diriku. 
Dan sekarang aku datang kepadamu (untuk minta bantuan).” 
Maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau mau 
yang lebih baik dari itu?” Juwairiyyah bertanya, “Apakah itu, 
wahai Rasulullah?” Nabi & menjawab, “Aku membayarkan 
utangmu, lalu aku menikahimu?” Juwairiyyah berkata, “Baik.” 
Nabi & bersabda, “Aku akan melakukannya.” 


Berita tersebut akhirnya terdengar oleh masyarakat. Mereka 
pun tahu bahwa Nabi & menikahi Juwairiyyah binti Al Harits. 
Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, “Mereka 
(Bani Al Mushthalig) telah menjadi keluarga Rasulullah & (karena 


hubungan pernikahan) dan tidak boleh ada tawanan dari kalangan 
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mereka yang menjadi milik kita.” Akhirnya mereka pun 
membebaskan tawanan perang Bani Al Mushthalig. Oleh karena 
itulah Aisyah 4 berkata, “Kami tidak mengetahui perempuan 
yang lebih membawa berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyyah.” 


Semula Juwairiyyah bernama Barrah, lalu 
Nabi & menggantinya menjadi Juwairiyyah. Tidak berapa lama 
akhirnya Bani Al Mushthalig masuk Islam dan bergabung dalam 
barisan orang-orang yang membela Islam, setelah sebelumnya 
mereka berada dalam barisan musuh. Ini berarti bahwa pernikahan 
Nabi & dengan Juwairiyyah bertujuan untuk kebaikan Islam dan 
memperkuat barisan penduduk Islam. 


Ummu Habibah Binti Abu Sufyan Bin Harb 


Namanya adalah Ramlah. Dia masuk Islam meskipun 
ayahnya menentangnya. Kemudian dia hijrah bersama suaminya, 
Ubaidillah bin Jahsy menuju Habsyah. Akan tetapi suaminya 
menjadi penganut Nashrani di Habsyah, lalu dia berusaha 
mengajaknya untuk masuk Nashrani, tapi dia (Ummu Habibah) 
menolak. Akhirnya suaminya menceraikannya, lalu dia wafat. 


Maka balasan apa yang pantas diberikan Nabi & kepada 
perempuan yang masuk Islam meskipun ayahnya menentangnya 
dan termasuk musuh Nabi & yang paling kuat dan paling keras? 
Balasan apa yang pantas diberikan kepada perempuan yang hijrah 
ke Habsyah untuk mempertahankan agamanya meskipun dengan 
resiko mengalami penderitaan dan bahaya? Balasan apa yang 
pantas diberikan kepada perempuan yang suaminya masuk agama 
Nashrani ketika keduanya dalam keterasingan, dan suaminya 
mengajaknya masuk Nasrani, tapi ditolak olehnya sehingga 
suaminya menceraikannya? 
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Tentu saja Nabi & tidak menemukan cara untuk membalas 
jasa dan kebaikannya selain daripada menikahinya meskipun dia 
(Ummu Habibah) berada di Habsyah. Pernikahan itu terjadi pada 
tahun 6 atau 7 Hijriyyah. Nabi & bermaksud melindunginya dari 
perasaan keterasingan dan kesendirian serta kemiskinan, dengan 
harapan hati ayahnya yang seorang tokoh pentolan syirik menjadi 
lunak. 


Ummu Habibah tidak kembali dari Habsyah kecuali pada 
tahun gencatan senjata bersama Khalid bin Sa'id pada tahun 7 
Hijriyyah pada saat terjadi perang Khaibar. 


Zainab Binti Jahsy Bin Ri'ab 
Dia adalah putri bibi Nabi 8, yaitu Umaimah binti Abdul 
Muththalib. 


Ada kisah tentang pernikahan Nabi @ dengan Zainab yang 
dicampur dengan kekeliruan dan tidak sesuai dengan fakta dan 
kebenaran. Kemudian sebagian musuh Islam membumbui kisah 
tersebut dengan kebohongan dan membesar-besarkannya dengan 
tujuan untuk menyerang kesucian Nabi $. Mereka pura-pura tidak 
tahu debu kotoran mereka tidak sampai melewati telapak kaki 
mereka yang kotor, maka bagaimana bisa debu tersebut sampai ke 
bintang Gemini? (yakni bila diri mereka saja sudah kotor maka 
bagaimana bisa mereka menyerang Nabi @ yang suci?). 


Fakta-Fakta yang Membantah Kebatilan dan Kedustaan 


Zaid bin Haritsah Al Kalbi adalah orang yang pada masa 
= Jahiliyyah menjadi tawanan, lalu dia dibeli oleh Khadijah binti 
Khuwailid &, lalu diberikan kepada Nabi. Kemudian 
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Nabi $ mengangkatnya menjadi anak di Makkah sebelum beliau 
diangkat menjadi nabi. Saat itu Zaid berusia 8 tahun. Kemudian 
ayahnya, Haritsah mengetahui tempatnya lalu pergi untuk 
menebusnya. Ketika ayahnya bertemu dengan Nabi, Nabi 
menyuruh Zaid memilih, “Bila Zaid memilih kalian, maka dia 
menjadi milik kalian. Tapi bila dia memilihku, demi Allah aku tidak 
akan memilih orang lain setelah ada orang yang memilihku.” 


Zaid akhirnya mengetahui ayahnya dan pamannya. Akan 
tetapi dia lebih memilih Nabi &. Ketika Nabi melihat apa yang 
dilakukan Zaid, beliau pun membawanya ke Hajar Aswad lalu 
mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa Zaid adalah 
putranya yang akan mendapat warisannya. Maka Zaid pun 
menjadi senang, dan begitu pula saudaranya. Sejak saat itu Zaid 
dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sampai datang Islam 


dan turun ayat, meli på seo “Panggilah mereka (anak-anak angkat 


itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka” (Qs. Al Ahzaab 
[33]: 5) 


Maka sejak turunnya ayat tersebut Zaid dipanggil “Zaid bin 
Haritsah” dan anak-anak angkat juga dipanggil dengan nama 
ayah-ayah mereka. 

Kemudian Nabi & mengetahui dari wahyu bahwa Zaid 
akan menikahi Zainab, lalu Zaid akan menceraikannya dan 
kemudian Zainab: dinikahi Nabi & setelahnya. Hal ini ' untuk 
menghilangkan tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan istri 
anak angkat. Kemudian beliau melamar Zainab binti Jahsy (putri 
bibinya) untuk Zaid. Akan tetapi Zainab menolak dan saudara laki- 
lakinya juga menolak, karena Zainab perempuan bangsawan 
sementara Zaid seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi &. 
Maka turunlah ayat, 
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“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak 

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya 

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan 

(yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai 

Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat sesat yang 
nyata.” (Os. Al Ahzaab (33): 36). 


Maka tidak ada jalan lain bagi Zainab dan saudara laki- 
lakinya kecuali menaati keputusan Allah dan Rasul-Nya. Lalu 
Nabi & menikahkan Zainab dengan Zaid dan memberi maharnya 
sebagai ganti dari mahar yang seharusnya diberikan Zaid yaitu 60 
dirham, sebuah kerudung, selimut, baju besi, kain sarung, 50 mud 
makanan dan 30 sha' kurma. 


Akan tetapi Zainab tetap tidak bisa menerima Zaid karena 
gengsi dengan kebangsawanannya. Dia tetap merasa lebih tinggi 
dari Zaid dan membanggakan diri di hadapannya. Dia kerap 
bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti 
perasaan Zaid. Bahkan dia tidak mau disentuh oleh Zaid 
sebagaimana yang biasa dilakukan suami terhadap istrinya. 

. Maka pada suatu hari Zaid menghadap Nabi &, lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, Zainab bersikap kasar terhadapku 
dengan lidahnya (memaki-maki) dan aku ingin menceraikannya.” 
Maka Nabi & bersabda kepadanya, “Pertahankan istrimu dan 
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bertakwalah kepada Allah dalam mengurusnya dan jangan 
ceraikan dia!” 


Nabi & telah mengetahui berdasarkan wahyu bahwa Zaid 
akan menceraikan Zainab, lalu beliau akan menikahi Zainab 
setelahnya, karena pernikahan tersebut merupakan syariat dari 
Tuhan Yang Maha Bijaksana untuk menghilangkan tradisi bangsa 
Arab yang mengharamkan istri anak angkat sebagaimana mereka 
mengharamkan istri anak laki-laki. 


Pemikahan Nabi & dengan Zainab pada tahun 5 Hijriyah 
adalah contoh yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh 
bangsa Arab yang sebenarnya tidak haram. Tidak ada orang selain 
Nabi & yang bisa menghilangkan tradisi yang sudah mengakar 
kuat pada bangsa Arab, karena tradisi tersebut telah berjalan 
turun-temurun dari generasi ke generasi, yaitu bahwa istri anak 
angkat haram bagi orang yang mengangkat anak angkat (ayah 
angkat), sebagaimana haramnya istri anak laki-laki asli. Tradisi ini 
tetap mereka laksanakan dan sudah menjadi keyakinan mereka. 
Oleh karena itu pelenyapan tradisi ini sangat berdampak positif 
karena dapat menghilangkan tradisi lama yang merusak dan dapat 
membuka mata serta hati masyarakat, sehingga mereka mengenal 
syariat baru tersebut. 


Oleh karena itu Al Qur'an harus menurunkan ayat yang 
"membatalkan tradisi dan kepercayaan bangsa Arab tersebut dan 
menyuruh Nabi & melakukan usaha yang bisa membatalkannya. 
Mungkin ada yang bertanya, “Mengapa Al Qur'an tidak menurun- 
skan ayat tanpa harus menyuruh Nabi #& melakukannya untuk 
.menghilangkan tradisi jelek tersebut?” 
| Jawabannya adalah, bahwa karena tradisi tersebut sudah 
mengakar kuat dalam masyarakat Arab, sehingga ia tidak bisa 
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dihilangkan kecuali dengan contoh nyata dalam perbuatan yang 
dilakukan orang yang menyampaikan syariat dan menerapkannya 
serta menjadi pelindungnya dan teladan terbaiknya, yaitu Nabi &. 
Hanya saja Nabi & tidak dibolehkan menerapkannya secara 
langsung (tanpa melalui proses) meskipun beliau telah mengetahui- 
nya berdasarkan wahyu, baik terhadap Zaid maupun terhadap 
selain Zaid, untuk menghindari ucapan orang-orang bahwa 
“Muhammad telah menikahi istri putranya.” 


Oleh karena itulah Allah & mencela Nabi Æ yang me- 
nyembunyikan wahyu yang diketahui dalam dirinya karena takut 
pada manusia, padahal Allah % adalah yang paling berhak ditakuti 
dalam segala hal, sehingga Nabi & memang harus melakukan apa 
yang dibolehkan dan diizinkan. Oleh sebab itu yang lebih utama 
ketika Zaid mengadu kepadanya adalah agar beliau diam atau 
menyerahkan urusan tersebut kepada Zaid untuk menyelesaikan 
masalah Zainab. Inilah arti dari firman Allah &, 


r r 


C PE ae s i Aa KEF 


Del e KIN KS 
O li MO K e ai Pra 


“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang 


... Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 195 


memberi nikmat kepadanya, “Tahanlah terus istrimu dan 
bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di 
dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu 
takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk 
kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan 
terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan 
dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak 
angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. 
Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Qs. Al Ahzaab (33): 
37). 


Tentang redaksi, wc Xi A “Orang yang Allah telah 


melimpahkan nikmat kepadanya,” maksudnya adalah nikmat 
Islam, nikmat dimerdekakan, dirawat dan diangkat menjadi anak. 
Sedangkan redaksi, wax Al G GLS 3 35 “Sedang kamu 
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya,” maksudnya adalah menyembunyikan wahyu 
yang telah diketahuinya bahwa Zaid akan menceraikan Zainab, lalu 


Nabi #& menikahinya. Adapun tentang redaksi, (en “Harajun,” 


artinya adalah keberatan dan kesulitan. Sedangkan redaksi, ekes 
“Ad 'iyaaihim,” artinya adalah anak-anak angkat. 


Kemudian setelah celaan ada ketetapan fakta, bahwa 
Nabi & tidak dicela karena menjalankan perintah Allah, karena 
yang demikian adalah cara yang Allah perintahkan kepada para 
nabi sebelumnya agar melakukannya, dan ketetapan Allah itu pasti 
terjadi. 
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Kemudian setelah ketetapan tersebut ada celaan lain yang 
menyatakan bahwa para nabi terdahulu yang menempuh metode 
Ilahi hanya menyampaikan risalah Allah dan hanya takut kepada- 
Nya. Mereka tidak peduli terhadap seorang manusia pun sehingga 
mereka tidak merasa berat untuk melakukan sesuatu yang 
dibolehkan Allah kepada mereka, dan Allah memberi kelonggaran 
kepada mereka baik dalam masalah pernikahan maupun masalah 
lainnya. Mereka memiliki istri-istri resmi dan istri-istri selir. 


Allah & berfirman, 


LA 202 A gror ers 3 PETA 


Ya 

“Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang 

telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang 

demikian) sebagai Sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu 

dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti 

berlaku, (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah 

Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut 

kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah 
sebagai pembuat perhitungan.” (Os. Al Ahzaab (33): 38-39). 


Dengan adanya syariat yang diterapkan ini yang mana 
Rasulullah menanggung beratnya, Al Qur'an telah menetapkan 


-~ hubungan antara orang yang mengangkat anak dengan orang 


| yang dijadikan anak angkatnya dan juga hubungan antara orang 
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yang mengangkat anak dengan istri anak angkat. Allah 
menjelaskan bahwa anak angkat bukan anak orang yang 
mengangkatnya, meskipun dalam tradisi masyarakat Arab anak 
angkat dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya menjadi 


anak. 


Al Qur'an hendak menghilangkan tradisi yang sudah 
mendarah daging di kalangan masyarakat Arab. Allah # membuat 
perumpamaan kepada mereka dengan dua contoh yang bisa 
dirasakan. Yang pertama adalah bahwa Allah tidak menjadikan 
dua hati dalam satu tubuh: yang kedua adalah bahwa Allah tidak 
menjadikan seorang perempuan sebagai ibu bagi seorang laki-laki 
dan sekaligus sebagai ibunya, meskipun laki-laki tersebut telah 
mengharamkannya atas dirinya dengan berkata, “Kamu bagiku 
seperti punggung ibuku.” Dan seorang manusia juga tidak menjadi 
anak dari dua laki-laki, dimana yang pertama adalah ayah kandung 
dan yang kedua ayah angkat. Akan tetapi seseorang itu hanya 
menjadi anak dari satu orang, yaitu ayah kandung yang wajib 
dinasabkan kepadanya. 


Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa anak angkat tidak 
berhak mewarisi harta ayah angkatnya, dan bahwasanya istri anak 
angkat tidak haram bagi ayah angkatnya. 


Allah & berfirman, 
CLL PA E> Bri - II ser an NG 
Ina Lag au Sa Ja ja 


LAN Ja Ka 25 re a 


DI XI Bait Ap PP & EA A 
SAY A RS Ja A Kea 3 > A 
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24 =, 


; SIS É KÍ; aa IE Ka PA Trik 
OS Kat 1 


“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 
hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 
kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak- 
anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian 
itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Os. Al Ahzaab (33): 4-5). 


Pernikahan Nabi & dengan Zainab adalah pernikahan 
sekufu, disamping dia juga taat kepada perintah Allah dan Rasul- 
Nya, karena sebelumnya dia mau menikah dengan Zaid yang 
notabene seorang budak yang dimerdekakan. Zainab adalah 
perempuan bangsawan dari jalur ayah dan ibu, disamping itu dia 
hidup dalam masyarakat yang sangat menghormati kebangsawan- 
an dan nasab sampai tingkat yang berlebihan. 
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Bagi orang-orang yang menyerang kesucian pribadi 
Nabi & dengan menyebutkan kisah-kisah batil, hendaknya mereka 
menanyakan pada diri mereka sendiri, “Apakah Nabi & tidak 
mengenal Zainab atau tidak mengetahui kecantikannya padahal dia 
adalah putri bibinya?” Beliaulah yang melamar Zainab untuk Zaid. 
Bahkan beliaulah yang memaksanya agar mau menikah dengan 
Zaid. 


Mengapa beliau menikahkan Zaid dengan Zainab dan tidak 
beliau sendiri yang menikahi Zainab? Padahal kalau beliau mau, 
tentu hal tersebut sangat mudah baginya. Mana yang lebih utama 
bagi beliau, apakah menikahinya saat masih gadis atau menunggu 
dia dicerai oleh mantan budaknya? Apakah masuk akal bila beliau 
merasa keberatan dengan pernikahan tersebut yang mana Allah 
telah mewahyukannya kepadanya, lalu beliau tidak mengabarkan- 
nya karena takut terhadap orang-orang, sementara disisi lain beliau 
tidak merasa keberatan bila orang-orang mengatakan bahwa beliau 
kagum dengan kecantikan istri mantan budaknya, lalu menikahinya 
setelah dicerai? 


Nabi & adalah orang yang mengemban tugas besar 
sebagai Rasul sehingga tidak pantas beliau tertawan dengan 
kecantikan perempuan. Oleh karena itu tidak ada syubhat 
(tuduhan) yang pantas dilontarkan untuk menyerang pernikahan ini 
yang merupakan perintah Allah dengan tujuan untuk menghilang- 
kan tradisi yang sudah mengakar kuat di kalangan masyarakat 
Arab, dan kemudian diganti dengan undang-undang baru yang 
menghapusnya. 


Ayat-ayat Al Qur`an menjelaskan masalah-masalah tersebut 
dengan gamblang dan memaparkan tujuan pernikahan tersebut, 


200 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


sehingga ini merupakan bantahan telak bagi tukang dongeng dan 
pembawa berita palsu yang merupakan musuh-musuh Islam. 


Shafiyyah Binti Huyay Bin Ahkthab 


Dia adalah perempuan Yahudi yang dinikahi oleh dua laki- 
laki Yahudi. Yang pertama adalah Sallam bin Misykam dan yang 
kedua adalah Kinanah bin Ar-Rabi' bin Abi Al Hugaig. Pada waktu 
terjadi perang Khaibar tahun 7 Hijriyyah dia menjadi tawanan, lalu 
Dihyah Al Kalbi meminta kepada Rasulullah & agar diberi 
tawanan perempuan. Lalu Nabi bersabda, “Pergilah dan ambillah 
seorang tawanan perempuan!” Lalu Dihyah mengambil Shafiyyah. 
Maka para sahabat mendatangi Rasulullah $, dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, Shafiyyah adalah putri pemimpin Bani 
M@uraizhah dan Bani An-Nadhir, dia tidak layak kecuali 
denganmu.” Maka beliau pun bersabda kepada Dihyah, “Ambillah 
tawanan lain selain dia.” Kemudian beliau menyuruh Shafiyyah 
memilih apakah ingin dikembalikan kepada kaumnya atau 
dimerdekakan dan dinikahi olehnya. Maka Shafiyyah memilih 
dinikahi Nabi &. 

Sebelum peristiwa tersebut, saat masih menjadi istri 
Kinanah, Shafiyyah pernah bermimpi melihat bulan jatuh di 
kamarnya, lalu dia menceritakan mimpinya kepada suaminya, 
Kinanah. Maka Kinanah berkata, “Rupanya engkau ingin menikah 


” 


dengan raja Hijaz, Muhammad.” Lalu Kinanah menampar 
wajahnya hingga kedua matanya membiru. Ketika orang-orang 
membawa Shafiyyah kepada Rasulullah &, beliau melihat bekas 
tamparan tersebut di matanya. Beliau pun menanyakan 


kepadanya, lalu Shafiyyah menceritakan tentang mimpi tersebut. 
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Apakah berdosa bila Rasulullah Æ menikahi tawanan 
perempuan yang merupakan putri dari pemimpin kaumnya? 


Seandainya Shafiyyah menjadi milik orang lain, tentu 
selama hidupnya dia akan menderita dan merana, serta akan 
merasa turun martabatnya. Cukuplah sebagai bukti akan hal ini 
bahwa Nabi & pernah menemuinya pada suatu hari dan 
didapatinya dia sedang menangis. Maka beliau pun bertanya 
kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Shafiyyah 
menjawab, “Aku mendengar bahwa Aisyah dan Hafshah 
menghinaku dengan mengatakan, "Kami lebih baik dari Shafiyyah, 
karena kami adalah putri-putri paman Rasulullah & dan istri- 
istrinya.” Maka Nabi & bersabda kepadanya, “Mengapa tidak 
kamu katakan kepada mereka, 'Bagaimana kalian bisa merasa 
lebih baik dariku sedang nenek moyangku adalah Nabi Harun, 
pamanku Nabi Musa dan suamiku Muhammad &?” 


Apakah berdosa bila Nabi @ menikahi tawanan 
perempuan yang disuruh memilih apakah akan dimerdekakan dan 
dikembalikan kepada kaumnya atau menjadi istrinya? Lalu dia 
memilih untuk menjadi istrinya?. 


Maimunah Binti Al Harits Bin Hazg Al Hilaliyyah 


Maimunah memiliki banyak hubungan dengan tokoh-tokoh 
Arab, karena dia memiliki beberapa saudara kandung yaitu: Ummu 
Al Fadhl Lubabah Al Kubra, istri Al Abbas bin Abdul Muththalib, 
paman Nabi &, kemudian Lubabah Ash-Shughra yang menjadi 
istri Al Walid bin Al Mughirah dan sekaligus ibunda Khalid bin Al 
Walid, kemudian Ishamah yang menjadi istri Ubay bin Khalaf Al 
Jumahi, kemudian Azzah yang menjadi istri Ziyad bin Abdullah Al 
Hilali. 
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Dia juga memiliki beberapa saudara perempuan seibu, 
yaitu: Asma‘ binti Umais yang menjadi istri Ja'far bin Abi Thalib, 
lalu menjadi istri Abu Bakar Ash-Shiddig setelah Ja'far gugur 
dalam perang Mu'tah. Dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar 
pada waktu Haji Wada'. Kemudian Salma binti Umais yang 
menjadi istri Hamzah bin Abdul Muththalib, kemudian Salamah 
binti Umais yang menjadi istri Abdullah bin Ka'b bin Munabbih Al 
Khats'ami. 

Lalu apakah yang menyebabkan Nabi & menikahinya? 


Suaminya yang kedua wafat, lalu Al Abbas bin Abdul 
Muththalib bertemu Nabi & pada waktu beliau sedang 
menunaikan Umrah Qadha. Lalu dia berkata kepadanya, “Wahai 
Rasulullah, Maimunah binti Al Harits menjadi janda, apakah Anda 
mau menikahinya?” Maka Rasulullah mau menikahinya. 


Dalam kisah lain disebutkan bahwa setelah Nabi & 
kembali dari Khaibar dan pergi menuju Makkah untuk menunaikan 
Umrah pada tahun 7 Hijriyyah, datanglah Ja'far bin Abi 
Thalib dari Habsyah. Lalu Ja'far melamar Maimunah binti 
Al Harits untuk Nabi & dan Maimunah menerimanya, . lalu 
Maimunah menyerahkan urusannya kepada Al Abbas, lalu 
Nabi & menikahinya. 

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam pernikahan ini: 

Pertama: Salah satu saudara perempuan sekandungnya 
adalah istri Al Abbas, paman Nabi Æ. Sementara salah satu 
saudara perempuan seibunya adalah istri Ja'far bin Abi Thalib. 
Sedangkan saudara perempuannya yang lain adalah istri Hamzah, 
paman Nabi &. Al Abbas, Hamzah dan Ja'far adalah salah satu 
kerabat terdekat Nabi & yang paling dicintainya dan paling besar 
loyalitasnya terhadap beliau dan Islam. 
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Kedua: Al Abbas adalah paman Nabi & (dari jalur ayah), 
sedangkan Ja'far adalah putra pamannya. Keduanya menawarkan 
Maimunah kepada beliau dengan terang-terangan karena ingin 
memuliakan Maimunah dan keduanya, dan Nabi #& meresponnya 
karena budi pekerti beliau yang agung. 


Ketiga: Saudara-saudara perempuan Maimunah baik 
saudara kandung maupun saudara seibu adalah istri-istri para 
tokoh Islam yang membela Islam disebabkan hubungan 
kekeluargaan tersebut. 


Keempat: Tidak ada yang perlu dicemburui pada diri 
Maimunah, karena dia janda yang pernah menikah dua kali. 


Kelima: Dialah perempuan yang menawarkan dirinya 
kepada Nabi &, dan tentang dirinya Allah & menurunkan ayat, 


53 aLr 


ar ai ai a i K E 


Ll rer Te asr ETI LX 2 2. Gp Para 
de Dea Dil Ea Bean EKE LAS 


JA AB EN aa KR Ega A 


- 


EAFA] os ya NA KA GS 


“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 
istri- istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba 
sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh 
dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan | 
(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki 
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bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 
bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan 
anak-anak perempuan dari saudara perempuan. ibumu yang turut 
hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan 
dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai 
pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (Os. 
Al Ahzaab (33): 50). 

Nabi & -karena keluhuran akhlaknya- tidak ingin me- 
ngecewakan pamannya Al Abbas dan putra pamannya Ja'far. 
Beliau juga tidak ingin merendahkan martabat perempuan yang 
menawarkan dirinya kepadanya. Disamping itu beliau menikahinya 
dengan harapan dapat memperkuat Islam dan kaum muslimin. 
Maka beliau pun menikahinya. Semula namanya adalah Barrah, 
lalu beliau menamainya Maimunah. 


Mariyah Al Oibthiyyah 

Nabi & mengirim Hathib bin Abi Balta'ah sebagai delegasi 
dengan membawa surat untuk diberikan kepada Mugaugis, 
penguasa Iskandariyyah dan Mesir pada tahun 6 Hijriyyah. Isi surat 
tersebut adalah mengajaknya masuk Islam. Mugaugis menerima 
utusan Nabi @ dan surat tersebut dengan baik, kemudian dia 
mengirim hadiah khusus untuk Nabi &, yaitu Mariyah Al 
@ibthiyyah dan disertai saudara perempuannya yaitu Sirin, serta 
laki-laki yang dikebiri (kasim) yang bernama Ma'bur. Dikatakan 
. pula bahwa Mugaugis mengirim empat gadis bersama Mariyah Al 
Oibthiyyah. 

Lalu Rasulullah $ memberikan Sirin kepada Hassan bin 
Tsabit dan melahirkan putranya yaitu Abdurrahman, sementara 
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Nabi sendiri mengambil Mariyah sebagai istrinya dan melahirkan 
putra beliau yaitu Ibrahim. Lalu apakah yang ditunggu selain itu? 


Apakah layak bagi Nabi menolak Mariyah yang merupakan 
hadiah: dari Mugaugis yang diberikan atas namanya? Mugaugis 
menerima surat Nabi dan utusannya dengan baik, lalu memberi 
hadiah kepada beliau. Maka sangat tidak layak bila hadiah tersebut 
ditolak, mengingat Nabi & sedang berdakwah menyebarkan 
agama Islam dan berusaha menaklukkan negeri-negeri, serta 
berusaha menarik simpati massa agar memiliki banyak pendukung. 


Apakah merupakan akhlak yang baik bila beliau 
memberikan hadiah tersebut kepada orang lain, sementara 
Mugaugis memberinya khusus untuk beliau? 


Seandainya beliau melakukannya tentunya beliau telah 
berbuat tidak baik kepada Mugaugis dan Mariyah, karena tindakan 
beliau sama saja menolak Hibah atau gengsi menerimanya. 


Oleh karena itu, sudah selayaknya beliau menjadikannya 
sebagai istri untuk menyenangkan Mugaugis dan untuk me- 
nyenangkan Mariyah, disamping untuk menunjukkan bahwa hal 
tersebut dibolehkan. 


Kesimpulan Umum dari Pembahasan Ini 


Pertama: Pernikahan Nabi & adalah untuk tujuan agama, 
bukan tujuan duniawi: juga karena ada hikmah tersembunyi di 
dalamnya, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Tujuan 
lainnya adalah untuk mengokohkan dakwah Islamiyah dan 


menyebarkannya, bukan untuk bersenang-senang dan mencari . 


kenikmatan. 
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Melalui pernikahannya dengan Khadijah beliau telah 
mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan setiap manusia dan 
setiap rasul sebelum beliau yaitu rumah, istri, anak dan cucu. 


Terkadang beliau sengaja menikah dengan tujuan 
mempererat hubungan kekerabatan agar cinta semakin terjalin di 
antara mereka dan orang yang ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya 
semakin ikhlas. Terkadang beliau juga menikah dengan tujuan 
untuk memperbanyak anggota keluarga karena hubungan 
pernikahan (yaitu perbesanan) agar mereka saling tolong- 
menolong dan membantu dalam menegakkan agama Allah di 
masyarakat yang menganggap bahwa hubungan kekeluargaan 
karena pernikahan merupakan hubungan baik yang bisa 
melahirkan kemenangan. 


Terkadang Nabi juga menikah dengan tujuan memuliakan 
perempuan tua yang sudah tidak diminati kaum laki-laki, karena 
perempuan tersebut menyerahkan dirinya kepada beliau, lalu 
beliau menikahinya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya 
sesuai keinginannya. 


Terkadang Nabi juga menikah dengan tujuan memuliakan 
suatu kaum yang ingin menjadi mulia karena menjadi keluarga 
beliau disebabkan hubungan perbesanan. Oleh karena itulah Umar 
sangat sedih ketika ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa 
Nabi & telah menceraikan Hafshah, yang mana kesedihannya 
tidak hilang kecuali setelah beliau mendapat kabar yang 
sesungguhnya bahwa Nabi & tidak menceraikan Hafshah. Begitu 
pula Ali bin Abi Thalib yang sangat ingin menikahkan saudara 
perempuannya yaitu Ummu Hani' binti Abu Thalib dengan 
Nabi &, padahal dia adalah putra paman Nabi, anak asuhnya dan 
. suami dari putri beliau yaitu Fatimah. Akan tetapi Ummu Hani‘ 
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khawatir tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena dia 
memiliki banyak anak yang bisa mengganggu tugasnya sebagai 
istri. 

Terkadang Nabi œ menikah dengan tujuan untuk 
meringankan beban keluarganya dari pihak istri agar mereka tidak 
semakin dibenci musuh, dengan harapan musuh berhenti 
menyakitinya. 


Terkadang Nabi & menikah dengan tujuan menghibur, 
menggantikan keluarga yang wafat dan memberi semangat 
terhadap jihad. Yaitu dengan menikahi janda yang kehilangan 
suami dan keluarganya yang membela Islam (dalam jihad): karena 
dengan menikahinya akan menjadi kebaikan baginya dan anak- 
anaknya, dan akan menenangkan para mujahidin, karena mereka 
tidak khawatir lagi akan nasib istri dan anak-anak mereka 
(seandainya mereka gugur di medan jihad), karena mereka paham 
bahwa Nabi & dan kaum muslimin akan melindungi dan merawat 
keluarga mereka bila mereka gugur dalam medan jihad. Tidak 
diragukan lagi bahwa ketenangan ini menjadi pendorong bagi 
mereka untuk berjihad, sehingga gugur sebagai syahid lebih mulia 
bagi mereka daripada hidup. 


Kedua: Berdasarkan uraian yang membahas tentang 
pernikahan Nabi #&, dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau 
tidak menikah setelah Khadijah 4 wafat kecuali ketika usia beliau 
menginjak 50 ke atas. Dan ini adalah usia yang mana seorang laki- 
laki tidak begitu bernafsu lagi terhadap perempuan atau tidak 
begitu tertarik dengan kenikmatan seksual. Dan jelas sekali bahwa 
Nabi & tidak menikah kecuali setelah tiga tahun wafatnya 
Khadijah. 
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Ketiga: Seluruh istri beliau -selain Aisyah- adalah janda, 
dan mayoritas dari mereka telah berusia lanjut. Mengapa beliau 
tidak memilih istri-istrinya atau memilih sebagiannya dari golongan 
gadis cantik yang masih perawan?. Padahal hal tersebut sangat 
mudah bagi beliau bila beliau menginginkannya. Mana yang lebih 
dicari laki-laki yang haus terhadap perempuan, gadis ataukah 
janda? Remaja atau nenek-nenek? 


Bukankah dengan menikahi janda-janda dan wanita-wanita 
tua menunjukkan bahwa Nabi & bukan orang yang haus seks 
sebagaimana yang dituduhkan musuh-musuh Islam?. 

Keempat: Tidak diragukan lagi bahwa istri-istri 
Nabi & telah memberi sumbangsih besar terhadap Islam dengan 
fakta-fakta sejarah tepercaya dan hukum-hukum, baik dalam 
masalah-masalah pokok (Ushu maupun masalah-masalah cabang 
(furu). Merekalah yang meriwayatkan hadits-hadits yang diucapkan 
Nabi & di rumahnya yang tidak didengar oleh selain mereka, dan 
merekalah yang membenarkan riwayat sebagian hadits yang 
didengar oleh selain mereka. Mereka sangat antusias 
meriwayatkan hadits dari Nabi @; bahkan riwayat-riwayat dari 
orang lain pun mereka sangat antusias menghapalnya. 


Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair 
bahwa Aisyah & berkata kepadaku, “Wahai putra saudara 
perempuanku, Abdullah bin Amr sedang pergi kemari untuk 
menunaikan Haji, pergilah dan temui dia, karena dia memiliki 
banyak ilmu dari Rasulullah &.” Maka Urwah pun kembali kepada 
Aisyah dengan membawa hadits tentang ilmu, “Sesungguhnya 
Allah & tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut” (Al Hadits). 
Kemudian Aisyah berdiskusi dengannya dan menguji hapalannya 
dengan mengirimnya kepada Abdullah bin Amr pada tahun depan, 
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sampai riwayat tersebut benar-benar dia yakini, sehingga dia 
berkata, “Demi Allah, dia benar.” 


Allah & berfirman, 


Len ea 3 IE GI, 
WM KEL KE ai, 


“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat- 
ayat Allah dan hikmah (Sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al Ahzaab (33): 
34). 


Nabi & bersabda, 


r 


TA RS Lema Me Oa 
Be una AS pa RA Gi 
s p6 GAA Ba Ja i Sa ash 


Ana AA A 


“Semoga Allah mengelokkan rupa orang yang 
mendengarkan  ucapanku kemudian  menghapalnya, lalu 
menyampaikannya. Mungkin saja seseorang yang membawa ilmu 
itu bukanlah seorang yang pandai, dan mungkin juga seseorang 
menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya.” 


Asy-Syirazi æ berkata: Bab pernikahan yang sah: 
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Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. 
Apabila seorang perempuan mengadakan akad nikah 
(tanpa wali) maka nikahnya tidak sah. Akan tetapi 
menurut Abu Tsaur, apabila dia melakukan akad nikah 
dengan seizin walinya maka nikahnya sah. Alasannya 
adalah karena dia termasuk orang yang boleh 
melakukan perbuatan sendiri. Dia dilarang menikah 
karena ada hak wali, sehingga apabila walinya 
mengizinkannya maka hilanglah larangan tersebut: 
seperti budak yang diizinkan majikannya untuk 
menikah. Akan tetapi hal ini salah, berdasarkan riwayat 
Abu Hurairah 4 secara marfu’, 


Gs a Sad EN 


“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan, 
dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya 
sendiri.” Disamping itu perempuan tidak bisa dipercaya 
dalam hal kemaluannya, karena akalnya kurang dan 
mudah terpedaya (mudah dirayu) sehingga dia tidak 
boleh menyerahkannya sendiri, seperti halnya orang 
yang menghambur-hamburkan hartanya. 


Sedangkan berkenaan dengan budak, dia dilarang 
karena ada hak majikan, mengingat nilainya berkurang 
bila dia menikah. Kemudian dia berhak mencari nafkah, 
sehingga bila majikannya mengizinkan, maka hilanglah 
larangan tersebut. 


Adapun bila akad nikah dilaksanakan tanpa 
adanya wali dan ditetapkan oleh hakim, maka dalam hal 
“ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 
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Pertama: Hukumnya batal. Ini adalah pendapat 
Abu Sa'id Al Ishthakhrii Karena hal tersebut 


bertentangan dengan redaksi hadits yang diriwayatkan 
oleh Aisyah æ bahwa Nabi & bersabda, 


La aa E ea AG 
ga GE Ged op i 3 Oa 5 la 
Mop Log JE Cg 


“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa 
seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, 
nikahnya batal. Apabila mereka berselisih, maka 
penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki 
wali. Apabila dia disetubuhi, maka dia berhak 
mendapatkan mahar karena kemaluannya telah 
dihalalkan.” 


Kedua: Hukumnya tidak batal. Inilah pendapat 
yang benar, karena hukumnya masih diperselisihkan 
sehingga keputusan hakim tidak batal, seperti Syuf'ah 
terhadap tetangga. Adapun tentang hadits di atas, 
maka ia bukan dalil karena masih multi-tafsir, dan ia 
seperti hadits tentang masalah Syufah terhadap 
tetangga. Apabila suaminya menyetubuhinya sebelum 
ada keputusan hakim, maka dia tidak wajib dihukum 
had. 
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Abu Bakar Ash-Shairafi berkata, “Apabila 
suaminya  bermadzhab Syafii yang meyakini 
keharamannya, maka dia wajib dihukum had, seperti 
laki-laki yang menyetubuhi perempuan di ranjangnya 
sedang dia tahu bahwa perempuan tersebut orang lain.” 


Adapun pendapat yang sesuai madzhab adalah 
yang pertama, karena persetubuhan tersebut masih 
diperselisihkan kebolehannya sehingga tidak wajib 
menerapkan hukum had padanya, seperti persetubuhan 
dalam nikah yang tidak ada saksinya. Ini berbeda 
dengan laki-laki yang menyetubuhi perempuan di 
ranjangnya sedang dia mengetahui bahwa perempuan 
tersebut orang lain, karena tidak ada syubhat dalam 
menyetubuhinya. 


Apabila dia menceraikannya, maka cerainya tidak 
sah. Sementara menurut Abu Ishag, thalaknya sah, 
karena pernikahan tersebut masih diperselisihkan 
keabsahannya sehingga cerainya berlaku, seperti 
menikahi perempuan pada masa iddah saudara 
perempuannya. Akan tetapi pendapat yang dianut 
madzhab kami adalah pendapat pertama, karena ia 
merupakan cerai yang bukan miliknya sehingga tidak 
sah, seperti orang yang menceraikan perempuan lain. 


Pasal: Apabila perempuan yang dinikahi itu 
merupakan seorang budak perempuan, maka walinya 
adalah majikannya, karena ia merupakan akad terhadap 
manfaat budak tersebut sehingga yang menjadi walinya 
adalah majikannya, seperti halnya ijarah (sewa- 
. menyewa). Sedangkan bila budak perempuan tersebut 
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milik seorang perempuan, maka yang menikahkannya 
adalah orang yang menikahkan majikan perempuannya, 
karena pernikahan tersebut menjadi hak sang majikan 
perempuan sehingga yang menikahkannya adalah 
walinya, seperti halnya pernikahannya. Akan tetapi 
sang wali tidak boleh menikahkannya tanpa seizinnya 
(majikan perempuan), karena perbuatan tersebut 
berkaitan dengan manfaat budak tersebut sehingga 
tidak dibolehkan tanpa seizinnya. 


Adapun bila majikan tersebut perempuan belum 
berumur dewasa, maka harus dilihat dulu. Apabila 
walinya adalah selain ayah dan kakeknya, maka sang 
wali tidak boleh menikahkan budak perempuan 
tersebut, karena dia tidak bisa mengelola hartanya. 
Sedangkan bila walinya adalah ayah atau kakeknya, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 

Pertama: Dia tidak bisa menikahkannya, karena 
hal tersebut merupakan penipuan terhadap hartanya, 
mengingat bisa jadi dia hamil lalu keguguran. 

Kedua: Dia bisa menikahkannya. Ini adalah 
pendapat Abu Ishag. Alasannya adalah karena majikan 


perempuan bisa memanfaatkan mahar dan nafkah serta 
dapat menjadikan anak budak tersebut sebagai budak. 
Adapun bila perempuan yang dinikahi merupakan 
perempuan merdeka, maka yang menjadi walinya 
adalah 'ashabah-nya. Dan yang paling utama adalah 
ayahnya, lalu kakeknya, lalu saudara laki-lakinya, lalu 
putra saudara laki-lakinya, lalu paman dari jalur ayah, 
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lalu putra paman. Hal ini karena perwalian dalam nikah 
berlaku untuk menghilangkan aib pada nasab, sedang 
nasab itu berhubungan dengan “ashabah. 


Adapun bila dia tidak memiliki “ashabah, maka 
yang menikahkannya adalah mantan budak yang 
dimerdekakan, lalu “ashabahnya (budak yang 
dimerdekakan tersebut), lalu majikannya, lalu “ashabah- 
nya (majikan tersebut), karena Wala‘ itu seperti nasab 
dalam '“ashabah, sehingga ia seperti nasab dalam 
pernikahan. Apabila wali tersebut tidak ada, maka yang 
menjadi walinya adalah penguasa, berdasarkan sabda 
Nabi &, “Apabila mereka berselisih, maka penguasa 
adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” 


Salah seorang dari wali tidak boleh menikahkan 
bila ada wali yang lebih dekat (dengan orang yang akan 
dinikahkan), karena hal tersebut berkaitan dengan hak 
yang didapatkan karena “ashabah, sehingga wali yang 
lebih dekat harus didahulukan, dan begitu seterusnya, 
seperti dalam masalah warisan. Sedangkan bila dua wali 
tingkatannya sama, sementara salah satunya 
berhubungan langsung dengan ayah dan ibu, sementara 
yang satunya lagi berhubungan dengan salah satu dari 
keduanya, seperti dua saudara laki-laki yang salah 
satunya seayah-seibu dan satunya lagi seayah, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 

Menurut pendapat Asy-Syafi'i yang lama (Gaul 
Qadim), keduanya sama: karena perwalian tersebut 
disebabkan kekerabatan ayah, sedang keduanya sama 
dalam kekerabatan dengan ayah. Sedangkan menurut 
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pendapatnya yang baru (Waul Jadid), orang yang 
berhubungan langsung dengan ayah dan ibu harus 
didahulukan, karena hal tersebut merupakan hak yang 
disebabkan karena  'ashabah, sehingga yang 
berhubungan langsung dengan ayah dan ibu harus 
didahulukan atas orang yang berhubungan dengan salah 
satu dari keduanya, seperti halnya dalam masalah 
warisan. Apabila keduanya sama dalam tingkatan dan 
hubungan, maka dianjurkan agar yang didahulukan 
yang lebih tua, lebih pandai dan lebih wara’; karena 
yang lebih tua lebih berpengalaman, yang lebih pandai 
lebih mengetahui syarat-syarat akad, dan yang lebih 
wara” lebih serius dalam menjalankan kewajibannya. 
Apabila yang menikahkan adalah orang yang satunya 
lagi, maka hukumnya sah, karena perwaliannya tetap. 


Apabila keduanya berselisih, maka harus diundi, 
karena hak keduanya sama. Maka yang undiannya 
keluar dialah yang didahulukan. Seperti laki-laki yang 
hendak bepergian dengan salah satu dari dua istrinya. 
Apabila undian keluar untuk salah satu dari keduanya, 
tapi yang menikahkan orang yang satunya lagi (yang 
tidak keluar undiannya), maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. Pertama, 
hukumnya sah, karena keluarnya undian untuk salah 
satu dari keduanya tidak membatalkan perwalian pihak 
yang satunya lagi. Kedua, tidak sah, karena manfaat 
dari undian tersebut batal. 
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Penjelasan: Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, Ad-Daraguthni dan Al Baihagi dengan redaksi, Badi t3 y 
Km ï TIS A E ih oý Mami Aj HAI TIF Tp akad “Perempuan 
tidak boleh menikahkan perempuan dan perempuan tidak boleh 
menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali): karena perempuan pezina 
adalah yang menikahkan dirinya sendiri.” 

Ibnu Katsir berkata, “Yang benar adalah bahwa hadits 
mauguf (berhenti sanadnya) pada Abu Hurairah.” 


Ibnu Hajar berkata, “Para periwayatnya tsigah.” 


Adapun menurut redaksi riwayat  Ad-Daraguthni 
disebutkan, i “A Gd TIP BI da & “Kami katakan, 
“Perempuan yang menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) adalah 
perempuan pezina'.” 


Ibnu Hajar berkata, “Maka jelaslah bahwa tambahan ini 
merupakan perkataan Abu Hurairah.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihagi secara mauguf 
dalam suatu jalur riwayat, dan dia juga meriwayatkannya secara 
marfu' dalam jalur riwayat lain. 

Adapun hadits Aisyah &, ia diriwayatkan oleh Ahmad, 
Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang telah di-shahih- 
kannya. Hadits ini juga dinilai hasan oleh Abu Awanah, Ibnu 
Hibban dan Al Hakim dari jalur Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri 
dari Urwah dari Aisyah. Hadits ini dinilai cacat karena mursal. 
Sebagian ulama lain juga mengomentarinya dengan alasan bahwa 
Ibnu Juraij pemah berkata, “Kemudian aku bertemu dengan Az- 
Zuhri, lalu kutanyakan kepadanya tentang hadits ini, tapi dia 
mengingkarinya.” Abu Al Qasim bin Mandah telah menghitung 
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orang-orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij. Ternyata 
jumlah mereka ada 20 orang. Disebutkan bahwa Ma'mar dan 
Ubaidillah memperkuat riwayat Ibnu Juraij dengan riwayat dari 
Sulaiman bin Musa. Kemudian riwayat Sulaiman bin Musa juga 
diperkuat dengan riwayat Ourrah, Musa bin Uqbah, Muhammad 
bin Ishag, Ayyub bin Musa, Hisyam bin Sa'd dan beberapa 
periwayat lain dari Az-Zuhri. Dia berkata, “Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Malik Al Janabi, Nuh bin Darraj, Mandal, 
Ja'far bin Bargan dan segolongan ulama lain dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari Aisyah.” 

Ibnu Hibban, Ibnu Adi, Ibnu Abdil Barr, Al Hakim dan 
lainnya mengingkari riwayat Ibnu Juraij ini dan menilainya cacat 
karena Az-Zuhri mengingkarinya. Dan seandainya pun hadits ini 
dinilai shahih, Az-Zuhri tidak akan lupa bahwa Sulaiman bin Musa, 
keliru dalam meriwayatkannya. 

Akan tetapi hadits ini diperkuat dengan hadits riwayat Al 
Bukhari dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi &, beliau bersabda, 
Er Y TS “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali,” dan 
juga riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dengan redaksi, Y 7S y 
Lb DÉ IP JP JPG KAA Wp) Aa ia lh aga 
Sah Lada Ulee Ted) GÍ “Tidak sah nikah kecuali 
dengan wali. Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin 
walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Apabila dia tidak 
mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi orang yang 
tidak memiliki wali.” 

Kemudian tentang hadits “Tidak sah nikah kecuali dengan 
wali,” apakah peniadaan ini dikaitkan dengan pernikahan itu 
sendiri secara syar'i? Karena dzat pernikahan tersebut ada, yakni 
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bahwa bentuk akad tanpa adanya wali tidak sesuai syariat, ataukah 
ia dikaitkan dengan keabsahan yang paling dekat dari dua majaz 
terhadap pernikahan tersebut sehingga nikah tanpa wali dianggap 
batal? Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam riwayat Aisyah dan 
juga sesuai dengan riwayat Abu Hurairah yang telah disebutkan di 
awal pasal, karena larangan tersebut menunjukkan kerusakan yang 
sama dengan batal. 

Pendapat ini dinyatakan oleh Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu 
Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Al Hasan Al Bashri, 
Ibnu Al Musayyab, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, Al Atarah, 
Ahmad, Ishag, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Mereka berkata, 
“Tidak sah akad tanpa adanya wali.” 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Tidak ada seorang sahabat pun 
yang mengingkari pendapat ini.” 


Dalam A/ Bahr yang merupakan salah satu kitab madzhab 
Zaidiyyah, bukan A/ Bahr karya Ar-Ruyani yang merupakan buku 
pedoman madzhab kami, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa 
wali bukan syarat mutlak, berdasarkan hadits, 14 Wii CA] A 
G3 “Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.” 
Dan masalah ini akan kami bahas nanti. 

Jawaban untuk pendapat di atas adalah bahwa yang 


dimaksud adalah pertimbangan dalam masalah keridhaan, karena 
menggabungkan antara beberapa hadits. 


Diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad, “Wali boleh 
memilih pasangan yang tidak sekufu, akan tetapi dia juga boleh 
melarangnya.” 

Diriwayatkan dari Malik, “Wali dianggap berlaku untuk 
perempuan bangsawan, bukan perempuan biasa.” Akan tetapi 
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pendapat ini dibantah dengan argumen bahwa dalil-dalil tersebut 
tidak diperinci. 


Diriwayatkan dari golongan Az-Zhahiriyyah bahwa wali 
dianggap berlaku hanya untuk gadis saja. Akan tetapi pendapat ini 
dibantah dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut tidak 
membedakannya. 


Abu Tsaur berkata, “Dia boleh menikahkan dirinya sendiri 
dengan seizin walinya, karena berpedoman dengan redaksi hadits, 
“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya?” Akan 
tetapi pendapat ini dibantah dengan hadits Abu Hurairah yang 
telah disebutkan pengarang di awal pasal. 


Adapun yang dimaksud dengan wali adalah ashabah yang 
paling dekat dari jalur nasab, kemudian dari jalur sebab, kemudian 
dari 'ashabah-nya. Dengan demikian, maka orang-orang yang 
memiliki saham dan Dzawil Arham tidak bisa menjadi wali. 
Demikianlah pendapat jumhur ulama. 


Akan tetapi ada riwayat dari Abu Hanifah bahwa Dzawil 
Arham bisa menjadi wali. Apabila tidak ada Dzawil Arham atau 
ada tapi dihalangi, maka yang menjadi wali adalah penguasa, 
karena dia adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dari jalur Ibnu Abbas. Hanya saja dalam sanadnya 
terdapat Hajjaj bin Artha'ah. 

Asy-Syafi'i & berkata dalam A/ Umm, bab: Tidak sah 
nikah kecuali dengan wali: Sebagian ulama yang paham Al Qur'an 
berpendapat bahwa Ma'gil bin Yasar menikahkan saudara 
perempuannya dengan putra pamannya, lalu putra pamannya 
tersebut menceraikannya. Kemudian sang putra paman hendak 
menikahinya lagi setelah habis masa iddahnya. Akan tetapi Ma'gil 
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menolak dengan berkata, “Aku telah menikahkanmu dan 
mengutamakan engkau atas orang lain, tapi ternyata engkau 
menceraikannya. Aku tidak akan menikahkanmu dengannya 


SA A ate 3 


selamanya.” Lalu turunlah ayat, kA SG AM an 53 
“Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya'" 
yakni habis masa iddah mereka, AA Is “Maka janganlah 


kamu (para wali) menghalangi mereka,” yakni para wali, 3555 d 


s a AKG 


“Kawin lagi dengan bakal suaminya,” yakni bahwa 


sebelumnya mereka telah menceraikan istri-istri mereka tapi bukan 
thalak ba'in (masih bisa rujuk). Demikianlah arti yang mirip 
sebagaimana dikatakan oleh mereka (para ulama tafsir). Dan aku 
sendiri tidak mengetahui arti lain dari ayat ini. Dalam hal ini sang 
wali disuruh untuk tidak menghalang-halangi perempuan yang 
hendak menikah, karena pernikahan akan sempurna dengan 
adanya wali. Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya, 
lalu iddahnya habis, maka sang wali tidak boleh menghalang- 
halangi bila dia ingin menikahinya kembali. 


Apabila iddahnya belum habis, maka si perempuan haram 
menikah lagi dengan laki-laki lain, meskipun sang wali tidak 
menghalang-halanginya. Inilah penjelasan dalam Al Qur'an bahwa 
wali memiliki hak terhadap perempuan yang akan dinikahkannya, 
dan dia tidak boleh menghalanginya untuk menikah bila si 
perempuan rela menikah dengan cara yang baik. 


Imam Asy-Syafi'i berkata: Terdapat hadits yang semakna 
dengan penjelasan dalam Al @ur'an tadi, yaitu: Muslim, Sa'id dan 
Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, 
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dari Aisyah bahwa Rasulullah & bersabda, 63! a SI afa Gi 
a G Go Op JPU KKA IP AKA a 
Ker La Jaka “Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin 
walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal 
Apabila sang suami telah menggaulinya, maka sang perempuan 
berhak mendapatkan mahar dikarenakan kemaluannya telah 
dihalalkan.” Sebagian ulama meriwayatkan berkaitan dengan 
hadits ini, “Apabila mereka berselisih,” sedangkan yang lainnya 
berkata, “Apabila mereka berselisih pendapat, maka penguasa 
adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” 


Muslim dan Sa'id meriwayatkan dari Ibnu Juraik, dia 
berkata: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, dia berkata, 
“Suatu kafilah yang di dalamnya terdapat seorang perempuan 
janda melewati suatu jalan, lalu perempuan tersebut menunjuk 
salah seorang lelaki dari mereka untuk menjadi walinya, kemudian 
laki-laki tersebut menikahkannya dengan seorang laki-laki. Maka 
Umar bin Khaththab menghukum dera orang yang menikah dan 
membatalkan pernikahan tersebut.” 


Asy-Syafi'i berkata, “Siapa saja perempuan yang menikah 
tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, karena 
Nabi & telah bersabda, ‘Maka nikahnya batal: Apabila sang 
suami telah menggaulinya, maka si perempuan berhak 
mendapatkan mahar mifs/lf, karena dia telah disetubuhi, sesuai 
dengan ketetapan Nabi #& dalam hal ini.” 


Al Imrani berkata dalam A/ Bayan, “Hadits ini -yakni hadits 
Aisyah- merupakan dalil yang membantah orang-orang yang 
menyelisihi kami. Kecuali Abu Tsaur, karena dia berkata, ‘Ketika 
Nabi & membatalkan nikahnya dikarenakan tanpa seizin walinya, 
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maka ini menunjukkan bahwa nikah tersebut sah bila walinya 


, »” 


mengizinkan’. 

Adapun dalil kami terhadapnya adalah, bahwa yang 
dimaksud disini adalah izin terhadap selain dia dari kalangan laki- 
laki. Dalilnya adalah sabda Nabi &, 755 Tp akad APAT S3 y 
yi sr aji “Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan 
(lainnya), dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.” 


Disini tidak dibedakan apakah dengan izin wali atau tanpa izin 
wali. 


Apabila hal ini telah jelas, maka para sahabat kami 
menyebutkan beberapa kesimpulan berkenaan dengan hadits 
Aisyah: 


1- Wali bersekutu dalam kemaluan si perempuan, karena dia 
bisa membatalkan nikahnya yang dilakukan tanpa 
seizinnya. 


2- Perwalian itu berlaku bagi semua perempuan, karena 
kalimat yang disebutkan bersifat umum. 


3- Korelasi dalam kalimat tersebut adalah boleh, karena 
redaksinya “Siapa saja.” Maksudnya adalah “Siapa saja 
perempuan.” 

4- Wali boleh mewakilkan kepada orang lain dalam akad 
nikah. 


5- Kalimat nikah menurut syariat secara mutlak adalah 
berhubungan dengan akad, karena artinya adalah “Siapa 
saja perempuan yang melakukan akad.” 


6- Boleh menyandarkan nikah kepadanya. 
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7- Nikah berlaku untuk pernikahan yang sah dan pernikahan 
yang tidak sah. 


8- Nikah yang dihentikan hukumnya tidak sah, karena 
seandainya ia sah tentunya Nabi tidak akan 
membatalkannya. 


9- Apabila sesuatu itu jelas dengan sendirinya, maka ia boleh 
diperkuat dengan lainnya; karena seandainya hanya 
dicukupkan dengan redaksi “Maka nikahnya batal.” maka 
kalimat ini telah jelas, akan tetapi kalimat ini diulangi lagi 
(sebagai penguatan), Hal ini adalah seperti firman 


P g ái ana alor wri < r e 
Allah &, he ie áb ea Bai Ts PKS 


“Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 
hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 
sepuluh (hari) yang sempurna.” (Os. Al Baqarah [2]: 196). 


ta Part 


Dan juga seperti firman Allah, 43 Get Sa Ba 


z oo 


14 La za 55 Ea s pi Ra GA, “Dan telah Kami 


Janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah 
berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempumakan 
jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka 
sempumalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 
empat puluh malam.” (Qs. Al A'raaf (7): 142). 


10- Bersetubuh tapi masih syubhat mewajibkan adanya 
mahar. 

11- Kata “Menyentuh” adalah bentuk majaz dari 
“Bersetubuh.” 


12 


Apabila suami menyentuh seluruh tubuh istrinya selain 
kemaluannya, maka dia tidak wajib memberi mahar. 
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` 13- 


14- 


15- 


16- 


17- 


18- 


19- 


20- 


21- 


22- 


23- 


24- 


Ash-Shaimuri berkata, “Vagina dan anus sama saja, 
karena keduanya adalah kemaluan.” 


Tidak ada bedanya antara laki-laki yang dikebiri dengan 
laki-laki yang subur (bisa melahirkan keturunan). 


Tidak ada bedanya antara persetubuhan yang kuat dengan 
persetubuhan yang lemah. 


Tidak ada bedanya apakah keluar sperma atau tidak 


keluar sperma. 


Tidak ada bedanya apakah sang istri disetubuhi satu kali 
atau beberapa kali. 


Boleh menetapkan mahar untuknya sampai dia tidak 
mengetahui nilainya. | 

Pernikahan yang rusak apabila tidak ada persetubuhan di 
dalamnya, maka tidak perlu memberi mahar. 


Mahar standar harus diketahui jumlahnya. 


Mahar wajib diberikan meskipun telah diketahui bahwa 
persetubuhan tersebut diharamkan atau tidak diketahui, 
karena tidak ada bedanya dalam hal ini. 


Laki-laki yang memperkosa wajib memberi mahar, karena 
dia telah menghalalkan kemaluan perempuan yang 
diperkosa. 


Mahar tidak wajib diberikan, kecuali bila telah terjadi 
Khalwat, karena ia merupakan syarat menyentuh 
kemaluan. 


Tidak ada hukuman had dalam persetubuhan yang 
syubhat. 
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AA 


25- 


26- 


27- 


29- 
30- 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Nasab berlaku dalam 
persetubuhan yang syubhat” 


Perempuan yang telah disetubuhi dalam keadaan syubhat 
wajib menjalani iddah, karena apabila telah ada nasab 
padanya, maka wajib menjalani iddah. 


Keharaman hubungan kekeluargaan karena pernikahan 
berlaku dengan adanya persetubuhan yang syubhat 


Seorang perempuan boleh memiliki wali beberapa orang, 
berdasarkan sabda Nabi &, “Apabila mereka berselisih.” 
Redaksi ini menunjukkan bahwa wali boleh terdiri dari 
beberapa orang. 


Penguasa menjadi wali orang yang tidak memiliki wali. 


Apabila para wali menghalangi pernikahan seorang 
perempuan, maka perwalian tersebut berpindah kepada 
penguasa. Karena perbedaan yang dimaksud dalam hadits 
di atas adalah bila masing-masing dari mereka berkata, 
“Aku tidak akan menikahkannya, maka nikahkanlah dia 
olehmu.” Adapun bila masing-masing dari mereka 
berkata, “Akulah yang akan menikahkannya, bukan 
kamu,” maka perwalian tidak berpindah kepada 
penguasa. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikah dengan 


seorang perempuan tanpa adanya wali, lalu keduanya melaporkan 
pernikahan tersebut kepada hakim bermadzhab Syafi'i atau 
Hanbali -karena menurut pendapat yang kuat dalam madzhab 
Ahmad adalah bahwa pernikahan tanpa wali dan dua saksi adil 
hukumnya batal-, apabila keduanya belum melaporkannya kepada 
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hakim bermadzhab Hanafi, maka hakim bermadzhab Syafi'i bisa 
menetapkan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dan dia harus 
memisahkan keduanya, karena dia meyakini bahwa hukumnya 
batal. Sedangkan bila keduanya telah melaporkan pernikahan 
tersebut kepada hakim bermadzhab Hanafi, maka sang hakim bisa 
memutuskan bahwa hukumnya sah. Lalu apakah hakim 
bermadzhab Syafi'i bisa membatalkan hukumnya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 
Pertama: Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, “Hukumnya 


batal, karena keputusan tersebut bertentangan dengan hadits 
Nabi &, Maka nikahnya batal.” 


Kedua: Hukumnya tidak sah karena rusak. Inilah pendapat 
yang paling benar, karena hukum pertama berkaitan dengan 
ijtihad sehingga seperti hukum syu fah terhadap tetangga. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikah dengan 
seorang perempuan tanpa wali, lalu menyetubuhinya, apabila dia 
tidak mengetahui keharaman persetubuhan tersebut karena dia 
tidak tahu keharamannya atau masih awam, dan hanya bertaklid 
pada orang yang berpendapat bahwa hukumnya halal, atau dia 
seorang bermadzhab Hanafi yang berpendapat bahwa hukumnya 
halal, maka dia tidak dihukum had, karena kasusnya masih 
syubhat Sedangkan bila dia bermadzhab Syafi'i yang meyakini 
keharamannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fuqaha Syafi'iyyah: 

Pertama: Abu Bakar Ash-Shairafi berkata, “Dia wajib 
dihukum had, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas &@ bahwa 
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Nabi & bersabda, 4% y, Er y edi AKN CP A “Pelacur 
adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan 
saksi.” 


Dalam A/ Mughni Syarah Mukhtashar Al Khiragi dikatakan, 
“Tidak ada hukuman had untuk persetubuhan dalam nikah yang 
rusak, baik pelakunya meyakini kehalalannya atau meyakini 
keharamannya.” 


Diriwayatkan dari Ahmad bahwa pelakunya harus dihukum 
had, karena melakukan persetubuhan dalam nikah yang tanpa wali 
bila dia meyakini keharamannya. Pandapat ini juga dinyatakan 
oleh As-Samargandi dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Hal ini 
berdasarkan riwayat Ad-Daraguthni dengan sanadnya dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Janganlah 
perempuan menikahkan perempuan, dan janganlah perempuan 
menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan pezina 
adalah yang menikahkan dirinya sendiri (tanpa wall)” 


Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Asy-Sya'bi, dia 
berkata, “Tidak ada sahabat Nabi & yang lebih keras dalam 
masalah pernikahan tanpa wali daripada Ali #5. Dia menjadi ikon 
dalam masalah ini.” 


Disamping itu ada pula riwayat dari Umar bahwa dia 
menghukum dera orang yang menikah tanpa wali, dan tidak ada 
seorang pun sahabat yang menyelisihinya. Disamping itu 
mayoritas yang terjadi adalah perbedaan pendapat tentang 
kebolehannya, dan hal ini tidak menyebabkan pengguguran 
hukuman had, seperti halnya dalam kasus minum arak (minuman 
yang memabukkan). 
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Kedua: Dia tidak dihukum had. Inilah pendapat mayoritas 
sahabat kami dan inilah pendapat yang dianut madzhab kami. Hal 
ini berdasarkan sabda Nabi &, LL Sad | ea “ Tolaklah 
hukuman had karena adanya hal-hal yang masih syubhat (samar)” 
Adanya perbedaan pendapat tentang kebolehannya adalah 


merupakan salah satu syubhat yang terbesar. Disamping itu 
Nabi & tidak menetapkan hukuman had dalam hadits Aisyah. 


Adapun tentang redaksi hadits dalam riwayat Ad- 
Daraguthni “Karena perempuan pezina adalah perempuan yang 
menikahkan dirinya sendiri,” hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 
Baihagi. | 

Ibnu Katsir berkata, “Yang benar adalah bahwa hadits ini 
mauguf (berhenti sanadnya) pada Abu Hurairah.” 


Dalam redaksi riwayat Ad-Daraguthni disebutkan, “Katakan 
bahwa perempuan yang menikahkan dirinya adalah pezina.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Maka jelaslah bahwa 
tambahan tersebut berasal dari perkataan Abu Hurairah. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Al Baihagi secara mauguf dalam suatu jalur 
riwayat, dan dia juga meriwayatkannya secara marfu' dalam jalur 
riwayat lain. Adapun tentang penamaan perempuan tersebut 
sebagai pelacur atau pezina seandainya riwayat-riwayat tersebut 
benar-benar marfu’ maka maksudnya adalah secara majaz, karena 
keterkaitan sebagian hukum zina padanya, yaitu keharaman 
bersetubuh. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Umar 
menderanya, hukuman ini adalah hukuman ta'zir, bukan hukuman 
had: dengan argumentasi bahwa dia mendera orang yang 
menikahkan, yang secara ijma tidak ada had padanya.” 
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Adapun tentang minuman arak, maka perbedaan antara 
keduanya adalah bahwa persetubuhan tersebut antara zina dengan 
persetubuhan dalam nikah yang sah. Akan tetapi syubhat bahwa 
ia merupakan persetubuhan dalam nikah yang sah lebih kuat, 
dengan alasan bahwa laki-laki yang melakukannya wajib memberi 
mahar dan perempuan tersebut wajib menjalani Iddah dan 
nasabnya (dari anak yang lahirkan) dinisbatkan kepada laki-laki 
tersebut. Adapun alasan ia diserupakan dengan zina adalah karena 
keharaman bersetubuh. Oleh karena itulah menyamakan 
pernikahan tersebut dengan pernikahan yang sah yang 
menyebabkan hukuman had gugur adalah lebih utama. 


Adapun minuman arak (dari anggur), maka tidak ada yang 
serupa dengannya selain khamer (miras), karena ia merupakan 
minuman yang memabukkan sehingga diserupakan dengan 
khamer. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikah dengan 
perempuan tanpa wali, lalu dia menthalaknya, apakah thalaknya 
berlaku? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 

Pertama Abu Ishag Al Marwazi berkata, “Thalaknya 
berlaku, karena keabsahan nikah tersebut masih diperselisihkan 
sehingga thalaknya sah. Hal ini seperti kasus laki-laki yang 
menikahi perempuan, lalu menyetubuhinya dan kemudian 
menthalaknya dengan thalak ba'in, kemudian menikahi saudara 
perempuan mantan istrinya tersebut atau bibinya sebelum iddah 
sang mantan istri habis, maka dalam kasus ini pernikahan dengan 
perempuan kedua diperselisihkan keabsahannya: karena menurut 


madzhab kami hukumnya sah, sementara menurut madzhab Abu $ 
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Hanifah dan pengikutnya tidak sah. Dan seandainya dia menthalak 
perempuan kedua, maka thalaknya berlaku meskipun 
pernikahannya masih diperselisihkan. Maka begitu pula hukumnya 
dengan perempuan pertama.” 


Kedua: Thalaknya tidak berlaku. Inilah pendapat yang 
sesuai nash. Alasannya adalah karena thalak merupakan 
pemutusan kepemilikan: apabila tidak ada kepemilikan maka 
thalaknya tidak berlaku. Seperti halnya laki-laki yang membeli 
budak dengan pembelian yang tidak sah, lalu dia 
memerdekakannya. Hal ini berbeda bila seorang laki-laki menikahi 
seorang perempuan, lalu menyetubuhinya pada masa iddah 
saudara perempuannya, maka nikahnya menurut kami sah, 
sehingga thalaknya juga sah. Adapun dalam kasus ini nikahnya 
tidak sah menurut kami sehingga thalaknya juga tidak sah. 


Cabang: Pernikahan yang digantungkan pada 
pembolehan menurut kami tidak sah, baik yang digantungkan 
pada pembolehan wali, maupun suami, atau istri. Pernikahan yang 
digantungkan pada pembolehan wali adalah seorang laki-laki 
menikahi seorang perempuan dengan wali yang sebenarnya bukan 
wali si perempuan, dan ia tergantung pada pembolehan walinya. 
Atau seperti budak perempuan atau budak laki-laki yang menikah 
sendiri tanpa izin majikannya dan tergantung pada izin 
majikannya. 


Adapun pernikahan yang digantungkan pada pembolehan 
suami adalah seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan 
tanpa seizinnya dan hal tersebut pada pembolehannya. 

Adapun pernikahan yang digantungkan pada izin istri 
adalah seorang wali menikahkan seorang perempuan dengan 
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syarat harus ada izinnya dan hal tersebut tergantung pada izinnya. 
Semua pernikahan ini menurut kami tidak sah. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Ahmad #. Sementara menurut Abu Hanifah, 
semua pemikahan tersebut sah. Apabila orang yang digantungkan 
tersebut membolehkannya, sehingga hukumnya berlaku. 
Sedangkan bila dia menolaknya, maka hukumnya batal. 
Sedangkan menurut Malik, pernikahan boleh digantungkan dalam 
waktu sebentar. Apabila waktunya lama maka hukumnya batal. 


Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami 
sebutkan, yaitu, “Maka nikahnya batal” dan “Siapa saja budak 
yang menikah tanpa seizin majikannya, maka dia adalah pezina.” 


Cabang: Perempuan tidak boleh menjadi wakil dalam 
penerimaan nikah dan ijab-nya. Abu Hanifah berkata, “Apabila 
wali mewakilkan kepada perempuan untuk mengijab nikah atau 
mewakilkan kepada suami untuk menerimanya, maka hukumnya 
sah.” 


Adapun dalil kami adalah sabda Nabi &, “Perempuan tidak 
boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh menikahkan 
dirinya.” Hadits ini bersifat umum. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa Al 
Asy'ari dan Abu Hurairah 48, bahwa mereka berkata, “Perempuan 
tidak boleh menerima akad nikah.” Dan pendapat mereka ini tidak 
ada yang menentangnya. 

Diriwayatkan dari Aisyah #, bahwa dia menghadiri 
pernikahan lalu berkutbah, “Laksanakanlah akad, karena 


perempuan tidak boleh melakukan akad.” Ini menunjukkan bahwa 
masalah ini telah menjadi ijma. 
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Cabang: Apabila perempuan yang dinikahi seorang 
perempuan merdeka, maka wali yang paling berhak 
menikahkannya adalah ayahnya, karena wali-wali lainnya 
berhubungan dengannya, dan disamping itu tujuan adanya wali 
adalah untuk memberikan kebahagiaan baginya, sedang ayah 
adalah orang yang paling sayang kepadanya dan paling memberi 
kebahagiaan kepadanya daripada lainnya. Apabila ayah tidak ada, 
tapi ada kakek, atau ayah kakek, atau kakek ayah yang menjadi 
ahli waris dan seterusnya ke atas, maka dia lebih utama daripada 
saudara laki-laki. 


Diriwayatkan oleh Malik bahwa dia berkata, “Saudara laki- 
laki lebih utama dari kakek.” i 


Adapun dalil kami adalah, bahwa kakek memiliki anak dan 
menjadi ‘ashabah sehingga dia didahulukan atas saudara laki-laki, 
seperti ayah. 


Apabila dikatakan, “Mengapa tidak kalian katakan bahwa 
kakek sama dengan saudara laki-laki dalam perwalian, 
sebagaimana yang kalian katakan dalam warisan?” 


Kami katakan, “Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa 
warisan ini berhak diperoleh karena menjadi ashabah mumi. Oleh 
karena itulah anak laki-laki didahulukan atas ayah dalam warisan, 
sedangkan saudara laki-laki itu sama dengan kakek dalam 
ashabah atau lebih kuat dari kakek dalam 'ashabah, dengan 
alasan bahwa dia menjadi ashabah saudara-saudara perempuan- 
nya. Dan apabila kakek tidak didahulukan atas saudara laki-laki, 
maka sebabnya adalah karena adanya ijma dalam hal ini. Oleh 
karena itulah, kami menyamakan keduanya dalam warisan. Dan 
perwalian dalam nikah itu menjadi hak kerena adanya syuf'ah dan 
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mencari bagian, dengan alasan bahwa anak laki-laki tidak menjadi 
wali terhadap ibunya dalam masalah tersebut.” 


Mengingat kakek lebih besar rasa sayangnya terhadap si 
perempuan daripada saudara laki-laki, maka dia lebih utama. 
Apabila tidak ada kakek dari jalur ayah, maka perwalian berpindah 
kepada saduara laki-laki seayah-seibu atau seayah, kemudian 
putra-putra mereka. Mereka didahulukan atas paman-paman dari 
jalur ayah dan putra-putra mereka, karena mereka berhubungan 
dengan ayah dan paman juga berhubungan dengan ayah. Akan 
tetapi ayah lebih dekat dari kakek. 


Apabila saudara laki-laki dan putra-putranya tidak ada, 
maka perwalian berpindah kepada paman-paman dari jalur ayah, 
kemudian kepada putra-putra mereka. Mereka didahulukan atas 
paman-paman ayah dan putra-putra mereka, karena paman itu 
berhubungan dengan kakek, sementara paman ayah itu 
berhubungan dengan putra kakek. Oleh karena itulah maka yang 
paling dekat harus didahulukan dan seterusnya yang paling dekat, 
sebagaimana yang kami katakan dalam masalah warisan. 


Cabang: Apabila ada dua wali yang salah satunya 
berhubungan dengan ayah dan ibu, sementara yang satunya lagi 
berhubungan dengan ayah, seperti dua saudara laki-laki atau dua 
paman, atau dua putra paman yang salah satunya seayah-seibu 
sedang satunya lagi seayah, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata dalam pendapat lamanya (Gaul 
Qadim), “Keduanya sama.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh 
Malik, Ahmad dan Abu Tsaur, karena perwalian nikah itu didapat 
dengan penisbatan kepada ayah, dengan alasan bahwa saudara 
laki-laki seibu tidak bisa menjadi wali dalam nikah. Keduanya sama 


234 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dalam penisbatan kepada ayah sehingga keduanya juga sama 
dalam perwalian. 


Adapun dalam pendapat barunya (Gau/ Jadid, dia 
mengatakan bahwa orang yang berhubungan dengan ayah dan ibu 
lebih utama. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Inilah 


oO ser 


pendapat yang benar, berdasarkan firman Allah È, a33 CL Is 


P 
da 


KL. “Maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan 


kepada ahli warisnya.” (Qs. Al A'raaf [17]: 33). Apabila seorang 
laki-laki dibunuh dan dia memiliki saudara laki-laki seayah-seibu 
atau seayah, maka yang melakukan gishash adalah saudara laki- 
laki seayah-seibu, bukan saudara laki-laki seayah. Jadi jelaslah 
bahwa dia tidak bisa menjadi wali bila ada saudara laki-laki seayah- 
seibu. Disamping itu ia adalah hak yang didapat karena 'ashabah 
sehingga yang berhubungan dengan ayah dan ibu harus 
didahulukan atas orang yang berhubungan dengan salah satu dari 
keduanya, seperti halnya dalam masalah warisan. Dan dua 
pendapat ini juga sama dalam hal mengangkat imam dalam shalat 
jenazah dan pembayaran diyat. Adapun warisan, wala‘ dan wasiat 
terhadap keluarga yang paling dekat, maka keluarga yang 
berhubungan dengan ayah dan ibu lebih utama. Demikianlah 
menurut satu pendapat. 


Apabila ada dua putra paman yang salah satunya orang 
yang memerdekakan atau saudara laki-laki, apakah dia 


didahulukan dalam perwalian nikah, menshalati jenazah dan 
membayar diyat? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: seperti 
dua saudara laki-laki yang salah satunya seayah-seibu dan yang 
satunya lagi seayah. Apabila ada dua putra paman yang salah 
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satunya paman dari jalur ibu, maka dia tidak didahulukan. 
Demikianlah menurut satu pendapat. Hanya saja paman dari jalur 
ibu tidak dimasukkan dalam masalah warisan. 


Cabang: Apabila seorang perempuan memiliki beberapa 
wali dalam satu tingkatan, seperti saudara-saudara lelaki atau 
putra-putra mereka, paman-paman dari jalur ayah atau putra-putra 
mereka, maka disunahkan agar yang diutamakan adalah yang 
paling tua, paling pandai dan paling wara' Hal ini berdasarkan 
riwayat yang menyebutkan bahwa Huwayyishah dan Muhayyishah 
menemui Nabi #&, lalu Muhayyishah memulai pembicaraan. Maka 
Nabi & bersabda, “Yang lebih tua, yang lebih tua (yang lebih dulu 
bicara). ” Yakni, biarkan saudaramu yang bicara lebih dulu, karena 
usianya lebih tua darimu. Disamping itu yang lebih tua biasa lebih 
berpengalaman dari yang lebih muda. Adapun yang pandai, dia 
lebih mengetahui syarat-syarat akad, sedangkan yang lebih wara', 
dia lebih mengetahui cara membahagiakannya. 


Apabila salah seorang dari wali-wali menikahkannya dengan 
seizinnya tanpa seizin wali-wali lainnya, maka hukumnya sah, 
meskipun usianya lebih muda daripada mereka. Hal ini 
berdasarkan sabda Nabi &, “Apabila dua wali menikahkan, maka 
yang pertama lebih berhak.” Disamping itu masing-masing dari 
mereka adalah wali. Apabila keduanya berselisih dan masing- 
masing berkata, “Akulah yang akan menikahkannya.” Sementara 
mereka tidak menunjuk wali yang lebih tua, lebih pandai dan lebih 
wara', maka harus diadakan undian, karena hak mereka sama 
dalam perwalian, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi &, 
“Apabila hendak bepergian dengan salah seorang istrinya, beliau 
mengundi mereka.” Apabila keluar undian untuk salah seorang 
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dari mereka, lalu dia menikahkan, atau dia mengizinkan kepada 
wali-wali lainnya atau selain mereka, maka hukumnya sah. Adapun 
bila salah seorang dari mereka yang tidak keluar undiannya 
menikahkan dengan seizin si perempuan, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya sah, karena keluarnya undian untuk 
salah satu dari keduanya tidak membatalkan perwalian yang 
lainnya, sebagaimana salah seorang dari mereka menikahkannya 
sebelum dilakukan undian. 


Kedua: Tidak sah, karena tujuan mengadakan undian 
adalah agar yang menjadi wali orang tertentu bagi yang undiannya 
keluar. Apabila kita mensahkan akad wali lain tanpa seizin wali 
yang undiannya keluar, maka batallah tujuan undian. Wallahu 
A'lam 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Seorang anak laki- 
laki tidak boleh menikahkan ibunya karena status anak, 
karena adanya perwalian itu bertujuan untuk menolak 
aib dari nasab, sedang tidak ada nasab antara anak laki- 
laki dan ibunya. Sedangkan bila dia menjadi 'ashabah, 
misalnya dia putra dari putra paman sang ibu, maka 
hukumnya dibolehkan; karena keduanya berserikat 
dalam nasab. Apabila sang ibu memiliki dua putra dari 
putra pamannya yang salah satunya adalah putranya, 
maka hukumnya berdasarkan dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i tentang dua saudara laki-laki yang salah satunya 
seayah-seibu dan yang satunya lagi seayah. 


Pasal: Yang menjadi wali tidak boleh anak kecil, 
orang gila atau budak, karena dia tidak bisa melakukan 
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akad untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa 
melakukan akad untuk orang lain. Akan tetapi teman- 
teman kami berselisih pendapat tentang orang yang 
dilarang melakukan akad karena kedunguannya. Di 
antara mereka ada yang berkata, “Dia boleh menjadi 
wali, karena dia hanya dihalangi menggunakan 
hartanya karena dikhawatirkan dia akan 
menghamburkannya, sementara bila dia menikahkan 
putrinya kekhawatiran ini tidak ada, sehingga dia boleh 
menikahkannya. Seperti halnya orang yang dihalangi 
karena kebangkrutan.” Ada pula yang berkata, “Tidak 
boleh, karena dia dilarang melaksanakan akad nikah 
untuk dirinya sendiri sehingga dia juga tidak bisa 
menjadi wali orang lain.” 


Yang menjadi wali juga tidak boleh orang fasik, 
berdasarkan pendapat yang telah ditetapkan: karena 
perwalian memang tidak sah bila pelakunya fasik, 
seperti halnya perwalian dalam harta. Akan tetapi di 
antara teman-teman kami ada yang berkata, “Apabila 
dia ayah atau kakek, maka tidak dibolehkan. Sedangkan 
bila dia selain keduanya dari “ashabah lainnya, maka 
dibolehkan, karena dia melakukan akad dengan izin 
sehingga dibolehkan meskipun dia fasik, seperti 
seorang wakil.” 


Di antara teman-teman kami juga ada yang 
mengatakan: Ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam 
masalah ini. Pertama, tidak boleh: berdasarkan alasan 
yang telah kami uraikan. Kedua, boleh: karena ia 
merupakan hak yang bisa dilakukan karena “ashabah 
sehingga tidak terlarang meskipun fasik. Seperti halnya 
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dalam masalah warisan dan mendahulukan seseorang 
untuk menyolati jenazah. 


Lalu apakah yang menjadi wali boleh orang buta? 
Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 

Pertama: Boleh, karena Nabi Syu'aib # adalah 


orang buta tapi dia menikahkan putrinya dengan Nabi 
Musa za. 


Kedua: Tidak boleh, karena wali membutuhkan 
penglihatan untuk memilih suami. Seorang muslim 
tidak menikahkan putrinya yang kafir dan orang kafir 
tidak boleh menikahkan putrinya yang muslim, karena 
loyalitas putus di antara keduanya. Adapun dalilnya 


adalah firman Allah &, sex Gi pax LAP 347i; “Dan 
orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain.” (@s. At-Taubah (9: 71), dan 


PP 4 


firman-Nya, jo TGT pax WS Sii “Adapun orang- 
orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung 
bagi sebagian yang lain.” (Qs. Al Anfaal [8]: 73). Oleh 
karena itulah keduanya tidak saling mewarisi. 

Penguasa boleh menikahkan perempuan- 
perempuan Dzimmi, karena perwaliannya bersifat 
umum untuk orang Islam dan orang kafir Dzimmi. Akan 
tetapi laki-laki kafir tidak boleh menikahkan budak 
perempuannya yang beragama Islam. 
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Lalu apakah laki-laki muslim boleh menikahkan 
budak perempuannya yang kafir? Dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Boleh. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Abu Ishag dan Abu Sa'id Al Ishthakhri. Inilah pendapat 
yang sesuai nash, karena perwalian tersebut disebabkan 
karena kepemilikan sehingga perbedaan agama tidak 
menghalangi perwalian, seperti perwalian dalam jual 
beli dan sewa-menyewa. 


Kedua: Tidak boleh. Ini adalah pendapat Abu Al 
Qasim Ad-Dariki, karena bila dia tidak menjadi 
menikahkan perempuan kafir yang ada hubungan nasab 
dengannya, maka tentunya lebih tidak boleh, bila dia 
menikahkan perempuan yang menjadi miliknya. 


Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i # berpendapat, perem- 
puan tidak boleh menikahkan putranya kecuali bila anaknya 
merupakan 'ashabah. Penjelasannya adalah bahwa anak laki-laki 
tidak bisa menjadi wali ibunya dalam pernikahan dari sisi statusnya 
sebagai anak. Akan tetapi menurut Malik, Abu Hanifah, Abu 
Yusuf, Muhammad, Ahmad bin Hanbal dan Ishag, perwalian nikah 
tersebut sah dari sisi statusnya sebagai anak. Akan tetapi mereka 
berselisih pendapat tentang urutan perwalian tersebut. Menurut 
Malik, Abu Yusuf dan Ishag, anak laki-laki didahulukan (dinomor- 
satukan) atau ayah. Sedangkan menurut Muhammad dan Ahmad, 
ayahlah yang harus didahulukan. Sementara menurut Abu 
Hanifah, keduanya sama. 


Adapun dalil kami adalah, bahwa tidak ada perwalian 
antara anak laki-laki dengan ibunya, karena salah satu dari 
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keduanya tidak dinasabkan kepada lainnya, dan keduanya juga 
tidak dinisbatkan kepada yang lebih tinggi dari keduanya. Oleh 
karena itu anak laki-laki tidak bisa menjadi wali ibunya, seperti 
halnya anak laki-laki dari saudara perempuan. 

Asy-Syafi'i æ berkata, “Disamping itu perwalian dalam 
nikah bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi perempuan 
yang akan dinikahkan dan sebagai bentuk kasih sayang 
terhadapnya, sementara anak laki-laki itu berkeyakinan bahwa 
menikahkan ibunya merupakan cacat baginya sehingga tidak ada 
istilah membagian disini. Disamping itu dia juga tidak akan kasihan 
terhadapnya sehingga dia tidak boleh menjadi wali baginya.” 


Adapun bila anak laki-lakinya merupakan 'ashabahrnya, 
misalnya dia merupakan anak laki-laki dari anak lelaki pamannya, 
maka dia bisa menjadi walinya dalam pernikahan, karena 
keduanya tidak dinisbatkan kepada yang lebih tinggi dari keduanya 
sehingga dia boleh menikahkannya, seperti saudara laki-laki yang 
menikahkan saudara perempuan seayah. Adapun bila dia memiliki 
dua putra paman yang salah satunya adalah putranya, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 


Pertama: Keduanya sama. 


Kedua: Anak laki-lakinya lebih utama. Pendapatnya ini 
sama dengan dua pendapatnya berkenaan dengan dua saudara 
laki-laki yang salah satunya seayah-seibu dan yang satunya lagi 
seayah. Begitu pula bila anak laki-lakinya merupakan majikannya 
atau seorang hakim, dia juga boleh menjadi wali dari sisi wala ‘dan 
hukum, bukan dari sisi statusnya sebagai anak. 
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Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki saudara 
perempuan seibu yang tidak ada hubungan kekerabatan antara 
keduanya selain itu, maka dia tidak boleh menikahkannya. Akan 
tetapi menurut Abu Hanifah dalam satu dari dua riwayat, dia boleh 
menikahkannya. 


Adapun dalil kami adalah bahwa tidak ada hubungan 
ashabah antara keduanya sehingga dia tidak boleh menikahkan- 
nya, seperti halnya orang lain. 


Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Buwaithi, “Tidak 
boleh menjadi wali kecuali orang yang bisa memberi bimbingan.” 
Dia juga berkata di tempat lain, “Wali perempuan kafir adalah 


orang kafir.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa perwalian orang 
fasik berlaku. 


Akan tetapi teman-teman kami berselisih pendapat tentang 
orang fasik, apakah dia bisa menjadi wali nikah atau tidak? Dalam 
hal ini ada lima riwayat dari para fugaha Syafi'iyyah. Menurut 
Syaikh Abu Hamid, orang fasik tidak boleh menjadi wali dalam 
pernikahan. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat. 


Al @affal berkata, “Orang fasik boleh menjadi wali dalam 
pernikahan. Demikianlah menurut satu pendapat.” 


Abu Ishag Al Marwazi berkata, “Apabila wali termasuk 
orang yang bisa memaksa pernikahan, seperti ayah dan kakek 
yang bisa memaksa gadis perawan untuk menikah, maka tidak 
boleh orang fasik, karena dia menikahkan dengan perwalian, 
sementara perwalian itu tidak sah bila pelakunya fasik, seperti 
hakim fasik dan orang fasik yang diberi wasiat. Sedangkan bila dia 
bukan termasuk orang yang bisa melakukan pemaksaan, seperti 
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orang selain ayah dan kakek, misalnya ayah dan kakek 
menikahkan janda, maka pernikahannya sah meskipun dia orang 
fasik, karena dia bisa menikahkan dengan seizin perempuan 
tersebut sehingga seperti wakil.” 


Di antara teman-teman kami ada yang berkata, “Apabila 
orang fasik tersebut menghambur-hamburkan hartanya, maka dia 
tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan bila dia 
orang yang teliti dalam urusan duniawi, maka dia boleh menjadi 
wali dalam pernikahan.” 


Di antara teman-teman kami ada yang berkata, “Dalam hal 
ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pertama, orang fasik 
boleh menjadi wali dalam pernikahan, bagaimanapun kondisinya. 
Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah, berdasarkan firman 
Allah &, Xx SS (A "Dan kawinkanlah orang-orang yang 
sendirian diantara kamu. (Qs. An-Nuur (24): 3). Ini adalah 
perintah untuk para wali tanpa membedakan antara yang adil 
dengan yang fasik. Disamping itu apabila orang kafir bisa 
menikahkan putrinya yang kafir, maka orang muslim fasik yang 
lebih tinggi darinya tentunya lebih berhak menikahkan anak 
perempuannya. Kedua: Dia tidak sah menjadi wali. Inilah 
pendapat terkenal dalam madzhab kami, berdasarkan sabda 
Nabi &, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali'” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #& bahwa dia berkata, “Tidak 
sah nikah kecuali dengan wali yang bisa memberikan bimbingan 
(wali yang baik) dan dua saksi adil.” Pendapatnya ini tidak 
ditentang oleh seorang pun. Kalimat “Orang yang bisa memberi 
bimbingan,” adalah termasuk nama yang mengandung pujian, 
sementara orang fasik bukanlah sebutan yang terpuji. Disamping 
itu wali adalah orang yang berhak menikahkan orang lain sehingga 
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tidak bisa bila dilakukan orang fasik dalam agama, seperti hakim 
fasik. 


Adapun tentang perkataan kami “Menikahkan,” adalah 
pengecualian dari perwalian dalam gishash. Sedangkan perkataan 
kami “Pada hak orang lain,” adalah pengecualian dari orang fasik 
yang menikahkan budak perempuannya, karena hal tersebut 
merupakan proses menikahkan yang merupakan haknya, dengan 
alasan bahwa dia wajib memberi maharnya. 


Adapun tentang perkataan kami “Dalam agamanya,” 
adalah pengecualian dari orang kafir yang menikahkan putrinya 
yang kafir, tapi dia tidak fasik dalam agamanya. Disamping itu wali 
itu hanya disyaratkan dalam akad agar perempuan tidak 
memperturutkan syahwatnya dengan menikahkan dirinya dengan 
orang yang tidak sekufu dengannya atau menikahkan dirinya pada 
masa iddah, karena dapat menimbulkan aib dalam keluarganya. 
Inilah maksud yang terdapat dalam orang fasik, karena tidak ada 
jaminan bahwa wali yang fasik tidak akan menjerumuskan sang 
perempuan dengan menikahkannya dengan orang yang tidak 
sekufu atau tidak menikahkannya dalam masa iddah, karena hal ini 
dapat menimbulkan aib pada keluarganya. Oleh karena itulah 
orang fasik tidak boleh menjadi wali. 


Adapun berkenaan dengan ayat di atas, maka kami tidak 
sependapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah berlaku 
untuk wali yang fasik, karena menurut kami dia tidak layak menjadi 
wali. Kalaupun seandainya kami menerimanya, maka keumuman- 
nya telah dikhususkan dengan hadits yang menjelaskannya. 
Adapun orang kafir, dia hanya sah menjadi wali putrinya yang 
kafir bila dia bisa membimbing (bijaksana) dalam agamanya karena 
hal tersebut diakui. Dan ini berbeda dengan orang fasik. 
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Apabila hal ini telah tetap dan kami telah katakan bahwa 
orang fasik tidak boleh menjadi wali, maka berkenaan dengan hal 
ini Al Mas'udi berkata, “Teman-teman kami berselisih pendapat 
tentang kefasikan yang mengeluarkan dari perwalian nikah. Di 
antara mereka ada yang mengatakan, ‘Meminum khamer (saja), 
karena bila si wali meminumnya maka dia akan cenderung dengan 
orang yang sama dengannya”. Ada pula yang mengatakan, 
‘Seluruh bentuk kefasikan berlaku .” 

Cabang: Imam Asy-Syafi'i & berkata, “Apabila si wali 
orang dungu atau lemah yang tidak tahu cara memberi 
kebahagiaan, atau orang dungu yang sedang sakit atau menderita 
suatu penyakit yang bisa mengeluarkannya dari perwalian, maka 
hukumnya sama seperti orang yang telah wafat. Adapun bila 
kondisinya telah layak, maka dia bisa menjadi wali.” 


Teman-teman kami mengatakan, “Adapun berkenaan 
dengan orang dungu, dalam hal ini ada dua penafsiran. Pertama: 
Yang dimaksud adalah anak kecil. Kedua: Yang dimaksud adalah 
orang tua yang penglihatannya telah lemah sehingga kurang bisa 
mengetahui cara memilih yang terbaik (untuk orang yang 
dinikahkannya).” 


Adapun yang dimaksud orang sakit adalah orang yang 
sakitnya parah sehingga mengganggu penglihatannya dan 
menyebabkannya tidak bisa mencarikan yang terbaik. Sedangkan 
orang yang merasakan sakit adalah orang yang mengalami sakit 
keras hingga menyebabkannya tidak bisa melihat. Diriwayatkan 
pula dengan redaksi, “Atau orang sakit yang menjadi budak,” 
artinya adalah orang yang sakit yang menjadi budak disebabkan 
sifat tarnyiznya (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) 
sedikit. Adapun yang dimaksud orang yang memiliki penyakit 
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adalah orang yang tangannya buntung atau kakinya buntung, atau 
mengalami luka parah yang menyebabkannya tidak bisa 
membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Orang yang 
seperti ini tidak bisa menjadi wali. Akan tetapi bila sebab-sebab ini 
hilang, maka dia bisa kembali menjadi wali, karena yang menjadi 
penghalang adalah adanya sebab-sebab tersebut, sehingga bila 
sebab-sebab tersebut sudah hilang, maka hilanglah penghalangnya. 


Cabang: Abu Ali Ath-Thabari mengatakan: Apabila sang 
wali menjadi gila selama satu hari, lalu sadar selama satu hari, atau 
mengalami epilepsi selama satu hari dan sadar selama satu hari, 
maka hal ini menyebabkannya tidak bisa menjadi wali? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. 

Adapun orang mabuk, apabila kami katakan bahwa orang 
fasik tidak bisa menjadi wali, maka dia termasuk orang fasik. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa orang fasik bisa menjadi wali, 
apakah mabuk menyebabkannya tidak bisa menjadi wali? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah 
yang sama dengan pendapat tentang gila paten dan ihram dalam 
Haji, apakah hal ini menyebabkannya tidak bisa menjadi wali? 
Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. 
Apabila kami katakan bahwa hal tersebut menyebabkannya tidak 
bisa menjadi wali, maka yang menjadi wali adalah selain dia. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa hal tersebut tetap bisa 
menjadikannya wali, maka yang menikahkan adalah penguasa. 


Adapun berkenaan dengan orang bisu, apabila dia bisa 
memberi isyarat yang bisa dipahami, maka dia bisa menjadi wali 
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dalam pernikahan. Sedangkan bila dia tidak bisa memberi isyarat 
yang bisa dipahami, maka dia tidak bisa menjadi wali dalam 
pernikahan. 


Cabang: Apakah orang buta sah menjadi wali dalam 
pernikahan? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'ivyah. Pertama: Tidak sah, karena dia harus melihat untuk 
memilih suami bagi anak perempuan yang dinikahkannya agar 
tidak dinikahkan dengan laki-laki cacat atau jelek. Kedua: Sah. 
Inilah pendapat yang benar, karena Nabi Syu'aib # orang buta, . 
tapi dia menikahkan putrinya dengan Nabi Musa &&. 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i #& berkata, “Wali perempuan 
kafir harus orang kafir, dan orang muslim tidak boleh menjadi wali 
perempuan kafir, kecuali terhadap budak perempuannya.” 
Penjelasannya adalah, bahwa apabila laki-laki kafir memiliki anak 
perempuan muslimah, dia tidak bisa menjadi walinya. Apabila si 
perempuan memiliki wali muslim maka sang wali bisa 
menikahkannya, sedangkan bila tidak ada, maka yang 


menikahkannya adalah hakim, berdasarkan firman Allah, 32:37 


jan IA Ran SN, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain.” (Qs. At-Taubah (9): 71). 


Diriwayatkan bahwa ketika Nabi & hendak menikahi 
Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dimana saat itu Ummu Habibah 
seorang muslimah sementara Abu Sufyan belum masuk Islam, 
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Nabi #& mewakilkan kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, lalu 
beliau menikahinya dengan wali putra pamannya, yaitu Khalid bin 
Sa'id bin Al Ash yang telah masuk Islam. Apabila laki-laki muslim 
memiliki anak perempuan kafir, maka dia tidak bisa menjadi 


walinya, berdasarkan firman Allah &, a% Ia Ae Haag GAS Salt, 


“Adapun orang-orang yang kafir, Laa a menjadi 
pelindung bagi sebagian yang lain.” (Qs. Al Anfaal (8): 73). Ini 
menunjukkan bahwa orang Islam tidak bisa menjadi wali bagi anak 
perempuannya yang kafir. Apabila perempuan tersebut memiliki 
wali kafir, maka wali tersebutlah yang menikahkannya, 
berdasarkan ayat ini. Apabila dia tidak memiliki wali kafir, maka 
yang menikahkannya adalah hakim, berdasarkan sabda Nabi $, 
“Maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” 
Dalam hadits ini tidak dibedakan antara orang Islam dengan orang 
non Islam. Disamping itu perwaliannya adalah bersifat umum 
sehingga mencakup orang Islam dan orang kafir. 


Cabang: Apabila laki-laki muslim memiliki budak 
perempuan kafir, maka dia bisa menjadi walinya dalam 
pernikahan? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. Di antara teman-teman kami ada yang mengatakan 
bahwa dia boleh menjadi walinya. Inilah pendapat yang dinyatakan 
dalam A/ Umm, karena perwalian tersebut disebabkan adanya 
kepemilikan sehingga masalah perbedaan agama tidak menjadi 
halangan, seperti halnya kefasikan yang tidak mempengaruhi 
pelarangan dalam menikahkan budak perempuannya, maka begitu 
pula dengan kekafirannya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia 
tidak bisa menjadi walinya, karena dia tidak bisa menjadi wali 
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putrinya yang kafir, maka begitu pula dalam hal menikahkan 
budak perempuannya yang kafir, tentu lebih tidak bisa. Adapun 
tentang dalil yang ada, ia ditafsirkan sebagai perwalian dalam akad 
jual beli dan sewa-menyewa. Akan tetapi pendapat yang paling 
benar adalah pendapat pertama. 


Sedangkan bila laki-laki kafir memiliki budak perempuan 
muslimah, maka apakah dia boleh menikahkannya? 


Menurut Ibnu Ash-Shabbagh ada dua pendapat dalam 
masalah ini seperti yang kami katakan berkenaan dengan laki-laki 


muslim yang menikahkan budak perempuannya yang kafir. 
Wallahu A'lam 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seorang wali 
keluar dari status perwaliannya disebabkan kefasikan 
atau gila, maka perwalian tersebut berpindah kepada 
wali-wali setelahnya, karena perwaliannya batal 
sehingga berpindah kepada wali-wali setelahnya, seperti 
halnya bila dia wafat. Apabila sebab yang membatalkan 
perwaliannya hilang, maka dia bisa kembali menjadi 
wali karena sebab yang membatalkan perwaliannya 
telah hilang. Apabila perempuan tersebut dinikahkan 
oleh wali kedua (yang diberi wewenang wali) sebelum 
dia mengetahui bahwa wali pertama telah kembali 
menjadi wali, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah berdasarkan dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i tentang wakil apabila dia menjual 
sesuatu yang diwakilkan padanya sebelum dia 
mengetahui penghalangannya. Apabila perempuan 
yang dinikahkan meminta calon suami yang sekufu, lalu 
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sang wali menghalanginya, maka dia bisa dinikahkan 
oleh penguasa, berdasarkan sabda Nabi &, “Apabila 
mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi 
orang yang tidak memiliki wali.” Disamping itu 
perwalian adalah hak yang bisa digantikan, sehingga 
bila dia mau, maka penguasalah yang menggantikan- 
nya, seperti halnya bila dia memiliki utang, tapi enggan 
membayarnya. Apabila wali melakukan perjalanan 
sejauh jarak yang dibolehkan meng-gashar shalat, maka 
sang perempuan dinikahkan oleh penguasa, dan wali- 
wali setelahnya tidak boleh menikahkannya karena 
perwalian wali yang sedang pergi masih berlaku. Oleh 
karena itulah bila dia menikahkannya di tempatnya 
maka pernikahannya sah. Mengingat dia tidak bisa 
melakukannya, maka yang menggantikannya adalah 
penguasa. Seperti halnya bila dia hadir tapi tidak mau 
menikahkannya. Adapun bila perjalanannya tidak 
sejauh perjalanan yang dibolehkan meng-gashar shalat, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 

Pertama: Dia tidak boleh menikahkannya kecuali 


dengan seizinnya, karena dia seperti orang yang hadir 
(ada di tempat). 


Kedua: Penguasa boleh menikahkannya, karena 
sang wali tidak bisa dimintai izin, sehingga mirip kasus 
seandainya dia dalam perjalanan jauh. Apabila wali 
sedang pergi dan kewenangan menjadi wali ada di 
tangan hakim, maka dia disunahkan meminta izin 
kepada wali kedua (yang perwalian berpindah 
kepadanya) untuk menikahkan si perempuan agar 
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keluar dari perselisihan pendapat: karena menurut Abu 
Hanifah, yang berhak menikahkan adalah orang yang 
perwalian berpindah kepadanya (wali kedua). 


Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i berkata, “Seseorang 
tidak boleh menjadi wali bila ada orang yang lebih utama darinya. 
Penjelasannya adalah, apabila seorang perempuan memiliki dua 
wali yang salah satunya lebih dekat dari yang lainnya, maka yang 
berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat. Akan tetapi bila dia 
dinikahkan oleh wali setelahnya maka hukumnya sah.” 


Malik berkata, “Hukumnya sah.” 


Adapun argumentasi kami adalah bahwa perwalian me- 
rupakan hak yang ada disebabkan adanya 'ashabah sehingga wali 
yang jauh tidak boleh menjadi wali bila ada wali yang dekat, seperti 
halnya dalam masalah warisan. Apabila wali dekat tidak bisa 
menjadi wali disebabkan perbedaan agama atau kefasikan atau gila 
atau masih kecil, maka perwalian berpindah kepada wali jauh. 
Karena Nabi & menikahi Ummu Habibah dengan wali putra 
paman Ummu Habibah padahal ayahnya (Abu Sufyan) masih 
hidup, dikarenakan ayahnya masih kafir saat itu. Apabila hal ini 
berlaku dalam kekafiran, maka tentunya ia lebih berlaku lagi ketika 
sang wali fasik, gila atau masih kecil, karena semua hal tersebut 
menghalangi tetapnya perwalian dalam nikah. 


Apabila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuan 
lalu dia wafat, sementara budak perempuan tersebut meninggalkan 
anak laki-laki yang masih kecil dan saudara laki-laki seayah yang 
sudah dewasa, kemudian budak perempuan tersebut hendak 
menikah, tapi tidak ada cocok dengannya, maka sejauh yang aku 
ketahui tidak ada dalil dalam masalah ini. Adapun pendapat yang 
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sesuai madzhab adalah bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah 
saudara laki-laki orang yang memerdekakan. Karena perwalian 
dalam wala“ merupakan cabang dari perwalian dalam nasab. Jadi 
perwalian ayah anak laki-laki tersebut adalah di tangan saudara 
laki-lakinya selama anak laki-laki tersebut masih kecil. Begitu pula 
perwalian terhadap budak perempuan yang dimerdekakan. 


Cabang: Apabila sebab yang mengharuskan terputusnya 
perwalian pada wali yang dekat hilang, maka perwalian kembali 
lagi kepadanya (dia bisa menjadi wali kembali), karena peng- 
halangnya telah hilang. Apabila wali jauh sudah menikahkan si 
perempuan sebelum penghalangnya hilang, maka pernikahan 
tersebut sah. Sedangkan bila dia menikahkannya setelah 
penghalangnya hilang dan setelah dia mengetahui bahwa 
penghalang tersebut hilang, maka hukumnya tidak sah. Seperti 
halnya seorang wakil yang menjual barang yang diwakilkan 
kepadanya setelah dia dipecat dan setelah dia mengetahui 
pemecatan tersebut. 


Adapun bila wali jauh menikahkan si perempuan setelah 
penghalang pada wali dekat hilang tapi sebelum dia mengetahui 
hilangnya penghalang tersebut, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang berdasarkan dua 
pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang wakil yang menjual barang 
setelah dia dipecat dan setelah dia mengetahui pemecatan 
tersebut. 


Cabang: Apabila seorang perempuan meminta dinikahkan 
dengan laki-laki yang sekufu dengannya, tapi sang wali tidak mau, 
maka yang menikahkannya adalah hakim, dan perwalian tersebut 
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tidak berpindah kepada selain wali yang menghalangi tersebut. Hal 
ini berdasarkan sabda Nabi &, “Apabila mereka berselisih, maka 
penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” 
Disamping itu nikah adalah hak si perempuan, sehingga apabila 
walinya tidak bisa memenuhi keinginannya, maka yang 
memenuhinya adalah hakim, seperti seorang laki-laki yang 
memiliki utang tapi dia enggan membayarnya, maka hakimlah 
yang menggantikannya untuk membayarnya dengan menggunakan 
harta orang tersebut. 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i # berkata, “Apabila wali yang 
paling utama tidak ada, atau sedang pergi baik dalam perjalanan 
jauh maupun dekat, maka yang menikahkan si perempuan adalah 
penguasa. Penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang 
perempuan memiliki ayah atau kakek, lalu sang ayah pergi dan 
sang kakek ada di tempat, lalu si perempuan minta dinikahkan, 
maka harus dilihat dulu. Apabila sang ayah tidak diketahui 
beritanya apakah masih hidup atau sudah mati, maka perwalian 
tidak berpindah kepada kakek, dan yang menikahkannya adalah 
penguasa, karena perwalian ayah masih tetap berlaku. Alasannya 
adalah bahwa seandainya sang ayah menikahkannya di tempatnya, 
maka hukumnya sah, dan pernikahan tersebut memang tidak bisa 
dilaksanakan disebabkan dia sedang pergi, sehingga yang 
menggantikannya adalah hakim, seperti halnya bila dia pergi 
dengan meninggalkan utang, maka hakimlah yang menggantikan- 
nya untuk membayarnya dengan menggunakan hartanya.” 


Adapun bila sang wali pergi, tapi bisa kembali dan diketahui 
bahwa dia masih hidup, apabila jaraknya merupakan jarak yang 
diperbolehkan meng-gashar shalat, maka penguasa boleh 
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menikahkannya, karena untuk meminta izin kepadanya sulit, 
sehingga hukumnya seperti orang yang hilang. Sedangkan bila 
jarak perjalanannya bukan jarak yang diperbolehkan meng-gashar 
shalat, maka teman-teman kami berselisih pendapat tentang hal 
ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hakim boleh 
menikahkannya. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab 
kami, karena untuk meminta izin kepadanya sulit, sehingga 
hukumnya seperti orang yang melakukan perjalanan dengan jarak 
yang diperbolehkan meng-gashar shalat. 


Ada pula yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh 
menikahkannya, karena hukumnya seperti orang yang hadir 
(bermukim). Alasannya adalah bahwa dia tidak boleh meng-gashar 
shalat dan berbuka, jadi hukumnya sama seperti bila ada di 
negerinya. Inilah madzhab kami dan inilah pendapat yang 
dinyatakan oleh Zufar. Akan tetapi Ibnu Al Qash meriwayatkan 
pendapat lain, yaitu bahwa perwalian tersebut dapat berpindah 
kepada wali-wali setelahnya. Akan tetapi pendapat ini tidak 
terkenal. 


Abu Hanifah, Muhammad dan Ahmad bin Hanbal berkata, 
“Apabila sang ayah pergi dengan jarak yang terputus (tidak 
diketahui keberadaannya), maka sang kakek boleh menikahkan- 
nya. Sedangkan bila dia pergi dengan jarak yang tidak terputus 
(diketahui keberadaannya), maka sang kakek tidak boleh 
menikahkannya.” 


Akan tetapi para pengikut Abu Hanifah berbeda pendapat 
tentang batasan jarak perjalanan yang terputus. Di antara mereka 
ada yang mengatakan bahwa jarak tersebut adalah dari Raggah 
sampai Bashrah. Ada pula yang mengatakan bahwa jarak tersebut 
adalah dari Baghdadh sampai Bashrah. 
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Muhammad berkata, “Apabila dia (ayah) bepergian dari 
satu distrik ke distrik lain, seperti orang yang bepergian dari Kufah 
menuju Baghdad, maka perjalanannya adalah perjalanan terputus. 
Sedangkan bila dia bepergian dalam satu distrik, maka 
perjalanannya bukan perjalanan terputus.” 


Ada pula yang berkata, “Jarak perjalanan yang terputus 
adalah tempat yang tidak didatangi kafilah dalam setahun kecuali 
satu kali.” 


Adapun dalil kami adalah bahwa setiap wilayah yang tidak 
terputus dengan bepergian jarak dekat, maka ia juga tidak terputus 
dengan bepergian jarak jauh, seperti wilayah harta (kawasan 
ekonomi). 

Mengingat hal ini telah tetap, maka Asy-Syafi'i @ berkata, 
“Apabila sang wali pergi, sementara hakim hendak menikahkan si 
perempuan, maka disunahkan agar dia memanggil ashabahnya, 
meskipun mereka bukan para wali. Apabila dia tidak mempunyai 
ashabah, maka yang dipanggil adalah Dzawil Arham dan kerabat- 
kerabatnya. Kemudian sang hakim bisa menanyakan kepada 
mereka dan meminta pendapat mereka tentang dirinya agar 
mereka lega. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi & pernah 
menyuruh Nu'aim berkonsultasi dengan ibu putrinya untuk 
menikahkannya.” 


Adapun bila dia tidak memiliki wali, apabila mereka 
mengatakan bahwa calon suaminya sekufu dengannya, maka 
hakimlah yang menikahkannya. 

Syaikh Abu Ishag berkata, “Hakim bisa meminta izin 
kepada orang yang menjadi wali kedua (yang dilimpahkan 
perwalian kepadanya ketika wali yang paling utama tidak ada) 
untuk menikahkan si perempuan agar keluar dari perselisihan. 
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Apabila hakim menikahkannya sendiri atau meminta izin kepada 
salah seorang dari mereka atau tidak berkonsultasi dengan 
mereka, maka hukumnya sah, karena perwalian memang ada 
padanya.” 


Imam Asy-Syafi'i berkata, “Dia tidak boleh menikahkannya 
apabila tidak dihadiri dua saksi adil yang menyatakan bahwa si 
perempuan tidak memiliki wali dan tidak dalam proses pernikahan 
dengan orang lain serta tidak dalam masa iddah.” 


Al Mas'udi berkata, “Di antara teman-teman kami ada yang 
berpendapat, hukumnya wajib. Ada pula yang mengatakan, 
hukumnya sunah.” Wallahu A'lam Bishshawab. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Ayah dan kakek 
boleh menikahkan gadis tanpa keridhaan gadis 
tersebut, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa. 
Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas &@ bahwa 
Nabi & bersabda, 


3 fo 38 Hg 2 Žr o r pE -Ea s 
Gi SI G ie Gii GA 
” ° . Pn) £ 
Gi a 
“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari 
walinya. Sedangkan gadis, sang ayah bisa berkonsultasi 
dengannya tentang dirinya.” Ini menunjukkan bahwa 
wali lebih berhak terhadap gadis. Akan tetapi bila si 


gadis sudah baligh, maka disunahkan agar meminta 
izinnya, berdasarkan hadits GG 45y “Dan izinnya 
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adalah diamnya.” Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu 
Abbas :; bahwa Nabi & bersabda, 


PAN Pa 
e ES SA GIG ia Gii HA 2 


GA G5 Gi 


“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari 
walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang dirinya. 
Dan izinnya adalah diamnya.” Disamping itu seorang 
gadis malu meminta izin kepada ayahnya dengan 
ucapan, sehingga diamnya dianggap sebagai izinnya. 


Adapun untuk selain ayah dan kakek, dia tidak 
boleh menikahkan gadis kecuali bila sang gadis telah 
baligh dan memberi izin. Hal ini berdasarkan riwayat 
Nafi: Bahwa Abdullah bin Umar Æ menikahi putri 
pamannya yaitu Utsman bin Mazh'un, lalu iburya 
mendatangi Rasulullah & seraya berkata, “Putriku tidak 
menyukainya.” Maka Rasulullah $ menyuruh agar 
Abdullah bin Umar menceraikannya. Beliau bersabda, 
“Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan 
yatim sampai kalian berkonsultasi dengan mereka. 
Apabila mereka diam, maka itu adalah izin mereka.” 
Kemudian setelah diceraikan Abdullah bin Umar, putri 
Utsman bin Mazh'un menikah dengan Al Mughirah bin 
Syu'bah. 


Disamping itu gadis adalah orang yang sangat 
sensitif, sehingga dia tidak boleh mengelola hartanya 
sendiri dan tidak boleh menjual hartanya sendiri. Oleh 
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karena itulah dia tidak boleh menyerahkan 
kemaluannya sendirian (yakni harus ada walinya). 


Adapun bila sang wali (selain ayah dan kakek) 
menikahkannya setelah baligh, maka berkenaan dengan 
izinnya ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Izinnya adalah dengan ucapan. Karena 
ketika hendak menikahkannya membutuhkan izinnya, 
maka dibutuhkan ucapannya. Ini berbeda dengan ayah 
dan kakek. 


Kedua: Izinnya adalah diamnya. Inilah pendapat 
yang disebutkan dalam Al Imla‘ dan inilah pendapat 
yang benar. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Nafi’. 


Adapun untuk janda, apabila keperawanannya 
telah hilang karena disetubuhi, apabila dia telah baligh 
dan berakal, maka tidak ada yang boleh menikahkannya 
kecuali dengan izinnya. Hal ini berdasarkan riwayat 
Khansa‘ binti Khidam Al Anshariyyah bahwa ayahnya 
menikahkannya ketika dia telah menjadi janda, tapi dia 
tidak suka dengan pernikahan tersebut. Lalu dia 
mengadu kepada Rasulullah Æ. Maka Rasulullah 
membatalkan nikahnya. 

Adapun izinnya adalah dengan ucapan, 
berdasarkan hadits Ibnu Abbas 2, bahwa 
Nabi & bersabda, “Dan gadis itu dimintai izin 
berkenaan dengan dirinya, dan izinnya adalah 
diamnya.” Ini menunjukkan bahwa izin janda adalah 
dengan ucapannya. 
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Adapun bila dia masih kecil, maka dia tidak boleh 
dinikahkan kecuali setelah dia baligh dan memberi izin, 
karena izinnya berlaku saat dia telah baligh. Oleh 
karena itu tidak boleh menikahkannya saat dia masih 
kecil. 


Apabila dia gila, maka ayah dan kakek boleh 
menikahkannya baik ketika dia masih kecil atau sudah 
besar, karena tidak ada harapan untuk meminta izin 
kepadanya. 


Pada '“ashabah lain tidak boleh menikahkannya, 
karena pernikahan tersebut adalah pemaksaan dan 
tidak ada “ashabah yang berhak menjadi wali dengan 
pemaksaan selain ayah dan kakek. 


Adapun berkenaan dengan wali hakim, apabila si 
perempuan masih kecil, maka dia tidak boleh 
dinikahkan dulu karena dia belum perlu menikah. 
Sedangkan bila dia sudah besar, maka wali hakim boleh 
menikahkannya bila dia memandang perlu menikahkan- 
nya. Karena bisa jadi dengan menikahkannya akan 
menyebabkan kesembuhannya. 


Adapun bila keperawanannya hilang tanpa 
disetubuhi, maka ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah berkenaan dengan hal ini: 

Pertama: Dia seperti perempuan yang disetubuhi, 
berdasarkan keumuman hadits yang menjelaskannya. 

Kedua: Dia dinikahkan seperti pernikahan gadis. 
Karena janda itu diperlukan izinnya disebabkan malunya 
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telah hilang disebabkan dia telah disetubuhi, sedang 
malu itu tidak hilang bila tidak disetubuhi. 


Pasal: Apabila perempuan yang dinikahi merupa- 
kan seorang budak perempuan, maka majikannya boleh 
menikahkannya baik dia masih gadis atau sudah janda, 
baik masih kecil atau sudah besar, baik berakal atau 
gila. Karena sang majikan berhak menikahkannya di- 
sebabkan dia memilikinya, jadi seperti hukum sewa- 
menyewa lijarah). 


Apabila budak perempuan minta kepada 
majikannya untuk dinikahi, apabila sang majikan bisa 
menyetubuhinya, maka dia tidak wajib menikahkannya 
karena haknya menjadi batal disebabkan telah me- 
nyetubuhinya. Sedangkan bila dia tidak bisa menyetubu- 
hinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak wajib menikahinya, karena nilai- 
nya berkurang disebabkan dinikahi. 


Kedua: Dia wajib menikahinya, karena dia berhak 
menyetubuhinya. 


Apabila perempuan tersebut seorang budak 
mukatab, maka majikannya tidak berhak menikahinya 
tanpa seizinnya, karena dia tidak berhak atas manfaat 
budak tersebut. Apabila sang majikan meminta kepada- 
nya untuk menikah dengannya, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 
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Pertama: Budak perempuan tersebut bisa 
dipaksa, karena dengan menikah dia akan diberi mahar 
dan nafkah yang bisa membantunya membayar cicilan 
utangnya (agar status budaknya hilang). 


Kedua: Dia tidak boleh dipaksa, karena bisa jadi 
dia kembali kepadanya dalam keadaan berkurang 
karena nikah. | 


Penjelasan: Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, 
Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu 
Abi Syaibah dengan redaksi, „à bies SIN, dy Iya GA PT LAI 
viva May Kis “Janda lebih berhak terhadap dirinya dari 


walinya, sementara gadis dimintai izin berkenaan dengan dirinya, 
dan izinnya adalah diamnya.” 


Dalam hadits lain riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan 
An-Nasa'i disebutkan, Gyf Wati Sar “Sedangkan gadis, 
ayahnya berkonsultasi dengannya.” | 

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan, Teng 
Ga Ss oes “Perempuan yatim dimintai izin berkenaan dengan 
dirinya.” | 

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan, a 
WI ata ME Lagi, Jl A a UÄ “Wali tidak berhak 
terhadap janda (yakni keputusan ada di tangan si janda). 


Sedangkan perempuan yatim, dia harus dimintai pendapatnya 
terlebih dahulu, dan diamnya merupakan pertanda dia mau.” 
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Al Hafizh berkata, “Para periwayatnya #sigah. Hadits ini 
dinilai cacat, karena mursal dan karena Jarir bin Hazim 
meriwayatkannya secara menyendiri dari Ayyub, dan juga karena 
Husain meriwayatkannya secara menyendiri dari Jarir. Akan tetapi 
pernyataan tersebut perlu dijawab, yaitu bahwa Ayyub bin Suwaid 
meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dari Ayyub secara maushul 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ma'mar bin Sulaiman Ar-Ragi 
dari Zaid bin Hubab dari Ayyub secara maushul Apabila terjadi 
perselisihan pendapat tentang status hadits yang maushul dan 
mursal, maka hadits ini dihukumi maushu/ melalui ijtihad. 
Sedangkan jawaban untuk argumen kedua adalah bahwa Jarir, 
haditsnya diperkuat dengan riwayat dari Ayyub, sebagaimana yang 
Anda lihat. Sementara jawaban untuk argumen ketiga adalah 
bahwa Sulaiman bin Harb memperkuat riwayat Husain bin 
Muhammad dari Jarir. Kemudian disisi lain Al Baihaqi 
berpendapat lain, yaitu bahwa hadits tersebut ditafsirkan bahwa 
sang wali menikahkan si perempuan dengan laki-laki yang tidak 
sekufu.” 


Ahmad, Al Bukhari dan Ashabus Sunan (pengarang kitab- 
kitab Sunan) meriwayatkan dari Khansa‘ binti Khidam Al 
Anshariyyah “Bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia telah 
menjadi janda sedang dia tidak setuju. Lalu dia menemui 
Rasulullah &. Maka Rasulullah membatalkan nikahnya.” 


Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, Ionu Hibban 
dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Janda tidak boleh dinikahkan sebelum 
dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum 
dia dimintai izin.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana izinnya?” Nabi & menjawab, “Diamnya.” 
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Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, 
dia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah perempuan 
dimintai pendapat berkenaan dengan kemaluannya?” 
Nabi & menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Bila seorang gadis 
dimintai pendapat malu dan berdiam.” Nabi% menjawab, 
“Diamnya adalah izinnya (tanda dia mau).” 


Demikianlah hadits-hadits yang berkaitan dengan pasal ini. 


Adapun tentang hadits Nafi berkenaan dengan kisah 
pernikahan Abdulah bin Umar dengan putri Khalid, ia 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar 
dengan redaksi, “Utsman bin Mazh'un wafat dengan meninggalkan 
putrinya dari hasil pernikahannya dengan Khaulah binti Hakim bin 
Umayyah bin Haritsah bin Al Awgashi, dan dia berwasiat kepada 
saudara laki-lakinya yaitu Qudamah bin Mazh'un.” 


Abdullah berkata: Keduanya adalah pamanku (dari jalur 
ibu). Lalu aku melamar putri Utsman bin Mazh'un kepada 
Qudamah bin Mazh'un, kemudian dia menikahkannya. Lalu Al 
Mughirah bin Syu'bah masuk -menemui ibunya dan menawarinya 
harta benda-. Rupanya sang ibu tertarik kepadanya dan 
perempuan tersebut (putri Utsman bin Mazh'un) juga tertarik 
karena terpengaruh ibunya. Keduanya pun menolak, hingga kasus 
ini dilaporkan kepada Rasulullah Æ. Qudamah bin Mazh'un. 
berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah putri saudaraku dan 
saudaraku telah berwasiat kepadaku, lalu aku menikahkannya 
dengan putra bibinya. Aku telah berusaha memuaskannya 
dengan mencarikan yang terbaik dan sekufu dengannya. Tapi 
dia perempuan dan terpengaruh dengan ibunya.” 
Rasulullah &$ bersabda, “Dia adalah perempuan yatim dan tidak 
boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya.” 
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Ibnu Umar, “Aku pun menceraikannya setelah aku 
memilikinya. Kemudian mereka menikahkannya dengan Al 
Mughirah bin Syu'bah.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini dalam A+ 
Talkhish, tapi tidak mengomentarinya. Sementara Al Haitsami 
berkata dalam Majma’ Az-Zawa'id, “Para periwayat Ahmad 
tsigah.” 


Hukum-Hukum: Yang dimaksud adalah pernikahan si 
perempuan baik ketika dia sebagai perempuan merdeka atau 
sebagai budak perempuan. Apabila dia seorang perempuan 
merdeka, maka harus dilihat dulu. Apabila dia berakal, adakalanya 
dia gadis atau janda. Apabila dia gadis maka bisa jadi dia masih 
kecil atau sudah besar. Apabila dia masih kecil, maka ayahnya 
boleh menikahkannya tanpa seizinnya, tanpa diperselisihkan lagi 


oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah &, 3. Ga Á IM 


Sera AAN KG P LES ol KS ee oeach “Dan 
Ba abs yang tidak haid lagi (monopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 
iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan: dan begitu 
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (Qs. Ath-Thalaag 
(65): 4). Maksud ayat ini adalah bahwa demikian pula iddah 
perempuan yang tidak haidh. Istri memang wajib menjalani iddah 
setelah thalak apabila telah disetubuhi. Ini menunjukkan bahwa 
perempuan yang masih kecil yang belum haidh sah dinikahi, dan 
pernikahannya tidak sah kecuali bila yang menikahkannya adalah 
ayahnya. 
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Aisyah æ berkata, “Rasulullah & menikahiku saat aku 
berusia 7 tahun dan menggauliku saat aku berusia 9 tahun.” 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam kondisi tersebut tidak 
diperlukan izinnya. Jadi dapat diketahui bahwa ayahnya 
menikahkannya tanpa seizinnya. Oleh karena itulah ayah dan 
kakek boleh memaksa perempuan yang masih kecil untuk 
menikah, sementara bagi wali-wali lainnya tidak dibolehkan 
sebelum dia baligh. 


Malik berkata, “Kakek tidak boleh menikahkannya.” 


Abu Hanifah berkata, “Ayah, kakek dan seluruh 'ashabah 
boleh menikahkannya. Hakim juga boleh memaksanya untuk 
menikah. Hanya saja bila dia dinikahkan oleh selain ayah dan 
kakek, maka dia boleh memilih untuk membatalkan nikah ketika 
dia telah baligh.” 


Adapun dalil kami untuk Malik adalah bahwa kakek 
memiliki hak perwalian dan ashabah sehingga dia boleh memaksa 
gadis untuk menikah, sebagaimana ayah. Sedangkan dalil untuk 
Abu Hanifah adalah hadits riwayat Ibnu Umar tentang 
pernikahannya putri pamannya, Utsman bin Mazh'un, dan juga 
sabda Nabi &, “Dia perempuan yatim dan tidak boleh dinikahkan 
kecuali dengan izinnya.” Disamping itu selain ayah dan kakek tidak 
bisa mengurus hartanya sehingga tidak bisa memaksanya untuk 
menikah, seperti halnya orang lain. 

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat lamanya (Wau/ 
Qadim), “Disunahkan bagi ayah untuk tidak menikahkan putrinya 
sampai dia baligh agar dia termasuk orang yang bisa dimintai izin, 
karena bila dia telah menikah, maka ada beberapa kewajiban yang 
harus dilakukannya.” 
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Ash-Shaimuri berkata, “Apabila si perempuan telah 
mendekati baligh (masa puber) dan ayahnya hendak 
menikahkannya, maka disunahkan agar sang ayah mengirim 
beberapa perempuan tepercaya kepadanya untuk melihat 
kondisinya. Sedangkan bila si perempuan telah baligh, maka ayah 
dan kakeknya bisa memaksanya untuk menikah, meskipun dia 
tidak suka.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abi Laila, 
Ahmad dan Ishag. 


Malik berkata, “Ayah boleh memaksanya, sementara kakek 
tidak boleh.” 


Abu Hanifah, para pengikutnya, Ats-Tsauri dan Al Auza'i 
berkata, “Tidak ada yang boleh memaksanya.” 


Adapun dalil kami terhadap Malik adalah, bahwa kakek 
memiliki hak 'ashabah dan keturunan sehingga dia bisa memaksa 
gadis untuk menikah, seperti halnya ayah. Sedangkan dalil kami 
terhadap Abu Hanifah adalah sabda Nabi &, “Janda lebih berhak 


terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis dimintai 
pendapatnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” 

Mengingat Nabi & telah menyatakan bahwa janda lebih 
berhak terhadap dirinya daripada walinya, maka ini menunjukkan 
bahwa wali lebih berhak terhadap gadis. 

Yang dimaksud wali disini adalah ayah dan kakek, 
berdasarkan sabda Nabi &, y Lie og TAN AR 
KIS IK Wo 45! “Perempuan yatim dimintai pendapat 
tentang dirinya. Apabila dia diam, maka itu menunjukkan izinnya 
(pertanda bahwa dia mau). Apabila dia menolak, maka walinya 
tidak boleh menikahkannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 
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Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadits ini di-shahih-kan 
oleh At-Tirmidzi. 


Yang dimaksud perempuan yatim adalah perempuan yang 
tidak memiliki ayah (ditinggal wafat ayahnya). Dia disebut yatim 
setelah baligh untuk mengenal namanya sebelum baligh. Apabila 
perempuan yatim wajib dimintai izin, maka ini menunjukkan 
bahwa perempuan yang bukan yatim tidak perlu dimintai izin. 
Adapun perempuan yang memiliki ayah atau kakek, dia tidak 
disebut yatim. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila ayah atau kakek 
menikahkan gadis baligh, maka disunahkan bagi keduanya untuk 
meminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya, berdasarkan hadits 
yang menjelaskannya. Disamping itu dia masih malu memberi izin 
dengan ucapan. Apabila sang wali tidak meminta izin kepadanya, 
maka hukumnya dibolehkan, karena Nabi #& bersabda, “Janda 
lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis 
dimintai izin” Ini menunjukkan bahwa antara keduanya 
dipisahkan. Apabila kita katakan bahwa permohonan izin kepada 
gadis wajib, tentunya tidak akan ada pembedaan antara keduanya. 


Apabila seorang gadis baligh dinikahkan oleh wali selain 
ayah dan kakek, maka hukumnya tidak sah sampai meminta izin 
terlebih dahulu. Ini adalah ijma yang tidak diperselisihkan lagi oleh 
para ulama. 


Adapun berkenaan dengan izinnya, dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Harus dengan ucapannya, karena setiap orang 
yang hendak menikahkannya dan memerlukan izinnya harus ada 
ucapan darinya bila dia mampu berbicara, seperti halnya janda. 
Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Apabila dia 
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dimintai izin tapi diam, maka ini merupakan izin darinya untuk 
dinikahkan, berdasarkan sabda Nabi &, “Perempuan yatim 
dimintai izin berkenaan dengan dirinya. Apabila dia diam, maka itu 
adalah izinnya,” karena dia malu memberi izin dengan ucapan, 
berbeda dengan janda. 


Al 'Imrani berkata dalam A/ Bayan, “Para sahabat kami dari 
golongan ulama generasi akhir mengatakan bahwa apabila walinya 
meminta izin kepadanya untuk menikahkannya dengan mahar 
mits/ (standar) minimal atau dengan uang selain uang lokal, lalu dia 
diam, maka itu tidak menunjukkan izinnya, karena ini berkaitan 
dengan harta, sehingga diamnya bukan izinnya, seperti halnya bila 
dia minta izin kepadanya untuk menjual hartanya, lalu si 
perempuan diam. Hal ini berbeda dengan nikah.” 


Apabila yang hendak dinikahkan adalah janda, maka harus 
dilihat dulu. Apabila keperawanannya telah hilang disebabkan telah 
disetubuhi baik dalam pernikahan atau kepemilikan atau syubhat 
apabila dia sudah baligh maka walinya tidak boleh memaksanya 
untuk menikah, baik sang wali adalah ayahnya atau kakeknya atau 
selain keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan 
bahwa Khansa' binti Khidam Al Anshariyyah dinikahkan ayahnya 
“ketika statusnya janda, lalu dia mengadu kepada Nabi #&. Maka 
Nabi membatalkan pernikahannya. 


Diriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, “Wali tidak memiliki 
hak terhadap janda (untuk memaksanya). ” 

Syaikh Abu Hamid berkata, “Ini adalah ijma yang tidak 
diperselisihkan lagi oleh para ulama.” 


Tidak sah menikahkannya kecuali dengan izinnya dan tidak 
sah izinnya kecuali dengan ucapannya bila dia mampu berbicara. 
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Hal ini berdasarkan sabda Nabi &, “Dan gadis itu dimintai izin 
berkenaan dengan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” 


Apabila izin dari gadis adalah diamnya, maka ini 
menunjukkan bahwa izin dari janda adalah ucapannya. Apabila dia 
bisu tapi memberi isyarat yang bisa dipahami yang menunjukkan 
izinnya, maka hukumnya sah bila dia dinikahkan. Apabila seorang 
janda masih kecil, maka walinya tidak boleh menikahkannya 
sebelum dia baligh, baik sang wali adalah ayahnya atau kakeknya 
atau selain keduanya. 


Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, “Ayah, kakek 
dan selain keduanya boleh memaksanya untuk menikah.” 


Pemaksaan menurut mereka berbeda antara perempuan 
yang masih kecil dengan perempuan yang sudah besar, sedangkan 
menurut kami yang berbeda adalah antara yang masih gadis 
dengan yang sudah janda. 


Adapun dalil kami adalah sabda Nabi $, “Wali tidak 
memiliki hak terhadap janda (untuk memaksanya). ” Dalam hadits 
ini tidak ada yang dibedakan. Disamping itu janda adalah 
perempuan merdeka yang normal, hanya saja keperawanannya 
telah hilang karena telah disetubuhi sehingga dia tidak boleh 
dipaksa untuk menikah, seperti halnya janda yang sudah besar. 

Adapun perkataan kami “Perempuan merdeka,” adalah 
pengecualian dari budak perempuan. Sedangkan perkataan kami 
“Yang normal,” adalah pengecualian dari wanita gila. Sementara 
perkataan kami “Karena telah disetubuhi,” adalah pengecualian 
dari perempuan yang keperawanannya hilang karena melompat 
atau karena sebab lainnya. 
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Cabang: Apabila seorang perempuan hilang ke- 
perawanannya karena zina, maka hukumnya seperti perempuan 
yang keperawanannya hilang karena disetubuhi dalam status 
pernikahan, sehingga hukumnya seperti hukum janda dalam hal 
izin. 

Abu Hanifah berkata, “Hukumnya adalah seperti gadis.” 


Adapun argumentasi kami adalah bahwa dia merupakan 
perempuan merdeka yang normal yang keperawanannya hilang 
karena disetubuhi. Maka hukumnya adalah seperti perempuan 
yang keperawanannya hilang karena pernikahan. 


Adapun bila keperawanannya hilang karena melompat atau 
menjadi perawan tua, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya seperti perempuan yang disetubuhi 
dalam pernikahan, karena dia seorang janda. 


Kedua: Hukumnya seperti gadis dalam hal meminta izin. 
Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab kami, karena janda 
hanya berlaku izinnya dengan ucapannya, mengingat rasa malunya 
telah hilang disebabkan dia telah disetubuhi. Dan rasa malu ini 
tidak akan hilang bila dia tidak disetubuhi: berbeda perempuan 
pezina, karena dia tidak malu disetubuhi banyak laki-laki dalam 
perzinaan, sehingga dia tidak malu untuk memberi izinnya dengan 
ucapan. 


Ash-Shaimuri berkata, “Apabila si perempuan sudah 
tercipta dalam keadaan tidak perawan, maka hukumnya seperti 
perawan (gadis).” 
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Apabila dia mengaku masih gadis atau sudah janda, maka 
menurut Ash-Shaimuri yang berlaku adalah ucapannya dan tidak 
perlu dibuktikan, karena dia lebih mengetahui keadaan dirinya. 


Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, “Apabila seorang laki- 
laki menikahkan putrinya yang masih gadis dan sudah baligh tanpa 
seizin putrinya, lalu ketika putrinya mendengarnya dia berkata, 
“Aku adalah saudara perempuannya sepersusuan' (yakni saudara 
perempuan sepersusuan calon suaminya), atau dia mengatakan, 
“Ayahnya telah menikahiku sebelumnya’ atau ucapan-ucapan 
lainnya yang merupakan sebab yang mengharamkan pernikahan, 
maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya dan 
pernikahannya batal.” 


Apabila perempuan tersebut janda, lalu dinikahkan walinya 
dengan seizinnya atau dinikahkan ayahnya saat dia masih gadis 
tanpa seizinnya, lalu sang suami menyetubuhinya, lalu dia 
menjelaskan sebab yang menyebabkan haramnya pernikahan 
tersebut, maka perkataannya tidak diterima, sebagaimana 
dikatakan oleh Asy-Syafi'i &, berkenaan dengan budak laki-laki 
yang hilang lalu diambil oleh hakim, kemudian sang hakim 
memandang ada maslahat bila budak tersebut dijual, lalu si budak 
dijual, atau sang hakim menjualnya untuk membayar utang ketika 
pemiliknya sedang tidak ada, kemudian pemiliknya datang dan 
mengklaim telah memerdekakannya sebelum itu, maka 
perkataannya bisa diterima dengan sumpahnya. 


Apabila budak tersebut diberikan kepada pemiliknya atau 
sang hakim menjualnya ketika pemiliknya ada, untuk membayar 
utangnya yang dia enggan membayarnya, lalu setelah itu dia 
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mengklaim telah memerdekakannya atau mewakafkannya, maka 
perkataannya tidak diterima. 


Di antara teman-teman kami ada yang membenarkan 
pendapat Ibnu Al Haddad dan ada pula yang menyalahkannya 
dengan berkata, “Pendapatnya tidak bisa diterima, karena ada 
tujuan dalam memaksa si perempuan untuk menikah. Bisa jadi si 
perempuan tidak menyukai suaminya dan minta dinikahkan 
dengan orang lain atau tidak jujur dalam mengatakan hal-hal yang 
membatalkan nikahnya. Sebagaimana bila seorang budak 
mengaku melakukan tindak kejahatan yang salah atau merusak 
harta, maka perkataannya tidak diterima.” 


Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, “Apabila perempuan 
yang sudah baligh lagi berakal berkata, “Ayahku telah 
menikahkanku dengan Zaid dengan dua saksi adil dan mahar yang 
diberikan oleh Zaid”, tapi sang ayah atau dua saksi mengingkari- 
nya, maka pengingkaran ayah atau dua saksi tidak diterima, 
karena hak tersebut ada pada suami dan istri, dan tidak ada hak 
pada ayah atau dua saksi. Kasus ini sama dengan ucapan seorang 
laki-laki, Wakilku telah menjual rumahku kepada si fulan’, dan 
pembeli mengakuinya tapi wakilnya mengingkarinya, maka 
pengingkaran tersebut tidak terima.” 

Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Hal ini berdasarkan 
pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Gaw/ Jadidnya bahwa nikah 
berlaku dengan pernyataan suami dan istri yang membenarkan 
pernikahan tersebut. Inilah pendapat yang terkenal. Adapun 
menurut Qaul @adimnya, pernikahan tidak sah dengan 
pernyataan keduanya yang membenarkannya, kecuali bila 
keduanya sama-sama orang Arab.” 
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Cabang: Apabila perempuan yang hendak dinikahkan 
gila, apabila walinya adalah ayahnya atau kakeknya, maka dia bisa 
menikahkannya dengan sifat apapun, baik dia masih kecil atau 
sudah besar, gadis atau janda, karena keduanya bisa memaksanya 
untuk menikah. Yang tidak boleh bagi keduanya adalah 
menikahkan janda kecil yang sudah berakal, karena dia akan 
menjadi baligh dan bisa memberi izin. Dan keduanya tidak boleh 
menikahkan perempuan janda yang sudah baligh kecuali dengan 
izinnya, karena dia harus dimintai izin, sementara perempuan gila 
tidak perlu dimintai izin dan tidak ada harapan bisa dimintai izin. 
Sedangkan bila walinya adalah selain ayah dan kakek dari 
kalangan 'ashabah yang lain, maka dia tidak boleh menikahkan- 
nya, karena pernikahan tersebut merupakan pemaksaaan sedang 
mereka tidak boleh memaksanya untuk menikah. 


Adapun bila walinya seorang hakim, maka menurut Syaikh 
Abu Hamid, bahwa apabila si perempuan tidak memiliki wali yang 
sesuai, atau ada wali yang sesuai, tapi bukan ayah dan kakek, 
maka dia tidak boleh menjadi walinya dalam kondisi tersebut. Dan 
perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Apabila dia masih 
kecil, maka hakim tidak boleh menikahkannya, karena dia belum 
perlu menikah dalam kondisi tersebut. Sedangkan bila dia sudah 
besar, maka hakim boleh menikahkannya, karena dalam kondisi 
demikian dia memiliki hak untuk menikah, mengingat dia mem- 
butuhkan suami agar kehormatannya terjaga dan kehidupannya 
ada yang menjamin. Bahkan bisa jadi dengan menikah dia bisa 
sembuh (dari gila). 


Adapun perbedaan antara hakim dengan wali selain ayah 
dan kakek adalah bahwa dia bisa menikahkan perempuan tersebut 
secara hukum. Oleh karena itulah dia boleh menggunakan harta 
perempuan tersebut. Sementara wali selain ayah dan kakek dari 
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kalangan 'ashabah menikahkannya, karena perwalian, sedang 
mereka tidak memiliki perwalian terhadapnya. Inilah pendapat 
yang dikutip oleh teman-teman kami dari kalangan ulama 
Baghdad. 


Adapun menurut ulama Khurasan, perempuan gila paten 
apabila masih perawan, yang menikahkannya adalah ayah atau 
kakeknya, baik dia masih kecil atau sudah besar. Sedangkan bila 
dia sudah janda, apabila dia telah baligh tapi gila, maka yang 
menikahkan adalah keduanya. 


Adapun bila dia baligh tapi gila, maka keduanya juga boleh 
menikahkannya. Akan tetapi bila keduanya baligh dan berakal, 
apakah keduanya boleh menikahkannya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'ivyyah yang dilandaskan pada 
masalah: Apakah pewalian harta kembali kepada keduanya?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. 


Apabila si perempuan masih kecil tapi sudah janda, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah. 
Apabila dia gila, tapi tidak paten (kadang gila kadang waras) dan 
statusnya janda, apakah keduanya boleh menikahkannya pada saat 
gila? Dalam hal ini juga ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. 

Adapun selain ayah dan kakek dari kalangan 'ashabah 
lainnya, dia tidak boleh menikahkannya dalam kondisi apapun. 
Sedangkan hakim, dia boleh menikahkannya bila perempuan 
tersebut sudah baligh. Lalu apakah hakim harus meminta izin 
kepada para ashabah? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fuqaha Syafi'iyyah. Adapun bila yang hendak dinikahkan adalah 
budak perempuan, maka hukumnya adalah sebagaimana yang 
. telah disebutkan oleh pengarang. Wallahu A'lam. 
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Asy-Syirazi Æ berkata: Pasal: Apabila wali 
perempuan merupakan orang yang boleh menikahinya, 
seperti putra paman (sepupu) dan mantan budak yang 
dimerdekakan, maka dia tidak boleh menikahkannya 
untuk dirinya, karena dia bisa menjadi orang yang 
mengucapkan ijab dan sekaligus gabul. Hal ini karena 
dia bisa melakukan ijab dengan adanya izin sehingga 
dia tidak boleh memiliki dua sisi akad, seperti halnya 
wakil dalam jual beli. Apabila dia hendak menikahinya, 
apabila ada wali lain maka yang menikahkan adalah 
wali lain tersebut. Sedangkan bila tidak ada wali lain 
maka yang menikahkan si perempuan adalah hakim. 


Apabila seorang penguasa hendak menikahi 
perempuan yang tidak memiliki wali selain dia, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 

Pertama: Dia boleh menikahkannya untuk dirinya, 
karena bila perwalian tersebut diserahkan kepada orang 
lain, maka orang tersebut berstatus sebagai wakil, 
sedang wakil ini menempati tempatnya sehingga ijab 
wakil sama dengan ijabnya. 


Kedua: Dia harus melapor kepada hakim agar 
sang hakim menikahkannya, karena hakim menikahkan 
dengan perwalian hukum sehingga sama seandainya 
yang menikahkan perempuan tersebut adalah wali. 
Berbeda dengan wakil, karena dia menikahkan dengan 
status perwakilan yang diberikan kepadanya. Oleh 
karena itulah dia bisa dipecat bila mau. Akan tetapi 
hakim tidak boleh dipecat tanpa adanya sebab. 
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Apabila dia (penguasa) wafat maka wakilnya putus 
dari status wakil, sementara hakim tidak putus status 
perwaliannya. 


Apabila seorang laki-laki memiliki anak laki-laki 
dan anak perempuan dari anak laki-laki, dan keduanya 
masih kecil, lalu dia menikahkan anak perempuan dari 
anak laki-laki dengan anak lelaki dari anak laki-laki, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak boleh. Ini adalah pendapat Abu 
Al Abbas Ibnu Al Qash. Hal ini berdasarkan riwayat 
Aisyah æ bahwa Nabi & bersabda, “Setiap pernikahan 
yang tidak dihadiri oleh empat orang maka dia 
merupakan zina: Pelamar, wali dan dua saksi.” 


Kedua: Boleh. Ini adalah pendapat Abu Bakar bin 
Al Haddad Al Mishri. Sebagaimana dia juga boleh 
menangani dua sisi akad dalam penjualan hartanya 
kepada putranya. Berdasarkan hal ini maka dia harus 
mengucapkan, “Aku nikahkan putri anak perempuanku 
dengan putra anak laki-lakiku.” Lalu apakah dalam 
kasus ini harus ada qabul (penerimaan)nya?. Dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 

Pertama: Harus ada gabulnya. Yaitu dengan 
mengucapkan setelah ijab, “Aku terima nikahnya.” Ini 
adalah pendapat Abu Bakar bin Al Haddad, karena 
orang tersebut memiliki dua perwalian sehingga harus 
menjalankan dua perwalian tersebut. 


Kedua: Tidak perlu ada gabul. Ini adalah 
pendapat Abu Bakar Al @affal, karena dia menempati 
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posisi dua orang sehingga ucapannya mewakili dua 
ucapan. 


Pasal: Apabila sang wali mewakilkan kepada 
seorang laki-laki untuk menikahkan, apakah dia wajib 
menentukan sang calon suami? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pertama: Tidak wajib, 
karena orang yang bisa mewakilkan dalam akad tidak 
wajib menentukan orang yang akan diakadkan, seperti 
halnya orang yang mewakilkan dalam jual beli. Kedua: 
Wajib, karena wali itu diadakan untuk memilih suami 
karena kasih sayangnya (terhadap orang yang 
dinikahkan) penuh, sedangkan kasih sayang yang 
penuh itu tidak ada pada diri wakil, sehingga wewenang 
memilih suami tidak diberikan kepadanya. 


Penjelasan: Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ad- 
Daraguthni dengan redaksi, mn 3D dag A Ae Ss SY 
| SAN “Dalam pernikahan harus ada empat orang: Wali, suami 
dan dua saksi” Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Abu Al 
Khashib Nafi’ bin Maisarah, seorang periwayat yang majhul. 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam 
Al Khilafiyyat dari Ibnu Abbas secara mauguf dan di-shahih-kan 
olehnya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dengan redaksi 
yang sama. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Anas. 

Ad-Daraguthni juga meriwayatkan hadits lain dari Aisyah 
dengan redaksi, Er OLI | aA oý IIS Sal Er SI Ag Í 
4 Er Y 17 “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi 
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adil. Apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi 
orang yang tidak memiliki wali.” 


Al Baihagi juga meriwayatkan dari jalur Muhammad bin 
Ahmad bin Al Hajjaj Ar-Ragi dari Isa bin Yunus dari Az-Zuhri dari 
Urwah dari Aisyah. Hadits Ar-Ragi juga diperkuat dengan riwayat 
dari Isa. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Khalid bin 
Abdullah bin Amr bin Utsman, Yazid bin Shinan, Nuh bin Darraj 
dan Abdullah bin Hakim dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 
Aisyah. Akan tetapi semuanya divonis dha if oleh Ibnu Ma'in dan 
diakui oleh Al Baihagi. 

Sebagian dari hadits ini telah disebutkan dalam pasal “Tidak 
sah nikah kecuali dengan wali.” Hadits ini juga diperkuat dengan 
riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi & bersabda, yai 


abe 


ding P Sai PA PET “Perempuan-perempuan pelacur adalah 


mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi.” 


At-Tirmidzi menyatakan bahwa tidak ada yang meriwayat- 
kan hadits ini secara marfu’ selain Abdul A'la. Dia pernah 
meriwayatkannya secara mauguf, dan yang mauguf lebih shahih. 
Dan hal ini tidaklah tercela, karena Abdul A'la adalah periwayat 
tsiqah yang diterima riwayatnya yang marfu’ dan tambahan- 
tambahannya. Terkadang sang periwayat meriwayatkannya secara 
marfu’ dan terkadang meriwayatkannya secara mauguf At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak mahfuzh. Dan sejauh yang kami 
ketahui tidak ada riwayat yang marfu’ selain riwayat dari Abdul 
A'la dari Sa'id dari Qatadah.” 

Hadits ini juga diriwayatkan secara mauguf dari Abdul A'la 
dari Sa'id. 
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Adapun hadits yang shahih adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Abbas dengan redaksi, 4% YI Z6 Y “Tidak sah nikah 
kecuali dengan adanya saksi.” 

Hadits ini diperkuat dengan hadits riwayat Imran bin Al 
Hushain dari Nabi & bahwa beliau bersabda, “Tidak sah nikah 
kecuali dengan wali dan dua saksi adil.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam 
riwayat putranya, Abdullah. At-Tirmidzi juga menampilkannya dan 
juga diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan Al Baihaqi dalam A/ '7a/ 
dari hadits Al Hasan darinya. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat 
Abdullah bin Muhriz, seorang periwayat yang matruk. Asy-Syafi'i 
juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Al Hasan secara mursal 
Dia berkata, “Meskipun hadits ini mungathi', tapi mayoritas ulama 
mengamalkannya.” 

Asy-Syafi'i dan Al Baihagi juga meriwayatkan dari jalur Abu 
Khaitsam dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara mauguf 
dengan redaksi, Jé (SAMA) AA Ip VI 7S Y “ Tidak sah nikah 
kecuali dengan wali yang bijak dan dua saksi adil.” 

Al Baihagi berkata setelah meriwayatkannya dari jalur lain 
dari Abu Khaitsam dengan sanadnya secara marfu’ dengan 
redaksi, Hak yf ada "d9 oby YI 7 S “Tidak sah nikah kecuali 
dengan izin wali yang bijak atau penguasa.” Dia berkata, “Riwayat 
yang mahfuzh adalah yang mauquf” 

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur At-Tsauri dari 
Abu Khaitsam dan dari jalur Adi bin Al Fadhl dari Abu Khaitsam 
dengan sanadnya secara marfu' dengan redaksi, Sa Vi TS S 
Jeu GK ale ba Ip GS oÉ J gia “Tidak sah nikah 
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kecuali dengan adanya wali dan dua saksi adil. Apabila si 
perempuan dinikahkan oleh wali yang dibenci maka nikahnya 
batal” Akan tetapi Adi bin Al Fadhl adalah seorang periwayat 
dha'if 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi baik secara 
marfu' maupun mauguf dengan redaksi, “Tidak sah nikah kecuali 
dengan dihadiri empat orang: Laki-laki yang melamar, seorang 
wali dan dua saksi” Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Al 
Mughirah bin Musa Al Bashri yang menurut Al Bukhari haditsnya 
Mungkar. 


Hukum-Hukum: Hadits-hadits di atas menunjukkan 
bahwa dalam pernikahan disyaratkan harus ada saksinya. Ini 
adalah pendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Al Atarah, Asy-Sya'bi, 
Ibnu Al Musayyab, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad 
bin Hanbal. 


At-Tirmidzi berkata, “Inilah yang diamalkan oleh para 
ulama dari kalangan sahabat Nabi Æ. Mereka mengatakan, “Tidak 
sah nikah kecuali dengan saksi-saksi’. Tidak ada ulama terdahulu 
yang berselisih pendapat dalam masalah ini, kecuali ulama 
generasi akhir. Yang diperselisihkan para ulama dalam masalah ini 
adalah tentang masalah ketika ada seseorang bersaksi setelah 
orang lain. Menurut mayoritas ulama Kufah dan lainnya, tidak 
boleh melaksanakan pernikahan sampai ada dua saksi yang 
bersaksi bersama-sama dalam akad nikah. Sebagian ulama 
Madinah meriwayatkan, “Apabila seorang saksi bersaksi setelah 
seorang saksi lain, maka hukumnya dibolehkan apabila mereka 
melakukannya secara terang-terangan.” Ini adalah pendapat Malik 
bin Anas dan lainnya. Sebagian ulama lain mengatakan, 
“Dibolehkan kesaksian satu orang laki-laki dan dua perempuan 
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dalam pernikahan. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishag.” 
Demikianlah perkataan At-Tirmidzi 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, 
Abdurrahman bin Mahdi dan Daud bin Ali bahwa saksi tidak 
diperlukan dalam pernikahan. Diriwayatkan pula dari Malik bahwa 
cukup mengumumkan saja dalam pernikahan. 


Adapun yang benar adalah pendapat pertama (yang 
menyatakan bahwa harus ada saksi dalam pernikahan), karena 
hadits-haditsnya saling memperkuat satu sama lain. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila seorang laki-laki hendak 
menikahi seorang perempuan yang mana dia bisa menjadi walinya 
dalam pernikahan, seperti putra paman dan budak perempuan 
yang dimerdekakan, atau seorang wali mewakilkan kepada 
wakilnya untuk menikahkan seorang perempuan, lalu si wakil 
tersebut menikahkannya untuk dirinya sendiri maka hukumnya 
tidak sah. Akan tetapi menurut Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Abu 
Hanifah dan para pengikutnya, hukumnya sah. 

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Aisyah dari 
Nabi & bahwa beliau bersabda, “Tidak sah nikah kecuali dengan 
seorang wali dan dua saksi adil. Apabila mereka berselisih, maka 
penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” 


Adapun berkenaan dengan hadits, bé 7, Y Ss y 
PARA Er “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya empat 
orang: Laki-laki yang melamar, seorang wali dan dua saksi.” Maka 
dalam hadits di atas hanya ditetapkan tiga orang. Apabila 
disyaratkan harus ada wali dan pelamar, maka bisa jadi ada yang 


tidak hadir. Disamping itu seandainya seseorang mewakilkan 
kepada seseorang untuk menjualkan barang dagangannya, maka 
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sang Wakil tidak boleh membelinya untuk dirinya sendiri. Maka 
begitu pula perwakilan dalam pernikahan. Kami sepakat dengan 
Abu Hanifah dalam masalah jual beli, tapi kami tidak sepakat 
dengan Malik dalam masalah jual beli. Dan masalah ini telah 
diuraikan dalam pembahasan jual beli. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila putra paman hendak 
menikahi perempuan tersebut, apabila si perempuan memiliki wali 
yang setingkat dengan putra paman, maka dia bisa dinikahkan. 
Sedangkan bila tidak ada wali yang setingkat dengannya, bahkan 
merupakan wali jauh, atau tidak memiliki wali, maka yang 
menikahkannya adalah penguasa (wali hakim), karena posisinya 
seperti orang yang tidak mempunyai wali sehingga yang 
menikahkannya adalah penguasa. 


Cabang: Apabila seorang hakim hendak menikahi 
seorang perempuan yang tidak memiliki wali, maka yang 
menikahkannya adalah penguasa tertinggi. Ibnu Ash-Shabbagh 
berkata, “Atau perwalian dikembalikan kepada orang yang 
menikahkannya dan dua sisi akad (ijab dan gabul) bisa ditangani 
sekaligus. Karena bila penguasa yang menikahkan menikahkan- 
nya, maka dia berada di sisi hakim sehingga sah menanganinya. 
Sedangkan menurut pendapat kedua, hukumnya tidak sah bila dia 
melakukan akad. Justru yang menikahinya adalah hakim, karena 
hakim bukan wakil penguasa tertinggi, melainkan hanya wakil 
kaum muslimin. Oleh karena itulah penguasa tertinggi tidak boleh 
memecatnya tanpa adanya sebab.” 


282 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Cabang: Apabila kakek hendak menikahkan putranya 
yang masih kecil dengan anak perempuan dari putranya yang lain, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al 
Qash, berdasarkan sabda Nabi &, «utg el er di An ý 
J% “Tidak sah nikah kecuali dengan wali, pelamar dan dua saksi 
adil” 

Kedua: Sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad 
dan Qadhi Abu Ath-Thayyib. Alasannya adalah karena kakek 


memiliki dua sisi akad tanpa adanya penguasaan sehingga dia 
boleh menanganinya, seperti hukum menjual harta anak kecil. 


Adapun tentang hadits di atas, maka ia ditafsirkan apabila 
walinya bukan pelamar. Berdasarkan hal ini maka perwalian tidak 
sah kecuali dengan beberapa syarat: 


Pertama: Apabila ayah dan ibu keduanya telah wafat atau 
menjadi fasik atau salah satunya telah wafat sedang satunya lagi 
menjadi fasik. Karena kakek tidak berhak menjadi wali bila 
perwalian masih berlaku pada kedua orang tua. 


Kedua: Putra dari anak anak laki-laki masih kecil atau gila. 

Ketiga: Si anak perempuan masih gadis. Adapun bila dia 
sudah janda, maka sang kakek tidak boleh menikahkannya kecuali 
dengan seizinnya. 

Ibnu Al Haddad mensyaratkan agar anak perempuan 
tersebut masih kecil. Tapi pendapatnya ini tidak benar, karena 
kakek bisa memaksanya untuk menikah bila dia masih gadis. 
Begitu pula bila dia gila, sang kakek tetap bisa memaksanya untuk 
menikah. 
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Apabila hal ini telah jelas, maka sang kakek bisa berkata, 
“Aku nikahkan si fulanah dengan si fulan atau aku nikahkan si 
fulan dengan si fulanah.” Lalu apakah diperlukan ucapan gabul 
dengan mengucapkan “Dan aku terima nikahnya si fulanah untuk 
si fulan”?. 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. Di antara teman-teman kami ada yang berkata, “Tidak 
diperlukan ucapan gabul, karena ijab mengandung Kabul.” Ini 
adalah pendapat Ibnu Al Haddad dan inilah pendapat yang 
terkenal. Karena setiap akad yang membutuhkan ijab juga 
membutuhkan gabul, sebagaimana bila ia dilakukan antara dua 


orang.” 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i & berkata, “Wakil dari wali 
menempati posisinya.” Penjelasannya adalah, apabila wali 
merupakan orang yang bisa memaksa seorang perempuan untuk 
menikah, maka dia bisa mewakilkan kepada orang lain untuk 
menikahkan perempuan tersebut tanpa seizinnya. Kemudian 
apabila si wakil menunjuk laki-laki tertentu untuk menjadi wakilnya, 
maka hukumnya sah. Lalu apabila bila sang wakil berkata, “Aku 
mewakilkan kepadamu untuk menikahkannya” secara mutlak 
(tidak menentukan orangnya), apakah hukumnya sah? 

Syaikh Abu Hamid dan Abu Ishag meriwayatkan dua 
pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Sedangkan Ibnu 


Ash-Shabbagh dan Al Mas'udi meriwayatkan dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah dalam masalah ini: 


Pertama: Hukumnya sah, karena orang yang boleh 
menunjuk wakil tertentu juga dibolehkan menunjuk wakil secara 
mutlak, seperti perwakilan dalam jual beli. 
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Kedua: Hukumnya tidak sah, karena sang wali telah 
memberi kuasa kepada wakilnya untuk memilih suami, karena 
kasih sayangnya yang sempurna, sementara hal ini tidak ada pada 
diri wakilnya. 

Adapun bila wali tidak bisa menikahkan seorang 
perempuan kecuali dengan seizinnya, apabila perempuan tersebut 
memberinya izin untuk menikahkan dan menunjuk wakil, maka 
perwakilan tersebut sah. Sedangkan bila dia hanya mengizinkan 
untuk menikahkan saja, apakah sang wali boleh menunjuk wakil?. 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah 
yang telah diuraikan dalam pembahasan tentang perwakilan. 


Cabang: Apabila seorang wali tidak bisa menikahkan 
seorang perempuan kecuali dengan izinnya, apabila si perempuan 
mengizinkannya untuk menikahkannya dengan laki-laki tertentu, 
maka hukumnya sah. Sedangkan bila dia mengizinkannya untuk 
menikahkannya dengan laki-laki secara mutlak (dengan laki-laki 
mana saja), maka menurut Syaikh Abu Hamid hukumnya sah, dan 
dalam hal ini hanya satu pendapat. Alasannya adalah karena sang 
wali memiliki kasih sayang yang sempuma terhadapnya. 

Ath-Thabari berkata dalam A/ Uddah, “Dia seperti wakil 


bila wali mewakilkan kepadanya untuk menikahkan secara mutlak, 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.” 


Perempuan dibolehkan memberi izin kepada walinya 
dengan kata “izin” dan boleh juga dengan kata “mewakilkan”. 
Demikianlah dinyatakan oleh Asy-Syafi'i Æ, karena maksudnya 
sama. Apabila seorang perempuan memberi izin kepada walinya 
untuk menikahkannya, lalu dia menarik kembali izinnya, maka 
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pernikahan tersebut tidak sah: seperti orang yang mewakilkan 
yang memecat wakilnya. Apabila wali menikahkannya setelah dia 
memecat wakilnya dan sebelum si wakil mengetahuinya, apakah 
hukumnya sah? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah 
yang diambil dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang kasus 
ketika seorang wakil menjual barang setelah dia dipecat dan 
sebelum dia mengetahuinya. Wallahu A'lam Bishshawab. 


Asy-Syirazi Æ berkata: Pasal: Seorang wali 
tidak boleh menikahkan perempuan dengan laki-laki 
yang tidak sekufu dengannya kecuali dengan 
keridhaannya dan keridhaan wali-wali lainnya. Hal ini 
berdasarkan riwayat Aisyah & bahwa dia berkata: 
Rasulullah & bersabda 


3 


ASI MEA A 


“Pilihlah (perempuan) untuk sperma kalian! 
Nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu dan 
nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) dengan 
laki-laki yang sekufu.” Disamping itu menikahkan 
perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu akan 
menjadi aib baginya dan bagi wali-walinya sehingga 
tidak dibolehkan tanpa keridhaan mereka. 


Pasal: Apabila perempuan yang akan dinikahkan 
meminta dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu 
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dengannya, maka walinya tidak wajib menikahkannya, 
karena hal tersebut akan menjadi aib baginya. 
Sedangkan bila keduanya sama-sama ridha, maka sang 
wali boleh menikahkannya. Hal ini berdasarkan riwayai 
Fatimah binti Qais: Aku menemui Nabi, lalu 
kuberitahukan kepada beliau bahwa Abu Al Jahm dan 
Muawiyah melamarku. Maka Nabi bersabda, “Adapun 
Abu Al Jahm, aku takut tongkatnya akan mengenai 
dirimu. Sedangkan Muawiyah, dia hanyalah pemuda 
Quraisy yang tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi akan 
kutunjukkan kepadamu laki-laki yang lebih baik dari 
keduanya.” Aku bertanya, “Siapakah dia, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Usamah.” Aku ber- 
tanya, “Usamah?” Beliau menjawab, “Ya, Usamah.” 
Lalu aku menikah dengan Abu Zaid; Abu Zaid 
mendapat keberkahan dengan menikahiku dan aku juga 
mendapat keberkahan dengan menikahinya. 


Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Usamah 
adalah mantan budak, sedang Fatimah seorang 
perempuan Quraisy.” 


Dan lagi pula larangan menikah dengan orang 
yang tidak sekufu adalah karena hak keduanya. Apabila 
keduanya sama-sama ridha (mau), maka hilanglah 
larangan tersebut. Apabila seorang perempuan 
dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa 
keridhaannya, atau tanpa keridhaan wali-wali lainnya, 
maka menurut Imam Asy-Syafii dalam Al Umm 
nikahnya batal. Sedangkan dalam Al Imla, dia 
mengatakan, “Wali-wali lainnya boleh menolaknya.” Ini 
menunjukkan bahwa hukumnya sah. 
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Di antara teman-teman kami ada yang 
mengatakan: Dalam masalah ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i. 


Pertama, hukumnya batal, karena ia merupakan 
akad dalam hak orang lain tanpa adanya izin sehingga 
hukumnya batal. Sebagaimana bila seseorang menjual 
harta orang lain tanpa seizinnya. 


Kedua, hukumnya sah dan berlaku opsi di 
dalamnya, karena kekurangan mengharuskan adanya 
khiyar, tapi tidak sampai membatalkan, seperti halnya 
bila seseorang membeli barang tertentu. 


Ada pula yang berkata, “Akadnya batal.” 
Menurutnya hanya ada satu pendapat, sebagaimana 
yang telah kami uraikan. Dia menafsirkan perkataan 
Imam Asy-Syafi'i dalam Al Imla' bahwa yang dimaksud 
menolak adalah melarang akad. 


Ada pula yang berkata, “Apabila sang wali 
menikahkan sedang dia tahu bahwa yang dinikahkan 
tidak sekufu, maka akadnya batal. Seperti halnya bila 
seorang wakil membeli barang dan dia mengetahui ada 
cacatnya. Apabila dia tidak mengetahui cacatnya, maka 
akadnya sah dan opsi berlaku. Seperti halnya bila 
seorang wakil membeli barang tanpa mengetahui 
cacatnya.” Jadi dua pendapat Imam Asy-Syafi'i 
ditafsirkan berdasarkan dua kondisi ini. 
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Penjelasan: Hadits Aisyah disebutkan oleh As-Suyuthi 
dalam A/ Jami’ Ash-Shaghir dengan menyatakan bahwa ia 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihagi dan Al Hakim. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam A/ Kamil, 
Abdurrazzag dan Ibnu Asakir dari Aisyah dengan redaksi, 1 Ppt 
Kaya SE agaf OG sa o% SAI “Pilihlah untuk sperma 
kalian, karena perempuan itu dilahirkan mirip dengan saudara- 
saudara lelakinya dan saudara-saudara perempuannya.” Akan 
tetapi hadits ini divonis dha'if oleh As-Suyuthi. 

Abu Nu'aim juga meriwayatkan dalam Hilyatu Al Auliya“ 
dari Anas, FY UP A9 IAI NB Ie, Saki 193 “Pilihlah 
untuk sperma kalian dan jauhilah kulit hitam karena ia merupakan 
kulit yang jelek.” 

Adz-Dzahabi menolak hadits riwayat Aisyah dengan alasan 
bahwa Al Harits bin Imran Al Ja'fari meriwayatkannya dari 
Hisyam, dari ayahnya dari Aisyah secara marfu’, «Sab | gi 
MEI ASIN, “Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian dan 
nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu.” Kemudian Ikrimah 
bin Ibrahim mendukung pernyataan Adz-Dzahabi dengan 
menyatakan bahwa Al Harits seorang pemalsu hadits. Ibnu Hibban 
berkata, “Dia seorang pemalsu hadits dengan mengatasnamakan 
periwayat-periwayat tsiqah.” 

Hadits riwayat Ikrimah dari Hisyam juga dha if Ibnu Hajar 
berkata, “Intinya adalah bahwa hadits ini diriwayatkan oleh 
periwayat-periwayat dha'if. Yang paling terkenal adalah Shalih bin 
Musa Ath-Thalhi dan Al Harits Al Ja'fari.” 
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Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Abu Nu'aim, Ibnu Majah dan Al Hakim, dan dia telah men- 
shahih-kannya, dari jalur Umar. Akan tetapi sanadnya masih 
diperbincangkan. Meski demikian, masing-masing dari dua sanad 
saling menguatkan satu sama lain.” 


Ibnu Ad-Diba' Asy-Syaibani berkata dalam Tamyiz Ath-Thib 
Min Al Khabits, “Intiya hadits ini bermuara pada periwayat- 
periwayat dha'if dan semua jalur lemah.” 


Adapun berkenaan dengan hadits Aisyah “Pilihlah baik-baik 
(tempat) untuk sperma kalian, karena perempuan dilahirkan....", 
menurut Ibnu Al Jauzi hadits ini tidak shahih, karena dalam 
sanadnya terdapat Isa bin Maimun. Ibnu Hibban berkata, 
“Haditsnya mungkar, riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah.” Al 
Khathib berkata, “Hadits tersebut gharib dan semua jalur 
riwayatnya lemah.” As-Sakhawi berkata, “Dhaif” Jadi 
kesimpulannya, semua jalur riwayat hadits ini dengan berbagai 
bentuknya bermacam-macam baik riwayat maupun redaksinya 
tidak shahih. 


Adapun berkenaan dengan hadits Fatimah binti Qais, ia 
diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan empat pengarang kitab 
Sunan dengan redaksi, bahwa suaminya menthalaknya tiga kali, 
tapi Rasulullah & tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah 
untuknya. Fatimah binti Qais berkata: Lalu Rasulullah $ bersabda 
kepadaku, “Apabila kamu telah selesai menjalani iddah, kebarilah 
aku!” Lalu Fatimah memberitahukan kepada Rasulullah #8 (setelah 
masa iddahnya habis). Kemudian dia dilamar oleh Muawiyah, Abu 
Jahm dan Usamah bin Zaid. Maka Rasulullah & bersabda, 
“Adapun Muawiyah, dia adalah laki-laki miskin yang tidak punya 
harta: sedangkan Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukul 
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perempuan. Akan tetapi Usamah (adalah yang cocok). ” Fatimah 
pun berkata seraya memberi isyarat dengan tangan, “Usamah, 
Usamah?” Maka Rasulullah $ bersabda kepadanya, “Taatlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya.” Fatimah berkata, “Maka aku pun 
menikah dengannya dan aku merasa gembira.” 


Para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud 
Muawiyah dalam hadits ini. Ada yang mengatakan bahwa dia 
adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Ada pula yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Muawiyah lain. Dalam 
Shahih Muslim disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud 
adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. 

Adapun tentang redaksi, “Dia adalah laki-laki yang suka 
memukul, "atau dalam riwayat lain disebutkan, “Dia tidak melepas- 


kan tongkatnya dari bahunya,” yang dimakud adalah bahwa dia 
suka memukul perempuan. 


Abu Ubaid berkata berkenaan dengan firman Allah &, gai 
H3 Ulas 3 Y suai A “Berilah nafkah kepada keluargamu 
dan jangan engkau angkat tongkatmu untuk (memukul) mereka!” 
yang dimaksud disini bukanlah tongkat yang digunakan untuk 
memukul, karena yang dimaksud sama sekali bukan demikian. 
Yang dimaksud adalah larangan berbuat kerusakan. Seorang laki- 
laki yang santun dan baik dalam berkomunikasi disebutkan “Orang 
yang lunak tongkatnya.”Ada pula yang berpendapat bahwa yang 
dimaksud adalah bepergian yang digiyaskan dengan tongkat. 

Seorang penyair berkata: 

Dia (perempuan) melemparkan tongkatnya (mengakhiri 
perjalanannya) 
Dan sampai di tempat tujuan 
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Ada pula yang berpendapat sebagaimana yang dikatakan 
oleh Ibnu Baththal, “Kalimat tersebut adalah majaz dari banyak 
bersetubuh.” Al Azhari berkata, “Artinya adalah bahwa orang 
tersebut keras terhadap keluarganya dan bersikap kasar terhadap 
istri-istrinya serta berlebihan sifat cemburunya.” 


Hukum-Hukum: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa 
suami boleh mewakilkan kepada orang lain dalam pernikahannya, 
karena Nabi Æ pernah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah 
Adh-Dhamri dalam pernikahannya dengan Ummu Habibah binti 
Abu Sufyan dengan wali putra pamannya, dimana pernikahan 
tersebut dilakukan di negeri Habsyah. Beliau juga mewakilkan 
kepada Abu Rafi' untuk pernikahannya dengan Maimunah. 


Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam 
pernikahannya dengan perempuan tertentu, maka hukumnya sah. 
Sedangkan bila dia mewakilkan kepada orang lain dalam 
pernikahannya dengan wanita mana saja, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah yang telah diuraikan 
dalam pembahasan wakalah. Menurut Abu Al Abbas bin Suraij dan 
Abu Abdillah Az-Zubairi hukumnya tidak boleh, karena tujuannya 
berbeda dalam masalah tersebut. Sedangkan menurut Qadhi Abu 
Hamid Al Marwadzi, hukumnya dibolehkan. Pendapat inilah yang 
dinyatakan oleh Ash-Shaimuri. Dia berkata: Apabila seseorang 
mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya dengan 
perempuan Arab, lalu wakilnya menikahkannya dengan 
perempuan Quraisy, maka hukumnya dibolehkan. 


Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya 
dengan perempuan Quraisy tapi sang wakil menikahkannya 
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dengan perempuan Arab (non Quraisy), maka hukumnya tidak 
sah. 


Apabila mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya 
dengan perempuan Anshar, tapi sang wakil menikahkannya 
dengan perempuan Aus atau Khazraj, maka hukumnya sah. 
Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan 
perempuan Aus tapi sang wakil menikahkannya dengan 
perempuan Khazraj, maka hukumnya tidak boleh. 


Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya 
dengan perempuan tertentu tapi sang wakil menikahinya untuk 
dirinya sendiri, lalu dia menceraikannya sebelum menyetubuhinya 
atau setelah menyetubuhinya dan iddah perempuan tersebut habis, 
lalu sang wakil menikahkannya untuk orang yang mewakilkan 
kepadanya, maka menurut Ash-Shaimuri tidak sah, karena 
perwakilannya telah batal ketika orang yang diwakilkan menikahi- 
nya untuk dirinya sendiri. 


Apabila dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya 
dengan seorang perempuan dengan mahar 100 dirham tapi sang 
wakil menikahkannya dengan mahar 50 dirham, maka hukumnya 
sah. Apabila dia sang wakil menikahkannya dengan mahar 100 
dirham lebih, maka menurut Ash-Shaimuri “Salah seorang syaikh 
dari kalangan sahabat kami mengatakan, “Nikahnya batal.” Akan 
tetapi yang benar adalah bahwa nikahnya sah dan si perempuan 
berhak mendapat mahar mits/ (standar).” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki datang dan mengaku 
bahwa si fulan telah mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya 
dengan seorang perempuan, lalu dia menikahkannya dengan 
mahar yang dijamin olehnya, tapi ternyata orang yang mewakilkan 
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mengingkari perwakilan tersebut tanpa ada buktinya, maka yang 
berlaku adalah ucapannya disertai dengan sumpahnya. Apabila dia 
bersumpah maka dia tidak wajib menikah, dan pernikahan yang 
dilakukan si wakil tidak sah, berbeda dengan wakil dalam 
pembelian. Karena tujuan nikah adalah adanya dua calon suami 
dan istri sehingga tidak sah, bila tidak ada orang yang diakadkan. 


Kemudian sang istri bisa menuntut separuh mahar kepada 
sang wakil. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Abu 
Yusuf. Alasannya adalah karena si perempuan mengklaim bahwa 
mahar tersebut wajib diberikan suami, sementara sang wakil telah 
menjaminnya dan dia mengakuinya. 


Muhammad bin Al Hasan berkata, “Seluruh mahar bisa 
diminta kembali dari sang wakil, karena perceraian belum terjadi 
secara batin dengan pengingkaran tersebut.” Akan tetapi ini tidak 
berlaku, karena dia memiliki thalak. Apabila dia mengingkari 
pernikahan tersebut, maka dia telah mengakui keharamannya 
sehingga hukumnya sama seperti menjatuhkan thalak. 


Apabila suami wafat sebelum mahar pernikahan dibayar 
maka sang istri tidak mendapat warisan: kecuali bila ahli warisnya 
memberikan mahar kepada sang istri secara perwakilan, atau 
mendatangkan saksi kepadanya bahwa mahar telah diberikan. 


Apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya, lalu 
seorang laki-laki lain menemui sang istri tersebut dan menyatakan 
bahwa suaminya telah menthalaknya tiga kali, maka thalak 
tersebut berlaku, tapi bukan thalak tiga. Apabila sang suami 
mewakilkan kepada wakilnya untuk melakukan akad nikah lagi 
dengan mahar 1000 dirham, lalu sang wakil melakukan akad 
dengan mahar yang dijamin olehnya, lalu sang suami datang tapi 
mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan 
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sumpahnya. Apabila sang suami bersumpah, apakah sang istri bisa 
menuntut mahar yang 1000 dirham kepada sang wakil? Dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah. 


Pertama: As-Saji dan Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, 
“Sang istri tidak bisa menuntut mahar tersebut.” Pendapat ini 
dinyatakan oleh Abu Hanifah. Alasannya adalah karena orang 
yang menjamin merupakan cabang dari orang yang dijamin. 
Apabila orang yang dijamin tidak wajib memberikannya, maka 
begitu pula dengan orang yang menjamin. 


Kedua: Mahar tersebut bisa diminta. Syaikh Abu Hamid 
berkata, “Imam Asy-Syafi'i menyatakan pendapat ini dalam A/ 
Imla' -dan inilah pendapat yang paling benar-, karena sang wakil 
telah mengakui kewajibannya sebagaimana yang telah kami 
uraikan sebelumnya.” Wallahu A'lam. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Kafa'ah (Kufu) itu 
dalam agama, nasab, status merdeka dan pekerjaan. 
Adapun masalah agama, maka hukumnya berlaku. 
Dengan demikian, maka orang fasik tidak sekufu 
dengan perempuan baik (yang menjaga kehormatan 
dirinya dan menjauhi perbuatan haram). Hal ini 
berdasarkan riwayat Abu Hatim Al Muzani bahwa 
Rasulullah & bersabda, 


gr A P Pa r 
2 2 Ot, A.A 7 20 97,9797 9 - . 
cô AKU da Au O po yp ABa Sel Isl 
A 97r R 


e SES NI GB S AE Y 
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“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian 
ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak- 
anak perempuan kalian) dengannya. Karena bila kalian 
tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di muka 
bumi dan kerusakan besar.” 


Adapun masalah nasab juga berlaku. Oleh karena 
itu laki-laki Ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab. 
Hal ini berdasarkan riwayat dari Salman æ bahwa dia 
berkata, “Kami tidak akan menjadi imam kalian dalam 
shalat dan tidak akan menikahi perempuan-perempuan 
kalian (yakni perempuan Arab).” 

Laki-laki non Quraisy tidak sekufu dengan 
perempuan Quraisy. Hal ini berdasarkan sabda Nabi $, 
úa Y, W3 (jd “Dahulukanlah orang Quraisy dan 
jangan mendahuluinya.” Lalu apakah semua orang 
Quraisy itu sekufu? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. 


Pertama: Semua sekufu, sebagaimana semuanya 
juga sekufu dalam Khilafah. 


Kedua: Mereka berbeda-beda kelas satu sama 
lain. Berdasarkan hal ini, maka laki-laki yang bukan 
berasal dari Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib tidak 
sekufu dengan Perempuan Bani Hasyim dan Bani Al 
Muththalib. Hal ini berdasarkan riwayat Watsilah bin Al 
Asga' bahwa Rasulullah & bersabda, 
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“ 


JI SS ka A O 
AA in dah a Rana 


“Sesungguhnya Allah & telah memilih Kinanah 
dari (keturunan) Ismail dan memilih Quraisy dari 
(keturunan) Kinanah. Kemudian Allah memilih Bani 
Hasyim dari (keturunan) Quraisy dan memilihku dari 
Bani Hasyim.” 

Adapun Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, 
mereka adalah sekufu, karena Nabi menyamakan 
mereka dalam pembagian seperlima. Beliau bersabda, oj 
h se ij & ih Hi A “Sesungguhnya Bani 
Hasyim dan Bani Abdul Muththalib adalah satu.” 

Adapun berkenaan dengan status merdeka, ia 
juga berlaku. Oleh karena itu budak laki-laki tidak 


sekufu dengan perempuan merdeka, berdasarkan 
firman Allah &, 


Ah ea Se Jan Y EPA TA O 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 297 


“Allah membuat perumpamaan dengan seorang 
hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak 
terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki 
yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian 
dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang- 
terangan, adakah mereka itu sama?” (Os. An-Nahl [16]: 
75). Disamping itu perempuan merdeka akan mendapat 
aib bila dia menjadi istri budak laki-laki. 


Adapun berkenaan dengan pekerjaan, ia juga 
berlaku. Oleh karena itu tukang tenun tidak sekufu 
dengan pedagang kain, dan tukang bekam tidak sekufu 
dengan tukang merjan, karena tukang tenun dan tukang 
bekam dianggap pekerjaan yang hina. 

Teman-teman kami berselisih pendapat tentang 
status kaya. Di antara mereka ada yang mengatakan 
bahwa hukumnya berlaku. Oleh karena itu laki-laki 
miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya. Hal ini 
berdasarkan riwayat Samurah bahwa dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, si big Juh a 
“Kehormatan ada pada harta, sedang kemuliaan ada 
pada ketakwaan.” Disamping itu nafkah orang miskin 
itu tidak sama dengan nafkah orang kaya. 

Ada pula yang mengatakan bahwa harta tidak 
berlaku, karena harta bisa hilang dan pergi, dan tidak 
akan dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki sifat 
perwira. Oleh karena itulah seorang penyair berkata: 


Kita diberi kemiskinan dan kekayaan setiap masa 


Kita senantiasa merasakannya sepanjang masa 
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Maka apakah bekal kita untuk keluarga kita? 
Kita tidak perlu mencela kemiskinan 


Karena membanggakan keturunan kita 


Penjelasan: Hadits Abu Hatim Al Muzani diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi dengan redaksi, “Apabila datang kepada kalian 
orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, nikahkanlah (anak 
perempuan kalian) dengannya. Jika kalian tidak melakukannya 
maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.” Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, meskipun dia tidak kaya?” 
Nabi & bersabda, “Apabila datang kepada kalian orang yang 
kalian ridhai agama dan akhlaknya, nikahkanlah (anak perempuan 
kalian) dengannya.” (tiga kali). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan gharib.” 


Al Munawi mengutip dari Al Bukhari bahwa hadits ini tidak 
mahfuzh. Sementara Abu Daud menilainya sebagai hadits mursal. 
Ibnu Al @aththan juga menilainya cacat karena mursa/ dan dia 
menilai dha'if riwayatnya. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang 
sahabat. Dia tidak meriwayatkan hadits lain dari Nabi & selain 
hadits ini. 

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur 
Abu Hurairah dengan redaksinya. Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah & bersabda, 
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Ao Zos, oz 


e a Opp SI bs BI 
KEF NI P 153 AG A yi Fa 
S 


A 


“Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki untuk 
melamar, yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, nikahkanlah 
dia (dengan putri kalian). Jika kalian tidak melakukannya, maka 
akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.” 

Oleh karena itulah kita temukan kesalahan pengarang yang 
menisbatkan redaksi riwayat Abu Hurairah kepada redaksi riwayat 
Aisyah. 

Al Munawi berkata, “Abdul Hamid bin Sulaiman 
diperselisihkan dalam riwayat hadits ini. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd dari Abu Ajlan dari Nabi &. Al 
Bukhari berkata, “Hadits Al-Laits lebih mirip, sedangkan hadits 
Abdul Hamid tidak dianggap mahfuzh.” 


Diriwayatkan oleh Al Hakim Lan Ibnu Umar bahwa 
Nabi @ bersabda, J5) WA IS) Ak A dad ujan aki SSI La 
HE Sa $ yi Ja Orang Arab adalah a antara satu sama 


Ya antara satu kabilah dengan kabilah lain, antara satu desa 
dengan desa lain, dan antara seorang laki-laki dengan lelaki lain. 
Kecuali tukang tenun atau tukang bekam.” 


Dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang majhul, 
yaitu orang yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Ibnu Abi Hatim 
pernah menanyakan kepada ayahnya tentang hadits ini. Maka 


300 || Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 


ayahnya menjawab, “Hadits ini dusta, tidak ada asalnya.” Di 
tempat lain dia berkata, “Hadits ini batil.” 


Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkannya dalam At-Tamhid 
dari jalur lain darinya. Ad-Daraguthni berkata dalam A/ Zal 
“Hadits tersebut tidak shahih.” 


Hadits ini juga memiliki jalur lain selain riwayat Ibnu Umar 
yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam Musnadnya dari jalur 
Mu'adz secara marfu’, “Orang Arab adalah sekufu satu sama lain.” 
Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abi Al Jaun. 
Ibnu Al @aththan berkata, “Dia tidak dikenal.” Disamping itu 
hadits ini berasal dari riwayat Khalid bin Ma'dan dari Mw'adz, 
padahal dia tidak mendengar darinya. 


Diriwayatkan dalam hadits Muttafag Alaih dari jalur Abu 
Hurairah, “Sebaik-baik kalian pada masa Jahiliyah adalah sebaik- 
baik kalian pada masa Islam bila mereka paham.” 


Adapun berkenaan dengan perkataan Salman, ia telah 
diuraikan dalam pembahasan tentang kepemimpinan. Bisa jadi 
perkataan Abu Hanifah “Quraisy adalah sekufu dengan sesama 
Quraisy, dan orang Arab juga demikian. Akan tetapi tidak ada 
orang Arab yang sekufu dengan Quraisy, sebagaimana orang non 
Arab juga tidak sekufu dengan Arab,” terpengaruh dengan 
perkataan Salman ini. 


Ats-Tsauri berkata, “Apabila seorang mantan budak laki- 
laki menikahi perempuan Arab, maka nikahnya batal.” Pendapat 
ini juga dinyatakan oleh Ahmad dalam suatu riwayat. 


Hukum-Hukum: Imam Asy-Syafi'i berkata, “Menikah 
dengan orang yang tidak sekufu tidak haram, hanya saja 
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mengurangi martabat si perempuan dan wali-walinya. Apabila 
mereka mau, maka hukumnya sah. Hanya saja mereka memiliki 
hak yang mereka tinggalkan. Apabila mereka semua mau, kecuali 
hanya satu orang, maka dia bisa membatalkannya.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Tidak ada hadits yang shahih 
berkenaan dengan berlakunya kafa ah dalam nasab.” 


Adapun berkenaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Al Bazzar dari jalur Mu'adz secara marfu’, “Orang Arab adalah 
sekufu antara satu dengan lainnya, dan mantan budak juga sekutu 
antara satu dengan lainnya, ” maka sanad hadits ini dha'if 


Al Baihagi berargumen dengan hadits, “Sesungguhnya 
Allah & memilih Bani Kinanah dari Bani Ismail...” Hadits yang 
disebutkan pengarang dalam pasal ini merupakan hadits shahih 
yang diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi bila ia dijadikan dalil, 
maka perlu dikaji ulang lagi. Sebagian ulama bahkan ada yang 
menggabungkan hadits ini dengan hadits, “Dahulukanlah orang 
Quraisy dan jangan mendahului mereka.” 

Ibnu Al Mundzir mengutip dari Al Buwaithi dari Asy-Syafi'i 
bahwa dia berkata, “Kafa ah (Kufu) itu dalam agama.” Pernyataan 
ini juga disebutkan dalam Mukhtashar Al Buwaithi. 

Ar-Rafi'i berkata, “Perbedaan pendapat ini sangat 
terkenal.” 

Dalam A/ Fath dikatakan, “Masalah Kafa ah dalam agama 


adalah hal yang disepakati. Oleh karena itu perempuan muslimah 
tidak halal bagi laki-laki kafir.” 


Al Khaththabi berkata, “Kafaah yang dipertimbangkan 
(dianggap berlaku) menurut pendapat mayoritas fugaha ada empat 
yaitu: Agama, status merdeka, nasab dan pekerjaan. Ada pula 
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segolongan ulama yang berpendapat bahwa selamat dari cacat 
merupakan salah satu kriteria kafa ah. Sedangkan sebagian lainnya 
menganggap bahwa kekayaan termasuk kriteria kafa ah.” 


Adapun dalil atas pendapat di atas adalah hadits riwayat 
Ahmad dan An-Nasa'i, dan juga di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban 
dan Al Hakim dari jalur Buraidah secara marfu’, GA Jaf Gus of 
Joh aÍ O padi Gaal “Sesungguhnya kehormatan penduduk dunia 
adalah orang yang didatangi karena hartanya (kekayaannya). 
Hadits lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, At- 
Tirmidzi dan Al Hakim. Dan telah di-shahihkan oleh At-Tirmidzi 
dan Al Hakim dari jalur Samurah secara marfu’, “Kehormatan 
adalah harta dan kemuliaan adalah takwa.” Hadits ini telah 
disebutkan oleh pengarang dalam pasal ini. 


Ibnu Hajar berkata, “Kemungkinan yang dimaksud adalah 
kehormatan orang yang tidak memiliki kehormatan sehingga 
orang yang memiliki nasab terhormat menempati posisi pertama 
bagi orang yang tidak memiliki nasab.” 


Cabang: Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang 
perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali 
dengan keridhaannya dan keridhaan seluruh wali. Hal ini 
berdasarkan hadits riwayat Aisyah. Disamping itu menikahkan 
dengan yang tidak sekufu akan menimbulkan aib padanya dan 
wali-walinya, sehingga tidak dibolehkan tanpa keridhaan mereka. 

Syaikh Abu Hamid berkata: Para wali yang keridhaannya 
diperhitungkan dalam menikahkan perempuan dengan laki-laki 
yang tidak sekufu adalah setiap orang yang menjadi wali dalam 
akad saat proses pernikahan. Adapun orang yang boleh 
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memindahkan perwaliannya kepada orang, maka keridhaannya 
tidak diperhitungkan. Apabila perempuan meminta kepada wali- 
walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, 
lalu mereka menolaknya, maka mereka tidak boleh dipaksa dan 
hakim tidak boleh menggantikan mereka untuk menikahkannya. 
Hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah, “Nikahilah perempuan 
yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan) dengan laki- 
laki yang sekufu.” 


Al Azizi berkata dalam Syarh Al Jami' Ash-Shaghir, 
“Kemungkinan yang dimaksud adalah “Nikahilah perempuan yang 
baik dan nikahkanlah laki-laki baik dengan mereka (kaum 
perempuan). Huruf hamzah disini merupakan hamzah washal 
dalam dua fï dan dhamir mudzakkar berlaku pula untuk 
muannats. Ini merupakan bantahan terhadap orang yang tidak 
mensyaratkan Kafa ah dalam pernikahan.” 


Syaikh Al Hifni berkata dalam Syarh Al Jami' Ash-Shaghir, 
“Yakni: Nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu dan pilihlah 
mereka.” Kalimat ini berasal dari kalimat “ Tanakahatil Asyjar,” 
apabila sebagian pohon menempel dengan sebagian pohon 
lainnya. Dalam kalimat ini kata ganti untuk laki-laki dipinjam untuk 
kata ganti perempuan. Seandainya yang dimaksud adalah yang 
kedua “Dan nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan laki- 
laki yang sekufu dengan mereka,” tentunya akan dikatakan 
“Wankihuhunna” dan tidak akan dikatakan “Ilaihim.” Jadi hamzah 
washal dipakai di dua tempat, bukan menggunakan hamzah gathi' 
pada tempat kedua. 


Aku mengatakan, “Para wali tidak boleh memaksa si 
perempuan untuk menikah (dengan yang tidak sekufu) dan hakim 
tidak boleh menggantikan mereka untuk menikahkannya. 
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Disamping itu ada pula riwayat dari Ali bahwa Nabi & bersabda, 
“Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat ketika telah tiba 
waktunya, jenazah ketika telah siap (untuk dimakamkan) dan 
perempuan janda ketika mendapatkan laki-laki yang sekutu 
dengannya (agar segera dinikahkan)” Hadits ini diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi. 

Ini menunjukkan bahwa apabila seorang perempuan 
menemukan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, pernikahannya 
boleh ditunda. Adapun bila seorang perempuan minta kepada 
walinya agar dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya, 
tapi dengan mahar dibawah mahar mitfs/ maka sang wali wajib 
menikahkannya. 


Apabila dia tidak mau menikahkannya, maka yang 
menikahkannya adalah hakim. Apabila si perempuan memiliki 
beberapa wali, lalu yang menikahkannya salah seorang dari 
mereka dengan mahar dibawah mahar mifs/, maka mereka bisa 


memaksa kepada si suami agar memberikan mahar mifs/ dan 
mereka tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut. 


Dalil kami adalah riwayat yang menyebutkan bahwa 
Nabi & bersabda, “Barangsiapa yang menghalalkan dirinya 
dengan dua dirham, maka dia telah menjadi halal.” Disamping itu 
setiap orang yang tidak bisa menghalangi si perempuan dalam hal 
mahar, dia juga tidak bisa menghalanginya dalam jumlah mahar 
tersebut, seperti wali-wali jauh dan orang lain. Dan lagi pula mahar 
itu merupakan hak si perempuan dan tidak akan menjadi aib bagi 
para wali sehingga mereka tidak perlu menghalang-halanginya. 


Cabang: Apabila seorang perempuan dinikahkan dengan 
laki-laki yang tidak sekufu dengannya dengan keridhaannya dan 
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keridhaan seluruh walinya, maka nikahnya sah. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama. 
Sementara menurut Sufyan, Ahmad dan Abdul Malik bin Majisyun, 
hukumnya tidak sah. 


Adapun dalil kami adalah hadits yang menyebutkan bahwa 
Fatimah binti Qais menemui Nabi Æ lalu berkata kepadanya, 
“Wahai Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahm datang melamarku.” 
Sesuai riwayat yang disebutkan pengarang atau sesuai riwayat 
yang disebutkan mayoritas periwayat hadits yang menyebutkan 
bahwa Usamah termasuk di antara yang melamarnya. Lalu 
Nabi & memilih Usamah untuknya, karena dia tidak miskin 
seperti Muawiyah dan tidak bengis seperti Abu Al Jahm, meskipun 
dia termasuk mantan budak. Lalu Fatimah binti Qais berkata, 
“Lalu aku menikah dengan Abu Zaid.” Padahal Fatimah adalah 
perempuan Quraisy sedang Usamah mantan budak Rasulullah &. 


Abu Hurairah 485 meriwayatkan sebuah hadits. Dia berkata: 
Abu Hindun membekam ubun-ubun Rasulullah &. Lalu Rasulullah 
bersabda, “Wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hindun (bagi 
perempuan) dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) 
dengannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim 
dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhish. Dalam hadits 
ini Nabi #& menganjurkan mereka agar menikah dengan tukang 
bekam meskipun dia tidak sekufu dengan mereka. 


Diriwayatkan bahwa Bilal 45 menikah dengan Bahalah binti 
Auf, saudara perempuan Abdurrahman bin Auf :. Ada pula yang 
mengatakan bahwa yang menikahinya adalah Hudzaifah. Ad- 
Daraguthni meriwayatkan dari Hanzhalah bin Abi Sufyan Al 
Jumahi dari ibunya bahwa dia berkata, “Aku melihat saudara 
perempuan Abdurrahman bin Auf menjadi istri Bilal.” 
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Diriwayatkan bahwa Salman Al Farisi melamar putri Umar 
bin Khaththab & dan Umar menerimanya dengan baik. Akan 
tetapi Abdullah bin Umar tidak setuju. Lalu dia (Abdullah bin 
Umar) bertemu dengan Amr bin Al Ash, lalu memberitahukan hal 
tersebut kepadanya. Maka Amr berkata, “Aku yang akan 
mengatasinya.” Ketika bertemu Salman, Amr bin Al Ash berkata, 
“Kamu beruntung. Amirul Mukminin bersikap rendah hati 
terhadapmu.” Salman bertanya, “Apakah untuk orang sepertiku, 
dia pantas merendahkan diri? Demi Allah, aku tidak akan 
menikahi putrinya untuk selamanya.” 


Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah 
bin Rabi'ah bin Abdi Syams, salah seorang sahabat yang ikut 
perang Badar bersama Nabi & mengangkat Salim sebagai anak 
angkatnya, lalu dia menikahkan Salim dengan putri saudara laki- 
lakinya, Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah, padahal dulunya Salim 
merupakan mantan budak seorang perempuan Anshar. 


Cabang: Apabila ayah atau kakek menikahkan gadis 
dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa keridhaannya, 
atau salah seorang walinya menikahkannya dengan laki-laki yang 
tidak sekufu dengannya tanpa keridhaan wali-wali lainnya, maka 
menurut Asy-Syafi'i & nikahnya batal. Di tempat lain dia 
mengatakan, “Wali-wali lainnya bisa menolaknya.” Ini menunjuk- 
kan bahwa nikah tersebut sah. 


Teman-teman kami berselisih pendapat dalam masalah 
menjadi tiga riwayat. Di antara mereka ada yang mengatakan 
bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi’i. 
Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid: 
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Pertama: Nikahnya sah, akan tetapi dia dan seluruh 
walinya bisa membatalkan pernikahan tersebut, karena martabat si 
perempuan menjadi turun karenanya, sementara adanya 
kekurangan dalam akad ini tidak menghalangi sahnya akad. Dan 
yang berlaku adalah opsi (hak memilih), seperti halnya bila 
seseorang membeli barang cacat untuk orang yang mewakilkan 
kepadanya. 


Kedua: Akadnya tidak sah, karena orang yang melakukan 
akad melakukannya untuk hak orang lain. Apabila dia gegabah 
maka akadnya batal. Seperti halnya bila seorang wakil menjual 
barang dengan harga yang kurang dari harta standar. Ada pula 
yang mengatakan bahwa akadnya batal, sebagai satu pendapat. 
Apabila dikatakan “Maka wali-wali lainnya bisa menolaknya,” 
maksudnya adalah melarang akad tersebut. 


Ada pula yang mengatakan bahwa ada dua kondisi dalam 
masalah ini. Apabila dikatakan “Akadnya batal,” maksudnya 
adalah seseorang melakukan akad nikah, sedang dia tahu bahwa 
pasangannya tidak sekufu dengannya. Sedangkan bila dikatakan 
“Akadnya tidak batal,” maksudnya adalah bila seseorang 
melakukan akad tanpa mengetahui bahwa pasangannya tidak 
sekufu dengannya. Sebagaimana yang kami katakan berkenaan 
dengan wakil yang membeli barang cacat dan dia mengetahui 
cacatnya, maka hukumnya tidak sah untuk orang yang 
mewakilkan. Sedangkan bila dia membelinya tanpa mengetahui 
bahwa barang tersebut ada cacatnya, maka hukumnya sah untuk 
orang yang mewakilkan. Inilah madzhab kami. 


Adapun menurut Abu Hanifah, apabila si perempuan 
dinikahkan oleh salah seorang wali dengan laki-laki yang tidak 
sekufu dengannya dengan keridhaannya, maka wali-wali lainnya 
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tidak boleh menolaknya. Adapun dalil kami adalah bahwa 
keridhaan seluruh wali dipertimbangkan dan tidak gugur dengan 
keridhaan sebagiannya. 


Cabang: Apabila seorang perempuan meminta kepada 
walinya agar menikahkannya dengan seorang laki-laki yang 
menurut dugaannya sekufu dengannya, tapi sang wali 
mengatakan, “Dia tidak sekufu denganmu,” maka kasus ini bisa 
dilaporkan kepada hakim dan dipelajari. Apabila ternyata terbukti 
bahwa laki-laki tersebut sekufu dengannya maka dia wajib 
dinikahkan. Apabila sang wali menolaknya, maka yang 
menikahkannya adalah hakim. Sedangkan bila laki-laki tersebut 
tidak sekufu dengannya maka sang wali tidak wajib 
menikahkannya. 


Cabang: Dalam A/ Bayan dikatakan: Kafa'ah (kufu 
(kesetaraan/selevel)) itu ada pada lima hal sebagaimana yang telah 
kami uraikan. Yaitu: Nasab, agama, status merdeka, pekerjaan dan 
tidak memiliki cacat. Adapun berkenaan dengan nasab, maka laki- 
laki non Arab tidak selevel dengan perempuan Arab. Sedangkan 
bangsa-bangsa non Arab, mereka semua adalah sekufu antara 
yang satu dengan lainnya, tidak ada yang lebih istimewa dari 
mereka. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa 
Nabi & bersabda, “Orang Arab adalah sekufu, antara satu desa 
dengan desa lainnya .......... ” Ini menunjukkan bahwa orang Ajam 
(non Arab) tidak sekufu dengan orang Arab. Adapun berkenaan 
dengan orang Arab, maka laki-laki non @uraisy tidak sekufu 
dengan perempuan Quraisy. 


Abu Hanifah berkata, “Justru mereka semua sekufu.” 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 309 


Adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan dari 
Nabi &, “Sesungguhnya Allah & memilih bangsa Arab dari 
seluruh bangsa (di dunia), lalu Dia memilih suku Quraisy dari 
bangsa Arab, lalu Dia memilih Bani Hasyim dan Bani Al 
Muththalib dari suku Quraisy.” 


Adapun berkenaan dengan suku Quraisy, maka Bani 
Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sekufu, berdasarkan sabda 
Nabi &, “Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib 
adalah satu” Beliau mengatakannya seraya menjalin jari 
jemarinya. 

Lalu apakah seluruh suku Quraisy sekufu dengan Bani 
Hasyim dan Bani Abdul Muththalib?. Dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'ivyah yang diriwayatkan oleh 
pengarang: 

Pertama: Mereka adalah sekufu, sebagaimana mereka 
sekufu dalam Khilafah. 


Kedua: Mereka tidak sekufu dengan Bani Hasyim dan 
Bani Abdul Muththalib. Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash- 
Shabbagh tidak menyebutkan pendapat lain. Dalilnya adalah hadits 
riwayat Aisyah bahwa Nabi & bersabda, “Jibril sa berkata 
kepadaku, ‘Aku tidak menemukan marga (klan) yang lebih baik 
dari marga Bani Hasyim di ujung timur bumi dan di ujung baratnya 
(di seluruh penjuru bumi)'” 

Adapun seluruh kabilah bangsa Arab, tidak ada yang lebih 
utama antara yang satu dengan lainnya, berdasarkan hadits, 
“Orang-orang Arab adalah sekufu antara satu dengan lainnya: 
antara satu desa dengan desa lainnya, antara kabilah dengan 
kabilah lainnya, dan antara seorang lelaki dengan lelaki lainnya, 
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kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Akan tetapi hadits ini 
dha'if 

Ash-Shaimuri berkata, “Mantan budak Quraisy sekufu 
dengan orang Quraisy, berdasarkan sabda Nabi #&, “Mantan budak 


2» 


suatu kaum adalah termasuk diri mereka sendiri’. 


Al Imrani berkata, “Apa yang dikatakan Ash-Shaimuri 
bertentangan dengan pendapat teman-teman kami, karena dalil 
yang mereka gunakan dalam melegalkan pernikahan seorang 
perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu adalah hadits 
tentang pernikahan Usamah bin Zaid dengan Fatimah binti Qais, 
dimana Usamah adalah mantan budak Rasulullah #&, sementara 
Fatimah adalah perempuan Quraisy (bangsawan).” Seandainya 
dikatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah yang seperti pendapat dua Fuqaha Syafi'iyyah 
berkenaan dengan masalah “Apakah sedekah yang diwajibkan 
untuk Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib halal?” maka tentunya 
hal ini masih multi-tafsir. 


Adapun bila seorang laki-laki menyetubuhi budak 
perempuannya lalu melahirkan anak, maka anak tersebut sekufu 
dengan perempuan yang ibunya orang Arab, karena anak itu 
mengikuti bapaknya dalam nasab, bukan mengikuti ibunya. 
Argumentasinya adalah bahwa seandainya laki-laki dari Bani 
Hasyim menikah dengan perempuan non Arab, maka anaknya 
akan menjadi Bani Hasyim. Sementara bila laki-laki non Arab 
menikah dengan perempuan Bani Hasyim, maka anaknya menjadi 
orang non Arab. 


Adapun berkenaan dengan agama, hukumnya juga berlaku. 
Oleh karena itu orang fasik yang suka minum khamer dan berzina, 
atau tidak melaksanakan shalat adalah tidak sekutu dengan 
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perempuan merdeka yang menjaga kesucian dirinya. Akan tetapi 
menurut Muhammad bin Al Hasan, laki-laki tersebut sekufu 
dengannya, kecuali bila dia suka mabuk dengan terang-terangan 
dan sangat menyukai anak-anak. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, 


WBS Vine KSB SA 


“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang- 
orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (Qs. As-Sajdah (32): 18). 


Dalam ayat ini Allah & tidak menyamakan antara 
keduanya dalam segala hal. Disamping itu Nabi & bersabda, 
“Apabila seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya 
datang melamar (putri) kalian, nikahkanlah (putri kalian) 
dengannya. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi 
fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.” 


Disamping itu tidak ada jaminan bahwa laki-laki fasik tidak 
akan berbuat jahat terhadap istrinya. Oleh karena itulah berlaku 
opsi bagi si perempuan untuk membatalkan pernikahan tersebut. 


Adapun berkenaan dengan perempuan merdeka, hukum- 
nya juga berlaku. Oleh karena itu perempuan merdeka tidak 
sekufu dengan budak laki-laki, dan laki-laki merdeka juga tidak 
sekufu dengan budak perempuan. Hal ini berdasarkan firman 
Allah &, “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 
sahaya yang dimiliki... Adakah mereka itu sama?” (Qs. An-Nahl 
(16): 75). Dalam ayat ini Allah & tidak menyamakan keduanya. 
Disamping itu Barirah menjadi perempuan merdeka saat dia 
menjadi istri budak laki-laki, maka Nabi & menyuruhnya untuk 
memilih (apakah akan tetap dengan suaminya atau memilih cerai). 
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Apabila opsi berlaku ketika seorang perempuan menjadi merdeka, 
maka tentunya opsi lebih berlaku bila perempuan tersebut 
berstatus merdeka sejak awal pernikahan. Disamping itu si budak 
laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan anak- 
anaknya dan dia tidak akan mampu memberi nafkah dengan 
standar nafkah orang kaya. 


Adapun berkenaan dengan orang yang memiliki pekerjaan 
hina seperti tukang cuci toilet, tukang sampah dan lainnya, 
termasuk tukang tenun yang juga digolongkan dalam pekerjaan 
hina berdasarkan hadits “Kecuali tukang tenun,” maka pekerjaan 
memang berpengaruh besar dalam kafaah. Disamping itu 
pekerjaan yang hina pada umumnya merupakan suatu aib 
sehingga kriteria ini dianggap berlaku. 


Adapun berkenaan dengan status kaya, para sahabat kami 
berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang 
berpendapat bahwa masalah laki-laki miskin tidak sekufu dengan 
perempuan kaya adalah tidak berlaku, berdasarkan sabda Nabi #&, 
“Kehormatan adalah harta.” Disamping itu apabila telah jelas 
bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka, 
karena dia tidak bisa memberi nafkah kepadanya seperti standar 
nafkah orang kaya, maka begitu pula dengan laki-laki miskin. 
Berdasarkan hal ini, maka tidak berlaku ketentuan bahwa seorang 
laki-laki harus sama dengan perempuan dalam hal kekayaan dalam 
segala sisi. Bahkan seandainya masing-masing dari keduanya 
sama-sama kaya, keduanya tetap tidak sekufu, meskipun harta 
keduanya berbeda. 


Ada pula yang berpendapat bahwa masalah kekayaan tidak 
berlaku dalam kafa'ah, karena Nabi & bukan termasuk orang 


kaya dan beliau wafat dengan meninggalkan baju besi yang 
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digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberi makan 
keluarganya. Disamping itu pada umumnya harta tidak akan 
mengurangi kafa ah, karena harta itu bisa lenyap dan hilang. Oleh 
karena itulah Nabi bersabda kepada dua putra Khalid, 
“Janganlah kalian berdua berputus asa dari rezki Allah &.” 


Adapun berkenaan dengan selamat dari cacat (tidak 
bercacat), maka hal ini berlaku dalam kafa ah. Cacat pada laki-laki 
adalah gila, lepra, kusta, penis buntung dan impoten. Sementara 
cacat pada perempuan adalah gila, lepra, kusta, tertutupnya 
lubang vagina disebabkan daging (ratag) dan tertutupnya lubang 
vagina karena tulang (qarn. Masalah ini ada hukum-hukumnya 
tersendiri yang akan diuraikan nanti. 


Ash-Shaimuri mengatakan: Segolongan ulama ada yang 
berpendapat bahwa lokasi juga menjadi pertimbangan. Mereka 
mengatakan, “Orang yang tinggal di Makkah, Madinah, Bashrah 
dan Kufah tidak sekufu dengan orang yang tinggal di 
pegunungan.” Akan tetapi pendapat ini tidak berlaku. 


Adapun berkenaan dengan tampan, jelek, tinggi, pendek, 
dermawan, kikir dan lain sebagainya, semua ini tidak masuk dalam 
kategori kafa ah, karena pada umumnya hal ini bukan kekurangan 
dan tidak menimbulkan aib dan bahaya. Karena ada seorang laki- 
laki bernama Urwah Ash-Sha'alik (Urwah Si Miskin) yang memiliki 
dua rumah. Dia mengumpulkan orang-orang miskin dalam satu 
tempat penampungan dan menjamin kebutuhan mereka dengan 
harta rampasan yang diperolehnya. Wallahu A'lam Bishshawab. 
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Syaikh Asy-Syirazi & berkata: 


Cabang: Apabila seorang perempuan memiliki 
dua wali dan dia mengizinkan kepada masing-masing 
dari keduanya untuk menikahkannya, lalu masing- 
masing dari keduanya menikahkannya dengan seorang 
laki-laki, maka harus dilihat dulu. Apabila dua akad 
dilakukan dalam waktu yang sama, atau tidak diketahui 
siapa yang mengakad, atau diketahui bahwa salah 
satunya lebih dulu melakukan akad daripada wali yang 
satunya lagi, hanya saja wali yang lebih dahulu tersebut 
tidak jelas orangnya, maka dua akad tersebut batal 
karena tidak ada perbedaan antara yang satu dengan 
lainnya. Apabila wali yang dulu telah mengetahui, tapi 
kemudian dia lupa, maka harus ditunggu dulu, karena 
barangkali dia ingat. Apabila wali yang lebih dulu telah 
mengetahui dan jelas, maka nikah yang berlaku adalah 
yang diakadkan oleh wali pertama, sementara nikah 
yang diakadkan wali kedua batal. Hal ini berdasarkan 
riwayat Samurah 4 bahwa dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, 


L 
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“Siapa saja perempuan yang dinikahkan oleh dua 
wali, maka perempuan tersebut untuk wali yang 
pertama dari keduanya.” Apabila masing-masing dari 
suami dan istri mengklaim bahwa pernikahan tersebut 
diakadkan oleh wali pertama, sementara kedua wali 
mengklaim bahwa si perempuan telah mengetahuinya, 
apabila si perempuan mengingkarinya maka yang 
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berlaku adalah ucapan si perempuan dengan 
sumpahnya, karena hukum asalnya adalah bahwa dia 
tidak mengetahuinya. Sedangkan bila si perempuan 
mengaku bahwa dia milik salah satu dari keduanya, 
maka dia harus diserahkan kepada orang tersebut. Lalu 
apakah dia harus bersumpah untuk wali yang satunya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syaffi'i: 


Pertama: Dia tidak perlu bersumpah, karena 
sumpah itu hanya diucapkan orang yang mengingkari 
sampai dia mengaku. Apabila dia mengaku telah 
,dinikahkan wali kedua setelah dia mengaku telah 
dinikahkan wali pertama, maka pengakuannya tidak 
diterima, sehingga sumpahnya tidak ada manfaatnya. 


Kedua: Dia harus bersumpah, karena bisa jadi dia 
manarik sumpahnya dan mengaku bahwa yang 
menikahkannya adalah wali kedua, sehingga dia wajib 
diberi mahar. Berdasarkan hal ini, apabila si 
perempuan tersebut bersumpah, maka gugurlah 
dakwaan wali kedua. Apabila dia mengaku telah 
dinikahkan wali kedua, maka penarikan pengakuannya 
tidak diterima dan mahar wajib diberikan kepadanya. 
Apabila dia menarik sumpahnya, maka kami 
kembalikan sumpah kepada wali kedua. Apabila wali 
kedua tidak mau bersumpah, maka nikah tersebut 
berlaku untuk wali pertama. Apabila dia bersumpah, 
maka berlakulah pernikahan tersebut untuk wali 
pertama bersama ikrarnya, sementara yang berlaku bagi 
wali kedua adalah sumpah, sedangkan orang yang 
dituduh menarik sumpahnya. Apabila kami katakan 
bahwa ia seperti bukti, maka nikahnya berlaku untuk 
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wali kedua, karena bukti lebih didahulukan daripada 
pengakuan. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia 
seperti pengakuan —dan inilah yang benar-, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Dua nikah tersebut hukumnya batal, 
karena pada pernikahan pertama ada pengakuan, 
sementara pada pernikahan kedua ada sesuatu yang 
kedudukannya seperti pengakuan, sehingga hukumnya 
seperti seandainya si perempuan mengaku bahwa 
pernikahannya diakadkan oleh dua wali dalam waktu 
yang sama. 


Kedua: Nikah yang berlaku adalah yang diakad- 
kan wali pertama, karena dia telah lebih dulu mengaku 
sehingga hukumnya tidak batal bila ada pengakuan 
setelahnya. Dan si perempuan wajib memberikan 
mahar (yang telah diberikan) kepada orang kedua, 
seperti halnya bila dia mengaku pernikahannya diakad- 
kan oleh wali pertama, lalu dia mengaku telah 
diakadkan oleh wali kedua. 


Penjelasan: Hadits Samurah diriwayatkan oleh Ahmad, 
Ad-Darimi, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur 
Qatadah dari Al Hasan dari Samurah. Hadits ini dinilai hasan oleh 
At-Tirmidzi dan di-shahih-kan oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Al 
Hakim dalam A/ Mustadrak. Status ke-shahihran hadits ini 
tergantung dari apakah Al Hasan mendengar dari Samurah atau 
tidak: karena para periwayatnya tsigah, akan tetapi masalah 
mendengarnya Al Hasan dari Samurah masih diperdebatkan, dan 
permasalahan ini sangat terkenal. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad 
dan An-Nasa'i dari jalur Qatadah dari Al Hasan dari Uqbah bin 
Amir. At-Tirmidzi berkata, “Riwayat Al Hasan dari Samurah dalam 
hadits ini lebih shahih.” Ibnu Al Madini berkata, “Al Hasan tidak 
mendengar apapun dari Ugbah.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur 
Syu'bah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah atau Uqbah bin 
Amir. 


Hukum-Hukum: 


Apabila seorang perempuan memiliki dua wali dalam satu 
tingkatan, dan dia mengizinkan kepada masing-masing dari 
keduanya untuk menikahkannya dengan laki-laki selain laki-laki 
yang diizinkan untuk wali pertama (atau sebaliknya), atau dia 
mengizinkan kepada masing-masing dari keduanya untuk 
menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak ditentukan. 
Apabila kami katakan boleh, lalu masing-masing dari keduanya 
menikahkannya dengan seorang laki-laki, maka dalam hal ini ada 
lima permasalahan: 


Pertama: Diketahui bahwa dua akad tersebut dilaksanakan 
bersama-sama dalam satu kondisi, maka hukum keduanya batal, 
karena tidak mungkin menggabungkan keduanya, mengingat 
seorang perempuan tidak boleh memiliki dua suami karena akan 
merusak nasabnya. Dan salah satu dari keduanya tidak lebih utama 
dari yang lainnya sehingga dua akad tersebut batal, seperti halnya 
bila seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara 
(kandung) dalam satu akad. 


Kedua: Tidak diketahui bahwa dua akad tersebut dilakukan 
dalam satu kondisi atau salah satunya lebih dari yang lain. Menurut 
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sahabat-sahabat kami dari golongan ulama Baghdad dua akad 
tersebut batal, karena tidak mungkin menggabungkan keduanya 
dan tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Sementara menurut ulama Khurasan, dua akad tersebut batal 
secara zhahir. Lalu apakah dua akad tersebut batal secara batin? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. 


Ketiga: Diketahui bahwa salah satu dari keduanya lebih 
dulu dari yang lainnya, hanya saja orang yang lebih dulu tidak 
diketahui jelas. Menurut sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama 
Baghdad, dua akad tersebut batal, berdasarkan keterangan kami 
pada penjelasan sebelumnya. Akan tetapi ada kalangan dari 
sahabat-sahabat kami yang mengatakan bahwa dalam masalah ini 
ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 


Pertama, adalah bahwa dua akad tersebut batal. Kedua 
adalah bahwa harus dicek dulu, berdasarkan dua pendapat beliau 
tentang dua shalat Jum'at yang dilaksanakan di suatu negeri dan 
salah satu dari keduanya telah diketahui, hanya saja yang lebih 
dulu tidak diketahui dengan yakin. Inilah pendapat yang dipilih 
oleh Al Juwaini. 

Keempat: Diketahui bahwa salah satu dari dua akad 
tersebut lebih dulu dari yang lainnya, tapi yang lebih dulu tersebut 
tidak diketahui lagi karena lupa. Dalam kondisi ini harus dicek 
sampai diingat mana yang lebih dulu, karena yang zhahir adalah 
yang diketahui, hanya saja terlupakan. 

Kelima: Diketahui mana yang lebih dulu dari keduanya 
dan jelas orangnya. Dalam kondisi seperti ini, maka pernikahan 
yang sah adalah pernikahan pertama, sementara pernikahan 
kedua batil, baik kedua suami tersebut telah menyetubuhi si 
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perempuan tersebut atau belum, atau yang menyetubuhinya hanya 
salah satu dari keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh sahabat 
Ali 285, sementara dari kalangan tabi'in yang menyatakan pendapat 
ini adalah Syuraih dan Al Hasan Al Bashri. Sedangkan dari 
kalangan fugaha yang menyatakan pendapat ini adalah Al Auza'i, 
Abu Hanifah, Ahmad dan Ishag. Adapun menurut segolongan 
ulama lain, apabila salah satu dari dua suami tersebut belum 
menyetubuhinya, atau keduanya menyetubuhinya bersama-sama, 
atau yang menyetubuhinya hanya laki-laki pertama, sementara 
laki-laki kedua tidak, maka pernikahan tersebut sah untuk laki-laki 
pertama, sesuai pendapat kami tadi. Sedangkan bila yang 
menyetubuhinya adalah laki-laki kedua, maka pernikahan tersebut 
sah untuk laki-laki kedua, bukan laki-laki pertama. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Umar #6, Atha‘, Az-Zuhri dan Malik. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, “Diharamkan 
atas kamu (mengawini) ibu-ibumu......Dan (diharamkan juga kamu 
mengawini) wanita yang bersuami” (Qs. An-Nisaa' (4): 23-24). 
Yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang bersuami 
tanpa dibeda-bedakan. 

Samurah meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, Si ó 
ug JÜ gé ogi “Apabila dua wali menikahkan (seorang 
perempuan), maka perempuan tersebut milik wali pertama.” 

Disamping itu kasus ini adalah pernikahan yang bila tidak 
ada persetubuhannya maka tidak sah, dan kalaupun ada 
persetubuhannya maka tetap tidak sah, seperti menikahi 
perempuan yang menjalani iddah dan perempuan yang sedang 
berihram dalam ibadah Haji. 
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Cabang: Apabila seorang perempuan dinikahkan oleh dua 
wali dengan dua laki-laki dan tidak diketahui mana yang lebih dulu 
dari keduanya, lalu masing-masing dari suami tersebut mengklaim 
bahwa dia yang lebih dulu, maka harus dilihat dulu. Apabila salah 
satu dari dua suami mengklaim telah menikahinya lebih dulu, maka 
menurut Al Mas'udi klaimnya tidak perlu didengar, karena tidak 
ada bukti di tangannya. Sedangkan bila keduanya mengklaim 
terhadap sang wali, apabila si wali bukan orang yang berhak 
memaksa si perempuan, artinya dia tidak sah menikahkan si 
perempuan kecuali dengan izinnya, maka klaim keduanya tidak 
perlu didengar. Sedangkan bila sang wali merupakan orang yang 
bisa memaksa si perempuan seperti ayah dan kakek dalam 
menikahkan gadis, apakah klaim suami terhadapnya boleh 
didengar? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila 
keduanya mengklaim terhadap si perempuan dan mengklaim 
bahwa dia telah mengetahuinya, apakah klaim tersebut boleh 
didengar? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i 
berdasarkan dua pendapatnya tentang pengakuan perempuan 
berkenaan dengan laki-laki yang lebih dulu dari keduanya, apakah 
boleh diterima?. 


Menurut pendapat lamanya (Qaul Qadim), pengakuannya 
bisa diterima. Berdasarkan hal ini maka klaim terhadapnya bisa 
didengarkan. Sedangkan menurut pendapat barunya (Qaul Jadid, 
pengakuannya tidak diterima. Berdasarkan hal ini maka klaim 
terhadapnya tidak perlu didengar. 


Adapun menurut Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat 
kami dari kalangan ulama Baghdad, klaim terhadap si perempuan 
bisa didengar tanpa perlu penjelasan. Apabila kami mengatakan 
bahwa klaim terhadapnya bisa didengar, maka harus dilihat dulu, 
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apabila si perempuan mengingkari bahwa dia tidak mengetahui 
mana yang lebih dulu dari keduanya, maka yang berlaku adalah 
perkataannya dengan sumpahnya bahwa dia tidak mengetahui 
yang lebih dulu dari keduanya. Apabila si perempuan telah 
bersumpah, maka gugurlah klaim keduanya dan dua pernikahan 
tersebut batal. Sedangkan bila si perempuan menarik sumpahnya, 
maka sumpah tersebut dikembalikan kepada keduanya sehingga 
masing-masing dari keduanya harus bersumpah bahwa dialah yang 
lebih dulu melakukan akad. Apabila keduanya bersumpah, maka 
dua nikah tersebut batal, karena masing-masing menyatakan 
dengan sumpahnya bahwa dialah yang lebih dulu sehingga tidak 
ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya. 


Apabila salah satu dari keduanya bersumpah sementara 
yang lainnya menarik sumpahnya, maka yang berlaku adalah 
nikahnya orang yang bersumpah, sementara nikahnya orang yang 
menarik sumpahnya batal. Apabila keduanya sama-sama menarik 
sumpahnya, maka dua pernikahan tersebut sama-sama batal, 
karena tidak ada keistimewaan (perbedaan) antara yang satu 
dengan lainnya. 


Apabila si perempuan mengaku bahwa dia telah 
mengetahui laki-laki yang lebih dulu menikahinya, maka harus 
dilihat dulu. Apabila dia mengakui bahwa masing-masing dari 
keduanya lebih dulu maka klaim keduanya terhadapnya tetap 
berlaku dan dia bisa dimintai jawaban. Apabila dia mengaku bahwa 
salah satunya lebih dulu, maka nikahnya berlaku untuk laki-laki 
tersebut, karena tidak ada bukti bahwa si perempuan menikah 
dengan laki-laki selain laki-laki yang diakuinya tersebut sehingga 
pengakuannya terhadap dirinya sendiri diterima. Adapun bila laki- 
laki kedua ingin bersumpah setelah si perempuan mengaku 
terhadap laki-laki pertama bahwa dia tidak tahu, karena laki-laki 


322 || AI Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab 


pertama tersebut merupakan yang lebih dulu, apakah si 
perempuan wajib bersumpah untuknya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i 
berdasarkan pendapatnya apabila si perempuan mengaku 
terhadap laki-laki kedua, apakah dia wajib mengganti kerugian? 
Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan 
dengan orang yang mengakui bahwa sebuah rumah milik Zaid, lalu 
dia mengaku bahwa rumah tersebut milik Amr. Apakah dia wajib 
mengganti kerugian terhadap Amr? Dalam hal ini ada dua 
pendapat: 


Pertama: Si perempuan tidak wajib bersumpah terhadap 
laki-laki kedua, karena bila dia mengaku terhadapnya, maka 
pengakuannya terhadapnya tidak diterima. Oleh karena itu tidak 
ada gunanya menawarkan sumpah terhadapnya. 


Kedua: Dia wajib bersumpah kepada laki-laki kedua, 
karena bisa saja dia takut bersumpah, lalu mengakui sehingga dia 
wajib memberi ganti rugi. Apabila kami katakan bahwa dia tidak 
wajib bersumpah kepada laki-laki kedua, maka nikahnya berlaku 
untuk laki-laki pertama dan laki-laki kedua harus pergi. Sedangkan 
bila kami katakan bahwa dia wajib bersumpah kepada laki-laki 
kedua, maka harus dilihat dulu. Apabila dia bersumpah terhadap- 
nya, maka laki-laki tersebut harus pergi. Sedangkan bila dia 
mengaku kepada laki-laki kedua bahwa laki-laki tersebut lebih dulu 
dinikahinya, maka perkataannya tidak diterima, karena hal tersebut 
akan menggugurkan hak laki-laki pertama. Lalu apakah dia wajib 
mengganti kerugian untuknya? 


Menurut Syaikh Abu Hamid, dalam hal ini ada dua 
pendapat Imam Asy-Syafi'i (Qauj seperti halnya dalam kasus 
seandainya si perempuan mengaku bahwa sebuah rumah milik 
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Zaid, lalu dia mengaku bahwa rumah tersebut milik Amr. Menurut 
Al Muhamili dan Ibnu Ash-Shabbagh, dia wajib mengganti 
kerugian, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Alasannya 
adalah karena kami hanya menawarkan sumpah kepadanya 
berdasarkan pendapat yang telah kami katakan dimana dia wajib 
mengganti kerugian. 


Apabila si perempuan mengaku terhadapnya, maka dia 
wajib mengganti kerugian atas apa yang terjadi. Lalu berapakah 
nilai kerugian yang harus diganti? 


Menurut Syaikh Abu Hamid dan mayoritas sahabat kami, 
dia wajib wajib mengganti semua mahar mits/ (standar): sedangkan 
menurut pendapat kedua dia hanya wajib membayar separuh 
mahar mits. Hal ini seperti dua pendapat Imam Asy-Syafi'i 
berkenaan dengan perempuan yang menyusui ketika dia menjadi 
istri seorang laki-laki, lalu nikahnya batal. Apabila dia tidak 
mengaku terhadap laki-laki dan tidak bersumpah terhadapnya, tapi 
malah menarik sumpahnya, maka sumpah dikembalikan kepada 
laki-laki tersebut. Apabila kami katakan, “Sesungguhnya sumpah 
orang yang mengklaim ketika orang yang diklaim mengingkari, 
kedudukannya sama seperti bukti, dimana nikahnya berlaku untuk 
laki-laki kedua dan nikahnya laki-laki pertama batal.” 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Pendapat tersebut sangat 
lemah.” Apabila kami katakan, “Sesungguhnya sumpah orang 
yang mengklaim ketika orang yang diklaim menarik sumpahnya 
hukumnya sama seperti pengakuan orang yang diklaim,” dan 
inilah pendapat yang benar, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah. Menurut Syaikh Abu Ishag, dua nikah 
tersebut batal, karena untuk orang pertama merupakan 
pengakuan, sedang untuk orang kedua kedudukannya sama 
dengan pengakuan. Dan salah satu dari keduanya tidak lebih 
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utama dari yang lain sehingga keduanya sama-sama batal. Di 
antara para sahabat kami ada pula yang mengatakan bahwa 
nikahnya laki-laki pertama berlaku, karena pengakuan si 
perempuan terhadapnya lebih dulu. 


Syaikh Abu Ishag Asy-Syirazi -pengarang Al Muhadzdzab-, 
Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Muhamili berkata, “Si perempuan 
wajib mengembalikan mahar mits/ kepada laki-laki kedua.” Syaikh 
Abu Hamid menyebutkan dalam Aż-Ta ig, “Apakah si perempuan 
wajib mengganti kerugian terhadap laki-laki kedua? Dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.” Ibnu Ash-Shabbagh 
berkata, “Berdasarkan pendapat Ibnu Ishag, maka sumpah tidak 
ditawarkan kepada si perempuan karena tidak ada manfaatnya.” 
Ini adalah pendapat yang disusun oleh ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata, “Apabila si perempuan telah menikah 
dan laki-laki kedua bersumpah, apakah nikahnya laki-laki pertama 
batal?” Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. Apabila kami katakan bahwa hukumnya batal, maka 
menurut Al @affal nikahnya laki-laki kedua tidak berlaku. Akan 
tetapi pendapat pertama adalah yang terkenal. 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Al lmla‘ 
“Apabila seorang laki-laki menikahkan saudara perempuannya 
dengan seorang laki-laki, lalu sang suami wafat, kemudian ahli 
waris si laki-laki tersebut (suami) mengklaim bahwa saudara laki- 
laki si perempuan menikahkannya tanpa seizinnya, maka nikahnya 
batal dan dia tidak mendapat warisan. Sedangkan bila si 
perempuan mengklaim bahwa saudara laki-lakinya menikahkannya 
dengan izinnya, maka yang berlaku adalah ucapannya dan dia 
mendapat warisan. Karena dalam masalah ini yang diperselisihkan 
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adalah izin si perempuan tersebut sedang dia lebih mengetahuinya. 
Disamping itu secara hukum asalnya pernikahan tersebut sah, 
sehingga bila ahli waris si laki-laki tersebut mengklaim bahwa nikah 
tersebut tidak sah, maka yang berlaku adalah ucapan si 
perempuan karena secara zhahir sah.” 


Dalam A/ Imla ' dikatakan: Apabila seorang laki-laki berkata, 
“Perempuan ini adalah istriku,” dan si perempuan membenarkan- 
nya, maka pernikahan tersebut berlaku. Dan apabila salah satu 
dari keduanya wafat, maka yang lainnya (istri/suami) mendapatkan 
warisan, karena hubungan suami-istri tersebut sah. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Perempuan ini adalah 
istriku,” tapi si perempuan diam, maka bila si perempuan wafat, 
laki-laki tersebut tidak mendapat warisan darinya, karena 
pengakuannya tidak diterima. Akan tetapi bila laki-laki tersebut 
wafat, maka si perempuan mendapat warisan darinya karena 
pengakuan laki-laki tersebut tentang dirinya diterima. Begitu pula 
bila seorang perempuan mengaku telah menikah dengan seorang 
laki-laki dan tidak ada pengakuan dari si lelaki, apabila laki-laki 
tersebut wafat, maka si perempuan tidak mendapat warisan 
darinya, sedangkan bila si perempuan wafat, maka si laki-laki 
mendapat warisan darinya, sebagaimana yang telah kami jelaskan 
sebelumnya. Wallahu A'lam. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Wali anak 
kecil laki-laki boleh wmenikahkannya bila dia 


memandang perlu demikian. Hal ini berdasarkan 
riwayat bahwa Umar @ menikahkan anak laki-lakinya 


yang masih kecil. Disamping itu anak tersebut tetap 
akan membutuhkan walinya bila dia telah baligh. 
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Apabila sang wali telah menikahkannya, maka 
kemaluannya telah terjaga. Lalu apakah sang wali boleh 
menikahkannya dengan lebih dari seorang perempuan? 
Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak boleh, karena menjaga kemaluan 
cukup dengan satu perempuan. 


Kedua: Sang wali boleh menikahkannya dengan 
empat perempuan, karena bisa jadi dengan melakukan 
demikian dia bisa menjaga kemaluannya. Adapun orang 
gila, apabila dia terkadang sembuh, maka tidak boleh 
menikahkannya tanpa seizinnya, karena meminta izin 
dimungkinkan sehingga tidak boleh melalaikannya. 
Sedangkan bila dia tidak bisa sembuh tapi sang wali 
memandang perlu menikahkannya untuk menjaga 
kehormatan dirinya atau agar dia dilayani, maka boleh 
melakukannya. Adapun orang yang dihalangi karena 
dungu, apabila sang wali memandang perlu menikah- 
kannya, maka dia bisa menikahkannya karena ada 
maslahatnya. Apabila dia banyak menthalak, maka dia 
bisa memelihara gundik, karena dia tidak bisa 
memerdekakannya. 

Apabila dia minta dinikahkan karena butuh, tapi 
sang wali menolaknya, lalu dia menikah tanpa 


seizinnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak sah, karena dia menikah tanpa 
seizinnya, sebagaimana halnya bila dia menikah tanpa 
permintaan. 
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Kedua: Sah, karena hal tersebut merupakan hak 
yang wajib dilaksanakan dengan izin orang yang 
bersangkutan, sehingga apabila dihalangi, maka dia 
boleh tetap melaksanakannya, seperti halnya seorang 
laki-laki memiliki utang tapi tidak mau membayarnya. 


Adapun berkenaan dengan budak, apabila dia 
telah baligh, apakah majikannya boleh menikahkannya 
tanpa keridhaannya? Dalam hal ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafi 'i: 


Pertama: Majikannya boleh menikahkannya, 
karena yang dinikahkan adalah budak yang bisa dijual 
dan disewakan, sehingga dia bisa menikahkannya tanpa 
keridhaannya, seperti halnya budak perempuan. 


Kedua: Dia tidak boleh menikahkannya, karena 
salah satu tujuan nikah adalah untuk bersenang-senang 
(mencari kenikmatan) sehinggga dia tidak boleh 
memaksanya, seperti halnya penggiliran. 


Adapun bila si budak masih kecil, maka dalam hal 
ini ada dua riwayat dalam madzhab Syafi'i: 


Pertama: Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 
Dalam hal ini sang majikan melakukan sesuatu atas hak 
kepemilikan sehingga hukumnya sama antara anak kecil 
dan orang dewasa, seperti halnya jual beli dan sewa- 
menyewa. 

Kedua: Sang majikan bisa menikahkannya, dan 
dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Alasannya 
adalah karena yang dinikahkan belum termasuk orang 
yang boleh melakukan sesuatu sendirian sehingga dia 
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harus dinikahkan, seperti halnya anak laki-laki yang 
masih kecil. 


Adapun bila budak laki-laki yang sudah baligh 
meminta kepada majikannya untuk dinikahkan, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Sang majikan wajib menikahkannya 
karena dia wajib mengurusnya. Apabila si budak minta 
dinikahkan, maka sang majikan wajib menikahkannya, 
seperti halnya yang berlaku pada orang dungu. 


Kedua: Sang majikan tidak wajib menikahkannya, 
karena dia bisa menjualnya dan menyewakannya 
sehingga tidak wajib menikahkannya, seperti halnya 
budak perempuan. Adapun berkenaan dengan budak 
Mukatab, sang majikan tidak boleh memaksanya untuk 
menikah, karena haknya terhadap status budaknya dan 
jasanya telah gugur. 


Apabila si budak Mukatab meminta kepada 
majikannya agar dinikahkan, apabila kami katakan 
bahwa majikan wajib menikahkan budak laki-laki 
(biasa), maka untuk budak Mukatab lebih wajib lagi. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa sang majikan tidak 
wajib menikahkan budak laki-laki, maka berkenaan 
dengan budak Mukatab ada dua pendapat menurut 
fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama, tidak wajib karena statusnya tetap 
budak, sehingga sang majikan tidak wajib menikahkan- 
nya, seperti halnya budak laki-laki. 

Kedua, wajib, karena sang majikan tidak punya 
hak lagi untuk memanfaatkannya, berbeda dengan 
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budak laki-laki yang masih bisa dimanfaatkan oleh 
majikannya. Apabila sang majikan menikahkannya, 
maka batallah hasil usahanya untuk sang majikan 
karena harus digunakan untuk memberi mahar dan 
nafkah (kepada istrinya). 


Penjelasan hukum: Ayah dan kakek boleh menikahkan 
anak laki-lakinya yang masih kecil apabila dia sudah berakal. Hal 
ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar 
menikahkan putranya yang masih kecil. Disamping sang ayah 
memang berhak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
anaknya, sedang nikah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi 
anaknya. Karena bila sang anak telah dewasa dan sudah perlu 
menikah dia akan memiliki pendamping yang bisa diajak 
bersenang-senang dan bisa melayaninya serta mengurus 
kebutuhannya, dan hal ini akan menimbulkan ketenangan dalam 
hidupnya. Apabila dia sudah baligh dan belum ingin menikah, 
istrinya tetap bisa menjadi penenang hidupnya. Demikianlah yang 
dikutip oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata: Apakah sang wali boleh menikahkan 
anaknya yang masih kecil? Dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah. Pendapat yang paling benar adalah 
bahwa sang wali tidak boleh menikahkannya, karena sang anak 
belum memerlukannya. Lalu dengan berapa perempuan sang ayah 
dan kakek boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil?. 
Syaikh Abu Hamid meriwayatkan bahwa Imam Asy- 
Syafi'i @s berkata, “Sang wali boleh menikahkannya dengan satu 
istri, dua istri, tiga istri atau empat istri, seperti halnya yang berlaku 
pada laki-laki baligh. Ada pula di antara sahabat-sahabat kami 
yang mengatakan, “Sang wali tidak boleh menikahkannya dengan 
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lebih dari seorang perempuan, karena sang anak belum perlu 
menikah lebih dari satu. Dan wali maupun hakim boleh 
menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, sebagaimana yang 
kami katakan berkenaan dengan ayah dan kakek.” 


Cabang: Ayah, kakek, orang yang diberi wasiat dan 
hakim tidak boleh menikahkan anak kecil laki-laki yang gila, 
karena dia tidak perlu menikah dalam kondisi demikian dan dia 
tidak tahu apakah ketika sudah baligh ingin menikah atau tidak. 
Berbeda dengan anak kecil laki-laki yang berakal, karena secara 
zhahir dia perlu menikah ketika sudah baligh. Apabila anak kecil 
laki-laki yang gila sudah sembuh, harus dilihat dulu, Apabila dia 
terkadang gila dan terkadang sehat, maka sang wali tidak boleh 
menikahkannya, karena ada kondisi dimana boleh meminta izin 
kepadanya yaitu saat dia sadar. Apabila dia tidak sadar, bila dia 
dikebiri atau penisnya buntung atau diketahui bahwa dia tidak 
ingin menikah, maka sang wali tidak boleh menikahkannya, karena 
dia tidak perlu menikah. 


Sedangkan bila diketahui bahwa dia ingin menikah, 
misalnya dia selalu memandang perempuan atau penisnya sering 
ereksi atau tanda-tanda lainnya, maka ayah dan kakek boleh 
menikahkannya karena ada maslahat padanya, yaitu dapat 
menjaga kesucian dirinya. Apabila dia tidak memiliki ayah dan 
kakek yang menikahkannya adalah hakim. 


Masalah: Imam Asy-Syafi'i & berkata, “Sang wali tidak 
boleh menikahkan putrinya yang masih kecil dengan budak laki- 
laki atau laki-laki yang tidak sekufu dengannya atau laki-laki gila, 
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atau penderita sakit jiwa, atau penderita lepra, atau penderita 
kusta.” 


Dia juga berkata, “Seorang laki-laki tidak boleh menikahkan 
anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu 
dengannya.” 


Adapun pembahasan tentang syarat-syarat kafa'ah, 
semuanya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. 


Adapun berkenaan dengan orang sakit, baik sakit jiwa atau 
sakit fisik yang kronis, sang wali tidak boleh menikahkan putrinya 
yang masih kecil dengannya, karena tujuan pernikahan adalah 
untuk mencari kesenangan, sedang bila hal ini dilakukan, maka 
akan sulit mencari kesenangan. Disamping itu tidak ada jaminan 
bila sang suami tidak akan menyakitinya. Penderita sakit jiwa 
adalah orang yang terkadang gila dan terkadang sadar (stres), tapi 
tidak sampai menyakiti sesama manusia atau tidak bisa 
melakukannya. Gejala ini disebabkan karena terjadinya kerusakan 
pada jaringan otak yang mengakibatkan beberapa tanda yang 
tampak seperti lembeknya dua bibir atau merenggangnya mulut 
atau mengalimya ludah atau kesulitan dalam memahami 
pembicaraan. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada pusat 
otak, terutama pada sebagian jaringannya. 


Apabila terjadi kerusakan pada banyak jaringan otak, maka 
akan muncul tanda-tanda tersebut, karena sebagiannya khusus 
berhubungan dengan kulit dan peraba, sebagian lainnya 
berhubungan dengan indera penciuman, sebagian lainnya 
berhubungan dengan indera perasa dan lain-lainnya yang berkaitan 
dengan mental dan psikis manusia. Setiap jaringannya memiliki sel 
dalam otak yang memberi isyarat ke seluruh anggota tubuh. 
Apabila ada yang rusak padanya, maka akan merusak fungsinya 
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sehingga akan berpengaruh pada muka, gerakan atau suara. Oleh 
karena itu bagi wali yang hendak menikahkan putrinya yang masih 
kecil wajib memperhatikan kesehatan mental calon suami dari 
putrinya tersebut agar sang putri tidak menderita karena pilihan 
ayahnya atau kakeknya atau wali lainnya yang salah. 


Banyak negara yang menerapkan larangan-larangan yang 
tidak sesuai syariat dan bahkan tidak segan-segan memberi 
hukuman berat bagi orang yang menikahkan atau menikahi anak 
perempuan yang berusia di bawah 16 tahun, atau menikahi anak 
laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun. Padahal tindakan ini 
justru mengakibatkan dekadensi moral dan pelampiasan nafsu 
syahwat yang tidak terkendali antara laki-laki dan perempuan 
kecuali orang-orang yang masih dilindungi oleh Allah &. 


Syaikh Abu Hamid berkata berkenaan dengan orang yang 
menderita penyakit kusta dan lepra, “Karena ada yang mengata- 
kan bahwa penyakit ini menular.” Bisa jadi penyakit tersebut akan 
menular kepada si perempuan atau anaknya. 


Sang wali juga tidak boleh menikahkan putrinya yang masih 
kecil dengan laki-laki yang dikebiri dan laki-laki yang penisnya 
buntung. Karena tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan 
kenikmatan, sedang tujuan ini tidak akan bisa diperoleh pada laki- 
laki yang dikebiri atau laki-laki yang penisnya buntung (dipotong 
penisnya). 

Apabila sang ayah membantah dan tetap menikahkan 
putrinya yang masih kecil dengan laki-laki yang memiliki salah satu 
dari cacat di atas, apakah nikahnya sah? 

Dalam hal ini ada tiga riwayat. Apabila sang wali 
menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya 
tanpa keridhaannya atau tanpa keridhaan wali-wali lainnya, apabila 
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kami katakan bahwa nikahnya batal, maka tidak perlu dibahas lagi. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa nikahnya sah, apakah sang 
ayah wajib memilih untuk membatalkan nikah atau 
membiarkannya sampai putrinya baligh, lalu memilih dengan 
sendirinya? Dalam hal ini Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan 
dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Syaikh Abu Hamid 
meriwayatkan dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah, yaitu: 


Pertama: Sang ayah wajib melakukannya, karena dia telah 
bertindak gegabah sehingga harus membetulkannya, seperti wakil 
yang membeli barang cacat. 


Kedua: Dia tidak wajib melakukannya, karena syahwat dan 
kesenangan itu berbeda-beda. Terkadang ada perempuan yang 
memilih menikah dengan laki-laki yang memiliki cacat tersebut. 
Berdasarkan hal ini, apabila dia sudah baligh maka dia boleh 
memilih apakah akan membatalkan pernikahan tersebut atau 
membiarkannya. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Hal ini apabila yang 
menikahkan hanya seorang wali. Adapun bila ada wali-wali lain, 
maka mereka bisa menolak akad tersebut dan membatalkannya. 
Demikianlah menurut satu pendapat. Hal ini karena telah 
menggugurkan haknya dengan keridhaannya sementara yang 
lainnya tidak ridha.” 

Apabila seseorang hendak menikahkan budak 
perempuannya dengan seorang budak laki-laki, maka hukumnya 
dibolehkan, karena budak laki-laki tersebut sekufu dengannya. 
Adapun bila si perempuan hendak menikah dengan laki-laki gila 
atau penderita lepra atau penderita kusta atau laki-laki yang 
penisnya buntung atau dikebiri, maka sang wali tidak boleh 
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menikahkannya, karena bahaya yang akan dialami perempuan 
merdeka dalam hal ini akan dialami pula oleh budak perempuan. 


Cabang: Seorang wali tidak boleh menikahkan putranya 
yang masih kecil dengan seorang perempuan yang tidak sekufu 
dengannya. Dia juga tidak boleh menikahkannya dengan 
perempuan gila, penderita sakit jiwa, penderita lepra, penderita 
kusta dan perempuan yang kemaluannya rapat (tidak bisa 
disetubuhi), karena pernikahan tersebut tidak ada maslahatnya 
baginya. Apabila dia menikahkannya dengan budak perempuan, 
maka hukumnya tidak sah. Demikianlah menurut satu pendapat, 
karena laki-laki merdeka hanya boleh menikahi budak perempuan 
bila dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka 
dan takut akan berbuat zina. 


Apabila sang wali menikahkan putranya dengan 
perempuan yang vaginanya rapat, apabila kami katakan bahwa 
sah menikahkan anak kecil laki-laki yang berakal, maka sah pula 
menikahkan anak kecil laki-laki yang gila. Sedangkan bila kami 
katakan bahwa tidak sah menikahkan anak kecil laki-laki yang 
berakal dengan perempuan yang vaginanya sempit, maka 
berkenaan dengan pernikahannya dengan perempuan gila ada dua 
pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak sah, seperti halnya bila sang wali 
menikahkan anak perempuannya dengan anak kecil laki-laki yang 
berakal. 


Kedua: Sah, karena tidak ada mudharatnya dalam hal 
tersebut mengingat si anak tersebut belum ingin bersetubuh. 
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Cabang: Ash-Shaimuri berkata, “Seorang wali tidak boleh 
menikahkan putranya yang masih kecil dengan nenek-nenek, 
perempuan yang kedua tangan dan kedua kakinya buntung, 
perempuan buta, perempuan yang menderita penyakit kronis, 
perempuan Yahudi dan perempuan Nashrani. Dia juga tidak boleh 
menikahkan putrinya yang masih kecil dengan kakek-kakek, laki- 
laki yang kedua tangan dan kedua kakinya buntung, laki-laki buta, 
laki-laki yang menderita penyakit kronis dan laki-laki miskin bila dia 
(si anak perempuan) kaya. Apabila sang wali melakukannya maka 
nikahnya batal.” 


Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa 
sang wali tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut, karena 
kedudukannya tidak lebih parah dari orang yang menikahkan 
putrinya yang masih kecil dengan laki-laki penderita kusta atau 
penderita lepra. 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak sah 
nikah kecuali dengan dua orang saksi. Akan tetapi 
menurut Abu Tsaur, nikah tetap sah tanpa adanya 
saksi, karena ia merupakan akad, sehingga sah tanpa 
adanya saksi, seperti halnya jual beli. Akan tetapi 
pendapat ini salah, karena ada riwayat dari 
Aisyah « yang menyatakan bahwa Nabi Æ bersabda, 


Tún ge AN TAN IK S 


OMA Sa cobb- 
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“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 
empat orang, maka ia adalah zina: (yaitu) Pelamar laki- 
laki, wali dan dua orang saksi.” 


Nikah berbeda dengan jual beli, karena tujuan jual 
beli adalah mendapatkan harta, sementara tujuan nikah 
adalah mencari kenikmatan dan untuk mendapatkan 
anak. Pernikahan harus dilakukan dengan hati-hati 
sehingga tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi 
laki-laki. Apabila nikah dilaksanakan dengan seorang 
laki-laki dan dua perempuan, maka hukumnya tidak 
sah, berdasarkan hadits Aisyah tadi. Nikah tidak sah 
kecuali dengan adanya dua saksi laki-laki, berdasarkan 
riwayat Ibnu Mas'ud :& bahwa Nabi & bersabda, 


JNE GA, "Jp UI ú 


“Tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan 
seorang wali dan dua saksi adil.” 


Apabila nikah dilaksanakan dengan dua saksi 
yang tidak diketahui kondisinya, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya tidak sah, karena sesuatu 
yang sahnya membutuhkan saksi tidak sah bila dua 
saksinya tidak dikenal identitasnya, seperti halnya 
penetapan di hadapan hakim. Pendapat ini dinyatakan 
oleh Abu Sa'id Al Ishthakhri. 


Kedua: Hukumnya sah. Inilah pendapat yang 
dianut madzhab kami. Alasannya adalah bila kita 
menganggap bahwa keadilan batin berlaku, maka 
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pernikahan orang umum tidak sah kecuali di hadapan 
hakim, karena mereka tidak mengenal syarat keadilan. 
Apabila ini diterapkan, maka akan menyulitkan. Oleh 
karena itu cukuplah keadilan secara zhahir saja, seperti 
halnya masyarakat cukup bertaklid ketika menghadapi 
suatu masalah ketika mereka tidak bisa mencari 
dalilnya. 


Apabila akad nikah dilaksanakan dengan dua 
saksi yang tidak diketahui kondisinya, lalu ternyata 
diketahui bahwa keduanya orang fasik (tidak adil), maka 
hukumnya tidak sah, karena kita menetapkan sahnya 
dengan kriteria adil secara batin. Apabila ternyata 
berbeda, maka hukumnya batal. Seperti halnya bila 
seorang hakim menetapkan hukum dengan jijtihadnya, 
lalu ternyata ada dalil yang bertentangan dengan 
ijtihadnya. 

Di antara sahabat-sahabat kami ada pula yang 
mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pen- 
dapat Imam Asy-Syafii yang berdasarkan dua 
pendapatnya berkenaan dengan hakim yang menetap- 
kan hukum dengan kesaksian dua orang saksi, lalu 
ternyata diketahui bahwa keduanya fasik. 


Adapun bila pernikahan dilaksanakan dengan 
kesaksian dua orang saksi buta, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya sah, karena orang buta 
boleh menjadi saksi. 


Kedua: Tidak sah, karena dia tidak mengetahui 
laki-laki yang mengakad, sehingga hukumnya seperti 
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orang tuli yang tidak bisa mendengar perkataan orang 
yang mengakad. 


Nikah juga sah dengan kesaksian dua putra salah 
satu dari pasangan suami-istri, karena nikah boleh 
dilaksanakan dengan kesaksian keduanya bila salah satu 
dari pasangan mengingkari. Lalu apakah sah dengan 
kesaksian dua putra keduanya atau dengan kesaksian 
putra suami dan putra istri? Dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah. 


Pertama: Hukumnya sah, karena keduanya layak 
menjadi saksi. Kedua: Tidak sah, karena nikah tidak sah 
dengan kesaksian keduanya. 


Pasal: Apabila suami dan istri berselisih, lalu sang 
istri berkata, “Akad kita dilaksanakan dengan dua saksi 
fasik,” tapi sang suami berkata, “Akad kita 
dilaksanakan dengan dua saksi adil,” maka dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Yang berlaku adalah perkataan suami, 
karena hukum asalnya adalah bahwa dua saksi tersebut 
adil. 


Kedua: Yang berlaku adalah perkataan istri, 
karena hukum asalnya tidak ada pernikahan. 


Apabila suami dan istri sama-sama berkata benar 
bahwa keduanya dinikahkan dengan seorang wali dan 
dua saksi, tapi sang wali dan dua saksi mengingkarinya, 
maka pengingkaran mereka tidak berlaku, karena yang 
benar adalah keduanya, bukan wali dan dua saksi. 
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Penjelasan: Hadits Aisyah dan Ibnu Mas'ud telah di- 
takhrij dalam pembahasan nikah dengan wali. 


Hukum-Hukum: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya 
dua saksi laki-laki adil. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin 
Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, 
Ibnu Al Musayyab, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Auza'i dan Ahmad 
bin Hanbal. Sementara menurut Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, 
Abdurrahman bin Mahdi, Daud dan Ahluzh Zhahir (kelompok yang 
menetapkan hukum secara tekstual nash), nikah tidak memerlukan 
saksi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik. Hanya saja 
dia berkata, “Di antara syaratnya adalah mereka tidak saling 
berwasiat untuk menyembunyikannya. Apabila mereka saling 
berwasiat untuk menyembunyikannya, maka nikahnya tidak sah 
meskipun dihadiri saksi-saksi.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh 
Az-Zuhri. Adapun menurut Abu Hanifah, di antara syarat nikah 
adalah adanya saksi. Dan ia sah meskipun saksinya dua laki-laki 
fasik atau dua musuh atau dua laki-laki yang ditentukan, atau 
saksinya seorang laki-laki dan dua perempuan. 

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Imran bin Al 
Hushain 48, bahwa Nabi & bersabda, dus AE Er ú cé ú 
“Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi adil” 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam riwayat putranya yaitu 
Abdullah, Ad-Daraguthni dan At-Tirmidzi) 

Aisyah #8 juga meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, Ka 
RREN sa bt Zú Ted Tan Saba A) pi “Setiap pernikahan 
yang tidak dihadiri oleh empat orang maka ia adalah zina: 
Pelamar, seorang wali dan dua saksi” Dan juga diriwayatkan 
darinya bahwa Nabi @ bersabda, Jis ia) Jp Ú ag Ý “Tidak 
sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi adil” 
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas # bahwa Nabi & bersabda, 
JIE SARA) kap Ju Y TS Ý “Tidak sah nikah kecuali dengan 
seorang wali yang baik dan dua saksi adi.” 

Dari Ibnu Abbas # bahwa Nabi #& bersabda, gi udi 


ne 
ri 


kd yh “pdl GAS “Para pelacur adalah perempuan-perempuan 
yang menikahkan diri mereka tanpa adanya saksi” Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 


Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lainnya telah 
diriwayatkan sebelumnya dalam pembahasan tentang wali. 
Disamping itu ia adalah akad sehingga tidak ada syarat harus 
saling memberi wasiat (pesan) untuk menyembunyikannya, seperti 
jual beli. Disamping itu segala sesuatu yang tidak sah dengan dua 
saksi adil, maka ia juga tidak sah dengan dua saksi fasik, seperti 
penetapan di hadapan hakim. 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i # berkata, “Meneliti saksi adil 
harus dilakukan sampai diketahui cacatnya pada hari pernikahan.” 


Penjelasannya adalah apabila akad nikah dilaksanakan 
dengan dihadiri dua saksi yang diketahui keadilannya secara lahir 
dan batin, maka nikahnya sah dengan kesaksian keduanya. 
Sedangkan bila keadilan keduanya hanya diketahui secara zhahir 
tapi secara batin tidak diketahui, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh 
pengarang: 


Pertama: Menurut Abu Sa'id Al Ishthakhri hukumnya 
tidak sah, karena sesuatu yang sahnya membutuhkan saksi, maka 
ia tidak sah bila saksinya tidak diketahui kondisinya, seperti halnya 
penetapan di hadapan hakim. 
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Kedua: -Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab 
Syafi'i, dimana Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh tidak 
meriwayatkan pendapat lain-, nikahnya sah, karena secara zhahir 
saksinya adil. Dan lagi pula bila kita mempertimbangan keadilan 
secara batin, maka nikahnya tidak akan sah kecuali di hadapan 
hakim, karena orang awam tidak mengetahui syarat adil. Padahal 
kaum muslimin telah sepakat bahwa ia sah tanpa harus 
dilaksanakan di hadapan hakim. 


Apabila kami berpendapat demikian, lalu ternyata diketahui 
bahwa dua saksi tersebut fasik, apabila kefasikannya terjadi setelah 
akad, maka itu tidak berpengaruh, karena yang berlaku adalah 
adanya sifat adil pada saat akad. Sedangkan bila diketahui bahwa 
keduanya fasik saat akad, maka nikahnya tidak sah karena 
kefasikan keduanya menafikan diterimanya kesaksian keduanya 
dalam pernikahan. 


Di antara sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan 
bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang 
seperti dua pendapatnya berkenaan dengan hakim yang 
memutuskan sesuatu dengan kesaksian dua saksi yang secara 
zhahir adil, lalu ternyata terbukti bahwa keduanya fasik saat 
memberi kesaksian. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah. 
Apabila pasangan suami-istri mengadukan kasus tersebut kepada 
hakim, lalu keduanya mengakui pernikahan tersebut dengan 
disaksikan dua saksi yang adil secara zhahir, lalu keduanya 
berseteru tentang salah satu dari hak-hak suami-istri seperti nafkah 
dan sandang atau lainnya, maka hakim bisa memutuskan kasus 
yang dialami keduanya tanpa perlu meneliti sifat adil dua saksi 
tersebut secara batin, kecuali bila dia tahu bahwa keduanya fasik, 
maka dia tidak boleh menjatuhkan vonis kepada kedua pasangan 
suami-istri tersebut. 
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Apabila salah satu dari dua pasangan suami-istri 
mengingkari, apabila hakim mengetahui bahwa dua saksi tersebut 
adil secara lahir dan batin saat dilaksanakan akad maka nikahnya 
dinyatakan sah. sedangkan bila dia mengetahui bahwa dua saksi 
tersebut fasik saat memberi kesaksian, maka dia tidak boleh 
memutuskan bahwa akad tersebut sah. Justru dia harus 
memutuskan bahwa akad tersebut tidak sah. 


Apabila hakim mengetahui bahwa dua saksi tersebut hanya 
adil secara zhahir tanpa mengetahui keadilan keduanya secara 
batin, maka dia tidak boleh menyatakan bahwa akad tersebut sah 
dan juga tidak boleh menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah, 
tapi harus diteliti dulu sampai diketahui bahwa keduanya adil 
secara batin. Karena dia tidak boleh menetapkan kesaksian 
seorang saksi kecuali setelah mengetahui kondisinya lahir dan 
batin. Berbeda bila dia mengakui pernikahan. Demikianlah yang 
dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid dalam Aż- Ta 'g. 


Adapun menurut Ibnu Ash-Shabbagh, apabila seorang laki- 
laki mengklaim telah menikahi seorang perempuan dengan 
seorang wali dan dua saksi adil, lalu dua saksi tersebut dihadapkan 
kepada hakim, maka dia harus meneliti keadaan keduanya di 
hadapan kami dan tidak boleh meneliti keadaan keduanya pada 
saat akad. Akan tetapi pendapat yang paling benar adalah. 
pendapat pertama. 


Lalu apakah nikah sah dengan kesaksian dua saksi buta 
atau kesaksian seorang laki-laki buta dan seorang laki-laki yang 
dapat melihat? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 
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Pertama: Hukumnya sah, karena orang buta boleh 
menjadi saksi. 


Kedua: Tidak sah, karena dia tidak mengetahui orang 
yang melakukan akad, sehingga statusnya seperti orang tuli yang 
tidak bisa mendengar perkataan orang yang melakukan akad. 


Lalu apakah nikah sah dengan kesaksian dua laki-laki bisu 
atau seorang laki-laki bisu dan seorang laki-laki yang bisa 
berbicara? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 

Pertama: Tidak sah. Syaikh Abu Hamid berkata, “Inilah 
pendapat yang berlaku dalam madzhab kami”, karena kesaksian 
itu membutuhkan perkataan yang jelas, sementara orang bisu tidak 
bisa melakukannya. 


Kedua: Sah. Qadhi Abu Ath-Thawib berkata, “Inilah 
pendapat yang berlaku dalam madzhab kami, karena isyaratnya 
bila bisa dipahami sama dengan ungkapan orang selain dia.” 


Cabang: Apakah kesaksian orang yang pekerjaannya hina 
seperti tukang bekam, peniup seruling dan tukang sapu atau selain 
mereka dibolehkan (bisa diterima)?” 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah 
yang berdasarkan pada bolehnya menerima kesaksian mereka 
dalam semua hak. Masalah ini akan diuraikan di tempatnya pada 
pembahasan Kesaksian. 


Cabang: Apabila akad nikah dilaksanakan dengan 
kesaksian dua putra salah satu dari dua pasangan suami-istri atau 
dengan kesaksian putranya dan kakeknya, atau dengan kesaksian 
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dua musuh salah seorang dari pasangan suami-istri, maka 
nikahnya sah karena kesaksian keduanya berlaku, yaitu apabila 
dua putra bersaksi atas kedua orang tuanya atau dua musuh 
bersaksi terhadap musuh keduanya. Adapun bila akad nikah 
dilaksanakan dengan kesaksian dua putra pasangan suami-istri, 
atau putra si istri atau kakek si suami dan kakek si istri atau musuh 
keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya sah, karena keduanya layak menjadi 
saksi dalam pernikahan secara umum. 


Kedua: Tidak sah, karena kesaksian keduanya tidak 
berlaku dalam kondisi apapun. Akan tetapi ada sebagian dari 
sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Khurasan yang 
mengatakan bahwa hukumnya sah dengan kesaksian dua musuh, 
dan ini adalah pendapat fuqaha Syafi'iyyah. Alasannya karena 
permusuhannya telah hilang. 


Cabang: Tidak disyaratkan untuk menghadirkan dua 
saksi. Bahkan bila dua saksi datang dengan sendirinya, lalu 
mendengar ijab dan gabul, maka hukumnya sah. Apabila keduanya 
telah mendengarkan ijab dan gabul tapi tidak mendengarkan 
penyerahan mahar, maka nikahnya sah, karena mahar bukan 
syarat dalam nikah. Apabila salah satu dari dua saksi mendengar 
ijab sementara saksi lainnya mendengar qabul, maka nikahnya 
tidak sah, karena dua saksi merupakan syarat dalam ijab dan 
gabul. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki muslim menikah 
dengan seorang wanita Ahli Kitab, maka yang menikahkannya 
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adalah walinya yang kafir apabila dia adil dalam agamanya, dan 
nikahnya tidak sah kecuali dengan dihadiri dua saksi muslim yang 
adil. Akan tetapi menurut Ahmad, wanita Ahli Kitab tidak sah 
dinikahkan kecuali oleh wali muslim. Sementara menurut Abu 
Hanifah, wali kafir boleh menikahkannya dan sah pula bila 
saksinya dua laki-laki kafir. 


Adapun argumentasi kami terhadap Ahmad adalah firman 
Allah &, 


27 An Â eA Aer AZ AH zaf. 
IA Rian LAIN Sya 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang 
lain.” (Qs. At-Taubah [9]: 71). Ayat ini merupakan dalil bahwa 
orang-orang beriman tidak boleh menjadi wali orang-orang kafir. 
Selama perwalian orang kafir terhadap orang Islam terputus, 
bagaimana mungkin yang menjadi walinya orang muslim? 


Oleh karena walinya harus seorang laki-laki Ahli Kitab yang 
adil dalam agamanya agar dia tidak mengingkari haknya atau hak 
si perempuan dalam kitab-kitab akad. 


Adapun argumentasi kami terhadap Abu Hanifah adalah 
bahwa dua saksi kafir tidak boleh menjadi wali bagi perempuan 
muslimah sehingga keduanya juga tidak sah menjadi wali. 
perempuan kafir, seperti halnya dua budak laki-laki. Wali dan dua 
saksi itu berbeda, karena tujuan diadakannya wali adalah untuk 
menolak aib pada nasab, dan orang kafir itu seperti orang Islam 
dalam menolak aib. Adapun dua saksi, tujuannya adalah 
menetapkan tempat tidur (hubungan ranjang yang sah) ketika salah 
satu dari dua pasangan suami-istri ingkar. Sementara orang kafir 
itu tidak seperti orang Islam dalam penetapan hubungan tempat 
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tidur (hubungan ranjang yang sah), karena kesaksiannya terhadap 
masalah ranjang tidak sah. Disamping itu kondisi wali harus jelas 
saat akad, sehingga dibolehkan bila dia orang kafir, sementara 
saksi itu harus tertentu sehingga tidak boleh bila dia orang kafir. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Nikah tidak 
sah kecuali bila dilakukan dua pasangan suami-istri 
yang ditentukan, karena tujuan pernikahan adalah 
adanya dua orang tersebut yang ditentukan, sehingga 
wajib ditentukan. Apabila perempuan yang dinikahkan 
hadir, lalu walinya berkata (kepada mempelai pria), 
“Aku nikahkan engkau dengan perempuan ini,” maka 
hukumnya sah. Sedangkan bila dia berkata, “Aku 
nikahkan engkau dengan perempuan ini yaitu 
Fatimah,” padahal namanya adalah Aisyah, maka 
hukumnya sah, karena bila sudah ada penentuan 
dengan isyarat, maka tidak ada hukum untuk nama, 
sehingga tidak berpengaruh meskipun disebutkan salah. 


Adapun perempuan yang dinikahkan tidak ada di 
tempat lalu sang wali berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku,” dan dia tidak memiliki putri selain dia, 
maka hukumnya sah. Apabila sang wali berkata, “Aku 
nikahkan engkau dengan putriku, Fatimah,” padahal 
dia adalah Aisyah, maka hukumnya sah, karena nama 
tidak berlaku bila nasab sudah ditentukan, sehingga bila 
ada kesalahan penyebutan hukumnya tidak 
berpengaruh. 


Adapun bila sang wali memiliki dua anak 
perempuan, lalu dia berkata, “Aku nikahkan engkau 
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dengan putriku,” maka hukumnya tidak sah sampai dia 
menentukannya dengan menyebut namanya atau 
sifatnya. Apabila sang wali berkata, “Aku nikahkan 
engkau dengan Aisyah,” lalu suami menerima dan yang 
diniatkan keduanya adalah putrinya, atau sang wali 
berkata, “Aku nikahkan engkau dengan putriku!” lalu 
sang suami menerimanya, dan yang diniatkan keduanya 
anak perempuan yang sudah dewasa, maka hukumnya 
sah karena telah ditentukan dengan niat. 


Sedangkan bila sang wali berkata, “Aku nikahkan 
engkau dengan putriku,” dan yang diniatkannya adalah 
putrinya yang sudah dewasa, lalu sang suami 
menerimanya tapi yang diniatkannya adalah putrinya 
yang masih kecil, maka hukumnya tidak sah, karena 
ijabnya untuk perempuan tertentu tapi gabulnya untuk 
perempuan lain. 


Apabila sang wali berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku Aisyah!” dan yang diniatkannya adalah 
putrinya yang masih kecil, sementara sang suami 
menerimanya tapi yang diniatkannya adalah putri yang 
sudah dewasa, maka hukumnya sah untuk Aisyah 
secara zhahir, akan tetapi tidak sah secara batin, 
karena suami menerima putri yang tidak dimaksudkan 
oleh sang wali. 


Pasal: Disunahkan melamar sebelum melakukan 
akad. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bahwa 
dia berkata: Rasulullah Æ mengajari kitab Khutbah 
Hajat, “Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya dan 
memohon pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung 
kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan 
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perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh 
Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan, 
maka tidak ada satu pun yang bisa memberinya 
petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus 
Rasul-Nya.” 


Abdullah berkata lebih lanjut, “Kemudian lanjut- 


kanlah khutbahmu dengan tiga ayat, 15 ($a gi Ci 


r 27 


(©) SA i Í BN AS & “Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya: dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Qs. Aali 
‘Imraan [3]: 102), K5 KE KEY NG Ka Lui 
(0) ‘Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu'. (Qs. An-Nisaa` (4): 1), Loc VS ifi; ái ii “Hai 
orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (Qs. Al 
Ahzaab (331: 70).” 

Apabila akad dilaksanakan tanpa khutbah maka 


dibolehkan, berdasarkan riwayat Sahl bin Sa'd As- 
Sa'idi: Bahwa Nabi berkata kepada laki-laki yang 


melamar perempuan yang menyerahkan dirinya 
(kepada Nabi &), “Aku nikahkan engkau dengannya, 
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dengan (hapalan) Al Qur'an yang engkau miliki!” Tanpa 
menyampaikan khutbah terlebih dahulu. Dan 
disunahkan mendoakan kedua mempelai setelah akad, 
berdasarkan riwayat Abu Hurairah 2, bahwa 
Nabi & mengucapkan selamat kepada orang yang 
menikah, + à USG gs lk Bay, dl A1 agy “Semoga 
Allah memberi keberkahan padamu dan mengumpulkan 
kalian dalam kebaikan.” 


Penjelasan: Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya. Juga diriwayatkan oleh Abu 
Daud, An-Nasa'i, Al Hakim dan Al Baihagi dari riwayat Abu 
Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, tapi dia tidak 
mendengar darinya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim 
dari jalur lain dari Qatadah dari Abdu Rabbih dari Abu Iyadh dari 
Ibnu Mas'ud tanpa menyebut ayat-ayatnya. Hadits ini juga 
diriwayatkan dari jalur Israil dari Abu Ishag dari Abu Al Ahwash 
dan Abu Ubaidah bahwa Abdullah berkata: Lalu dia menyebutkan 
hadits yang sama. Al Baihagi juga meriwayatkannya dari jalur 
Washil Al Ahdab dari Syagig dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi 
lengkap. Dalam riwayat Al Baihagi disebutkan, “Apabila salah 
seorang dari kalian hendak berkhutbah dalam acara pernikahan 
atau acara lainnya, hendaknya dia mengucapkan: Segala puji bagi 
Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada-Nya....... k 

Setelah menilai hadits ini hasan, At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al A'masy dari Abu Ishaq dari 
Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi &. Dua hadits ini shahih, 
karena Israil menggabungkan keduanya. Dia berkata: Dari Abu 
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Ishag dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidah dari Abdullah dari 
Nabi &.” 

An-Nawawi berkata dalam kitab A/ Adzkar Disunahkan 
berkhutbah sebelum akad nikah dilaksanakan yang isinya seperti 
yang telah kami sebutkan di atas, tapi diberi tambahan sehingga 
lebih panjang, baik yang berkhutbah orang yang akan mengakad 
atau selain dia. Adapun yang paling baik adalah hadits yang 
diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan 
An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab lainnya dengan 
sanad-sanad shahih dari Abdullah bin Mas'ud & bahwa dia 
berkata, “Rasulullah Æ mengajari kami khutbah Hajat: 
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Segala puji bagi Allah. Kami memujiNya dan memohon 
pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak 
ada satu pun yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa 


tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
hamba sekaligus Rasul-Nya. 


Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memper- 
kembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama- 
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah 
sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. 


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah 
memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu 
dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, 
Maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” 
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Kemudian An-Nawawi berkata, “Ini adalah salah satu 
redaksi riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan setelah 
redaksi “Dan Rasul-Nya,” 


P SA 

4 a7 - or o 27 2r o LI 303 —— D soz 

U ap gan yag AG A aggy Al ah A 
HA z da r 


fz A 2 “ 3 a - 
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“Dia (Allah) mengutusnya dengan membawa kebenaran 
sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan menjelang 
datangnya Hari Kiamat: Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul- 
Nya, maka dia telah mendapat petunjuk: dan barangsiapa durhaka 
kepada keduanya maka itu tidak akan membahayakan kecuali 
dirinya sendiri dan sama sekali tidak akan membahayakan Allah 
sedikit pun.” 


Adapun tentang hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, ia 
diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim. Redaksinya 
adalah, bahwa Nabi $ didatangi seorang perempuan lalu dia 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku 
kepadamu.” Lalu perempuan tersebut berdiri lama. Maka seorang 
laki-laki berdiri, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku 
dengannya bila engkau tidak butuh kepadanya.” Maka 
Rasulullah #& bertanya kepada laki-laki tersebut, “Apakah kamu 
memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan mahar untuknya?” Laki- 
laki menjawab tersebut, “Aku tidak punya apa-apa selain kain 
sarungku ini.” Nabi & bersabda, “Kalau engkau memberikan 
sarungmu kepadanya, maka kamu akan duduk dengan tidak 
memakai sarung. Carilah sesuatu.” Laki-laki tersebut berkata, “Aku 
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tidak menemukan apa-apa.” Nabi & bersabda, “Carilah walau 
hanya sebuah cincin besi.” Maka laki-laki tersebut mencarinya tapi 
tidak menemukannya. Lalu Nabi & bertanya kepadanya, “Apakah 
engkau hapal ayat Al Qur'an?” Dia menjawab, “Ya, surah anu dan 
surah anu (seraya menyebut surahnya).” Maka Nabi @ bersabda 
kepadanya, “Aku telah menikahkanmu dengannya dengan surah 
Al Qur'an yang kamu hapal.” 


Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunannya dari 
Abu An-Nu'man Al Azdi, dia berkata: Nabi Æ menikahkan 
seorang perempuan dengan mahar surah Al Qur'an. Lalu beliau 
bersabda, “Ya tidak akan menjadi mahar setelahmu.” Disamping 
hadits ini mursal, ada periwayat di dalamnya yang tidak dikenal. 
Oleh karena itulah hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk 
mengkhususkan hukum terhadap perempuan tersebut. 


Adapun hadits Abu Hurairah, ia diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan At-Tirmidzi yang dinilai shahih dan hasan olehnya, dan 
juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 


Imam An-Nawawi berkata dalam A/ Adzkar, “Disunahkan 
mengucapkan kepada pasangan suami istri (setelah diakad), 
Semoga Allah memberi keberkahan kepada kalian berdua dan 
menghimpun kalian berdua dalam kebaikan?” 


Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim 
dari Anas & bahwa Nabi & bersabda kepada Abdurrahman bin 
Auf 25 ketika Abdurrahman memberitahukan beliau bahwa dia 
telah menikah, “Semoga Allah memberi keberkahan padamu.” 


Diriwayatkan pula dalam  Ash-Shahih bahwa 
Nabi & bersabda kepada Jabir # ketika dia mengabarkan 
kepadanya bahwa dia telah menikah, “Semoga Allah memberi 
keberkahan padamu.” 
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Penjelasan bahasa: Redaksi “Raffaa,” dalam A/ Fath 
dikatakan: Dengan ra' di-fathah dan fa‘ di-tasydid, artinya adalah 
mendoakannya. Dalam A/ Qamus disebutkan, “Raffa'ahu 
Tarf'atan Wa Tarfi'an,” maksudnya adalah mendoakannya agar 
senantiasa mendapat kebaikan dan mendapat keturunan. Kalimat 
Tarfi'ah arti asalnya adalah mendapat kebaikan. Dikatakan Raffa a 
Al Fatag Li-Ummin, yakni menyobek kain lalu menggabungkan 
antara yang satu dengan lainnya. Ucapan selamat yang biasa 
diucapkan masyarakat Jahiliyyah adalah “Semoga senantiasa 
mendapat kebaikan dan mendapat anak.” Kemudian 
Nabi & melarangnya dan mengajarkan gantinya sebagaimana 
yang disebutkan dalam hadits-hadits yang akan diuraikan dalam 
pembahasan hukum. 


Hukum-Hukum: Apabila seorang laki-laki hendak 
menikahkan seorang perempuan, dia harus membedakannya dari 
perempuan lainnya dengan kesaksian atau menyebutkan sifatnya 
atau menyebut namanya. Apabila dia memiliki seorang anak 
perempuan yang hadir di tempat akad, apabila dia berkata, “Aku 
menikahkan engkau dengan perempuan ini,” maka hukumnya sah 
tanpa perlu menyebut namanya atau sifatnya. Sedangkan bila dia 
berkata, “Aku menikahkan engkau dengan putriku dan aku 
nikahkan engkau dengan perempuan ini yaitu Aisyah,” maka 
hukumnya sah, karena perempuan tersebut telah dibedakan 
dengan isyarat. Jadi ucapan selebihnya adalah sebagai penguat. 
Apabila nama putrinya Aisyah, lalu dia berkata, “Aku menikahkan 
engkau dengan perempuan ini yaitu Fatimah,” maka menurut 
sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad hukumnya 
sah, karena tidak ada hukum dalam merubah nama ketika ada 
isyarat. Al Mas'udi berkata, “Apakah hukumnya sah?” Dalam hal 
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ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah berdasarkan dua 
pendapat dalam kasus ketika seseorang berkata, “Aku menjual 
Baghal ini kepadamu,” padahal yang dijual keledai atau kuda. 


Apabila sang wali memiliki seorang anak perempuan 
bernama Aisyah yang sedang pergi, apabila dia berkata, “Aku 
nikahkan engkau dengan putriku,” maka hukumnya sah, karena 
ucapan “Putriku,” merupakan sifat yang lazim baginya dan tidak 
ada perempuan lain selain dia. Apabila dia mengucapkan, “Aku 
nikahkan engkau dengan putriku yaitu Aisyah,” hukumnya juga 
sah, karena nikah tersebut sah dengan ucapan “Putriku.” Apabila 
dia menyebut namanya, maka itu sebagai penguat. 


Apabila dia berkata, “Aku nikahkan engkau dengan putriku 
yaitu Fatimah,” lalu dia merubah namanya, menurut para sahabat 
kami dari kalangan ulama Baghdad hukumnya sah, karena 
perkataan “Putriku,” adalah sifat lazim yang tidak berbeda dan 
tidak berubah, sementara nama itu bisa berubah dan berbeda- 
beda, oleh karena itu yang berlaku adalah sifat yang lazim dan 
namanya dihilangkan. 


Adapun menurut Al Mas'udi, hukumnya tidak sah. Dan 
dalam hal ini dia tidak menyebutkan pendapat fuqaha Syafi'iyyah. 
Dia berkata: Apabila dia berkata, “Aku nikahkan engkau dengan 
Aisyah,” dan yang dimaksud adalah putrinya, maka menurut 
Syaikh Abu Ishag dan Ath-Thabari dalam A/ Uddah serta menurut 
riwayat Ibnu Ash-Shabbagh dari Syaikh Abu Hamid hukumnya 
sah, karena yang membedakan adalah niatnya. Apabila yang 
dimaksud dia bukan putrinya, maka hukumnya tidak sah. Ibnu 
Ash-Shabbagh berkata, “Akan tetapi pendapat ini perlu dikaji 
ulang, karena dalam akad tersebut kesaksian sangat menentukan 
sehingga akadnya harus dengan saksi yang sah sesuai yang berlaku 
dalam akadnya, sementara hal tersebut sulit dalam niat. 
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Berdasarkan yang aku baca dalam komentar Syaikh Abu Hamid 
dan lainnya tidak aku temukan keterangan yang rinci bahwa 
hukumnya tidak sah, karena nama tersebut berlaku untuk kedua 
putrinya dan setiap perempuan yang namanya Aisyah sehingga dia 
tidak dibedakan dari perempuan lainnya. 


Apabila sang wali memiliki dua putri, dimana yang dewasa 
bernama Aisyah sedang yang masih kecil bernama Fatimah, 
apabila dia mengatakan (kepada mempelai pria) “Aku nikahkan 
engkau dengan putriku atau salah satu putriku,” maka hukumnya 
tidak sah, karena perempuan yang dinikahkan tidak dibedakan dari 
yang lainnya. Sedangkan bila dia berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku, Aisyah, atau putriku yang sudah dewasa,” maka 
hukumnya sah, karena dia telah menjelaskannya dengan sifat atau 
namanya. 


Apabila sang wali berkata (kepada mempelai pria), “Aku 
nikahkan engkau dengan putriku yang sudah dewasa yang 
bernama Fatimah,” lalu dia merubah namanya, maka nikahnya sah 
untuk putrinya yang masih kecil, dan perubahan nama tersebut 
tidak berpengaruh apa-apa. Berdasarkan pendapat Al Mas'udi 
pada pembahasan sebelumnya, maka hukumnya juga tidak sah. 


Apabila sang wali berkata, “Aku nikahkan engkau dengan 
putriku, Aisyah” dan yang diniatkannya adalah putrinya yang 
masih kecil, sementara sang suami menerimanya tapi yang 
diniatkannya adalah putri yang dewasa, maka secara zhahir 
nikahnya sah untuk putri yang dewasa, karena nikah tersebut 
diwajibkan untuknya dan dia (mempelai pria) menerimanya secara 
batin. Akan tetapi nikah ini di-fasakh karena sang wali mewajibkan 
kepadanya untuk menikahi putrinya yang masih kecil tapi dia 
(mempelai pria) menerima untuk putri yang dewasa. 
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Apabila sang wali berkata, “Aku nikahkan engkau dengan 
putriku,” lalu sang suami menerimanya dan keduanya sama-sama 
meniatkan putri yang dewasa, maka menurut Syaikh Abu Ishag 
hukumnya sah, karena telah dibedakan dengan niat. Sementara 
menurut Ibnu Ash-Shabbagh hukumnya tidak sah, karena tidak 
mungkin meminta izin saksi dalam kasus ini. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki dua putri, lalu 
dia menikahkan salah satunya dengan seorang laki-laki lalu dia 
wafat, kemudian masing-masing dari putri tersebut mengklaim 
kepada sang suami bahwa dialah yang dinikahkan oleh ayahnya, 
apabila sang suami mengingkari keduanya, maka dia harus 
bersumpah terhadap masing-masing dari dua perempuan tersebut. 
Sedangkan bila dia mengakui terhadap salah satunya, maka 
pernikahan tersebut sah. 


Apabila setelah itu perempuan lainnya mengklaim bahwa 
dia yang dinikahkan, maka menurut Ibnu Al Haddad, klaimnya 
tidak perlu didengar, karena dia telah mengakui pengharaman 
perempuan tersebut untuk dirinya. Apabila perempuan tersebut 
menuntut separuh mahar kepadanya, maka yang berlaku adalah 
ucapan sang suami dengan sumpahnya. Sedangkan bila dia 
bersumpah kepadanya, maka tidak perlu dibahas lagi. Adapun bila 
dia menarik sumpahnya, maka si perempuan harus bersumpah 
dan dia berhak mendapat mahar yang dituntut tersebut. 

Apabila keduanya tidak mengklaim, tapi sang suami 
mengklaim bahwa salah satunya merupakan istrinya, apabila 
perempuan yang diklaim mengakuinya, maka nikahnya sah antara 
keduanya. Sedangkan bila dia mengingkarinya, maka dia harus 
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bersumpah dan klaim sang suami gugur. Ibnu Al Haddad berkata, 
“Dan si perempuan wajib mendapat separuh maharnya.” 


Menurutku, hal tersebut tidak berlaku kecuali bila si 
perempuan mengklaimnya. Adapun bila dia tidak mengklaimnya 
maka tidak berlaku baginya. 


Ibnu Al Haddad berkata, “Hal tersebut dapat membatalkan 
pernikahan perempuan yang mengaku lebih dulu menikah, dan dia 
wajib mendapat separuh mahar bila belum disetubuhi dan seluruh 
mahar bila telah disetubuhi.” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan 
engkau dengan janin yang terkandung dalam perempuan ini bila 
dia seorang anak perempuan,” maka hukumnya tidak sah, karena 
bisa jadi kandungan tersebut angin atau kosong, sehingga tidak 
akan lahir, atau bisa jadi kandungan tersebut anak laki-laki atau 
dua anak perempuan, sehingga tidak diketahui mana yang diakad 
dari keduanya. Ini adalah akad yang mengandung unsur gharar 
(ketidak-jelasan) tanpa ada keperluan sehingga hukumnya tidak 
sah. seperti halnya bila seorang laki-laki menulis kepada sang wali, 
“Nikahkanlah aku dengan putrimu!” lalu sang wali atau selain dia 
membacanya di hadapan dua saksi, kemudian sang wali berkata, 
“Aku telah menikahkannya,” maka nikahnya tidak sah. 


Akan tetapi Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan bahwa Abu 
Hanifah dan teman-temannya berkata, “Hukumnya sah.” Adapun 
dalilnya adalah bahwa dia tidak mewakilkan kepada pembaca 
sehingga tidak sah, seperti halnya bila dia memanggil orang yang 
sedang pergi, lalu ketika terdengar oleh orang yang sedang pergi 
tersebut dia mewajibkannya. 
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Cabang: Apabila akad nikah akan dilaksanakan, 
hendaknya sang wali atau calon suami atau orang lain dari 
kalangan yang hadir, berkhutbah dengan memuji Allah &, 
membaca shalawat Nabi &, berwasiat takwa dan menganjurkan 
pernikahan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi 8, fay ú du s3 A yg 
SI dil Sabu 43 “Setiap perkara penting yang tidak dimulai 
dengan pujian kepada Allah adalah sesuatu yang rugi (terputus).” 
Nikah adalah urusan penting. Akan tetapi khutbah disini 
hukumnya sunah dan tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh 
mayoritas ulama, kecuali Daud yang mengatakan bahwa ia 
merupakan syarat dalam nikah. 


Adapun dalil kami adalah sabda Nabi $, “Tidak sah nikah 
kecuali dengan wali yang bijak dan dua saksi adil” Dalam hadits 
ini tidak disyaratkan adanya khutbah. Disamping itu 
Nabi & pemah menikahkan perempuan yang menyerahkan 
dirinya (kepada Nabi $&) tanpa berkhutbah terlebih dahulu. Beliau 
juga menikahi Aisyah tanpa berkhutbah terlebih dahulu. 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Diriwayatkan dalam sebagian 
riwayat bahwa Nabi & membaca dalam tiga ayat tersebut “Wahai 
manusia'.” Dia berkata lebih lanjut, “Diriwayatkan dari salah 
seorang ulama generasi akhir bahwa dia mengucapkan dalam 
khutbah nikah, “Yang pantas dipuji adalah Allah $, manusia 
pilihan adalah Rasulullah &, dan sebaik-baik sesuatu yang harus 
diamalkan adalah Kitab Allah'.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Sebagian ulama lain 
menambahkan: Beliau mengucapkan, “Yang pantas dipuji adalah 
Allah &, Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Pemurah, manusia 
pilihan adalah Rasulullah $, sebaik-baik sesuatu yang diamalkan 
adalah Kitab Allah yang membedakan antara halal dan haram’. 
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Lalu beliau mengucapkan, Nikah adalah sesuatu yang diperintah- 
kan dan dianjurkan Allah & '” 


Adapun berkenaan dengan khutbah yang menyelingi akad, 
yaitu ucapan wali “Dengan menyebut Nama Allah, segala puji bagi 
Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas 
Rasulullah. Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa 
kepada Allah,” juga seperti ucapan yang diriwayatkan dari Umar 
bin Khaththab #5, “Aku nikahkan engkau sesuai yang diperintah- 
kan Allah yaitu agar engkau menjaga (istri) dengan baik atau 
menceraikannya dengan baik-baiknya,” lalu ucapan sang suami 
“Dengan menyebut Nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat 
dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah. Aku 
berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, 
aku terima nikahnya.” Maka sahabat-sahabat kami berselisih 
pendapat tentang sahnya akad dengan khutbah demikian. Menurut 
Syaikh Abu Hamid, Al Muhamili dan Ibnu Ash-Shabbagh 
hukumnya sah, karena khutbah tersebut berkaitan dengan nikah 
sehingga tidak berpengaruh ketika ia dipisahkan antara ijab 
dengan gabul, seperti Tayammum antara dua shalat Jamak. 


Syaikh Asy-Syirazi meriwayatkan dari sebagian sahabat 
kami bahwa khutbah penyela antara ijab dan gabul membatalkan 
akad, sebagaimana bila antara keduanya diselingi dengan selain 
khutbah. Kasus ini berbeda dengan tayammum, karena ia 
diperintahkan di antara dua shalat, sementara khutbah diperintah- 
kan sebelum akad dilaksanakan. 


Imam An-Nawawi berkata dalam A/ Adzkar Apabila 
seseorang mengucapkan, “Segala puji bagi Allah, shalawat dan 
salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah #&, aku 
terima nikahnya,” maka hukumnya sah, dan tidak apa-apa 
menyela antara ijab dengan gabul dengan perkataan, karena 
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jedanya hanya sebentar dan berkaitan dengan akad. Akan tetapi 
makruh mengucapkan kepada suami setelah akad dilaksanakan, 
“Semoga senantiasa mendapat kebaikan dan anak laki-laki.” Hal 
ini berdasarkan riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari 
Aqil bin Abi Thalib bahwa dia menikahi seorang perempuan Bani 
Jusyam, lalu orang-orang mengatakan kepadanya, “Semoga 
senantiasa mendapat kebaikan dan anak laki-laki.” Maka dia 
menjawab, “Janganlah kalian mengucapkan demikian, tapi 
ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah & ‘Ya 
Allah, berilah keberkahan kepada mereka?” Dalam riwayat lain 
disebutkan, “Janganlah kalian mengucapkan demikian, karena 
Nabi & melarang kita mengucapkan demikian. Akan tetapi 
ucapkanlah, Semoga Allah memberi keberkahan kepadanya 
melalui dirimu dan semoga Dia memberi keberkahan kepadamu 
melalui dirinya'” Abu Ya'la dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan 
dari jalur Al Hasan dari Agil. 


Dalam A/ Fath dikatakan, “Para periwayatnya tsiqah. 
Hanya saja Al Hasan tidak mendengar dari Agil. Para ulama 
berselisih pendapat tentang alasan larangan tersebut yang biasa 
diucapkan masyarakat Jahiliyyah. Ada yang mengatakan bahwa 
sebabnya adalah karena tidak ada pujian dan sanjungan kepada 
Allah &, serta tidak ada penyebutan nama-Nya. Ada pula yang 
mengatakan bahwa sebabnya adalah karena ucapan tersebut 
mengandung kebencian terhadap anak perempuan, karena yang 
disebut hanya anak laki-laki. Apabila tidak demikian maka ia 
merupakan doa untuk pasangan suami-istri agar diberi kebaikan 
dan kerukunan, bila yang dimaksud demikian maka tidak apa- 


” 


apa. 


Ibnu Al Munir berkata, “Nampaknya Rasulullah & tidak 
menyukai perkataan tersebut karena sesuai dengan tradisi 
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Jahiliyyah, karena mereka mengatakannya dalam bentuk optimis 
dan bukan doa. Seandainya perkataan tersebut berbentuk doa, 
maka beliau tidak akan membencinya. Misalnya seseorang berkata, 
“Ya Allah, satukanlah keduanya dan berilah keduanya anak-anak 
yang shalih.” 


Al Imrani, salah seorang sahabat kami (diantara fugaha 
Syafi'iyyah) berkata, “Makruh mengucapkan kepada suami setelah 
akad nikah, “Semoga senantiasa diberi kebaikan dan anak laki- 
lak. Yang disunnahkan adalah mengucapkan seperti yang 
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah -lalu hadits tersebut 
disebutkan-.” 


Menurutku, alasan makruhnya adalah karena meninggalkan 
perkataan yang diajarkan Nabi & dan lebih memilih perkataan 
lain. Wallahu A'lam. 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak sah 
akad nikah kecuali dengan mengucapkan kata 
“Menikahkan” atau “Mengawinkan,” karena selain dua 
kata ini seperti “Menjadikan milik” atau “Menghibah- 
kan” tidak mengandung arti nikah. Disamping itu saksi 
merupakan syarat dalam nikah, sehingga akad 
dilaksanakan dengan kata “Hibah”, maka tidak berlaku 
kesaksian terhadap nikah. Akan tetapi sahabat-sahabat 
“kami berselisih pendapat tentang pernikahan 
Nabi & dengan menggunakan kata hibah. Di antara 
mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya tidak 
sah, karena setiap kata yang tidak sah digunakan dalam 
akad nikah, maka dia tidak boleh digunakan, seperti 
kata “Menghalalkan.” Ada pula yang mengatakan 
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bahwa hukumnya sah, karena hibah kemaluan 
dikhususkan tanpa adanya ganti, maka boleh 
menggunakan kata tersebut secara khusus. Apabila 
mempelai pria berkata, “Nikahkanlah aku,” lalu sang 
wali berkata, “Aku nikahkan engkau,” maka hukumnya 
sah. Karena laki-laki yang melamar perempuan yang 
menyerahkan dirinya kepada Nabi & berkata, 
“Nikahkanlah aku!” lalu Nabi & bersabda, “Aku nikah- 
kan engkau dengannya, dengan mahar surah Al Qur'an 
yang engkau hapal.” 


Adapun bila sang wali berkata, “Aku nikahkan 
engkau,” lalu mempelai pria berkata, “Aku terima,” 
maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Hukumnya sah, karena gabul itu 
kembali kepada sesuatu yang diwajibkan wali 
sebagaimana dalam jual beli kepada sesuatu yang 
diwajibkan penjual. 

Kedua: Tidak sah, karena ucapan “Aku terima,” 
tidak jelas dalam nikah sehingga tidak sah. Seperti 
halnya bila seseorang berkata, “Aku nikahkan engkau,” 
lalu mempelai pria mengatakan “Ya.” 

Apabila akad nikah dilaksanakan dengan selain 
bahasa Arab, maka dalam hal ini ada tiga pendapat 
fugaha Syafi'iyyah: 

Pertama: Tidak sah, berdasarkan sabda Nabi &, 
“Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan 
kalimat Allah.” Dan kata “Allah,” adalah menunjukkan 
bahasa Arab sehingga tidak sah bila menggunakan 
bahasa selain Arab, sebagaimana Al Qur'an. 
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Kedua: Apabila Orang yang mengakad (atau 
mempelai pria) bisa bahasa Arab maka tidak sah bila 
menggunakan selain bahasa Arab, sedangkan bila dia 
tidak bisa bahasa Arab, maka sah bila menggunakan 
bahasa selain Arab. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al 
Ishthakhri. Karena bagi yang tidak bisa bahasa Arab 
memang dibolehkan menggunakan bahasa selain Arab, 
sedangkan bila dia mampu, maka tidak boleh 
menggunakan bahasa selain Arab, seperti halnya takbir 
dalam shalat. 


Ketiga: Hukumnya sah. Inilah pendapat yang 
benar. Baik orang yang mengakad bisa bahasa Arab 
atau tidak, karena kata nikah dengan bahasa selain 
Arab bisa menggantikan maksudnya dalam bahasa 
Arab. Ini berbeda dengan Al Qur'an, karena maksudnya 
adalah susunan kata yang bersifat mukjizat dan ini tidak 
terdapat dalam susunan lain. Sedangkan berkenaan 
dengan tujuan takbir adalah ibadah sehingga harus 
dibedakan antara ketika tidak mampu dan ketika 
mampu, seperti halnya gerakan-gerakan dalam shalat. 
Adapun tujuan dari pernikahan adalah menjadikan 
sesuatu yang dimaksud dalam nikah sebagai milik. 
Bahasa non Arab juga seperti bahasa Arab dalam kasus 
ini. 


Adapun bila antara ijab dan gabul dipisah dengan 
khutbah, misalnya sang wali berkata, “Aku nikahkan 
engkau,” lalu mempelai pria berkata, “Dengan 
menyebut Nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat 
dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas 
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Rasulullah, aku terima nikahnya.” Maka dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya sah. Ini adalah pendapat 
Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini. Alasannya adalah 
karena khutbah itu diperintahkan dalam akad sehingga 
tidak menghalangi sahnya, seperti halnya tayammum di 
antara dua shalat Jamak. 


Kedua: Tidak sah, karena antara ijab dan gabul 
dipisah dengan khutbah, seperti halnya bila antara 
keduanya dijeda dengan selain khutbah. Kasus ini 
berbeda dengan tayammum, karena ia diperintahkan di 
antara dua shalat, sementara khutbah diperintahkan 
sebelum akad nikah. 


Pasal: Apabila akad telah dilaksanakan dan sah, 
maka hukumnya menjadi lazim (berlaku) dan tidak 
berlaku lagi khiyar majlis dan khiyar syarat, karena 
dalam pernikahan biasanya ditanyakan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan nikah sebelum akad, sehingga 
tidak perlu lagi adanya khiyar setelahnya. Wallahu 
A'lam. 


Penjelasan hukum: Menurut kami nikah tidak sah 
kecuali dengan menggunakan kata “Nikah (Menikahkan)” atau 
“Kawin (mengawinkan).” Dua kata inilah yang terdapat dalam Al 
Qur'an, yaitu firman Allah, KM 3 ATA S KISS, 


“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
he 


AL ne 


oleh ayahmu.” (Qs. An-Nisaa` (4): 22), dan firman-Nya, 3 Ls 
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Pat 


SS GE Ws 355 “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri 
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan 
kamu dengan dia.” (Qs. Al Ahzaab (33): 37). Adapun kata 
“menjual, memiliki, menghibahkan, menyewa” dan lain 
sebagainya, maka ia tidak sah digunakan dalam akad nikah. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Ibnu Al Musayyab, Az-Zuhri, 
Rabi'ah dan Ahmad bin Hanbal. 


Adapun menurut Abu Hanifah, nikah sah dengan 
menggunakan kata yang menunjukkan kepemilikan seperti 
menjual, menjadikan milik, menghibahkan, menyedekahkan. 
Sedangkan berkenaan dengan kata “Menyewakan,” dalam hal ini 
ada dua riwayat. Akan tetapi tidak sah melakukan akad nikah 
dengan menggunakan kata “Membolehkan” dan “Menghalalkan.” 


Adapun menurut Malik, apabila mahar disebutkan dengan 
menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan, maka 
nikahnya sah, sedangkan bila mahar tidak disebutkan, maka 
nikahnya tidak sah. 


Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman 
Allah $, D AE EL NA SAS AE ol KP Ch 
Bang 
inajali 95 « “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan 
dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai 
pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (Os. 


Al Ahzaab [33]: 50). Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada 
pengkhususan untuk Nabi dalam menikah dengan 
menggunakan kata “Hibah”, sedangkan selain beliau tidak sama 
dengan beliau. Disamping itu kata hibah hanya sah untuk selain 
nikah, sehingga ia tidak sah bila digunakan dalam nikah, seperti 
kata “Menyewa” dan “Membolehkan.” 
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Cabang: Imam Asy-Syafi'i 8, mengatakan: Kemaluan 
hukumnya haram sebelum akad dilaksanakan dan tidak halal 
selamanya. Kecuali bila sang wali berkata, “Aku kawinkan engkau 
dengannya” atau “Aku nikahkan engkau dengannya,” lalu sang 
suami berkata, “Aku terima kawinnya atau nikahnya.” Atau sang 
wali berkata, “Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku,” 
lalu mempelai pria berkata, “Aku terima nikahnya,” maka 
hukumnya sah, karena sudah ada ijab dan gabul-nya. 


Apabila sang wali berkata, “Aku nikahkan engkau dengan 
putriku,” lalu mempelai pria berkata, “Aku terima,” tanpa 
menyebut kata “Nikah” maupun “Kawin”, maka menurut Imam 
Asy-Syafi'i # dalam salah satu pendapatnya, hukumnya sah. 
Sedangkan dalam pendapatnya yang lain dia mengatakan bahwa 
hukumnya tidak sah. 


Dalam masalah ini sahabat-sahabat kami berselisih 
pendapat menjadi tiga riwayat. Di antara mereka ada yang 
mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Menurut mereka hanya 
ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Ketika 
dikatakan bahwa hukumnya sah, maksudnya adalah apabila sang 
suami telah menerima (mengucapkan gabul) dengan sempuma. 


Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya sah, dan 
menurut mereka hanya ada satu pendapat dalam masalah ini. 
Ketika Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan kata nikah atau kawin 
dalam gabul, maka yang dimaksud adalah untuk menguatkan. 
Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena dia berkata, “Tidak 
sah.” 


Adapun menurut mayoritas sahabat kami, dalam masalah 
ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang 
dipilih oleh Syaikh Abu Ishag dan Ibnu Ash-Shabbagh. 
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Pertama: Hukumnya sah. Pendapat ini juga dinyatakan 
oleh Abu Hanifah dan Ahmad, karena perkataan “Aku terima” 
apabila diucapkan sebagai jawaban dari ijab, maka yang dimaksud 
adalah menerima kalimat sebelumnya sehingga hukumnya sah. 
Seperti halnya bila seseorang mengucapkan “Aku menjual 
rumahku kepadamu,” atau “Aku menghibahkan rumahku 
untukmu,” lalu dia berkata, “Aku terima,” maka hukumnya sah. 


Kedua: Tidak sah. Menurut Syaikh Abu Hamid, inilah 
pendapat yang benar, karena yang berlaku dalam nikah adalah 
bahwa dalam ijab dan gabul harus menggunakan kata “Nikah” 
atau “Kawin.” Apabila dalam gabul tidak ada ucapan ini, maka 
hukumnya tidak sah, sebagaimana bila seorang laki-laki bertanya 
kepada laki-laki lain, “Apakah engkau telah menikahkan putrimu 
dengan si fulan?” lalu sang wali menjawab, “Ya,” lalu sang suami 
berkata, “Aku terima nikahnya,” maka hukumnya tidak sah. 
Adapun bila sang wali berkata, “Aku nikahkan engkau dengan 
putriku,” lalu sang suami berkata, “Ya,” maka menurut Ash- 
Shaimuri hukumnya seperti kasus bila sang suami berkata, “Aku 
terima,” berdasarkan tiga riwayat di atas. 


Adapun menurut Syaikh Abu Hamid dan mayoritas sahabat 
kami, hukumnya tidak sah. Dan menurut mereka hanya ada satu 
pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. 


Apabila sang suami berkata, “Nikahkanlah aku dengan 
anak perempuanmu,” lalu sang wali berkata, “Aku telah 
menikahkanmu,” maka hukumnya sah dan sang suami tidak perlu 
berkata, “Aku terima nikahnya.” Dan Abu Hanifah sependapat 
dengan kami dalam masalah ini, akan tetapi dia berselisih 
pendapat dengan kami dalam masalah jual beli, berdasarkan 
riwayat bahwa laki-laki yang menikahi perempuan yang 
menyerahkan dirinya (kepada Nabi $) berkata kepada Nabi $, 
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“Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Lalu 
Nabi & bersabda, “Aku nikahkan engkau dengannya,” tanpa 
menyuruhnya mengucapkan ucapan qabul (Qabilt) setelahnya. 


Apabila sang suami menanyakan (kepada wali), “Apakah 
kamu akan menikahkan aku dengan putrimu?” Lalu sang wali 
menjawab, “Aku nikahkan engkau.” Maka hukumnya tidak sah, 
sampai sang suami berkata, “Aku terima nikahnya,” karena 
ucapan “Apakah kamu akan menikahkan aku?” adalah pertanyaan 
dan bukan permintaan. Apabila sang wali berkata, “Apakah kamu 
minta kunikahkan dengannya?” Lalu sang suami menjawab, “Aku 
minta dinikahkan,” atau “Aku telah menikah,” maka setelah itu 
tidak ada perkataan wali, “Aku nikahkan engkau,” atau “Aku 
kawinkan engkau,” karena yang sebelumnya merupakan 
pertanyaan dan bukan penetapan. 


Cabang: Apabila akad nikah dilaksanakan dengan 
menggunakan selain bahasa Arab, maka sahabat-sahabat kami 
berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Syaikh Abu 
Hamid, apabila keduanya bisa berbahasa Arab dengan baik, maka 
akadnya tidak sah bila dilakukan dengan selain bahasa Arab. 
Demikianlah menurut satu pendapat fuqaha Syafi'iyyah. 
Sedangkan bila keduanya tidak bisa bahasa Arab dengan baik, 
apakah sah bila akadnya dilakukan dengan selain bahasa Arab? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah 
bahwa hukumnya sah. Sementara menurut @adhi Abu Ath- 
Thayyib, apabila keduanya tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, 
maka akadnya sah dengan menggunakan selain bahasa Arab. 
Adapun bila keduanya tidak bisa bahasa Arab dengan baik, apakah 
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akadnya sah bila dilakukan dengan selain bahasa Arab? Dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah. 


Pengarang berkata: Dalam masalah ini ada tiga pendapat 
menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Akadnya tidak sah bila menggunakan selain 
bahasa Arab. Hal ini berdasarkan sabda Nabi &, “4x53 Anis 


à úl “Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan 
kalimat Allah.” Kalimat “Allah” adalah bahasa Arab. 


Kedua: Apabila keduanya bisa berbahasa Arab dengan 
baik, maka akadnya tidak sah bila menggunakan selain bahasa 
Arab. Sedangkan bila keduanya tidak bisa berbahasa Arab dengan 
baik, maka akadnya sah bila menggunakan selain bahasa Arab, 
sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan takbiratul 
ihram. 


Ketiga: Akadnya sah bila menggunakan selain bahasa 
Arab, karena bahasa selain Arab bisa digunakan untuk sesuatu 
yang dimaksud dalam bahasa Arab. 


Apabila salah satu dari keduanya bisa bahasa Arab dan 
tidak bisa selain bahasa Arab, tapi yang satunya lagi bisa selain 
bahasa Arab dan tidak bisa bahasa Arab, apabila kami katakan 
bahwa akadnya sah dengan menggunakan bahasa non Arab, maka 
akadnya sah, dengan syarat yang mengucapkan memahami bahwa 
sang Wali telah mewajibkan nikah padanya, karena bila dia tidak 
paham, maka tidak sah bila dia mengucapkan gabul. Begitu pula 
bila dua saksi non Arab hadir dan akad dilaksanakan dengan 
bahasa Arab, atau dua saksinya orang Arab dan akad dilaksanakan 
dengan selain bahasa Arab, maka hukumnya tidak sah kecuali bila 
keduanya memahami bahwa kedua pihak sedang melaksanakan 
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akad nikah, karena tujuan adanya dua saksi adalah agar keduanya 
mengetahui akad nikah dan dapat memberi kesaksian. 


Cabang: Apabila suami mewakilkan kepada seseorang 
untuk mengucapkan qabul (Qabil dalam akad nikah, atau 
seorang ayah mengucapkan gabul untuk anaknya yang masih 
kecil, maka nikahnya tidak sah sampai nama suami disebut dalam 
ijab gabul, yaitu sang wali mengucapkan, “Aku nikahkan si fulanah 
dengan si fulan -seraya menyebut namanya-,” lalu wakil suami 
mengucapkan, “Aku terima nikahnya untuk si fulan -seraya 
menyebut nama suami-.” Dalam kasus ini berbeda dengan wakil 
dalam pembelian, karena tidak wajib menyebut nama orang yang 
mewakilkan, karena dalam nikah tidak diterima pemindahan 
kepemilikan. Yakni bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi 
perempuan, lalu status nikahnya berpindah kepada orang lain. 
Sementara kepemilikan dalam harta adalah dari sisi pemindahan: 
. yakni bahwa seseorang boleh memiliki barang, lalu kepemilikannya 
berpindah kepada orang lain. 


Ath-Thabari berkata: Oleh karena itulah sahabat-sahabat 
kami berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki mengatakan 
kepada laki-laki lain, “Aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan 
putriku dengan Zaid,” lalu sang wakil menikahkannya dengan Zaid, 
maka hukumnya sah, karena pada hakikatnya dia telah 
menikahkan si putri dengan Zaid. Apabila dia berkata, “Aku 
wakilkan kepadamu untuk menjual mobilku ini kepada Zaid,” lalu 
sang wakil menjualnya kepada Wakil Zaid, maka hukumnya tidak 
sah. Apabila nikahnya sah, maka hukumnya berlaku dan tidak ada 
khiyar majlis maupun khiyar tiga. Masalah ini telah diuraikan 
dengan rinci dalam pembahasan jual beli. Wallahu A'lam. 
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Syaikh Asy-Syirazi & berkata: BAB: Hal-Hal yang 
Menyebabkan Seseorang Haram Dinikahi dan Hal-Hai 
yang Menyebabkannya Tidak Haram Dinikahi. 


Apabila seseorang murtad dari agama Islam, 
maka dia tidak sah dinikahi, karena tujuan nikah adalah 
untuk mendapatkan kenikmatan dan ini tidak bisa 
ditemukan dalam pernikahan orang murtad. Pernikahan 
banci musykil juga tidak sah, karena bila dia menikahi 
perempuan tidak ada jaminan bahwa dia bukan 
perempuan, sedangkan bila dia menikahi laki-laki, juga 
tidak menjamin bahwa dia bukan laki-laki. 


Pasal: Perempuan yang haram dinikahi laki-laki 
dari jalur nasab adalah: Ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak 
perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan 


dari saudara perempuan. Hal ini berdasarkan firman 
Allah &, 


A Al 2 Ayete r ZA LA a NA 209 

ya 9 SG 2 A 1 Ac GA p 
-4e en ER AIr RAIK AA RD GL 
NI AG ASK, L; KE 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: 
anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu 
yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan: saudara-saudara ibumu yang perempuan: 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang perempuan.” (Os. An-Nisaa' [4]: 23). 
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Disamping perempuan-perempuan yang disebut- 
kan di atas yang haram dinikahi karena jalur nasab, 
maka haram pula setiap perempuan yang berhubungan 
dengan mereka dari jalur nasab meskipun jauh. Oleh 
karena itu disamping ibu haram dinikahi, maka setiap 
perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur 
keibuan juga haram dinikahi, seperti nenek dari jalur 
ayah dan ibu dan seterusnya ke atas. Begitu pula, 
disamping anak perempuan haram dinikahi, maka 
setiap perempuan yang berhubungan dengannya dari 
jalur nasab juga haram dinikahi, yaitu anak perempuan 
dari anak-anak (baik anak lelaki maupun anak 
perempuan), cucu-cucu dan seterusnya ke bawah. 
Saudara perempuan dari jalur ayah dan saudara 


perempuan dari jalur ibu, serta saudara perempuan 
seayah-seibu haram dinikahi. 


Bibi dari jalur ayah dan semua perempuan yang 
berhubungan dengannya juga haram dinikahi, seperti 
saudara-saudara perempuan ayah dan kakek dari jalur 
ayah dan ibu atau dari jalur ayah atau dari jalur ibu dan 
seterusnya ke atas. 


Bibi dari jalur ibu dan semua perempuan yang 
berhubungan dengannya juga haram dinikahi, seperti 
saudara-saudara perempuan nenek dari jalur ayah dan 
ibu atau dari jalur ayah atau dari jalur ibu dan 
seterusnya ke atas. 


Anak perempuan dari saudara laki-laki dan semua 
perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur 
nasab karena status anak dari saudara laki-laki juga 
haram dinikahi, seperti anak-anak perempuan dari 
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anak-anaknya dan cucu-cucunya dan seterusnya ke 
bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan dan 
semua perempuan yang berhubungan dengannya dari 
jalur nasab karena status anak dari saudara perempuan 
juga haram dinikahi, seperti anak-anaknya, cucu- 
cucunya dan seterusnya ke bawah. Karena nama 
tersebut berlaku untuk yang dekat dan jauh. 


Adapun dalilnya adalah firman Allah &, ST A 4 
“Wahai anak Adam,” cm) (Sd ib “(lkutilah) agama 
orang tuamu Ibrahim,” Six Gu anji Jul is “Agama 
bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishag dan Ya'gub.” 
Dalam ayat-ayat ini kata “Ayah (bapak)” disebutkan 
meskipun jaraknya jauh. 

Nabi & juga bersabda kepada beberapa 
sahabatnya yang sedang melempar, aé pena SU oý iy 
Ls, OS Audi “Lemparlah (berlatihlah memanah)! Karena 
ayah kalian Nabi Ismail & adalah seorang ahli 
melempar (yang ulung)” Dalam hadits ini 
Nabi $ menyebut Nabi Ismail 22 sebagai ayah mereka 
meskipun jarak masanya jauh. Disamping itu orang 
yang jauh hukumnya sama dengan orang yang dekat. 
Dalilnya adalah bahwa putra anak laki-laki sama seperti 
anak laki-laki, dan kakek seperti ayah dalam mendapat 
warisan, perwalian, memerdekakan kepemilikan dan 
menolak kesaksian. Oleh karena itu tentunya anak laki- 
laki dan ayah lebih haram lagi menikahi perempuan- 
perempuan yang disebutkan di atas. 
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Penjelasan: Sebelum kami menjelaskan pasal ini, kami 
akan menyebutkan kaidah asal yang harus dipahami. Ketahuilah 
bahwa pengharaman itu bukan sifat bagi benda, dan bentuk tidak 
mengantarkan kepada penghalalan dan pengharaman, dan juga 
bukan sumber. Akan tetapi ia hanya berkaitan dengan 
pembebanan perintah dan larangan terhadap perbuatan mukallaf 
baik yang berupa gerakan atau diam. Akan tetapi ketika benda 
mengantarkan kepada perbuatan, maka perintah dan larangan 
serta hukum disandarkan kepadanya dan dikaitkan dengan majaz 
sebagai kinayah terhadap tempat dari perbuatan yang 
'menempatinya. 


Hukum-Hukum: Nikahnya laki-laki murtad dan 
perempuan murtad tidak sah, karena tujuan pernikahan adalah 
untuk bersenang-senang. Disamping itu darah keduanya sia-sia 
dan keduanya wajib dibunuh, sehingga tidak akan terlaksana 
tujuan dari pernikahan yaitu bersenang-senang. Disamping itu pula 
rahmat menghendaki pembatalan nikah sebelum terjadi 
persetubuhan sehingga tidak sah menikah dengannya, seperti 
halnya hukum persusuan. 

Nikahnya banci musykil juga tidak sah, karena tidak 
diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Apabila dia hamil, 
maka dapat diketahui bahwa dia perempuan. Dan pernikahan 
hukumnya batal, karena kehamilan merupakan dalil bahwa dia 
benar-benar perempuan. 


Masalah: Perempuan-perempuan yang haram dinikahi 
dalam Al Qur'an adalah empat belas (14). Yang tiga belas 


af; 


: A Are p> A -A - ors 
disebutkan dalam ayat, GE, gA a Sp 


“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu 
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yang perempuan.” (Os. An-Nisaa` (4): 23), sementara yang satu 
disebutkan dalam ayat, KAI Di E3 S e iA Y; 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
oleh ayahmu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 22). Tujuh di antara mereka 
haram dinikahi karena adanya hubungan nasab; yang dua orang 
karena hubungan persusuan, yang empat orang karena hubungan 


perbesanan (hubungan perkawinan), dan yang satu orang karena 
penggabungan. 


Adapun tujuh perempuan yang haram dinikahi karena 
hubungan nasab adalah: Ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak 
perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari 
saudara perempuan. Hal ini berdasarkan ayat, “Diharamkan atas 
kamu (mengawini) ibu-ibumu ....” 


Adapun berkenaan ibu, haram melakukan akad nikah 
dengannya dan menyetubuhinya. Ash-Shaimuri berkata: Salah 
seorang sahabat kami berkata, “Keharaman menyetubuhinya telah 
diketahui akal, baik yang diharamkan itu ibu sesungguhnya, yaitu 
yang melahirkannya atau ibu secara majaz yaitu neneknya baik ibu 
dari ibunya atau ibu dari ayahnya. Begitu pula setiap nenek dari 
jalur ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.” 


Adapun berkenaan dengan anak perempuan, haram 
hukumnya menikahinya, baik anak perempuan sesungguhnya, 
yaitu keturunannya atau anak perempuan secara majaz, yaitu anak 
perempuan dari anak perempuannya (cucu) dan anak perempuan 
dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. 


Adapun berkenaan dengan saudara perempuan, haram 
hukumnya menikahinya, baik saudara perempuan seayah-seibu 
atau saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu, 
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berdasarkan keumuman firman Allah & “Saudara-saudaramu yang 
perempuan.” 


Adapun berkenaan dengan bibi dari jalur ayah, haram 
hukumnya menikahinya, baik bibi sesungguhnya, yaitu saudara 
perempuan ayah atau saudara perempuannya seayah-seibu atau 
saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu, atau 
bibi secara majaz yaitu saudara perempuan kakek dari jalur 
ayahnya atau dari jalur ibunya. 


Adapun berkenaan dengan bibi dari jalur ibu, haram 
hukumnya menikahinya, baik bibi sesungguhnya, yaitu saudara 
perempuan ibu seayah-seibu atau saudara perempuan seayah atau 
saudara perempuan seibu, atau bibi secara majaz yaitu saudara 
perempuan nenek dari jalur ayah dan ibu. 


Adapun berkenaan dengan anak perempuan saudara laki- 
laki, haram hukumnya menikahi anak perempuan saudara laki- 
lakinya yang sesungguhnya, yaitu anak perempuan saudara laki- 
laki sekandung, atau anak perempuan saudara laki-lakinya secara 
majaz, yaitu setiap perempuan yang dinisbatkan kepada saudara 
laki-lakinya karena hubungan anak dari jalur anak-anak lelakinya 
dan anak-anak perempuannya dan seterusnya ke bawah. 


Adapun berkenaan dengan anak perempuan saudara 
perempuan, haram hukumnya menikahinya, baik anak perempuan 
dari saudara perempuannya yang sesungguhnya, yaitu anak 
perempuan saudara perempuan sekandung, atau anak perempuan 
saudara perempuannya secara majaz, yaitu setiap anak 
perempuan yang dinisbatkan kepada saudara perempuannya . 
karena hubungan anak dari putri-putri anak-anak lelakinya dan 
anak-anak perempuannya dan seterusnya ke bawah. 
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Begitu pula perempuan yang haram dinikahi karena 
penggabungan. Sunnah telah menjelaskannya, yaitu hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah &. Disamping 
kaum muslimin dari segala madzhab telah menyepakati hal itu dan 
mengamalkannya. 


Lalu apakah yang haram dinikahi laki-laki setiap 
perempuan yang namanya disebutkan secara majaz atau yang 
digiyaskan dengan setiap perempuan yang namanya disebutkan 
secara sesungguhnya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah. Pendapat yang benar adalah bahwa yang berlaku 
adalah yang namanya disebutkan secara majaz (disamping nama 
yang sesungguhnya). Hal ini berdasarkan firman Allah &, 25! «& Y 
“Wahai anak Adam,” aj! Sa il “(Ikutilah) agama orang tuamu 
Ibrahim,” Oya) Gee) SM JW Us “Agama bapak-bapakku yaitu 
Ibrahim, Ishaq dan Yaqub.” Dalam ayat-ayat ini kata “Ayah 
(bapak)” dan “Anak” disebutkan meskipun jaraknya jauh. 


Apabila hal ini telah jelas, maka sebagian teman kami 
menjelaskan berkenaan dengan perempuan-perempuan yang 
haram dinikahi karena hubungan nasab, “Diharamkan bagi 
seorang laki-laki pangkalnya dan cabangnya, cabang dari awal 
pangkalnya dan awal dari cabang setiap pangkal setelahnya,” 
yakni keturunannya, karena pangkal adalah orang yang seorang 
laki-laki menasabkan kepadanya karena status anak yaitu ayah 
dan ibu. Sedangkan yang dimaksud cabang adalah orang yang 
menasabkan dirinya kepada seorang laki-laki karena status anak. 
Adapun yang dimaksud cabang dari awal pangkalnya adalah 
saudara-saudara perempuan dan anak-anak mereka serta anak- 
anak perempuan dari saudara-saudara lelaki. Sementara yang 
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dimaksud cabang dari setiap pangkal setelahnya adalah bibi dari 
jalur ayah dan bibi dari jalur ibu. Akan tetapi dikecualikan dari 
ketentuan ini yaitu anak-anak perempuan bibi dari jalur ayah dan 
anak-anak perempuan bibi dari jalur ibu, kemudian selanjutnya 
adalah awal cabang dari setiap pangkal setelahnya. 


Cabang: Adapun dua perempuan yang disebutkan dalam 
Al Qur'an tentang pengharaman menikahinya, karena hubungan 
persusuan adalah ibu dan saudara perempuan. Hal ini berdasarkan 


8114 


firman Allah &, 2531 a D 215 Kasi gii Kh 
“Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan.” (Qs. An-Nisaa' (4): 23). Apabila seorang laki-laki 
memiliki istri yang ASl-nya keluar, lalu sang istri menyusui bayi 
(orang lain) selama kurang dari dua tahun sebanyak lima kali 
susuan secara terpisah, maka bayi tersebut menjadi seperti anak 
keduanya dari jalur nasab dan keduanya juga menjadi seperti orang 
tua dari jalur nasab, sehingga haram menikahinya dan boleh 
berkhalwat dengannya. Sang istri (yang menyusui) haram 
menikahinya dan haram menikahi anak-anaknya dan cucu-cucunya 
dan seterusnya ke bawah, karena anak tersebut adalah anak 
keduanya. 


Begitu pula, sang anak yang disusui haram menikahi ibunya 
yang menyusuinya,, baik ibu sesungguhnya atau ibunya secara 
majaz. Dia juga haram menikahi saudara perempuan 
sepersusuannya, bibi dari jalur ayah sepersusuan baik yang 
sesungguhnya atau secara majaz. Dia juga haram menikahi anak 
perempuan saudara perempuan sepersusuan baik yang 
sesungguhnya atau secara majaz, sebagaimana yang telah kami 
uraikan dalam pembahasan tentang perempuan-perempuan yang 
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haram dinikahi karena hubungan nasab. Hal ini karena Allah & 
menyebut tujuh perempuan yang ada hubungan nasab dan juga 
menyebut ibu dan saudara perempuan sepersusuan untuk 
mengingatkan perempuan-perempuan yang telah disebut lebih 
dulu yang haram dinikahi karena hubungan nasab. 


Aisyah # meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, (y pu 
cal Ip pu G gi “Diharamkan sebab persusuan sebagaimana 
sebab nasab.” Dalam riwayat lain disebutkan, 330g c» apu ú 
“Sebagaimana diharamkan sebab kelahiran (Nasab).” 


Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan jumlah 
susuan yang menyebabkan seorang perempuan haram dinikahi. 


Keharaman menikahi perempuan karena susuan berlaku 
bila penyusuan dilakukan selama masa dua tahun, berdasarkan 
firman Allah &, 


he G d1 2y ARI 
LE AI a ESG A 

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempumakan 
penyusuan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Adapun berkenaan dengan 
jumlah susuan yang menyebabkan haram dinikahi, maka menurut 
madzhab kami ada dua syarat. 

Pertama, lima susuan; berdasarkan hadits 
Aisyah #8, bahwa dia berkata, “Di antara yang diturunkan Allah & 
adalah ‘sepuluh susuan yang diketahui” (yang menyebabkan) 
mereka (perempuan) haram dinikahi, kemudian ayat ini di-nasakh 
dengan ayat ‘Lima susuan yang diketahui. Ketika 
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Rasulullah & wafat, ayat ini (yang menasakh) termasuk yang 
dibaca dalam Al Qur'an.” Adapun sisi pengambilan dalilnya adalah 
bahwa sepuluh susuan telah dihapus dengan lima susuan. 
Seandainya pengharaman berhubungan dengan selain lima, maka 
ia me-nasakh (menghapus) yang lima. Akan tetapi hal ini (pe- 
nasakhran yang lima) tidak ada dalilnya baik dalam khabar Ahad 
maupun qiyas, karena ia tidak di-nasakh. Begitu pula dengan 
hadits Sahlah, ve nga Kap “Susuilah dia lima kali susuan, (yang 


dengan itu) maka dia menjadi haram menikahi (perempuan yang 
menyusui). ” Kedua, menyusui dilakukan selama masa dua tahun. 
Apabila dilakukan setelah dua tahun, maka tidak menyebabkan 


perempuan yang menyusui haram dinikahi. Hal ini berdasarkan 
firman Allah &, 


P P4 de 
gag Ma Fah er r a or 
“Selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan.” (Qs. Al Baqarah (2): 233). Dan 
setelah sesuatu yang sempurna itu tidak ada lagi sesuatu yang 
berlaku. 


Abu Hanifah & berpendapat bahwa yang dimaksud dua 
tahun adalah enam bulan, sedangkan menurut Malik yang 
dimaksud dua tahun adalah satu bulan. Sementara menurut Zufar 
dan teman-temannya, selama susu masih diperlukan dan si bayi 
belum disapih, maka ia dianggap sebagai masa menyusui 
meskipun sampai tiga tahun. 


Al Auza'i berkata, “Apabila bayi disapih selama satu tahun 
dan terus berlanjut, maka setelah itu tidak ada lagi masa 
menyusui.” 
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Akan tetapi Al-Laits bin Sa'd memiliki pendapat yang 
berbeda dengan pendapat para ulama. Dia mengatakan bahwa 
apabila anak yang sudah besar menyusui, maka menyebabkannya 
haram menikahi perempuan yang menyusuinya. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Aisyah dan merupakan pendapat yang 
diriwayatkan dari Abu Musa. Akan tetapi ada pula riwayat dari 
Abu Musa yang menyebutkan bahwa dia menarik pendapatnya, 
yaitu riwayat Abu Hushain dari Abu Athiyyah bahwa dia berkata, 
“Seorang laki-laki datang bersama istrinya dari Madinah, lalu sang 
istri melahirkan, akan tetapi payudaranya mengalami 
pembengkakan, lalu sang suami menghisap payudaranya, lalu 
membuangnya, akan tetapi ada satu teguk yang masuk ke dalam 
perutnya, kemudian dia menanyakan kepada Abu Musa Al Asy'ari. 
Maka Abu Musa menjawab, “Dia (istrimu) telah berpisah darimu 
(tercerai). Akan tetapi temuilah Ibnu Mas'ud dan ceritakan tentang 
masalahmu kepadanya'. Laki-laki tersebut pun melakukannya. Lalu 
Ibnu Mas'ud menemui Abu Musa Al Asy'ari bersama laki-laki 
tersebut, kemudian dia berkata kepadanya, “Apakah kamu 
berpendapat bahwa laki-laki beruban ini telah menjadi orang yang 
disusui? Sesungguhnya yang menyebabkan haramnya pernikahan 
karena hubungan persusuan adalah susuan yang menumbuhkan 
daging dan tulang’. Maka Abu Musa Al Asy'ari berkata, “Janganlah 
kalian menanyakan kepadaku tentang sesuatu, selama orang alim 
ini (yakni Ibnu Mas'ud) masih ada di tengah-tengah kalian'.” 

Perkataan Abu Musa, “Janganlah kalian menanyakan 
kepadaku” merupakan dalil bahwa dia menarik pendapatnya. 

Aisyah # juga berhujjah dengan kisah Salim maula Abu 
Hudzaifah sudah dewasa, yang mana Rasulullah & bersabda 
kepada Sahlah binti Suhail, “Susuilah dia!” Hadits ini diriwayatkan 
dalam A/ Muwaththa' dan lainnya. Akan tetapi ada segolongan 
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ulama yang berpendapat lain, yaitu bahwa yang berlaku adalah 
sepuluh susuan, karena berpendapat dengan ayat (yang telah di- 
nasakh), “Di antara ayat yang diturunkan adalah “Sepuluh 
susuan'.” Tapi nampaknya pendapat mereka ini disebabkan 
karena mereka belum mendengar informasi bahwa ayat tersebut 


telah di-nasakh. 


Daud Azh-Zhahiri berkata, “Perempuan yang dinikahi tidak 
haram dinikahi kecuali bila dia telah menyusui sebanyak tiga kali.” 
Dia berargumen dengan sabda Nabi &, Sd GI Ni 
“Satu susuan dan dua susuan tidak menjadikan haram (untuk 
dinikahi” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat ini juga 
diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Az-Zubair dan juga dinyatakan 
oleh Ahmad, Ishag, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. 


Dalam masalah ini Daud berpedoman dengan dalil yang 
ada, meskipun masalah ini masih diperselisihkan. 


Akan tetapi ada segolongan ulama mufti yang berpendapat 
bahwa satu susuan menyebabkan haramnya pernikahan (karena 
hubungan persusuan), sebagaimana yang telah kami uraikan. 
Mereka berpegang pada pendapat bahwa jumlah minimal susuan 
adalah satu kali susuan. Hal ini diperkuat dengan amalan 
penduduk Madinah dan juga berdasarkan giyas terhadap hubungan 
kekerabatan (karena pernikahan) dengan alasan bahwa ia terjadi 
secara tiba-tiba dan menyebabkan keharaman menikahi 
selamanya. Oleh karena itu tidak disyaratkan adanya bilangan, 
seperti halnya hubungan kekerabatan (karena pernikahan). 


Al-Laits bin Sa'd berkata, “Kaum muslimin sepakat bahwa 
menyusui baik sedikit maupun banyak menyebabkan keharaman 
menikahi perempuan yang menyusui, dimana ketika bayi masih 
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dalam ayunan, maka standarnya adalah masuknya sesuatu ke 
dalam mulut yang bisa membatalkan puasa.” 


Abu Umar berkata, “Al-Laits tidak menemukan perselisihan 
pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.” 


Al @urthubi berkata, “Dan dalil yang lebih jelas adalah 
sabda Nabi $, 0 Kasi, HA ai Y Tidak haram jika sekali atau 
dua kali sedotan' Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam 


Shahihnya. Hadits ini menafsirkan firman Allah &, ae 2, 
KA gÍ “Ibu-ibumu yang menyusui kamu,” yakni menyusui 
tiga kali susuan atau lebih. Disamping itu ia juga berlaku apabila air 
susu tidak benar-benar masuk ke dalam perut bayi (orang) yang 
disusui, berdasarkan sabda Nabi &, m3 (SW oag yak 


San Dp, “Sepuluh susuan yang diketahui dan lima susuan 


yang diketahui” Kata “Diketahui” adalah pengecualian dari 
sesuatu yang masih diragukan apakah masuk ke dalam perut atau 
tidak. Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa apabila jumlah 
susuan tidak diketahui, maka tidak menyebabkan haram untuk 
dinikahi. Wallahu A'lam. 


Akan tetapi Ath-Thahawi menyatakan bahwa hadits 
tentang satu susuan dan dua susuan tidak sah, karena terkadang 
Ibnu Az-Zubair meriwayatkannya dari Nabi & dan terkadang dia 
meriwayatkannya dari Aisyah “Tidak menjadikan haram kecuali 
tujuh kali susuan.” Diriwayatkan bahwa Aisyah menyuruh saudara 
perempuannya (Ummu Kultsum) agar menyusui Salim bin 
Abdullah sepuluh kali susuan. Hadits yang sama juga diriwayatkan 
dari Hafshah. Diriwayatkan pula darinya bahwa jumlah susuannya 
tiga kali, dan diriwayatkan pula darinya bahwa jumlah susuannya 
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lima kali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan 
diriwayatkan pula dari Ishag. 


Adapun Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i dan 
Abu Salamah bin Abdurrahman, mereka berdalil dengan firman 
Allah & “Ibu-ibumu yang menyusui kamu,” untuk mengharamkan 
air susu laki-laki. Mereka berkata, “Air susu laki-laki menjadikan 
laki-laki yang menyusui haram dinikahi.” 

Jumhur ulama berkata: Firman Allah &, “/bu-ibumu yang 
menyusui kamu,” menunjukkan bahwa yang dimaksud jantan 
adalah ayah, karena air susu dinisbatkan kepadanya mengingat ia 
menjadi melimpah-limpah karena sebab anaknya. Akan tetapi Al 
@urthubi menilai bahwa pendapat ini lemah. Dia berkata, 
“Seorang anak diciptakan dari sperma laki-laki dan sperma 
perempuan, sementara air susu keluar dari perempuan dan tidak 
keluar dari laki-laki. Laki-laki hanya menyetubuhi dan inilah yang 
menyebabkan sperma keluar dari tubuhnya. Apabila anak telah 
lahir, maka Allah menciptakan air susu tanpa disandarkan kepada 
laki-laki. Oleh karena itulah laki-laki tidak memiliki air susu dan 
yang memilikinya hanya perempuan. Maka dari itu tidak boleh 
menggiyaskannya dengan air.” 

Adapun berkenaan dengan sabda Nabi &, ú (Pj Ka 
aa ce (pu “Diharamkan karena sebab sepersusuan sebagaimana 
diharamkan karena sebab nasab,” ia menunjukkan bahwa 
hubungan sepersusuan menyebabkan haramnya pernikahan. Dan 
dalam masalah ini tidak ada penisbatan menyusui kepada laki-laki 
sebagaimana adanya penisbatan sperma kepadanya dan 
penisbatan menyusui kepada perempuan. Adapun dalil asalnya 
adalah hadits riwayat Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah dari Urwah 
dari Aisyah, bahwa Aflah, saudara laki-laki Al Qu'ais meminta izin 
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kepadanya untuk masuk. Dia adalah paman sepersusuannya. 
Peristiwa tersebut terjadi setelah turun ayat tentang hijab. Aisyah 
berkata, “Aku pun menolak memberi izin kepadanya.” Lalu ketika 
Nabi & datang, kuberitahukan kepada beliau tentang hal tersebut. 
Maka beliau bersabda, “Izinkan dia masuk! Karena dia adalah 
pamanmu (sepersusuan). Semoga engkau beruntung.” Az-Zuhri, 
berkata, “Ayah Al @w'ais adalah suami dari perempuan yang 
menyusui Aisyah.” Lalu dia berkata, “Hadits ini juga merupakan 
hadits Ahad.” Ada kemungkinan bahwa Aflah dan Abu Bakar 
merupakan saudara sepersusuan. Oleh karena itulah 
Nabi & bersabda, “Izinkan dia masuk ! Karena dia adalah 
pamanmu.” 


Kemudian Az-Zuhri berkata, “Kesimpulannya adalah bahwa 
masalah ini tergolong sulit dan ilmunya hanya ada di sisi Allah &. 
Akan tetapi pengamalannya dan sikap hati-hati lebih baik. 
Disamping itu firman Allah &, S3 23 Si th “Dan dihalalkan 
bagi kamu selain yang demikian,” menguatkan pendapat orang 
yang berseberangan dalam masalah ini. 


Aku berkata, “Apabila sebuah hadits sah dan ada ijma 
sahabat berkenaan dengan hadits tersebut, maka ia tidak menjadi 
rusak meskipun ada tabi'in yang menyelisihinya: karena 
kesepakatan sahabat tidak menjadikan hadits tersebut lemah 
meskipun ditentang oleh beberapa tabi'in. Oleh karena itu tidak 
ada pengaruh terhadap ayat tersebut, karena disamping itu juga 
ada hal lain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hal ini karena 
telah berlaku pengharaman menggabung (memadu) antara seorang 
istri dengan bibinya dari jalur ayah dan seorang istri dengan 
bibinya dari jalur ibu. Ini adalah hadits Ahad, yaitu hadits tentang 
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penggabungan istri dengan bibinya, dimana tidak ada yang 
meriwayatkannya selain Abu Hurairah. Akan tetapi para sahabat 
telah bersepakat dalam masalah ini dan hukumnya diamalkan, 
tanpa ada seorang pun yang menyelisihinya. Bahkan orang-orang 
yang penentangannya tidak berlaku bagi kami juga tidak ada yang 
menyelisihi pendapat ini, seperti golongan Syi'ah dan Khawarij. 
Dan Sunnah memang dapat mengkhususkan keumuman dalil yang 
terdapat dalam Al Qur'an. Wallahu A'lam.” 


Bahasa: Kata Ummahat (o4 adalah jamak dari 
Ummahah gi. Kata Ummun G) dan Ummahah aga) artinya satu 
dan Al @ur'an menyebut dua kata ini. Dikatakan bahwa asal kata 
Ummun adalah Ummahah dengan wazan Fu'alah (Us), seperti 
kata Gubarah G3) dan Humarah (+) yang merupakan dua jenis 
burung. Kemudian kata ini kembali lagi kepada Jamak. Seorang 


penyair berkata: Ummahah-ku adalah Khindif dan Daus adalah 
ayahku. 


Imam An-Nawawi cenderung berpendapat bahwa kata 
Ummaat (SG) adalah jamak dari Ummun untuk binatang, 
sedangkan Ummahat adalah jamak dari Ummun untuk manusia, 
sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan zakat. Akan 
tetapi Al @urthubi tidak membedakan dua jamak ini. 


Masalah: Orang Dewasa yang Menyusu 


Apabila orang dewasa menyusu, maka menyebabkannya 
haram menikahi (perempuan yang menyusuinya atau saudara 
perempuan sepersusuannya), meskipun dia sudah kakek-kakek, 
seperti halnya yang berlaku bila anak kecil menyusu. Jadi tidak ada 
bedanya antara keduanya. Akan tetapi para ulama berselisih 
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pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang 
mengatakan bahwa menyusui yang menyebabkan haramnya 
melakukan pernikahan adalah bila yang menyusu anak kecil, 
sedangkan bila yang menyusu orang dewasa, maka tidak 
menjadikannya haram untuk dinikahi (atau menikahi perempuan 
yang menyusuinya). Mereka tidak menetapkan batasan dalam 
masalah ini. 


Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan dari jalur Malik 
dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair: Bahwa istri-istri 
Nabi & selain Aisyah berpendapat bahwa kasus menyusunya 
Salim Maula Abu Hudzaifah hanya khusus berlaku baginya. Ini 
menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwa yang 
menyebabkan haramnya pernikahan adalah menyusunya anak 
kecil, bukan menyusunya orang dewasa. Hanya saja tidak ada 
riwayat dari mereka yang menetapkan pembatasannya. 


Ada juga riwayat lain dari jalur Malik dari Abdullah bin dinar 
bahwa dia pernah mendengar Ibnu Umar ditanya oleh seorang 
laki-laki tentang hukum orang dewasa yang menyusu. Ibnu 
Umar #& menjawab: Umar bin Khaththab & berkata, “Menyusu 
yang berlaku adalah menyusunya anak kecil.” 


Ada pula riwayat lain dari jalur Malik dari Nafi” dari Ibnu 
Umar bahwa dia berkata, “Tidak ada menyusui kecuali menyusui 
anak kecil, bukan orang dewasa.” 


Segolongan ulama lain berkata, “Menyusui yang 
menyebabkan haramnya pernikahan adalah menyusui bayi ketika 
masih dalam ayunan.” Dalam hal ini ada riwayat dari jalur Abu 
Daud dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair, “Istri-istri 
Nabi Ææ menolak laki-laki sepersusuan masuk menemuinya kecuali 


bila laki-laki tersebut menyusu saat masih dalam ayunan.” 
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Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzag dari Sa'id bin Al 
Musayyab, dia berkata, “Tidak ada hubungan sepersusuan kecuali 
bayi yang menyusu saat masih dalam ayunan.” 


Segolongan ulama lain berkata, “Tidak haram saudara 
sepersusuan kecuali yang menyusunya sebelum disapih. Adapun 
setelah disapih, maka tidak demikian.” Ibnu Hazm juga 
mengatakan hal serupa dalam A/ Muhall: Kami juga 
meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dengan sanadnya 
kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin bahwa dia pernah 
ditanya “Apakah orang yang menyusu setelah disapih 
menjadikannya haram dinikahi?” Dia menjawab, “Tidak ada 
sepersusuan setelah disapih.” 


Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan 
Ats-Tsauri dari Abu Hushain dari Abu Athiyyah Al Wadi'i: Bahwa 
seorang laki-laki menyedot air susu istrinya hingga masuk ke dalam 
tenggorokannya. Lalu dia menanyakan kepada Abu Musa Al 
Asy'ari tentang hal tersebut, lalu Abu Musa menjawab, “Istrimu 
haram bagimu.” Lalu dia menanyakan masalah tersebut kepada 
Ibnu Mas'ud. Ibnu Athiyyah: Saat itu kami sedang bersamanya. 
Lalu Ibnu Mas'ud bangkit dan kami pun ikut bangkit bersamanya. 
Kemudian dia mendatangi Abu Musa Al Asy'ari lalu berkata, 
“Apakah kamu berpendapat bahwa laki-laki ini hukumnya orang 
yang disusui? Sesungguhnya menyusu yang menyebabkan 
haramnya pernikahan hanyalah menyusu yang menumbuhkan 
daging dan tulang.” Maka Abu Musa Al Asy'ari berkata, 
“Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini -yakni 
Ibnu Mas'ud- masih ada di tengah-tengah kalian.” Dari sini jelaslah 
bahwa menyusui yang menyebabkan haramnya pernikahan adalah 
menyusui yang mengenyangkan (menumbuhkan daging dan 
tulang). 
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Diriwayatkan pula dengan sanad dari Ali bin Abi Thalib 
bahwa dia berkata, “Tidak ada menyusui setelah penyapihan.” 


Abdurrazzag meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr 
bin dinar dari orang yang mendengar dari Ibnu Abbas bahwa dia 
berkata, “Tidak ada menyusui setelah penyapihan.” 


Adapun hadits tentang kisah Salim Maula Abu Hudzaifah, 
ia diriwayatkan oleh banyak periwayat tanpa ada yang 
menyelisihinya baik golongan yang pro maupun yang kontra 
tentang keabsahannya. Oleh karena itu tidak ada yang 
menentangnya kecuali sekedar berkata, “Ia khusus untuk Salim,” 
sebagaimana dikatakan oleh sebagian istri-istri Nabi &. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Perempuan 
yang haram bagi laki-laki dari sisi hubungan pernikahan 
adalah ibu istri (mertua), baik sang istri telah disetubuhi 
atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 244, 


“ya “Ibu-ibu istrimu (mertua).” Begitu pula, 


haram baginya setiap perempuan yang berhubungan 
dengan istrinya dari jalur ibu seperti nenek dari jalur 
ayah dan ibu, sebagaimana yang kami jelaskan dalam 
pasal sebelumnya. Begitu pula, haram baginya putri 
istrinya dengan adanya akad nikah tersebut, dimana 
haram menggabungkan (memadu) antara keduanya, 
karena bila diharamkan menggabung (memadu) seorang 
perempuan dengan saudara perempuannya, maka 
tentunya lebih diharamkan lagi menggabung antara istri 
dengan putrinya. Apabila ibu si perempuan tersebut 
dithalak sebelum disetubuhi, maka putrinya halal bagi 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab || 391 


laki-laki tersebut. Sedangkan bila ibunya telah 
disetubuhi, maka putrinya haram baginya selamanya. 


Hal ini berdasarkan firman Allah &, 3 PSI A3 
AI Bara “Anak-anak istrimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, 
tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan 
sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 
mengawininya.” (Os. An-Nisaa' (4): 23). Begitu pula, 
haram baginya setiap perempuan yang dinisbatkan 
kepada istrinya, karena status anak, seperti putri anak- 
anaknya dan cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah, 
baik yang ada maupun yang tidak ada, sebagaimana 
diharamkannya anak perempuan. 

Begitu pula, haram baginya istri dari anak laki- 
lakinya, berdasarkan firman Allah &, 4,1 JAS 
“(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
(menantu).” Begitu pula, haram baginya istri setiap laki- 
laki dinisbatkan kepada anak laki-laki, karena status 
anak yaitu cucu-cucu dan cicit-cicit, sebagaimana yang 
telah kami jelaskan. Begitu pula, haram baginya istri 
ayahnya, berdasarkan firman Allah &, SS KISS NG 
KN D rae “Dan janganlah kamu kawini 
wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.” (Qs. 


An-Nisaa' [4]: 22). Begitu pula, haram baginya istri 
setiap laki-laki dinisbatkan kepada ayahnya sebagai 
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status ayah, seperti kakek, sebagaimana yang telah 
kami uraikan. 

Perempuan yang haram dinikahi karena sebab 
hubungan pernikahan atau karena telah dinikahi 
ayahnya atau anak laki-lakinya, maka haram pula 
baginya menyetubuhinya atau disetubuhi ayahnya atau 
anak laki-lakinya baik karena kepemilikan atau syubhat, 
karena persetubuhan mengandung arti adanya 
hubungan ranjang yang berkaitan dengan hubungan 
kekeluargaan karena penikahan, seperti halnya 
pernikahan. Disamping itu persetubuhan yang 
menyebabkan haram lebih kuat dari akad. 
Argumentasinya adalah karena anak perempuan tiri 
menjadi haram dinikahi ketika terjadi akad pernikahan 
dengan ibunya, dimana haram menggabungkan antara 
keduanya, sedangkan bila ibunya telah disetubuhi, maka 
haram menikahinya selamanya. Apabila berlaku 
keharaman pernikahan karena adanya hubungan 
pernikahan (perbesanan) disebabkan adanya akad, 
maka tentunya lebih haram lagi bila telah terjadi 
persetubuhan. 


Akan tetapi para ulama berselisih pendapat 
tentang bercumbu dengan syahwat selain mencumbui 
vagina (bersetubuh) baik karena kepemilikan atau 
karena syubhat. Menurut salah satu dari dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i, hukumnya seperti bersetubuh, yaitu 
haram, karena ia merupakan percumbuan yang tidak 
dibolehkan kecuali dengan kepemilikan, sehingga 
berhubungan dengan hubungan kekeluargaan karena 
pernikahan, seperti halnya persetubuhan. Sedangkan 
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menurut pendapatnya yang keduanya, hukumnya tidak 
haram seperti halnya keharaman karena persetubuhan, 
berdasarkan firman Allah &, “ Tetapi jika kamu belum 
campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu mengawininya.” Disamping 
itu percumbuan tersebut tidak mewajibkan adanya iddah 
sehingga tidak berhubungan dengan keharaman, seperti 
halnya mencumbui tanpa syahwat. 


Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan, lalu dia menyetubuhi ibunya atau putrinya, 
atau perempuan tersebut disetubuhi oleh ayahnya atau 
putranya karena syubhat, maka nikahnya menjadi batal, 
karena kondisi tersebut menyebabkan keharaman 
selamanya, sehingga apabila terjadi demikian setelah 
terjadi pernikahan, maka hukumnya membatalkan 
pernikahan tersebut, seperti halnya menyusui. 


Penjelasan hukum: Empat perempuan yang haram 
dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui pernikahan adalah 
istri, anak perempuan tiri, istri anak laki-laki dan istri ayah. Hal ini 
berdasarkan firman Allah &, SAN Gi SA SESI, 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 22), juga berdasarkan firman Allah, jan EL 
De LE II KS Fb IN LK “Ibu-ibu 
istrimu (mertua): anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari istri yang telah kamu campuri.” (Os. An-Nisaa' (4): 23). 


Adapun berkenaan dengan ibu istri, apabila seorang laki- 
laki telah menikahi seorang perempuan, maka haram baginya 
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semua ibu istrinya baik ibunya yang sesungguhrya atau ibunya 
secara majaz (kiasan) dari sisi nasab atau persusuan, baik dia telah 
menyetubuhinya atau belum. Pendapat ini dinyatakan oleh seluruh 
ulama, kecuali riwayat dari Ali 8: bahwa dia berkata, “Perempuan- 
perempuan tersebut tidak haram baginya kecuali anak 
perempuannya telah disetubuhi, seperti halnya anak perempuan 
tiri.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh Mujahid. 


Zaid berkata, “Kematian kedudukannya sama seperti 
menyetubuhi. Dalil kami adalah firman Allah &, 1 G se A 


“Ibu-ibu istrimu (mertua)? Apabila seorang perempuan telah 
dinikahi maka istri dari laki-laki yang telah yang mengakadnya 
(yakni ibu istri) menjadi haram dinikahi. Diriwayatkan dari Umar 
bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi $ bersabda, 
Ga a d a g i G G a Ky 
“Barangsiapa menikahi seorang perempuan, lalu menceraikannya 
sebelum menyetubuhinya, maka ibu perempuan tersebut haram 
baginya, akan tetapi putri perempuan tersebut tidak haram 
baginya.” Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan divonis 
dha if olehnya. 


Adapun berkenaan dengan anak perempuan tiri, apabila 
seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka 
putri perempuan tersebut haram baginya baik putrinya yang 
sesungguhnya atau putri secara majaz dari jalur nasab dan susuan 
atau penggabungan. Apabila dia telah menyetubuhinya, maka 
putrinya haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Apabila sang istri 
wafat atau dicerai sebelum disetubuhi, maka dia boleh menikahi 
putrinya, baik anak perempuan tersebut diasuh olehnya atau tidak. 
Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama. Sementara 
menurut Daud, anak perempuan tiri haram baginya bila diasuh 
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olehnya, sedangkan bila tidak dalam pengasuhannya, maka tidak 
haram baginya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi 
Thalib. Sedangkan menurut Zaid bin Tsabit, anak perempuan 
tersebut haram baginya bila dia telah menyetubuhi ibunya atau 
ibunya wafat. 


Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Abdullah bin Amr 
bin Al Ash 48 bahwa Nabi & bersabda, JAMI J3 ab IA AK 3 
ya D a Af Gi a a Ie “Barangsiapa menikahi seorang 
perempuan lalu menceraikannya sebelum menyetubuhinya, maka 
ibu perempuan tersebut haram baginya, sementara putri 
perempuan tersebut tidak haram baginya.” Kami telah menyatakan 
bahwa hadits ini divonis dha'if oleh At-Tirmidzi, dimana dia 
berkata, “Hadits ini tidak sah. Ia diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib 
Al Mutsanna bin Ash-Shabbah dan Ibnu Lahi'ah, dimana keduanya 
adalah periwayat dha'if” Adapun selain dia, dia berkata, 
“Kemungkinan Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya dari Al Mutsanna 
lalu menggugurkannya, karena Abu Hatim berkata, “Ibnu Lahi'ah 
tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib'.” Adapun pengambilan 
dalil darinya adalah bahwa para ulama telah bersepakat tentang 
pengamalannya, sebagaimana dinyatakan oleh jumhur ulama. 


Adapun berkenaan dengan pengasuhan, maka ia tidak 
berpengaruh terhadap keharamannya, seperti halnya pengasuhan 
perempuan lain. Adapun berkenaan dengan ayat tersebut, maka ia 
tidak keluar sebagai syarat, akan tetapi hanya menyifati untuk 
sekedar mengenalkannya, seakan-akan secara tradisi anak 
perempuan tiri itu diasuh oleh suami dari ibunya. 


Adapun berkenaan dengan istri anak laki-laki, apabila 
seorang laki-laki telah melakukan akad nikah dengan seorang 
perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh ayah 
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laki-laki tersebut, baik laki-laki tersebut telah menyetubuhinya atau 
belum. Hal ini berdasarkan firman Allah &, “(Dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu  (menantu).” Apabila 
perempuan tersebut telah dinikahi maka dia sudah disebut istri. 
Hal ini baik anak laki-laki tersebut merupakan anak yang 
sesungguhnya (anak kandung) atau anak secara majaz, baik dia 
anak laki-laki sepersusuan secara sesungguhnya atau secara majaz, 
berdasarkan yang telah kami uraikan dalam penjelasan tentang 
perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab. 


Apabila dikatakan: Allah & telah berfirman, 335, 


ep 


Ka “(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 


(menantu)” Ini adalah dalil bahwa istri anak laki-laki sepersusuan 
tidak haram. Maka dijawab, bahwa dalil itu berlaku bila tidak ada 
dalil lain yang menentangnya, sedang dalam masalah ini ada dalil 
yang lebih kuat sehingga harus didahulukan, yaitu sabda Nabi &, 
zi P (P3 ú paN c apa “Diharamkan karena sebab 
sepersusuan sebagaimana diharamkan karena sebab melahirkan 
(nasab).” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari 
jalur Aisyah &. 

Adapun berkenaan dengan istri ayah, apabila seorang laki- 
laki menikah dengan seorang perempuan, maka putra dari suami 


perempuan tersebut haram menikahinya, baik sang suami (ayah) 
telah menyetubuhinya atau belum. Hal ini berdasarkan firman 


Allah &, SIG SI IN Di SSO KAKI “Dan 
janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” Dalam hal ini 
tidak ada bedanya antara ayah yang sesungguhnya (ayah kandung) 
atau ayah secara majaz, baik ayah tersebut merupakan ayah 
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sepersusuan secara sesungguhnya atau secara majaz, sebagaimana 
yang telah kami uraikan dalam pembahasan tentang perempuan- 
perempuan yang haram dinikahi karena nasab. Wallahu A am. 


Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan 
menikahi perempuan dan ibunya. 


Kami katakan: Sesungguhnya jumhur ulama salaf 
berpendapat bahwa ibu menjadi haram dengan dilakukannya akad 
nikah dengan anak perempuannya. Akan tetapi anak perempuan 
tidak haram dinikahi kecuali bila ibunya telah disetubuhi. 


Segolongan ulama salaf berkata, “Ibnu dan anak 
perempuan tiri hukumnya sama, yang satu tidak menjadikan yang 
satunya lagi haram kecuali bila yang satunya telah disetubuhi.” 


Ath-Thahawi berkata, “Masalah ini merupakan perkara 
muhkam yang disepakati. Dan tidak dibolehkan menikahi salah 
seorang dari mereka menurut ijma kecuali ibu-ibu perempuan yang 
belum disetubuhi suaminya.” 


Al @urthubi menuturkan bahwa para ulama mengklaim 
bahwa syarat menyetubuhi kembali kepada ibu dan anak 
perempuan tiri sekaligus. Pendapat ini diriwayatkan dari Khilas 
dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit. Ini juga merupakan pendapat 
Ibnu Az-Zubair dan Mujahid. 


Mujahid berkata, “Menyetubuhi berlaku dalam dua kasus.” 
Akan tetapi pendapat jumhur ulama bertentangan dengan 
pendapat ini, dan inilah yang dijadikan hukum dan fatwa. Bahkan 
sebagian ulama Irak bersikap lebih keras lagi, dimana mereka 
berkata, “Apabila seorang laki-laki menyetubuhi seorang 
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perempuan dengan zina atau menciumnya atau menjamahnya 
dengan syahwat, maka putri perempuan tersebut haram baginya.” 


Adapun menurut kami dan menurut Imam Asy-Syafi'i, yang 
menyebabkan haram adalah bila telah terjadi pernikahan yang sah, 
dan sesuatu yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal, 
sebagaimana yang akan kami uraikan nanti. 


Adapun hadits riwayat Khilas dari Ali, ia tidak bisa dijadikan 
hujjah dan riwayatnya tidak sah menurut ulama ahli hadits. 
Riwayat yang sah darinya adalah seperti perkataan segolongan 
ulama. Ibnu Juraij berkata: Aku pernah menanyakan kepada 
Atha', “Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang menikahi 
perempuan, lalu dia tidak melihatnya dan tidak menyetubuhinya 
hingga menceraikannya, apakah ibunya halal baginya?” Atha' 
menjawab, “Tidak: ibunya tidak halal, baik istrinya telah disetubuhi 
atau belum.” Maka aku bertanya lagi, “Bukankah Ibnu Abbas 
membaca ‘Dan ibu-ibu dari istri-istri kalian yang telah kalian 
setubuhi'.” Atha‘ menjawab, “Tidak, tidak.” 


Sa'id meriwayatkan dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas berkenaan dengan firman Allah &, “Ibu-ibu istrimu 
(mertua)” bahwa statusnya samar, dia tidak halal bila putrinya 
telah dinikahi. 


Malik juga meriwayatkan dalam A/ Muwaththa ` dari Zaid 
bin Tsabit. Di dalamnya disebutkan, “Zaid berkata, “Tidak'. Status 
ini samar; untuk dia tidak ada syarat. Yang ada syaratnya hanya 
anak perempuan tiri.” Ibnu Al Mundzir berkata, “Inilah yang 
benar, karena semua ibu istri masuk dalam firman Allah Ibu-ibu 
istrimu (mertua)'” Pendapat ini diperkuat dari sisi irab, bahwa 
apabila dua khabar berselisih dalam “Amil, maka Na 'at keduanya 
tidak satu. Jadi dalam ilmu Nahwu tidak boleh dikatakan, Lx 
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cw asi A ses ya CSS Dikau “Mararrtu Bi-Nisa ika Wa Harabtu 
Min Nisa Zaidin Azh-Zharifat (Aku berjalan bersama istrimu dan 
lari dari istri Zaid)” lalu dikatakan bahwa kalimat "Azh-Zharifat 
merupakan naat bagi kalimat Nisa ika dan Nisa 7 Zaidin. Begitu 
pula dalam ayat ini, kalimat “SW!” tidak bisa menjadi na'at 
keduanya sekaligus, karena dua khabarnya berbeda. Akan tetapi ia 
boleh menjadi diartikan yakni. Dalam hal ini Al Khalil dan 
Sibawaih melantunkan syair: 


Di sana (bukit Armam) ada Aktal dan Rizam 
Yakni dua pencuri yang suka memukul kepala (sangat brutal) 


Diriwayatkan secara jelas dalam hadits Amr bin Syw'aib dari 
ayahnya dari kakeknya dari Nabi $, 


rn ae Un aka P an EE E D. 
Sa JS Bi Ja BI JR KI 
r Big goi RRA Jaana sł r EE 0o a 12 b7 $ - Eaa or 
EP ala op kal m 4 J> b AN TIF lal 3 J pa 
KERA 
“Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, dia tidak 
boleh menikahi ibunya, baik dia telah menyetubuhinya atau belum. 
Sedangkan bila dia menikahi ibunya dan belum menyetubuhinya 
lalu menceraikannya, bila dia mau maka dia boleh menikahi anak 
perempuannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim dalam Ash-Shahihain. 


Syaikh Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan 
maka dia tidak haram menikahinya. Hal ini berdasarkan 
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firman Allah &, 13 K6 XI Ji, “Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian.” (Qs. An-Nisaa' (4): 24). 
Aisyah æ meriwayatkan bahwa Nabi & ditanya tentang 
seorang laki-laki yang berzina dengan seorang 
perempuan, lalu hendak menikahinya atau menikahi 
anak perempuannya. Maka Nabi & menjawab, “Yang 
haram tidak mengharamkan yang halal.” Sesungguhnya 
yang haram adalah yang disebabkan karena pernikahan 
(ibunya dinikahi atau sebaliknya). Dan apabila terjadi 
zina, maka ibunya maupun anak perempuannya tidak 
haram dinikahi. Dan perempuan tersebut juga tidak 
haram bagi putra laki-laki tersebut maupun bagi 
ayahnya, berdasarkan ayat dan hadits yang 
menjelaskannya. 


Disamping itu zina tidak menjadikan perempuan 
sebagai istri sehingga tidak berhubungan dengan 
keharaman hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, 
seperti halnya menyentuh tanpa syahwat. 


Begitu pula bila seorang laki-laki menyodomi 
anak kecil, ibu anak tersebut dan putrinya juga tidak 
haram baginya, berdasarkan ayat dan hadits tadi. 


Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang 
perempuan lalu melahirkan anak perempuan, maka 
Imam Asy-Syafi'i berkata, “Aku menganggap makruh 
bila dia menikahinya. Akan tetapi bila dia menikahinya, 
nikahnya tidak batal.” Di antara sahabat-sahabat kami 
ada yang berkata, “Imam Asy-Syafi'i menganggapnya 
makruh, karena dia khawatir anak tersebut berasal 
darinya. Berdasarkan hal ini, apabila telah nyata 
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diketahui bahwa perempuan tersebut berasal darinya 
dan hal tersebut terjadi pada masa Nabi, maka 


perempuan tersebut tidak halal baginya.” 


Di antara mereka juga ada yang berkata, “Dia 
menganggap makruh supaya keluar dari perselisihan, 
karena Abu Hanifah mengharamkannya.” Berdasarkan 
hal ini, apabila ternyata diketahui bahwa perempuan 
tersebut bukan berasal darinya, maka dia tidak haram 
baginya. Inilah pendapat yang benar, karena kelahiran 
tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya nasab, 
sehingga tidak berkaitan dengan pengharaman, seperti 
halnya melahirkan di bawah usia enam bulan sejak 
waktu zina. 


Akan tetapi sahabat-sahabat kami (fugaha 
Syafi'iyyah) berselisih pendapat tentang bayi 
perempuan yang diingkari dengan lian. Di antara 
mereka ada yang berkata, “Laki-laki yang melakukan 
lian boleh menikahinya, karena dia diingkari sehingga 
hukumnya seperti anak perempuan hasil zina.” Ada 
pula yang berkata, “Laki-laki yang melakukan Ii'an tidak 
boleh menikahinya, karena dia tidak diingkari secara 
past. Oleh karena itulah bila laki-laki tersebut 
mengakuinya, maka nasabnya berlaku untuk laki-laki 
tersebut.” 


Penjelasan: Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Baihagi 
dalam As-Sunan dan divonis dha'if olehnya. Ibnu Majah juga 
meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Al Algami berkata: Ad-Dumairi 
berkata, “Ini menunjukkan bahwa menurut madzhab Syafi'i zina 
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tidak menyebabkan haramnya hubungan perbesanan. Bahkan laki- 
laki yang melakukan zina boleh menikahi ibu perempuan yang 
dizinainya.” Akan tetapi berkaitan dengan masalah ini terdapat 
hadits-hadits yang merupakan dalil bagi golongan yang 
membantah pendapat tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
bahwa dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


4 r p o- £ o is 2 á 
„alia Y) aS SS a 
“Laki-laki pezina yang dihukum dera tidak boleh menikah 
kecuali dengan orang yang seperti dia.” Hadits ini diriwayatkan 


oleh Ahmad dan Abu Daud. Dalam A/ Fath dikatakan, “Para 
periwayatnya tsigah.” 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr: Bahwa seorang laki- 
laki muslim meminta izin kepada Rasulullah $ untuk menikahi 
seorang pelacur bernama Ummu Mahzul, yang mana perempuan 
tersebut mensyaratkan bahwa dia akan memberi nafkah 
kepadanya. Ketika dia meminta izin kepada Rasulullah atau 


menceritakan tentang perempuan pelacur tersebut, 
Rasulullah & bersabda, 


a a aU GAS aa, 


“Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik” Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam A/ Kabir dan 
Al Ausath. Al Haitsami berkata dalam Majma’ Az-Zawa id, “Para 
periwayat Ahmad tsigah.” 


Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari 
kakeknya, bahwa Martsad bin Abi Martsad Al Ghanawi membawa 
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beberapa tawanan perang dari Makkah. Saat itu di Makkah ada 
seorang pelacur bernama Inag yang merupakan temannya. 
Martsad berkata: Maka kudatangi Nabi $ lalu kukatakan, “Wahai 
Rasulullah, bolehkah aku menikahi Inag?” Nabi & hanya diam, 
lalu turunlah ayat, “Dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik” Maka 
Nabi & memanggilku lalu membacakan ayat tersebut kepadaku 
lalu bersabda, “Jangan nikahi dia!” Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud, An-Nasaii, At-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya. 


Dari hadits-hadits di atas bisa dikompromikan, bahwa 
larangan tersebut berlaku bagi perempuan yang terus-menerus 
melakukan zina. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: 
Seorang laki-laki mendatangi Nabi & lalu berkata, 
“Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan laki-laki yang 
menyentuhnya.” Nabi Æ bersabda, “Jauhi dia (Ceraikan)!” Laki- 
laki tersebut berkata, “Tapi aku khawatir diriku akan senantiasa 
mengikutinya — (masih mencintainya).” Nabi & bersabda, 
“Bersenang-senanglah dengannya (jagalah dia)” Al Mundiziri 
berkata, “Para periwayatnya dijadikan hujjah dalam Shahih Al 
Bukhari dan Shahih Muslim.” 


Ad-Daraguthni menuturkan bahwa Al Hasan bin Wagid 
menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Imarah bin Abi 
Hafshah, dan Al Fadhl bin Musa As-Sinani menyendiri dalam 
meriwayatkannya dari Al Hasan bin Wagid. As-Sinani juga 
meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Ubaidillah bin Umair dari 
Ibnu Abbas dengan membuat bab khusus dalam Sunarnya 
tentang hukum menikahi perempuan pezina. Lalu dia berkata, 
“Hadits ini tidak sah.” Menurutnya hadits yang mursa/lebih benar. 
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Imam Ahmad berkata, “Dia tidak menolak tangan orang 
yang memegangnya dengan memberikan hartanya (suaminya).” 


Aku katakan: Abu Ubaidah berkata, “Yakni tidak menolak 
berbuat zina.” Dia berkata, “Menurut kami perempuan tersebut 
hanya memberikan harta suaminya. Dan Nabi & tidak akan 
menyuruhnya mempertahankannya bila perempuan tersebut 
berbuat zina.” Ibnu Al A'rabi juga pernah ditanya tentang hadits ini 
dan dia menjawab, “Yakni tidak menolak berbuat zina.” Al 
Khaththabi berkata, “Artinya adalah bahwa perempuan tersebut 
seorang pezina dan selalu mau diajak zina oleh orang yang 
mengajaknya dan tidak menolaknya.” Hadits Ibnu Abbas juga 
diriwayatkan oleh Al Baihagi dari Jabir. 


Dalil-dalil yang ada memang melarang seorang perempuan 
menikah dengan laki-laki yang berbuat zina dan melarang laki-laki 
menikah dengan perempuan yang berbuat zina. Dalilnya adalah 
firman Allah &, ai KW 43 “Dan yang demikian itu 
diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” Ayat ini sangat jelas 
mengharamkan. 


Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama berselisih pendapat 
tentang ayat, "Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 
yang mukmin , apakah hanya sekedar celaan atau pengharaman? 
Dan apakah yang dimaksud adalah zina atau nikah?” 


Dia berkata lebih lanjut, “Jumhur ulama menafsirkannya 
sebagai celaan dan bukan pengharaman, berdasarkan hadits Ibnu 
Abbas yang telah kami sebutkan tadi.” 


Ar-Ruyani meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 
Jabir, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah, Az-Zuhri, Al Atarah, Malik, 
Syafi'i, Rabi'ah dan Abu Tsaur bahwa perempuan tersebut tidak 
haram bagi laki-laki yang berzina dengannya, berdasarkan firman 
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Allah &, “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,” dan 
juga berdasarkan sabda Nabi &, “Sesuatu yang halal tidak 
mengharamkan yang halal,” Hadits riwayat Ibnu Majah dari jalur 
Ibnu Umar. 


Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa laki-laki haram 
menikahi perempuan yang dizinainya selamanya. Dia berargumen 
dengan ayat di atas. Diriwayatkan pula dari Qatadah dan Ahmad 
(bahwa keduanya berkata), “Kecuali bila keduanya bertobat untuk 
menghilangkan sebab pengharaman.” 


Dalam kitab A/ Bahr Az-Zakhar dikatakan bahwa yang 
dimaksud ayat tersebut adalah laki-laki pezina yang musyrik. 
Dalilnya adalah firman Allah &, & yaa sÍ “Atau perempuan yang 
musyrik.” Pengarang kitab ini berkata, “Perempuan tersebut juga 
haram bagi laki-laki muslim yang fasik menurut ijma ulama.” Tidak 
samar lagi bahwa penafsiran ini meniadakan faedah ayat tersebut, 
karena larangan menikah dengan orang yang musyrik dan berbuat 
zina juga terdapat di selain ayat tersebut. Disisi lain tidak boleh 
meng-athafkan laki-laki musyrik dan perempuan musyrik dengan 
pezina laki-laki dan pezina perempuan. 


Dalam A/ Bayan dikatakan, “Apabila seorang laki-laki 
berzina dengan seorang perempuan, maka perzinaan tersebut 
tidak menyebabkan haramnya perbesanan. Dengan demikian 
maka laki-laki yang berzina tersebut tidak haram menikahi 
perempuan yang dizinainya atau ibunya atau putrinya. Dan 
perempuan yang berzina tersebut juga tidak haram menikah 
dengan ayah dari laki-laki yang berzina dengannya atau anak-anak 
lelakinya. Begitu pula bila laki-laki tersebut menciumnya dengan 
syahwat yang haram atau menyentuhnya atau melihat vaginanya 
dengan syahwat yang haram.” 
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Kemudian dia berkata, “Al Auza'i dan Ahmad berpendapat 
lain dalam masalah ini. Yaitu apabila seorang laki-laki menyodomi 
bocah laki-laki, maka putrinya atau ibunya haram baginya.” 


Abu Hanifah berkata, “Apabila seorang laki-laki mencium 
perempuan dengan syahwat yang haram atau menyentuhnya 
dengan syahwat yang haram, atau membuka vaginanya dan 
melihatnya, maka hal ini menyebabkan haramnya perbesanan.” 


Apabila seorang laki-laki mencium ibu istrinya, maka 
pernikahan dengan istrinya batal, dan apabila seorang laki-laki 
mencium istri anak laki-lakinya, maka pernikahan sang ayah batal. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, “Dan dihalalkan 


de 


bagi kamu selain yang demikian, ” dan firman-Nya, Oa Se si Bas) 


Tos CS Ka C3 JI “Dan dia (pula) yang menciptakan 
manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan 
mushaharah.” (Os. Al Furgaan (25): 54). Dalam ayat ini Allah Pa 
menetapkan hubungan perbesanan di tempat yang Dia 
menetapkan hubungan nasab. Apabila zina tidak menetapkan 
adanya nasab, maka ia juga tidak menetapkan hubungan 
perbesanan. 


Disamping itu ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah 
dan Ibnu Umar secara marfu' yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi 
dan Ibnu Majah, “Sesuatu yang haram tidak mengharamkan yang 
halal” Dan dalam hal ini melakukan akad sebelum zina adalah 
halal. 


Diriwayatkan dari Umar & bahwa dia menghukum dera 
(cambuk) seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi dia ingin 
menghimpun keduanya dalam pernikahan. 
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Ibnu Abbas & pernah ditanya tentang seorang laki-laki 
yang berzina dengan seorang perempuan lalu hendak 
menikahinya. Dia menjawab, “Boleh: bagaimana menurutmu bila 
seorang laki-laki mencuri anggur milik orang lain lalu dia 
membelinya, bukankah itu dibolehkan?” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang 
perempuan, lalu perempuan tersebut melahirkan anak perempuan 
yang ada kemungkinan berasal dari laki-laki tersebut, misalnya 
waktu melahirkannya enam bulan sejak perbuatan zina tersebut, 
maka para ulama tidak berselisih pendapat bahwa anak tersebut 
tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai perempuan 
tersebut, dan keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sedangkan 
berkenaan dengan pernikahan laki-laki tersebut dengan 
perempuan yang dizinainya, Imam Asy-Syafi'i berkata, “Aku 
menganggap makruh bila laki-laki tersebut menikahinya. Akan 
tetapi bila dia menikahinya, maka nikahnya tidak batal.” 


Para sahabat kami berselisih pendapat tentang alasan Imam 
Asy-Syafi'i menganggap makruh laki-laki yang berzina menikahi 
perempuan yang dizinainya. Di antara mereka ada yang berkata, 
“Dia menganggapnya makruh agar keluar dari perselisihan, karena 
ada segolongan ulama yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut 
tidak boleh menikahinya.” Sebab apabila terbukti bahwa anak 
perempuan tersebut berasal dari sperma laki-laki tersebut dan 
dikabarkan oleh Nabi bahwa dia berasal dari spermanya, maka 
laki-laki tersebut tidak haram menikahinya. Hal ini karena alasan 
kemakruhannya adalah, adanya perbedaan pendapat dan bukan 
karena hal lain. 
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Ada pula yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i 
menganggapnya makruh karena bisa jadi anak perempuan 
tersebut berasal dari sperma laki-laki tersebut, mengingat hal 
tersebut tidak terbukti. Apabila terbukti bahwa anak perempuan 
tersebut berasal dari sperma laki-laki tersebut ketika 
Nabi & memberitahukan hal tersebut pada masanya bahwa dia 
berasal dari spermanya, maka laki-laki tersebut tidak boleh 
menikahinya. Demikianlah madzhab kami dan inilah yang 
dikatakan oleh Malik. 


Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad, laki-laki 
tersebut tidak boleh menikahi perempuan tersebut. 


Kemudian para pengikut Abu Hanifah berselisih pendapat 
tentang alasan pengharamannya. Menurut para pengikutnya dari 
generasi terdahulu, dia mengharamkannya karena anak 
perempuan tersebut berasal dari laki-laki yang berzina dengan 
ibunya, bukan karena dia putrinya dari zina, sebab menurutnya 
zina itu mengharamkan perbesanan sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal ini maka dia tidak haram 
bagi ayah dan anak-anaknya. Adapun menurut pengikutnya dari 
kalangan ulama generasi akhir, alasan Abu Hanifah 
mengharamkannya adalah karena anak perempuan tersebut 
diciptakan dari air spermanya. Berdasarkan hal ini maka dia haram 
bagi ayah dan anak-anak dari laki-laki tersebut. Pendapat ini lebih 
sah menurut mereka. 

Adapun dalil kami adalah, bahwa anak perempuan 
dinafikan dari laki-laki tersebut secara pasti, karena tidak ada 
waris-mewarisi antara keduanya dan tidak berlaku hukum 
berkenaan dengan status anak. Oleh karena laki-laki tersebut tidak 
haram menikahinya, seperti halnya perempuan lain. 
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Adapun bila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan 
untuk berzina (memperkosa), lalu perempuan tersebut melahirkan 
anak perempuan, maka hukumnya sama seperti bila perempuan 
tersebut mengajaknya berzina, karena perbuatan tersebut juga 
sama-sama zina untuk laki-laki tersebut. 


Cabang: Apabila seorang perempuan melahirkan anak 
perempuan lalu suaminya mengingkarinya dengan Ifan, apabila 
sang suami telah menyetubuhinya, maka dia tidak boleh menikahi 
putri perempuan tersebut, karena putri tersebut adalah anak dari 
perempuan yang telah disetubuhinya. Sedangkan bila sang suami 
belum menyetubuhinya, apakah dia boleh menikahi putrinya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat. menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Dia boleh menikahinya, karena anak 
perempuan tersebut diingkari olehnya sehingga seperti anak zina. 


Kedua: Dia tidak boleh menikahinya, karena anak 
perempuan tersebut tidak dinafikan darinya secara pasti. 
Alasannya adalah bahwa seandainya dia mengakuinya, maka anak 
tersebut dinasabkan kepadanya. Sedangkan anak perempuan hasil 
zina, bila laki-laki yang berzina kembali melakukannya, lalu 
mengakui nasabnya, maka nasab tersebut tidak berlaku untuknya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki berzina dengan istri laki- 
laki lain, maka pernikahan perempuan tersebut tidak batal. 
Pendapat ini dinyatakan oleh banyak ulama. Sementara menurut 
Ali bin Abi Thalib, nikahnya batal. Pendapat ini juga dinyatakan 
oleh Al Hasan Al Bashri. 
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Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Ibnu Abbas tentang 
laki-laki yang berkata kepada Nabi Æ, “Sesungguhnya istriku tidak 
menolak tangan orang yang menyentuhnya.” Hadits ini telah kami 
takhrij sebelumnya. Laki-laki tersebut menggiyaskan kalimat 
tersebut dengan zina dengan berkata, “Tidak menolak tangan 
orang yang menyentuhnya.” Akan tetapi dalam kasus ini 
Nabi & tidak membatalkan pernikahan perempuan tersebut. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku tahu 
bahwa di negeri ini ada perempuan yang haram kunikahi baik 
karena nasab atau susuan atau perbesanan, tapi aku tidak tahu 
orang tersebut secara pasti,” maka dia boleh menikah dengan 
perempuan di negeri tersebut, karena bila hal tersebut dilarang 
akan menyulitkannya. Sebagaimana halnya bila di tangan 
seseorang ada buruan, lalu buruan tersebut lepas dan bercampur 
dengan buruan daerah setempat hingga tidak bisa dibedakan, 
maka orang tersebut boleh berburu di daerah tersebut. 


Apabila perempuan tersebut telah bercampur baur dengan 
perempuan-perempuan setempat baik jumlah mereka sedikit atau 
banyak, maka laki-laki tersebut haram menikah dengan salah satu 
dari mereka, karena tidak ada kesulitan baginya untuk menghindari 
pernikahan dengan perempuan dalam jumlah terbatas tersebut. 
Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad Al Mishri, salah 
seorang teman kami. Wallahu A'lam. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Seorang laki- 
laki haram mengumpulkan dua saudara perempuan 
(untuk dijadikan istri) dalam pernikahan. Hal ini 
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berdasarkan firman Allah &, KN RK (14155 A “Dan 


menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 
yang bersaudara.” (Os. An-Nisaa` [4]: 22). Disamping 
itu menghimpun dua saudara perempuan akan 
menimbulkan permusuhan dan terputusnya hubungan 
kekeluargaan di antara keduanya. 


Diharamkan pula bagi laki-laki menghimpun 
seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau 
seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu. Hal 
ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa 
Nabi & bersabda, : 


aa Sela Gie Je SEN 


“Janganlah perempuan dinikahi dengan memadu 
bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu.” 
Disamping itu keduanya adalah dua perempuan yang 
seandainya salah satunya laki-laki, keduanya tidak bisa 
menikahi satu sama lain, sehingga tidak dibolehkan 
menghimpun keduanya dalam nikah, seperti halnya 
tidak bolehnya menghimpun dua saudara perempuan. 


Apabila dua saudara perempuan dinikahi 
sekaligus atau seorang perempuan dengan bibinya dari 
jalur ayah atau seorang perempuan dengan bibinya dari 
jalur ibu dengan satu akad, maka pernikahan tersebut 
batal, karena salah satunya tidak lebih utama dari 
lainnya sehingga pernikahannya batal. 
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Apabila seorang laki-laki menikahi salah satunya 
setelah menikahi yang lainnya, maka pernikahan 
dengan perempuan kedua batal karena diharamkan. 


Apabila seorang laki-laki menikahi salah satunya, 
lalu menthalaknya, Apabila thalaknya ba'in, maka 
perempuan yang satunya lagi halal baginya, karena dia 
tidak menghimpun keduanya dalam satu pernikahan. 
Sedangkan bila thalaknya raji, maka perempuan 
tersebut tidak halal baginya karena masih tetap dalam 
status pernikahan. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Dia (si 
perempuan) mengabarkan kepadaku bahwa iddahnya 
sudah habis,” tapi si perempuan mengingkarinya, maka 
perkataannya tidak diterima sehingga jaminan nafkah 
dan tempat tinggal tidak gugur darinya, karena jaminan 
tersebut merupakan hak si perempuan. Adapun 
perkataannya berkenaan dengan menikahi saudara 
perempuannya, maka itu bisa diterima, karena hal 
tersebut merupakan hak Allah & dan berkaitan antara 
dia dengan-Nya. 

Adapun bila seorang laki-laki penyembah berhala 
menikahi perempuan penyembah berhala dan 
menyetubuhinya, lalu si laki-laki masuk Islam, dan 
kemudian menikahi saudara perempuan istrinya dalam 
masa iddahnya, maka hukumnya tidak sah. 

Al Muzani berkata, “Pernikahan tersebut 
bergantung pada keislaman si perempuan. Apabila dia 
tidak masuk Islam sampai iddahnya habis, maka 
pernikahan tersebut sah, sebagaimana pernikahan si 
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perempuan juga bergantung pada keislamannya.” Akan 
tetapi pendapat ini salah, karena hukumnya sudah 
berlaku thalak sehingga tidak sah menikahi saudara 
perempuannya, seperti halnya dalam thalak raj'i. Hal 
ini berbeda dengan pernikahan perempuan tersebut, 
karena yang digantungkan disini adalah akhirnya 
(kesudahannya). Dalam pernikahan memang bisa 
digantungkan pada kesudahannya dan tidak digantung- 
kan pada akadnya. Oleh karena itulah akhir pernikahan 
dengan perempuan murtad tergantung pada habisnya 
iddah dan tidak bergantung pada keislaman. Dan akhir 
nikah perempuan yang dithalak raj'i itu tergantung 
pada iddah, sementara pernikahan dengan saudara 
perempuannya itu tidak tergantung pada iddah. 


Penjelasan: Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh 
Ahmad, Al Bukhari, Muslim, pengarang empat kitab Sunan dan 
Ad-Daraguthni. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Mayoritas jalurnya mutawatir.” 


Segolongan ulama berpendapat bahwa hadits ini 
diriwayatkan secara menyendiri, padahal tidak demikian. 


Aku berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al 
Bukhari dan At-Tirmidzi dari jalur Jabir.” 

Al Baihagi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, “Hadits ini tidak 
diriwayatkan dari jalur yang diakui keabsahannya oleh ulama hadits 
kecuali jalur Abu Hurairah.” Akan tetapi hadits riwayat Jabir yang 
telah kami riwayatkan menolak pendapat ini. 
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Al Baihagi berkata, “Yang benar adalah sebagaimana yang 
dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena hadits ini diriwayatkan 
dari jalur Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin 
Amr, Anas, Abu Sa'id dan Aisyah, akan tetapi tidak ada satupun 
yang sesuai syarat shahih. Yang kami sepakati adalah riwayat Abu 
Hurairah saja.” 


Al Bukhari meriwayatkan dari Ashim dari Asy-Sya'bi dari 
Jabir. Lalu dia menjelaskan perselisihan pendapat dalam riwayat 
Asy-Sya'bi. Kemudian dia berkata, “Para ulama Hafizh 
berpendapat bahwa riwayat Ashim salah, dan yang benar adalah 
riwayat Ibnu Aun dan Daud bin Abi Hindun.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Perbedaan pendapat ini 
bukan merupakan hal yang patut dicela menurut Al Bukhari: 
karena Asy-Sya'bi lebih popular dengan Jabir daripada dia dengan 
Abu Hurairah. Hadits ini juga memiliki jalur lain dari Jabir dengan 
syarat Ash-Shahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu 
Juraij dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir. Adapun pendapat orang- 
orang yang dikutip oleh Al Baihaqi tentang vonis dha ïf terhadap 
hadits Jabir adalah bertentangan dengan penshahihan At-Tirmidzi 
dan Ibnu Hibban serta lainnya. Dan cukuplah periwayatan Al 
Bukhari terhadap hadits tersebut secara maushu/ sebagai indikasi 
kuatnya riwayat tersebut.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Sebagian ulama hadits mengklaim 
bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Abu 
Hurairah, yakni dari jalur yang sah. Seakan-akan hadits Asy-Sya'bi 
dari Jabir tidak sah, dan yang sah hanya hadits riwayat Abu 
Hurairah.” Padahal dua hadits tersebut sama-sama shahih. 


Ibnu Hajar berkata, “Adapun pengutipan Al Baihagi bahwa 
mereka tidak meriwayatkannya dari para sahabat selain dua hadits 
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ini, maka pernyataan ini juga dilontarkan oleh At-Tirmidzi. Hadits 
yang sama seputar bab ini juga disebutkan olehnya, hanya saja 
tanpa menyebut nama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Anas. 
Kemudian nama-nama mereka diganti dengan Abu Musa, Abu 
Umamah dan Samurah.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Aku juga menemukan hadits 
riwayat Abu Ad-Darda', hadits riwayat Attab bin Usaid, hadits 
riwayat Sa'd bin Abi Waggash dan hadits riwayat Zainab istri Ibnu 
Mas'ud.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Hadits-hadits mereka semuanya 
terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, An- 
Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Al Bazzar, Ath-Thabarani, Ibnu 
Hibban dan lainnya. Kalau bukan karena khawatir akan 
memperbanyak isi kitab ini pasti akan kusebutkan hadits tersebut 
satu per satu secara rinci.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Akan tetapi dalam hadits Ibnu 
Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan bahwa 
makruh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari 
jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu.” 

Dia berkata lebih lanjut, “Kalau kalian melakukannya maka 
akan memutus hubungan kekeluargaan kalian.” (Selesai) 

Abu Daud meriwayatkan dalam A/ Marasi/ dari Isa bin 
Thalhah berkata, “Rasulullah & melarang seorang laki-laki 
menikahi perempuan dengan memadu kerabatnya karena khawatir 
akan memutuskan hubungan kekeluargaan (di antara keduanya).” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. 

Al Khallal meriwayatkan dari jalur Ishag bin Abdullah bin 
Abi Thalhah dari ayahnya, dari Abu Bakar dan Utsman bahwa 
mereka menganggap makruh tindakan menghimpun (memadu) 
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dua perempuan yang masih kerabat, karena dikhawatirkan akan 
memicu permusuhan di antara keduanya. 


Hadits-hadits yang telah disebutkan memang mengharam- 
kan pernikahan yang memadu antara perempuan-perempuan yang 
telah disebutkan tadi, yaitu yang terdapat dalam hadits Abu 
Hurairah. Itulah arti larangan yang sesungguhnya. 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari banyak ulama, 
lalu dia berkata, “Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan 
pendapat di antara mereka.” 


Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dari seluruh 
mufti, lalu berkata, “Tidak ada perselisihan pendapat di antara 
mereka dalam masalah ini.” 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Sejauh yang aku ketahui tidak 
ada perselisihan pendapat tentang pelarangan ini. Yang 
membolehkan pernikahan tersebut hanyalah sekte Khawarij.” 


Al @urthubi juga meriwayatkan ijma dalam masalah ini, 
kecuali kelompok Khawarij yang berbeda pendapat. Dia berkata, 
“Perbedaan pendapat mereka tidak perlu dipermasalahkan.” 

Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkan ijma ini tanpa 
pengecualian. 

Ibnu Hazm juga meriwayatkan ijma ini dengan 
mengecualikan Utsman Al Batti. 

An-Nawawi juga meriwayatkan ijma ini dalam Ar-Raudhah, 
Al Minhaj. Akan tetapi dalam Ar-Raudhah dia mengecualikan 
kelompok Khawarij dan Syi'ah (yakni yang menyelisihi ijma). 

Ibnu Dagig Al led juga meriwayatkan ijma ini dari jumhur 
ulama tanpa menyebutkan kelompok yang menentangnya. 
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Hukum-Hukum: Dalil yang mengharamkan adalah 
larangan menghimpun seorang perempuan dengan saudara 
perempuannya dalam pernikahan (memadu keduanya). Jadi 
seorang laki-laki tidak boleh menghimpun dua saudara perempuan 
dalam pernikahan, baik keduanya saudara perempuan seayah- 
seibu atau seayah atau seibu, baik keduanya saudara perempuan 
senasab atau sepersusuan. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 


KN LK 1x55 dp “Dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.” (Qs. An-Nisaa” 
[4]: 23). Disamping itu pada umumnya bila seorang laki-laki 
menghimpun dua perempuan, maka keduanya akan saling 
membenci, saling dengki dan saling membuka aib masing-masing. 
Kalau kita bolehkan penggabungan dua saudara perempuan dalam 
pernikahan, maka hal tersebut akan menyebabkan keduanya saling 
membenci dan saling dengki sehingga akan memutus hubungan 
kekeluargaan di antara keduanya. Dan pengharaman ini adalah 
ijma yang tidak diperselisihkan lagi. 


Apabila dia menikahi keduanya sekaligus dalam satu akad, 
maka pernikahan salah satunya tidak sah. Disamping itu bila hal 
tersebut terjadi, maka tidak ada perbedaan antara yang satu 
dengan lainnya sehingga penghimpunan tersebut batal, seperti 
halnya bila seseorang membeli dua dirham dengan dua dirham. 
Apabila dia telah menikahi salah satunya, lalu menikahi 
perempuan kedua, maka pernikahan perempuan kedua batal, 
sedangkan pernikahan perempuan pertama sah, karena 
penghimpunan tersebut hanya khusus untuk perempuan kedua. 


Cabang: Seorang laki-laki haram menghimpun (memadu) 
seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah baik bibi 
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sesungguhnya atau secara majaz, baik bibi sepersusuan atau dari 
jalur nasab. Diharamkan pula baginya menghimpun seorang 
perempuan dengan bibinya dari jalur ibu baik bibi sesungguhnya 
atau secara majaz, baik bibi sepersusuan atau dari jalur nasab. 


Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami 
sebutkan yang derajatnya mencapai Mutawatir dari semua jalurnya, 
- mulai dari periwayatnya sampai penyusunnya. 


Al Imrani, salah seorang teman kami berkata, “Dan lagi 
pula seandainya salah satu satu dari dua perempuan tersebut 
menjadi laki-laki, keduanya tetap tidak boleh menikah karena 
adanya hubungan nasab. Oleh karena sudah dipastikan bahwa 
keduanya tidak boleh dihimpun dalam pernikahan, seperti halnya 
tidak bolehnya menghimpun dua saudara perempuan dalam 
pernikahan. Dan juga tidak dibolehkan menghimpun seorang 
perempuan dengan bibi ibunya dari jalur ibu atau bibi ayahnya dari 
jalur ayah.” 

Dan dibolehkan menghimpun perempuan yang sebelumnya 
menjadi istri seseorang dengan putri suaminya yang pertama dari 
selain keduanya. Akan tetapi menurut Ibnu Abi Laila tidak 
dibolehkan, karena bila putri laki-laki tersebut menjadi laki-laki, 
maka dia tidak boleh menikahi istri putranya. Jadi keduanya 
seperti dua saudara perempuan. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, »55 ú SI Jet, 
S5 “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” Karena 


bila istri laki-laki tersebut berubah menjadi laki-laki, maka dia boleh 
menikahi perempuan lainnya. Ini berbeda dengan dua saudara 
perempuan, karena seandainya salah satu dari keduanya berubah 
menjadi laki-laki, keduanya tetap tidak boleh menikah. 
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Dan dibolehkan memadu antara perempuan dengan istri 
ayahnya, karena tidak ada kekerabatan antara keduanya dan tidak 
ada hubungan persusuan. Begitu pula bila seorang laki-laki yang 
memiliki anak perempuan menikah dengan perempuan yang 
memiliki anak perempuan, maka bagi laki-laki lain boleh memadu 
putri sang suami dengan putri sang istri, karena bila dibolehkan 
memadu antara seorang perempuan dengan putri istri madunya 
mengingat tidak ada hubungan kekerabatan antara keduanya dan 
tidak ada hubungan persusuan, maka tentunya lebih dibolehkan 
lagi memadu antara putri seorang laki-laki dengan putri sang istri. 


Apabila seorang laki-laki yang memiliki anak laki-laki 
menikahi perempuan yang memiliki anak perempuan, maka putra 
sang suami boleh menikahi putri sang istri. Hal ini berdasarkan 
riwayat bahwa seorang laki-laki yang memiliki anak laki-laki 
menikahi perempuan yang memiliki anak perempuan, lalu anak 
laki-laki tersebut berbuat zina dengan anak perempuan. Lalu Umar 
menanyakan kepada keduanya dan keduanya mengaku. Maka 
Umar pun menghukum cambuk keduanya lalu menawarkan untuk 
menikahkan keduanya, tapi si anak laki-laki menolak. Disamping 
itu tidak ada hubungan nasab antara keduanya dan tidak ada 
hubungan persusuan (sehingga dibolehkan menikah). 


Apabila dikatakan, “Bukankah bila seorang laki-laki 
merawat anak seorang perempuan maka anak tersebut menjadi 
saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya? Bagaimana 
mungkin dia dibolehkan menikahi saudara perempuan 
saudaranya?” Kami menjawab, “Yang tidak boleh adalah menikahi 
saudara perempuan sendiri. Adapun menikahi saudara perempuan 
saudaranya adalah dibolehkan. Oleh karena itu apabila masing- 
masing dari keduanya memiliki anak dari istrinya, maka anak ayah 
adalah paman anak lelaki dari jalur ayah dan pamannya dari jalur 
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ibu. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu 
anak laki-lakinya menikahi ibunya, maka hukumnya dibolehkan, 
karena ibunya haram bagi ayahnya saja, bukan haram untuknya. 


Apabila masing-masing dari keduanya memiliki anak, maka 
anak dari ayah merupakan paman dari cucu anak laki-laki, 
sementara cucu anak laki-laki merupakan paman dari anak ayah 
dari jalur ibu.” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan lalu menthalaknya, lalu dia hendak menikahi saudara 
perempuannya atau bibinya dari jalur ayah (saudara perempuan 
ayah) atau bibinya dari jalur ibu, atau hendak menikahi empat 
perempuan, lalu menthalak mereka, lalu hendak menikahi empat 
perempuan lagi selain mereka, atau menthalak salah satu dari 
mereka dan hendak menikahi perempuan lain, apabila thalaknya 
sebelum terjadi persetubuhan, maka nikahnya sah tanpa 
diperselisihkan lagi, karena tidak ada iddah atas perempuan yang 
dithalak tersebut. Sedangkan bila thalaknya sesudah terjadi 
persetubuhan, apabila thalaknya raji, maka nikahnya tidak sah 
sebelum habis iddahnya, karena perempuan yang dithalak tersebut 
hukumnya seperti istri. Sementara bila thalaknya ba'in, maka 
nikahnya sah menurut kami sebelum habis iddahnya. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri dan Malik. 
Sementara menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah hukumnya tidak 
sah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. 


Adapun dalil kami adalah bahwa perempuan yang dithalak 
tersebut telah terpisah darinya sehingga dia boleh melakukan akad 
nikah dengan saudara perempuannya, seperti laki-laki yang 
menthalak sebelum melakukan persetubuhan. 
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Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Umm: 
Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu 
menthalaknya dengan thalak raj7, lalu dia berkata, “Engkau telah 
mengabarkan kepadaku bahwa iddahmu sudah habis,” tapi sang 
istri mengingkarinya, maka ucapan sang suami tidak diterima 
sehingga kewajiban memberi nafkah, pakaian dan lain-lainnya 
tidak gugur darinya, karena kewajiban tersebut merupakan hak 
istri sehingga ucapan sang suami tidak diterima. Apabila dia 
hendak menikahi saudara perempuannya atau bibinya dari jalur 
ayah dan disetujui oleh perempuan yang hendak dinikahi tersebut, 
maka hukumnya sah, karena hak tersebut milik Allah & dan itu 
merupakan urusan antara dia dengan Allah &. 


Syaikh Asy-Syirazi # berkata: Pasal: Bagi laki-laki 
yang haram menikahi perempuan karena ada hubungan 
nasab atau perbesanan atau penghimpunan, maka dia 
juga haram menyetubuhinya karena status budak. 
Karena bila haram menikahinya, maka tentunya 
menyetubuhi yang merupakan tujuan nikah lebih 
haram. Apabila memiliki budak yang merupakan dua 
saudara perempuan, lalu dia menyetubuhi salah 
satunya, maka perempuan yang satunya lagi haram 
baginya sampai perempuan yang disetubuhi menjadi 
haram baginya karena dijual atau dimerdekakan, atau 
dijadikan budak Mukatab atau dinikahi. 


Apabila dia melanggar dan menyetubuhinya, 
maka dia tidak boleh menyetubuhinya lagi sampai 
perempuan pertama haram baginya. 
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Dan disunahkan agar dia tidak menyetubuhi 
perempuan pertama sampai perempuan kedua selesai 
menjalani masa haidh, agar spermanya tidak masuk ke 
dalam rahim dua saudara perempuan. Apabila dia 
menikahi seorang perempuan, lalu saudara 
perempuannya dia miliki sebagai budak, maka 
perempuan yang menjadi budak tersebut tidak halal 
baginya, karena saudara perempuannya berstatus 
sebagai istri laki-laki tersebut. Apabila dia menyetubuhi 
perempuan yang berstatus budak, lalu menikahi saudara 
perempuannya, maka perempuan yang berstatus budak 
haram baginya, sementara perempuan yang dinikahi 
menjadi halal baginya, karena istri yang dinikahi 
statusnya lebih kuat, mengingat dia memiliki hak-hak 
yang tidak dimiliki perempuan yang berstatus budak 
seperti Thalak, zhihar, Ila‘ dan Li'an. 


Dengan demikian, maka yang lebih kuat berlaku 
sementara yang lemah tidak berlaku, seperti budak 
perempuan ketika pemiliknya memiliki hal-hal yang 
tidak bisa dimiliki dengan nikah seperti menjadikan 
budak dan memanfaatkannya, apabila dia tiba-tiba 
menikah maka hal-hal tersebut tetap berlaku sementara 
nikahnya gugur. 

Pasal: Orang yang haram dinikahi karena 
berstatus kerabat, maka yang berstatus saudara 
sepersusuan juga haram dinikahi. Hal ini berdasarkan 
firman Allah &, SM Kn SS Sa SA ai Kn AA 
“Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan.” Dalam ayat ini Allah & mengharamkan 
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ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan, dan untuk 
selain keduanya silahkan disamakan dengan keduanya. 
Aisyah : meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, i Xi 
BUG! La Ad oG ge “Diharamkan karena sebab 
sepersusuan sebagaimana diharamkan karena sebab 
melahirkan (nasab).” 


Pasal: Perempuan yang haram dinikahi seorang 
laki-laki selamanya baik karena sebab sepersusuan atau 
nikah atau persetubuhan yang halal, maka perempuan 
tersebut menjadi mahramnya sehingga boleh dilihat dan 
berkhalwat dengannya, karena dia diharamkan baginya 
selamanya, karena sebab yang tidak diharamkan 
sehingga dia menjadi mahram baginya, seperti halnya 
ibu dan anak perempuan. Sedangkan perempuan yang 
haram dinikahi karena sebab persetubuhan yang 
syubhat, maka dia tidak menjadi mahramnya, karena 
dia menjadi haram atasnya karena sebab yang tidak 
dibolehkan dan tidak berkaitan dengan Dzawatul Arham 
dan nasab. 


Penjelasan: Hadits Aisyah # telah di-takhrijj dalam 
pembahasan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena 
sebab sepersusuan. 


Hukum-Hukum: Syariat Islam menyamakan antara 
perempuan merdeka dengan perempuan yang berstatus budak 
dalam hal keharaman dimadu bila keduanya merupakan saudara 
perempuan, sebagaimana keduanya juga haram dinikahi karena 
sebab nasab atau sepersusuan atau perbesanan. Tidak halal bagi 
laki-laki tersebut menyetubuhinya. 
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Kata nikah adalah berlaku bagi persetubuhan. Disamping 
itu tujuan akad nikah adalah melakukan persetubuhan. Apabila 
akad nikah terhadapnya dilarang, maka tentunya lebih dilarang lagi 
menyetubuhinya. Oleh karena itu wajib bagi imam mengharamkan 
penghimpunan antara seorang perempuan dengan bibinya dari 
jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu dalam hal menyetubuhi, 
meskipun boleh memiliki keduanya. Karena bersetubuh bukanlah 
tujuan dalam kepemilikan, mengingat tujuan dari kepemilikan 
adalah untuk memanfaatkannya. 


Dan apa yang telah diuraikan oleh pengarang adalah 
berdasarkan hal ini. 


Masalah: Apabila seorang laki-laki diharamkan menikahi 
perempuan selamanya, baik karena sebab nikah atau susuan atau 
persetubuhan yang dibolehkan, maka laki-laki tersebut menjadi 
mahram bagi perempuan tersebut yang mana dibolehkan melihat 
dan berkhalwat dengannya. Karena perempuan tersebut haram 
baginya dengan sebab yang tidak diharamkan sehingga menjadi 
mahramnya, seperti ibu dan anak perempuan. 


Adapun bila seorang laki-laki haram menikahi perempuan 
karena sebab persetubuhan yang syubhat, apakah perempuan 
tersebut menjadi mahramnya? Dalam hal ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri. Pendapat 
yang terkenal adalah bahwa perempuan tersebut tidak menjadi 
mahramnya, karena dia haram atasnya disebabkan sesuatu yang 
tidak dibolehkan sehingga tidak disamakan dengan orang yang 
senasab. 


Sementara menurut pendapat kedua adalah bahwa 
perempuan tersebut menjadi mahram bagi laki-laki tersebut, 
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karena disamakan antara perempuan yang disetubuhi dengan 
persetubuhan yang dibolehkan dalam hal pengharaman nikah dan 
berlakunya nasab karena persetubuhan tersebut, maka tentunya 
dia juga disamakan dalam hal khalwat dan melihat. 


Masalah: Apabila seorang laki-laki menyetubuhi 
perempuan dengan kepemilikan yang sah atau mirip kepemilikan 
atau dengan syubhat akad nikah, atau menyetubuhinya sebagai 
istrinya atau budak perempuannya, maka ibu perempuan tersebut 
dan putri-putrinya haram baginya. Karena persetubuhan tersebut 
berkaitan dengan adanya nasab sehingga berkaitan dengan 
pengharaman perbesanan, seperti persetubuhan dalam nikah. 


Disamping itu persetubuhan menjadikan istri ibarat tempat 
tidur, sehingga berkaitan dengan haramnya perbesanan, seperti 
halnya akad nikah. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab 
kami. Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain, yaitu 
bahwa persetubuhan yang syubhat tidak berkaitan dengan 
haramnya perbesanan. Akan tetapi pendapat ini menurut sahabat- 
sahabat kami seperti pengarang Al Bayan dan lainnya tidak perlu 
ditanggapi. 


Apabila seorang laki-laki mencumbui perempuan dengan 
syahwat karena kepemilikan atau syubhat, misalnya menciumnya 
atau meraba bagian tubuhnya, apakah hal tersebut berkaitan 
dengan haramnya perbesanan dan menjadikan putri tiri haram 
baginya, selamanya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Berkaitan dengan pengharaman. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Malik. Keduanya mengatakan 
bahwa tentang hal ini ada riwayat dari Umar bin 
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Khaththab £ tanpa ada yang menyelisihinya dari kalangan 
sahabat. Disamping itu laki-laki tersebut telah merasakan nikmat 
dengan bercumbu, sehingga berkaitan dengan keharaman 
perbesanan dan putri tiri, seperti halnya persetubuhan. Adapun 
perkataan kami “Merasakan nikmat,” adalah pengecualian dari 
mencumbui tanpa syahwat. Sedangkan perkataan kami 
“Mencumbui” adalah pengecualian dari melihat. 


Kedua: Tidak berkaitan dengan keharaman perbesanan 
dan putri tiri. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &, oi JS g gÍ ri 


PA 


On Paan adi KÕ “Anak-anak istrimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri.” (Qs. An- 
Nisaa (4): 23). Dalam kasus ini tidak terjadi persetubuhan. 
Disamping itu menyentuh dalam kasus ini tidak mewajibkan mandi 
sehingga tidak berkaitan dengan keharaman, seperti halnya 
mencumbui tanpa syahwat. Apabila dia melihat vaginanya dengan 
syahwat, maka ini tidak berkaitan dengan keharaman hubungan 
perbesanan dan putri tiri. Akan tetapi menurut Ats-Tsauri dan Abu 
Hanifah hal ini berkaitan dengan keharamannya. 


Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan pendapat Imam Asy- 
Syafi'i lain, akan tetapi tidak terkenal. 


Adapun argumentasi kami adalah, bahwa laki-laki tersebut 
hanya melihat sebagian tubuh si perempuan sehingga tidak 
berkaitan dengan keharaman, seperti halnya bila dia melihat 
wajahnya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan, lalu dia menyetubuhi putrinya atau ibunya karena 
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syubhat, atau seorang ayah menyetubuhi istri putranya karena 
syubhat, atau anak laki-laki menyetubuhi istri ayahnya karena 
syubhat, maka nikahnya batal, karena hal tersebut menyebabkan 
keharaman hubungan selamanya. Apabila kasus tersebut terjadi 
setelah nikah, maka dia membatalkannya, seperti halnya dalam 
masalah menyusui. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila seorang laki-laki menikahi 
seorang perempuan dan putranya menikahi putri perempuan 
tersebut, lalu masing-masing mempelai perempuan didatangkan 
kepada keduanya secara bersilang (istri ayah didatangkan kepada 
anak laki-laki dan istri anak laki-laki didatangkan kepada ayah) 
tanpa diketahui oleh keduanya, apabila laki-laki pertama 
menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya, maka dia wajib 
membayar mahar mits/ untuknya dan nikah perempuan yang 
disetubuhi batal, karena dia menjadi istri ayah atau putranya, dan 
laki-laki tersebut wajib memberi ganti rugi untuk suami perempuan 
tersebut (yang disetubuhi) karena dia telah menghalanginya 
sehingga sang suami tersebut tidak bisa menyetubuhi istrinya. 


Adapun berkenaan dengan mahar yang wajib 
dikeluarkannya, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 
Pertama: Seluruh Mahar mitsh Kedua: Separuhnya, seperti dua 
pendapatnya tentang ganti yang wajib diberikan perempuan yang 
menyusui kepada suami perempuan yang disusui bila nikahnya 
batal karena sebab menyusui. 


Adapun pernikahan laki-laki yang menyetubuhi pertama 
dengan istri, maka hukumnya batal, karena ibu perempuan 
tersebut atau putrinya telah menjadi istrinya, sehingga dia wajib 
memberikan separuh mahar yang disebutkan kepada istrinya, 
karena perpisahan terjadi karena ulahnya. 
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Adapun laki-laki kedua yang menyetubuhi, dia wajib 
membayar mahar mits/ kepada perempuan yang disetubuhinya. 
Akan tetapi dia tidak wajib memberikan apa-apa kepada suami 
perempuan tersebut, karena tidak menghalanginya untuk 
menyetubuhi istrinya, mengingat batalnya pernikahan antara 
keduanya disebabkan oleh laki-laki pertama. Laki-laki kedua juga 
tidak wajib memberikan apa-apa kepada istrinya, karena 
perpisahan antara keduanya disebabkan karena sang istri, karena 
dialah yang menyebabkan laki-laki pertama menyetubuhinya. 


Apabila laki-laki pertama atau laki-laki kedua mengetahui, 
maka masing-masing dari keduanya harus membayar mahar mits/ 
kepada perempuan yang disetubuhinya, dan dua pernikahan 
tersebut batal, kemudian masing-masing dari perempuan tersebut 
wajib memberikan separuh mahar yang disebutkan kepada 
suaminya, karena kami meyakini kewajibannya sehingga ia tidak 
gugur karena sebab keraguan, dan masing-masing tidak boleh 
menagih kembali apa yang telah diberikannya. Karena yang wajib 
memberikan adalah orang pertama kepada orang kedua, dan 
orang pertama tidak mengetahui orang kedua. Kemudian masing- 
masing dari perempuan tersebut wajib menjalani iddah. 


Dan apabila masing-masing dari keduanya melahirkan anak 
maka anak tersebut dinisbatkan kepada laki-laki yang 
menyetubuhinya dan tidak ada hukuman had atas salah satu dari 
keduanya. Hal ini apabila laki-laki yang menyetubuhi dan 
perempuan yang disetubuhi tidak mengetahui keharamannya. 
Adapun bila si perempuan tersebut tidak mengetahui 
keharamannya sementara laki-laki tersebut mengetahui 
keharamannya, maka si perempuan wajib mendapat mahar dan 
tidak ada had atasnya, tidak ada iddah, dan anak yang lahir tidak 
dinisbatkan kepada si laki-laki. 
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Kemudian akibat persetubuhan ini tidak menyebabkan 
haramnya perbesanan. Akan tetapi laki-laki yang menyetubuhi 
wajib dihukum had. Sedangkan bila si laki-laki tidak mengetahui 
keharamannya sementara si perempuan mengetahui keharaman- 
nya, maka si perempuan wajib menjalani iddah dan anak yang 
lahir dinasabkan kepada si laki-laki dan keharaman perbesanan 
berlaku. Dalam kasus ini dia tidak dihukum had dan tidak wajib 
memberikan mahar kepada si perempuan. Akan tetapi si 
perempuan wajib dihukum had. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan, lalu dia menikahi perempuan lain, kemudian dia 
menyetubuhi salah satunya, kemudian ternyata diketahui bahwa 
salah satunya merupakan ibu dari perempuan yang satunya lagi, 
maka pernikahan dengan perempuan pertama sah, karena tidak 
ada yang menghalangi keabsahannya sejak pertama kali. 
Sementara pernikahan dengan perempuan kedua batal, karena 
pernikahan dengan perempuan pertama menghalangi pernikahan 
dengan perempuan kedua. 


Adapun berkenaan dengan laki-laki yang menyetubuhi, 
apabila dia menyetubuhi perempuan pertama, maka yang 
disetubuhi adalah istrinya, dan dia wajib memberikan mahar yang 
telah ditentukan kepadanya. Ini berbeda dengan kasus perempuan 
kedua. Dan perempuan kedua menjadi haram baginya selamanya, 
karena bila perempuan tersebut anak perempuan maka si laki-laki 
telah menyetubuhi ibunya, sedangkan bila perempuan tersebut ibu, 
maka dia telah menikahi putrinya dan menyetubuhinya. Apabila 
yang disetubuhi perempuan kedua, maka si laki-laki wajib 
memberikan mahar mits/ kepadanya dan pernikahan dengan 
perempuan pertama batal, dan dia menjadi haram baginya 
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selamanya, karena telah ada perempuan yang disetubuhi laki-laki 
tersebut baik karena syubhat atau ibunya. Kemudian si laki-laki 
wajib memberikan separuh mahar kepada perempuan pertama, 
karena pembatalan pernikahan tersebut disebabkan olehnya. 


Lalu apakah laki-laki tersebut boleh menikahi perempuan 
kedua secara menyendiri? Dalam kasus ini harus dilihat dulu. 
Apabila perempuan tersebut anak perempuan, maka dia boleh 
menikahinya karena perempuan tersebut merupakan putri tiri 
dimana dia belum menyetubuhi ibunya. Sedangkan bila 
perempuan tersebut ibu, maka dia tidak boleh menikahinya, 
karena dia telah menikahi putrinya. 


Apabila si laki-laki telah menyetubuhi keduanya, lalu 
ternyata diketahui bahwa salah satunya merupakan ibu bagi 
perempuan satunya, apabila yang disetubuhi pertama adalah 
perempuan yang dinikahi pertama, maka yang disetubuhi adalah 
istrinya, sehingga dia wajib memberikan mahar mits/ kepadanya. 
Sedangkan bila yang disetubuhi perempuan kedua, maka dia wajib 
memberikan mahar mits/ kepadanya dan pernikahan dengan 
perempuan pertama batal karena perempuan kedua telah 
disetubuhi. Dan mahar perempuan pertama tidak gugur, karena 
batalnya pernikahan terjadi setelah dilakukan persetubuhan. 


Apabila yang disetubuhi pertama adalah perempuan yang 
dinikahi kedua, lalu setelah itu dia menyetubuhi perempuan yang 
dinikahi pertama, ketika yang pertama kali disetubuhi adalah 
perempuan yang dinikahi kedua dia harus memberikan mahar 
mits! kepadanya, dan akibat persetubuhan tersebut pernikahannya 
dengan istrinya, yaitu perempuan yang dinikahi pertama batal dan 
dia wajib memberikan separuh mahar kepadanya. Apabila dia 
menyetubuhi perempuan yang dinikahi pertama kali setelah itu, 
maka dia wajib memberikan mahar mits/ kepadanya. 
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Apabila kasusnya sulit, yang mana dia tidak mengetahui 
mana yang dinikahi pertama dan mana yang dinikahi kedua, lalu 
dia menyetubuhi salah satu dari keduanya, maka dia harus 
menunggu dulu kepastiannya, karena bisa jadi keduanya 
diharamkan atasnya selamanya. Apabila perempuan yang 
disetubuhi mengetahui dirinya, dia wajib diberi mahar yang paling 
kecil dari mahar mits/ (mahar standar (mahar yang biasa diberikan 
kepada perempuan yang sederajat dengan istri atau dengan 
melihat kerabat-kerabatnyal) atau mahar musamma (mahar yang 
disebutkan pada waktu akad), karena wajib mendapatkannya 
secara pasti; karena bila dia dinikahi pertama, maka dia berhak 
mendapat mahar musamma. Sedangkan bila dia dinikahi kedua, 
maka dia berhak mendapat mahar mits/ Kemudian tambahannya 
harus ditahan dulu sampai statusnya jelas. Apabila perempuan 
yang disetubuhi statusnya juga sulit diketahui, maka mahar yang 
paling minimal harus ditahan dulu sampai jelas statusnya atau 
keduanya berdamai. Wallahu A'lam. 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Seorang laki- 
laki muslim haram menikahi perempuan kafir yang 
bukan Ahlul Kitab, seperti penyembah berhala dan 


orang yang murtad dari Islam. Hal ini berdasarkan 
firman Allah &, 


“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
musyrik, sebelum mereka beriman.” (Os. Al Bagarah 
(2: 221). Dia juga haram menikahi budak-budak 
perempuannya (yang kafir), karena bila perempuan- 
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perempuan merdeka yang kafir haram disetubuhi 
dengan akad nikah, maka perempuan-perempuan 
budak juga haram disetubuhi atas dasar kepemilikan, 
seperti halnya saudara-saudara perempuan dan bibi-bibi 
dari jalur ayah. 


Akan tetapi dia dibolehkan menikahi perempuan- 
perempuan merdeka dari golongan Ahlul Kitab, yaitu 
Yahudi dan Nashrani atau perempuan-perempuan yang 


masuk ke dalam agama mereka sebelum agama tersebut 
dirubah. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 


ke G YA sa — 3S NM z 024 Ga P 

AI Kas ai aa 

a CESK GA Uh SG LA Sta 
Oa Ii II Salt ka us 


“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi 
Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal 
(pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita 
yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita 
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab 
sebelum kamu.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 5). Disamping itu 
para sahabat juga menikahi perempuan-perempuan 
Dzimmi. Utsman æ menikahi Na'ilah binti Al 
Farafishah Al Kalbiyyah, seorang perempuan Nashrani 
yang kemudian masuk Islam di hadapan Utsman. 
Hudzaifah & juga menikahi perempuan Yahudi 
Mada'in. Jabir #& juga pernah ditanya tentang hukum 
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laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudi dan 
perempuan Nashrani. Dia menjawab, “Kami pernah 
menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah 
bersama Sa'd bin Abi Waggash.” 


Seorang laki-laki muslim juga dihalalkan 
menyetubuhi budak-budak perempuannya (dari 
kalangan Ahlul Kitab), karena setiap perempuan 
merdeka yang halal disetubuhi, maka perempuan budak 
juga halal disetubuhi, sebagaimana yang berlaku bagi 
kaum muslimin. Akan tetapi dimakruhkan menikahi 
perempuan merdeka dari kalangan mereka dan 
menyetubuhi perempuan-perempuan budaknya, karena 
dikhawatirkan perempuan tersebut menggoda si laki- 
laki tersebut sehingga menyebabkannya pindah agama 
atau menyebabkan loyal kepada orang-orang yang 
seagama dengan perempuan tersebut. Apabila 
perempuan tersebut dari golongan perempuan Harbi 
(yang memerangi umat Islam), maka kemakruhannya 
lebih besar, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti 
yang disebutkan tadi. Disamping itu dengan 
menikahinya akan memperbanyak jumlah golongan 
Harbi (golongan non Islam yang memerangi kaum 
muslimin) dan dikhawatirkan bila anaknya tertawan 
akan menjadi budak. 


Pasal: Adapun perempuan-perempuan Ahlul 
Kitab selain Yahudi dan Nashrani, seperti perempuan- 
perempuan yang beriman dengan Zabur-nya Nabi Daud 
æ dan Shuhuf-nya Nabi Syu'aib x, maka seorang laki- 
laki muslim tidak boleh menikahi perempuan- $ 
perempuan merdeka dari kalangan mereka dan tidak 
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boleh menyetubuhi budak-budak perempuan dari 
kalangan mereka. Karena ada yang mengatakan bahwa 
kitab-kitab tersebut bukan firman Allah &, akan tetapi 
hanya sesuatu yang diturunkan Jibril AS seperti hukum- 
hukum yang diturunkan kepada Nabi & selain Al 
Qur'an. 


Ada pula yang mengatakan bahwa isi kitab-kitab 


tersebut bukanlah hukum, tapi hanya sekedar nasehat. 
Dalilnya adalah firman Allah &, 


Pn 0. X - es idm 
GS oa oem Ie LES ISI 


“Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua 
golongan saja sebelum kami.” (Qs. Al An'aam [6]: 156). 


Apabila ada perempuan yang masuk agama 
Yahudi dan Nashrani setelah terjadi perubahan (pada 
Taurat dan Injil), maka seorang laki-laki muslim tidak 
boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka dari 
kalangan mereka dan tidak boleh menyetubuhi 
perempuan-perempuan budak dari kalangan mereka, 
karena mereka telah menganut agama yang batil. Jadi 
mereka sama seperti orang-orang yang murtad dari 
Islam. 


Apabila ada orang-orang yang menganut agama 
Yahudi dan Nashrani tanpa diketahui apakah mereka 
menganutnya sebelum terjadi perubahan atau 
setelahnya, seperti orang-orang Nashrani dari kalangan 
bangsa Arab seperti Tannukh, Bani Taghlab dan 
Bahra', maka seorang muslim tetap tidak dibolehkan 
menikahi  perempuan-perempuan merdeka dari 
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kalangan mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak- 
budak perempuan dari kalangan mereka, karena hukum | 
asal kemaluan itu terlarang sehingga tidak dibolehkan | 
bila masih ada keraguan. 


Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i & berkata, “Orang-orang | 
Ahlul Kitab yang halal dinikahi adalah orang-orang Yahudi dan 
Nashrani, bukan Majusi.” Penjelasannya adalah bahwa orang- 
orang musyrik ada tiga golongan: 

Golongan yang memiliki kitab suci, 

golongan yang tidak memiliki kitab suci dan syubhat, 

dan golongan yang memiliki syubhat kitab. 

Adapun golongan yang memiliki kitab suci adalah Yahudi 
dan Nashrani. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang 
dibolehkannya menikahi perempuan merdeka dari golongan Ahlul 
Kitab. Di antara yang berpendapat seperti ini (sebagaimana 
diriwayatkan darinya) adalah Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, 
Salman, Jabir dan lainnya. 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Tidak ada riwayat sah yang 
menyatakan bahwa ulama terdahulu mengharamkannya.” 


Al Khallal meriwayatkan dengan sanadnya bahwa 
Hudzaifah, Thalhah, Al Jarud bin Al Mw'alla dan Udzainah Al Abdi 
menikahi perempuan-perempuan Ahlul Kitab. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh seluruh ulama. Hanya golongan Imamiyyah saja 
yang mengharamkannya karena berdalil dengan firman Allah &, 
3 ý sE ai (253 S5 “Dan janganlah kamu menikahi wanita- 


wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (Qs. Al Baqarah [2]: 
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221). Dan firman-Nya, „ií A Kó Ý; “Dan janganlah kamu 


tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- 
perempuan kafir” (Qs. Al Mumtahanah (60): 10). 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, “Mereka 
menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? 
Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik...... Dan wanita- 


wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al Kitab sebelum kamu.” (Os. Al Maa 'idah (5): 4-5). Ibnu 
Abbas berkata, “Ayat ini telah di-nasakh dengan ayat, (#55 Ý; 
Ts Ka an "rudi “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
musyrik, sebelum mereka beriman.” (Qs. Al Baqarah (2): 221). Hal 
ini karena surah Al Maa'idah turun setelah surah Al Bagarah. 
Utsman pernah menikahi perempuan Nashrani, dan Hudzaifah 
pernah menikahi perempuan Yahudi. Jabir bin Abdullah juga 
pernah ditanya tentang hukum laki-laki muslim menikahi 
perempuan Yahudi dan Nashrani. Dia menjawab, “Kami menikahi 
mereka di Kufah pada waktu tahun penaklukan Irak, karena saat 
itu kami tidak menemukan perempuan muslimah. Kemudian 
ketika kami pulang kami ceraikan mereka. Perempuan-perempuan 


mereka halal bagi kitab, tapi perempuan-perempuan kita haram 
bagi laki-laki mereka.” 


Cabang: Tidak boleh menikahi perempuan-perempuan 
yang menjadi penganut Nashrani setelah kitab-kitab Nabi Musa 
dan Nabi Isa dirubah (diganti), dan tidak boleh menetapkan jizyah 
atas mereka. Apabila hal ini telah jelas, maka lebih dilarang lagi 
menikahi perempuan yang menjadi penganut Nashrani setelah 
diutusnya Nabi &; seperti orang-orang yang masuk Nashrani 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 437 


melalui tangan para misionaris, seperti orang-orang Filipina, 
Indonesia dan Sudan (yang masuk Kristen melalui Kristenisasi). 


Adapun orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan 
tidak memiliki syubhat, mereka adalah kaum penyembah berhala, 
yaitu orang-orang yang menyembah batu, binatang, matahari, 
bulan, api, sungai dan pohon. Tidak boleh mengakui agama 
mereka dan tidak boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka 
dari kalangan mereka. Apabila ada budak-budak perempuan dari | 
kalangan mereka, maka tidak boleh menyetubuhinya. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &, 5% & c& A (AE Í; “Dan 
Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman,” dan firman-Nya, su pan K5 Y5 “Dan janganlah 
kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- 
perempuan kafir” Jadi diharamkan menikahi perempuan- 
perempuan musyrik, kemudian di-nasakh darinya berkenaan 
dengan menikahi perempuan-perempuan Dzimmi menurut : 
pendapat yang menjadikan pengecualian dari sesuatu yang umum 


sebagai nasakh. Sedangkan yang lainnya tetap diharamkan secara | 
umum. 


Adapun orang-orang yang memiliki syubhat kitab, yaitu 
orang-orang Majusi, maka tidak ada perselisihan pendapat di 
kalangan ulama bahwa mereka tidak memiliki kitab suci. Lalu | 
apakah sebelumnya mereka memiliki kitab suci, lalu kitab tersebut 
diangkat (dihilangkan)? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i yang akan dibahas pada pembahasan Jihad pada juz 18, 
insya Allah. | 


Apabila hal ini telah jelas, maka boleh mengakui agama | 
mereka dengan syarat mereka harus membayar jizyah (upeti 
Ipajak)). Akan tetapi tidak boleh menikahi perempuan dari 
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golongan mereka. Diriwayatkan dari Abu Ishag Al Marwazi bahwa 
dia berkata, “Apabila kami katakan bahwa mereka memiliki kitab 
suci, maka boleh menikahi perempuan yang merdeka dari 
kalangan mereka.” Akan tetapi pendapat pertama adalah 
pendapat yang dianut dalam madzhab kami. 


Ibnu Hazm berpendapat bahwa menikahi perempuan 
merdeka dari kalangan mereka (Majusi) hukumnya dibolehkan. Dia 
menjelaskannya dalam kitabnya “A/ Fash! Fi Al Milal Wa Al Ahwa'i 
Wa An-Nihal” dengan alasan karena mereka wajib membayar 
jizyah. Pendapat ini adalah berdasarkan qiyas yang tertolak, karena 
dia sendiri sangat tidak setuju dengan giyas dan mencelanya dalam 
kitab-kitabnya. 

Adapun dalil kami adalah firman Allah &, “Dan janganlah 
kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” 
dan firman-Nya, “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali 
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” Ayat ini 
berlaku umum untuk semua perempuan musyrik, kecuali yang ada 
dalilnya, yaitu Ahlul Kitab. Karena mereka tidak memiliki kitab suci 
(tidak diturunkan kitab untuk mereka), maka tidak halal menikahi 
mereka. 


Ibrahim Al Harbi berkata: Diriwayatkan dari sepuluh 
sahabat lebih bahwa mereka berkata, “Tidak halal bagi kami 
menikahi perempuan-perempuan mereka.” 


Abu Tsaur berkata, “Dihalalkan bagi kita menikahi 
perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka karena 
digiyaskan dengan kewajiban membayar jizyah.” 


Telah kami katakan bahwa mereka bukan Ahlul Kitab 
sehingga tidak boleh menikahi mereka dan tidak boleh memakan 
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sembelihan mereka, seperti halnya yang berlaku pada kaum | 
penyembah berhala. 


Adapun berkenaan dengan pendapat Abu Ishag, salah | 
seorang teman kami dan Abu Tsaur yang merupakan salah satu 
fuqaha Syafi'iyyah senior, maka pendapat keduanya tidak benar, | 
karena kalau dibolehkan menikahi berdasarkan pendapat yang 
mengatakan bahwa mereka memiliki kitab suci, maka tentunya 
halal memerangi mereka berdasarkan pendapat yang mengatakan 
bahwa mereka tidak memiliki kitab suci. Demikianlah yang | 
dinyatakan oleh Al Imrani dalam A/ Bayan. 


Cabang: Adapun orang-orang yang berpegang dengan | 
kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, seperti orang-orang 
yang berpedoman dengan Shuhuf-Shuhuf Nabi Ibrahim dan Zabur- 
nya Nabi Daud, maka tidak dihalalkan menikahi mereka dan tidak 
boleh menyetubuhi budak-budak perempuan dari kalangan mereka 
serta tidak boleh memakan sembelihan mereka. 


Imam Asy-Syafi'i memberi dua alasan dalam masalah ini. 


Pertama: Dalam kitab-kitab tersebut tidak ada hukum- 
hukumnya, tapi hanya sekedar nasehat, sehingga ia tidak berstatus 
sebagai kitab suci. 


Kedua: Kitab-kitab tersebut bukan merupakan firman 
Allah &, tapi hanya wahyu dari-Nya: karena terkadang Dia 
memberi wahyu yang bukan Al Qur'an, sebagaimana diriwayatkan 
dari Nabi & bahwa beliau bersabda, & Pan Ma af SA dar PT 
PI PN Jibril & mendatangiku lalu menyuruhku membaca 


Bismillahirrahmanirrahim' dengan suara keras.” Dan perkataan 
tersebut bukanlah Al Qur'an dan bukan firman Allah &. 
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Demikianlah yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al 
Imrani. 


Syaikh Asy-Syirazi Æ berkata: Teman-teman kami 
berselisih pendapat tentang Samirah dan Shabi'in. 
Menurut Abu Ishag Samirah termasuk golongan 
Yahudi, sementara Shabi'in tergolong Nashrani. 


Al Qahir pernah meminta fatwa kepada Abu Sa'id 
Al Ishthakhri tentang Shabi'in. Lalu Abu Sa'id 
memfatwakan bahwa mereka boleh dibunuh (diperangi), 
karena mereka meyakini bahwa tujuh bintang bisa 
mengatur alam semesta. 


Adapun pendapat dalam madzhab kami adalah, 
bahwa apabila mereka sesuai dengan orang-orang 
Yahudi dan Nashrani dalam Ushuluddin (ajaran-ajaran 
pokok agama) seperti membenarkan para Rasul dan 
beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, maka 
mereka termasuk golongan mereka. Sedangkan bila 
mereka menyelisihi Yahudi dan Nashrani dalam 
Ushuluddin, maka mereka tidak termasuk golongan 
mereka dan hukum mereka seperti hukum kaum 
penyembah berhala. 


Akan tetapi fuqaha Syafi'iyyah berselisih 
pendapat tentang Majusi. Menurut Abu Tsaur, 
dihalalkan menikahi mereka, karena agama mereka 
diakui ketika mereka mau membayar jizyah, seperti 
Yahudi dan Nashrani. Sementara menurut Abu Ishag: 
Apabila kami katakan bahwa mereka memiliki kitab 
suci, maka boleh menikahi perempuan-perempuan 
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merdeka dari kalangan mereka dan boleh menyetubuhi 
budak-budak perempuan dari kalangan mereka. 


Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab | 
kami adalah, bahwa tidak dihalalkan menikahi mereka 
karena mereka tidak berpedoman dengan kitab suci 
sehingga status mereka seperti penyembah berhala. 


Adapun berkenaan dengan menahan darah 
mereka (tidak memerangi mereka), alasannya adalah | 
karena memiliki syubhat kitab. Dan syubhat berkenaan 
dengan darah menyebabkan mereka tidak boleh | 
diperangi. Adapun syubhat berkenaan dengan 
kemaluan, maka konsekuensinya adalah melarang 
menikahi mereka. 


Adapun berkenaan dengan pendapat Abu Ishaq, | 
maka pendapat tersebut tidak benar, karena seandainya 
dibolehkan menikahi mereka berdasarkan pendapat ini, | 
maka dibolehkan membunuh mereka berdasarkan 
pendapat lain. 


Pasal: Seorang laki-laki diharamkan menikahi | 
anak yang lahir dari suami penganut agama berhala dan 
perempuan Ahlul Kitab, karena anak termasuk dalam 
kabilah ayah sehingga dia dinisbatkan kepadanya dan 
dimuliakan sesuai kemuliaan ayahnya. Dalam hukumnya 
dalam nikah juga demikian. 


Adapun berkenaan dengan anak yang lahir dari 
suami Ahlul Kitab dan perempuan penyembah berhala, | 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 


Syafi'iyyah: 
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Pertama: Tidak haram menikahinya, karena dia 
masuk dalam kabilah ayahnya dan sang ayah termasuk 
Ahlul Kitab. 


Kedua: Diharamkan menikahinya, karena dia 
bukan murni Ahlul Kitab sehingga mirip Majusi. 


Penjelasan Hukum Berkaitan dengan Samirah dan 
Shabi'in: 


Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam salah satu kitabnya, 
“Samirah adalah salah satu golongan Yahudi, sementara Shabi'in 
adalah salah satu golongan Nashrani.” Akan tetapi di tempat lain 
Imam Asy-Syafi'i tidak berkomentar tentang hukum mereka. 


Abu Ishag berkata, “Imam Asy-Syafi'i tidak berkomentar 
tentang hukum mereka sebelum menyakini tentang masalah 
mereka. Setelah beliau yakin tentang mereka, maka beliau 
menyamakannya dengan Yahudi dan Nashrani.” 


Diriwayatkan bahwa Al Qahir Al Abbasi pernah meminta 
fatwa tentang Shabi'ah, lalu Abu Sa'id Al Ishthakhri memfatwakan 
bahwa mereka bukan Ahlul Kitab, karena mereka mengatakan 
bahwa orbit merupakan makhluk hidup yang dapat berbicara, dan 
tujuh bintang merupakan tuhan, yaitu matahari, bulan, Jupiter, 
Saturnus, Mars, Venus dan Merkurius. Abu Sa'id memfatwakan 
bahwa leher mereka boleh dipenggal. Maka Al Qahir 
mengumpulkan mereka (Shabi'ah)h untuk membunuh mereka 
(mengeksekusi mati). Akan tetapi mereka memberinya banyak 
harta sehingga dia pun membiarkan mereka. 


Kaum Shabi'ah sepakat dengan orang-orang Yunani kuno 
dalam hal penyembahan terhadap Venus dan Mars. Venus adalah 
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dewi kecantikan, sementara Bakos adalah dewa arak dan Jupiter. 
Adapun berkenaan dengan Samirah, ada yang mengatakan bahwa 
mareka adalah pengikut Nabi Musa yaitu Samiri dan kabilahnya. 
Mereka menempati Nablus di Palestina. Semoga Allah 
menghilangkan musibah dan bencana yang sedang mendera 
Palestina yang di dalamnya adalah Al Quds Asy-Syarif. 


Kita harus melihat dua golongan tersebut. Apabila mereka 
menyelisihi Yahudi dan Nashrani dalam ajaran pokok agama 
mereka, maka mereka bukan termasuk golongan Yahudi dan 
Nashrani. Sedangkan bila mereka sesuai dengan Yahudi dan 
Nashrani dalam ajaran-ajaran pokok agama mereka, maka mereka 
termasuk golongan Yahudi dan Nashrani. Akan tetapi menurutku 
Shabi'in tidak sesuai dengan Yahudi dan Nashrani dalam ajaran 
pokok agama mereka dan tidak menyelisihi mereka dalam ajaran- 
ajaran agama yang bersifat cabang. Sebagaimana kaum muslimin 
adalah satu agama, karena sepakat dalam Ushuluddin meskipun 
berbeda pendapat dalam Furu’. 


Al Magrizi berkata, “Ketahuilah, bahwa sekte Samirah 
bukanlah termasuk golongan Bani Israil. Mereka adalah kaum yang 
datang dari timur, lalu menghuni negeri-negeri Syam dan 
kemudian menjadi penganut Yahudi.” Dia berkata lebih lanjut, 
“Umat-umat lain menyebut mereka sebagai Samirah, karena 
mereka menempati kota Syamirun yang merupakan kota Nablus.” 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i # berkata, “Aku tidak 
menganggap makruh menikahi perempuan-perempuan Harbi 
kecuali karena dikhawatirkan dia akan menggoda laki-laki muslim 
agar keluar dari agamanya.” Penjelasannya adalah bahwa 
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perempuan Harbi dari golongan Ahlul Kitab boleh dinikahi karena 
dengan melihat kitabnya, bukan melihat negerinya. 


Apabila hal ini telah jelas, maka makruh bagi laki-laki 
muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab dalam kondisi apapun, 
karena dikhawatirkan perempuan tersebut akan menggoda laki-laki 
tersebut (agar keluar dari agama Islam (murtad) atau 
menggoncang akidah anak-anaknya yang merupakan hasil 
pernikahannya dengannya. Sering kali kita melihat banyak orang 
menjadi atheis, pengkhianat dan intel. Semua itu disebabkan 
karena mereka terpengaruh dengan ibu mereka yang non muslim, 
atau terpengaruh sahabat-sahabat mereka yang suka menginjak- 
injak agama Islam, sehingga menyebabkan mereka tidak lagi 
mencintai umat Islam. 


Mereka terpengaruh dengan orang-orang Barat sehingga 
berbalik memerangi umat Islam dan memerangi akidah dan syariat 
Islam. Banyak dampak negatif akibat pernikahan dengan 
perempuan Ahlul Kitab, sehingga pemerintah Mesir membuat 
undang-undang yang melarang laki-laki menikahi perempuan- 
perempuan asing. Terutama bagi laki-laki yang bekerja di 
lingkungan militer (tentara) dan laki-laki yang bekerja sebagai 
diplomat di kedutaan besar dan konsulat. Hal ini bertujuan agar 
rahasia negara tidak bocor kepada musuh. Ini menunjukkan bahwa 
Imam Asy-Syafi'i sangat jeli pandangannya dan sangat luas 
wawasannya, karena dia memakruhkan pernikahan tersebut tanpa 
membedak-bedakan antara satu golongan dengan golongan lain, 
karena setiap muslim adalah bagian dari kaum muslimin secara 
umum, sehingga pertahanan kaum muslimin akan tetap kokoh 
(dengan adanya larangan pernikahan tersebut). 
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Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Seorang laki- 
laki tidak boleh menikahi budak perempuan dari | 


golongan Ahlul Kitab. Hal ini berdasarkan firman 
Allah &, 


2 A 23 Ao ,£ otor A 
I, zaar a. bb DRI A 7 yir za 
ENSS o SEN AE ayah AE 


“Dan barangsiapa diantara kamu (orang 
merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk 
mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak | 
yang kamu miliki.” (Qs. An-Nisaa' (4): 25). Disamping 
itu bila dia milik laki-laki kafir, maka anaknya akan 
menjadi budak karenanya, sedangkan bila dia milik laki- 
laki muslim maka bisa jadi si muslim tersebut akan 
menjualnya kepada orang kafir sehingga anak tersebut 
bisa menjadi budak. 


Adapun berkenaan dengan budak perempuan 
muslimah, apabila suaminya orang merdeka, maka 
harus dilihat dulu, Apabila sang suami tidak takut 
berbuat zina, maka dia tidak boleh menikahinya, 
berdasarkan firman Allah &, “Dan barangsiapa diantara 
kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi 
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari 
budak-budak yang kamu  miliki...... (Kebolehan 
mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang 
takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari 
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perbuatan zina) di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 
25). Ini menunjukkan bahwa budak perempuan Ahlul 
Kitab tidak halal bagi laki-laki yang tidak takut akan 
berbuat zina. 


Sedangkan bila si laki-laki muslim takut berbuat 
zina, tapi dia tidak memiliki istri dari kalangan 
perempuan merdeka dan dia tidak memiliki biaya untuk 
menikahi perempuan merdeka atau untuk membeli 
budak perempuan, maka dia boleh menikahi budak 
perempuan, berdasarkan ayat tadi. Adapun bila si laki- 
laki muslim memiliki biaya untuk menikahi perempuan 
muslimah yang merdeka, maka dia tidak boleh 
menikahi budak perempuan, berdasarkan firman 
Allah &, “Dan barangsiapa diantara kamu (orang 
merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk 
mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak 
yang kamu miliki.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 25). 

Ini menunjukkan bahwa bila seorang laki-laki 
muslim memiliki biaya untuk menikahi perempuan 
beriman yang merdeka, maka dia tidak boleh menikahi 
budak perempuan. 

Adapun bila dia memiliki biaya untuk menikahi 
perempuan merdeka dari golongan Ahlul Kitab atau 
untuk membeli budak perempuan, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 

Pertama: Boleh, berdasarkan firman Allah &, 
“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang 
tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita 
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merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita 
yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki” ' 
(Qs. An-Nisaa' [4]: 25). Dalam kondisi tersebut dia 
tidak mampu menikahi perempuan merdeka yang 
beriman. 


Kedua: Tidak boleh. Inilah pendapat yang benar, 


-2 € 


berdasarkan firman Allah &, Ka LG 12 2 A 
“(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang- 
orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari 
perbuatan zina) di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 
25). Dalam kondisi tersebut dia takut akan berbuat zina. 


Adapun bila seorang laki-laki muslim memiliki istri 
yang merupakan perempuan merdeka tapi dia tidak 
bisa menyetubuhinya, karena istrinya masih kecil atau 
vaginanya sempit atau sakit parah, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Dia boleh menikahi budak perempuan 
tersebut, karena dia takut akan berbuat zina (bila tidak 
menikahinya). 

Kedua: Dia tidak boleh menikahinya, karena dia 
memiliki istri yang merupakan perempuan merdeka | 
sehingga dia tidak boleh menikahi budak perempuan. 

Adapun yang benar adalah pendapat pertama. 


Apabila seorang laki-laki muslim tidak memiliki 
istri dari kalangan perempuan merdeka dan tidak dia 
memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka, | 
sementara dia takut berbuat zina, lalu dia menikahi 
budak perempuan dan setelah itu menikahi perempuan | 
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merdeka, atau dia mendapatkan biaya untuk menikahi 
perempuan merdeka atau merasa aman dari perbuatan 


zina, maka pernikahannya dengan budak perempuan 
tidak batal. 


Al Muzani berkata, “Apabila laki-laki muslim 
mendapatkan mahar untuk menikahi perempuan 
merdeka, maka pernikahannya dengan budak 
perempuan batal, karena syarat pembolehannya telah 
hilang.” Akan tetapi pendapat ini salah, karena 
hilangnya syarat setelah adanya akad tidak memiliki 
hukum, seperti halnya bila kekhawatiran berbuat zina 
hilang setelah akad nikah. 


Apabila laki-lakinya seorang budak, maka dia 
boleh menikahi budak perempuan, meskipun dia 
memiliki mahar untuk menikahi perempuan merdeka 
dan tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, 
karena budak perempuan tersebut sama dengannya. 
Oleh karena itu dalam masalah menikahinya disebabkan 
kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan zina tidak 
tergantung pada tidak-adanya mahar untuk perempuan 
merdeka, seperti perempuan merdeka berkenaan 
dengan laki-laki merdeka. 


Pasal: Seorang budak laki-laki haram menikahi 
majikan perempuannya, karena hukum-hukum 
kepemilikan dan nikah saling bertentangan, karena 
seorang perempuan dengan hukum kepemilikan bisa 
meminta kepadanya untuk pergi ke timur, sementara 
budak dengan hukum nikah bisa meminta kepadanya 
(majikan perempuannya) untuk pergi ke barat. Seorang 
perempuan dengan hukum nikah bisa meminta nafkah 
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kepadanya (budak laki-lakinya yang menjadi suaminya), 
sementara budak laki-laki dengan hukum kepemilikan 
bisa meminta nafkah kepadanya (majikan perempuan 
yang menjadi istrinya). 


Apabila seorang budak laki-laki menikahi 
perempuan merdeka, lalu perempuan tersebut 
membelinya, maka nikahnya batal, karena kepemilikan 
terhadap budak lebih kuat mengingat ada hak 
kepemilikan budak dan hak memanfaatkannya, 
sehingga hal ini bisa menggugurkan nikah. 


Seorang majikan laki-laki juga diharamkan 
menikahi budak perempuannya, karena dengan nikah 
menyebabkan adanya hak-hak yang wajib atas si 
perempuan yang menghalangi kepemilikan budak, 
sehingga hukumnya membatalkan pernikahan tersebut. 


Apabila seorang majikan laki-laki menikahi budak 
perempuannya yang masih kecil, nikahnya juga batal, 
berdasarkan penjelasan kami tentang budak laki-laki 
yang menikahi perempuan merdeka, lalu perempuan 
tersebut membelinya. 


Pasal: Seorang ayah haram menikahi budak | 
perempuan putranya, karena ada syubhat dalam 
masalah ini yang menggugurkan had akibat 
menyetubuhinya, sehingga sang ayah tidak boleh 
menikahinya, seperti halnya budak perempuan yang 
dimiliki bersama antara dia dengan orang lain. 
Sedangkan bila dia menikahi budak perempuan milik 
orang lain, lalu budak tersebut dimiliki oleh putranya, 
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maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Nikahnya batal, karena kepemilikan 
ayahnya seperti kepemilikannya dalam hal menggugur- 
kan had dan keharaman Istilad. Jadi hukumnya seperti 
miliknya dalam hal membatalkan nikah. 


Kedua: Nikahnya tidak batal, karena dia tidak 
memilikinya meskipun telah dimiliki putranya, sehingga 
nikahnya tidak batal. 


Penjelasan: Seorang laki-laki muslim merdeka tidak boleh 
menikahi budak perempuan musyrik, baik budak tersebut seorang 
penyembah berhala atau Ahli Kitab. Akan tetapi menurut Abu 
Hanifah, dia boleh menikahi budak perempuan dari kalangan Ahlul 
Kitab. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, Kau aa Í 289 
CB o Kai EKE LN LN as II 


es 


OAI “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang 


tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi 
beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- 
budak yang kamu miliki” (Qs. An-Nisaa` (4): 25). Ayat ini 
merupakan dalil bahwa tidak boleh menikahi perempuan- 
perempuan yang tidak beriman. 


Seorang laki-laki muslim yang merdeka boleh menikahi 
budak perempuan muslimah dengan dua syarat: 


Pertama: Dia tidak memiliki biaya nikah, yaitu mahar 
yang bisa diberikan kepada perempuan muslimah yang merdeka. 
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Yang dimaksud Muhshanat adalah perempuan merdeka meskipun 
masih perawan. Muhshanat juga bisa berarti perempuan- 
perempuan yang bersuami dan bisa berarti perempuan-perempuan 
yang menjaga kehormatannya. Yang dimaksud kalimat “ «as! 


BAT adalah perempuan yang menjauhi zina. Setiap perempuan 


yang menjaga kehormatannya disebut Muhshanah dan Muhshinah, 
sedangkan setiap perempuan yang bersuami disebut Muhshanah 
“ 


saja. Kalimat ULe— artinya adalah perempuan yang menjaga 
kehormatan dirinya. Kemngkinan kata ini diambil dari kata ¿ji 
yaitu tempat yang tidak bisa dijangkau karena tinggi. Rangkaian 
kalimatnya adalah per 4 dar « pax. Adapun yang dimaksud 
Kazi adalah kuda yang bagus; kemungkinan disebut demikian 


karena punggungnya seperti penjaga bagi penunggangnya. 
Dikatakan pula bahwa sebabnya ia tidak dijual dengan harga 100 
dirham dan hanya mau dibeli bangsawan. Dari kata inilah 
(Hashuna) maka apabila seorang laki-laki baligh yang merdeka 
menyetubuhi istrinya, atau perempuan merdeka yang sudah baligh 
disetubuhi dengan nikah, maka ia disebut bka dalam Islam dan 


syirik. Yang dimaksud adalah dalam pernikahan yang sah. Dan 
isim fa'il dari kalimat 7x bagi laki-laki yang telah menikah adalah 


asu tanpa menggunakan qiyas, sementara untuk perempuan 
adalah So tanpa menggunakan giyas. Oleh karena itulah 
Allah & berfirman, otashi. 


Kedua: Dia takut terjerumus ke dalam perbuatan CS 


(zina). Kalimat 'Anat juga bisa berarti kesalahan atau kesulitan. 
Dikatakan ©% KST, yakni susah. Allah & berfirman, ú 4; 45 


«= “Berat terasa olehnya penderitaanmu," dan firman-Nya, ú 153 
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sit “Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.” Artinya 
disini adalah perbuatan kedurhakaan atau jatuh ke dalam 
kesusahan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. 


Apabila seorang laki-laki takut terjerumus ke dalam 
perbuatan zina atau tidak bisa mendapatkan biaya nikah, maka dia 
boleh menikahi budak perempuan muslimah. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Jabir. Sementara dari 
kalangan tabi'in yang berpendapat seperti ini adalah Al Hasan, 
Atha', Thawus, Amr bin dinar dan Az-Zuhri. Sedangkan dari 
kalangan fugaha yang berpendapat seperti ini adalah Malik dan Al 
Auza'i. 

Abu Hanifah berkata, “Apabila dia tidak memiliki istri dari 
kalangan perempuan merdeka, maka dia boleh menikahi budak 
perempuan meskipun dia tidak takut terjerumus ke dalam 
perbuatan zina, baik dia mampu membayar mahar perempuan 
merdeka atau tidak mampu.” 


Ats-Tsauri dan Abu Yusuf berkata, “Apabila dia takut 
terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia boleh menikahi 
budak perempuan meskipun dia memiliki biaya untuk menikahi 
perempuan merdeka.” 


Utsman Al Batti berkata, “Dia boleh menikahi budak 
perempuan dalam kondisi apapun, seperti perempuan merdeka.” 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, “Dan 
barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, 
dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang 
kamu miliki..... (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi 
orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari 
perbuatan zina) di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa” [4]: 25). 
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Oleh karena itu dia tidak boleh menikahi budak perempuan 
muslimah kecuali dengan dua syarat di atas. Apabila dia memiliki 
mahar untuk diberikan kepada perempuan muslimah yang 
merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan, 
berdasarkan ayat tadi. 


Apabila dia gila, dia tidak boleh menikahi budak 
perempuan, karena dia tidak takut zina. 


Apabila dia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan 
muslimah yang merdeka dan takut terjerumus ke dalam perbuatan 
zina, lalu ada laki-laki yang meminjaminya mahar untuk diberikan 
kepada perempuan merdeka, atau si perempuan merdeka rela 
maharnya ditunda pembayarannya, maka dia boleh menikahi 
budak perempuan, karena hal tersebut akan membahayakannya, 
sebab dia akan memiliki beban utang. Apabila ada laki-laki yang 
menghibahkan mahar kepadanya maka dia boleh menikahi budak 
perempuan, karena hibah tersebut merupakan pemberian 


untuknya. 


Apabila dia memiliki mahar untuk menikahi perempuan 
muslimah yang merdeka, tapi dia tidak bisa menikahinya karena 
nasabnya rendah, atau penduduk negeri setempat tidak mau 
menikahkannya kecuali dengan mahar di atas mahar mifs/ maka 
dia boleh menikahi budak perempuan, karena dia tidak mampu 
menikahi perempuan muslimah yang merdeka. Adanya sesuatu 
yang lebih besar dari harga standar adalah seperti tidak-adanya 
sesuatu tersebut. 


Apabila perempuan merdeka rela diberi mahar yang kurang 
dari mahar mits/, sementara si laki-laki memiliki mahar tersebut, 
apakah dia boleh menikahi budak perempuan?. Dalam hal ini ada 
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dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh 
Al Mas'udi. 


Apabila dia memiliki istri perempuan merdeka yang masih 
kecil sehingga dia tidak bisa menyetubuhinya, atau memiliki istri 
perempuan dewasa tapi sedang sakit (sehingga tidak bisa 
disetubuhi), atau istrinya sedang pergi dan dia tidak bisa 
mendatanginya, apakah dia boleh menikahi budak perempuan? 
Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Dia boleh menikahi budak perempuan, karena 
Allah & membolehkan menikahinya dengan syarat dia tidak 
memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, 
sementara syaratnya dalam kondisi tersebut ada. 


Kedua: Dia tidak boleh menikahinya. Pendapat inilah yang 
lebih benar, karena dia tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan 
zina. 


Masalah: Seorang budak laki-laki tidak sah menikahi 
majikan perempuannya, karena ada kontradiksi antara hukum 
kepemilikan dengan hukum nikah dalam hal nafkah dan 
bepergian. Sebab budak laki-laki berhak memberi nafkah kepada 
majikan perempuannya (yang menjadi istrinya) dan majikan 
perempuannya (istrinya) juga berhak memberi nafkah kepadanya. 
Seorang perempuan juga boleh bepergian dengan budak laki- 
lakinya ke negeri manapun yang dia kehendaki, sementara 
seorang suami juga boleh bepergian dengan istrinya ke negeri 
manapun yang dia kehendaki. Kalau kami menganggap sah 
pernikahannya dengan majikan perempuannya, maka akan terjadi 
kontradiksi dalam hukumnya. 
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Apabila seorang budak laki-laki menikahi perempuan 
merdeka, lalu perempuan tersebut membelinya, maka nikahnya 
batal, karena hukum budak lebih kuat dari hukum nikah. 


Seorang laki-laki tidak sah menikahi budak perempuan 
anak kandungnya atau budak perempuan cucunya dan seterusnya 
ke bawah, karena ada syubhat dalam masalah harta. Alasannya 
adalah karena dia wajib menjaga kehormatan dirinya sehingga 
budak tersebut seperti budaknya sendiri. Dan berkenaan dengan 
hukum-hukum seputar pasal ini ada banyak cabang permasalahan, 
sehingga kami cukup menjelaskan yang paling penting sesuai 
pandangan Islam berkenaan dengan perbudakan sebagai penguat 
apa yang telah kami uraikan di awal bab memerdekakan budak. 
Wallahu A'lam. 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak sah 
menikahi wanita yang sedang menjalani iddah dari laki- 
laki lain. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 

577% e ole Lo Ger z P d sr 7 
AA LESTI A uai 

“Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) 
untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya.” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 235). Disamping itu iddah itu diwajibkan 
untuk menjaga nasab. Apabila kami membolehkan 
nikah dalam masa iddah, maka nasab akan bercampur 
dan batallah tujuannya. 


Dan dimakruhkan pula menikahi perempuan yang 
ragu sedang hamil (meragukan kehamilannya) setelah 
habis masa iddahnya, karena boleh jadi dia sedang 
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hamil dari laki-laki lain. Apabila seorang laki-laki 
menikahinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Nikahnya batal, karena perempuan 
tersebut ragu sedang hamil, sehingga tidak sah menikah 
dengannya, seperti halnya bila terjadi keraguan sebelum 
habisnya iddah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Al 
Abbas. 


Kedua: Nikahnya sah, karena keraguan tersebut 
muncul setelah habisnya iddah, sehingga tidak 
menghalangi sahnya nikah, seperti halnya bila keraguan 
tersebut terjadi setelah nikah. Pendapat ini dinyatakan 
oleh Abu Sa'id dan Abu Ishag, dan inilah pendapat 
yang benar. 


Dibolehkan pula menikahi perempuan yang hamil 
akibat perbuatan zina, karena kehamilannya tidak 
dinisbatkan kepada seorang pun sehingga adanya 
kehamilan sama seperti tidak-adanya kehamilan. 


Penjelasan hukum: Tidak sah menikahi perempuan yang 
sedang menjalani iddah dari laki-laki lain (mantan suaminya). Hal 


ini berdasarkan firman Allah &, & és Ai AAA Pa N; 
KA CSS “Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk 
beragad nikah, sebelum habis iddahnya.” (Qs. Al Baqarah (2): 
235). Kalimat WP ify sll IE FA adalah termasuk dalam bab 
Le. Artinya adalah bertekad dalam hati untuk melakukan 
sesuatu. Artinya disini adalah “Janganlah kalian berketetapan hati 
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untuk melakukan akad nikah dalam masa iddah.” Adapun berazam 
setelah akad nikah, maka hukumnya dibolehkan. Dalam kalimat ini 
kata 'A/a dibuang. Sibawaih berkata, “Pembuangan dalam ayat ini 
tidak digiyaskan padanya.” 


An-Nahhas berkata, “Ayat tersebut boleh diartikan 
“Janganlah kalian melakukan akad nikah’, karena arti fa zimu dan 
fagidu adalah sama. Dikatakan bahwa larangan bertekad 
melakukannya lebih dulu merupakan larangan yang berlebihan, 
karena bila sesuatu dilarang sebelum dilakukan maka larangan 
melakukan sesuatu tersebut lebih keras. Dan kalimat hatta (5) 


disini adalah larangan yang sangat keras. Adapun kalimat A P 
di ce adalah bahasa kiasan dari habisnya iddah. Yang 


dimaksud kitab disini adalah batas akhir resmi dari iddah. 
Dinamakan kitab karena ia ditentukan dan diwajibkan, seperti 


firman Allah &, 654 CS Gi KK YA g 
“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman.” (Os. An-Nisaa [4]: 103). 
Adapun yang dimaksud ajal disini adalah batas akhir iddah.” 


Apabila seorang perempuan meragukan kehamilannya, 
misalnya ada tanda-tanda kehamilan padanya dan dia ragu apakah 
sedang hamil atau tidak, apabila keraguan tersebut terjadi sebelum 
habisnya masa iddah, lalu iddah tersebut habis dengan quru‘ atau 
beberapa bulan, sementara keraguan tersebut tetap ada, maka 
nikahnya sah, karena dia ragu dalam keluarnya dari iddah sedang 
hukum asalnya masih tetap ada. Apabila iddahnya habis tanpa ada 
keraguan, lalu dia menikah, lalu setelah itu muncul keraguan 
padanya tentang kehamilan, maka keraguan tersebut tidak 
berpengaruh, karena nikahnya sudah sah secara zhahir. 
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Apabila iddahnya habis dengan beberapa bulan atau 
dengan guru ', lalu dia ragu akan kehamilannya, maka makruh 
menikahinya. Lalu apabila ada laki-laki yang menikahinya, apakah 
nikahnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Nikahnya tidak sah, karena perempuan tersebut 
ragu apakah sedang hamil atau tidak, sehingga tidak sah menikah 
dengannya, seperti halnya bila keraguan tersebut terjadi sebelum 
habisnya iddah, lalu iddahnya habis dan dia masih meragukan 
kehamilannya, maka nikahnya tidak sah. Maka begitu pula 
hukumnya dalam kasus tadi. 


Kedua: Nikahnya sah. Pendapat inilah yang dianut 
madzhab kami. Alasannya adalah karena keraguan muncul setelah 
habisnya iddah sehingga tidak berpengaruh, seperti halnya bila si 
perempuan menikah setelah habisnya iddah lalu terjadi keraguan. 


Cabang: Apabila seorang perempuan berzina, maka dia 
tidak wajib menjalani iddah, baik dia tidak hamil atau sedang 
hamil. Apabila dia tidak hamil, maka laki-laki yang berzina 
dengannya atau laki-laki lain boleh melakukan akad nikah 
dengannya. Sedangkan bila dia sedang hamil akibat zina, maka 
makruh menikahinya sebelum dia melahirkan. Ini adalah salah satu 
dari dua riwayat dari Abu Hanifah. 


Adapun menurut Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad dan 
Ishaq #5, perempuan yang berzina wajib menjalani iddah, seperti 
perempuan yang disetubuhi karena syubhat. Apabila dia tidak 
hamil maka dia harus menjalani iddah selama tiga Quru‘ 
Sedangkan bila dia hamil, maka dia harus menjalani iddahnya 
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sampai waktu melahirkan, dan tidak sah menikahinya sebelum dia 
melahirkan. 


Malik #5 berkata, “Apabila seorang laki-laki menikahi 
perempuan dan dia tidak tahu bahwa perempuan tersebut berzina, 
lalu dia mengetahui bahwa perempuan tersebut hamil akibat zina, 
maka dia harus menceraikannya. Apabila dia telah 
menyetubuhinya, maka dia harus memberikan mahar mits/ 
kepadanya.” 


Rabi'ah berkata, “Dia harus menceraikannya tapi tidak 
perlu memberikan mahar kepadanya.” 


Adapun menurut Ibnu Sirin dan Abu Yusuf, apabila 
perempuan tersebut tidak hamil, maka dia tidak perlu menjalani 
iddah. Sedangkan bila dia hamil, maka tidak sah melakukan akad 
nikah dengannya sampai dia melahirkan. Pendapat ini juga 
merupakan riwayat yang lain dari Abu Hanifah. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, s3 ú S Jet, 
S3 “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,” dan juga 
sabda Nabi $, juai Nadi sd Y “Sesuatu yang haram tidak 
mengharamkan sesuatu yang halal” Melakukan akad nikah 
dengan perempuan yang berzina itu halal sebelum terjadi 


perbuatan zina dan sebelum terjadi kehamilan. Dengan demikian, 
maka zina tidak mengharamkannya. 


Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang memiliki anak 
laki-laki menikahi perempuan yang memiliki anak perempuan, lalu 
anak laki-laki tersebut berzina dengan anak perempuan tersebut, 
kemudian Umar menanyakan kepada keduanya dan keduanya 
mengaku. Lalu Umar menghukum cambuk keduanya dan hendak 
menikahkan keduanya, tapi si anak laki-laki menolak. Dan dalam 
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kasus tersebut Umar tidak berpendapat bahwa anak perempuan 
tersebut harus menunggu sampai habisnya iddah. Pendapatnya ini 
tidak diingkari oleh seorang pun. Ini menunjukkan bahwa hal 
tersebut merupakan ijma. Disamping itu zina adalah persetubuhan 
yang tidak menyebabkan adanya nasab (kepada laki-laki yang 
menzinai) dan kehamilan yang terjadi karenanya tidak 
menyebabkan anak yang dikandung dinasabkan kepada seorang 
pun, sehingga ia tidak menghalangi sahnya pernikahan, seperti 
halnya bila perbuatan zina tersebut tidak dilakukan. 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Seorang laki- 
laki merdeka diharamkan menikahi lebih dari empat 
perempuan, berdasarkan firman Allah &, 


LAs 12A ea A Pa z% 
Sa N GSE 


“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi: Dua, tiga atau empat.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3), 
Abdullah bin Umar #; meriwayatkan bahwa Ghailan bin 
Salamah masuk Islam dan saat itu dia memiliki 10 istri. 
Maka Nabi @ bersabda, “Ambil empat istri dari 


mereka.” 


Adapun budak laki-laki, dia diharamkan menikahi 
lebih dari dua perempuan. Sementara menurut Abu 
Tsaur, dia boleh menikahi empat perempuan. Akan 
tetapi pendapatnya ini salah, karena ada riwayat yang 
menyebutkan bahwa Umar & berpidato dengan 
berkata, “Siapa yang tahu berapa istri yang boleh 
dimiliki seorang budak laki-laki?” Maka berkatalah 
seorang laki-laki, “Aku” Umar bertanya, “Berapa?” Dia 
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menjawab, “Dua istri.” Rupanya Umar hanya diam 


(pertanda setuju). Pendapat ini juga diriwayatkan dari 
Ali dan Abdurrahman bin 'Auf s,. 


Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, 
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari jalur Az-Zuhri dari Salim dari 
ayahnya. Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari periwayat tsigah 
dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanadnya. Ibnu Hibban dan Al 
Hakim juga meriwayatkannya dan di-shahih-kan oleh keduanya. 


Ahmad menambahkan dalam suatu riwayat: Pada masa 
pemerintahan Umar, dia menceraikan istri-istrinya dan 
membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ketika Umar 
mendengar hal tersebut, dia berkata, “Aku menduga syetan 
pencuri berita (dari langit) telah mendengar info tentang 
kematianmu, lalu dia membisikkannya ke dalam hatimu. Mungkin 
engkau tidak akan hidup lagi kecuali sebentar saja. Demi Allah, 
hendaknya engkau merujuk istri-istrimu dan menarik kembali 
hartamu, atau akulah yang mewariskan kepada mereka darimu, 
dan akan kusuruh kuburanmu dirajam sebagaimana kuburan Abu 
Righal dirajam.” Al Bazzar berkata, “Atsar ini dinilai jayyid (bagus) 
oleh Ma'mar di Bashrah, tapi dinilai rusak olehnya di Yaman.” 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Bukhari bahwa dia 
berkata, “Hadits ini tidak mahfuzh.” 


Al Bukhari berkata, “Adapun hadits Az-Zuhri dari Salim 
dari ayahnya, redaksinya adalah: Bahwa seorang laki-laki Tsagif 
menceraikan istri-istrinya, lalu Umar berkata kepadanya, “Kamu 
harus merujuk istrimu atau aku akan merajammu.” Abu Hatim dan 
Abu Zur'ah menyatakan bahwa riwayat yang mursa/ adalah lebih 
shahih. 
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Al Hakim meriwayatkan dari Muslim bahwa hadits ini 
merupakan salah satu hadits yang Ma'mar keliru dalam 
meriwayatkannya di Bashrah. Dia berkata, “Apabila yang 
meriwayatkan darinya adalah periwayat #sigah dari luar Bashrah, 
maka kami nyatakan bahwa ia shahih.” 


Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi berpedoman 
dengan hukumnya secara zhahir sehingga meriwayatkannya dari 
beberapa jalur dari Ma'mar dari hadits penduduk Kufah dan 
penduduk Khurasan serta penduduk Yamamah darinya. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Hal tersebut tidak berfaidah 
apa-apa, karena mereka semua mendengar darinya di Bashrah. 
Apabila diasumsikan bahwa mereka mendengar darinya di tempat 
selain Bashrah, maka haditsnya yang diriwayatkan di tempat selain 
negerinya adalah mudhtharib, karena dia menceritakan kepada 
orang-orang di negerinya dari kitab-kitabnya yang statusnya 
shahih. Adapun bila dia bepergian lalu menceritakan kepada orang 
lain dengan hapalannya meskipun keliru, maka riwayatnya ini 
disepakati oleh para ulama seperti Ibnu Al Madini, Al Bukhari, 
Ibnu Abi Hatim, Ya'gub bin Syaibah dan lainnya. Al Atsram 
meriwayatkan dari Ahmad bahwa hadits ini tidak shahih dan inilah 
yang diamalkan. Dia menganggapnya cacat karena Ma'mar 
menyendiri dalam meriwayatkannya secara maushu! dan 
meriwayatkannya di selain negerinya.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Semua jalur cacat.” 


Ad-Daraguthni juga membahas atsar ini secara panjang 
lebar dalam A/ Yal dengan meriwayatkan jalurjalurnya. Ibnu 
Uyainah dan Malik juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara 
mursal. Abdurrazzag juga meriwayatkannya dari Ma'mar demikian. 
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Adapun yang sepakat dengan Ma'mar dalam meriwayat- 
kannya secara Maushu/ adalah Bahr bin Kaniz As-Saga' dari Az- 
Zuhri. Akan tetapi dia seorang periwayat dha'if Yahya bin Salam 
juga meriwayatkannya secara Maushu/ dari Malik, akan tetapi 
Yahya seorang periwayat yang sangat dha'if 


Adapun berkenaan dengan tambahan yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dari Umar, ia juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan 
Ad-Daruguthni. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sanadnya tsigah. Riwayat 
yang mauguf pada Umar justru dinilai shahih oleh Al Bukhari. 
Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat Abu Daud dan Ibnu 
Majah dari Qais bin Al Harits, dia berkata, “Aku masuk Islam dan 
saat itu aku memiliki delapan istri, lalu kudatangi Nabi & dan 
kuberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, 
Pilihlah empat dari mereka’. Dalam riwayat lain disebutkan “Al 
Harits bin Qais'. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abi 
Laila yang divonis dha'if oleh beberapa imam ahli hadits. Hadits ini 
juga diperkuat dengan riwayat Al Baihagi dari jalur Urwah bin 
Mas'ud dan Shafwan bin Umayyah.” 


Jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam 
mengharamkan pernikahan dengan lebih dari empat istri. 


Akan tetapi golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa 
seorang laki-laki boleh menikahi sembilan istri. Adapun dalil yang 
mereka jadikan acuan adalah ayat, &, CBS H5 “Dua, tiga atau | 
empat.” Apabila jumlah ini digabung maka menjadi sembilan. 

Asy-Syaukani keliru ketika menisbatkan pendapat ini 
kepada Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Imrani serta sebagian ulama 
Syi'ah. Yang benar adalah bahwa Ibnu Ash-Shabbagh dan Al 
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Imrani membantah orang-orang yang berpendapat demikian (boleh 
menikahi 9 perempuan) seperti Al Qasim bin Ibrahim, sebagian 
ulama Syi'ah dan sebagian ulama Zhahiriyyah. 


Adalah sangat jauh bila sebagian sahabat-sahabat kami 
(Fugaha Syafi'iyyah) berpendapat bahwa halal menikahi lebih dari 
empat perempuan. Kami sendiri berpedoman dengan pendapat- 
pendapat Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Imrani serta fugaha 
Syafi'iyyah lainnya. Sejauh yang kami ketahui tidak seorang pun 
dari mereka yang berpendapat demikian. Ini merupakan kekeliruan 
Asy-Syaukani dalam masalah ini. 


Adapun berkenaan dengan riwayat dari Umar, ia diriwayat- 
kan oleh Ad-Daraguthni dengan sanadnya kepada Umar #&, bahwa 
dia berkata, “Budak laki-laki boleh menikahi dua perempuan dan 
menthalak dua kali, sementara budak perempuan menjalani iddah 
dua kali haidh.” 


Al Baihagi dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Al 
Hakam bin Utaibah bahwa para sahabat telah menyepakati bahwa 
budak laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari dua 
perempuan. 


Asy-Syafi'i berkata setelah meriwayatkannya dari Ali, Umar 
dan Abdurrahman bin Auf, “Tidak ada seorang sahabat pun yang 
menyelisihi mereka.” 


Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari 
jumhur tabi'in seperti Atha', Asy-Sya'bi, Al Hasan dan lainnya. 


Uraian di atas merupakan bantahan terhadap orang-orang 
yang membolehkan pernikahan dengan lebih dari empat 
perempuan, karena hadits-hadits yang telah kami sebutkan 
derajatnya mencapai tingkat hasan sehingga bisa diamalkan. 
Adapun berkaitan dengan argumentasi mereka bahwa 
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Nabi Æ menikah dengan lebih dari empat perempuan, maka dijawab 
bahwa hal itu merupakan kekhususan bagi beliau. Kemudian 
berkenaan dengan ayat yang disebutkan di atas, bisa dijawab bahwa 
engkau bisa mengatakan berkenaan dengan 1000 orang yang 
mendatangimu, “Mereka telah datang kepadaku dua dua, atau tiga 
tiga atau empat empat,” apabila mereka datang dua orang dua 
orang, tiga orang tiga orang atau empat orang empat orang. Akan 
tetapi berkenaan dengan masalah kemaluan, hukum asalnya adalah | 
haram, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Khaththabi. Oleh karena 
itu tidak boleh berpendapat kecuali berdasarkan dalil. 


Disamping itu, perselisihan tersebut telah didahului oleh | 
kesepakatan yang tidak membolehkan menikah dengan lebih dari 
empat perempuan, sebagaimana yang diuraikan dalam A/ Bahr. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Para ulama 
sepakat bahwa di antara kekhususan Nabi @ adalah dibolehkan | 
menikah dengan lebih dari empat istri. Kami telah membahas 
tentang hikmah dari kekhususan ini.” 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak boleh 
melakukan nikah Syighar. Yaitu seorang laki-laki me- 
nikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengan 
seorang laki-laki, dengan syarat laki-laki tersebut 
menikahkannya dengan putrinya atau saudara perem- 
puannya, dimana kemaluan masing-masing dari kedua 
perempuan tersebut merupakan mahar bagi lainnya 
(yakni tidak ada mahar yang dibayar oleh kedua laki-laki 
tersebut). Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar &, 
“Bahwa Rasulullah & melarang nikah syighar: yaitu 
seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan seorang 
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laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkannya 
dengan putrinya tanpa ada mahar yang dibayar oleh 
keduanya.” Alasannya adalah karena dalam pernikahan 
ini kemaluan diperserikatkan antara laki-laki tersebut 
dengan laki-laki lain, sehingga akadnya batal, seperti 
halnya bila seorang laki-laki menikahkan putrinya 
dengan dua perempuan. 


Adapun bila seorang laki-laki berkata, “Aku 
nikahkan engkau dengan putriku, dengan syarat engkau 
menikahkan aku dengan putrimu,” maka dua 
pernikahan ini sah, karena dalam kasus ini kemaluan 
tidak diperserikatkan di antara keduanya dan hanya 
terjadi kerusakan dalam hal mahar, yaitu menjadikan 
maharnya dengan menikahkannya dengan putrinya, 
sehingga maharnya batal tapi nikahnya sah. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan 
engkau dengan putriku dengan mahar 100 (dirham), 
dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu 
dengan mahar 100 (dirham),” maka dua pernikahan ini 
sah dan keduanya wajib mengeluarkan mahar mitsl, 
karena yang rusak adalah pada maharnya yaitu 
pensyaratan 100 (dirham) untuk menikahkannya 
dengan putrinya. Jadi kasus ini mirip kasus sebelumnya. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan 
engkau dengan putriku dengan uang 100 (dirham), 
dengan syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu 
dengan uang 100 (dirham), dan kemaluan masing- 
masing dari keduanya menjadi mahar bagi lainnya,” 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: | 
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Pertama: Hukumnya sah, karena syighar adalah 
pernikahan yang tidak ada maharnya, sementara disini | 
maharnya ada. 


Kedua: Hukumnya tidak sah. Pendapat inilah | 
yang berlaku dalam madzhab kami, karena yang 
membatalkan adalah memperserikatkan kemaluan dan 
dalam kasus ini kemaluan diperserikatkan. | 


Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Nafi’. Ia 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, pengarang empat kitab 
Sunan, Ahmad dalam Musnadnya dan Ad-Daraguthni. Akan 
tetapi dalam riwayat At-Tirmidzi tidak dijelaskan tentang | 
penafsiran dari syighar. Adapun Abu Daud, dia menjadikan 
penafsiran tersebut sebagai perkataan Nafi’. Begitu pula dalam 
riwayat Ahmad dan Al Bukhari dan Muslim. 


Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwa | 
Nabi $ bersabda, pay! daa Į “Tidak ada nikah syighar dalam 
Islam.” 


Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah | 
dengan redaksi, Jä of AAJ $ Ap Para Le Ai Ja w 
Kau a f n h n A EN EN 
“Rasulullah & melarang nikah syighar. Syighar adalah seorang | 
laki-laki mengatakan laki-laki lain: 'Nikahkanlah aku dengan 
putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku’ atau 
Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan ' 


1” 


menikahkanmu dengan saudara perempuanku”. 


Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bin Hurmuz Al A'raj: 
Bahwa Al Abbas bin Abdullah bin Al Abbas menikahkan | 
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Abdurrahman bin Al Hakam dengan putrinya, lalu Abdurrahman 
menikahkannya dengan putrinya dan keduanya menjadikannya 
sebagai mahar. Lalu Muawiyah bin Abu Sufyan menulis surat 
kepada Marwan bin Al Hakam yang isinya menyuruhnya 
memisahkan keduanya. Dalam suratnya dia berkata, “Inilah nikah 
syighar yang dilarang Rasulullah &.” 


Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi -dan dia menilainya 
shahih- juga meriwayatkan dari jalur Imran bin Al Hushain bahwa 
Nabi & bersabda, Us yi L45 yag cl Sr) 
“Tidak ada jalab, janab dan syighar dalam Islam. Dan barang siapa 
yang merampas suatu rampasan, maka dia bukan dari golongan 
kami.” 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. 


Al Baihagi juga meriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, 
“Rasulullah & melarang Syighar. syighar adalah engkau 
menikahkan perempuan dengan syarat ada perempuan (yang 
dinikahkan dengannya) tanpa adanya mahar, dimana kemaluan 
perempuan kesatu menjadi mahar bagi kemaluan perempuan 
kedua, dan kemaluan perempuan kedua menjadi mahar bagi 
perempuan kesatu.” 


Abdurrazzag juga meriwayatkan dari Anas secara Marfu' 
“Tidak ada syighar dalam Islam. Syighar adalah seorang laki-laki 
menikahkan laki-laki dengan saudara perempuannya dan laki-laki 
tersebut (yang dinikahkan) menikahkannya dengan saudara 
perempuannya.” | 

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari jalur Raihanah: Bahwa 
Nabi & melarang Musyagharah (Syighar), yaitu seorang laki-laki 
berkata, “Nikahkanlah laki-laki ini dengan perempuan ini dan 
perempuan ini dengan laki-laki ini tanpa mahar.” 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab || a69 


Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b secara 
marfu, “Tidak ada syighar.” Para sahabat bertanya, “Apakah i 
syighar itu?” Nabi #& menjawab, “Menikahkan perempuan dengan 
syarat ada perempuan lain (yang dinikahkan dengan laki-laki yang 
menikahkan) tanpa mahar di antara keduanya.” | 

Asy-Syafi'i berkata dalam hadits Ibnu Umar, “Aku tidak 
tahu apakah tafsirnya dari Nabi & atau dari Ibnu Umar atau dari | 
Nafi' atau dari Malik.” 

Al Baihaqi meriwayatkan perkataan Asy-Syafi'i di atas 
dalam A/ Ma rifah. 


Al Khathib berkata, “Tafsir kata syighar bukanlah berasal 
dari sabda Nabi $, akan tetapi merupakan perkataan Malik.” Para 
ulama lain selain Al Khathib juga mengatakan hal yang sama 
dengannya. 


Al @urthubi berkata, “Tafsir kata syighar adalah benar dan 
cocok sesuai yang dikatakan para pakar bahasa. Apabila: 
riwayatnya marfu' maka itulah yang dimaksud. Sedangkan bila ia 
berasal dari perkataan sahabat, maka penjelasan tersebut juga | 
diterima, karena dia lebih mengetahui maksudnya dan lebih 
memahami kondisinya.” 


Penjelasan Bahasa: Syighar berasal dari kata syaghara | 
Al Balad (Udi A3), termasuk dalam bab 4%. Artinya adalah 
apabila seseorang jauh dari penjaga yang melindunginya. Adapun 
kalimat cAS Á% adalah berasal dari bab Wi, artinya adalah 


mengangkat salah satu kaki untuk kencing. Sedangkan kalimat 
S4 adalah seorang perempuan mengangkat kakinya untuk 


menikah. Sementara kalimat W4& artinya adalah melakukannya 
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dengannya. Kalimat ini bisa menjadi Muta'addi dan Lazim. 
Terkadang ia menjadi Muta 'addi dengan huruf hamzah sehingga 


zorg 


dikatakan GK. 


Dalam A/ Mishbah dikatakan: nús WEI JI Áb, berasal 
dari bab Ja. Artinya adalah seorang menikahkan temannya dengan 


perempuan dan kemudian temannya tersebut menikahkannya 
dengan perempuan, dengan ketentuan bahwa kemaluan 
perempuan pertama menjadi mahar bagi kemaluan perempuan 
kedua dan kemaluan perempuan kedua menjadi mahar bagi 
kemaluan perempuan pertama, tanpa ada mahar selain itu, dan 
kasus ini pada masa Jahiliyyah. Dikatakan bahwa ia diambil dari 


alh 


kalimat 4 2 Á% apabila seseorang mengangkat kakinya. Kata 36% 


juga sewazan dengan ata yaitu sesuatu yang tinggi. 


Ibnu Baththal berkata: Dalam A/ Fa'ig dikatakan, “Kalimat 
syighar berasal dari perkataan orang-orang: ~i y 0W i LA 
artinya adalah aku mengeluarkan Bani Fulan (dari pintu). Seorang 
penyair berkata: (Kami mengusir dua putra Nizar, dan seekor 
anjing dengan pukulan keras dan mematikan). 


Kalimat ini juga berasal dari ucapan A Prge S) ENI “& karena dua 


laki-laki saling menukar saudara Badan satu sama lain dan 
mengeluarkannya dari rumahnya untuk diberikan kepadanya. 
Dikatakan pula bahwa disebut syighar karena pemikahan ini tidak 


“ar 


ada maharnya, yang berasal dari ucapan AJ! "44, apabila 
seseorang jauh dari keluarganya. 
Dalam Asy-Syamil dikatakan, “Dikatakan bahwa ia disebut 


syighar karena jelek, karena ia dbenupakan dengan anjing yang 
mengangkat kakinya untuk kencing.” 
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Hukum-Hukum: Al Imrani berkata dalam A/ Bayan, 
“Nikah syighar tidak sah. Yaitu seorang laki-laki mengatakan 
kepada laki-laki lain, “Aku nikahkan engkau dengan putriku atau 
saudara perempuanku atau dengan seorang perempuan dengan 
syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu atau ibumu, dan 
kemaluan masing-masing dari kedua perempuan tersebut menjadi 
mahar bagi kemaluan perempuan yang satunya.” Pendapat ini : 
juga dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Ishag. Sementara menurut 
Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya 
hukumnya sah dan si suami wajib membayar mahar mits/ 


Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami 
sebutkan sebelumnya. Disamping itu dalam pernikahan ini 
memperserikatkan kemaluan sehingga akadnya tidak sah, seperti 
halnya bila seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan dua laki- 
laki. Penjelasan tentang perserikatan disini adalah bahwa kemaluan 
dijadikan milik suami dan putrinya. Karena bila seseorang berkata, 
“Aku nikahkan engkau dengan putriku,” maka sang suami telah: 
memiliki kemaluannya. Sedangkan bila dia mengatakan “Dengan | 
syarat engkau nikahkan aku dengan putrimu,” maka dengan 
ucapan ini kemaluan masing-masing dari dua perempuan tersebut 
menjadi mahar, sehingga dengan demikian maka telah terjadi 
perserikatan dalam kemaluan (secara silang). Karena bila sesuatu 
dijadikan mahar, maka ia akan menjadi milik orang yang diberi 
mahar tersebut dan akan terjadi perserikatan dalam dua kemaluan 
sehingga hukumnya tidak sah. 


Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seorang laki-laki 
berkata, “Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat | 
engkau nikahkan aku dengan putrimu,” dengan hanya cukup 
mengucapkan ini, maka nikahnya sah, karena tidak ada 
penyertaan kemaluan di dalamnya dan yang ada hanya kerusakan 
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pada mahar, yaitu menjadikan mahar putrinya sehingga rusaklah 
mahar musamma, dan wajib mengeluarkan mahar mitsl 
Demikianlah yang dikutip oleh fuqaha Syafi'iyyah dari kalangan 
ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata: Apakah nikahnya sah? Dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'ivyah. Pertama: 
Hukumnya sah, sebagaimana yang telah kami jelaskan 
sebelumnya. Kedua: tidak sah, karena keduanya tidak menyebut 
mahar yang benar, akan tetapi hanya menjadikan akad nikah 
sebagai mahar bagi yang lainnya dan dianggap sebagai mahar. 
Akan tetapi pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan 
putrimu dan mahar-mahar untuk masing-masing dari keduanya 
adalah sekian dan sekian,” maka dua nikah ini sah dan mahar 
yang disebutkan batal, dan keduanya wajib membayar mahar mits/, 
baik dua mahar tersebut sesuai atau berbeda. Karena dalam hal ini 
tidak ada perserikatan dalam kemaluan, dan yang ada hanya 
kerusakan dalam mahar, karena si laki-laki mensyaratkan adanya 
mahar ketika menikahkan putrinya, sehingga dalam kasus ini sama 
seperti bila seseorang berkata, “Aku nikahkan engkau dengan 
putriku dengan mahar 100 (dirham) dengan syarat engkau menjual 
rumahmu kepadaku,” Maka nikahnya sah, akan tetapi maharnya 
batal. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku dengan syarat engkau menthalak istrimu dan itu 
menjadi mahar untuk putriku,” maka nikahnya sah, tapi laki-laki 
yang dinikahkan tidak wajib menthalak istrinya, dan sang istri wajib 
mendapat mahar mits/, karena mahar yang benar tidak disebutkan 
saat akad. 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab || 473 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau ' 
dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan 
putrimu, dan kemaluan putrimu menjadi mahar bagi putriku,” | 
maka pernikahan pertama sah, tapi pernikahan kedua tidak sah, | 
karena dia menjadikan kemaluan putrinya sebagai milik sang suami 
sejak awal dan memberi syarat yang rusak yaitu pernikahan. Oleh | 
karena itulah ia tidak berpengaruh bagi akad yang pertama, dan | 
akad kedualah yang di dalamnya ada perserikatan dalam | 
kemaluan. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan | 
putrimu dan kemaluan putriku menjadi mahar untuk putrimu,” 
maka akad terhadap putri orang yang diajak bicara batal, karena ' 
perserikatan terjadi pada kemaluannya, sementara akad terhadap | 
putri laki-laki yang mengatakannya sah, karena tidak ada 
perserikatan dalam kemaluan putrinya. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan | 
putrimu dan kemaluan masing-masing senilai 100 (dirham) sebagai 
mahar bagi yang lainnya,” maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah. Pertama: Dua pernikahan tersebut 
sah dan si perempuan wajib mendapatkan mahar mits/ Karena 
yang dimaksud syighar adalah pernikahan yang tidak ada 
maharnya, sementara dalam pernikahan ini ada maharnya. 
Kedua: Dua pernikahan tersebut batal, karena ada penyertaan 
kemaluan ketika menyebutkan mahar, dan yang merusaknya 
adalah penyertaan tersebut. Inilah pendapat yang benar. 


Apabila seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau 
dengan putriku dan kebun ini (sebagai mahar),” apakah nikahnya 
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sah? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah 
yang diriwayatkan oleh pengarang A/ Uddah. 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak boleh 
melakukan nikah mut'ah, yaitu nikah dengan berkata, 
“Aku nikahkan engkau dengan putriku satu hari atau 
satu bulan.” Hal ini berdasarkan riwayat Muhammad 
bin Ali 2, bahwa dia mendengar ayahnya, Ali bin Abi 
Thalib #&, mengatakan kepada Ibnu Abbas ketika dia 
bertemu Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas mengatakan 
kepadanya bahwa ada dispensasi untuk melakukan 
nikah mut'ah. Ali berkata kepada Ibnu Abbas, “Kamu 
keliru. Sesungguhnya Rasulullah & melarangnya pada 
waktu perang Khaibar dan juga melarang -pada saat 
itu- memakan daging keledai-keledai negeri.” 
Disamping itu ia merupakan akad yang dibolehkan 
secara mutlak sehingga tidak boleh diniatkan untuk 
sementara waktu, seperti halnya jual beli. Disamping itu 
ia juga merupakan nikah yang tidak berkaitan dengan 
talak, zhihar, warisan dan iddah kematian, sehingga 
hukumnya batil seperti pernikahan-pernikahan yang 
batil. 

Pasal: Tidak boleh melakukan nikah Muhallil. 
Yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang bila 
dia telah menyetubuhinya, maka tidak ada lagi nikah 
antara keduanya, dan dia menikahinya agar istrinya 


tersebut dinikahi oleh suami pertamanya. Hal ini 
berdasarkan riwayat dari Abdullah bahwa dia berkata, 
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LAN ng le Ie Ira 
TE 

Ip A iig JA darah Tag 
dan UI 


“Rasulullah & melaknat perempuan yang 
menyambung rambut, perempuan yang disambung 
rambutnya, perempuan yang mentato, perempuan yang 
ditato, Muhallil (orang yang menikahi wanita yang 
dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat 
menikahi kembali) dan Muhallal Lahu (orang yang 
menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin 
menikahinya kembali), orang yang memakan riba dan 
orang yang memberi makan (dengan) riba.” Disamping 
itu nikah Tahlil nikah yang mensyaratkan putus tanpa 
tujuan sehingga mirip dengan nikah mut'ah. 

Apabila seorang laki-laki menikahinya dengan 
tujuan bila dia telah menyetubuhinya dia akan 


menceraikannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafii: 

Pertama: Nikahnya batal, berdasarkan alasan 
yang telah kami uraikan. 


Kedua: Nikahnya sah, karena ia bersifat mutlak 
dan hanya mensyaratkan akan mengakhirinya dengan 
thalak, sehingga syaratnya batal tapi akadnya sah. 
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Apabila dia menikahinya dan meyakini bahwa dia 
akan menthalaknya setelah menyetubuhinya, maka 
hukumnya makruh, berdasarkan riwayat Abu Marzug 
At-Tujaibi bahwa seorang laki-laki mendatangi 
Utsman #&, lalu berkata, “Sesungguhnya tetanggaku 
menthalak istrinya dalam keadaan marah dan dia 
mengalami kesusahan. Dan aku ingin menyiapkan 
diriku dengan mengumpulkan harta agar bisa menikahi 
perempuan tersebut lalu kusetubuhi dan kemudian 
kuceraikan agar dia bisa kembali kepada suami 
pertamanya.” Maka Utsman æ berkata, “Janganlah 
kamu menikahinya kecuali dengan pernikahan yang 
didasari rasa cinta.” 


Apabila seorang laki-laki menikah dengan niat 
tersebut maka nikahnya sah, karena akad hanya batal 
disebabkan sesuatu yang disyaratkan, bukan karena 
sesuatu yang diniatkan. Oleh karena itulah bila 
seseorang membeli budak laki-laki dengan syarat untuk 
tidak dijual, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan bila 
dia membelinya dengan niat tidak menjualnya, maka 
hukumnya sah. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki menikah dengan 
syarat Khiyar, maka akadnya batal: karena ia 
merupakan akad yang dibatalkan oleh pembatasan 
waktu sehingga batal bila Khiyar-nya batal, seperti 
halnya jual beli. Apabila dia mensyaratkan tidak akan 
menjadikannya selir atau memindahkannya dari 
negerinya, maka syaratnya batal, karena ia 
bertentangan dengan konsekuensi akad. Akan tetapi 
akadnya tidak batal, karena syarat tersebut tidak 
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menghalangi tujuan akad yaitu bersetubuh. Apabila dia | 
mensyaratkan untuk tidak menyetubuhinya pada malam 
hari maka syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi &, 


Í rer Pn Z az 2 eo sA r 2 Ko. 
“Orang-orang beriman itu sesuai syarat-syarat 
yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan 


sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang 
halal.” 


Apabila syaratnya dari pihak istri, maka akadnya 
batal, sedangkan bila syaratnya dari pihak laki-laki | 
maka tidak batal; karena suami boleh menyetubuhi 
istrinya baik siang maupun malam dan boleh pula tidak 
melakukannya. Apabila dia mensyaratkan tidak akan 
menyetubuhinya, maka dia telah mensyaratkan untuk 
meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia tidak 
meninggalkannya. Dan seorang istri itu berhak 
disetubuhi siang dan malam. 


Sementara apabila si istri yang mensyaratkan 
tidak disetubuhi, maka dia telah mensyaratkan agar 
suami tidak mendapatkan haknya, dan tentunya hal ini 
bisa menafikan tujuan akad sehingga hukumnya batal. 


Penjelasan: Hadits Ali Karramallahu Wajhah diriwayatkan 
oleh Muhammad bin Al Hanafiyyah darinya. Ahmad, Al Bukhari 
dan Muslim meriwayatkannya dengan redaksi, dil dodi Sya ut 
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A an RI AI PA a PS KI sie “Bahwa 
Rasulullah $ melarang nikah mut'ah dan daging keledai negeri 
pada waktu perang Khaibar.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 7 ag sial data 6 3 
KY AI ê pi 3 “Dan beliau melarang nikah mut'ah pada 
waktu perang Khaibar dan juga (melarang) daging keledai negeri.” 


Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu 
Mas'ud #5 bahwa dia berkata, “Kami pemah berperang bersama 
Rasulullah & dan saat itu kami tidak membawa istri-istri kami. 
Lalu kami berkata, “Mengapa kita tidak mengebiri diri kita saja?.” 
Maka Nabi & melarang kami melakukannya, lalu beliau memberi 
kami rukhshah (keringanan) setelah kami menikahi perempuan 
dengan (mahar) pakaian sampai batas waktu tertentu.” Lalu 


ge rg e a 3G 


Abdullah membaca ayat, & i del Ce Sa ia $ Yii gi ge 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.” (Qs. Al 
Maa 'idah (5): 87). 


Diriwayatkan dari Abu Jamrah: Aku menanyakan kepada 
Ibnu Abbas tentang hukum menikahi perempuan untuk sementara 
waktu (nikah mut'ah. Ternyata dia memberi dispensasi 
(membolehkan). Lalu seorang mantan budaknya mengatakan 
kepadanya, “Itu hanya dibolehkan dalam kondisi sulit dan ketika 
jumlah wanita sedikit” Ibnu Abbas berkata, “Ya.” 


Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Nikah mut'ah hanya dibolehkan pada masa 
awal Islam, ketika seorang laki-laki datang ke suatu negeri dan dia 
tidak memiliki seorang kenalan di negeri tersebut, kemudian dia 
menikahi perempuan (untuk waktu) selama dia tinggal di dalamnya 
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agar si perempuan tersebut menjaga harta bendanya dan 
mengurusnya. Hingga kemudian turun ayat, L A HD ie NI | 


ate ¿KL “Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang | 


mereka miliki” (Qs. Al Mu'minuun (23): 6). Ibnu Abbas berkata, 
“Setiap kemaluan (vagina) selain keduanya adalah haram.” Hadits 
ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam sanadnya terdapat Musa 
bin Ubaid Ar-Rabadzi, seorang periwayat dha'if 


Akan tetapi ada segolongan ulama yang meriwayatkan | 
bahwa Ibnu Abbas menarik pendapatnya tersebut. Di antara 
mereka adalah Ibnu Khalaf Al Qadhi yang terkenal dengan sebutan 
Waki’ dalam kitabnya A/ Ghurar dengan sanadnya yang muttashil 
(bersambung) sampai Sa'id bin Jubair, dimana dia berkata: Aku | 
bertanya kepada Ibnu Abbas, “Bagaimana pendapatmu tentang 
mut'ah? Banyak yang melakukannya sampai ada penyair yang ' 
melantunkan syairnya.” Ibnu Abbas bertanya, “Apa yang | 
dikatakannya?” Sa'id berkata: Dia mengatakan: Aku menanyakan : 
kepada seorang Syaikh ketika dia menetap dalam waktu lama, 
“Wahai sahabat, apakah kamu pernah mendengar fatwa Ibnu | 
Abbas? Apakah kamu memandang boleh menikahi perempuan 
yang baik hati? Yang akan menjadi tempat bernaungmu sampai 
engkau keluar menemui manusia (pergi meninggalkannya).” Ibnu | 
Abbas bertanya, “Si penyair mengatakan demikian?” Aku 
menjawab (Sa'id bin Jubair), “Ya.” Maka Ibnu Abbas pun 
memakruhkan nikah mut'ah atau melarangnya. 


Al Khaththabi juga meriwayatkan ażsar ini dari Sa'id bahwa 
Sa'id berkata, “Fatwamu telah dibawa para penunggang kuda 
(diamalkan) dan diucapkan para penyair.” Lalu Sa'id mengucapkan | 
dua syair tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, “Subhanallah! Demi 
Allah, aku tidak memfatwakan demikian. Yang aku fatwakan 
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hanyalah ibarat bangkai yang tidak halal kecuali bagi orang yang 
darurat (dalam keadaan terpaksa).” 


Atsar tentang penarikan pendapat Ibnu Abbas juga 
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Abu 'Awanah dalam Shahihnya. 


Ibnu Hajar berkata setelah meriwayatkan penarikan 
pendapat Ibnu Abbas dan menyebutkan hadits Sahl bin Sa'd yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi, “Nabi & hanya 
membolehkan nikah mut'ah ketika seseorang dalam keterasingan 
dan kondisinya darurat, kemudian setelah itu beliau melarangnya.” 


Adapun hadits Huzail dari Abdullah, ia diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i: Amr bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu 
Nu'aim menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Qais dari 
Huzail dari Abdullah dengan redaksi yang disebutkan pengarang. 
Abdullah disini adalah Ibnu Mas'ud. Akan tetapi dalam sanadnya 
terdapat Abu Qais, yaitu Abdurrahman bin Tsarwan Al Audi. Dia 
meriwayatkan dari Huzail dari Syurahbil dan lainnya. Abdullah bin 
Ahmad berkata: aku menanyakan kepada ayahku tentangnya (Abu 
Qais). Maka ayahku menjawab, “Dia adalah begini dan begini” - 
seraya menggerakkan tangannya- dan dia bertentangan dalam 
beberapa hadits. 


Al Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Al Bukhari 
meriwayatkannya dari Huzail bahwa dia berkata: Ibnu Mas'ud 
diberitahu tentang perkataan Abu Musa berkaitan dengan warisan 
anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara 
perempuan.” 


At-Tirmidzi men-shahih-kan haditsnya dari Huzail dari 
Abdullah tentang laknat terhadap Muhallil Al Bukhari juga 
meriwayatkannya dengan sanadnya, “Sesungguhnya orang-orang 
Jahiliyyah melakukan Sa'ibah .......... ” (Al Hadits) 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 481 


At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi, Pai ài z 
ái Jaig “Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lahu,” tanpa 


menyebut kelanjutan haditsnya seperti perempuan yang 
menyambung rambutnya dan lainnya. At-Tirmidzi mengatakan | 
setelah meriwayatkan hadits ini, “Hadits ini hasan shahih. Abu 
Qais Al Audi memiliki nama Abdurrahman bin Tsarwan.” Hadits 
ini diriwayatkan dari Nabi & dari beberapa jalur dan inilah yang 
diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi $ seperti | 
Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan 
lainnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh para fugaha dari | 
kalangan tabiin dan inilah yang dinyatakan oleh Sufyan Ats- 
Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dia 
berkata, “Aku mendengar Al Jarud bin Mu'adz meriwayatkan dari 
Waki' bahwa dia mengatakan pendapat ini.” Dia berkata, “Bisa | 
jadi yang melontarkan pendapat ini (tentang kebolehan nikah tahi) 
adalah golongan Ashabur Ra'vyi.” Jarud berkata: Waki’ berkata: 
Sufyan berkata, “Apabila seorang laki-laki melakukan nikah tah! | 
dengan seorang perempuan, lalu dia ingin tetap 
mempertahankannya, maka dia tidak boleh mempertahankannya 
sampai dia menikahinya lagi dengan akad baru.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad 
nya, Ibnu Majah dan Ad-Daraguthni. Semuanya meriwayatkan dari | 
jalur Ionu Mas'ud. Hadits ini di-shahih-kan oleh Ibnu Al @aththan 
dan Ibnu Dagig Al Ied sesuai syarat Al Bukhari. Ada juga jalur lain | 
yang diriwayatkan oleh Abdurrazzag. 


Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa 
Nabi & bersabda, “Maukah kuberitahukan kepada kalian tentang | 


kambing utang yang dipinjam?” Para sahabat berkata, “Mau, 
wahai Rasulullah.” Nabi & bersabda, “Dia adalah Muhallil. Allah | 


melaknat Muhallil dan Muhallal Lahu.” Hadits ini diriwayatkan oleh 
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Ibnu Majah dan Al Hakim. Akan tetapi hadits ini dinilai cacat oleh 
Abu Zurah dan Abu Hatim dengan alasan karena mursal. At- 
Tirmidzi juga meriwayatkan dari Al Bukhari bahwa dia 
mengingkarinya. 


Abu Hatim berkata, “Aku menyebutkan hadits ini di 
hadapan Yahya bin Bukair dan dia sangat mengingkarinya.” 


Adapun sanadnya dalam Sunan Ibnu Majah adalah sebagai 
berikut: Yahya bin Utsman bin Shalih Al Mishri menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, aku mendengar 
Al-Laits bin Sa'd berkata: Misyrah bin Ha'an berkata: Uqbah bin 
Amir berkata: Lalu dia menyebutkan haditsnya. 


Yahya bin Utsman adalah seorang periwayat dha'if 
sementara Misyrah dinilai #sigah oleh Ibnu Ma'in. dia adalah 
Misyrah Al Ma'afiri Al Bashri Abu Mush'ab. 


Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu 
Abbas. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, 
seorang periwayat dha if. 


Hadits Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ishag, 
Al Baihaqi, Al Bazzar, Ibnu Abi Hatim dalam A/ 7la/ dan At- 
Tirmidzi dalam A/ al Hadits ini juga dinilai hasan oleh Al 
Bukhari. 


Hadits-hadits yang telah disebutkan tadi merupakan dalil 
yang mengharamkan nikah Tahlil, karena laknat hanya berlaku 
untuk dosa besar. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Para ulama menjadikan 
hadits ini sebagai dalil untuk membatalkan nikah yang di dalamnya 
disyaratkan bahwa suami telah menikahi seorang perempuan dan 
menthalaknya, atau mensyaratkan akan menthalaknya dan lain 
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sebagainya. Mereka menafsirkan hadits ini demikian. Tidak 
diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah pernikahan dalam 
bentuk tersebut atau dalam bentuk lainnya. Akan tetapi Al Hakim | 
dan Ath-Thabarani meriwayatkan dalam A/ Ausath dari Umar 
bahwa dia didatangi seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut 
menanyakan kepadanya tentang laki-laki yang menthalak istrinya 
tiga kali, lalu sang istri dinikahi oleh saudara laki-lakinya tanpa ada 
musyawarah sebelumnya agar sang istri tersebut kembali lagi 
kepada saudara laki-lakinya. Apakah pernikahan tersebut halal? | 
Umar menjawab, “Tidak, kecuali bila pernikahan tersebut didasari 
rasa cinta. Kami menganggap ini sebagai perbuatan zina pada | 


masa Rasulullah $.” 


Dia berkata lebih lanjut: Ibnu Hazm berkata, “Hadits ini 
tidak bersifat umum untuk semua Muhallil karena kalau demikian 
maka akan mencakup semua orang yang menghibahkan, menjual 
dan menikahkan. Jadi yang benar adalah bahwa ia berlaku untuk 
sebagian Muhallil, yaitu orang yang menghalalkan sesuatu yang 
haram untuk orang lain tanpa adanya hujjah. Dengan demikian 
maka jelaslah bahwa ia berlaku untuk orang yang mensyaratkan 
demikian. Hal ini karena mereka tidak berselisih pendapat bahwa 
apabila suami tidak berniat menceraikannya untuk diberikan | 
kepada suami pertamanya, meskipun si istri berniat demikian 
bahwa dalam kondisi tersebut si suami tidak masuk dalam kategori 
orang yang dilaknat. Jadi ini menunjukkan bahwa yang dijadikan 
patokan adalah syaratnya.” 


Penjelasan Bahasa: Kalimat mut'ah í) berasal dari 
Mata' VAEN) yaitu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Asal dari 
Mata' adalah bekal yang sangat penting. Ia merupakan isim dari 


3 Dpr 


kalimat x, apabila aku memberikan sesuatu kepadanya. Adapun 
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berkenaan dengan mut'ah untuk perempuan yang dithalak, maka 
ini akan dijelaskan nanti, sedangkan berkenaan dengan mut'ah haji 
maka ini telah berlalu. 


Nikah mut'ah adalah nikah yang saat akad dijelaskan 
bahwa ia hanya untuk sementara waktu saja. 


Dalam A/ 'Ubab dikatakan, “Nikah mut'ah adalah nikah 
dimana seorang laki-laki mensyaratkan sesuatu kepada perempuan 
untuk jangka waktu tertentu lalu dia memberikan sesuatu (mahar) 
kepadanya untuk menghalalkan kemaluannya, kemudian setelah 
itu dia meninggalkannya tanpa menikahinya dan tanpa 
menthalaknya.” 


Dikatakan bahwa berkenaan dengan firman Allah, (5 


AIA GAS el ai ARA 


CA SIS Ha « 
nikmati (campuri) Pa antara mereka, berikanlah kepada mereka 
maharnya (dengan sempurna)” (Qs. An-Nisaa (4): 24). 
Maksudnya adalah nikah mutah. Akan tetapi ayat ini bersifat 
Muhkam dan jumhur ulama telah mengharamkan nikah mut'ah. 


(| “Maka istri-istri yang telah kamu 


Para ulama mengatakan berkenaan dengan firman Allah &, 
“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campur) di antara 
mereka,” Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang dinikahi 
sesuai syarat dalam firman-Nya “ (yaitu) mencari istri-istri dengan 
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina,” yakni dengan 
melakukan akad nikah. Kalimat /starnta tu Bikadza Wa Tamatta'tu 
Bihi artinya adalah aku memanfaatkan. 


Adapun berkenaan dengan redaksi, “Keledai-keledai lokal,” 
maksudnya adalah setiap binatang jinak dari sisi kiri, sedangkan 
binatang liar adalah setiap binatang yang (liarnya) dari sisi kanan. 


Seorang penyair berkata: 
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Lalu ia condong ke sisi liarnya (sisi kanannya) 


Sedangkan sisi kirinya ditakuti 


Al Azhari berkata: Para imam pakar bahasa berkata, “Yang 
liar dari seluruh binatang selain manusia adalah sisi kanannya, 
yaitu binatang yang tidak dinaiki penumpang darinya dan diperas 
susunya. Sedangkan yang liar telah dijelaskan.” 


Adapun berkenaan dengan redaksi “Ly 75 ay (Kamu keliru | 
Isesat)),” kata 56 adalah berasal dari żiih (451) yaitu padang sahara 
yang tandus. Sedangkan kata 4i juga berarti sama, yaitu padang 
yang tidak memiliki tanda penunjuk jalan. Adapun kalimat dy bý 
Lg Aka uai «$, maksudnya adalah tersesat di jalan. Kata Wy 35 36 
adalah secara bahasa, dan bisa pula 445 dan 4%. Oleh karena 
itulah kata kiasan untuk orang yang menghendaki sesuatu yang 
tidak benar adalah “&4 (orang yang sesat).” 

Adapun berkenaan dengan redaksi otg, ia adalah 


perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang | 
lain. Sedangkan kalimat &ie'#vt artinya adalah minta rambutnya | 
disambung. /sim fa'i/ disini digabungkan dengan isim maful ary! 
HAA artinya adalah perempuan yang menyambung rambut 
untuk perempuan lain, sedangkan HAA adalah perempuan yang | 
disambung rambutnya. 

Adapun kalimat Kap pal Za kalimat Úv% APAT cig, kata | 
3 adalah termasuk dalam bab 463, artinya adalah dia 


(perempuan) menusuk tangannya dengan jarum (mentato 
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tangannya) lalu menaburinya dengan nila yang menurut orang 
awam nilah, yaitu asap lemak, hingga tangan yang ditato tersebut 
membiru. 


Hukum-Hukum: Menurut kami nikah mut'ah tidak sah. 
Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikahi wanita untuk 
jangka waktu tertentu baik diketahui atau tidak diketahui, misalnya 
seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku dengan putrimu 
selama satu bulan atau selama musim haji.” Pendapat ini 
dinyatakan oleh seluruh sahabat, tabi'in dan para fugaha. Kecuali 
Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa hukumnya sah. Dalam .Nailu/ 
Authar nama Ibnu Juraij ditulis salah menjadi Ibnu Jarir. Yang 
benar adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Ada riwayat dari beberapa ulama 
terdahulu yang membolehkannya. Akan tetapi sejauh yang aku 
ketahui, tidak ada seorang pun yang membolehkan nikah mut ah 
kecuali sebagian Rafidhah. Dan tidak ada artinya sesuatu yang 
bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” 


Menurutku, adapun dalil orang-orang yang membolehkan 
nikah mut'ah adalah hadits yang menyebutkan bahwa 
Nabi & membolehkan nikah mut'ah dalam banyak kesempatan. 
Misalnya pada waktu Umrah Qadha, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abdurrazzag dari Al Hasan Al Bashri dan Ibnu 
Hibban dari Sabrah. Hadits lainnya adalah pembolehan nikah 
mut'ah pada saat perang Khaibar, sebagaimana disebutkan dalam 
hadits Ibnu Mas'ud. Hadits lainnya, pembolehan nikah mutah 
pada tahun penaklukan Makkah yang juga diriwayatkan oleh 
Sabrah. Ada juga hadits yang membolehkan nikah mut'ah yaitu 
pada waktu perang Hunain. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
dari jalur Ali. 
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Ibnu Hajar berkata dalam A/ Fath, “Kemungkinan terjadi 
kesalahan dalam periwayatkan hadits tersebut, karena Ad- 
Daraguthni meriwayatkannya dengan redaksi 'Hunain', sementara 
dalam hadits Salamah disebutkan pada saat perang Authas.” 


As-Subaili berkata: Hadits tersebut sesuai dengan riwayat 
yang menyebutkan pada tahun penaklukan Makkah, karena 
keduanya terjadi dalam satu hari. Ada juga hadits yang 
menyebutkan pada waktu perang Tabuk, dan hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Hazimi dan Al Baihagi dari Jabir, akan tetapi 
Nabi & tidak membolehkan mereka. Dia (Jabir) berkata, “Kami 
berangkat bersama Rasulullah #& untuk perang Tabuk. Ketika 
kami tiba di Tsaniyyah dekat Syam, beberapa perempuan 
mendatangi kami, dan kami bisa melakukan nikah mut'ah bersama 
mereka. Mereka pun mengelilingi beberapa laki-laki dari kalangan 
kami (untuk diajak nikah mut'ah). Kemudian 
Rasulullah #& menanyakan kepada kami tentang mereka dan kami 
pun memberitahukannya kepada beliau. Maka beliau pun marah, 
lalu berpidato dengan berdiri. Beliau memuji Allah dan 
menyanjung-Nya dan melarang nikah mut'ah. Maka kami pun 
saling berpamitan pada hari itu dan kami tidak kembali. Kami tidak 
akan kembali lagi untuk selamanya. Oleh karena itulah Tsaniyyah 
tersebut dinamakan Tsaniyyah Wada'(Tsaniyyah perpisahan).” 


Adz-Dzahabi berkata, “Sanadnya lemah, akan tetapi hadits 
syahidnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Abu 
Hurairah.” 


Ibnu Hajar berkata, “Tidak ada riwayat yang sah tentang 
pemberian izin nikah mut'ah tanpa alasan kecuali riwayat tentang 
penaklukan Makkah. Karena riwayat tentang pemberian izin nikah 
mut'ah pada waktu Umrah Qadha merupakan hadits-hadits mursal 
riwayat Al Hasan, sementara semua riwayat mursa/nya berstatus 
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dha'if lemah). Dan kalaupun diasumsikan sah, maka kemungkinan 
yang dimaksud adalah pada waktu perang Khaibar, karena Umrah 
Qadha dan perang Khaibar terjadi pada tahun yang sama, seperti 
penaklukan Makkah dan perang Authas. Adalah sangat jauh bila ia 
terjadi pada waktu perang Authas setelah ada larangan tegas pada 
waktu penaklukan Makkah sebelumnya, karena ia diharamkan 
sampai Hari Kiamat.” 


Cabang: Adapun nikah Muhalli/ adalah bila ada seorang 
laki-laki menthalak istrinya tiga kali, maka sang istri tidak halal 
baginya kecuali setelah si istri menikah lagi dengan orang lain dan 
disetubuhi. Apabila suami kedua tersebut menthalaknya dan si 
perempuan selesai menjalani iddah, tapi kemudian dia menikah 
dengan laki-laki lain (yang bukan mantan suami pertamanya), 
maka dalam hal ini ada tiga permasalahan: 


Pertama: Seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan 
engkau dengan putriku sampai engkau menyetubuhinya atau 
sampai engkau melepaskannya untuk suami pertamanya. Apabila 
engkau telah melepasnya maka tidak ada lagi pernikahan antara 
keduanya,” maka hukumnya adalah batal tanpa diperselisihkan 
lagi, berdasarkan hadits-hadits yang melaknat Muhalli/ dan 
Muhallal Lahu yang digambarkan sebagai kambing utang yang 
dipinjamkan. Disamping itu bentuk ini lebih parah dari nikah 
mut'ah, karena pelakunya melakukan akad sampai batas waktu 
yang tidak diketahui. 


Kedua: Seorang laki-laki berkata, “Aku nikahkan engkau 
| dengan putriku dengan ketentuan bila engkau telah 
menyetubuhinya, maka engkau harus menthalaknya,” atau 
berkata, “Aku nikahi kamu dengan ketentuan bila aku telah 
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melepasmu untuk suami pertamamu, maka aku menthalakmu.” 
Berdasarkan syarat dalam akad ini ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i: 

Pertama: Nikahnya batal, berdasarkan sabda Nabi &, 
“Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lahu,’ tanpa 
membedakannya. 


Kedua: Nikahnya sah tapi syaratnya batal, karena akadnya 
bersifat mutlak dan tidak ditentukan batas waktunya. Pelakunya 
hanya mensyaratkan thalak untuk dirinya dan ini tidak 
berpengaruh terhadap pernikahan. Jadi yang batal hanya 
maharnya saja, seperti halnya bila seorang laki-laki mensyaratkan 
untuk tidak memadu istrinya atau memelihara selir. 


Ketiga: Apabila sebelum nikah disyaratkan bahwa apabila 
sang suami melakukan nikah Tahli!/ dengannya agar sang istri 
dinikahi suami pertamanya, maka dia akan menthalaknya atau 
menikahinya atau meniatkan demikian, maka akad nikahnya 
merupakan akad yang mutlak sehingga dimakruhkan. Dan apabila 
dilaksanakan akad, maka akadnya sah. Pendapat ini dinyatakan 
oleh Abu Hanifah #5. Sedangkan menurut Malik, Ats-Tsauri, Al- 
Laits, Ahmad, Al Hasan, An-Nakha'i dan Qatadah 25, hukumnya 
tidak sah. 


Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Asy- 
Syafi'i 8s bahwa seorang perempuan dithalak suaminya tiga kali. 
Suaminya adalah orang Arab Badui miskin yang biasa duduk di 
pintu masjid. Suatu ketika datanglah seorang perempuan lalu 
berkata kepadanya, “Maukah kamu menikah dengan seorang 
perempuan dan menginap satu malam bersamanya, kemudian 
pada pagi hari kamu menthalaknya?” Laki-laki tersebut menjawab, 
“Mau.” Maka dilakukanlah pernikahan tersebut. Setelah dia 
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menikahi perempuan tersebut, sang perempuan berkata 
kepadanya, “Nanti pagi ketika orang-orang mengatakan 
kepadamu “Talaklah dia’, janganlah kamu melakukannya, karena 
aku akan tetap menjadi istrimu, kemudian pergilah kepada 
Umar #.” Pada keesokan harinya orang-orang pun mendatangi 
keduanya, lalu sang perempuan berkata kepadanya, “Kalian 
memang datang untuk urusan itu.” Lalu mereka pun meminta 
kepada laki-laki tersebut untuk menthalaknya, tapi si laki-laki 
menolaknya. Lalu dia pergi menemui Umar & dan 
memberitahukan kasusnya kepadanya. Maka Umar pun berkata 
kepadanya, “Pertahankan istrimu! Kalau mereka menuduhmu 
macam-macam, datanglah kepadaku!” Lalu Umar mengirim 
mediator kepada perempuan tersebut untuk memperingatkannya. 
Ternyata setelah itu laki-laki tersebut sering pergi menemui Umar 
dengan memakai pakaian bagus. Maka Umar pun berkata 
kepadanya, “Segala puji bagi Allah, wahai pemilik dua tambalan 
baju yang telah dikaruniai Allah pakaian bagus sehingga kamu bisa 
berangkat pagi dan sore hari.” Dan perbuatan Umar ini tidak 
diingkari oleh seorang pun. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut 
merupakan ijma. 


Ahmad berkata, “Hadits tentang laki-laki yang memiliki dua 
tambalan baju tidak ada sanadnya. Yakni bahwa Ibnu Sirin tidak 
menyebut sanadnya sampai kepada Umar.” 


Menuruku, kemungkinan laki-laki yang memiliki dua 
tambalan baju tidak berniat melakukan nikah Tahlil Hal ini sesuai 
dengan reaksi istrinya terhadapnya. 


Cabang: Pengarang membuat pasal ini dan nanti akan 
diuraikan lagi dalam Bab Ahiyar dalam nikah dan menolak karena 
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adanya cacat. Penjelasannya adalah bahwa apabila seorang laki- | 
laki menikahi perempuan dengan syarat Khiyar, maka akadnya 
batal, karena tidak ada ruang khiyar di dalamnya sehingga 
hukumnya batal. Apabila dalam akad disyaratkan bahwa dia tidak 
akan menyetubuhinya pada malam hari, maka syaratnya batal, 
berdasarkan sabda Nabi $, 


Ed 


U Ji BAU baja JP oga 
Ira Ap 


“Dan orang-orang beriman itu sesuai syarat mereka kecuali | 
syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang 
halal” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dari 
Abu Hurairah, Al Hakim dari Anas, Ath-Thabarani dari Aisyah dan 
Rafi' bin Khadij. Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan 
jual beli. Apabila syarat ini dari suami, maka akadnya tidak batal 
karena merupakan haknya. Sedangkan bila syaratnya dari istri, 
maka akadnya batal karena hal tersebut merupakan kewajiban 
untuknya. Wallahu A'lam. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Dibolehkan 
melamar perempuan yang sedang menjalani iddah 


kematian dan perempuan yang dithalak tiga dengan 
sindiran. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 


Ter ana 0 A sgr Koba 3 ER 
Ke Saa LE Un SAE EA, 


r Le 


“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang 
wanita-wanita itu dengan sindiran.” (Qs. Al Baqarah 
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(2): 235). Dan juga berdasarkan riwayat Fatimah binti 
Qais bahwa Abu Hafsh bin Amr menthalaknya tiga kali, 
lalu Nabi & mengirim utusan kepadanya untuk berkata, 
“Janganlah mendahuluiku berkenaan dengan dirimu 


(jangan terima lamaran orang lain sebelum lamaranku).” 
Lalu Nabi & menikahkannya dengan Usamah. 


Akan tetapi haram melamar dengan mengatakan 
secara terang-terangan (kepada perempuan yang 
menjalani iddah tersebut), karena ketika secara 
menyindir dibolehkan, maka ini menunjukkan bahwa 
secara terang-terangan diharamkan. Disamping itu 
mengucapkan dengan terang-terangan tidak bisa 
ditafsirkan lagi selain nikah sehingga akan mendorong 
si perempuan untuk segera menikah, lalu dia 
memberitahukan bahwa iddahnya sudah habis. 
Sementara dalam sindiran bisa ditafsirkan selain nikah 
sehingga tidak mendorong si perempuan 
memberitahukan habisnya iddah. 


Apabila seorang perempuan di-khulu' (digugat 
cerai) oleh suaminya, lalu dia menjalani iddah, maka 
tidak diharamkan bagi sang suami melamarnya secara 
terang-terangan, karena dia boleh menikahinya dan dia 
bersamanya seperti laki-laki asing dengan perempuan 
asing dalam selain iddah. Akan tetapi diharamkan bagi 
selain suaminya melamarnya secara terang-terangan, 
karena perempuan tersebut masih haram untuknya. 
Lalu apakah lamaran dengan menyindir diharamkan? 
Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syaff'i: 


Pertama: Haram, karena suami masih bisa 
memilikinya dalam masa iddah sehingga selain dia tidak 
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boleh melamar dengan sindiran. Jadi hukumnya seperti 
perempuan yang dithalak raj'i. 


Kedua: Tidak haram, karena si perempuan 
menjalani iddah dalam thalak ba'in sehingga tidak 
haram melamarnya dengan sindiran, seperti halnya | 
perempuan yang dithalak tiga dan perempuan yang 
ditinggal mati suaminya. Dan perempuan dalam hak | 
memberi jawaban sama seperti laki-laki dalam melamar 
baik dalam hal yang halal maupun yang haram, karena 
lamaran itu untuk akad, sehingga keduanya tidak boleh 
berbeda dalam penghalalan dan pengharamannya. 


Adapun melamar secara terang-terangan adalah | 
dengan berkata, “Apabila iddahmu sudah habis, aku 
akan menikahimu.” Atau ucapan lainnya yang mirip 
dengan itu. Sedangkan melamar dengan sindiran adalah 
dengan mengucapkan, “Banyak orang yang berminat 
terhadapmu.” 


Al Azhari berkata (tentang contoh lamaran 
dengan sindiran), “Kamu cantik dan banyak yang 


menyukaimu.” 


Mujahid berkata: Seorang laki-laki wafat dan 
istrinya mengiringi jenazahnya, lalu ada laki-laki yang 
berkata kepadanya, “Janganlah kamu mendahuluiku 
berkenaan dengan dirimu.” Maka perempuan tersebut 
berkata, “Laki-laki lain telah mendahuluimu.” 


Akan tetapi dimakruhkan mengajak bersetubuh 
dengan sindiran, berdasarkan firman Allah &, 
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A SJ a z a 
Ta sieis Y N5 

“Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan 
janji kawin dengan mereka secara rahasia.” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 235). Imam Asy-Syafi'i menafsirkan 
kata ‘Rahasia’ sebagai bersetubuh. la disebut rahasia 
karena dilakukan secara rahasia. Lalu dia melantunkan 
syair Imri'il Qais: 

Ingatlah, Basbasah saat ini menduga 
Bahwa aku telah berusia lanjut 

Sehingga aku tidak bisa melakukan rahasia (bersetubuh) 


Dengan baik, layaknya orang-orang sepertiku 


Disamping itu menyebut kata bersetubuh adalah 
hina dan rendah. 


Penjelasan: Hadits tentang pernikahan Fatimah binti Qais 
dengan Usamah telah disebutkan dalam pasal pertama 
pembahasan nikah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim 
dan pengarang lima kitab Sunan. 


Adapun syair Imriʻil Qais, ia diambil dari syair yang awalnya 
sebagai berikut: 


Selamat pagi, wahai reruntuhan rumah usang 
Apakah merasakan nikmat orang yang hidup pada masa lalu? 
Sampai dia mengatakan: 
Ingatlah, Basbasah saat ini menduga 
Bahwa aku telah berusia lanjut 
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Dan tidak bisa melakukan rahasia (bersetubuh) 
Dengan baik, layaknya orang-orang sepertiku 
Dia telah dusta, karena aku biasa tinggal di rumah istriku 


Dan aku melarang istriku berhias untuk orang yang kesepian 


Dalam sebagian riwayat disebutkan, “Tidak ada yang bisa 
bermain dengan baik sepertiku.” Syair ini terdapat dalam buku- 
buku syair yang sudah dicetak. Akan tetapi riwayat Asy-Syafi'i 
lebih tepat. Pelantun syair adalah penyair ulung yang dekat dengan 
masa Imri'il Qais, sementara Basbasah adalah nama perempuan. 
Dalam syair tersebut Imri'il Qais telah membuka aibnya sendiri 
dengan melantunkan tuduhan Basbasah kepadanya bahwa dia 
tidak kuat dalam bersetubuh. Ternyata dia telah menthalak Ummu 
Jundub karena Ummu Jundub lebih memilih Algamah setelah 
kasus perseteruan antara keduanya berkenaan dengan buruan dan 
dia menuduhnya telah menyusahkannya. Tapi ternyata Ummu 
Jundub berkata, “Aku tidak suka kamu!” Dia bertanya, “Mengapa 
demikian?” Dia menjawab, “Karena dadamu berat, bokongmu 
ringan, cepat ejakulasi dan terlambat bangun.” Setelah dia 
menthalaknya, Ummu Jundub menikah dengan Algamah sang 
jantan, karena Algamah lebih kuat menyetubuhinya daripada dia. 
Imri'il Qais adalah Raja Kindah. Ketika kerajaannya ditaklukkan, 
dia melarikan diri ke Romawi lalu wafat sebelum Nabi & diangkat 
menjadi Nabi. Adapun penyebutan kata ‘rahasia’ untuk 
persetubuhan adalah seperti penyebutan "Memelihara diri (saat 
suami tidak ada di rumah)' untuk vagina dalam firman Allah &, 
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“ Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri.” (Qs. An-Nisaa' (41: 34). 


Hukum-Hukum: Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas (berkenaan dengan firman Allah), 


2 fot PE D o 0 ós 2o 
Pa 
da D SEL KL BOB Bu 
Ao ol al Sr da | Harga BA Jl 
“Meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, Aku ingin 
menikah dan sangat senang bila mendapat istri shalihah.” 
Diriwayatkan dari Sukainah binti Hanzhalah bahwa dia 
berkata: Muhammad bin Ali (Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal 
Abidin bin Al Husain) meminta izin kepadaku disaat iddahku belum 
habis setelah ditinggal mati suamiku. Dia berkata, “Engkau telah 
mengetahui bahwa aku adalah kerabat Rasulullah @ dan kerabat 
Ali, dan statusku penting di kalangan bangsa Arab.” Maka aku 
berkata, “Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Ja'far. 
Engkau adalah laki-laki yang seharusnya dihukum, apakah engkau 
akan melamarku disaat aku sedang menjalani iddah?” Dia 


menjawab, “Aku hanya memberitahukan kepadamu tentang 
statusku sebagai kerabat Rasulullah & dan kerabat Ali.” 


Rasulullah & pernah masuk menemui Ummu Salamah 
ketika statusnya janda dari Abu Salamah, lalu beliau bersabda, 
“Engkau telah tahu bahwa aku utusan Allah, makhluk pilihannya 
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dan kedudukanku (yang penting) di kalangan bangsa Arab.” Dan 
ucapan beliau ini adalah sebagai lamarannya. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari jalur Abdurrahman bin 
Sulaiman bin Al Ghasil dan Sukainah, bibinya. Hadits ini 
Mungathi', karena Muhammad tidak pernah bertemu Nabi &. 


Di antara contoh lamaran dengan sindiran adalah sabda 
Nabi & kepada Fatimah binti Qais, Janganlah engkau 
mendahului kami berkenaan dengan dirimu.” 


Az-Zamakhsyari berkata dalam A/ Kasysyaf “Ucapan 
sindiran adalah seorang mengucapkan sesuatu yang menunjukkan 
sesuatu yang belum disebutkan.” Akan tetapi ada yang perlu | 
dikritisi dari Az-Zamakhsyari perihal pendapatnya bahwa | 
pengenalan tidak keluar dari majaz. Pendapat ini perlu dijawab 
bahwa dalam ucapan tersebut tidak dimaksudkan perkenalan. 
Kemudian dikatakan bahwa sindiran adalah menyebutkan sesuatu 
yang dimaksud dengan kata-kata yang sesungguhnya atau secara 
majaz atau metonimi untuk menunjukkan sesuatu yang lain, yang 
belum disebut dalam perkataan. Misalnya menyebut kedatangan 
untuk penyerahan, padahal yang dimaksud adalah pembahasan 
perkara. Jadi penyerahan adalah maksudnya sementara 
pembahasan perkara adalah sindirannya. Yakni aku cenderung 
kepada perkataannya dalam pemaparan dari berbagai sisi. 
Sindiran berbeda dengan metonimi dan tidak mengandung semua 
bagiannya. Kesimpulannya adalah bahwa keduanya berkumpul 
tapi berbeda. Contohnya, “Aku datang untuk mengucapkan salam 
kepadamu,” sebagai metonimi sekaligus sindiran. Contoh lainnya 
adalah “Tinggi gantungan pedangnya,” kalimat ini adalah majaz 
dan bukan sindiran. Contoh lainnya adalah “Engkau telah 
menyakitiku. Nanti engkau akan mengetahui perintah kepada 
selain orang yang menyakiti,” sebagai sindiran untuk mengancam 
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orang yang menyakiti, bukan majaz. Sindiran adalah seperti 
memberi isyarat dengan jarak jauh dan mengeluarkan perkataan 
diluar yang dimaksud. 


Imam Asy-Syafi'i berkata berkenaan dengan ayat, ee Í; 


EN Kis ia y AE Kp íe “Dan tidak ada dosa bagi kamu 
meminang wanita-wanita itu dengan sindiran,” Yang dimaksud 
sampai kitab pada ajalnya adalah habis masa iddahnya. Allah & 
menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa Dia membedakan hukum di 
antara makhluk-makhluk-Nya dengan sebab-sebab perkara dan 
pelaksanaan perkara. Dia juga menjelaskan bahwa antara 
keduanya dipisahkan, bahwa seseorang tidak boleh menggabung 
antara keduanya dan bahwa suatu itu tidak bisa rusak karena 
rusaknya, sebab apabila pelaksanaan perkara tersebut sah. Begitu 
pula dengan niat dalam suatu perkara. Suatu perkara itu tidak 
rusak kecuali dengan adanya sesuatu yang rusak pada akadnya, 
bukan pada yang lainnya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah 
mengharamkan akad nikah sampai iddah habis?. Tapi Dia tidak 
mengharamkan lamaran dengan sindiran pada masa iddah dan 
niat menikahi dengan melamar atau menyebutnya dan berniat 
menikahinya. | 


Dia berkata lebih lanjut: 7. fhich Y Í; “Dalam pada 
itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia,” yakni bersetubuh, E2 Í% 14,55 AT “Kecuali sekedar 


mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf,” yakni 
kata-kata yang baik, bukan kata-kata kasar. 


Dia berkata lebih lanjur, “Sindiran yang dibolehkan Allah 
adalah selain mengatakan dengan terang-terangan dengan ucapan. 
Misalnya dengan mengucapkan, “Banyak laki-laki yang 
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menyukaimu dan menginginkanmu, terserah kamu mau pilih yang 
mana: kamu tidak pantas jadi janda: aku berminat terhadapmu dan 
menyukaimu.” Atau kata-kata lainnya yang tidak secara terang- 
terangan. Sedangkan melamar dengan terang-terangan adalah 
seperti mengucapkan, “Menikahlah denganku bila iddahmu telah 
habis: aku akan menikahimu bila iddahmu telah habis,” atau kata- 
kata lainnya yang tidak berupa sindiran, dimana kata-kata tersebut 
menjelaskan sebagai lamaran dan tidak mengandung selain 
lamaran. 


Al Mas'udi berkata, “Apakah dibolehkan melamar 
perempuan yang dithalak ba'in tiga kali dengan sindiran?” Dalam 
hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang 
terkenal adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits Fatimah 
binti Qais. Akan tetapi haram melamarnya secara terang-terangan, 
karena ketika Allah # membolehkan lamaran dengan sindiran, 
maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh melamar secara terang- 
terangan. Disamping itu sindiran bisa ditafsirkan nikah atau 
lainnya, sementara yang terang-terangan tidak ditafsirkan kecuali 
nikah sehingga akan mendorong pernikahan dengan mengabarkan 
habisnya masa iddah sebelum iddah si perempuan habis. 


Adapun perempuan yang dithalak ba in yang masih halal 
untuk suaminya, yaitu perempuan yang dithalak suaminya satu kali 
atau dua kali baik dengan kompensasi atau pembatalan oleh salah 
satunya karena adanya cacat, maka dalam kondisi ini sang suami 
boleh melamarnya dengan sindiran dan terang-terangan, karena si 
perempuan masih halal baginya dengan akad nikah. Adapun selain 
suaminya, maka tidak boleh melamar dengan terang-terangan, 
seperti perempuan yang dithalak ba in tiga kali. Lalu apakah boleh 
melamarnya dengan sindiran? Dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut Imam Asy-Syafi'i: 


500 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Pertama: Boleh melamarnya dengan sindiran, karena si 
perempuan sedang menjalani iddah dari suaminya, karena thalak 
ba'in, sehingga hukumnya seperti perempuan yang dithalak ba ín 
karena ditinggal mati suaminya atau dithalak tiga. 


Kedua: Tidak boleh, karena dia masih halal untuk 
suaminya pada masa iddah dan hukumnya seperti perempuan 
yang dithalak raj i. 


Imam Asy-Syafi'i 8 berkata, “Setiap perempuan yang 
sedang menjalani iddah boleh dilamar suaminya dengan sindiran 
dan si perempuan boleh meresponnya dengan sindiran pula. Dan 
setiap perempuan yang tidak boleh dilamar dengan sindiran dan 
secara terang-terangan, dia tidak boleh merespon baik dengan 
sindiran atau secara terang-terangan, karena si laki-laki tidak boleh 
mendapatkan sesuatu yang haram baginya dan si perempuan tidak 
boleh mendapatkan sesuatu yang haram baginya. Jadi hukum 
keduanya sama.” 


Apabila hal ini telah jelas, maka lamaran secara terang- 
terangan adalah lamaran yang tidak ditafsirkan selain nikah. 
Misalnya dengan berkata, “Aku ingin menikahimu,” atau “Apabila 
iddahmu telah habis aku akan menikahimu.” Adapun lamaran 
dengan sindiran, maka ia bisa ditafsirkan lamaran atau lainnya. 
Misalnya dengan berkata, “Sesungguhnya Allah & telah 
memberikan kebaikan kepadamu atau memberimu rezki.” Inilah 
contoh lamaran dengan sindiran. Demikianlah madzhab kami. 


Daud berkata, “Tidak halal melamar secara rahasia. Yang 
dihalalkan adalah melamar secara terang-terangan. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &, V. Sasic Y 1595 “Dalam pada itu 


Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia?” Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena yang 
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dimaksud Allah rahasia bukanlah lawan dari terang-terangan. Akan 
tetapi yang dimaksud-Nya adalah tidak menyindir persetubuhan 
kepada perempuan yang sedang menjalani iddah dan tidak 
mengucapkan secara terang-terangan. Misalnya dengan berkata, 
“Aku bisa bersetubuh dengan orang yang bisa disetubuhi.” Akan 
tetapi seorang laki-laki tidak dimakruhkan mengucapkan kata-kata 
sindiran terhadap istrinya berkenaan dengan persetubuhan dan 
juga tidak dimakruhkan mengatakannya secara terang-terangan, 
karena dia tidak dimakruhkan menyetubuhinya, sehingga tentu 
lebih tidak dimakruhkan lagi bila dia hanya menyetubuhinya. 


Adapun ayat tadi adalah berkenaan dengan perempuan 
yang sedang menjalani iddah. Apabila seorang laki-laki melamar 
perempuan dengan sindiran padahal dia tidak boleh melamarnya 
dengan sindiran, atau dia melamarnya secara terang-terangan, lalu 
ketika iddahnya habis dia menikahinya, maka nikahnya sah. Malik 
berkata, “Dia harus menthalaknya dengan thalak satu.” 


Adapun argumentasi yang kami jadikan acuan adalah 
bahwa pernikahan tersebut terjadi setelah maksiat sehingga 
maksiat tersebut tidak berpengaruh padanya. Sebagaimana bila 
seorang laki-laki berkata, “Aku tidak akan menikahinya kecuali 
setelah aku melihatnya telanjang,” lalu si perempuan telanjang dan 
kemudian si laki-laki tersebut menikahinya. Atau si perempuan 
berkata, “Aku tidak mau menikah dengannya sampai dia telanjang 
atau sampai dia menyetubuhiku,” lalu si laki-laki telanjang atau 
menyetubuhinya dan kemudian menikahinya. Dalam kondisi 
seperti ini perbuatan tersebut adalah maksiat, tapi nikahnya sah. 


Syaikh Asy-Syiraziss berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu 
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lamaran tersebut diterima secara terang-terangan, maka 
laki-laki lain haram melamarnya kecuali bila laki-laki 
pertama mengizinkannya. Hal ini berdasarkan riwayat 
Ibnu Umar &, 


Sea de JAN Hd 
faoa. TR of ag PEDES TP 
oba a 056 a JS BE 35 


“Rasulullah & melarang seorang laki-laki melamar 
(perempuan) yang telah dilamar saudaranya sampai 
pelamar pertama membiarkannya atau mengizinkannya 
untuk melamarnya.” 


Apabila lamaran tersebut tidak direspon baik 
secara secara terang-terangan maupun dengan bahasa 
sindiran, maka si perempuan tidak haram atas laki-laki 
lain. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Fatimah binti 
Qais berkata kepada Rasulullah &, “Sesungguhnya 
Muawiyah dan Abu Jahm melamarku.” Maka Rasulullah 
bersabda, “Adapun Abu Jahm, dia tidak mau 
menurunkan tongkat dari bahunya, sedangkan 
Muawiyah adalah seorang laki-laki miskin yang tidak 
punya harta. Menikahlah dengan Usamah.” 


Apabila lamaran tersebut direspon dengan bahasa 
sindiran, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam 
Asy-Syafi'i. Menurut Gaul Qadim-nya, (laki-laki kedua) 
haram melamar perempuan tersebut, berdasarkan 
hadits Ibnu Umar &. Disamping itu hal tersebut akan 
merusak hubungan keduanya. Sedangkan menurut Gaul 
Jadid-nya, perempuan tersebut tidak haram dilamar 
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(oleh laki-laki kedua), karena lamaran tersebut tidak 
direspon secara terang-terangan sehingga seperti 
halnya bila tidak ada respon (diam). 


Apabila seorang laki-laki melamar perempuan 
yang sudah dilamar saudaranya di tempat yang tidak 
boleh, lalu dia menikahinya, maka nikahnya sah. 
Karena yang diharamkan telah mendahului akad 
sehingga tidak merusak akad. Wabillahittaufig (Hanya 
kepada Allah kita memohon taufik). 


Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, 
Al Bukhari dan An-Nasa'i. Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari 
Uqbah bin Amir bahwa Nabi & bersabda, 


eg 


EG ol p J~ Ú ea A ang 


“Orang beriman adalah saudara bagi sesama orang 
beriman. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin 
membeli sesuatu yang telah dibeli saudaranya dan tidak halal 
baginya melamar perempuan yang telah dilamar saudaranya 
sampai saudaranya tersebut meninggalkannya.” 


Al Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah 
dari Nabi &, 
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“Janganlah salah seorang dari kalian melamar perempuan 
yang sudah dilamar saudaranya sampai saudaranya tersebut 
menikahinya atau meninggalkannya.” 


Dalam redaksi riwayat Al Bukhari dari jalur Ibnu Umar 
disebutkan, L3 sf jai & Ie Saki Aam of & “Nabi & melarang 
salah seorang dari kalian menjual sesuatu yang sudah dijual kepada 


orang lain atau melamar perempuan (yang sudah dilamar orang 
lain).” 


Dalam redaksi riwayat Ahmad dari jalur Al Hasan dari 
Samurah disebutkan, Je! chs of Ang ARAH Ie App of 
Ka idas Ie “Bahwa Rasulullah & melarang seorang laki-laki 
melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya.” 

Jumhur ulama menjadikan hadits-hadits yang berisi 


larangan ini sebagai dalil untuk mengharamkan melamar 
perempuan yang sudah dilamar orang lain. 


An-Nawawi meriwayatkan bahwa larangan tersebut bersifat 
mengharamkan menurut ijma ulama. 


Al Khaththabi berkata, “Larangan disini bersifat mendidik 
dan bukan mengharamkan yang membatalkan akad menurut 
mayoritas fugaha.” 


Al Hafizh berkata, “Tidak ada korelasinya antara 
mengharamkan dengan membatalkan menurut jumhur ulama. 
Menurut mereka, larangan tersebut bersifat mengharamkan tapi 
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tidak membatalkan akad. Hanya saja mereka berselisih pendapat 
tentang syarat-syaratnya. Menurut ulama Syafi'iyyah dan 
Hanabilah, yang diharamkan adalah bila si perempuan yang 
dilamar atau walinya menerima lamaran tersebut secara terang- 
terangan.” 


Adapun hadits Fatimah binti Qais yang telah disebutkan 
sebelumnya yang dijadikan dalil dalam Kafa ah bahwa Muawiyah 
dan Abu Al Jahm melamar keduanya dan Nabi & tidak 
mengingkari keduanya, bahkan beliau malah melamarnya untuk 
Usamah, maka hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, sebagaimana 
dikatakan oleh An-Nawawi, karena ada kemungkinan keduanya 
melamarnya bersamaan atau orang kedua tidak mengetahui 
lamaran orang pertama, dan Nabi hanya mengusulkan 
kepadanya agar menikah dengan Usamah tapi tidak melamarnya. 
Dan kalaupun diasumsikan sebagai lamaran, maka bisa jadi hal 
tersebut setelah diketahui bahwa Fatimah binti @ais tidak 
menyukai keduanya. Secara zhahir dalam hadits Fatimah 
menunjukkan bahwa Usamah melamarnya bersama Muawiyah dan 
Abu Al Jahm. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan 
pengarang lima kitab Sunan yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu 
Majah, An-Nasa'i dan Ad-Daraguthni. Dia (Fatimah binti Qais) 
berkata, “Apabila kamu telah selesai iddah, beritahukanlah 
kepadaku.” Maka setelah iddah dia memberitahukan kepada Nabi, 
lalu dia dilamar oleh Muawiyah, Abu Al Jahm dan Usamah bin | 
Zaid. 


Diriwayatkan dari sebagian ulama Malikiyyah bahwa 
perempuan yang dilamar tidak boleh menolak lamaran kecuali 
setelah saling ridha terhadap mahar. Akan tetapi tidak ada dalil 
untuk masalah ini. 
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Daud berkata, “Apabila si perempuan dinikahi laki-laki 
kedua, maka nikahnya batal baik sebelum disetubuhi maupun 
setelah disetubuhi.” 


Ulama Malikiyyah memiliki dua pendapat dalam masalah 
ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa nikahnya batal baik 
sebelum dilakukan persetubuhan atau sesudahnya. 


Dalam A/ Fath dikatakan, “Dalil jumhur ulama adalah 
bahwa yang dilarang adalah lamaran, sedang ia bukan syarat 
dalam sahnya nikah, sehingga nikahnya tidak batal meskipun 
lamarannya dianggap tidak sah.” 


Imam Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Umm: Apabila seorang 
perempuan berkata kepada walinya, “Nikahkanlah aku dengan 
laki-laki yang kamu sukai atau yang menurutmu cocok denganku,” 
maka setiap laki-laki boleh melamarnya, berdasarkan hadits 
Fatimah binti Qais bahwa dia berkata, | 


4 0%, H KA a P Oo ae 
Tae VW alij pi> pli ar ab 
' 2 > SI) “ 


1 1 


°g 22% Pa . 0 r Pan P ot A, 2, ð á 
Ol PB i G g Ke lo al 
o sa ez £ g 2 ox r F or ak 
ee gU Isl Jua g A ê! S 3 Jas 
r Ead - oA sg. A P A - g7 
aaia o a Lg KIA ai gae li Gi 
jF r Ap Pg A, “5 å 7 A or ad 
|g ale OM D dl J a GiG 


Ea b e AE d Ju UAS a 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 507 


DARA AOA NA YAN Parag PA 


(J Pa ig A x Ta P P O 2. o? r o 
Sama d GG 13 laga 
í TE S 
| 


AMA aa JG Santa iida ca 


“Abu Hafsh menthalakku di Syam tiga kali, lalu aku 
mendatangi Nabi & dan kuberitahukan kepada beliau tentang hal 
tersebut. Lalu Nabi menyuruhku menjalani iddah di rumah Ibnu 
Ummi Maktum seraya bersabda, “Apabila iddahmu telah selesai, 
beritahukanlah kepadaku’. 


Setelah iddahku selesai aku pun mendatangi Nabi dan 
kuberitahukan kepadanya, lalu kukatakan kepadanya, 
“Sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm melamarku'. 

Maka Nabi & bersabda, Adapun Muawiyah, dia adalah 
orang miskin yang tidak punya harta: sedangkan Abu Jahm adalah 
orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya (suka 
memukul). Akan tetapi kutunjukkan kepadamu laki-laki yang lebih 
baik bagimu daripada keduanya' 

Aku bertanya, “Siapakah dia, wahai Rasulullah?” 

Beliau menjawab, “Usamah bin Zaid.” 

Aku bertanya lagi, “Usamah?” 

Nabi & menjawab, “Ya, Usamah.” 


Imam Asy-Syafi'i #8, berkata, “Fatimah & tidak 
mengizinkan untuk dinikahi Muawiyah dan Abu Al Jahm. Dia 
hanya meminta pendapat Nabi @ perihal lamaran tersebut. 
Sebagaimana diketahui bahwa dua laki-laki tersebut melamar 
seorang perempuan, dimana salah satunya melamar setelah yang 
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lain. Akan tetapi Nabi & tidak mengingkari laki-laki kedua (yang 
melamar setelah laki-laki pertama). Lalu beliau melamarnya untuk 
laki-laki ketiga setelah keduanya. Ini menunjukkan bahwa hal 
tersebut dibolehkan.” 


Apabila seorang laki-laki melamar perempuan kepada 
walinya, sementara walinya membolehkan kepada si perempuan 
untuk memilih laki-laki yang disukainya, lalu lamaran tersebut 
direspon dengan bahasa sindiran dan tidak secara terang-terangan, 
misalnya dengan ucapan, “Aku akan meminta pendapatnya dulu 
dalam hal ini,” atau “Kamu disukai olehnya,” atau sang wali 
mensyaratkan mahar dan lainnya, apakah laki-laki lain selain laki- 
laki yang melamar tersebut boleh melamarnya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, 
Menurut Gaul @adim-nya, laki-laki lain haram melamarnya. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah, 
berdasarkan sabda Nabi &, &f xh PA EN tbs ú “Janganlah 
seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar 
saudaranya,” tanpa dirinci. Disamping itu perbuatan ini akan 
merusak hubungan keduanya. 


Sedangkan menurut Qaul Jadinya, “Laki-laki lain tidak 
haram melamarnya.” Inilah pendapat yang benar, karena 
Nabi & melamar Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid 
setelah Fatimah memberitahukan kepadanya bahwa dia telah 
dilamar oleh Muawiyah dan Abu Al Jahm, dan Nabi & tidak 
menanyakan kepadanya apakah dia memilih salah satu dari 
keduanya atau tidak. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak 
berbeda, karena secara zhahir menunjukkan bahwa dia tidak 
datang kepada Nabi @ untuk meminta pendapatnya kecuali 
setelah dia rela atau cenderung kepada salah satunya. 
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Ash-Shaimuri berkata, “Apabila seorang laki-laki melamar 
lima perempuan sekaligus, lalu dia diizinkan untuk menikah salah 
satu dari lima perempuan tersebut, maka tidak dibolehkan bagi 
seorang pun melamar salah satu dari mereka sampai laki-laki 
tersebut meninggalkannya atau melakukan akad nikah dengan 
empat perempuan lainnya. Dengan demikian maka laki-laki lain 
boleh melamar perempuan kelima. Sedangkan bila dia melamar 
setiap perempuan secara sendiri-sendiri (tidak bersamaan), lalu 
masing-masing dari perempuan tersebut mengizinkan kepadanya 
untuk dinikahi, maka laki-laki lain tidak boleh melamar empat 
perempuan pertama, tapi dia boleh melamar perempuan kelima.” 


Apabila hal ini telah jelas, maka apabila ada seorang laki- 
laki yang melamar seorang perempuan dalam kondisi yang telah 
kami sebutkan yang mana dia tidak boleh melamarnya, lalu dia 
menikahinya, maka nikahnya sah. Sementara menurut Daud 
hukumnya tidak sah. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Ash-Shabbagh dari Malik #. 


Adapun dalil kami adalah bahwa yang diharamkan itu 
hanya merusak akad bila bersamaan. Adapun bila ia 
mendahuluinya, maka tidak merusak akad. Seperti halnya bila 
seorang perempuan berkata, “Aku tidak akan menikah dengan si 
fulan sampai aku melihatnya telanjang,” lalu laki-laki tersebut 
telanjang dan kemudian menikah dengannya. 


Mengingat hal ini telah jelas, maka sahabat-sahabat kami 
menjelaskan beberapa faidah berkenaan dengan hadits Fatimah 
binti Qais &, dan hadits tersebut telah diuraikan sebelumnya, 
meskipun ada beberapa versi riwayat. Diriwayatkan bahwa 
suaminya menthalaknya di Syam, lalu wakil suaminya datang 
kepadanya dengan membawa gandum sehingga Fatimah marah, 
lalu wakilnya berkata, “Kami tidak wajib memberikan apapun 
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kepadamu.” Lalu Fatimah mendatangi Nabi 28 untuk meminta 
fatwanya. Maka Nabi & bersabda kepadanya, “Kamu tidak wajib 
diberi nafkah kecuali bila kamu hamil.” 


Faidah pertama: Hadits ihi merupakan dalil bahwa 
thalak dibolehkan. 


Faidah Kedua: Thalak tiga dibolehkan. 


Faidah Ketiga: Thalaknya laki-laki yang sedang pergi 
(tidak bersama istrinya di tempat) hukumnya sah. 


Faidah Keempat: Seorang perempuan boleh meminta 
fatwa, karena Nabi & tidak mengingkarinya. 


Faidah Kelima: Ucapannya bukan aurat. 


Faidah Keenam: Perempuan yang sedang menjalani 
iddah boleh keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. 


Faidah Ketujuh: Tidak ada nafkah untuk perempuan 
yang dithalak dalam kondisi tidak hamil. Ini berbeda dengan 
pendapat Abu Hanifah. 


Faidah Kedelapan: Perempuan yang dithalak dalam 
keadaan hamil wajib diberi nafkah. 


Faidah Kesembilan: Perempuan yang sedang menjalani 
iddah boleh pindah dari rumah suaminya. Para ulama berselisih 
pendapat mengapa Nabi & memindahkannya. Menurut Ibnu Al 
Musayyab, sebabnya adalah karena Fatimah bermulut kotor atau 
sering mengomeli iparnya. Sedangkan menurut Aisyah Ummul 
Mukminin, sebabnya adalah karena rumah suaminya sepi sehingga 
dikhawatirkan akan keselamatannya. Manapun dari dua riwayat 
tersebut yang sah, tetap saja ia merupakan dalil bahwa perempuan 
yang sedang menjalani iddah boleh pindah dari rumah suaminya. 
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Faidah Kesepuluh: Boleh melamar perempuan yang 
sedang menjalani iddah dengan bahasa sindiran. 


Faidah Kesebelas: Seorang laki-laki boleh melamar 
perempuan yang sedang menjalani iddah dengan bahasa sindiran 
untuk laki-laki lain, karena Nabi & melamar Fatimah binti Qais 
dengan bahasa sindiran untuk Usamah bin Zaid &:, bukan untuk 
dirinya sendiri. 

Faidah Kedua Belas: Seorang perempuan boleh 


meminta saran kepada beberapa orang (yang dianggap tokoh), 
karena Fatimah binti Qais meminta saran kepada Nabi &. 


Faidah Ketiga Belas: Boleh menjelaskan sifat seseorang 
meskipun tidak disukai, apabila ada tujuannya, karena 
Nabi $ menggambarkan sifat Muawiyah dan Abu Jahm meskipun 
keduanya tidak menyukai hal tersebut. 


Faidah Keempat Belas: Boleh menjelaskan sesuatu 
secara umum meskipun yang dimaksud khusus, karena 
Nabi & bersabda, 4 Ju ú Hah & ya úÍ “Adapun Muawiyah, dia 
adalah laki-laki miskin yang tidak berharta.” Sebagaimana 
diketahui bahwa seseorang tentu memiliki harta walaupun sedikit, 
seperti pakaiannya atau lainnya. Akan tetapi yang dimaksud Nabi 
adalah bahwa Muawiyah tidak memiliki sesuatu yang menurut 
orang-orang sebagai harta. Begitu pula sabda Nabi $ tentang Abu 
Jahm bahwa dia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya, 
meskipun tentu saja dia terkadang meletakkan tongkatnya dalam 
sebagian kesempatan. 


Adapun yang dimaksud Shu'luk adalah orang miskin. 
Seorang penyair berkata: 


Kita diberi kemiskinan dan kekayaan 
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Setiap kita merasakan dua gelas kemiskinan dan kekayaan 


Sepanjang masa 


Adapun tentang sabda Nabi &, i $ Kasi as Ý “Dia 


I rrr 


tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya, ” dalam hal ini ada dua 
penafsiran: 

Pertama: Dia (Abu Jahm) sering bepergian. 

Seorang penyair berkata: 

Dia menjatuhkan tongkatnya dan tetaplah tujuannya 


Sebagaimana matanya tentang dengan kepergian musafir 


Berdasarkan hal ini; maka seorang laki-laki boleh bepergian 
tanpa seizin istrinya. 


Kedua: Yang dimaksud adalah bahwa dia suka memukul 
istrinya. Oleh karena itulah Nabi & bersabda, Ulat 2 Uas Bj ý 
‘Janganlah kamu mengangkat tongkatmu dari keluargamu, ” yakni 
dalam mendidik dengan perkataan atau pukulan. Berdasarkan 


penafsiran ini maka seorang suami boleh memukul istrinya, karena 
Nabi tidak mengecualikannya dengan pengingkaran. 


Sebagian ulama lain berkata, “Maksudnya adalah bahwa dia 
sering bersetubuh (hyperseks).” Begitu pula sabda Nabi &, %5 ú 
wai e D “Janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari 
keluargamu,” maksudnya adalah bersetubuh. Ini menunjukkan 
bahwa boleh menggunakan majaz untuk persetubuhan. Akan 


tetapi penafsiran ini salah, karena tidak ada yang menunjukkan 
bahwa yang dimaksud adalah demikian. 
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Ash-Shaimuri berkata, “Seandainya dikatakan bahwa yang 
dimaksud Nabi & adalah bahwa dia sering bersetubuh yakni sering 
kawin (tukang kawin), maka penafsiran ini lebih tepat.” 


Faidah Kelima Belas: Boleh melamar untuk orang lain, 
karena Nabi #& melamarnya untuk Usamah. 


Faidah Keenam Belas: Seorang laki-laki boleh melamar 
perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain bila si perempuan 
tidak merespon laki-laki pertama. 


Faidah Ketujuh Belas: Konsultan boleh menyarankan 
kepada orang yang minta konsultasi berkenaan dengan hal yang 
tidak ditanyakannya, karena Fatimah binti @ais tidak meminta 
saran kepada Nabi #& tentang Usamah. 


Faidah Kedelapan Belas: Orang yang berkonsultasi 
tidak wajib menyetujui saran konsultannya, karena Nabi @ tidak 
mengatakan kepadanya, “Kamu wajib menikah dengan orang yang 
aku usulkan,” dan beliau hanya mengulanginya sebagai saran saja. 


Faedah Kesembilah Belas: Kebaikan tidak hanya 
khusus pada nasab saja, karena Nabi & bersabda, “Akan 
kutunjukkan kepadamu orang yang lebih baik dari keduanya,” 
padahal nasab keduanya lebih baik dari nasabnya. 

Faidah Kedua Puluh: Kafaah bukan syarat dalam 
nikah, karena Fatimah adalah perempuan @uraisy sedang Usamah 
seorang mantan budak. 

Faidah Kedua Puluh Satu: Boleh melamar langsung 


kepada perempuan yang bersangkutan meskipun perempuan 
tersebut memiliki wali. Wallahu A Jam. 
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Syaikh Asy-Syirazi berkata: Bab khiyar 
(Memilih) Dalam Pernikahan dan Menolak Karena 
.Adanya Cacat: 


Apabila seorang laki-laki mendapati istrinya gila 
atau menderita lepra, atau kusta, atau menderita ratag 
(tertutupnya lubang vagina) atau garan (tertutupnya 
lubang vagina karena daging) sehingga dia tidak bisa 
disetubuhi, maka dia boleh memilih. 


Apabila seorang istrinya mendapati suaminya 
gila atau menderita, lepra, atau kusta, atau penisnya 
bunting, atau impoten, maka dia boleh memilih 
(apakah akan tetap bersamanya atau cerai). Hal ini 
berdasarkan riwayat Zaid bin Ka'b bin Ujrah bahwa dia 
berkata: 
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Rasulullah & menikahi perempuan dari Bani 
Ghifar, lalu beliau melihat putih-putih pada punggung 
perempuan tersebut. Maka beliau bersabda kepadanya, 
“Pakailah pakaianmu dan pulanglah kepada 
keluargamu.” Jadi boleh membatalkan nikah, karena 
adanya penyakit kusta, dan penyakit-penyakit selain 
kusta boleh diqiyaskan dengannya, karena hukumnya 
sama yaitu menghalangi persetubuhan. 
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Apabila salah satu dari keduanya mendapati 
pasangannya memiliki kemaluan laki-laki dan kemaluan 
perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i. 


Pertama: Berlaku khiyar baginya, karena 
pasangannya akan merasa jijik menggaulinya sehingga 
mirip dengan kasus penyakit kusta. 


Kedua: Tidak ada khiyar baginya, karena dia 
masih bisa menyetubuhinya. 


Apabila seorang perempuan mendapati istrinya 
dikebiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam 
Asy-Syafi'i: 


Pertama: Dia boleh memilih, karena dia akan 
merasa enggan berhubungan dengannya. 


Kedua: Tidak ada pilihan baginya, karena dia 
masih bisa bersetubuh dengannya. 


Apabila salah satu dari keduanya mendapatkan 
pasangannya memiliki cacat yang sama dengannya, 
misalnya dia mendapatkannya menderita kusta, 
sementara dia juga menderita kusta, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Dia boleh memilih, karena dia akan 
merasa jijik berhubungan dengan orang yang memiliki 
cacat meskipun dia sendiri memiliki cacat. 


Kedua: Tidak ada pilihan baginya, karena 
keduanya sama-sama memiliki cacat, sehingga tidak 
berlaku pilihan pada keduanya, sebagaimana bila 
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seorang budak laki-laki menikah dengan budak 
perempuan. 


Apabila cacatnya ada setelah akad nikah, maka 
berlaku khiyar (memilih). Apabila cacatnya ada pada 
suami, maka khiyar berlaku untuk istri, karena bila 
cacat yang menyebabkan harus memilih ada saat akad, 
maka memilih juga berlaku bila cacatnya ada setelah 
akad, seperti ketidakmampuan membayar mahar dan 
nafkah. 


Sedangkan bila cacatnya ada pada istri, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Memilih berlaku. Ini adalah Waul Jadid 
(pendapat baru) Imam Asy-Syafi'i dan inilah pendapat 
yang benar, karena cacat yang menyebabkan harus 
memilih itu ada pada permulaan akad, maka memilih 
juga berlaku bila cacatnya terjadi setelah akad, seperti 
cacat pada suami. 


Kedua: Memilih tidak berlaku, karena suami 
berhak menthalaknya. Ini adalah Waul Qadim Imam 


Asy-Syafi'i (pendapat lamanya). 


Penjelasan: Hadits Zaid bin Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan 
oleh Ahmad dengan redaksi: Al Qasim Al Muzani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Jamil bin Zaid mengabarkan kepadaku, 
dia berkata, “Aku pernah menemani seorang kakek dari suku 
Anshar yang mengaku sebagai sahabat Nabi &. Namanya adalah 
Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab.. Kemudian dia menceritakan 
kepadaku bahwa Rasulullah & pernah menikahi seorang 
perempuan dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk menemuinya, 
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beliau melepas pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur. Lalu 
beliau melihat putih-putih (kusta) pada punggung perempuan 
tersebut. Maka beliau pun menjauh dari tempat tidur lalu bersabda, 
Ambillah pakaianmu!' dan beliau tidak mengambil kembali mahar 
yang telah diberikan kepadanya.” 


Dalam sanad hadits ini ada dua orang periwayat yang 
kontroversial. Pertama adalah Jamil bin Zaid dan kedua adalah 
Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid. Kita akan membahas orang 
kedua yang berstatus sebagai sahabat. Kami katakan, “Riwayat 
Ahmad sebagaimana yang kami ketahui adalah dari Zaid bin Ka'ab 
atau Ka'ab bin Zaid. Kami tidak mengenal di kalangan sahabat 
selain Zaid bin Ka'ab Al Bahzi As-Sullami, pemilik kijang bungkuk 
dan dialah yang memburunya. Haditsnya telah kami sebutkan 
dalam pembahasan barang temuan dan sebelumnya telah 
disebutkan oleh An-Nawawi dalam pembahasan binatang buruan. 
Dia bukanlah orang yang menceritakan hadits tersebut kepada 
Jamil. Adapun Ka'ab bin Zaid, kami tidak memiliki sumber rujukan 
tentang profilnya selain Jamil bin Zaid. Oleh karena itulah dalam 
Al Isti'ab disebutkan sebagai berikut: Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin 
Ka'ab. Dia meriwayatkan kisah tentang perempuan dari Bani 
Ghifar yang pada punggungnya terdapat kustanya dan dilihat oleh 
Rasulullah $. Orang yang meriwayatkan darinya adalah Jamil bin 
Zaid. Bisa dikatakan bahwa hadits ini mudhtharib.” 


Adapun Al Hakim, dia meriwayatkan hadits ini dari Jamil 
dengan mengatakan: Dari Jamil bin Zaid Ath-Tha'i dari Zaid bin 
Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya. Jadi yang statusnya sahabat disini 
adalah Ka'ab bin Ujrah Al Anshari, salah seorang sahabat terkenal. 
Dengan demikian, maka ia tidak sesuai dengan riwayat Ahmad 


” 


“Aku menemani kakek-kakek yang mengaku sebagai sahabat....... 
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Adapun dalam riwayat Ismail bin Zakariya, dia mengatakan: 
Jamil bin Zaid menceritakan kepada kami, Ibnu Umar 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Nabi & menikahi 
seorang perempuan, lalu melepaskannya (menthalaknya).” Hadits 
ini terkadang diriwayatkan dari Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid, 
seorang kakek yang mengaku sebagai sahabat Nabi &. Terkadang 
ja juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, padahal Ibnu Hibban berkata: 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar padahal periwayatnya tidak melihat 
Ibnu Umar. 


Ibnu Ma'in berkata, “Jamil bin Zaid bukan periwayat 
tsiqah.” 


Al Bukhari berkata, “Haditsnya tidak sah.” 


Abu Bakar bin Ayyasy meriwayatkan dari Jamil bahwa dia 
berkata, “Ini adalah hadits-hadits Ibnu Umar, tapi aku tidak 
mendengar apapun dari Ibnu Umar. Mereka hanya berkata, 
“Tulislah hadits-hadits Ibnu Umar’. Lalu aku tiba di Madinah dan 


menulisnya.” 


Abu Al Qasim Al Baghawi berkata dalam Mu'jam-nya, 
“Status mudhtharib pada hadits tentang perempuan Bani Ghifar 
disebabkan olehnya. Yakni terkadang dia meriwayatkan dari Ibnu 
Umar dan terkadang dari orang lain, dan terkadang dari orang lain 
lagi.” 

Dia berkata lebih lanjut, “Dia meriwayatkan hadits-hadits 
Ibnu Umar dan berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu 
Umar’, padahal dia tidak pernah mendengar apapun dari Ibnu 
Umar.” 


Abu Hatim dan Al Baghawi berkata, “Haditsnya dha'if” 
An-Nasa'i berkata, “Dia tidak tsigah.” 
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Al Allamah As-Safarini berkata dalam kitabnya .Nafatsat 
Ash-Shadr Al Mukammad Wa Guwwatu 'Ain Al Armad Lisyarhi 
Tsulatsiyyat Musnad Al Imam Ahmad: Ibnu Hibban berkata, “Jamil 
bin Zaid masuk Madinah setelah Ibnu Umar wafat. Lalu dia 
mengumpulkan hadits-haditsnya dan kemudian pulang ke Bashrah 
dan meriwayatkannya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan hadits ini 
dalam Sunarrnya dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah tanpa keraguan. 
Begitu pula yang dikatakan oleh imam Ibnu Al Qayyim dalam A/ 
Huda, “Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah'.” 

Kesimpulannya adalah bahwa hadits ini tidak sah dari jalur 
lain. Jadi sumber kekacauannya ada pada Jamil bin Zaid. Oleh 


karena itulah kita tidak bisa memastikan kasus pernikahan 
Nabi & dengan perempuan dari Bani Ghifar. 


Hukum-Hukum: Membatalkan pernikahan karena 
adanya aib (cacat) hukumnya berlaku berdasarkan kaidah-kaidah 
umum dalam akad dan mawadhah atau lainnya. Akan tetapi Ibnu 
Hajar menilai shahih riwayat Asy-Syafi'i dari jalur Malik dan Ibnu 
Abi Syaibah dari Abu Idris, dari Abu Yahya, dia berkata, “Para 
periwayatnya tsigah.” 


Bahasa: Kalimat 4x:& “si yakni melihat punggungnya 
atau perutnya. Kasyh adalah bagian tubuh antara lambung dan 
tulang belakang. Dalam hadits Sa'ad disebutkan, 


GPS wani Ida Spa Oo! “Sesungguhnya pemimpin kalian ini 
adalah orang yang pinggangnya ramping.” 
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Adapun redaksi, Kets “Putih-putih,” ia bisa ditafsirkan panu 
dan bisa ditafsirkan kusta. Inilah penafsiran yang paling benar, 
meskipun keduanya sama-sama tidak disukai orang. 


Adapun redaksi, yú ia BM “Perempuan dari Bani Ghifar,” 
dikatakan bahwa namanya adalah Al Ghaliyah. Ada pula yang 
mengatakan bahwa namanya Asma' binti An-Nu'man. Al Hakim 
berkata, “Yakni Al Juwainiyyah.” Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, 
“Yang benar adalah bahwa namanya selain itu.” 


Hukum-Hukum: Apabila salah seorang dari suami-istri 
menemukan cacat pada pasangannya, maka dia boleh memilih 
untuk membatalkan nikah. Adapun cacat yang berlaku memilih di 
dalamnya ada lima, yang tiga berlaku sama untuk suami dan istri, 
sedangkan yang dua hanya berlaku untuk salah satunya. 


Adapun tiga cacat yang hukumnya berlaku untuk suami dan 
istri adalah gila, lepra dan kusta. Sedangkan yang khusus untuk 
suami adalah penis buntung dan impoten, sementara yang khusus 
untuk istri adalah ratag dan garan. Ratag adalah tersumbatnya 
lubang vagina sehingga penis tidak bisa masuk ke dalamnya, 
sedangkan garan adalah yang mengatakan bahwa ia adalah tulang 
yang ada di dalam lubang vagina yang menyebabkannya tidak bisa 
disetubuhi. Akan tetapi menurut para peneliti, ia adalah daging 
yang tumbuh dalam vagina yang menyebabkan penis tidak bisa 
masuk ke dalamnya. Misalnya rahim mengalami pembengkakan 
dan menimbulkan tumor-tumor kanker yang menutupi lubang 
vagina. Seorang perempuan terkadang mengalami ini pada saat 
melahirkan. 


Cacat-cacat ini menyebabkan adanya hak Ahiyar (memilih) 
di dalamnya. Demikianlah madzhab kami dan inilah yang 
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dinyatakan oleh Umar #&, Ibnu Abbas &,, Malik, Ahmad dan 
Ishag. 


Ali dan Ibnu Mas'ud &5 berkata, “Nikah tidak batal dengan 
adanya cacat.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh An-Nakha'i, Ats- 
Tsauri dan Abu Hanifah. Hanya saja dia berkata, “Apabila seorang 
perempuan mendapati penis suaminya buntung atau impoten, 
maka dia boleh memilih. Apabila dia memilih (untuk cerai), maka 
hakim yang menceraikan keduanya.” 


Adapun dalil kami adalah hadits yang telah disebutkan dan 
juga berdasarkan perkataan Umar & yang diriwayatkan oleh 
Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Sa'id bin Al Musayyab darinya, 
“Siapa saja perempuan yang dinikahkan sedang dia gila atau 
menderita kusta atau lepra, lalu dia digauli, kemudian suaminya 
melihat cacat tersebut, maka si perempuan berhak mendapat 
mahar karena telah disetubuhi, sedangkan walinya juga berhak 
memberikan, mahar itu kembali karena dia telah menipu sang 
suami.” 


Asy-Sya'bi juga meriwayatkan dari Ali #, “Siapa saja 
perempuan yang menikah sedang dia menderita kusta atau gila 
atau lepra atau garan, maka suaminya boleh memilih selama dia 
belum menyetubuhinya. Bila dia mau, dia bisa tetap 
mempertahankannya, dan bila dia mau dia bisa menceraikannya. 
Apabila dia telah menyetubuhinya, maka sang istri berhak 
mendapat mahar karena kemaluannya telah dianggap halal 
olehnya.” 


Disamping itu bila salah satunya, gila maka akan 
membahayakan pasangannya dan anaknya. Adapun penis 
buntung, impoten, ratag dan qaran adalah cacat-cacat yang 
menyebabkan penderitanya tidak bisa disetubuhi, sedangkan lepra 
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dan kusta adalah cacat yang membuat orang yang melihatnya 
engggan bersentuhan dengan penderitanya. 


Imam Asy-Syafi'i & berkata, “Dikhawatirkan penyakit 
tersebut akan menular kepada orang lain dan keturunannya.” 


Apabila dikatakan: Nabi & bersabda, “Tidak ada penyakit 
menular, tidak ada Hamah (burung hantu) dan tidak ada Shafar.” 
Nabi & juga bersabda, “Sesuatu tidak menular kepada sesuatu 
yang lain.” Maka seorang laki-laki Badui berkata, “Wahai 
Rasulullah, ada permulaan kudis di bibir unta atau di ekor unta 
besar, lalu membuat seluruh tubuh unta tersebut berkudis.” Maka 
Nabi & bersabda, “Siapakah yang menularkannya pada unta 
pertama?” Maka sahabat-sahabat kami berkata: Ada beberapa 
hadits yang menjelaskan tentang penyakit menular. Di antaranya 
adalah sabda Nabi &, “Janganlah orang yang sedang sakit 
mendatangi orang yang sehat” Diriwayatkan pula bahwa 
Nabi & bersabda, “Janganlah kalian terlalu lama memandang 
orang-orang yang menderita penyakit kusta. Barangsiapa di antara 
kalian ada yang berbicara dengannya, hendaknya dia memberi 
Jarak satu tombak dengannya.” 


Diriwayatkan pula bahwa seorang laki-laki mendatangi 
Nabi & untuk membaiatnya, lalu dia mengeluarkan tangannya 
yang ternyata menderita kusta. Maka Nabi & bersabda 
kepadanya, “Genggam tanganmu, aku telah membaiatmu.” Di 
antara kebiasaan beliau adalah berjabat tangan, tapi beliau tidak 
mau berjabat tangan dengannya karena penyakit kusta tersebut. 
Nabi & juga bersabda, 3491 g 392 Ya gy 9 “Larilah dari 
orang yang menderita penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari 
singa.” 
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Al Imrani berkata dalam A/ Bayan, “Nabi & hanya 
mengingkari penyakit menular yang diyakini kaum atheis. Karena 
mereka meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. 
Hal ini tidak benar, karena penyakit menular yang dimaksud 
adalah bahwa biasanya penyakit itu akan terjadi ketika fisik 
bersentuhan dengan fisik yang menderita penyakit, sebagaimana 
biasanya kulit putih akan tercipta dari dua kulit putih dan kulit 
hitam akan tercipta dari dua kulit hitam. Meskipun 
Allah & mampu menciptakan kulit putih dari kulit hitam. Jadi 
bukannya penyakit itu sendiri yang menular.” 


Adapun berkenaan dengan sabda Nabi &, 3x6 Vj Zn | 


“Tidak ada burung hantu dan tidak ada Shafar” maksudnya 
adalah bahwa orang-orang Jahiliyyah biasa berkata, “Apabila 
seseorang terbunuh dan tidak ada yang balas dendam terhadap 
pembunuhnya, maka akan keluar dari kepalanya seekor burung 
yang berteriak dengan berkata, “Berilah aku minum dengan darah 
pembunuhku'.” Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ash- 
Shabbagh. Adapun berkenaan dengan bulan Shafar, orang-orang 
Jahiliyyah biasa berkata, “Di dalam perut ada binatang yang 
bernama Shafar. Apabila ia bergerak maka seseorang akan merasa 
lapar. Ia lebih menular dari kudis menurut orang-orang Arab.” Ada 
pula yang berkata, “Maksudnya adalah menunda kemuliaan bulan 
Muharram sampai Shafar.” Maka Nabi menepis semua 
anggapan tersebut. 


Imam Asy-Syafi'i telah mengupas panjang lebar masalah ini 
dalam hukum-hukum cacat. Dia berkata, “Apabila seorang laki-laki 
menikahi perempuan, karena menganggapnya cantik, masih 
muda, kaya, fisiknya sempurna dan masih perawan, tapi ternyata 
perempuan tersebut sudah nenek-nenek, jelek, miskin, anggota 
tubuhnya ada yang cacat, janda, buta atau ada penyakitnya, tapi 
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selain empat cacat yang menyebabkan adanya khiyar -yakni kusta, 
lepra, ratag dan gila-, maka laki-laki tersebut tidak berhak memilih. 
Orang yang mensyaratkan demikian telah berbuat zhalim terhadap 
dirinya sendiri.” 

Dia berkata lebih lanjut, “Nikah itu tidak seperti jual beli 
sehingga tidak ada khiyar dalam pernikahan karena adanya cacat 
pada tubuh si perempuan. Menurut kami tidak ada khiyar dalam 
pernikahan selain empat cacat yang telah kami sebutkan. Misalnya 
di lubang vaginanya ada tulang yang menyebabkannya tidak bisa 
disetubuhi, maka ini secara umum bisa menghalangi tujuan 
pernikahannya. Apabila si perempuan menderita ratag, tapi 
suaminya masih bisa menyetubuhinya, maka tidak ada Kkhiyar bagi 
sang suami, atau sang istri sedang menjalani pengobatan (untuk 
mengobati penyakit rafagnya) agar dia bisa disetubuhi, maka tidak 
ada khiyar bagi sang suami. Sedangkan bila si perempuan tidak 
melakukan pengobatan terhadap penyakitnya, maka sang suami 
boleh memilih bila dia tidak menyetubuhi istrinya. Apabila sang 
suami meminta kepadanya untuk membukanya dengan besi atau 
alat yang serupa (agar vaginanya bisa berlubang sehingga bisa 
disetubuhi) dan memaksanya demikian, maka menurutku sang 
suami tidak boleh melakukannya dan dia boleh memilih (apakah 
akan tetap dengan istrinya atau cerai). 


Apabila sang istri melakukannya sehingga dia bisa 
disetubuhi, maka tidak ada Kkhiyar bagi suami. Akan tetapi bila 
garan menyebabkan istri tidak bisa disetubuhi, maka ia seperti 
ratag. Atau bila sang istri menderita kusta atau lepra atau gila, 
maka sang suami boleh memilih. Akan tetapi tidak ada Khiyar 
untuk penyakit kusta sampai diketahui jelas penyakitnya. 


Adapun alis rontok atau cacat-cacat lainnya yang 
kemungkinan merupakan kusta atau bukan, maka tidak ada Ahiyar 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 525 


dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa gila itu ada dua: Gila yang 
temporal. Untuk gila sang suami boleh memilih baik sedikit 
maupun banyak. Sedangkan gila yang mendominasi akal tanpa 
ada sakit sebelumnya, maka sang suami boleh memilih dalam dua 
kondisi tersebut. Kasus ini lebih banyak dari kasus gila yang 
temporal. 


Sebagian ulama Hanabilah berpendapat seperti yang 
dikatakan sahabat-sahabat kami. 


Hanya saja mereka menganggap bahwa Ahiyar karena 
cacat bisa dilakukan pelan-pelan, dan tidak gugur kecuali bila ada 
indikasi yang menunjukkan keridhaan, baik berupa ucapan atau 
persetubuhan, atau pemaksaan dalam kondisi diketahui ada cacat 
tersebut, atau keridhaannya diungkapkan dengan jelas. Apabila dia 
mengklaim tidak tahu masalah memilih, dan orang yang sama 
dengannya juga tidak tahu, maka pendapat yang paling kuat 
adalah bahwa berlaku pembatalan nikah. Demikianlah yang 
dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah. 


Dalam Syarah Ats-Tsulatsiyyat Al Allamah As-Safarini Al 
Hanbali berkata, “Untuk keabsahan pembatalan pernikahan 
karena adanya salah satu dari cacat-cacat tersebut harus dengan 
keputusan hakim.” Pendapat ini berbeda dengan pendapat 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. 


Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Hazm dan orang-orang yang 
sependapat dengan keduanya berkata, “Tidak batal karena adanya 
cacat.” 


As-Safarini berkata: Imam Ibnul @ayyim, salah seorang 
ulama kami berkata, “Pembatalan nikah berlaku karena adanya 
cacat yang menyebabkan pembatalannya, seperti kasus 
pembatalan pembelian budak perempuan, karena adanya cacat 
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padanya seperti buta, bisu, tuli, kedua tangannya putus atau kedua 
kakinya putus, atau yang putus salah satunya. Begitulah 
pembatalan pembelian budak laki-laki karena adanya cacat-cacat 
tersebut. Karena cacat-cacat tersebut sangat tidak disukai dan bila 
didiamkan (tidak dijelaskan), maka merupakan tindakan penipuan 
terburuk yang menafikan ajaran agama. Jadi semuanya harus 
selamat, tidak ada cacatnya. Inilah hal-hal yang disyaratkan secara 
umum.” | 


Dia berkata lebih lanjut, “@iyasnya adalah bahwa setiap 
cacat yang menyebabkan salah satu pasangan suami-istri lari dari 
pasangannya dan tidak bisa merealisasikan tujuan nikah, yaitu 
lahirnya rasa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut 
mewajibkan adanya Khiyar. Dan kasus ini lebih utama dari jual 
beli, sebagaimana syarat-syarat dalam nikah lebih patut dipenuhi 
daripada syarat-syarat dalam jual beli.” 


Cabang: Apabila masing-masing dari pasangan suami-istri 
sama-sama mendapati cacat pada pasangannya, apabila dua cacat 
tersebut dari dua jenis, misalnya salah satunya menderita kusta, 
sementara pasangannya menderita lepra, maka masing-masing 
dari keduanya boleh memilih, karena tabiat seseorang akan 
merasa jijik dengan penyakit orang lain. Sedangkan bila dua cacat 
tersebut dari satu jenis, misalnya keduanya sama-sama menderita 
lepra atau kusta, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Masing-masing dari keduanya tidak boleh 
memilih, karena keduanya sama-sama memiliki kekurangan 
(cacat). Jadi kasusnya sama seperti bila seorang budak laki-laki 
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menikahi perempuan dan ternyata perempuan tersebut seorang 
budak perempuan. 


Kedua: Masing-masing dari keduanya boleh memilih, 
karena tabiat manusia itu merasa jijik dengan cacat yang diderita 
orang lain, meskipun dia sendiri menderita cacat yang sama. 


Apabila seorang laki-laki mendapati istrinya menderita 
qaran atau rafaq, atau seorang perempuan mendapati suaminya 
menderita impoten atau penisnya buntung, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Masing-masing dari keduanya boleh memilih 
karena adanya cacat yang menyebabkan adanya hak pilih (Khiyah. 


Kedua: Masing-masing dari keduanya tidak boleh memilih, 
karena ratag dan garan menyebabkan perempuan tidak bisa 
disetubuhi, sementara penis buntung dan impotensi juga 
menyebabkan penderitanya tidak bisa bersetubuh, sehingga tidak 
berlaku khiyar di dalamnya. 


Pendapat ini adalah berkaitan dengan cacat-cacat yang 
ditemukan saat akad yang tidak diketahui pasangannya. Adapun 
bila cacat-cacat tersebut terjadi pada salah satu pasangan setelah 
akad, maka harus dilihat dulu, Apabila cacatnya terjadi pada suami 
dan semua cacat ada selain impoten, maka tidak bisa diasumsikan 
bahwa dia tidak impoten sebelumnya, lalu menjadi impoten 
setelahnya. Apabila terjadi salah satu dari cacat-cacat tersebut, 
maka sang istri boleh memilih; karena setiap cacat yang 
menyebabkan hak pilih apabila ia ada saat akad, maka hak pilih 
berlaku karenanya apabila ia terjadi setelah akad, seperti 
ketidakmampuan memberi nafkah dan mahar. 


Sedangkan bila cacatnya ada pada istri, maka ada 
kemungkinan adanya lima cacat tersebut. Apabila terdapat salah 
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satu dari lima cacat tersebut, apakah suami boleh membatalkan 
nikahnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syaffii: 


Dia berkata dalam Gau/ Gadim-nya, “Pembatalan nikahnya 
tidak sah.” pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik #5, karena si 
perempuan tidak menipu sang suami, dan disamping itu sang 
suami itu bisa melepaskannya dengan thalak. 


Sedangkan menurut Qaul Jadidnya dia berkata, “Sang 
suami boleh memilih untuk membatalkan nikahnya.” Inilah 
pendapat yang benar. 


Berkaitan dengan kebenaran pendapat ini sahabat-sahabat 
kami berargumen dengan hadits tentang pernikahan 
Nabi & dengan perempuan Bani Ghifar, yang mana beliau 
membatalkan nikahnya ketika melihat penyakit kusta pada 
punggung perempuan tersebut. Disamping itu setiap cacat yang 
bisa menyebabkan pembatalan nikah apabila ia ada saat akad, 
maka ia juga berlaku karena adanya cacat, seperti cacat yang ada 
pada suami. Adapun berkenaan dengan pendapat pertama, maka 
sang suami bisa menthalak, dimana pernikahan bisa dibatalkan, 
karena adanya cacat saat akad dan dia bisa menthalaknya. Meski 
demikian pembatalan tetap berlaku hukumnya. 


Cabang: Dalam A/ Imla' dikatakan, “Apabila cacat 
diketahui saat akad, maka tidak ada hak pilih bagi suami, karena ia 
merupakan cacat yang diridhainya sehingga dia tidak membatalkan 
nikahnya. Seperti halnya bila seorang laki-laki membeli barang 
yang ada cacatnya, padahal dia mengetahui ada cacatnya. Apabila 
salah satu dari dua pasangan suami istri sama-sama mendapatkan 
cacat pada pasangannya dan dia ridha terhadapnya, maka hak 
pembatalan nikah gugur darinya. Sedangkan bila yang 
menemukan cacat adalah salah satu pasangan setelah itu, maka 
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berlaku pembatalan nikah baginya, karena dia tidak ridha 
dengannya. 


Apabila cacat yang dilihatnya bertambah dan dia ridha 
terhadapnya, maka harus dilihat dulu; Apabila ia terjadi di tempat 
lain, misalnya dia melihat kusta dan lepra pada bagian tubuh 
tertentu dan dia ridha terhadapnya, lalu terdapat kusta di bagian 
tubuh lain, maka dia boleh memilih untuk membatalkan nikahnya, 
karena cacat yang kedua tidak diridhainya. 


Sedangkan bila cacat pada bagian tubuh tertentu yang dia 
ridhai melebar, maka tidak berlaku hak pilih baginya, karena 
keridhaannya terhadapnya seperti keridhaan terhadap sesuatu 
yang muncul darinya.” 


Syaikh Asy-Syiraziss berkata: Pasal: Hak pilih 
karena adanya cacat-cacat tersebut bisa dilakukan 
dengan segera, karena ia merupakan hak pilih yang 
berlaku karena adanya cacat sehingga boleh dilakukan 
dengan segera, seperti hak pilih untuk membatalkan 
jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli. 
Akan tetapi pembatalan nikah tidak boleh dilakukan, 
kecuali di hadapan hakim, karena hal tersebut masih 
diperselisihkan. 


Pasal: Apabila pembatalan nikah dilakukan 
sebelum terjadi persetubuhan, maka maharnya gugur, 
karena bila perempuan dibatalkan nikahnya, maka 
perpisahan terjadi karenanya sehingga maharnya 
gugur. Meskipun sang suami yang membatalkan nikah, 
tapi dia membatalkan karena sesuatu yang terjadi pada 
sang istri, yaitu adanya penipuan cacat tersebut 
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sehingga hukumnya seakan-akan si istri yang memilih 
pembatalan nikah. 


Sedangkan bila pembatalan nikah terjadi setelah 
persetubuhan, maka mahar musamma-nya gugur dan 
wajib membayar mahar mitsl, karena pembatalan 
tersebut disandarkan pada sebab sebelum akad 
sehingga persetubuhan seperti terjadi dalam pernikahan 
yang rusak sehingga menyebabkan wajibnya membayar 
mahar mitsl. Lalu apakah mahar tersebut bisa ditagih 
kepada orang yang menipunya?. 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 
Menurut Gaul @adim-nya mahar tersebut bisa ditagih 
dari orang yang menipunya, karena orang tersebut 
menipunya sampai dia masuk dalam akad. Sedangkan 
menurut @aul Jadid-nya, mahar tersebut tidak bisa 
ditagih, karena penipuan tersebut terjadi setelah 
persetubuhan. 


Apabila kami katakan bahwa mahar tersebut bisa 
ditagih, apabila ia ditagih pada sang wali, maka mahar 
tersebut bisa ditagih semuanya. Sedangkan bila ia 
ditagih pada sang istri, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Mahar tersebut bisa ditagih semuanya, 
seperti halnya bila ia ditagih pada sang wali. 

Kedua: Harus disisakan dari mahar tersebut agar 
persetubuhan tidak kosong dari kompensasi. 


Apabila sang suami menthalak istrinya sebelum 
terjadi persetubuhan, lalu dia mengetahui bahwa sang 
istri memiliki cacat, maka dia tidak bisa menagih 
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separuh mahar tersebut, karena dia telah rela 
menghilangkan miliknya dan mewajibkan separuh 
mahar sehingga tidak bisa menagihnya. 


Pasal: Wali perempuan merdeka, majikan budak 
perempuan dan wali anak kecil tidak boleh menikahkan - 
orang yang diurusnya bila orang tersebut memiliki 
cacat, karena hal tersebut akan merugikannya. Apabila 
dia bandel dan tetap menikahkannya, maka hukumnya 
adalah sebagaimana yang telah kami uraikan berkenaan 
dengan orang yang menikahkan perempuan dengan 
laki-laki yang tidak sekufu dengannya. 


Apabila si perempuan minta kepada walinya agar 
menikahkannya dengan laki-laki gila, maka sang wali 
tidak boleh menikahkannya karena akan menimbulkan 
aib padanya. Apabila si perempuan minta dinikahkan 


dengan laki-laki yang penisnya buntung atau impoten, 


maka sang wali tidak boleh melarangnya, karena tidak 
ada bahaya baginya dalam hal tersebut. 


Sedangkan bila si perempuan minta dinikahkan 
dengan laki-laki penderita kusta atau lepra, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Sang wali boleh melarangnya, karena 
akan menimbulkan aib padanya. 

Kedua: Sang wali tidak boleh melarangnya, 
karena yang akan rugi si perempuan, bukan walinya. 


Pasal: Apabila terjadi cacat pada suami dan sang 
istri ridha terhadapnya, maka sang wali tidak boleh 
memaksanya untuk membatalkan pernikahan, karena 
hak wali itu hanya ada pada awal akad dan tidak 
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selamanya. Oleh karena itulah bila seorang perempuan 
minta dinikahkan dengan seorang budak laki-laki, maka 
sang wali boleh melarangnya. 


Apabila ada perempuan yang merdeka ketika 
menjadi istri budak laki-laki, lalu memilih tetap 
bersamanya maka sang wali tidak boleh memaksanya 
membatalkan pernikahan. 


Penjelasan: Setiap kondisi yang kami katakan bahwa 
salah satu dari pasangan suami-istri bisa membatalkan nikah 
disebabkan adanya cacat, maka Ahiyar berlaku baginya dengan 
segera, bukan secara pelan-pelan, karena Ahiyar tersebut 
disebabkan karena cacat yang tidak memerlukan pandangan dan 
renungan lagi sehingga harus dilakukan dengan segera, 
sebagaimana bila seseorang membeli barang, lalu mendapatinya 
cacat. 


Adapun berkenaan dengan perkataan kami, “Khiyar karena 
cacat,” adalah pengecualian dari Ahiyar (hak pilih) ayah untuk 
menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan 
khiyar wali untuk melakukan gishash atau memaafkan. 


Adapun berkenaan dengan perkataan kami “Yang tidak 
memerlukan pandangan dan renungan,” adalah pengecualian dari 
perempuan yang menjadi orang merdeka ketika statusnya sebagai 
istri budak laki-laki. Apabila kami katakan bahwa Ahiyar si 
perempuan secara pelan-pelan, sementara kami tidak 
menginginkan pembatalan nikah, maka khiyar tersebut berlaku 
dengan segera. Bahkan kami menginginkan penuntutan, yaitu 
apabila salah satu dari pasangan suami-istri mengetahui adanya 
cacat pada pasangannya, maka hal tersebut bisa diadukan kepada 
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hakim, kemudian hakim bisa memanggil yang bersangkutan dan 
menanyakan kepadanya. Apabila yang bersangkutan mengakui 
atau cacat tersebut terlihat jelas, maka hakim bisa membatalkan 
pernikahan antara keduanya. Sedangkan bila yang bersangkutan 
mengingkari sementara cacat tersebut tersembunyi, maka bagi 
yang menuduh harus memiliki bukti. Apabila buktinya ada, maka 
hakim bisa membatalkan pernikahan antara keduanya. 


Para sahabat Ahmad berkata, “Khiyar karena adanya cacat 
berlaku secara perlahan-lahan dan tidak gugur selama tidak 
ditemukan sesuatu yang menunjukkan keridhaan pasangan baik 
berupa ucapan dan cumbu rayu suami, atau rayuan istri.” 
Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Khiragi dalam pendapatnya 
yang kuat. 


Al @adhi dari kalangan ulama Hanabilah menyatakan 
bahwa Ahiyar tersebut berlaku dengan segera, sebagaimana 
menurut pendapat ulama Hanabilah yang kuat pembatalan nikah 
harus dilakukan oleh hakim karena hal ini termasuk masalah yang 
membutuhkan ijtihad. Akan tetapi As-Safarini dari golongan ulama 
Hanabilah mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pembatalan 
nikah tidak membutuhkan ijtihad hakim, seperti halnya menolak 
jual beli karena adanya cacat. 


Aku pernah melihat dalam kitab A/ Bayan karya Al Imrani, 
salah seorang ulama Syafi'iyyah (manuskrip Dar Al Kutub Al 
'Arabiyyah, footnote juz 7) dituliskan sebagai berikut, “Ada 
pendapat fuqaha Syafi'iyyah, yaitu bahwa masing-masing dari 
pasangan suami-istri memiliki hak pembatalan nikah tanpa perlu 
melapor kepada hakim, seperti pembatalan jual beli karena adanya 
cacat yang bisa dilakukan oleh masing-masing dari dua orang yang 
bertransaksi jual beli.” 
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@adhi Khan, salah seorang pengikut Abu Hanifah berkata, 
“Apabila suami impoten, sementara istrinya menderita ratag, maka 
sang istri tidak berhak meminta cerai, karena ada penghalang dari 
dirinya.” Demikianlah yang diuraikan dalam Hasyiyah Jalabi. 


Dalam Multaqa Al Abhur disebutkan bahwa apabila suami 
mengaku bahwa dia impoten, maka hakim bisa memberi waktu 
satu tahun @amariyyah. Akan tetapi waktu sakitnya sang suami 
dan sakitnya sang istri tidak termasuk dalam hitungan tahun 
tersebut, sedangkan bulan Ramadhan dan masa haidh istri masuk 
dalam hitungan tahun tersebut. 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Salah seorang dari pasangan 
suami-istri tidak boleh mengurus sendiri pembatalan nikahnya.” 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Apabila kasusnya dilaporkan 
kepada hakim, maka hakimlah yang lebih layak memutuskannya. 
Dan sang suami boleh memilih: kalau dia mau dia bisa 
membatalkan sendiri, dan kalau mau, dia juga bisa menyuruh sang 
istri untuk membatalkannya.” 


Al @affal berkata, “Apabila kasus tersebut dilaporkan 
kepada hakim dan terbukti ada cacat pada suami, maka sang istri 
boleh memilih apakah akan membatalkan sendiri pernikahannya 
atau dibatalkan oleh hakim dengan permintaannya.” 


Cabang: Apabila salah satu dari pasangan suami-istri 
menemukan cacat pada pasangannya lalu dia membatalkan 
nikahnya, maka harus dilihat dulu; Apabila pembatalannya 
dilakukan sebelum terjadi persetubuhan. Jika demikian, maka 
seluruh maharnya gugur, karena apabila si perempuan yang 
membatalkan pernikahan, maka itu disebabkan olehnya. 
Sedangkan bila yang membatalkan adalah suami maka itu juga 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 535 


disebabkan oleh si perempuan, yaitu sikapnya yang 
menyembunyikan cacat, sehingga hukumnya sama seperti bila dia 
membatalkan sendiri. Adapun bila pembatalannya dilakukan 
setelah terjadinya persetubuhan, apabila pembatalan tersebut 
disebabkan, karena adanya cacat yang ditemukan saat akad, maka 
menurut madzhab kami yang terkenal adalah bahwa sang suami 
wajib membayar mahar mits/, baik cacatnya ada pada suami atau 
istri, karena pembatalan itu disandarkan kepada cacat yang ada 
pada saat akad, sehingga hukumnya sama seandainya nikah 
tersebut rusak. 


Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain, yaitu bahwa sang 
suami wajib membayar mahar musamma, karena pembatalan 
nikah adalah menghilangkan akad dalam suatu kondisi dan bukan 
dari aslinya. Akan tetapi pendapat ini bukan apa-apa. 


Apabila pembatalan nikah dilakukan, karena adanya cacat 
yang terjadi setelah akad, baik pada suami atau istri, maka 
berdasarkan Qau/ Jadid ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Si perempuan wajib mendapat mahar 
musamma, karena dia memang wajib mendapatkannya dengan 
akadnya, sehingga hukumnya tidak berubah dengan sesuatu yang 
terjadi sesudahnya karena adanya cacat. 


Kedua: Si perempuan wajib mendapat mahar mits/ 
Apabila cacatnya terjadi setelah persetubuhan, maka dia wajib 
mendapat mahar musamma, karena bila cacatnya terjadi sebelum 
persetubuhan maka ia terjadi sebelum berlakunya mahar 
musamma. Apabila akadnya dibatalkan, maka hilanglah mahar 
tersebut dari asalnya, sehingga hukumnya sama seandainya si 
suami menyetubuhi istrinya karena adanya syubhat. Apabila 
cacatnya terjadi setelah persetubuhan, maka ia terjadi setelah 
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berlakunya mahar musamma disebabkan adanya persetubuhan 
sehingga hukumnya tidak berubah dengan sesuatu yang terjadi 
setelahnya. | 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan 
yang memiliki cacat tanpa diketahui oleh si perempuan hingga 
sang suami menyetubuhinya, lalu setelah itu cacat tersebut 
diketahui, maka nikahnya batal. Kami katakan bahwa si 
perempuan wajib mendapat mahar mitfs/ dalam kasus ini. Lalu 
apakah suami bisa menagihnya kepada sang wali? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut 
@aul Qadim-nya, dia bisa menagihnya kepada sang wali. Pendapat 
ini juga dinyatakan oleh Malik &&, berdasarkan riwayat bahwa 
Umar #5 berkata, “Siapa saja perempuan yang menikahi 
perempuan gila atau menderita kusta atau lepra lalu dia 
menyetubuhinya, maka si perempuan berhak mendapat mahar 
dan sang suami bisa meminta ganti rugi kepada walinya.” 


Disamping itu wali adalah orang yang merusak mahar 
suami, karena dialah yang mengakadkan pernikahan hingga suami 
wajib membayar mahar mits karenanya, oleh karena itulah sang 
wali wajib membayar ganti rugi (kepada suami), seperti saksi-saksi 
yang memberikan kesaksian atas kasus pembunuhan atau lainnya, 
lalu mereka menarik kesaksiannya. 


Sedangkan menurut Qaul Jadidnya, dia tidak berhak 
menagihnya kepada sang wali. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Ali #8, dan juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Inilah pendapat 
yang paling benar, karena dia telah menjamin sesuatu yang 
merupakan kompensasi atas sesuatu yaitu persetubuhan, sehingga 
dia tidak bisa menagih kembali kepada orang lain (wali), seperti 
halnya bila barang yang dijual memiliki cacat, lalu dirusak. 
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Apabila kami mengatakan ini, maka kami juga berpendapat 
demikian dan tidak ada percabangan di dalamnya. Sedangkan bila 
kami mengatakan seperti pendapat pertama, apabila sang wali 
termasuk orang yang boleh memberikan pandangan kepada orang 
yang dikuasainya, seperti ayah atau kakek atau paman dari jalur 
ayah, maka suami boleh menagih kepadanya, baik sang wali 
mengetahui adanya cacat atau tidak, karena sang wali telah 
ceroboh dengan tidak memberitahukan cacat tersebut. 


Dan lagi pula secara zhahir sang wali pasti mengetahui 
adanya cacat tersebut. Sedangkan bila sang wali termasuk orang 
yang tidak bisa memberikan pandangan kepada orang yang 
dikuasainya, seperti putra paman dan hakim, apabila dia 
mengetahui cacat si perempuan, maka sang suami bisa menagih 
kepadanya. Sementara bila dia tidak mengetahui cacat tersebut, 
maka sang suami tidak bisa menagih kepadanya. Dan dalam kasus 
ini sang suami bisa menagih kepada istrinya karena dialah yang 
mengetahuinya. 


Apabila suami menuduh sang wali mengetahui cacat 
tersebut tapi sang wali mengingkarinya, apabila suami bisa 
mendatangkan bukti agar sang wali mengakuinya, maka dia bisa 
menagih kepadanya. Sedangkan bila dia tidak bisa mendatangkan 
bukti, maka sang wali harus bersumpah bahwa dia tidak 
mengetahui cacat tersebut, kemudian sang suami bisa menagih 
kepada istrinya. 


Apabila si perempuan memiliki beberapa wali dalam satu 
tingkatan akan tetapi mereka tidak layak memberi pertimbangan 
kepadanya, maka suami bisa menagih kepada mereka bila mereka 
mengetahui cacat tersebut. Apabila yang mengetahui cacat 
tersebut hanya sebagian saja sementara sebagian lainnya tidak 
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tahu, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam A/ Uddah. 


Pertama: sang suami bisa menagih mahar tersebut kepada 
wali yang mengetahui cacat tersebut, karena wali tersebutlah yang 
menipunya. 


Kedua: Dia bisa menagih kepada seluruh wali, karena 
jaminan terhadap kondisi tidak berbeda baik karena 
ketidaksengajaan maupun karena kesengajaan. Demikianlah yang 
dikutip oleh Al Baghdadi. 


Cabang: Al Mas'udi berkata: Apabila sang wali bukan 
mahram istri, apakah suami bisa menagih kepadanya? Dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah. Dan setiap 
tempat yang kami katakan bahwa suami bisa menagih kepada 
wali, maka dia bisa menagih seluruh mahar mifs/ kepadanya. 
Sedangkan setiap tempat yang kami katakan bahwa suami bisa 
menagih kepada istri, berapakah yang ditagih kepadanya? Dalam 
hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syaff'i: 


Pertama: Dia tidak boleh menagih seluruh mahar mits/ 
kepadanya, akan tetapi harus disisakan sedikit, karena bisa jadi 
sang wali benar, agar persetubuhan yang telah dilakukannya tidak 
kosong dari kompensasi. 


Kedua: Dia boleh menagih seluruh mahar mits/ 
kepadanya, karena si perempuan telah mendapatkan kompensasi 
persetubuhan, yaitu mahar. Dan sang suami menagihnya 
kepadanya dikarenakan sebab lain, sehingga hukumnya seperti 
seandainya si perempuan menghibahkan kepadanya. 
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Pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama. 
Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan bahwa dua pendapat 
tersebut adalah berkenaan dengan wali. Pendapat yang terkenal 
adalah bahwa suami boleh menagih seluruh mahar sebagai satu 
pendapat. 


Cabang: Dalam A/ Umm dikatakan, “Apabila seorang 
laki-laki menikahi perempuan, lalu menthalaknya sebelum 
menyetubuhinya dan dia mengetahui bahwa istrinya tersebut 
memiliki cacat yang bisa menyebabkan Ahiyar fasakh, maka dia 
wajib memberi separuh mahar, karena dia telah rela 
menghilangkan kepemilikan dan mewajibkan separuh mahar 
dengan thalak, sehingga dia tidak boleh menagihnya.” 


Cabang: Apabila seorang perempuan meminta kepada 
walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki gila, maka sang wali 
boleh menolaknya karena akan menimbulkan aib padanya bila 
perempuan yang diurusnya menikah dengan orang gila, karena 
orang tersebut tidak bisa bersaksi dan tidak bisa menghadiri shalat 
Jum'at dan shalat Jamaah. 


Sedangkan bila sang wali meminta kepada perempuan 
yang diurusnya agar mau dinikahkan dengan laki-laki gila atau laki- 
laki yang dikebiri, maka si perempuan boleh menolaknya, karena 
hal tersebut akan menimbulkan aib padanya dan akan 
merugikannya. 


Sedangkan bila si perempuan meminta kepada walinya 
untuk dinikahkan dengan laki-laki penderita kusta dan lepra, 
apakah sang wali boleh menolaknya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 
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Pertama: Sang wali tidak boleh menolaknya, karena 
khiyar (hak pilih) hanya berlaku bagi si perempuan dalam nikah, 
mengingat jiwa seseorang akan merasa jijik bersentuhan dengan 
penderita penyakit tersebut, dan juga akan menimbulkan aib 
padanya -bukan menimbulkan aib pada wali-, seperti halnya bila 
dia menikah dengan laki-laki yang penisnya buntung dan laki-laki 
yang dikebiri. 


Kedua: Sang wali boleh menolaknya, karena hal tersebut 
akan menimbulkan aib pada sang wali. Bahkan bisa jadi penyakit 
tersebut akan menular pada sang istri atau tertular pada anaknya 
sehingga akan menimbulkan aib pada nasab si perempuan. 


Apabila sang wali meminta kepada seorang perempuan 
agar dia mau dinikahkan dengan laki-laki penderita kusta dan 
lepra, maka si perempuan boleh menolaknya, karena hal tersebut 
akan menimbulkan aib padanya. 


Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki 
normal yang tidak memiliki cacat, kemudian laki-laki tersebut 
mengalami cacat yang menimbulkan adanya Khiyar, apabila si 
perempuan membatalkan nikahnya, maka walinya tidak boleh 
menghalanginya. Sementara bila si perempuan memilih tetap 
bersamanya, maka hukumnya dibolehkan dan sang wali tidak 
boleh menghalanginya. Karena hak wali hanya ada pada 
permulaan akad dan tidak berlaku seterusnya. Oleh karena itulah 
seandainya seorang perempuan merdeka meminta kepada walinya 
untuk dinikahkan dengan budak laki-laki, sang wali tidak wajib 
meresponnya. 


Apabila ada seorang perempuan yang menjadi merdeka 
ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki dan dia memilih tetap 
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bersamanya, maka walinya tidak boleh memaksanya untuk 
membatalkan pernikahan. Wallahu A'lam 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila 
seorang perempuan menuduh suaminya impoten tapi 
sang suami mengingkarinya, maka yang berlaku adalah 
ucapan suami dengan sumpahnya. Apabila suami 
menarik  sumpahnya, maka sumpah tersebut 
dikembalikan kepada istri (maksudnya, yang bersumpah 
istri). Akan tetapi menurut Abu Sa'id Al Ishthakhri, 
penarikan sumpahnya dianggap berlaku dan si istri 
tidak perlu bersumpah, karena hal tersebut merupakan 
hal yang tidak diketahuinya. 


Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab 
kami adalah pendapat pertama, karena sumpah 
tersebut merupakan hak, tapi ditarik oleh orang yang 
menuduh sehingga dikembalikan kepada yang dituduh, 
seperti halnya hak-hak lain. Adapun berkenaan dengan 
perkataan, “Yang tidak diketahuinya (oleh istri),” 
maksudnya adalah bahwa ia batal dengan adanya 
sumpah dalam kinayah thalak dan kinayah gadzaf 
(menuduh zina). Apabila seorang perempuan 
bersumpah atau sang suami mengaku, maka hakim bisa 
memberinya waktu satu tahun, berdasarkan riwayat 
Sa'id bin Al Musayyab bahwa Umar 2 memberi tempo 
satu tahun untuk laki-laki impoten. Pendapat yang sama 
juga diriwayatkan dari Ali, Abdullah bin Mas'ud dan Al 
Mughirah bin Syubahsc. Dan lagi pula 
ketidakmampuan bersetubuh bisa jadi disebabkan 
karena impoten atau karena faktor cuaca panas atau 
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cuaca dingin, suasana lembab atau kering. Apabila 
telah berlalu empat musim dan cuaca berbeda-beda, 
tapi laki-laki tersebut tetap impoten, maka itu 
menunjukkan bahwa dia memang impoten dan 
temponya tidak lagi berlaku kecuali dengan keputusan 
hakim, karena hukumnya berbeda sesuai dengan 
perbedaan masa Jla‘. 


Apabila sang suami telah menyetubuhi istrinya 
pada vaginanya, maka temponya gugur. Minimal adalah 
dia memasukkan pucuk penisnya ke dalam vagina, 
karena hukum persetubuhan berkaitan dengannya dan 
tidak berkaitan dengan lainnya. Apabila sebagian penis 
buntung, maka hal tersebut tidak mengeluarkannya dari 
status impoten kecuali dengan memasukkan seluruh 
bagian penis yang tersisa. 


Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata, 
“Apabila suami memasukkan penisnya yang tersisa, 
yang ukurannya seperti pucuk penis, maka dia keluar 
dari hukum impoten, karena yang tersisa kedudukannya 
menggantikan penis (yang normal)” Akan tetapi 
pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah 
pendapat pertama, karena bila penisnya utuh, maka 
ada batas yang dianggap berlaku yaitu pucuk penis, 
sedangkan bila penisnya bunting, maka tidak ada batas 
yang bisa dianggap. Jadi yang dianggap berlaku adalah 
bila penisnya utuh. 


Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya 
lewat anus, maka hal ini tidak mengeluarkannya dari 
status impoten, karena anus bukan tempat bersetubuh. 
Oleh karena itulah bila terjadi persetubuhan lewat anus, 
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maka sang istri tidak sah untuk suami pertamanya 
(dalam nikah Tahlil. Sedangkan bila dia 
menyetubuhinya lewat vagina disaat sang istri sedang 
haidh, maka gugurlah jangka waktunya, karena vagina 
memang tempat untuk bersetubuh. 


Apabila suami mengklaim telah menyetubuhi 
istrinya, bila sang istri adalah janda, maka yang berlaku 
adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena 
memang hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan 
bukti. Sedangkan bila sang istri masih perawan, maka 
yang berlaku adalah ucapan sang istri, karena secara 
zhahir suami belum menyetubuhinya. Apabila sang 
suami berkata, “Aku telah menyetubuhinya, akan tetapi 
dia kembali perawan lagi,” maka sang istri harus 
bersumpah, karena bisa saja keperawanannya hilang, 
lalu kembali lagi. 


Pasal: Apabila seorang perempuan memilih tetap 
bersama suaminya sebelum habis temponya (jangka 
waktu satu tahun), maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah. 


Pertama, dia tidak bisa memilih, karena dia telah 
rela dengan cacat pada suaminya dan meridhainya. 


Kedua, dia bisa memilih (tidak gugur hak 
pilihnya), karena hal tersebut merupakan pengguguran 
hak sebelum hukumnya tetap, sehingga hukumnya tidak 
sah, seperti memaafkan syuf'ah sebelum jual beli. 
Sedangkan bila dia memilih tetap bersamanya setelah 
temponya habis, maka haknya gugur, karena ia 
merupakan pengguguran hak setelah hukumnya tetap 
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(berlaku). Apabila setelah itu dia hendak kembali dan 
menuntut pembatalan nikah, maka hal tersebut tidak 
bisa dilakukannya, karena khiyar tersebut berlaku 
karena adanya cacat dan telah digugurkannya sehingga 
dia tidak boleh kembali. 


Apabila sang suami belum menyetubuhinya 
sampai temponya habis dan sang istri meminta 
pembatalan nikah, maka yang memisahkan keduanya 
adalah hakim, karena kasus ini masih diperselisihkan. 
Dan pemisahan tersebut hukumnya adalah pembatalan 
nikah, karena perpisahan tersebut tidak bergantung 
pada keputusan suami atau wakilnya sehingga menjadi 
pembatalan nikah, seperti halnya pemisahan suami-istri 
karena kasus susuan. 

Apabila sang suami menikah dengan perempuan 
lalu menyetubuhinya, lalu setelah itu dia impoten, maka 
jangka waktu (yang satu tahun) tidak diterapkan, karena 
masalahnya sudah yakin (jelas) sehingga tidak 
membutuhkan jjtihad. 


Penjelasan: Arsar Umar Æ diriwayatkan oleh Ad- 
Daraguthni dengan sanadnya dari Umar. Atsar ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Al Mughirah bin Syu'bah. Dan 
dalam masalah ini tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka. 

Abu Hafsh meriwayatkan dari Ali #5, “Adapun laki-laki 
impoten, dia adalah laki-laki yang tidak mampu bersetubuh. 
Terkadang dia ingin bersetubuh tapi tidak bisa melakukannya.” 
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Kata Innin (Cs!) merupakan kata jadian dari Anna Asy- 
Syaiu, apabila seseorang menolak dari salah satu dari dua sisi. 
Sedangkan kata 'Annah atau 'Unnah, maksudnya adalah 
mencegah kelebihan. Kalimat Anna Asy-Syai u juga masuk dalam 
bab Dharaba (Yadhribu), apabila seseorang berpaling dan pergi. 
Sedangkan kalimat pj! te yang jamaknya adalah if, maka ini 
telah dijelaskan sebagiannya dalam pembahasan Syirkah ‘Inan. 
Adapun yang dimaksud disini adalah 353 “£, apabila penis 
seseorang menolak sisi kanan vagina dan sisi kirinya dan tidak bisa 
memasukinya. Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat ini 
berasal dari &IW! ots/fah kekang binatang), yakni mirip binatang 
dalam hal kelemahannya. 


Apabila hal ini telah jelas, maka impotensi pada laki-laki 
adalah cacat yang menyebabkan adanya hak pilih (Khiyar) pada 
istri untuk membatalkan pernikahan, karena hal tersebut 
sebagaimana yang akan kami uraikan. Pendapat ini dinyatakan 
oleh mayoritas ulama. 


Akan tetapi menurut Al Hakam bin Uyainah, Daud dan 
Ahlu Zhahir, impotensi bukan cacat (sehingga tidak menyebabkan 
adanya hak pilih pada istri). 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, 


s. O SL. Jo 0 ar æ Lgr SA 
ye EA BAK Sah O GI 


“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik” (Os. Al Baqarah (2): 229). Allah Æ memberi opsi 
kepada para suami untuk tetap mempertahankan istri dengan cara 
yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. 
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Mempertahankan dengan cara yang baik bukanlah dengan selain 
bersetubuh, karena persetubuhan adalah tujuan (utama) dari 
pernikahan. Apabila suami tidak bisa mempertahankan pernikahan 
dengan baik dari sisi ini, maka dia bisa menceraikan dengan cara 
yang baik, karena orang yang diberi opsi dua hal, apabila tidak 
bisa melakukan salah satunya maka berlaku yang satunya lagi. 


Para sahabat sepakat bahwa tenggang waktu (tempo) untuk 
laki-laki impoten adalah satu tahun. Apabila selama masa tersebut 
suami bisa menyetubuhi istrinya (maka pernikahan tetap berlaku). 
Sedangkan bila tidak bisa, maka keduanya dipisahkan. Pendapat 
ini diriwayatkan dari para sahabat dan tidak ada seorang pun yang 
menyelisihi mereka. Disamping itu Allah #8 mewajibkan laki-laki 
yang melakukan Z/a‘ untuk kembali kepada istrinya atau 
menceraikannya ketika sang istri tidak mau disetubuhi. Dan 
bahaya yang dialami istri laki-laki impoten lebih besar dari bahaya 
yang dialami istri laki-laki yang melakukan //a, karena laki-laki 
yang melakukan /la" terkadang menyetubuhinya. Apabila berlaku 
pembatalan nikah untuk istri laki-laki yang melakukan //a, maka 
tentunya ia lebih berlaku lagi untuk istri laki-laki impoten. 


Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seorang 
perempuan mendatangi hakim untuk mengadu kepadanya bahwa 
suaminya impoten, atau tidak bisa menyetubuhinya, maka hakim 
harus memanggil sang suami dan menanyakan kepadanya. 
Apabila sang suami mengaku bahwa dia impoten atau tidak bisa 
menyetubuhinya, maka hukumnya berlaku bahwa dia impoten. 
Sedangkan bila dia mengingkarinya dengan berkata, “Aku tidak 
impoten,” apabila sang istri memiliki bukti, maka dia bisa 
mengatakan “Dia impoten,” seraya menunjukkan buktinya. 


Bila hal tersebut telah dilakukan sang istri, maka hukumnya 
berlaku bahwa sang suami impoten. Sedangkan bila sang istri tidak 
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memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan 
sumpahnya bahwa dia tidak impoten. Apabila sang suami telah 
bersumpah, maka gugurlah tuduhan sang istri. Apabila terbukti 
bahwa sang suami bisa menyetubuhinya, apakah hakim bisa 
memaksanya untuk menyetubuhi istrinya agar maharnya tetap 
berlaku? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah 
yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi. Apabila sang suami menarik 
sumpahnya, maka sang istri harus bersumpah bahwa suaminya 
impoten. Dan dalam kasus ini tidak boleh diputuskan bahwa sang 
suami impoten kecuali dengan adanya sumpah. 


Syaikh Abu Ishag meriwayatkan dari Abu Sa'id Al 
Ishthakhri bahwa apabila suami menarik sumpahnya, maka bisa 
diputuskan bahwa suami impoten tanpa perlu adanya sumpah dari 
sang istri, karena hal tersebut tidak diketahui istri. Akan tetapi 
pendapat ini tidak berlaku. Karena hal ini berkaitan dengan hak 
yang mana orang yang dituduh menarik sumpahnya sehingga yang 
bersumpah adalah orang yang dituduh, sebagaimana yang berlaku 
dalam hak-hak lainnya. 


Adapun berkenaan dengan redaksi, “Yang tidak 
diketahuinya (oleh istri),” yakni bahwa ia batal dengan adanya 
sumpah dalam kinayah thalak dan kinayah gadzaf (menuduh zina). 
Apabila telah jelas bahwa sang suami impoten dengan 
pengakuannya atau sumpah sang istri setelah sang suami menarik 
sumpahnya, maka hakim bisa memberi waktu satu tahun, baik 
sang suami laki-laki merdeka atau budak. Akan tetapi ada riwayat 
dari Malik bahwa dia berkata, “Budak laki-laki bisa diberi waktu 
setengah tahun.” 
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Adapun dalil kami adalah atsar yang kami riwayatkan dari 
Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Al Mughirah dan Ali. Pendapat ini 
juga dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Atha', Amr bin Dinar, 
An-Nakha'i, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Pendapat 
ini juga merupakan fatwa para fugaha dari berbagai negeri, seperti 
Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy- 
Syafi'i, Ishag dan Abu Ubaid. Dalam hal ini mereka tidak 
membedakan antara yang budak dengan laki-laki merdeka. 
Disamping itu ketidakmampuan bersetubuh bisa jadi karena 
merupakan pembawaan sejak lahir atau karena sebab tertentu. 


Apabila telah berlalu satu tahun dimana cuaca berubah- 
rubah, tentunya bila dia telah merasakan musim panas, maka dia 
akan merasakan musim dingin, bila dia merasakan musim lembab 
tentunya dia akan merasakan musim kemarau yang panas. Apabila 
tabiatnya cenderung kepada cuaca yang sedang, maka dia bisa 
melakukannya pada dua musim terakhir. Apabila telah berlalu satu 
tahun, tapi dia tetap tidak bisa bersetubuh, maka itu menunjukkan 
bahwa ketidakmampuannya memang pembawaan sejak lahir 
(alamiah). Disamping itu sebagian ulama berkata, “Penyakit tidak 
akan bertahan dalam tubuh lebih dari satu tahun. Apabila telah 
berlalu satu tahun maka ia akan hilang.” 


Adapun berkenaan dengan penetapan batas waktu, maka 
ini tidak boleh ditetapkan kecuali oleh hakim, karena 
Umar &@ memberi waktu satu tahun untuk laki-laki impoten. 
Disamping itu sebagian ulama memang ada yang mengatakan 
bahwa harus ada penetapan batas waktu untuk laki-laki impoten. 
Selain itu kondisi kejiwaan dan rasa malas yang menyebabkan 
seorang laki-laki tidak bisa ereksi memerlukan waktu tertentu 
untuk membuktikan apakah impotensinya hilang atau tidak. 
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Ada pula ulama yang mengatakan bahwa tidak perlu 
ditetapkan batas waktu untuk laki-laki impoten. Dan setiap hukum 
yang masih diperselisihkan maka keputusannya ada di tangan 
hakim, seperti pembatalan karena adanya cacat dan ketidak- 
mampuan memberi nafkah. Dan seorang hakim tidak boleh 
menetapkan batas waktu kecuali sejak kedua pasangan suami-istri 
mengadukan kasus keduanya kepadanya setelah terbukti bahwa 
sang suami impoten. Adapun bila suami mengaku impoten dalam 
waktu lama, maka hakim tidak perlu memutuskan pemberian 
tempo; karena Umar #5 memberi tempo pada laki-laki impoten 
selama satu tahun. Pendapat yang kuat adalah bahwa penetapan 
batas waktu tersebut sejak kasus tersebut diadukan kepada hakim. 


Cabang: Apabila ditetapkan jangka waktu satu tahun 
untuk laki-laki impoten, lalu dia menyetubuhi istrinya sebelum 
habisnya iddah atau setelahnya, dan sebelum terjadi pembatalan 
nikah, maka hak istri untuk membatalkan nikah gugur, karena 
telah terbukti bahwa suami bisa menyetubuhinya. Apabila penisnya 
utuh, maka dia keluar dari status impoten bila dia memasukkan 
pucuk penis ke dalam vagina. Sedangkan bila ujung penisnya tidak 
dimasukkan, maka statusnya tetap dianggap impoten. Dan tidak 
wajib baginya memasukan lebih dari itu, karena hukum-hukum 
persetubuhan seperti wajibnya mandi, had, iddah dan berlakunya 
mahar berkaitan dengan hal tersebut. 


Apabila sebagian penisnya buntung, tapi masih ada bagian 
yang tersisa yang bisa digunakan untuk bersetubuh, apabila dia 
memasukkan semuanya ke dalam vagina, maka dia tidak dianggap 
impoten. Apabila yang dia masukkan kurang dari pucuk penis, 
maka dia tidak keluar dari status impoten, karena seandainya 
penisnya utuh dan dia memasukkan bagian tersebut maka dia 
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keluar dari status impoten. Maka begitu pula, dia tidak keluar dari 
status impoten dengan memasukkan bagian tersebut. Begitu pula 
bila sebagian penisnya buntung. 


Kedua -dan inilah teks yang kuat-, bahwa dia tidak keluar 
dari status impoten kecuali dengan memasukkan penis yang tersisa 
ke dalam vagina. Dan lagi pula seandainya penisnya utuh, maka 
ada batas standarnya yaitu pucuk penis. Sedangkan bila 
sebagiannya buntung, maka tidak ada batas standarnya sehingga 
yang dianggap adalah keseluruhannya. Adapun menurut 
pendapatku, mandi dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan 
dengan persetubuhan berdasarkan dua pendapat ini. 


Apabila suami menyetubuhi istrinya di tempat yang 
dilarang, maka hal tersebut tidak mengeluarkannya dari status 
impoten, karena tempat tersebut bukan tempat persetubuhan 
menurut syariat. Oleh karena itulah hal tersebut tidak menjadikan 
istri halal bagi suami pertama (dalam nikah Tahlil. Adapun bila dia 
menyetubuhinya pada vagina ketika sang istri sedang haidh atau 
nifas atau berpuasa wajib, atau sedang ihram, maka dia keluar dari 
status impoten, karena vagina adalah tempat persetubuhan 
menurut syariat, dan yang diharamkan hanyalah persetubuhan 
karena adanya halangan. 


Cabang: Apabila suami mengklaim telah menyetubuhi 
istrinya, tapi sang istri mengingkarinya; apabila sang istri berstatus 
janda, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan 
sumpahnya, karena tidak mungkin baginya menetapkannya 
dengan bukti. Sedangkan bila sang istri masih gadis, maka sang 
istri harus dihadapkan pada empat dukun beranak. Apabila 
mereka mengatakan bahwa keperawanannya telah hilang, maka 
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yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena 
secara zhahir keperawanan tidak akan hilang kecuali dengan 
persetubuhan. Sedangkan bila mereka mengatakan bahwa 
keperawanannya masih tetap utuh, apabila suami berkata, “Aku 
menyetubuhinya disaat statusnya sudah janda,” maka ucapannya 
tidak berlaku, karena hal tersebut merupakan penghinaan 
terhadap bukti, sehingga yang berlaku adalah bahwa sang suami 
dianggap tidak mampu. 


Sedangkan bila sang suami berkata, “Memang benar: aku 
telah menyetubuhinya hingga keperawanannya hilang, tapi 
keperawanannya kembali lagi,” maka yang berlaku adalah ucapan 
istri, karena secara zhahir keperawanan tidak akan kembali. 


Imam Asy-Syafi'i & berkata, “Istri harus bersumpah atas 
hal tersebut, karena apa yang diklaim suami bisa saja terjadi, 
mengingat para pakar berkata, “Apabila seorang laki-laki 
menyetubuhi gadis tanpa berlebihan, maka keperawanan bisa 
hilang, tapi bisa kembali lagi.” Oleh karena itu dalam kasus ini si 
perempuan harus bersumpah. Demikianlah madzhab kami. 


Al Auza'i berkata, “Suami harus dibiarkan bersama istrinya, 
kemudian dua perempuan duduk di belakang tirai di dekat 
keduanya. Apabila suami menyetubuhinya, maka keduanya harus 
segera melihat vagina sang istri. Apabila keduanya melihat ada air, 
maka bisa disimpulkan bahwa suami telah menyetubuhinya. 
Sedangkan bila keduanya tidak melihat adanya air, maka bisa 
disimpulkan bahwa sang suami belum menyetubuhinya (sampai 
hilang keperawanannya).” 


Malik berkata, “Boleh melakukan demikian, akan tetapi 
cukup seorang perempuan saja.” 
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Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang 
menuduh suaminya impoten, lalu Samurah bin Jundub #5 menulis 
surat kepada Muawiyah &, untuk mengadukan hal tersebut. Maka 
Muawiyah membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa 
hendaknya laki-laki tersebut dinikahkan dengan perempuan cantik 
yang baik dan maharnya diberikan kepadanya dengan 
menggunakan dana dari Baitul Mal untuk menguji kondisi laki-laki 
tersebut. Apabila laki-laki tersebut bisa menyetubuhinya, maka 
istrinya yang menuduhnya impoten telah dusta. Sedangkan bila dia 
tidak bisa menyetubuhinya, maka istrinya tersebut benar. 


Maka Samurah pun melaksanakan instruksi Muawiyah, lalu 
dia menanyakan kepada perempuan tersebut (yang dinikahkan) 
dan si perempuan menjawab, “Tidak ada apa-apa padaku.” 
Samurah bertanya, “Dia tidak mendekatimu dan tidak ereksi?” Dia 
menjawab, “Ya; dia mendekat dan bisa ereksi, tapi dia ejakulasi 
dini sebelum penisnya dimasukkan.” Demikianlah riwayat Syaikh 
Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami. 


Adapun menurut riwayat Abu Ubaid, disebutkan bahwa 
Muawiyah æ menulis surat kepadanya dengan berkata, 
“Belikanlah dia budak perempuan dengan menggunakan dana dari 
Baitul Mal dan suruhlah dia masuk menemuinya pada malam hari, 
lalu tanyakanlah kepada budak perempuan tersebut.” Maka 
Samurah :@ melakukannya. Pada keesokan harinya dia bertanya 
kepada laki-laki yang dituduh impoten, “Apa yang telah kamu 
lakukan?” Dia menjawab, “Aku telah melakukannya dengan sekuat 
tenaga.” Lalu Samurah bertanya kepada budak perempuan 
tersebut, tapi si budak menjawab, “Dia tidak melakukan apa-apa.” 
Maka Samurah berkata (kepada laki-laki yang dituduh impoten 
tersebut), “Lepaskan budak perempuan tersebut! Ternyata kamu 
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tidak bisa bergoyang.” Yang dimaksud Hash-hashah adalah 
gerakan sesuatu hingga tetap. 


Adapun yang dinyatakan oleh Al Auza'i dan Malik adalah 
tidak benar, karena laki-laki impoten terkadang bisa keluar sperma 
(ejakulasi) tanpa memasukkan penisnya, dan terkadang dia 
memasukkan penisnya tanpa ejakulasi. Dan yang dikatakan 
Muawiyah juga tidak benar, karena seorang laki-laki terkadang bisa 
impoten terhadap seorang perempuan, tapi tidak impoten 
terhadap perempuan lain. Terkadang dia bisa impoten terhadap 
perempuan cantik, tapi tidak impoten terhadap perempuan jelek. 
Karena sebagian orang ada yang kikuk dengan perempuan cantik 
hingga membuatnya grogi dan merasa dirinya tidak mampu, dan 
terkadang pula ketidakmampuan ereksi disebabkan karena faktor- 
faktor batin yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dideteksi 
hakikatnya. Dan memang Allah menciptakan makhluk-Nya dengan 
beragam sifat dan watak. 


Masalah: Apabila telah berlalu satu tahun, sementara sang 
suami tetap tidak mampu menyetubuhi istrinya, maka sang istri 
boleh memilih, apakah dia akan tetap bersamanya atau 
membatalkan pernikahannya. Apabila dia memilih tetap tinggal 
bersama suaminya, maka haknya untuk membatalkan nikah gugur 
karena dia telah membatalkannya. Apabila setelah itu dia ingin 
menarik kembali keputusannya dan meminta pembatalan nikah, 
maka hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena aib yang ada pada 
suaminya telah diridhainya. Hal ini sama saja seandainya dia 
mendapati suaminya menderita kusta atau lepra dan dia ridha 
terhadapnya, lalu setelah itu dia ingin membatalkan nikahnya. 
Apabila dia memilih pembatalan nikah, maka hukumnya tidak sah 
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kecuali dengan keputusan hakim, karena hakimlah yang berijtihad 
untuk memutuskannya. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Hakim bisa membatalkan 
nikahnya dan memberi kewenangan kepada istri untuk memilih 
pembatalan nikah.” 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Si perempuan tidak boleh 
melakukan sendiri pembatalan nikahnya, karena para sahabat 
berkata, “Jika suami bisa menyetubuhinya (maka hukumnya 
berlaku). Tapi jika dia tidak bisa, maka keduanya dipisahkan'. 
Riwayat ini menjelaskan bahwa perempuan tidak bisa melakukan 
sendiri hal tersebut. Dengan demikian maka ia adalah pembatalan 
nikah dan bukan thalak.” 


Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, “Hukumnya 
adalah satu thalak ba in.” 


Adapun dalil kami adalah bahwa hal tersebut merupakan 
pembatalan nikah karena adanya cacat, sebagaimana pembatalan 
pembelian oleh pembeli karena adanya cacat pada barang yang 
dijual, dan juga seperti kasus budak perempuan yang menjadi 
merdeka ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki, lalu dia 
memilih pembatalan nikah. Apabila sang istri rela tinggal bersama 
suaminya sebelum ditetapkan jangka waktu tersebut, maka 
berkenaan dengannya penetapan haknya ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah, sementara menurut riwayat Ibnu Ash- 
Shabbagh ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Hak sang istri berupa pembatalan nikah gugur, 
karena dia telah rela dengan cacat yang dimiliki suaminya. Jadi 
kasusnya sama seandainya dia rela terhadap cacat tersebut setelah 
habisnya waktu yang ditetapkan. 
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Kedua: Haknya berupa pembatalan nikah tidak gugur. 
Inilah pendapat yang paling benar, karena dia telah menggugurkan 
haknya berupa pembatalan nikah sebelum dibolehkan sehingga 
haknya tidak gugur, seperti orang yang melakukan syuf'ah yang 
menggugurkan hak syufah-nya sebelum pembelian. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan 
lalu menyetubuhinya, lalu setelah itu dia tidak mampu lagi 
menyetubuhinya, maka tidak berlaku Ahiyar bagi sang istri dan 
sang suami tidak divonis impoten. 


Adapun menurut Abu Tsaur, dia berkata, “Harus diberi 
tempo untuk sang istri dan dia boleh memilih. Seperti halnya bila 
sang suami bisa menyetubuhinya, lalu setelah itu penisnya 
buntung.” 


Adapun argumentasi kami adalah bahwa impotensi bisa 
dibuktikan dengan test. Apabila terbukti bahwa sang suami bisa 
bersetubuh, maka ketetapan tersebut tidak bisa ditarik dengan 
berlalunya waktu, karena hal tersebut merupakan penarikan dari 
sesuatu yang meyakinkan kepada sesuatu yang bersifat dugaan. 
Hal ini berbeda bila suami telah menyetubuhinya, lalu penisnya 
buntung, karena penis buntung bisa dilihat dengan pasti, sehingga 
klaim bisa bersetubuh bisa ditolak dengan sesuatu yang pasti. 


Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, lalu 
menyetubuhinya, kemudian setelah itu dia menthalaknya, lalu 
setelah itu dia menikahinya lagi dan sang istri menuduhnya 
impoten, maka tuduhan sang istri boleh didengarkan. Apabila sang 
suami mengakuinya, maka harus diberi jangka waktu untuknya, 
karena setiap pernikahan memiliki hukumnya sendiri. Bisa saja ia 
ditetapkan dalam suatu pernikahan tapi tidak ditetapkan dalam 
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pernikahan lain, sebagaimana ia bisa ditetapkan oleh seorang 
perempuan tapi tidak ditetapkan oleh perempuan lain. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan 
dan si perempuan mengetahui bahwa laki-laki tersebut impoten 
karena sudah diberitahu oleh si laki-laki, atau si laki-laki 
menikahinya, lalu dia impoten sehingga pernikahan dibatalkan, lalu 
dia menikah lagi dengannya untuk kedua kalinya, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam A/ Umm Imam 
Asy-Syafi'i berkata, “Tidak berlaku khiyar bagi si perempuan, 
karena dia menikahinya dalam kondisi mengetahui kondisinya 
sehingga tidak berlaku pembatalan nikah baginya, seperti halnya 
bila seseorang membeli barang dan dia mengetahui bahwa barang 
tersebut cacat.” Adapun menurut pendapat barunya (Wau/ Jadid, 
“Pembatalan nikah berlaku bagi si perempuan, karena setiap 
pernikahan memiliki hukumnya sendiri. Disamping itu 
impotensinya hanya terbukti pada pernikahan pertamanya, dan 
bisa saja dia impoten dalam suatu pernikahan, tapi tidak impoten 
dalam pernikahan lain.” 


Masalah: Imam Asy-Syafi'i &, berkata, “Apabila suami 
menceraikan istrinya setelah itu, lalu dia merujuknya, lalu sang istri 
meminta tenggang waktu maka hal tersebut tidak berlaku.” 
Penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang perempuan 
mendapati suaminya impoten, lalu ditetapkan jangka waktu untuk 
suami (untuk membuktikan apakah dia benar-benar impoten atau 
tidak) dan sang istri rela tinggal bersamanya, lalu setelah itu sang 
suami menceraikannya, akan tetapi sang istri tetap kembali 
kepadanya, maka harus dilihat dulu permasalahannya. Apabila 
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suaminya menthalaknya dengan thalak raj7, lalu dia merujuknya, 
sementara sang istri menginginkan agar ditetapkan jangka waktu 
untuk sang suami untuk kedua kalinya, maka hal tersebut tidak 
bisa dilakukan. Karena thalak raj7 adalah dalam rangka 
memperbaiki pernikahan pertama dan bukan memperbarui akad 
nikah. Dalam kasus ini sang istri rela tinggal bersama suaminya 
dalam pernikahan tersebut sehingga dia tidak berhak menuntut 
penetapan jangka waktu. 


Akan tetapi Al Muzani membantah pendapat Imam Asy- 
Syafi'i dengan berkata, “Perempuan yang dithalak raj tidak boleh 
berkumpul dengan laki-laki impoten, karena bila sang suami telah 
menyetubuhinya dalam pernikahan tersebut, maka tidak berlaku 
penetapan jangka waktu untuknya, karena meskipun dia tidak 
menyetubuhinya di dalamnya, tetap saja tidak ada iddah bagi sang 
istri dan tidak ada rujuk.” 


Para sahabat kami berkata, “Kemungkinan Imam Asy- 
Syafi'i 8, menyatakan demikian berdasarkan pendapat lamanya 
bahwa khalwat menyebabkan adanya iddah, seakan-akan dia 
mewajibkannya bagi laki-laki yang telah melakukan khalwat 
dengan istrinya dan tidak menyetubuhinya karena impoten, 
kemudian ditetapkan jangka waktu untuknya dan sang istri 
memilih tetap tinggal bersamanya, lalu setelah itu sang suami 
menthalaknya, tapi bukan thalak ba in. Maka dalam kondisi seperti 
ini sang suami bisa merujuk istrinya, karena khalwat itu seperti 
persetubuhan yang menyebabkan adanya mahar, iddah dan rujuk. 
Dan bisa pula beliau menyatakan demikian berdasarkan pendapat 
barunya, yaitu apabila suami telah menyetubuhinya tanpa 
memasukkan pucuk penis ke dalam vagina, tapi dia ejakulasi dan 
spermanya masuk tanpa persetubuhan, maka dalam kondisi 
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demikian sang istri wajib menjalani iddah dan sang suami berhak 
merujuknya.” 


Menurut Syaikh Abu Hamid, pendapat ini lebih benar, 
karena Imam Asy-Syafi'i menjelaskannya. dalam A/ Umm, yang 
mana dia mengatakan dalam A/ Umm, “Sesungguhnya khalwat 
tidak menyebabkan adanya mahar dan tidak mewajibkan iddah.” 


Al Mas'udi berkata, “Kemungkinan yang dimaksud Imam 
Asy-Syafi'i adalah bila sang suami menyetubuhi istrinya pada 
anusnya. Apabila thalaknya merupakan thalak ba'in, lalu sang 
suami menikahinya pada masa iddah, maka sang istri telah 
menikah dengannya dalam kondisi mengetahui cacatnya. Lalu 
apakah sang istri memiliki hak pilih? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi dua 
perempuan dan dia mengalami impotensi dengan salah satunya 
tapi tidak impoten dengan perempuan satunya lagi, maka harus 
diberi jangka waktu untuk perempuan yang tidak bisa disetubuhi 
olehnya karena impoten, karena untuk masing-masing berlaku 
hukum impoten sehingga hukumnya harus sendiri-sendiri. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila 
seorang perempuan mendapati suaminya memiliki 
penis buntung, maka berlaku khiyar untuknya seketika 
itu juga, karena ketidakmampuan suaminya sudah 
terbukti dengan jelas. Apabila yang buntung adalah 
sebagiannya dan ada yang tersisa, yang masih bisa 
digunakan untuk bersetubuh, lalu sang istri berkata, 
“Tidak bisa bersetubuh dengannya,” sementara sang 
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suami berkata, “Aku bisa bersetubuh dengannya,” maka 
dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi iyyah: 


Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami, 
karena masih ada bagian penisnya yang bisa digunakan 
untuk bersetubuh, sehingga ucapannya diterima, seperti 
halnya bila keduanya berselisih pendapat dan dia 
memiliki penis pendek. 


Kedua: Yang berlaku adalah ucapan sang istri, 
karena yang kuat adalah ucapannya. Disamping itu 
apabila penis sebagiannya buntung, maka ia menjadi 
lemah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishag. 


Apabila keduanya berselisih pendapat tentang 
bagian yang tersisa, apakah ia bisa digunakan untuk 
bersetubuh? Maka yang berlaku adalah ucapan istri, 
karena hukum asalnya adalah bahwa ia tidak bisa 
digunakan untuk bersetubuh. 


Pasal: Apabila seorang perempuan menikah 
dengan seorang laki-laki dengan sifat tertentu tapi 
ternyata sifatnya tidak sesuai yang diharapkan, atau 
menikah dengannya sesuai nasab tertentu tapi ternyata 
nasabnya tidak sesuai yang diharapkan, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Akadnya batal, karena sifat tersebut 
adalah yang dimaksud, seperti halnya barang yang 
apabila berbeda dengan yang diharapkan maka akadnya 
batal. Maka begitu pula bila sifatnya berbeda. 
Disamping itu perempuan tersebut tidak rela menikah 
dengan laki-laki tersebut sehingga tidak sah. Seperti 
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halnya bila dia mengizinkan untuk dinikahkan dengan 
seorang laki-laki yang memiliki sifat tertentu, tapi 
ternyata dia dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki 
sifat tidak sesuai yang diharapkan. 


Kedua: Akadnya sah. Inilah pendapat yang benar, 
karena sesuatu yang tidak perlu disebutkan saat akad 
apabila disebutkan dan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan tidak membatalkan akad, seperti halnya 
mahar. Berdasarkan hal ini, apabila sifat yang 
diharapkan lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka 
tidak berlaku khiyar bagi si perempuan, karena khiyar 
hanya berlaku ketika ada kekurangan, bukan ketika ada 
kelebihan. Apabila sifat yang diharapkan dibawah 
kriteria, apabila hal tersebut bisa menimbulkan aib, 
misalnya si perempuan menginginkan laki-laki merdeka 
tapi ternyata yang datang budak laki-laki, atau yang 
diharapkan laki-laki tampan tapi ternyata yang datang 
laki-laki jelek, atau yang diharapkan laki-laki Arab, tapi 
ternyata yang datang laki-laki non Arab, maka berlaku 
khiyar bagi si perempuan, karena hal tersebut 
merupakan aib yang tidak diridhainya. Sedangkan bila 
kriteria yang tidak diharapkan tidak menimbulkan aib 
padanya, misalnya dia menginginkan laki-laki Arab tapi 
ternyata yang datang laki-laki Ajam dan dia sendiri 
perempuan Ajam, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Si perempuan boleh memilih, karena 
dia tidak rela bila calon suaminya seperti dirinya. 
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Kedua: Tidak ada hak pilih padanya, karena hal 
tersebut tidak menimbulkan aib padanya, baik dalam 
hak maupun Kafa'ah. 


Penjelasan: Apabila seorang perempuan mendapati 
suaminya memiliki penis buntung, apabila buntungnya dari 
pangkalnya maka dia boleh memilih saat itu juga, karena 
ketidakmampuan sang suami sudah terbukti. Sedangkan bila masih 
tersisa sebagiannya, apabila yang tersisa tersebut tidak bisa 
digunakan untuk bersetubuh, maka hukumnya sama seperti 
seandainya tidak tersisa sedikit pun darinya, karena adanya yang 
tersisa sama seperti tidakadaannya. 


Sedangkan bila yang tersisa masih bisa digunakan untuk 
bersetubuh, apabila keduanya sepakat bahwa sang suami masih 
bisa bersetubuh, maka tidak ada hak pilih bagi si perempuan. 
Sedangkan bila keduanya berselisih pendapat, dimana sang istri 
berkata, “Dia tidak bisa bersetubuh,” tapi sang suami berkata, 
“Aku masih bisa bersetubuh,” maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami dengan 
sumpahnya, seperti halnya bila penisnya utuh. 
Kedua: Yang berlaku adalah ucapan istri dengan 


sumpahnya, karena secara zhahir laki-laki yang penisnya buntung 
tidak bisa bersetubuh. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishag. 


Apabila ketidakmampuan bersetubuh berdasarkan 
pengakuan sang suami atau sumpahnya, maka berkenaan dengan 
hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh: 
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Pertama: Diriwayatkan dari Syaikh Abu Hamid bahwa 
hak pilih berlaku bagi sang istri saat itu juga, karena 
ketidakmampuan suami telah terbukti. 


Kedua: Harus diberi jangka waktu untuk suami seperti 
tenggang waktu untuk laki-laki impoten, karena ketidakmampuan- 
nya belum terbukti, karena dia masih bersetubuh dengannya 
sehingga seperti laki-laki impoten. Pendapat ini dinyatakan oleh Al 
Qadhi Abu Ath-Thayyib dan aku tidak menemukan pendapat 
lainnya. 


Apabila keduanya berselisih pendapat tentang bagian yang 
masih tersisa, yang masih bisa digunakan untuk bersetubuh dan 
yang tidak bisa digunakan untuk bersetubuh, maka menurut Syaikh 
Abu Hamid, Syaikh Abu Ishag Al Marwazi dan Al Muhamili, yang 
berlaku adalah ucapan istri, karena hukum asalnya adalah bahwa 
suami tidak bisa bersetubuh. Dan dalam hal ini hanya ada satu 
pendapat fugaha Syafi'iyyah. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Sebaiknya tidak menanyakan 
hal tersebut kepada sang istri, tapi hendaknya ditanyakan kepada 
orang yang mengetahui kecil atau besarnya. Seperti halnya bila 
sang istri menuduh penis suaminya buntung tapi sang suami 
mengingkarinya.” 


Apabila seorang perempuan mendapati suaminya dikebiri 
atau banci yang telah hilang statusnya musykiInya, apabila kami 
katakan bahwa dia boleh memilih, maka dia boleh memilih saat itu 
juga, baik sang suami bisa bersetubuh atau tidak, karena alasannya 
adalah bahwa jiwa seseorang merasa jijik bersentuhan dengannya. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa dia tidak bisa memilih dan dia 
menuduh suaminya tidak mampu bersetubuh dan sang suami 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 563 


mengakuinya, maka harus ditetapkan jangka waktu orang 
impoten, yaitu satu tahun. 


Cabang: Al Muzani meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, 
“Apabila si perempuan tidak disetubuhi oleh suami yang masih 
kecil, maka harus diberi jangka waktu untuknya.” Al Muzani 
berkata, “Artinya menurutku adalah anak kecil laki-laki yang telah 
bisa bersetubuh seperti anak-anak seusianya.” 


Para sahabat kami berkata: Al Muzani salah dalam 
mengutip dan mentakwil. Adapun berkenaan dengan kesalahan 
kutipan, karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam Gaul Qadim- 
nya, “Apabila laki-laki yang dikebiri tidak menyetubuhi istrinya, 
maka dia harus diberi waktu.” Kemudian Asy-Syafi'i mengiringi 
dengan perkataannya, “Apabila kami katakan bahwa tidak ada hak 
pilih bagi istri untuk laki-laki yang dikebiri dan sang istri 
menuduhnya tidak bisa bersetubuh, maka dia harus diberi waktu.” 
Jadi Al Muzani keliru karena mengatakan “Anak kecil laki-laki' 
sebagai ganti dari “Laki-laki yang dikebiri'. 


Adapun kesalahan takwilnya adalah, karena anak kecil 
belum bisa dikatakan impoten untuk anak seusianya, karena 
impoten itu tidak bisa dibuktikan kecuali dengan pengakuannya 
atau keengganannya bersumpah dan keengganan istri bersumpah, 
dan hal ini sulit dilakukan untuk anak kecil yang belum baligh, 
karena tuduhan istri tidak bisa didengarkan sebelum anak tersebut 
baligh. 


Apabila istri laki-laki gila menuduh suaminya impoten, 
maka tuduhannya tidak perlu didengarkan, karena tidak mungkin 
mendengar jawaban suaminya tersebut (yang gila). Apabila terbukti 
bahwa sang suami impoten sebelum dia gila, lalu ditetapkan jangka 
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waktu untuknya dan waktu tersebut sudah habis, akan tetapi 
kondisinya saat itu gila, maka hakim tidak boleh membatalkan 
pernikahan keduanya, karena bila sang suami masih berakal, dia 
bisa saja mengklaim benar, lalu bersumpah bila istrinya sudah 
janda, akan tetapi hal ini sulit dilakukan mengingat kondisinya gila. 


Sedangkan bila istrinya masih gadis, bisa saja dia telah 
menyetubuhinya hingga keperawanannya hilang, lalu 
keperawanannya kembali lagi seperti semula, atau bisa jadi sang 
istri menolak disetubuhi sehingga dalam kasus ini tidak boleh 
diputuskan sebelum sang suami sembuh. 


Cabang: Apabila seorang perempuan menikah dengan 
seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut memiliki sifat 
tertentu, tapi ternyata sifatnya berbeda dengan yang diharapkan, 
atau mensyaratkan agar suaminya memiliki nasab tertentu tapi 
ternyata nasabnya tidak sesuai yang diharapkan, baik syarat yang 
diinginkan lebih tinggi atau lebih rendah, maka hukumnya sama. 
Misalnya dia mau menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat 
laki-laki tersebut tinggi, tapi ternyata laki-laki tersebut pendek, atau 
mensyaratkan agar laki-laki tersebut pendek tapi ternyata laki-laki 
tersebut tinggi, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut hitam tapi 
ternyata laki-laki tersebut putih, atau mensyaratkan agar laki-laki 
tersebut putih tapi ternyata laki-laki tersebut hitam, atau 
mensyaratkan agar laki-laki tersebut kaya tapi ternyata laki-laki 
tersebut miskin, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut miskin 
tapi ternyata laki-laki tersebut kaya, atau mensyaratkan agar laki- 
laki tersebut orang Quraisy tapi ternyata laki-laki tersebut orang 
non Quraisy, atau mensyaratkan agar laki-laki tersebut bukan 
Quraisy tapi ternyata laki-laki tersebut dari Quraisy, atau 
mensyaratkan agar laki-laki tersebut merdeka tapi ternyata laki-laki 
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tersebut budak yang diizinkan majikannya untuk menikah, atau 
mensyaratkan agar laki-laki tersebut budak tapi ternyata laki-laki 
tersebut orang merdeka, sementara syarat tersebut diajukan saat 
akad, apakah akadnya sah? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Nikahnya batal, karena yang jadi acuan dalam 
nikah itu sifat dan nama, sebagaimana yang jadi acuan dalam jual 
beli itu melihat (barang yang akan diperjualbelikan). Alasannya 
adalah bahwa seandainya seorang wali perempuan berkata, “Aku 
nikahkan engkau dengan saudara perempuan atau anak 
perempuanku,” maka hukumnya sah, meskipun calon suami 
belum melihat calon istrinya. Sebagaimana bila seseorang menjual 
barang yang dilihatnya, maka hukumnya sah. 


Kemudian perbedaan barang itu bisa menyebabkan 
batalnya nikah dan jual beli, karena seandainya seorang wali 
perempuan berkata, “Aku nikahkan engkau dengan anak 
perempuanku, wahai Zaid,” lalu calon suami menerimanya 
(melakukan gabul) padahal dia Amr, atau seseorang mengatakan, 
“Aku menjual budak laki-lakiku ini kepadamu,” lalu si pembeli 
berkata, “Aku terima penjualan untuk budak perempuan,” maka 
nikah dan jual belinya tidak sah. Jadi perbedaan sifat bisa 
menyebabkan batalnya akad. 


Berdasarkan hal ini, maka keduanya harus dipisahkan. 
Apabila sang suami belum menyetubuhinya, maka tidak ada 
kewajiban apapun padanya. Sedangkan bila dia telah 
menyetubuhinya maka dia wajib membayar mahar mits/ 


| Kedua: Nikahnya sah. Inilah pendapat yang benar dan 
inilah pendapat yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, karena syarat- 
syarat tersebut tidak perlu disebutkan dalam akad. Seandainya ia 
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disebutkan dan ternyata sesuai yang disyaratkan, maka akadnya 
sah. Dan seandainya ia disebutkan tapi tidak sesuai dengan yang 
disyaratkan, maka akadnya tidak batal, seperti halnya mahar. 


Apabila kami mengatakan seperti ini, maka harus dilihat 
dulu. Apabila syaratnya dalam sifat, apabila ternyata calon suami 
memiliki kriteria di atas sifat yang disyaratkan, misalnya 
disyaratkan agar dia miskin tapi ternyata dia kaya, atau disyaratkan 
agar dia kakek-kakek tapi ternyata dia masih muda, maka sang 
istri tidak memiliki hak pilih (khiyar) untuk membatalkan nikah, 
karena hak pilih hanya berlaku untuk sesuatu yang kurang, sedang 
dalam kasus ini adalah lebih dan bukan kurang. Sedangkan bila 
kriteria yang diharapkan lebih rendah dari yang disyaratkan maka 
berlaku hak pilih bagi sang istri untuk membatalkan nikah, karena 
kriteria yang diharapkan dibawah kriteria yang disyaratkan. 


Adapun bila kriteria yang disyaratkan berkaitan dengan 
nasab, maka harus dilihat dulu. Apabila yang disyaratkan adalah 
laki-laki merdeka tapi ternyata laki-laki tersebut budak, padahal 
calon istri seorang perempuan merdeka, maka berlaku hak pilih 
untuk sang istri untuk membatalkan nikah. Dan dalam hal ini 
hanya ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena budak laki-laki 
itu tidak selevel dengan perempuan merdeka. Begitu pula bila 
disyaratkan agar calon suami orang Arab tapi ternyata dia orang 
Ajam, yaitu berasal dari dua orang tua Ajam, sementara calon istri 
orang Arab, maka si perempuan boleh memilih, karena calon 
suaminya tersebut tidak selevel dengannya. 


Sedangkan bila nasab calon suami lebih tinggi dari nasab 
calon istri, misalnya calon istri mensyaratkan agar calon suaminya 
bukan @uraisy tapi ternyata calon suaminya tersebut orang 
Quraisy, maka tidak ada hak pilih bagi si perempuan, karena 
nasab calon suaminya lebih tinggi darinya. Sedangkan bila nasab 
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calon suaminya bukan nasab yang dia bernisbat kepadanya dan di 
bawah nasab calon istri, maka berlaku hak pilih untuk calon istri. 


Adapun bila nasab calon suami sama seperti nasab calon 
istri atau lebih tinggi darinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama, sang istri boleh memilih, karena dia tidak mau 
dengan laki-laki yang tidak selevel dengannya. 


Kedua, sang istri tidak boleh memilih, karena laki-laki 
tersebut selevel dengannya tidak menimbulkan aib padanya. 
Pendapat inilah yang disebutkan dalam A/ Umm. 


Syaikh Asy-Syirazim berkata: Pasal: Apabila 
yang menipu pihak perempuan, maka harus dilihat 
dulu. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan karena menganggap bahwa perempuan 
tersebut merdeka, tapi ternyata perempuan tersebut 
budak, sementara si laki-laki termasuk orang yang boleh 
menikahi budak perempuan, maka berkenaan dengan 
keabsahan nikahnya ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i. Apabila kami katakan bahwa nikahnya batal, 
lalu sang suami menyetubuhinya, maka dia wajib 
memberikan mahar mits! kepadanya. Lalu apakah sang 
suami bisa menagihnya kepada orang yang menipunya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 
Petama, dia tidak bisa menagihnya, karena mahar 
tersebut telah diperoleh sebagai ganti dari persetubuhan 
yang dilakukan sang suami. 
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Kedua, dia bisa menagihnya, karena orang yang 
menipunya sehingga terjadi demikian. Apabila yang 
menipu adalah selain istri, maka dia bisa menagihnya. 
Sedangkan bila yang menipu adalah istri, maka dia bisa 
menagihnya ketika istrinya tersebut telah merdeka. 
Apabila yang menipunya adalah wakil majikan maka dia 
bisa menagihnya kepadanya. Apabila perempuan 
tersebut hamil dan wakil sang majikan menanggung 
harga anaknya, maka sang suami bisa menagihnya 
kepada orang yang menipunya. 


Apabila kami katakan bahwa nikahnya sah, 
apakah berlaku hak pilih bagi sang suami? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 


Pertama: Tidak ada hak pilih padanya, karena dia 
bisa menthalaknya. 


Kedua: Ada hak pilih padanya. Inilah pendapat 
yang benar, karena khiyar yang berlaku bagi 
perempuan juga berlaku bagi laki-laki, seperti halnya 
dalam masalah gila. 


Abu Ishag berkata, “Apabila sang suami seorang 
budak, maka tidak ada hak pilih padanya. Dan dalam 
hal ini hanya ada satu pendapat Imam Asy-Syafii, 
karena sang suami sama dengan istri.” 

Pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada 
bedanya antara laki-laki merdeka dengan budak laki- 
laki, karena semuanya akan merugikannya sementara 
dia tidak menyukainya, karena anak yang lahir nanti 
akan menjadi budak. Dan disamping itu dia tidak bisa 
menyetubuhinya di siang hari. Apabila terjadi 
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pembatalan nikah, maka hukum pada si perempuan 
seperti hukum pada si laki-laki, yaitu bila kami katakan 
bahwa hukumnya batal. 


Apabila kami katakan bahwa tidak ada hak pilih 
untuk sang suami, atau ada hak pilih, tapi dia tidak 
membatalkan nikahnya, maka hukumnya seperti 
pernikahan yang sah. Apabila dia menyetubuhi istrinya 
sebelum dia mengetahui bahwa istrinya tersebut budak, 
maka anak yang lahir merupakan orang merdeka, 
karena sang suami tidak rela dengan status budaknya. 
Sedangkan bila dia menyetubuhinya dalam kondisi 
mengetahui bahwa istrinya seorang budak, maka anak 
yang lahir menjadi budak, karena dia rela dengan status 
budaknya. 


Apabila sang istri menipunya dengan sifat selain 
budak, maka berkenaan dengan keabsahan nikahnya 
ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila kami 
katakan bahwa hukumnya batal, tapi sang suami telah 
menyetubuhinya, maka dia wajib membayar mahar 
mitsl. Lalu apakah dia bisa menagihnya kepada orang 
yang menipunya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 
Apabila kami katakan bahwa dia bisa menagihnya, 
sementara yang menipunya adalah selain istrinya, maka 
dia bisa menagih seluruh mahar tersebut. Sedangkan 
bila yang menipunya adalah sang istri, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Dia bisa menagih seluruhnya, 
sebagaimana dia menagihnya kepada selain istrinya. 
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Kedua: Harus disisakan sedikit darinya agar 
persetubuhan tidak kosong dari kompensasi. Apabila 
kami katakan bahwa hukumnya sah, apabila penipuan 
berkaitan dengan nasab, lalu ternyata nasab si 
perempuan lebih tinggi dari sang suami, maka tidak 
berlaku khiyar baginya. Sedangkan bila nasab si 
perempuan di bawah nasab sang suami sama seperti 
nasabnya atau lebih tinggi darinya, maka tidak berlaku 
khiyar baginya. Sementara bila nasab sang istri di 
bawah nasab sang suami, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Sang suami boleh memilih, karena dia 
tidak rela bila istrinya di bawahnya. 


Kedua: Dia tidak bisa memilih, karena bukan aib, 
bila seorang istri di bawah suami dalam Kafa'ah. 


Apabila kami katakan bahwa sang. suami boleh 
memilih lalu dia memilih pembatalan nikah, maka 
hukum yang berlaku padanya adalah seperti hukum 
ketika kami mengatakan bahwa hukumnya batal. 
Apabila sang suami memilih tetap bersama istrinya, 
maka hukumnya adalah seperti bila kami mengatakan 
bahwa hukumnya sah. Dan masalah ini telah kami 
jelaskan sebelumnya. 


Penjelasan: Apabila seorang laki-laki menikah dengan 
seorang perempuan karena menganggapnya perempuan merdeka, 
tapi ternyata perempuan tersebut budak, apakah nikahnya sah? 


Dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah 
yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya. Adapun 
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berkenaan dengan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka 
diharuskan ada empat syarat: 


Pertama: Suami termasuk orang yang halal menikah 
dengan budak perempuan. 


Kedua: Syaratnya pada saat akad. Adapun syarat sebelum 
atau sesudah akad, maka tidak berpengaruh. 


Ketiga: Penipuan dilakukan pihak budak perempuan atau 
wakil majikan. Adapun bila penipuannya dilakukan majikan, maka 
si budak perempuan menjadi merdeka. 


Keempat: Pernikahan tersebut dilakukan atas izin 
majikan. 

Apabila hal ini telah jelas, jika kami katakan bahwa 
nikahnya batal, apabila sang suami belum menyetubuhinya maka 
keduanya harus dipisahkan dan sang suami tidak berhak 
memberikan apa-apa. Sedangkan bila sang suami telah 
menyetubuhinya, maka dia wajib membayar mahar mits/ untuk 
majikan si budak perempuan. Apabila sang suami telah 
menanggungnya, apakah dia boleh menagihnya kepada orang 
yang menipunya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang 
telah diuraikan sebelumnya. Apabila si budak perempuan 
melahirkan anak dalam keadaan hidup, maka anak tersebut 
menjadi merdeka karena adanya syubhat, baik sang suami orang 
merdeka atau budak, dan dia wajib membayar nilainya kepada 
majikan si perempuan. Perkataan pengarang tentang status anak 
tersebut yang menjadi budak dan adanya penipuan dalam masalah 
perbudakan adalah berdasarkan pendapat ini. 
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Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan 
dengan syarat memiliki sifat tertentu, tapi ternyata sifatnya berbeda 
dengan yang diharapkannya, atau menikahinya dengan syarat 
memiliki nasab tertentu tapi ternyata nasabnya berbeda dengan 


yang diharapkannya, sementara syarat tersebut diajukan pada saat 
akad, apakah nikahnya sah? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, baik 
perempuan tersebut memiliki kriteria yang lebih tinggi dari yang 
disyaratkan atau di bawahnya. Apabila kami katakan bahwa 
nikahnya batal, apabila sang suami belum menyetubuhinya, maka 
keduanya harus dipisahkan dan sang suami tidak wajib 
memberikan apa-apa. Sedangkan bila sang suami telah 
menyetubuhinya, maka sang istri berhak mendapatkan mahar 
mits. Lalu apakah sang suami boleh menagihnya kepada orang 
yang menipunya? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang 
telah diuraikan sebelumnya. Apabila kami katakan bahwa dia tidak 
bisa menagihnya, maka tidak perlu dibahas lagi. Sedangkan bila 
kami katakan bahwa dia boleh menagihnya kepada orang yang 
menipunya, lalu orang yang menipu menanggungnya, apabila yang 
menipu adalah wali si perempuan sedang dia hanya satu orang, 
maka sang suami boleh menagih semuanya. Sedangkan bila 
walinya berjumlah banyak, apabila mereka menipunya dalam hal 
nasab, maka sang suami bisa menagih seluruh mahar tersebut 
kepada semuanya secara sama rata, karena nasab si perempuan 
tidak samar lagi bagi mereka. Apabila mereka menipunya dalam 
sifat selain nasab, apabila mereka semua mengetahui hal tersebut 
atau semuanya tidak mengetahuinya, maka dia bisa menagih 
kepada semuanya secara sama rata, karena tidak ada 
keistimewaan, atau sebagian mereka dengan sebagian lainnya. 
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Sedangkan bila sebagian mereka mengetahui kondisi si 
perempuan sementara sebagian lainnya tidak mengetahuinya, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'ivyah 
yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid: 


Pertama: Sang suami bisa menagihnya kepada seluruh 
wali, karena para wali yang mengetahui kondisi si perempuan 
adalah yang menikahkannya, sementara hak-hak harta itu tidak 
gugur dengan adanya kesalahan. 


Kedua: Dia hanya bisa menagih kepada wali yang 
mengetahui kondisi si perempuan dan tidak bisa menagih kepada 
wali yang tidak mengetahui kondisinya, karena wali yang 
mengetahui kondisinya adalah orang yang menipunya. 


Adapun bila yang menipunya adalah sang istri, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Dia bisa menagih seluruh mahar tersebut 
kepadanya, sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan 
para wali. 


Kedua: Dia tidak bisa menagih seluruhnya, akan tetapi 
harus disisakan sedikit untuknya agar persetubuhan tidak kosong 
dari kompensasi. Apabila kami katakan bahwa sang suami bisa 
menagih seluruhnya, apabila sang istri telah menerimanya darinya, 
maka dia harus mengembalikannya kepadanya. Sedangkan bila dia 
tidak menerimanya dari sang suami, maka sang suami tidak boleh 
mengambilnya, akan tetapi salah satunya harus menggugurkannya 
dari yang lainnya. Adapun bila kami katakan bahwa sang suami 
tidak bisa menagih seluruhnya, apabila sang istri telah menerima 
seluruhnya, maka sang suami bisa menagihnya darinya dengan 
menyisakan sebagiannya untuknya. Sedangkan bila sang istri tidak 
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menerimanya darinya, maka dia bisa memintanya untuk 
memberikannya kepadanya dan sisanya gugur darinya. 


Adapun bila kami katakan bahwa nikahnya sah, karena 
pernikahan tersebut tidak membuat aib pada suami, apabila sang 
istri menipu sang suami dalam sifat, lalu ternyata sifatnya lebih 
tinggi dari yang disyaratkan, maka tidak ada hak pilih bagi sang 
suami, karena hal tersebut tidak menimbulkan aib padanya. 


Sedangkan bila nasab si perempuan bukan nasab yang 
disyaratkan dan bukan nasab suami, atau penipuannya dalam sifat 
dan ternyata sifatnya dibawah sifat yang disyaratkan, apakah sang 
suami boleh memilih untuk membatalkan nikah? 


Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Sang suami boleh memilih, karena hal tersebut 
adalah sesuatu yang seandainya disyaratkan berkenaan dengan 
dirinya sendiri, lalu ternyata yang terjadi berbeda dengan yang 
disyaratkan, maka sang istri boleh memilih. Oleh karena itulah 
suami memiliki hak pilih, seperti halnya yang berlaku dalam cacat. 


Kedua: Tidak berlaku hak pilih baginya, karena dia bisa 
menthalaknya. Disamping itu seorang suami tidak akan mendapat 
aib bila nasab istrinya di bawah nasabnya dan sifatnya. Berbeda 
dengan istri. 

Apabila kami katakan bahwa suami boleh memilih, lalu dia 
memilih membatalkan pernikahan, maka hukumnya adalah 
sebagaimana yang telah kami katakan bahwa hukumnya batal. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa dia tidak boleh memilih, atau 
dia boleh memilih tapi memilih tetap mempertahankan istrinya, 
maka berlaku baginya hukum-hukum akad yang sah. 
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Syaikh Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa syarat dan 
dia menduganya perempuan merdeka, tapi ternyata 
perempuan tersebut budak, maka nikahnya sah. Akan 
tetapi pendapat yang berlaku adalah bahwa tidak ada 
khiyar bagi si laki-laki tersebut. Imam Asy-Syafi'i 
mengatakan berkaitan dengan laki-laki yang menikahi 
perempuan merdeka yang diduga perempuan muslimah 
tapi ternyata dia perempuan Ahlul Kitab, bahwa sang 
suami boleh memilih. 


Salah seorang sahabat kami ada yang mengutip 
jawaban Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan masing- 
masing dari dua masalah yang dijadikan sebagai dua 
pendapat beliau, yaitu: 


Pertama: Sang suami boleh memilih, karena 
perempuan Ahlul Kitab yang statusnya merdeka lebih 
baik daripada budak perempuan, karena anak yang 
lahir akan menjadi orang merdeka, dan disamping itu 
persetubuhan dengannya dapat dilakukan dengan 
sempurna. Apabila ada hak pilih untuk budak 
perempuan, maka anak yang lahir akan menjadi budak 
dan persetubuhan dengannya tidak bisa dilakukan 
dengan sempurna. 


Kedua: Dia tidak bisa memilih, karena akadnya 
bersifat mutlak. Kasus ini seperti kasus orang yang 
membeli sesuatu yang diduga memiliki sifat tertentu, 
tapi ternyata sifatnya tidak sesuai yang diinginkan dan 
tidak berlaku hak pilih padanya. Maka begitu pula yang 
berlaku dalam kasus ini. Apabila tidak ada hak pilih 
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pada budak perempuan, maka tentunya untuk 
perempuan Ahlul Kitab lebih tidak bisa lagi. 


Ada pula sebagian ulama Syafi'iyyah yang 
menafsirkannya berdasarkan nash yang zhahir dengan 
mengatakan bahwa sang suami boleh memilih untuk 
perempuan Ahlul Kitab, sementara untuk budak 
perempuan tidak ada hak pilih. Karena untuk 
perempuan Ahlul Kitab tidak ada tindakan ceroboh dari 
pihak suami, mengingat secara zhahir perempuan 
tersebut bisa diganti dengan perempuan muslimah. 
Tindakan ceroboh adalah dari pihak wali yang tidak 
memberikan ganti. Sementara untuk kasus budak 
perempuan tindakan ceroboh adalah dari pihak suami, 
karena tidak mau bertanya. 


Pasal: Apabila seorang budak perempuan menjadi 
perempuan merdeka sementara status suaminya 
seorang laki-laki merdeka, maka tidak ada hak pilih 
untuk perempuan tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat 
Aisyah & bahwa dia berkata, “Barirah menjadi 
perempuan merdeka, lalu Rasulullah & memberi opsi 
kepada suaminya yang berstatus budak laki-laki, lalu 
Barirah memilih dirinya sendiri.” Seandainya suaminya 
orang merdeka tentunya Rasulullah & tidak akan 
memberikan opsi kepadanya, dan disamping itu tidak 
akan merugikan istri bila dia merdeka sementara 
suaminya orang merdeka. Oleh karena itulah tidak 
berlaku khiyar baginya sejak awal nikah, sehingga 
khiyar juga tidak berlaku baginya untuk seterusnya. 


Adapun bila si perempuan menjadi orang 
merdeka ketika statusnya menjadi istri budak laki-laki, 
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maka dia boleh memilih. Hal ini berdasarkan hadits 
riwayat Aisyah æ. Disamping itu hal tersebut akan 
menimbulkan aib bagi si perempuan dan akan 
merugikannya bila dia menjadi istri budak. Oleh karena 
itulah pada awal nikah berlaku khiyar baginya, sehingga 
khiyar juga berlaku baginya untuk seterusnya. Si 
perempuan juga bisa membatalkan sendiri 
pernikahannya, karena khiyar tersebut berlaku karena 
adanya nash sehingga tidak memerlukan keputusan 
hakim. 


Adapun berkenaan dengan waktu khiyar (waktu 
memilih), dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i: 

Pertama: Bisa dilakukan dengan segera, karena 
khiyar tersebut karena suatu kekurangan sehingga bisa 
dilakukan dengan segera, seperti khiyar karena adanya 
cacat dalam jual beli. 


Kedua: Khiyar tersebut bisa dilakukan secara 
perlahan-lahan, karena bila kita mengharuskannya 
dengan segera, maka bisa jadi si perempuan memilih 
tetap bersama suaminya atau melakukan pembatalan 
nikah, lalu dia menyesal. Berdasarkan hal ini, maka 
berkaitan dengan waktunya ada dua pendapat Imam 
Asy-Syafii: 

Pertama: Waktunya tiga hari, karena ia 
merupakan batas waktu untuk mengetahui hasil dari 
memilih dalam jual beli. 


Kedua: Si perempuan boleh memilih sampai 
suami bisa menyetubuhinya, karena ada riwayat 
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berkenaan dengan hal ini dari Ibnu Umar dan Hafshah 
binti Umar &. Ini adalah pendapat tujuh fuqaha, yaitu 
Sa'id bin Al Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Al Qasim 
bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan 
Sulaiman bin Yasar. 


Apabila si perempuan menjadi orang merdeka, 
tapi dia tidak memilih pembatalan nikah sampai sang 
suami menyetubuhinya, lalu dia mengklaim tidak 
mengetahui status merdekanya tersebut, apabila 
kasusnya terjadi di tempat yang dibolehkan 
menyembunyikan status merdekanya, maka yang 
berlaku adalah ucapan sang istri dengan sumpahnya, 
karena secara zhahir dia tidak mengetahuinya. 
Sedangkan bila kasusnya terjadi di tempat yang tidak 
dibolehkan menyembunyikan status budaknya, maka 
ucapannya tidak diterima, karena pengakuannya 
tersebut bertentangan dengan zhahirnya. 


Apabila dia telah mengetahui statusnya yang 
merdeka tapi dia mengaku tidak mengetahui adanya 
hak pilih, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam 
Asy-Syafi'i: 

Pertama: Tidak ada hak pilih padanya, seperti 
halnya bila seseorang membeli barang yang ada 
cacatnya, lalu dia mengklaim tidak mengetahui adanya 
hak pilih. 

Kedua: Dia memiliki hak pilih (khiyar), karena hak 
pilih berkenaan dengan status merdeka tidak diketahui 
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kecuali oleh para ulama. Apabila sang istri menjadi 
orang merdeka ketika dia masih kecil, maka berlaku 
hak pilih baginya ketika dia sudah baligh. Sedangkan 
bila dia merdeka saat gila, maka hak pilih berlaku 
baginya ketika dia sudah sembuh. Dan dalam hal ini 
sang wali tidak boleh memilih, karena ini merupakan 
hal yang berurusan dengan syahwat sehingga tidak bisa 
digantikan oleh wali, seperti halnya thalak. 


Apabila sang istri menjadi orang merdeka tapi dia 
tidak memilih sampai sang suami merdeka, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Hak pilih sang istri tidak gugur, karena 
hak tersebut berlaku saat dia masih budak sehingga 
tidak berubah ketika dia sudah merdeka, seperti halnya 
bila dia wajib dihukum had lalu dia merdeka. 


Kedua: Hak pilihnya gugur, karena ia berlaku 
ketika ada kekurangan dan kekurangan tersebut telah 
hilang. 


Apabila sang istri menjadi merdeka saat dia 
sedang menjalani iddah dari thalak raj'i, maka dia bisa 
meninggalkan pembatalan nikah untuk menunggu 
statusnya dengan habisnya iddah, dan setelah itu dia 
boleh membatalkan nikah, karena bila dia tidak 
melakukan pembatalan nikah barangkali sang suami 
merujuknya ketika telah dekat habisnya masa iddah. 
Apabila sang istri telah melakukan pembatalan nikah, 
maka dia perlu memulai lagi masa iddah. Apabila dia 
memilih tetap bersama suaminya pada masa iddah 
maka hak pilihnya tidak gugur karena ia berlaku sampai 
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masa iddahnya habis. Oleh karena itu tidak sah memilih 
tetap tinggal bila ada hal yang menafikannya. 


Apabila sang istri menjadi orang merdeka ketika 
statusnya menjadi istri budak laki-laki, lalu suaminya 
menthalaknya sebelum dia memilih pembatalan nikah, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Thalaknya berlaku, karena ia selaras 
dengan kepemilikan. 


Kedua: Thalaknya tidak berlaku, karena haknya 
berupa pembatalan nikah gugur. Berdasarkan hal ini, 
apabila dia melakukan pembatalan nikah maka tidak 
jatuh thalak. Sedangkan bila dia tidak melakukan 
pembatalan nikah, maka kami nyatakan bahwa thalak 
berlaku sejak sang suami menthalak. 


Pasal: Apabila seorang istri menjadi orang 
merdeka, lalu dia melakukan pembatalan nikah, apabila 
hal tersebut dilakukan sebelum terjadi persetubuhan, 
maka maharnya gugur, karena perpisahan dari pihak 
istri. Sedangkan bila hal tersebut dilakukan setelah 
terjadi persetubuhan, maka harus dilihat dulu. Apabila 
status merdekanya setelah terjadi persetubuhan, maka 
berlaku mahar musamma. Sedangkan bila status 
merdekanya sebelum terjadi persetubuhan lalu sang 
suami menyetubuhinya dan sang istri tidak mengetahui 
bahwa dia telah merdeka, maka gugurlah mahar 
musamma dan wajib mengeluarkan mahar mitsl, karena 
status merdeka telah ada sebelum terjadi persetubuhan 
sehingga hukumnya sama seperti halnya bila terjadi 
pembatalan nikah sebelum terjadi persetubuhan. 
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Kemudian mahar wajib diberikan kepada majikan, 
karena ia wajib diberikan dengan adanya akad saat si 
perempuan menjadi miliknya. 


Apabila si perempuan merupakan orang yang 
menyerahkan dirinya, lalu dia merdeka dan dia memilih 
sang suami, sementara ada mahar yang wajib diberikan 
kepadanya setelah dia merdeka, maka berkenaan 
dengan mahar ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 
Apabila kami katakan bahwa ia wajib dengan adanya 
akad, maka ia menjadi milik sang majikan, karena ia 
wajib diberikan sebelum si perempuan merdeka. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa ia wajib sebagai 
suatu kewajiban, maka mahar tersebut menjadi milik si 
perempuan, karena ia wajib setelah dia merdeka. 


Pasal: Apabila seorang budak laki-laki musyrik 
menikah dengan perempuan merdeka yang musyrik, 
lalu keduanya sama-sama masuk Islam, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak ada hak pilih bagi sang istri, 
karena dia menjalani akad ketika dia mengetahui bahwa 
dia merdeka. 


Kedua: Dia boleh membatalkan pernikahannya, 
karena status budak bukan kekurangan (aib) dalam 
kekafiran, tapi hanya kekurangan dalam Islam, 
sehingga ia menjadi semacam kekurangan yang terjadi 
pada suami. Inilah pendapat yang sesuai nash. Oleh 
karena itu berlaku hak pilih untuk sang istri. 


Apabila seorang budak laki-laki musyrik menikah 
dengan budak perempuan, lalu menyetubuhinya, lalu si 
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budak perempuan masuk Islam, sedangkan si budak 
laki-laki tidak masuk Islam, kemudian si budak 
perempuan menjadi orang merdeka, maka berlaku hak 
pilih baginya, karena dia menjadi merdeka ketika 
statusnya menjadi istri budak. Sedangkan bila si budak 
laki-laki masuk Islam sementara si perempuan tidak 
masuk Islam, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Tidak berlaku hak pilih bagi si 
perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ath- 
Thayyib bin Salamah dan juga dikutip oleh Al Muzani. 
Perbedaan antara statusnya dengan status sebelumnya 
adalah bahwa kasus tersebut berkaitan dengan masuk 
Islamnya sang suami. 


Apabila si perempuan tidak membatalkan 
pernikahannya, maka tidak ada jaminan bahwa sang 
suami tidak masuk Islam sampai mendekati habisnya 
masa iddah, lalu dia masuk Islam dan si perempuan 
melakukan pembatalan nikah sehingga iddahnya 
berlangsung lama. Sementara statusnya disini adalah 
bahwa hal tersebut berkaitan dengan keislamannya. 
Pada waktu kapan saja dia bisa masuk Islam dan 
nikahnya berlaku sehingga tidak berlaku pembatalan 
nikah baginya. 

Kedua: Berlaku hak pilih bagi si perempuan, 
seperti pada masalah sebelumnya. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Abu Ishag, dan dia mengingkari 
pendapat yang dikutip oleh Al Muzani. 
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Pasal: Apabila seseorang memiliki uang 100 dinar 
dan seorang budak perempuan seharga 100 dinar, lalu 
dia menikahkan budak tersebut dengan budak laki-laki 
yang harganya 100 dinar, lalu dia berwasiat agar budak 
perempuan tersebut dimerdekakan, kemudian si budak 
perempuan merdeka sebelum disetubuhi, maka tidak 
berlaku khiyar baginya. Karena bila dia melakukan 
pembatalan nikah, maka maharnya gugur, dan apabila 
maharnya gugur, maka sulit untuk memerdekakannya. 
Oleh karena itu tidak berlaku khiyar baginya, karena 
bila ia ditetapkan maka akan menggugurkan mahar. 


Pasal: Apabila seorang budak laki-laki menjadi 
orang merdeka sementara dia memiliki istri seorang 
budak perempuan, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Berlaku khiyar baginya, sebagaimana ia 
juga berlaku bagi si budak perempuan (yang menjadi 
orang merdeka) ketika dia memiliki suami seorang 
budak laki-laki. 


Kedua: Tidak berlaku khiyar baginya, karena 
status budaknya tidak menetapkan adanya khiyar sejak 
awal nikah sehingga khiyar tidak berlaku untuk 
seterusnya. 


Penjelasan: Hadits Barirah dengan redaksi yang 
disebutkan oleh pengarang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, 
Abu Daud dan At-Tirmidzi -dan telah di-shahih-kan olehnya- dari 
jalur Urwah dari Aisyah. | 
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Ibnul Qayyim berkata dalam A/ Hadyi, “Hadits Aisyah 
diriwayatkan oleh tiga orang: Al Aswad, Urwah dan Al Qasim. 
Hadits ini menjelaskan bahwa suami Barirah seorang budak laki- 
laki.” Akan tetapi riwayat-riwayat yang shahih yang ada pada kami 
menyelisihi pendapat Ibnul Qayyim. 


Para ulama berselisih pendapat apabila seorang suami 
menjadi orang merdeka, apakah ada hak pilih bagi sang istri atau 
tidak? Menurut jumhur ulama, tidak berlaku hak pilih baginya. 
Menurut mereka alasan dilakukan pembatalan nikah adalah karena 
tidak adanya Kafa 'ah, karena apabila seorang budak perempuan 
menjadi orang merdeka sementara suaminya seorang budak laki- 
laki, maka sang suami tidak lagi selevel dengannya. Hal ini 
diperkuat dengan perkataan Aisyah dalam hadits yang berkaitan 
dengan masalah ini. Apabila sang suami merdeka, maka dia tidak 
perlu menyuruh istrinya untuk memilih. Akan tetapi pendapat 
tersebut masih dikritik, karena tambahan tersebut merupakan 
sisipan yang berasal dari perkataan Urwah, sebagaimana dijelaskan 
oleh An-Nasa'i dalam Sunanrnya dan juga dijelaskan oleh Abu 
Daud dalam riwayat Malik. Kalaupun seandainya perkataan 
tersebut merupakan perkataan Aisyah, maka ia hanya sekedar 
ijtihad dan bukan dalil. 


Adapun menurut Al Atarah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats- 
Tsauri dan ulama Hanafiyyah, hak pilih (khiyar) berlaku bagi si 
perempuan, meskipun suaminya telah menjadi orang merdeka. 
Dalil pertama yang mereka jadikan acuan adalah bahwa riwayat 
tersebut menjelaskan bahwa suami Barirah merupakan orang 
merdeka. Akan tetapi telah diketahui bahwa dalil yang dijadikan 
acuan ini tidak benar. 


Adapun berkenaan dengan cabang-cabang permasalahan 
dalam pasal ini, maka hukumnya seperti pendapat tadi bila 
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disimpulkan secara global. Kami tidak perlu membahasnya disini 
karena ia berdasarkan asas perbudakan yang tidak lagi diterapkan 
pada masa sekarang, dan juga karena perbedaan dalam masalah 
Kafa ah di antara mereka sekarang tinggal sedikit saja. 


Syaikh Asy-Syirazis berkata: Pasal: Bab 
Pernikahan Laki-Laki Musyrik. 


Apabila pasangan suami-istri yang asalnya 
musyrik berdasarkan sifat tertentu masuk Islam - . 
seandainya tidak dilakukan pernikahan oleh keduanya, 
maka keduanya boleh melakukan akad nikah-, maka 
pernikahan tersebut diakui, meskipun tanpa wali dan 
saksi, karena pada masa Rasulullah # ada banyak 
orang yang masuk Islam dan pernikahan mereka diakui 
oleh beliau tanpa menanyakan kepada mereka tentang 
syarat-syaratnya. 


Apabila keduanya masuk Islam sementara si 
perempuan merupakan orang yang tidak halal dinikahi 
seperti ibu dan saudara perempuan, maka pernikahan 
tersebut tidak diakui, karena pernikahan tersebut tidak 
dibolehkan sejak awal sehingga tidak boleh mengakui 
pernikahan tersebut. 


Apabila pasangan suami-istri yang musyrik atau 
penganut Majusi salah satunya masuk Islam, atau si 
perempuan masuk Islam, sementara suaminya seorang 
penganut Yahudi atau Nashrani, apabila keislaman 
tersebut sebelum terjadi persetubuhan, maka perceraian 
harus segera dilakukan. Sedangkan bila keislamannya 
setelah terjadi persetubuhan, maka perceraiannya 
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dilakukan setelah selesai iddah. Apabila suami masuk 
Islam sebelum iddah si perempuan habis, maka 
pernikahan tersebut tetap berlaku. Sedangkan bila sang 
suami tidak masuk Islam sampai iddah si perempuan 
habis, maka keduanya dipisahkan. 


Abu Tsaur berkata, “Apabila suami masuk Islam 
sebelum istri, maka perceraian berlaku.” Akan tetapi 
pendapatnya ini salah, berdasarkan riwayat Abdullah 
bin Syubrumah, “Bahwa pada masa Rasulullah &, di 
kalangan masyarakat ada laki-laki yang masuk Islam 
sebelum perempuan dan ada perempuan yang masuk 
Islam sebelum laki-laki. Siapa saja yang masuk Islam 
sebelum iddah si perempuan habis, maka perempuan 
tersebut menjadi istrinya, sedangkan bila yang masuk 
Islam laki-laki setelah iddah si perempuan habis, maka 
tidak ada pernikahan di antara keduanya. Perceraian 
yang terjadi karena perbedaan agama adalah 
pembatalan nikah, karena perceraian tersebut tidak 
menggunakan kata “Thalak' dan niatnya sehingga 
menjadi pembatalan nikah, seperti halnya pembatalan- 
pembatalan lainnya.” 


Penjelasan: Hadits Abdullah bin Syubrumah adalah hadits 
mursal, karena Abdullah bin Syubrumah merupakan tabi'in 
tingkatan kelima. Oleh karena itulah pengarang perlu dikritik 
karena menampilkannya, mengingat masih banyak riwayat-riwayat 
marfu' dengan banyak jalur periwayatan. Di antaranya adalah 
hadits riwayat Al Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, 
“Pada masa Rasulullah & ada dua golongan kaum musyrikin yang 
memiliki sikap terhadap beliau dan orang-orang beriman. Orang- 
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orang musyrik yang memerangi beliau diperangi oleh beliau dan 
mereka pun memeranginya, sedangkan orang-orang musyrik Ahlul 
Kitab tidak diperangi oleh beliau dan mereka juga tidak 
memeranginya. Apabila ada perempuan dari golongan musyrikin 
musuh yang berhijrah, dia tidak dilamar sampai dia menjalani 
haidh dan bersuci. Apabila dia telah suci maka dia boleh dinikahi. 
Apabila suaminya datang sebelum dia menikah, maka 
pernikahannya dibatalkan.” 


Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan di-shahih-kan 
oleh Al Hakim dari Ibnu Abbas, “Bahwa Nabi & mengembalikan 
putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al Ash bin Ar-Rabi' 
berdasarkan pernikahan pertama tanpa melakukan apa-apa.” 


Dalam redaksi lain disebutkan, “Nabi £ mengembalikan 
putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al Ash 'berdasarkan 
pernikahannya yang pertama setelah dua tahun tanpa 
memberlakukan mahar lagi.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 
Abu Daud dan Ibnu Majah. 


Dalam redaksi lain disebutkan, “Nabi & mengembalikan 
putrinya, Zainab kepada Abu Al Ash berdasarkan pernikahannya 
yang pertama tanpa mendatangkan saksi dan mewajibkan mahar. 
Padahal Zainab enam tahun lebih dulu masuk Islam sebelum Abu 
Al Ash masuk Islam.” Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan At- 
Tirmidzi. Dalam redaksi riwayat At-Tirmidzi disebutkan, “Tanpa 
mengadakan nikah (baru) lagi,” lalu dia berkata, “Sanadnya la 
ba 'sa bih (tidak apa-apa).” 

Diriwayatkan dengan sanad dha if dari Amr bin Syu'aib dari 
ayahnya dari kakeknya “Bahwa Nabi #& mengembalikan kepada 
Abu Al Ash dengan mahar baru dan pernikahan baru.” At-Tirmidzi 
berkata, “Sanadnya bermasalah.” Ahmad berkata, “Hadits ini 
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dha'if” Adapun hadits yang shahih adalah bahwa 
Nabi & mengakui pemikahan keduanya berdasarkan pernikahan 
pertama. Ad-Darauguthni berkata, “Hadits ini tidak shahih. Yang 
benar adalah hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi $ mengembalikan 
pernikahannya berdasarkan pernikahan pertama.” Al Khaththabi 
berkata, “Hadits Ibnu Abbas lebih shahih dari hadits Amr bin 
Syu'aib.” 

Ibnu Katsir berkata dalam A/ Irsyad, “Hadits tersebut bagus 
lagi kuat. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Ishag dari Daud bin Al Hushain 
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.” 


Akan tetapi hadits Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas divonis dha ïf oleh Ali bin Al Madini, karena Ibnu Ishaq 
adalah periwayat dha'if sebagaimana telah diketahui. 


Adapun hadits Amr bin Syu'aib, ia juga diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin 
Artha'ah, seorang yang terkenal sebagai Mudallis dan dia tidak 
mendengarnya dari Amr bin Syu'aib, sebagaimana dikatakan oleh 
Abu Ubaid. Dia disamakan dengan Al Azrami, padahal Al Azrami 
juga seorang periwayat dha'if Hadits ini divonis dha'if oleh 
segolongan ulama. 


Malik meriwayatkan dalam A/ Muwaththa ' dari Ibnu Syihab 
bahwa dia mendengar informasi bahwa putri Al Walid bin Al 
Mughirah menjadi istri Shafwan bin Umayyah, lalu dia masuk 
Islam pada hari penaklukan Makkah, sementara Shafwan tidak 
mau masuk Islam. Lalu Rasulullah & mengirim utusan kepadanya 
untuk memberi jaminan aman kepadanya. Shafwan ikut perang 
Hunain dan Tha'if tapi dia tetap kafir, sementara istrinya sudah 
masuk Islam, akan tetapi Rasulullah & tidak memisahkan 
keduanya sampai Shafwan masuk Islam, dan beliau mengakui 
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pernikahan tersebut. Ibnu Syihab berkata, “Jarak waktu antara 
Islanya Shafwan dengan Islamnya istrinya adalah satu bulan.” 


Diriwayatkan dalam A/ Muwaththa ' dari Ibnu Syihab, “Bahwa 
Ummu Hakim, ibunda Al Harits bin Hisyam masuk Islam pada hari 
penaklukan Makkah, akan tetapi suaminya, Ikrimah bin Abu Jahal 
tidak mau masuk Islam dan melarikan diri ke Yaman. Lalu Ummu 
Hakim menyusulnya ke Yaman dan mengajaknya masuk Islam, lalu 
dia (Ikrimah) masuk Islam. Kemudian Ikrimah menemui 
Rasulullah & dan membai'atnya. Maka Rasulullah & mengakui 
pemikahan keduanya.” 


Ibnu Syihab berkata, “Berdasarkan riwayat-riwayat yang 
sampai kepada kami, apabila ada perempuan yang berhijrah 
kepada Allah dan Rasul-Nya sementara suaminya tetap kafir dan 
menetap di negeri kafir, maka keduanya dipisahkan. Kecuali bila 
sang suami datang kepadanya untuk berhijrah sebelum iddahnya 
habis. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perempuan yang 
dipisahkan dengan suaminya bila sang suami datang kepadanya 
saat dia sedang menjalani iddah.” 


Al Baihagi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari segolongan 
ulama Quraisy, ulama ahli sejarah perang dan lainnya dari 
beberapa ulama yang seperti mereka, “Bahwa Abu Sufyan masuk 
Islam di Marr Azh-Zhahran, sementara Hindun binti Utbah tetap 
kafir dan tinggal di Makkah. Saat itu Makkah berstatus sebagai 
negara kafir. Begitu pula Hakim bin Hizam. Kemudian dua 
perempuan tersebut masuk Islam setelah itu. Ternyata 
Nabi & mengakui pernikahan keduanya.” 


Sebagian ulama hadits dan fikih kesulitan memahami 
riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang redaksinya “Setelah dua tahun,” 
kemudian dalam riwayat kedua disebutkan “Enam tahun,” lalu 
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dalam riwayat lain disebutkan “Setelah tiga tahun.” Ibnu Hajar 
menjelaskan hal ini dalam A/ Fath, “Yang dimaksud enam tahun 
adalah sejak hijrahnya Zainab dan keislaman Abu Al Ash. 
Sedangkan yang dimaksud dua tahun atau tiga tahun adalah sejak 
turunnya ayat "Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan 
kedatangan Abu Al Ash untuk masuk Islam, karena jarak antara 
keduanya adalah dua tahun dan beberapa bulan.” 


— At-Tirmidzi mengatakan berkenaan dengan hadits Ibnu 
Abbas, “Jalurnya tidak diketahui.” 


Al Hafizh berkata, “Riwayat yang menyebutkan bahwa 
Nabi & mengembalikan Zainab kepada Abu Al Ash setelah enam 
tahun atau dua tahun atau tiga tahun sulit dipahami, karena tidak 
mungkin Zainab menjalani iddah dalam masa tersebut.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Tidak ada seorang ulama pun 
yang berpendapat bahwa seorang muslimah boleh tetap menjadi 
istri laki-laki musyrik apabila laki-laki tersebut masuk Islam 
belakangan setelah perempuan tersebut sampai iddahnya habis. Di 
antara ulama yang mengutip adanya ijma dalam masalah ini adalah 
Ibnu Abdil Barr. Dia juga menyatakan bahwa sebagian golongan 
Azh-Zhahiriyyah membolehkan hal tersebut. Akan tetapi ijma 
ulama membantah pendapat golongan ini. Perselisihan pendapat 
dalam hal ini memang sudah sejak lama. Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkannya dari Ali dan Ibrahim An-Nakha'i dengan jalur- 
jalur yang kuat dan juga difatwakan oleh Hammad, gurunya Abu 
Hanifah. Al Khaththabi menjawab pendapat yang menyatakan 
bahwa riwayat-riwayat tersebut sulit. Dia mengatakan bahwa 
berlakunya iddah selama masa tersebut mungkin saja terjadi, 
meskipun secara tradisi tidak ada iddah yang lamanya demikian, 
lebih-lebih bila masanya dua tahun dan beberapa bulan. Karena 
terkadang haidh bisa terlambat dari masa suci, karena adanya 
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penyebab tertentu. Jawaban yang sama juga dinyatakan oleh Al 
Baihagi.” Al Hafizh berkata lebih lanjut, “Pendapat ini lebih layak 
dijadikan acuan.” 


As-Suhaili berkata dalam Syarah As-Sirah, “Hadits yang 
diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib, meskipun hadits Ibnu 
Abbas lebih shahih sanadnya, akan tetapi tidak ada fugaha yang 
menjadikannya sebagai sumber acuan, karena Islam telah 
memisahkan keduanya. Allah & berfirman, 


ALA TALI 
“Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang- 
orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (@s. Al Mumtahanah 
[60]: 10). Siapa saja yang menggabungkan dua hadits ini maka dia 
akan berkata, “Arti hadits Ibnu Abbas adalah bahwa 
Nabi & mengembalikan Zainab sesuai pernikahan pertama dalam 


hal pemberian mahar tanpa menambah yang lainnya baik syarat 
maupun lain-lainnya.” 


Penggabungan ini juga diuraikan oleh Ibnu Abdil Barr. 
Dikatakan bahwa ketika Zainab masuk Islam dan suaminya tetap 
kafir, Nabi @ tidak memisahkan keduanya, karena saat itu belum 
turun ayat yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah 
dengan laki-laki kafir. Kemudian setelah turun ayat “Mereka tiada 
halal bagi orang-orang kafir itu,” maka Nabi & menyuruh putrinya 
untuk menjalani iddah, lalu Abu Al Ash datang memeluk Islam 
sebelum iddahnya habis. Maka Nabi pun mengakui pernikahan 
pertamanya. Dengan demikian maka masalah yang sulit ini 
terjawab sudah. 


Adapun hadits Amr bin Syw'aib, ia diperkuat dengan 
kaidah-kaidah pokok. Di dalamnya disebutkan bahwa ada akad 
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baru lagi. Akan tetapi mengambil riwayat yang jelas adalah lebih 
utama daripada mengambil riwayat yang masih bersifat spekulasi. 
Hal ini diperkuat dengan riwayat lain dari Ibnu Abbas yang 
bertentangan dengan riwayatnya, sebagaimana diriwayatkan 
darinya oleh Al Bukhari. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Metode terbaik dalam 
menetapkan dua hadits ini adalah penguatan terhadap hadits Ibnu 
Abbas sebagaimana yang dilakukan para imam. Penafsiran dari 
riwayat tersebut adalah lamanya iddah antara turunnya ayat yang 
mengharamkan dengan keislaman Abu Al Ash. Dan hal ini 
tidaklah terlarang. Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat nyeleneh 
dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa perkataan 
'Nabi & mengembalikan Zainab kepada Abu Al Ash setelah ini' 
maksudnya adalah penggabungan antara keduanya. Kalau tidak 
demikian, maka masuk Islamnya Abu Al Ash adalah sebelum 
perjanjian Hudaibiyyah, yaitu sebelum turunnya ayat yang 
mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki 
musyrik. Demikianlah yang diklaimnya.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Pendapatnya (Ibnu Hazm) 
tersebut bertentangan dengan riwayat ulama ahli sejarah perang 
yang menyatakan bahwa keislaman Abu Al Ash setelah turunnya 
ayat yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah 
dengan laki-laki musyrik.” 


Ibnul Qayyim berkata dalam A/ Hadyi yang intinya sebagai 
berikut, “Masalah iddah dalam hal ini tidak diketahui dalam hadits- 
hadits. Nabi & tidak menanyakan kepada seorang perempuan 
apakah iddahnya sudah habis atau tidak? Seandainya Islam hanya 
sekedar menceraikan, tentunya hanya ada thalak ba'in yang tidak 
ada rujuknya, sehingga suami tidak lebih berhak terhadapnya bila 
dia masuk Islam. Keputusan hukum Nabi & menunjukkan bahwa 
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pernikahan tersebut menggantung. Apabila suami masuk Islam 
sebelum iddah si perempuan habis, maka perempuan tersebut 
adalah istrinya. Sedangkan bila iddah si perempuan habis, maka 
dia bisa menikah dengan siapapun yang dikehendakinya. Apabila 
dia suka, maka dia bisa menunggu suaminya. Apabila sang suami 
masuk Islam maka dia tetap menjadi istrinya tanpa perlu 
pembaruan nikah.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Sejauh yang kami ketahui tidak 
ada yang memperbarui nikahnya setelah masuk Islam. Justru yang 
ada adalah memilih salah satu dari dua opsi, yaitu keduanya 
bercerai lalu si perempuan menikah dengan laki-laki lain, atau 
keduanya tetap mempertahankan pernikahan sesuai pernikahan 
pertama bila sang suami masuk Islam. Adapun melaksanakan 
perpisahan atau memperhatikan iddah, maka tidak ada riwayat 
yang menyebutkan bahwa Rasulullah Æ memutuskan salah satu 
dari keduanya padahal banyak yang masuk Islam pada masanya.” 
Pendapatnya ini sangat bagus dan kuat. 


Dia berkata lebih lanjut, “Pendapat inilah yang dipilih oleh 
Al Khallal, Abu Bakar -temannya-, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu 
Hazm. Inilah madzhab Al Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah dan 
Al Hakam.” 


Ibnu Hazm berkata, “Pendapat tersebut juga dinyatakan 
oleh Umar bin Khaththab, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas.” 
Lalu dia menyebut nama-nama lainnya. Dia berpendapat bahwa 
apabila seorang perempuan masuk Islam sebelum suaminya, maka 
perempuan tersebut tidak perlu dilamar sampai iddahnya habis 
dan menjalani masa suci. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu 
Abbas, Atha', Thawus, Ats-Tsauri, fugaha Kufah. Abu Tsaur juga 
sependapat dengan mereka, dan inilah pendapat yang dipilih oleh 
Ibnu Al Mundzir dan Al Bukhari. Ulama Kufah dan kelompok yang 


594 || Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


pro dengan mereka mensyaratkan bila sang suami ditawari masuk 
Islam pada masa-masa tersebut tapi dia tidak mau, apabila 
keduanya sama-sama tinggal di negara Islam. Diriwayatkan dari 
Ahmad bahwa perpisahan berlaku hanya dengan sekedar masuk 
Islam tanpa bergantung pada selesainya iddah sebagaimana sebab- 
sebab perceraian lainnya seperti menyusui, Khulu' atau thalak. 


Dalam Al Bahr Az-Zakhir disebutkan, “Apabila salah satu 
dari keduanya masuk Islam, sementara yang lainnya tidak, maka 
nikahnya menjadi batal menurut ijma ulama.” Kemudian dia 
berkata lagi, “Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i, Malik dan Abu 
Yusuf adalah bahwa perpisahan karena salah satunya masuk Islam 
adalah pembatalan nikah, bukan thalak, karena alasannya adalah 
perbedaan agama, seperti halnya kemurtadan. Sementara menurut 
Abu Al Abbas, Abu Hanifah dan Muhammad, hukumnya adalah 
thalak apabila sang istri masuk Islam, tapi suaminya enggan masuk 
Islam. Jadi keengganan sang suami adalah seperti thalak.” Kami 
katakan, “Justru seperti kemurtadan.” 


Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pernikahan orang- 
orang musyrik sah dan thalak mereka juga sah. Berdasarkan hal 
ini, apabila seorang laki-laki musyrik menikah dengan perempuan 
musyrik, lalu sang suami menthalaknya tiga kali, maka perempuan 
tersebut tidak halal baginya kecuali setelah dia menikah lagi 
(dengan laki-laki lain). Apabila seorang laki-laki muslim menikahi 
perempuan Dzimmi, lalu dia menthalaknya tiga kali, kemudian si 
perempuan dinikahi oleh laki-laki Dzimmi dan disetubuhi, lalu 
suami Dzimmi tersebut menthalaknya, maka perempuan tersebut 
halal bagi suami pertamanya yang muslim yang telah 
menthalaknya, setelah habis masa iddahnya. Jadi pernikahan 
mereka berkaitan dengan hukum-hukum lainnya yang 
berhubungan dengan pernikahan kaum muslimin. Pendapat ini 
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dinyatakan oleh Az-Zuhri, Al Auza'i, Abu Hanifah dan para 
pengikutnya. 


Adapun menurut Malik, pernikahan orang musyrik 
hukumnya batal sehingga tidak berkaitan dengan hukum-hukum 
pernikahan yang sah. Sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama 
Khurasan juga meriwayatkan pendapat lain Imam Asy-Syafi'i. 


Adapun dalil kami adalah firman Allah &, 0653 ikat cdi, 


“Dan berkatalah istri Firaun,” dan firman-Nya, 455 SA di ES 
Rr ods Ay. l r ory rer, eh or 129R m, 

SA a K a O AE t O 

O Lí HE “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 


sesungguhnya dia akan binasa.....Dan (begitu pula) istrinya, 
pembawa kayu bakar.” (Qs. Al Masad [111]: 1-4). Dalam dua ayat 
ini kedua istri tersebut disandarkan kepada suaminya (Fir'aun dan 
Abu Lahab). Dan hakikat penyandaran adalah menunjukkan 
kepemilikan. Diriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, ú aa ON 
pi ¿a “Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinaan.” 
Dan sebagaimana diketahui bahwa Nabi & lahir pada masa syirik 
(Jahiliyyah). 


Apabila hal ini telah jelas, maka apabila pasangan suami- 
istri yang musyrik masuk Islam sekaligus, apabila ketika keduanya 
masuk Islam dibolehkan memulai nikah lagi, maka pernikahan 
pertama keduanya diakui, meskipun keduanya diakad tanpa wali 
dan saksi. Karena pada masa Nabi & banyak orang yang masuk 
Islam dan pernikahan mereka diakui oleh beliau, dan beliau tidak 
menanyakan kepada mereka tentang syarat-syaratnya. Sedangkan 
bila keduanya tidak dibolehkan memulai pernikahan, apabila si 
perempuan diharamkan bagi sang suami, karena nasab atau 
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susuan atau hubungan perbesanan atau karena sedang menjalani 
iddah, sehingga keduanya tidak boleh memulai nikah, maka 
pernikahan keduanya tidak diakui. 


Para sahabat kami berkata, “Apabila seorang suami masuk 
Islam sementara istrinya seorang perempuan Ahlul Kitab, maka 
pernikahan keduanya diakui, karena sejak awal seorang muslim 
dibolehkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab sehingga 
diakui. Apabila salah satu dari pasangan suami-istri penyembah 
berhala atau pasangan Majusi masuk Islam, atau yang masuk Islam 
suami, sementara sang istri tidak mau masuk Islam, apabila 
keislaman tersebut sebelum terjadi persetubuhan, maka 
pernikahannya batal. Sedangkan bila keislamannya setelah terjadi 
persetubuhan, maka status nikahnya berhenti (menggantung). 
Apabila yang kafir dari keduanya masuk Islam sebelum iddah sang 
istri habis, maka pernikahan keduanya diakui. Sedangkan bila yang 
kafir dari keduanya tidak masuk Islam sampai iddah sang istri 
habis, maka sang istri terthalak ba in sejak waktu keislaman sang 
suami. Dan tidak ada bedanya apakah hal tersebut terjadi di negeri 
Islam atau di negeri musuh (negeri kafir)” Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Imam Ahmad. 


Adapun menurut Malik, apabila yang masuk Islam adalah 
sang istri, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami 
paparkan. Sedangkan bila yang masuk Islam adalah suami, maka 
dia bisa menawarkan istri untuk masuk Islam saat itu juga. Apabila 
sang istri mau masuk Islam (maka pernikahannya berlaku). Adapun 
bila sang istri tidak mau masuk Islam, maka pernikahannya 
menjadi batal. Abu Bakar 4, berkata, “Apabila suami masuk Islam 
sebelum istri, maka perpisahan berlaku dengan segala kondisinya.” 


Abu Hanifah berkata, “Apabila peristiwa tersebut terjadi di 
negeri musuh (negara kafir) setelah terjadinya persetubuhan, maka 
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nikahnya tergantung pada habisnya iddah, sebagaimana pendapat 
kami yang telah diuraikan. Sedangkan bila peristiwanya terjadi di 
negeri Islam, maka baik sebelum terjadi persetubuhan atau 
sesudahnya pernikahannya tidak batal. Bahkan yang sudah masuk 
Islam harus menawarkan kepada yang belum masuk Islam agar 
masuk Islam. Apabila yang terakhir mau masuk Islam, maka 
pernikahan keduanya berlaku. Sedangkan bila dia tidak mau 
masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan dengan satu thalak. 
Apabila yang terakhir tidak diajak masuk Islam, lalu keduanya 
tetap menjalankan hubungan pernikahan dalam waktu lama, maka 
keduanya tetap dalam pernikahan.” 


Adapun dalil kami adalah hadits-hadits yang telah kami 
riwayatkan yang menyebutkan bahwa pada masa 
Rasulullah # orang-orang banyak yang masuk Islam, yang mana 
ada laki-laki yang lebih dulu masuk Islam dari perempuan dan ada 
perempuan yang lebih dulu masuk Islam dari laki-laki. Siapa saja 
laki-laki yang masuk Islam sebelum iddah si perempuan habis, 
maka perempuan tersebut adalah istrinya, sementara bila laki-laki 
tersebut masuk Islam setelah iddah si perempuan habis, maka 
tidak ada pernikahan di antara keduanya. 


Iddah itu tidak berlaku kecuali setelah terjadi persetubuhan. 
Tidak ada bedanya apakah yang masuk Islam lebih dulu sang 
suami atau sang istri, dan juga tidak ada bedanya baik hal tersebut 
terjadi di negeri Islam atau di negeri musuh. Apabila pasangan 
suami-istri masuk Islam dalam satu kondisi sebelum terjadi 
persetubuhan maka pernikahan keduanya tidak batal, karena salah 
satunya tidak mendahului yang lainnya. 
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Syaikh Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki merdeka masuk Islam sedang dia 
memiliki istri lebih dari empat dan mereka semua masuk 
Islam bersamanya, maka dia harus memilih empat 
perempuan dari mereka. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu 
Umar & “Bahwa Ghailan masuk Islam dan saat itu dia 
memiliki 10 istri. Maka Nabi & menyuruhnya memilih 
empat dari mereka.” Disamping itu beristri lebih dari 
empat tidak dibolehkan bagi seorang muslim. 


Apabila dia tidak mau, maka dia harus dipaksa 
dengan ditahan dan dihukum ta'zir, karena hal tersebut 
merupakan haknya yang tidak bisa digantikan sehingga 
dia harus dipaksa. Apabila dia mengalami epilepsi saat 
ditahan, maka dia boleh dilepaskan sampai sadar, 
karena pada saat itu dia bukan orang yang memiliki hak 
pilih sehingga harus dilepaskan, sebagaimana orang 
yang memiliki utang harus dilepaskan bila dia tidak 
mampu membayar utangnya (bangkrut). 


Apabila dia telah sadar, maka dia harus kembali 
ditahan dan dihukum ta'zir sampai dia mau memilih. 
Dan nafkah untuk seluruh istrinya harus diambil darinya 
sampai dia mau memilih, karena mereka tertahan 
karenanya disebabkan adanya hukum nikah. Adapun 
bentuk memilih adalah dengan berkata, “Aku memilih 
menikahi empat perempuan dari mereka.” Bila ini telah 
dilakukan pernikahan perempuan lainnya menjadi batal. 
Atau dengan berkata, “Aku memilih menceraikan 
mereka (yang lebih dari empat).” Dengan demikian, 
maka pernikahan dengan empat perempuan yang 
tersisa tetap berlaku. 
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Apabila dia menthalak salah seorang dari mereka, 
maka hal tersebut merupakan pilihan untuk 
menikahinya, karena thalak itu tidak dilakukan kecuali 
pada istri. Apabila dia melakukan zhihar atau 
melakukan ila“, maka itu bukan pilihan, karena bisa saja 
ia dilakukan oleh selain suami. 


Apabila dia menyetubuhi salah seorang dari 
mereka, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut 
fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hal tersebut adalah pilihan, karena 
persetubuhan tidak boleh dilakukan kecuali terhadap 
perempuan miliknya. Jadi ini menunjukkan bahwa hal 
tersebut merupakan pilihan, seperti halnya bila penjual 
menyetubuhi budak perempuan yang dijual dengan 
syarat memilih. 


Kedua: Itu bukan pilihan, karena pilihan tersebut 
adalah untuk nikah, sehingga tidak boleh bila dilakukan 
persetubuhan, seperti halnya rujuk. Inilah pendapat 
yang benar. 


Apabila dia berkata, “Setiap kali salah seorang 
dari kalian masuk Islam, maka aku memilih untuk 
menikahinya,” maka hukumnya tidak sah, karena 
memilih itu seperti nikah sehingga tidak boleh 
digantungkan dengan sifat atau pada sesuatu yang tidak 
tertentu. 


Apabila dia berkata, “Setiap kali salah seorang 
dari kalian masuk Islam, maka aku memilih untuk 
membatalkan nikahnya,” maka hukumnya juga tidak 
sah, karena pembatalan nikah tidak boleh digantungkan 
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pada sifat. Disamping itu pembatalan nikah hanya 
boleh dilakukan untuk istri yang lebih dari empat. Bisa 
jadi selain empat perempuan tersebut tidak masuk Islam 
sehingga tidak boleh membatalkan nikah dengan empat 
perempuan tersebut. 


Apabila dia berkata, “Setiap kali seorang salah 
seorang dari istriku masuk Islam, maka dia kuceraikan,” 


maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Hukumnya sah. Inilah pendapat yang 
kuat: karena dikatakan: Apabila dia berkata, “Setiap 
kali salah seorang dari kalian masuk Islam, maka aku 
memilih pembatalan nikah.” Dan perkataan ini tidak 
ada maksud lain selain thalak. Jadi ini menunjukkan 
bahwa apabila yang dimaksud thalak, maka hukumnya 
sah. Alasannya adalah bahwa thalak itu sah bila 
digantungkan dengan sifat. 


Kedua: Hukumnya tidak sah. Ini adalah pendapat 
Abu Ali bin Abu Hurairah, karena thalak disini 
mengandung pilihan terhadap hubungan suami istri, 
sementara memilih itu tidak boleh digantungkan pada 
sifat. 


Adapun berkenaan dengan perkataan Imam Asy- 
Syafi'i, maka maksudnya adalah untuk orang yang 
masuk Islam sementara dia memiliki empat istri yang 
musyrik. Apabila yang dimaksud dengan perkataan ini 
adalah thalak maka hukumnya sah, karena ia tidak 
mengandung pilihan sehingga boleh digantungkan pada 
sifat. Apabila dia masuk Islam, lalu murtad maka 
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pilihannya tidak sah, karena pilihan itu seperti nikah 
sehingga tidak sah bila dia murtad. Apabila dia masuk 
Islam lalu berihram, maka menurut pendapat yang 
berlaku adalah bahwa pilihannya sah. Akan tetapi 
sebagian dari sahabat-sahabat kami ada yang 
menyatakan bahwa ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i 
dalam masalah ini: 


Pertama: Hukumnya tidak sah, sebagaimana 
nikahnya tidak sah. 


Kedua: Hukumnya sah, sebagaimana rujuknya 
juga sah. 


Ada pula ulama Syafi'iyyah yang berkata, 
“Apabila dia masuk Islam, lalu dia berihram, lalu 
mereka (istri-istrinya) masuk Islam, maka dia tidak boleh 
memilih. Demikianlah menurut satu pendapat Imam 
Asy-Syafi'i, karena nikah tidak boleh dilakukan ketika 
dia sedang ihram sehingga dia tidak boleh memilihnya.” 
Adapun redaksi yang ada adalah ditafsirkan seperti ini. 
Apabila dia masuk Islam lalu mereka masuk Islam, 
kemudian setelah itu dia berihram, maka dia boleh 
memilih, karena ihram terjadi setelah tetapnya hak 
memilih. 


Penjelasan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, 
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu 
Umar. Ahmad menambahkan dalam suatu riwayat, “Pada masa 
Umar, dia menthalak istri-istrinya dan membagi-bagikan hartanya 
kepada anak-anaknya. Ketika hal tersebut terdengar oleh Umar, 
Umar pun berkata, “Aku menduga syetan pencuri berita (dari 
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langit) telah mendengar info tentang kematianmu lalu ia 
membisikkannya ke dalam hatimu. Mungkin engkau tidak akan 
hidup lagi kecuali sebentar saja. Demi Allah, hendaknya engkau 
merujuk istri-istrimu dan menarik kembali hartamu, atau akulah 
yang mewariskan kepada mereka darimu, dan akan kusuruh 
kuburanmu dirajam sebagaimana kuburan Abu Righal dirajam'.” 
Kata Righal adalah seperti kata Kitab. 


Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Dala'i! An- 
Nubuwwah dari Ibnu Umar (dengan redaksi), “Ketika kami 
berangkat bersama Rasulullah & menuju Tsagif, kami melewati 
sebuah kuburan. Maka beliau bersabda, 

o An i ol EL. s E aol 2 
a OS Baki al aa Jey Gl 3 lia 


Ao 2 2r at do, sTo a er go A La Lo. 
da TP Lab CAS ali ppi la OS) gai 

r - o - P A d 2 °y s f 
a KI ig aa a IK aoi 


. 
Pat 


Ini adalah kuburan Abu Righal, nenek moyang Tsagif. Dia 
berasal dari Tsamud. Di tanah Haram inilah dia dilindung (dari 
azab). Ketika dia keluar dari tanah Haram dia terkena azab 
sebagaimana azab yang menimpa kaumnya di tempat ini, lalu dia 
dikubur di sini?” 


Diriwayatkan oleh Malik dalam A/ Muwaththa', An-Nasa'i 
dan Ad-Daraguthni dalam As-Sunan bahwa Nabi & bersabda 
kepada Ghailan bin Umayyah Ats-Tsagafi yang masuk Islam dan 
memiliki 10 istri, “Pilihlah empat di antara mereka dan ceraikan 
yang lainnya.” | 
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Diriwayatkan kitab Sunan Abi Daud dari Al Harits bin Qais 
bahwa dia berkata, “Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki 8 
istri, lalu kuberitahukan hal tersebut kepada Nabi £. Maka beliau 
bersabda, Pilihlah empat dari mereka?” 


Mugatil berkata, “@ais bin Al Harits memiliki 8 istri yang 
semuanya perempuan merdeka. Ketika turun ayat ini, 
Rasulullah & menyuruhnya menceraikan empat dari mereka dan 
mempertahankan yang empatnya lagi.” Begitulah yang dikatakan- 
nya “Qais bin Al Harits.” Yang benar adalah “Harits bin Qais Al 
Asadi” sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. 
Muhammad bin Al Hasan juga meriwayatkan dalam kitab As-Sair 
Al Kabir bahwa namanya adalah Harits bin Qais. Dia adalah 
seorang yang terkenal di kalangan fugaha. 


Adapun perkataan Al Jauhari bahwa Harits bin Qais 
merupakan penunjuk jalan orang-orang Habsyah ketika mereka 
berangkat ke Makkah, lalu dia wafat di jalan, maka perkataannya 
ini tidak berlaku. Adapun menurut Ibnu Sayyidih dalam A/ 
Mukhashshash, dia adalah seorang budak laki-laki milik Syu'aib 
yang suka memungut pungutan liar sampai sepuluh persen dan 
termasuk orang yang zhalim. Kami telah membahas sanad hadits 
ini bahwa Ma'mar keliru dan menyendiri dalam meriwayatkannya, 
dan disamping itu ada pula cacat-cacat lain yang terdapat di 
dalamnya. 


Hukum-Hukum: Apabila seorang laki-laki masuk Islam 
dan dia memiliki lebih dari empat istri lalu mereka semua masuk 
Islam bersamanya pada masa iddah, atau mereka perempuan 
Ahlul Kitab, maka dia harus memilih empat di antara mereka dan 
menceraikan yang lainnya, baik dia menikahi mereka dengan satu 
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akad atau beberapa akad, baik dia memilih menikahi di awal atau 
di akhir. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan 
Muhammad bin Al Hasan. Sementara menurut Az-Zuhri, Abu 
Hanifah dan Abu Yusuf, tidak sah baginya memilih dalam kondisi 
apapun. Bahkan bila dia menikahi mereka dengan satu akad, 
maka pernikahannya dengan semua perempuan tersebut batal dan 
tidak ada yang halal baginya kecuali dengan melakukan akad baru 
lagi. Apabila dia menikahi mereka dengan beberapa akad, maka 
yang berlaku adalah pernikahan dengan empat perempuan 
pertama, sementara pernikahan dengan perempuan-perempuan 
selanjutnya batal. 


Adapun dalil kami adalah hadits tentang Ghailan bin 
Salamah yang masuk Islam sebagaimana yang telah kami uraikan 
sebelumnya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki masuk Islam sementara 
dia memiliki lebih dari empat istri yang masuk Islam bersamanya, 
maka telah kami uraikan sebelumnya bahwa dia wajib memilih 
empat dari mereka, berdasarkan sabda Nabi & kepada Ghailan, 
“Pilihlah empat dari mereka!” Ini adalah perintah, sedang perintah 
itu menunjukkan wajib. Apabila dia tidak mau memilih, maka 
hakim harus memaksanya untuk memilih, karena dia tidak boleh 
memiliki istri lebih dari empat. Dan dalam hal ini hakim juga bisa 
menahannya agar dia mau memilih. Apabila dia tidak mau 
memilih, hakim bisa mengeluarkannya dari tahanan, lalu 
menghukumnya dengan hukuman cambuk dibawah standar 
minimal hukuman. Apabila dia tetap tidak mau memilih, maka dia 
harus ditahan (dipenjara) lagi. Apabila dia tetap tidak mau, maka 
dia harus ditahan lagi untuk kedua kalinya. Demikianlah, 
penahanan dan hukuman cambuk terus dilakukan berulang-ulang 
sampai dia mau memilih. Karena masalah memilih merupakan hak 
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yang berkaitan dengannya, seperti halnya bila dia memiliki utang 
sementara dia memiliki harta yang disembunyikan, maka dia harus 
ditahan dan dihukum ta'zir sampai dia mau menunjukkan harta 
tersebut dan digunakan untuk membayar utangnya. Dalam kondisi 
tersebut dia tetap wajib memberikan nafkah kepada seluruh 
istrinya sampai dia memilih, karena mereka tertahan karenanya. 


Apabila dia menjadi gila pada saat ditahan, maka dia harus 
dibebaskan, karena dia bukan lagi orang yang wajib memilih. 
Apabila dia telah sembuh, maka dia harus kembali ditahan dan 
dihukum ta'zir. Dan hakim tidak boleh menggantikannya untuk 
memilih, karena pilihan tersebut berkaitan dengan syahwat 
sehingga tidak bisa digantikan oleh hakim. 


Apabila dia mengatakan kepada empat istri dari mereka, 
“Aku memilih kalian!” atau “Aku memilih menikahi kalian!” atau 
“Aku memilih menahan kalian,” atau “Aku mempertahankan 
kalian,” atau “Aku mempertahankan pernikahan dengan kalian,” 
atau “Aku tetap mengukuhkan pernikahan dengan kalian,” atau 
“Aku tetap mengukuhkan akad nikah dengan kalian,” maka 
pernikahan dengan mereka berlaku, sementara pernikahan dengan 
istri-istri lain yang lebih dari empat menjadi batal. 

Apabila dia berkata kepada salah seorang dari mereka atau 
kepada istri setelah istri keempat (istri kelima dan seterusnya 
misalnya), “Aku batalkan pernikahan dengan kalian,” maka 
pernikahan mereka batal, sementara pernikahan dengan empat 
perempuan masih tersisa tetap berlaku. 


Apabila dia menthalak seorang istri atau empat istri, maka 
thalak tersebut berlaku dan hal tersebut merupakan pilihannya 
berkaitan dengan hubungan pernikahannya, karena ia 
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mengandung pilihan, mengingat thalak itu tidak jatuh kecuali 
kepada istri. 


Apabila dia berkata kepada salah seorang dari istrinya, 
“Aku thalak kamu,” atau “Aku memilih menceraikanmu,” maka 
menurut dua syaikh yaitu Abu Hamid dan Abu Ishag, hal tersebut 
merupakan pilihan untuk membatalkan pernikahannya. Sementara 
menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, hal tersebut merupakan 
pilihan untuk istri tersebut berkenaan dengan hubungan 
pernikahan, sehingga yang terjadi adalah perpisahan dan dia 
dihitung dari empat istri. Hal ini karena perpisahan jelas dalam 
thalak. Apabila thalak berlaku untuk salah satu dari mereka 
sebagai pilihan, maka begitu pula kata thalak bersifat jelas dalam 
thalak. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Meskipun dilandaskan pada 
hal ini, akan tetapi ia bertentangan dengan Sunnah, karena 
Nabi $ bersabda kepada Ghailan, “Pilihlah empat dari mereka 
dan ceraikanlah yang lainnya.” Begitu pula dalam hadits Naufal bin 
Muawiyah dimana Nabi $ bersabda kepadanya, “ Tahanlah empat 
istri dan ceraikan yang lainnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Asy- 
Syafi'i, akan tetapi dalam sanadnya terdapat periwayat yang 
majhul, karena Asy-Syafi'i berkata, “Salah seorang teman kami 
menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Abdul Majid bin 
Sahl, dari 'Auf bin Al Harits, dari Naufal bin Muawiyah.” 


Lalu apakah kalimat thalaknya sah? Sebagaimana telah 
kami katakan bahwa kalimat tersebut jelas untuk thalak sehingga 
jelas pula untuk thalak dan pembatalan nikah, karena ia 
merupakan hakikat dalam keduanya dan khusus untuk tempat 
yang berlaku di dalamnya. Apabila dia melakukan zhihar terhadap 
salah seorang dari mereka atau melakukan a“ terhadap salah 
seorang dari mereka, maka hal tersebut bukan pilihan untuk 
mereka, karena ia bisa diucapkan kepada selain istri. 
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Adapun bila dia menyetubuhi salah seorang dari mereka, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Hal tersebut merupakan pilihan untuk 
pernikahan, karena secara zhahir dia tidak menyetubuhi kecuali 
perempuan yang dipilihnya untuk pernikahan, sebagaimana telah 
kami katakan berkenaan dengan penjual yang menyetubuhi budak 
perempuan yang dijual pada saat memilih, maka hal tersebut 
merupakan pembatalan jual beli. 


Kedua: Hal tersebut bukan pilihan untuk pernikahan, 
karena sesuatu yang berhubungan dengan istilah nikah tidak 
dilakukan dengan persetubuhan, seperti dalam masalah rujuk. 
Apabila kami katakan bahwa hal tersebut merupakan pilihan untuk 
pernikahan, lalu dia menyetubuhi empat istri dari mereka, maka 
dia wajib menikahi mereka dan batallah pernikahan dengan 
perempuan-perempuan lainnya. 


Sedangkan bila kami katakan bahwa hal tersebut bukan 
pilihan untuk pernikahan, maka kami katakan bahwa dia harus 
memilih empat istri dari mereka. Apabila dia memilih perempuan 
yang telah disetubuhi, maka tidak ada kewajiban apapun padanya. 
Sedangkan bila dia memilih empat istri dari mereka selain 
perempuan yang telah disetubuhi, maka dia wajib memberikan 
mahar mits/ kepada perempuan yang telah disetubuhi. 


Cabang: Apabila suami berkata, “Apabila aku memilih 
salah seorang dari kalian, maka aku telah memilih untuk 
menikahinya,” maka perkataannya ini tidak sah, karena memilih 
itu seperti permulaan akad sehingga tidak boleh menggantung- 
kannya dengan sifat. 
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Imam Asy-Syafi'i æ berkata, “Ucapan, “Apabila salah 
seorang dari kalian (para istri) masuk Islam maka aku telah memilih 
membatalkan nikahnya' adalah tidak berarti apa-apa, kecuali bila 
dia meniatkannya sebagai thalak.” Penjelasannya adalah bahwa 
apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki istri lebih 
dari empat, lalu dia berkata, “Apabila salah seorang dari kalian 
masuk Islam maka aku telah memilih untuk membatalkan 
nikahnya,” apabila yang dimaksud adalah pembatalan nikah, maka 
hukumnya tidak sah, karena pembatalan nikah tidak sah 
digantungkan dengan sifat. Hal ini sama saja bila dia masuk Islam 
lalu dia mengatakan kepada setiap istrinya, “Apabila matahari 
terbit maka kubatalkan pernikahan denganmu.” 


Sedangkan bila yang diniatkannya adalah thalak, atau dia 
berkata, “Apabila salah seorang dari kalian masuk Islam maka dia 
aku thalak,” maka sahabat-sahabat kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan sesuai 
pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kuat, dengan mengatakan 
“Hukumnya sah, karena thalak itu sah digantungkan dengan sifat. 
Apabila empat istri dari istri-istri tersebut masuk Islam, maka thalak 
jatuh atas mereka, dan hal tersebut merupakan pilihan (tindakan 
sukarela) untuk istri-istri tersebut.” Ada pula yang mengatakan 
bahwa hukumnya tidak sah dan tidak berkaitan dengan hukum 
akibat perkataan tersebut. 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Pendapat inilah yang berlaku 
dalam madzhab kami, karena ia mengandung pilihan (kehendak) 
istri.” Dan pilihan itu tidak sah digantungkan dengan sifat. 


Siapa saja yang berpendapat seperti ini, maka dia telah 
menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i menjadi tiga penafsiran: 
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Pertama: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia 
hanya memiliki empat istri, yang semuanya perempuan merdeka, 
akan tetapi mereka terlambat masuk Islam, lalu dia berkata, 
“Apabila salah seorang dari kalian masuk Islam maka aku telah 
memilih untuk membatalkan pernikahannya,” apabila yang 
dimaksud adalah pembatalan nikah, maka hukumnya tidak sah, 
karena pembatalan nikah tidak sah kecuali bagi laki-laki yang 
memiliki istri lebih dari empat. Sedangkan bila yang dimaksud 
adalah thalak, maka hukumnya sah, karena dia memang wajib 
menikahi mereka semua, sedang thalak itu sah digantungkan 
dengan sifat. 


Kedua: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia 
memiliki istri lebih dari empat, lalu setiap kali ada salah seorang 
dari mereka yang masuk Islam dia mengatakan kepadanya, “Aku 
batalkan pernikahan denganmu,” dengan meniatkan thalak, maka 
hukumnya sah dan menjadi thalak dan merupakan kehendak dari 
sang istri. Jadi syaratnya merupakan perkataan Imam Asy-Syafi'i 
dan bukan perkataan suami. 


Ketiga: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia 
memiliki delapan istri, lalu empat dari delapan istri tersebut masuk 
Islam, kemudian dia memilih menikahi mereka, maka dia wajib 
menikahi mereka. Kemudian setelah itu dia mengatakan kepada 
empat istri lainnya, “Apabila salah seorang dari kalian masuk 
Islam, maka aku memilih membatalkan pernikahan dengan salah 
seorang istriku yang aku pilih untuk menikahinya.” Apabila yang 
dimaksud olehnya adalah pembatalan nikah, maka hukumnya 
tidak sah. Sedangkan bila yang dimaksud adalah thalak, maka 
hukumnya sah. Jadi bila salah seorang dari empat istri yang tersisa 
masuk Islam, maka salah satu dari istri-istrinya dithalak. 
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Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Riwayat "pertama lebih kuat, 
akan tetapi penafsirannya lebih jauh, karena thalak itu sah 
digantungkan dengan sifat, sementara kehendak itu hanya 
mengikuti.” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan istri- 
istrinya masuk Islam, lalu dia murtad, maka pilihannya tidak sah. 
Begitu pula bila istri-istrinya murtad, maka pilihan mereka atau 
pilihan salah seorang dari mereka tidak sah, karena kemurtadan 
menafikan permulaan nikah, dan begitu pula dengan pilihan. 
Apabila dia masuk Islam dan berihram, maka menurut pendapat 
yang berlaku adalah bahwa pilihannya sah sebagaimana rujuknya 
juga sah. 


Ada pula yang berkata, “Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan 
berihram,” maka menurut pendapat yang tertulis dalam A/ Umm 
adalah bahwa pilihannya sah. 


Ada pula salah seorang teman kami (fuqaha Syafi'iyyah) 
yang mengatakan: Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i: 

Pertama: Pilihannya tidak sah, sebagaimana nikahnya 
tidak sah. 


Kedua: Pilihannya sah sebagaimana rujuknya juga sah. 


Ada pula yang berkata, “Apabila seorang laki-laki masuk 
Islam dan berihram, lalu istri-istrinya masuk Islam, maka pilihannya 
tidak sah sebagaimana nikahnya juga tidak sah. Sedangkan bila dia 
masuk Islam dan istri-istrinya masuk Islam, lalu setelah itu dia 
berihram, maka pilihannya sah, karena ihram tersebut terjadi 
setelah tetapnya pilihan.” 
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Syaikh Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila 
suami wafat sebelum dia memilih, maka ahli warisnya 
tidak bisa menggantikan kedudukannya, karena pilihan 
dalam hal ini berkaitan dengan syahwat, sehingga tidak 
bisa digantikan oleh orang lain. Dan dalam hal ini 
seluruh istrinya wajib menjalani iddah, karena setiap 
orang dari mereka boleh menjadi istri. Bagi istri yang 
hamil, maka dia harus menjalani iddah sampai 
melahirkan, sedangkan bagi istri yang sedang haidh, dia 
harus menjalani iddah empat bulan sepuluh hari. 
Adapun bagi istri yang sedang dalam keadaan suci, dia 
harus menjalani iddah dengan waktu yang paling lama 
dari dua tempo dari tiga masa suci atau empat bulan 
sepuluh hari, agar kewajibannya gugur secara 
meyakinkan, dan warisan untuk empat istri tersebut 
harus ditunda sampai mereka berdamai, karena kita 
tahu bahwa di antara mereka ada empat istri. 


Apabila istri-istrinya berjumlah delapan, lalu 
empat istri datang untuk meminta warisan, maka tidak 
boleh diberikan apapun kepada mereka, karena bisa 
jadi istri-istrinya adalah selain mereka. Apabila datang 
lima perempuan, maka yang diberikan kepada mereka 
adalah seperempat harta yang ditunda, karena di antara 
mereka ada satu istri secara meyakinkan. Dan harta 
tersebut tidak boleh diberikan kepada mereka kecuali 
dengan syarat bahwa tidak tersisa hak bagi mereka, 
agar sisanya bisa diberikan kepada ahli waris lain. 
Apabila yang datang enam perempuan maka yang 
diberikan kepada mereka adalah setengah dari harta 
yang ditunda, karena di antara mereka ada dua istri 
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secara meyakinkan. Berdasarkan giyas ini, apabila di 
antara mereka ada empat perempuan Ahlul Kitab, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fugaha 
Syafi'iyyah: 


Pertama: Harta tersebut tidak boleh ditunda 
(pemberiannya), karena tidak boleh menunda kecuali 
sesuatu yang berhak dimiliki, akan tetapi pemiliknya 
belum diketahui. Sedang di sini harta tersebut belum 
berhak dimiliki karena bisa saja istri-istri tersebut 
merupakan perempuan Ahlul Kitab sehingga tidak 
mendapat warisan. 


Kedua: Boleh ditunda, karena tidak boleh 
memberikan kepada ahli waris lainnya kecuali sesuatu 
yang benar-benar menjadi hak mereka. Dan bisa jadi 
yang menjadi istrinya adalah perempuan-perempuan 
muslimah sehingga seluruhnya tidak untuk ahli waris 
yang tersisa. 


Penjelasan Hukum: Apabila seorang laki-laki merdeka 
masuk Islam dan dia memiliki istri perempuan merdeka lebih dari 
empat dan mereka ikut masuk Islam bersamanya, lalu dia wafat 
sebelum memilih empat (dari istri-istrinya), maka ahli warisnya 
tidak boleh menggantikan kedudukannya dalam memilih, karena 
pilihan ini berhubungan dengan syahwat sehingga ahli waris tidak 
boleh menggantikannya. Kemudian para istri tersebut wajib 
menjalani iddah. 


Apabila mereka sedang hamil, maka iddah mereka tidak 
habis kecuali dengan melahirkan, karena istri yang ditinggal mati 
suaminya (bila dia sedang hamil) harus menjalani iddah sampai dia 
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melahirkan. Sedangkan bila mereka tidak hamil -apabila dia 
sedang haidh- maka mereka harus menjalani iddah selama empat 
bulan sepuluh hari, karena setiap istri yang ada syubhat telah 
disetubuhi harus menjalani iddah selama tiga bulan, sementara 
istri-istri lainnya iddahnya tidak berkurang sehingga mereka wajib 
menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari agar 
kewajibannya gugur dengan yakin. Adapun bila mereka sedang 
suci dari haidh, maka iddah mereka adalah yang paling lama dari 
dua masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari atau tiga kali 
datang bulan, karena iddah perempuan yang ditinggal mati 
suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sementara iddah 
perempuan yang ada syubhat telah disetubuhi adalah tiga kali 
masa suci. 


Apabila iddahnya dijalani sampai waktu sebelum empat 
bulan sepuluh hari, maka dia wajib menyempurnakannya menjadi 
empat bulan sepuluh hari agar kewajiban menjadi gugur dengan 
meyakinkan. Sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan 
orang yang lupa salah satu shalat dari shalat lima waktu, yang 
mana dia tidak mengetahuinya dengan jelas. 


Adapun bila sebagian istri sedang hamil sementara sebagian 
lainnya sedang haidh dan sebagian lainnya dalam masa suci, maka 
bagi mereka berlaku hukum masing-masing sebagaimana yang 
telah kami jelaskan, kemudian harta warisan untuk empat istri 
yaitu seperempat harus ditunda dulu, dengan syarat tidak ada 
anak, atau seperdelapan dengan syarat ada anak, karena di antara 
mereka ada empat istri secara meyakinkan meskipun belum 
diketahui secara pasti. Apabila mereka telah berdamai, bila mereka 
ada delapan perempuan maka masing-masing dari mereka 
mengambil seperdelapan dari harta yang ditunda atau saling 
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berbeda sesuai keridhaan mereka. Pendapat ini shahih dari Imam 
Asy-Syafi'i &. 


Apabila di antara mereka ada perempuan yang ditangani 
walinya baik karena masih kecil atau gila, maka walinya tidak 
boleh berdamai untuknya dengan nilai yang lebih kecil dari 
seperdelapan harta yang ditunda, karena si perempuan berhak 
mendapatkannya secara zhahir sehingga tidak boleh berdamai 
untuknya dengan nilai yang lebih kecil darinya. 


Imam Asy-Syafi'i & berkata dalam A/ Umm, “Apabila 
salah seorang dari mereka datang kepada hakim untuk menuntut 
haknya berupa warisannya, maka hakim tidak boleh 
memberikannya kepadanya, karena bisa jadi ia adalah istri (yang 
sah). Begitu pula bila dua perempuan atau tiga perempuan atau 
empat perempuan datang kepadanya. Apabila yang datang lima 
perempuan, maka hakim boleh memberikan kepada mereka 
seperempat dari harta yang ditunda, karena kita yakin bahwa dari 
lima tersebut ada satu istri (yang sah).” 


Mayoritas sahabat-sahabat kami berkata, “Hanya saja 
hakim tidak memberikannya kepada mereka kecuali dengan syarat 
bahwa tidak tersisa untuk mereka hak dalam harta yang tersisa, 
agar harta yang tersisa tersebut bisa diberikan kepada tiga 
perempuan lainnya bila mereka memintanya. Karena bila dia tidak 
mensyaratkan demikian kepada mereka, maka hak mereka 
berkaitan dengannya sehingga menyebabkan mereka mengambil 
bagian istri (yang sah) secara meyakinkan dan juga bagian mereka 
pada yang tersisa.” 


Begitu pula bila yang datang enam perempuan, maka yang 
harus diberikan kepada mereka adalah separuh dari harta yang 
ditunda dengan syarat tersebut, lalu sisanya diberikan kepada dua 
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perempuan terakhir bila keduanya menuntutnya. Adapun bila yang 
datang tujuh perempuan, maka yang diberikan kepada mereka 
adalah tiga-perempat harta yang ditunda dengan syarat tersebut, 
lalu sisanya diberikan kepada perempuan kedelapan bila dia 
memintanya. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Pendapat tersebut perlu 
diteliti lagi, karena orang yang telah diberi warisan yang 
meyakinkan tidak gugur haknya dalam sesuatu yang boleh menjadi 
haknya. Seperti halnya seseorang meninggalkan istri yang sedang 
hamil, maka kami akan memberikan bagian istri yang yakin (sah), 
sementara yang lainnya kami tunda dulu, akan tetapi haknya tidak 
gugur karena penundaan tersebut.” 


Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki 
empat istri perempuan Ahlul Kitab dan empat istri penganut 
agama berhala, lalu istri-istri penganut agama berhala masuk Islam 
bersamanya, lalu sang suami wafat sebelum dia memilih, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Harta peninggalannya tidak ditunda, akan tetapi 
diberikan semua kepada seluruh ahli warisnya yang masih hidup, 
karena tidak boleh menunda harta kecuali untuk sesuatu yang 
secara meyakinkan telah menjadi hak ahli waris yang lain tetapi 
belum diketahui orangnya, sedangkan disini bisa jadi istri-istri (yang 
meyakinkan) tersebut adalah perempuan-perempuan Ahlul Kitab. 

Kedua: Bisa jadi istri-istri (yang sah (meyakinkan)) adalah 
perempuan-perempuan muslimah. 


Syaikh Asy-Syirazis berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki dua istri 
yang merupakan dua saudara perempuan atau seorang 
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perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau seorang 
perempuan dengan bibinya dari jalur ibu, dan keduanya 
masuk Islam bersamanya, maka dia harus memilih salah 
satu dari keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat yang 
menyebutkan bahwa Ibnu Ad-Dailami masuk Islam 
sedang dia memiliki dua istri yang merupakan dua 
saudara perempuan. Maka Nabi & bersabda kepadanya, 
“Pilihlah yang kamu suka dari keduanya dan ceraikan 
yang satunya lagi.” Apabila dia masuk Islam sedang dia 
memiliki istri seorang ibu dan putrinya yang masuk 
Islam bersamanya, maka bisa jadi dia belum 
menyetubuhi salah seorang dari keduanya atau telah 
menyetubuhi keduanya, atau hanya menyetubuhi ibunya 
sementara putrinya tidak, atau hanya menyetubuhi 
putrinya sementara ibunya tidak. Apabila dia belum 
menyetubuhi salah seorang dari keduanya, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: 


Pertama: Dia bisa mempertahankan sang putri 
(anak perempuan) dan ibunya haram baginya. Pendapat 
ini dinyatakan oleh Al Muzani. Karena pernikahan 
dalam syirik sama seperti pernikahan yang sah, dengan 
alasan bahwa Nabi & mengakuinya. Dan seorang ibu 
menjadi haram bila putrinya telah dinikahi. Apabila 
telah terjadi akad, maka anak perempuan tidak haram 
kecuali bila ibunya telah disetubuhi, sementara dalam 
kasus ini sang ibu belum disetubuhi. 


Kedua: Dia boleh memilih yang disukainya dari 
keduanya, karena akad syirik hukumnya sah bila 
dilakukan dengan kehendak sendiri. Apabila tidak 
dilakukan dengan kehendak sendiri, maka sama saja 
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tidak ada akad. Inilah pendapat yang benar. Oleh 
karena itulah bila seorang laki-laki masuk Islam sedang 
dia memiliki dua istri yang merupakan dua saudara 
perempuan, lalu dia memilih salah satu dari keduanya, 
maka dia dianggap telah menikahinya dan tidak 
menikahi yang lainnya. Apabila dia memilih ibu, maka 
seakan-akan dia hanya menikah dengannya dan tidak 
menikah dengan putrinya. Sedangkan bila dia memilih 
sang putri, maka seakan-akan dia hanya menikahinya 
dan tidak menikahi ibunya. Berdasarkan hal ini, apabila 
dia memilih sang putri, maka sang ibu haram baginya 
selamanya, karena dia ibu dari istri. Sedangkan bila dia 
memilih sang ibu, maka sang putri haram baginya, 
karena keharaman penggabungan dua perempuan, 
karena dia putri dari perempuan yang belum disetubuhi. 


Sementara bila dia telah menyetubuhinya, maka 
sang putri haram baginya, karena dia telah 
menyetubuhi ibunya. Adapun berkaitan dengan ibu, 
apabila kami katakan bahwa dia haram dinikahi 
disebabkan putrinya telah dinikahi, maka dia menjadi 
haram karena dua alasan, karena putrinya telah 
dinikahi dan karena dia telah disetubuhi. Sedangkan 
bila kami katakan bahwa dia tidak haram disebabkan 
putrinya telah dinikahi, maka dia haram karena alasan 
lain yaitu karena telah disetubuhi. 


Apabila sang ibu telah disetubuhi sementara 
putrinya belum, apabila kami katakan bahwa dia 
menjadi haram, karena sang putri telah dinikahi, maka 
sang ibu haram karena sang putri telah dinikahi, 
sementara sang putri haram karena sang ibu telah 
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disetubuhi. Sedangkan bila kami katakan bahwa sang 
ibu tidak haram meskipun sang putri telah dinikahi, 
maka sang putri haram, karena sang ibu telah 
disetubuhi dan pernikahan sang ibu sah. 


Adapun bila sang putri telah disetubuhi sementara 
ibunya belum, maka pernikahan sang putri berlaku 
sementara pernikahan sang ibu menjadi batal. Dan dia 
menjadi haram karena telah dinikahi dan disetubuhi 
menurut salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 
Sedangkan menurut pendapat lainnya dia haram karena 
telah disetubuhi. 


Penjelasan: Hadits riwayat Ibnu Ad-Dailami yang 
kemungkinan adalah Fairuz dalam riwayat putranya, Adh-Dhahhak 
diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Daraguthni 
-yang dinilai hasan olehnya- dan Ibnu Hibban -yang di-shahih-kan 
olehnya- dari Adh-Dhahhak dari ayahnya bahwa dia berkata, “Aku 
masuk Islam dan ketika itu aku memiliki dua istri yang merupakan 
dua saudara perempuan, lalu Nabi 8& menyuruhku menthalak 
salah satunya.” Dalam redaksi riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "#4 


cas GA “Pilihlah yang kamu suka dari keduanya.” 


Apabila seorang laki-laki masuk Islam sedang dia memiliki 
dua saudara perempuan, dia bisa memilih salah satu dari keduanya 
dan menceraikan yang satunya. Begitu pula bila dia masuk Islam 
sedang dia memiliki dua istri yaitu seorang perempuan dan bibinya 
dari jalur ayah, atau seorang perempuan dan bibinya dari jalur ibu, 
lalu keduanya masuk Islam, maka dia bisa memilih salah satu dari 
keduanya, karena dia tidak boleh memadu keduanya mengingat 
keduanya seperti dua saudara perempuan. 
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Penjelasannya adalah bahwa apabila seorang laki-laki 
menikah dengan dua saudara perempuan dan menyetubuhi 
keduanya, lalu dia masuk Islam dan keduanya ikut masuk Islam 
bersamanya, lalu dia memilih salah satunya, maka dia tidak boleh 
menyetubuhinya sampai iddah saudara perempuannya habis, agar 
dia tidak menyetubuhi salah satu dari dua saudara perempuan 
ketika saudara perempuannya sedang menjalani masa iddah. 
Begitu pula bila dia masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat 
yang telah disetubuhi semua, lalu mereka masuk Islam bersamanya 
dan mereka berjumlah delapan. Masalah ini telah kami uraikan 
pada pembahasan sebelumnya. 


Yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila seorang laki- 
laki masuk Islam dan dia memiliki dua istri yang merupakan dua 
saudara perempuan, maka dia harus memilih salah satu dari 
keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan, Al Auza'i, 
Ahmad, Ishag dan Abu Ubaid. Adapun menurut Abu Hanifah, 
pendapatnya dalam masalah ini adalah seperti pendapatnya 
tentang laki-laki yang menikahi beberapa perempuan dengan satu 
akad. 


Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Adh-Dhahhak bin 
Fairuz dari ayahnya bahwa dia berkata: Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku masuk Islam dan aku memiliki dua istri yang 
merupakan dua saudara perempuan.” Nabi & bersabda, 
“Ceraikan salah satunya yang kamu kehendaki.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya. 


Disamping itu pernikahan orang-orang kafir adalah sah. 
Yang mengharamkan penggabungan adalah Islam. Apabila ia telah 
dihilangkan (oleh Islam) maka hukumnya sah (pada masa kafir). 
Seperti halnya bila seorang laki-laki menthalak salah satu dari 
kedua istrinya sebelum dia masuk Islam, lalu dia masuk Islam 
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sementara istri yang lainnya masih dalam ikatan dengannya. Begitu 
pula hukum berkenaan dengan seorang perempuan dengan 
bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu, karena yang 
dimaksud penggabungan disini adalah sama. 


Cabang: Apabila kedua perempuan tersebut adalah 
seorang ibu dan putrinya dan keduanya masuk Islam sama-sama 
sebelum disetubuhi, maka pembahasan masalah ini terbagi 
menjadi dua bagian: 


Pertama: Apabila mereka semua masuk Islam sebelum 
disetubuhi, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i. 

1. Pernikahan ibu batal, sementara pernikahan anak 
perempuan sah. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. 


2. Sang suami boleh memilih yang dikehendakinya darinya 
keduanya. Inilah pendapat yang paling kuat. Karena akad syirik 
hanya sah bila ada pilihan (kehendak pribadi) di dalamnya. Apabila 
dia memilih ibu, maka seakan-akan dia tidak menikahi putrinya, 
sedangkan bila dia memilih sang putri maka seakan-akan dia tidak 
menikahi ibunya. 


Imam Ahmad dan para sahabatnya berkata, “Apabila kedua 
istri tersebut adalah ibu dan putrinya, lalu sang suami masuk Islam 
dan keduanya ikut masuk Islam bersamanya sebelum terjadi 
persetubuhan, maka pernikahan dengan ibu batal. Sedangkan bila 
sang ibu telah disetubuhi, maka pernikahan keduanya batal, 


berdasarkan firman Allah &, “ST SKK, Ibu-ibu istrimu 


(mertua). Sang ibu adalah ibu dari istrinya, sehingga masuk dalam 
keumuman ayat ini. Disamping itu dia adalah ibu istrinya sehingga 
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haram dinikahi, sebagaimana bila seseorang menthalak istrinya 
pada saat masih syirik. Selain itu bila si laki-laki menikahi putrinya 
saja, lalu menthalaknya maka ibunya tetap haram baginya bila dia 
masuk Islam. Maka tentunya lebih haram lagi bila dia tetap 
mempertahankannya dan berpegang dengan pernikahan dengan- 
nya (sang putri).” 


Adapun perkataan mereka bahwa akad hanya sah bila ada 
pilihan, maka perkataan ini tidak benar, karena pernikahan orang- 
orang kafir hukumnya sah dan berlaku hukum keabsahan di 
dalamnya. Mereka berkata, “Begitu pula bila pernikahan tersebut 
dilakukan sendiri-sendiri, hukumnya juga sah dan berlaku tanpa 
perlu pilihan. Oleh karena itulah pilihan diserahkan kepada sang 
suami dalam kasus ini. Dan tidak sah bila dia memilih perempuan 
yang nikahnya tidak sah. 


Adapun berkenaan dengan ibu yang nikahnya batal, 
sebabnya adalah karena dia menjadi haram selamanya bila 
putrinya telah dinikahi sehingga tidak mungkin memilihnya, 
sementara anak perempuan itu tidak haram bila ibunya belum 
disetubuhi, sehingga nikah berlaku padanya, berbeda dengan dua 
saudara perempuan. 


Kedua: Apabila sang suami telah menyetubuhi keduanya, 
maka keduanya haram baginya selamanya. Sang ibu menjadi 
haram karena dia ibu istrinya, dan sang putri juga menjadi haram 
karena dia putri tirinya dari istri yang telah disetubuhinya. 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Seluruh ulama yang kami hapal 
telah menyepakati akan hal ini. Ini adalah pendapat Al Hasan, 
Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Malik, ulama Hijaz, Ats-Tsauri, 
ulama Irak, Ahmad, Asy-Syafi'i dan lainnya.” 
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Apabila suami hanya menyetubuhi sang ibu saja, maka 
putrinya juga menjadi anak tirinya, karena ibunya telah disetubuhi. 
Dan ibu itu menjadi haram karena putrinya telah dinikahi. Apabila 
dia hanya menyetubuhi sang putri saja, maka pernikahan 
dengannya sah dan pernikahan dengan sang ibu batal, sebagai- 
mana bila dia tidak menyetubuhinya. Apabila yang masuk Islam 
hanya satu dari keduanya, maka hukumnya adalah seperti bila 
keduanya masuk Islam bersamanya. Apabila yang masuk Islam 
adalah ibu, maka sang putri menjadi haram bagi sang suami. 
Sedangkan bila yang masuk Islam adalah sang putri sementara 
sang suami belum menyetubuhi ibunya, maka pernikahannya sah. 
Sementara bila sang suami telah menyetubuhi ibunya, maka dia 
menjadi haram selamanya. 


Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki dua 
budak perempuan yang salah satunya merupakan ibu bagi yang 
lainnya dan dia telah menyetubuhi keduanya, maka keduanya 
menjadi haram baginya selamanya. Apabila dia telah menyetubuhi 
salah seorang dari keduanya, maka yang lainnya menjadi haram 
baginya selamanya, sementara yang telah disetubuhi tidak haram 
baginya. Adapun bila dia belum menyetubuhi salah satunya maka 
dia boleh menyetubuhi siapa saja yang dikehendakinya. Apabila 
dia telah menyetubuhinya maka yang lainnya menjadi haram 
baginya selamanya. 


Syaikh Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki empat 
budak perempuan, lalu mereka masuk Islam 
bersamanya, apabila dia termasuk orang yang boleh 
menikahi budak, maka dia boleh memilih salah satu dari 
mereka, karena dia boleh menikahinya sejak awal 
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sehingga boleh memilihnya, seperti halnya yang berlaku 
pada perempuan merdeka. Sedangkan bila dia ter- 
masuk orang yang tidak boleh menikahi budak 
perempuan, maka dia tidak boleh mempertahankan 
salah seorang dari mereka. 


Abu Tsaur berkata, “Hukumnya boleh, karena ia 
bukan awal nikah sehingga tidak berlaku di dalamnya 
tidak-adanya biaya nikah dan kekhwatiran berbuat dosa 
(zina), seperti halnya rujuk.” Akan tetapi pendapatnya 
ini salah, karena bila sejak awal tidak boleh 
menikahinya, maka tidak boleh memilihnya, seperti 
kasus ibu dan putrinya. Hal ini berbeda dengan rujuk, 
karena rujuk itu untuk menutupi retaknya pernikahan. 
Dan pilihan itu merupakan penetapan nikah bagi 
perempuan sehingga seperti memulai akad. 


Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia 
memiliki beberapa budak perempuan sedang dia kaya, 
akan tetapi mereka tidak mau masuk Islam sampai dia 
jatuh miskin, lalu setelah itu mereka masuk Islam, maka 
dia boleh memilih salah satu dari mereka, karena waktu 
memilih adalah ketika dia dan mereka sama-sama 
dalam keadaan Islam, dan dia dalam kondisi tersebut 
termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan 
sehingga dia boleh memilihnya. 


Adapun bila sebagian mereka masuk Islam ketika 
dia kaya, lalu sebagian lainnya masuk Islam ketika dia 
jatuh miskin, maka dia harus memilih perempuan yang 
masuk Islam bersamanya ketika dia miskin, dan tidak 
boleh memilih perempuan yang masuk Islam 
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bersamanya saat dia kaya, karena melihat waktu 
pemilihan. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan 
dia memiliki empat budak perempuan, lalu salah 
seorang dari mereka masuk Islam, sedang dalam kondisi 
tersebut dia termasuk orang yang boleh menikahi budak 
perempuan, maka dia harus memilih budak perempuan 
yang masuk Islam, dan dia boleh menunggu keislaman 
budak-budak lainnya agar dia bisa memilih yang 
disukainya dari mereka. Apabila dia memilih 
membatalkan pernikahan dengan budak perempuan 
yang masuk Islam, maka hal tersebut tidak dibolehkan, 
karena pembatalan hanya dibolehkan terhadap 
perempuan selain yang wajib dinikahi, sedang disini 


tidak demikian halnya. 


Apabila dia membangkang dan tetap membatal- 
kan pernikahan dengannya, sementara budak-budak 
perempuan lainnya tidak masuk Islam, maka dia tetap 
wajib menikahi perempuan yang masuk Islam, dan 
pembatalan nikahnya hukumnya batal. Apabila mereka 
masuk Islam, maka dia boleh memilih satu orang dari 
mereka. Apabila dia memilih menikahi perempuan yang 
masuk Islam yang telah dia pilih untuk dibatalkan 
pernikahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fuqaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Dia tidak boleh melakukannya, karena 
kami melarang pembatalan nikah terhadapnya, 
mengingat perempuan tersebut bukan sisa perempuan 
yang wajib dinikahi. Apabila perempuan lainnya masuk 
Islam, maka dia termasuk perempuan yang merupakan 
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sisa dari perempuan yang wajib dinikahi sehingga 
berlaku pembatalan nikah padanya. 


Kedua: Dia boleh memilih untuk menikahinya, 
karena pilihan untuk membatalkan nikah terjadi 
sebelum waktunya sehingga adanya pembatalan nikah 
sama seperti tidak-adanya pembatalan nikah. 
Sebagaimana bila seseorang memilih menikahi 
perempuan musyrik sebelum masuk Islam. Inilah 
pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan 
dia memiliki istri seorang perempuan merdeka dan 
seorang budak perempuan yang masuk Islam 
bersamanya, maka pernikahan yang berlaku adalah 
pernikahan dengan perempuan merdeka, sementara 
pernikahan dengan budak perempuan menjadi batal, 
karena dia tidak boleh menikahi budak perempuan 
sejak awal bila ada perempuan merdeka. Oleh karena 
itulah dia tidak boleh memilihnya. Apabila dia masuk 
Islam dan budak perempuan masuk Islam bersamanya, 
sementara perempuan merdeka masuk Islam 
belakangan. Apabila si perempuan merdeka masuk 
Islam sebelum iddahnya habis, maka pernikahannya 
tetap berlaku dan pernikahan dengan budak perempuan 
batal, sebagaimaan bila keduanya sama-sama masuk 
Islam. 


Apabila iddahnya habis dan dia tidak masuk 
Islam, maka dia terthalak ba'in karena adanya 
perbedaan agama. Apabila si laki-laki termasuk orang 
yang boleh menikahi budak perempuan, maka dia boleh 
mempertahankannya. 
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Pasal: Apabila seorang budak laki-laki masuk 
Islam dan dia memiliki empat istri yang masuk Islam 
bersamanya, maka dia wajib memilih dua di antara 
mereka. Apabila dia menjadi orang merdeka setelah 
masuk Islam dan setelah mereka masuk Islam, maka dia 
tidak boleh memilih lebih dari dua perempuan, karena 
pilihan berlaku baginya saat dia masih budak. 
Sedangkan bila dia masuk Islam, lalu merdeka dan 
kemudian mereka ikut masuk Islam, atau mereka masuk 
Islam lalu dia merdeka dan kemudian dia masuk Islam, 
dia wajib menikahi empat perempuan tersebut, karena 
waktu memilihnya terjadi saat dia dalam kondisi boleh 
menikahi empat perempuan. 


Penjelasan: Tentang redaksi TANI 42 artinya adalah 
menutupi kerusakan. Dikatakan 445! 42/5. Ia termasuk bab ve. 


Adapun untuk pedang adalah 7salima, dan untuk bejana juga 
Tsalima, apabila bibir bejana tersebut retak. 


Hukum-Hukum: Apabila seorang laki-laki merdeka 
masuk Islam dan dia memiliki empat istri budak perempuan dan 
mereka ikut masuk Islam bersamanya, apabila dia tidak memiliki 
biaya untuk menikahi perempuan merdeka dan takut berbuat zina, 
maka dia harus memilih salah satu dari mereka. Sedangkan bila 
dia memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka atau tidak 
takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia tidak boleh 
memilih salah seorang dari mereka. Sedangkan menurut Abu 
Tsaur, dia boleh memilih salah seorang dari mereka dalam kondisi 
apapun, karena pilihan tersebut bukan pada awal pernikahan 
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sehingga seperti rujuk. Akan tetapi pendapatnya ini tidak benar, 
karena dia tidak dibolehkan menikahi budak perempuan sehingga 
dia tidak boleh memilih menikahinya, seperti halnya perempuan 
yang sedang menjalani iddah. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila dia masuk Islam ketika 
kondisinya sedang kaya, sementara mereka tidak masuk Islam 
bersamanya sampai dia jatuh miskin, maka dia boleh memilih 
salah seorang dari mereka, karena melihat waktu keislamannya 
dan keislaman mereka. Sedangkan bila dia masuk Islam ketika 
kondisinya miskin dan mereka tidak masuk Islam sampai dia kaya, 
maka dia tidak boleh memilih salah seorang dari mereka. Apabila 
dia masuk Islam dan sebagian mereka masuk Islam ketika 
kondisinya sedang kaya, dan dia juga masuk Islam bersama 
sebagian mereka ketika kondisinya sedang miskin, maka dia harus 
memilih perempuan yang masuk Islam bersamanya ketika 
kondisinya sedang miskin dan tidak boleh memilih perempuan 
yang masuk Islam ketika kondisinya sedang kaya. 


Apabila dia masuk Islam dan salah seorang dari mereka 
masuk Islam, sementara tiga perempuan lainnya tidak masuk Islam 
dan tetap dalam kesyirikan, maka dia harus memilih perempuan 
yang masuk Islam dan harus menunggu keislaman tiga perempuan 
lainnya, karena bisa jadi ada tujuannya dalam hal tersebut. Apabila 
dia memilih menikahi perempuan yang masuk Islam, maka dia 
wajib menikahinya. Apabila perempuan lainnya tidak masuk Islam 
sampai iddah mereka habis, maka pernikahan mereka batal sejak 
waktu keislaman mereka, dan permulaan iddah mereka adalah 
sejak waktu tersebut. Apabila mereka masuk Islam sebelum iddah 
mereka habis, maka pernikahan mereka batal sejak waktu memilih 
yang pertama, dan permulaan iddah mereka adalah sejak waktu 
tersebut. Apabila perempuan yang masuk Islam wafat setelah sang 
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suami memilih menikahinya, maka sang suami tidak boleh memilih 
salah satu dari perempuan-perempuan lainnya. Apabila dia tidak 
memilih perempuan yang masuk Islam pertama, maka harus 
dilihat dulu. Apabila perempuan-perempuan lainnya tidak masuk 
Islam sampai iddah mereka habis, maka dia wajib menikahi 
perempuan yang masuk Islam dan pernikahan dengan 
perempuan-perempuan lainnya batal sejak waktu keislamannya. 
Adapun permulaan iddah mereka adalah sejak waktu tersebut. 


Begitu pula bila dia masuk Islam dan dia memiliki delapan 
istri yang telah disetubuhi dan yang masuk Islam bersamanya 
empat orang, sementara empat lainnya tidak masuk Islam, maka 
dia harus memilih untuk menikahi empat perempuan yang masuk 
Islam. Dan dia juga harus menunggu keislaman perempuan- 
perempuan lainnya. Apabila dia memilih, maka hukumnya adalah 
sejak waktu pembatalan nikah, sedang waktu iddahnya adalah 
seperti yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya. 


Apabila dia menthalak budak perempuan yang masuk 
Islam lebih dulu atau menthalak empat perempuan merdeka yang 
masuk Islam sebelum istri-istri yang lain masuk Islam, maka 
thalaknya sah, dan hal tersebut merupakan pilihan terhadap orang 
yang dithalak. Apabila dia hendak membatalkan nikah dengan 
perempuan yang masuk Islam pertama atau empat perempuan 
yang masuk Islam sebelum perempuan-perempuan lainnya masuk 
Islam, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan olehnya. Apabila 
dia membangkang dan tetap melakukan pembatalan nikah dengan 
perempuan yang masuk Islam, maka harus dilihat dulu; apabila 
perempuan-perempuan lainnya tidak masuk Islam, maka 
pembatalan nikahnya tidak sah dan dia wajib menikahi perempuan 
yang nikahnya dibatalkan. Sedangkan bila perempuan-perempuan 
lainnya masuk Islam, maka harus dilihat dulu: apabila dia memilih 
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menikahi salah satu dari tiga perempuan budak atau empat 
perempuan merdeka, maka dia wajib menikahi perempuan yang 
dia pilih untuk dinikahi, sementara pernikahan dengan 
perempuan-perempuan lainnya batal. 


Apabila dia memilih menikahi lebih dulu budak perempuan 
muslimah atau empat perempuan merdeka, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Pilihannya sah, karena pembatalannya yang 
pertama tidak sah. 


Kedua: Tidak sah, karena kami katakan bahwa 
pembatalannya tidak sah dikarenakan perempuan tersebut bukan 
perempuan yang merupakan sisa dari perempuan yang wajib 
dinikahi. Dengan masuk Islamnya perempuan-perempuan yang 
tersisa, maka perempuan yang nikahnya dibatalkan merupakan 
sisa. Akan tetapi pendapat yang paling benar adalah pendapat 
pertama. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki merdeka menikahi 
delapan perempuan merdeka saat masih musyrik, lalu dia masuk 
Islam dan empat istrinya (dari delapan istri) masuk Islam, 
sementara empat istri lainnya tidak masuk Islam, lalu empat 
perempuan yang masuk Islam atau sebagiannya wafat, lalu empat 
perempuan lainnya masuk Islam sebelum iddah mereka habis, 
maka dia harus memilih empat perempuan yang wafat, karena 
pilihan tersebut bukanlah permulaan akad. Dan yang berlaku 
adalah perempuan yang menjadi istri. Disamping itu yang 
dianggap adalah pilihan saat berlakunya pilihan tersebut, sedang 
mereka masih hidup saat itu. 
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Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan 
penyembah berhala, lalu perempuan tersebut masuk Islam 
sementara dia (sang suami) tetap dalam kesyirikan, kemudian dia 
menikahi saudara perempuannya, apabila dia masuk Islam 
sebelum iddah istri pertama habis, maka pernikahan dengan istri 
pertama tersebut batal dan pernikahan dengan istri kedua sah bila 
perempuan tersebut masuk Islam bersamanya sebelum habis 
iddahnya. Apabila sang suami masuk Islam sebelum iddah istri 
pertama habis, dan istri kedua masuk Islam bersamanya, maka dia 
boleh memilih yang disukai di antara keduanya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki delapan istri, 
lalu dia masuk Islam dan mereka masuk Islam bersamanya, maka 
kami katakan bahwa apabila dia menthalak salah seorang dari 
mereka, maka hal tersebut adalah pilihan hubungannya 
dengannya. Apabila dia melakukan zhihar terhadap salah seorang 
dari mereka atau melakukan Za‘ terhadapnya atau meng-gadzaf 
nya (menuduhnya berbuat zina), maka itu bukan pilihan 
terhadapnya, karena perbuatan tersebut bisa diucapkan kepada 
selain istri sehingga hukumnya masih menggantung. Apabila dia 
tidak memilih istri yang telah di-zhihar atau di-ila, maka zhihar dan 
ila “nya tidak sah. Apabila dia memilih nikah, maka jelaslah bahwa 
zhihar dan ila "nya sah. 


Adapun berkenaan dengan istri yang di-gadzaf, apabila 
sang suami tidak memilihnya untuk dinikahi, maka dia wajib 
dihukum had karena perbuatan gadzafnya dan hukuman tersebut 
tidak gugur darinya kecuali dengan adanya bukti. Sedangkan bila 
dia memilihnya untuk dinikahi, maka jelaslah bahwa perempuan 
tersebut telah menjadi istrinya dan dia harus menggugurkan 
hukuman gadzafnya dengan bukti atau dengan /i'an. Apabila dia 
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masuk Islam sementara istri-istrinya tetap dalam kesyirikan, lalu dia 
menthalak salah seorang dari mereka atau melakukan zhihar atau 
melakukan ila“ terhadapnya (maka hukumnya berlaku demikian). 
Apabila mereka tidak masuk Islam sampai iddah mereka habis, 
maka thalak dan zhihar serta j/a tnya tidak ada hukumnya, dan dia 
wajib dihukum ta'zir karena telah melakukan gadzaf 


Apabila mereka masuk Islam sebelum iddah mereka habis, 
maka menurut Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini, “Apabila dia 
memilih perempuan yang dithalak atau di-zhihar atau di-/la” maka 
thalak dan zhihar serta Ila *nya berlaku.” Dan dia wajib dihukum 
ta'zir karena telah melakukan gadzaf Akan tetapi dia boleh 
menggugurkannya dengan bukti atau Li'an. Apabila dia tidak 
memilihnya, maka perempuan tersebut menjadi perempuan lain 
(bukan istri) sehingga tidak berlaku thalak dan zhihar serta Ila' 
terhadapnya. Dan dia wajib dihukum ta'zir karena telah melakukan 
gadzaf, dimana hukuman tersebut tidak gugur darinya kecuali 
dengan adanya bukti. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Menurutku pendapat ini perlu 
dikaji ulang lagi. Justru bila perempuan yang dithalak masuk Islam 
harus jatuh thalak padanya dan hal tersebut merupakan pilihan 
untuknya, karena bila thalak jatuh atasnya dengan pilihan suami 
maka ia juga jatuh dengan keislaman perempuan tersebut.” 


Syaikh Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila 
seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang 
menjalani iddah dari laki-laki lain, lalu keduanya masuk 
Islam, apabila keislaman tersebut sebelum habisnya 
iddah maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena 
sejak awal dia tidak boleh menikahinya sehingga 
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pernikahannya tidak diakui. Sedangkan bila keislaman 
tersebut setelah habisnya iddah, maka pernikahan 
keduanya diakui, karena dibolehkan memulai 
menikahinya. Apabila keduanya masuk Islam sedang 
keduanya melakukan nikah mut'ah, maka pernikahan 
tersebut tidak diakui, karena kalau masanya telah habis 
maka tidak ada lagi pernikahan. Sementara bila 
masanya belum habis keduanya tidak meyakini 
kelanggengannya, padahal nikah adalah akad yang 
sifatnya langgeng. 


Apabila keduanya masuk Islam di atas pernikahan 
yang disyaratkan ada pilihan di dalamnya baik untuk 
keduanya atau salah satunya kapan saja, maka 
keduanya tidak diakui, karena mereka tidak meyakini 
kelazimannya, padahal nikah adalah akad yang lazim. 
Apabila keduanya masuk Islam di atas pernikahan yang 
disyaratkan di dalamnya ada khiyar selama tiga hari, 
apabila hal tersebut sebelum habisnya iddah, maka 
keduanya tidak diakui, karena keduanya tidak meyakini 
kelazimannya, sedangkan bila hal tersebut setelah 
habisnya iddah, maka keduanya diakui karena keduanya 
meyakini kelazimannya. 


Apabila seorang laki-laki musyrik menthalak 
istrinya tiga kali, lalu dia menikahinya lagi sebelum sang 
istri menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu keduanya 
masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui, 
karena sang istri tidak halal baginya sebelum dia 
menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga keduanya 
tidak diakui, seperti halnya bila bersamanya masuk 
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Islam perempuan yang memiliki hubungan rahim dan 
semahram dengannya. 


Apabila seorang laki-laki kafir Harbi memaksa 
(memperkosa) perempuan kafir Harbi, lalu keduanya 
masuk Islam, apabila keduanya meyakininya sebagai 
nikah maka pernikahan keduanya diakui, karena 
pernikahan tersebut dilakukan oleh laki-laki yang boleh 
memulai pernikahan dengannya sehingga hukumnya 
diakui, seperti halnya pernikahan tanpa wali dan saksi. 
Adapun bila keduanya tidak meyakininya sebagai 
pernikahan maka keduanya tidak diakui karena bukan 
nikah. 

Pasal: Apabila pasangan suami-istri murtad atau 
salah satunya murtad, apabila hal tersebut sebelum 
terjadi persetubuhan, maka berlaku perpisahan. 
Sedangkan bila hal tersebut terjadi setelah 
persetubuhan, maka perpisahan berlaku bila iddah sang 
istri habis. Apabila keduanya berkumpul kembali dalam 
Islam sebelum iddah sang istri habis, maka pernikahan 
keduanya tetap berlaku. Sedangkan bila keduanya tidak 
berkumpul dalam Islam, maka perpisahan keduanya 
berlaku, karena kasus ini adalah perpindahan dari suatu 
agama ke agama lain yang menghalangi permulaan 
nikah, sehingga hukumnya adalah sebagaimana yang 
telah kami uraikan, sebagaimana bila salah satu dari 
dua pasangan suami-istri penganut agama berhala 
masuk Islam. 


Pasal: Apabila laki-laki Ahlul Kitab berpindah 
agama yang tidak diakui keluarganya, maka dia tidak 
diakui; karena kalau dia asli menganut agama tersebut 
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dia tetap tidak diakui. Maka begitu pula bila dia 
berpindah ke agama lain. Lalu agama apakah yang 
diterima darinya? Dalam hal ini ada tiga pendapat: 


Pertama: Agama yang diterima adalah Islam atau 
agamanya semula atau agama yang diakui keluarganya, 
karena agama-agama tersebut termasuk yang boleh 
diakui. 

Kedua: Agama yang diterima adalah Islam, 
karena Islam adalah agama yang benar, atau agamanya 
semula, karena ia adalah agama yang kami akui. 


Ketiga: Agama yang diterima hanyalah agama 
Islam saja. Inilah pendapat yang benar, karena dia 
mengakui kebatilan semua agama selain agamanya, lalu 
dia berpindah agama. Dengan berpindahnya dia ke 
agama lain maka dia telah mengakui kebatilan 
agamanya tersebut. Maka tidak ada lagi selain agama 
Islam (yang diakui). 


Adapun bila seorang laki-laki Ahlul Kitab 
berpindah agama yang diakui keluarganya, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat: 


Pertama: Agamanya tersebut diakui, karena ia 
adalah agama yang diakui keluarganya sehingga 
hukumnya diakui, sebagaimana agama Islam. 


Kedua: Agamanya tersebut tidak diakui, 
berdasarkan firman Allah &, 
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“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, 
maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama 
ituJdaripadanya.” (Os. Aali ‘Imraan (31: 85). 


Berdasarkan hal ini, maka berkenaan dengan 
agamanya yang diterima ada dua pendapat: 


Pertama: Yang diterima adalah agama Islam atau 
agamanya semula. 


Kedua: Yang diterima hanyalah agama Islam, 
sebagaimana yang telah kami uraikan. 


Siapa saja orang kafir yang berpindah agama 
yang tidak diakui, maka hukum berkenaan dengan 
batalnya pernikahannya adalah hukum orang Islam 
yang murtad. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab 
menikahi perempuan Ahlul Kitab, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Pernikahannya tidak diakui, karena 
setiap pernikahan yang tidak diakui muslim, maka ia 
juga tidak diakui orang kafir Dzimmi, seperti halnya 
menikahi perempuan murtad. Ini adalah pendapat Abu 
Sa'id Al Ishthakhri. 


Kedua: Pernikahannya diakui, karena setiap 
pernikahan yang diakui setelah Islam, maka ia juga 
diakui sebelumnya, seperti pernikahan perempuan 
Ahlul Kitab. Inilah pendapat yang berlaku dalam 
madzhab kami. 
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Penjelasan: Apabila seorang laki-laki menikahi 
perempuan yang sedang menjalani iddah dari laki-laki lain, apabila 
keduanya masuk Islam sebelum iddah sang istri dari suami 
pertama habis, maka pernikahan tersebut tidak diakui, karena dia 
tidak boleh memulai pernikahan dengannya sehingga tidak 
dibolehkan mengakuinya, seperti ketidakbolehan menikahi 
perempuan-perempuan semahram. 


Sedangkan bila keduanya masuk Islam setelah iddah sang 
istri dari suami pertama habis, maka pernikahan keduanya diakui, 
karena dia tidak boleh memulai pernikahan dengannya sehingga 
hukumnya diakui. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki musyrik melakukan 
nikah mut'ah dengan perempuan musyrik, lalu keduanya masuk 
Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena bila 
keduanya masuk Islam sebelum masa yang disyaratkan habis, 
maka keduanya tidak meyakini kelazimannya sekarang setelah 
habisnya iddah. Sedangkan bila keduanya masuk Islam setelah 
iddahnya habis, keduanya juga tidak meyakini kelazimannya. 


Imam  Asy-Syafi'i #& berkata, “Apabila pernikahan 
keduanya batal setelah melakukan akad mut'ah dan menjadikan 
akad bersifat mutlak, maka hal tersebut tidak berpengaruh, karena 
ketika keduanya melakukan akad, keduanya tidak meyakini bahwa 
hubungan tersebut akan langgeng sehingga hukumnya tidak 
berubah dengan syarat yang datang tiba-tiba. Begitu pula bila dia 
menikahinya dengan ketentuan bahwa keduanya atau salah 
satunya bisa memilih untuk membatalkan nikah kapan saja, lalu 
dia masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui, karena 
keduanya tidak meyakini kelazimannya. Apabila keduanya sepakat 
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untuk menggugurkan syaratnya, maka hal tersebut tidak 
berpengaruh dan tidak diakui, sebagaimana yang telah kami 
uraikan. Apabila keduanya mensyaratkan memilih selama tiga hari, 
jika keduanya masuk Islam sebelum tiga hari, maka pernikahan 
keduanya tidak diakui, karena keduanya tidak meyakini 
kelazimannya. Apabila keduanya masuk Islam setelah tiga hari, 
maka pernikahan keduanya diakui, karena keduanya meyakini 
kelazimannya.” 


Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Umm, 
“Apabila laki-laki kafir Harbi memperkosa perempuan kafir Harbi 
atau si perempuan merayunya hingga si laki-laki menyetubuhinya, 
lalu keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak 
diakui bila keduanya tidak meyakininya sebagai pernikahan.” 


Para sahabat kami berkata, “Apabila keduanya meyakininya 
sebagai pernikahan, lalu keduanya masuk Islam, maka pernikahan 
tersebut diakui, karena sesama kafir Dzimmi tidak boleh memaksa 
satu sama lainnya, mengingat penguasa wajib melindungi mereka.” 


Cabang: Pendapat para ulama. 


Madzhab kami adalah, bahwa apabila salah seorang dari 
pasangan suami-istri murtad, apabila hal tersebut terjadi sebelum 
persetubuhan, maka pernikahan keduanya batal. Akan tetapi 
menurut Daud, pernikahan tersebut tidak batal. 


Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman 
Allah &, SK wis IKLS Ý; “Dan janganlah kamu tetap 


berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan 
kafir” (@s. Al Mumtahanah (60): 10). Disamping itu dalam kasus 
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ini ada perbedaan agama yang menghalangi terjadinya 
persetubuhan sehingga pernikahan menjadi batal. Seperti halnya 
bila perempuan kafir Dzimmi masuk Islam ketika dia menjadi istri 


laki-laki kafir. 


Apabila salah satu dari keduanya murtad setelah terjadi 
persetubuhan, maka batalnya . pernikahan berlaku ketika iddah 
sang istri habis. Apabila salah satunya ada yang kembali masuk 
Islam sebelum iddah sang istri habis, maka pernikahan keduanya 
berlaku. Apabila iddah sang istri habis sebelum yang murtad 
kembali masuk Islam, maka sang istri terthalak bain karena 
kemurtadan salah satu dari keduanya. Pendapat ini dinyatakan 
oleh Ahmad dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Malik. 


Adapun menurut Abu Hanifah, pernikahan keduanya batal 
saat itu juga. Pendapat ini juga merupakan riwayat lain dari Malik. 


Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa kasus 
ini merupakan perbedaan agama setelah terjadinya persetubuhan 
sehingga tidak menyebabkan pembatalan nikah saat itu juga. 
Seperti halnya bila perempuan kafir Harbi masuk Islam ketika dia 
menjadi istri laki-laki kafir Harbi. Apabila keduanya murtad 
sekaligus, apabila hal tersebut terjadi sebelum persetubuhan maka 
pernikahan keduanya batal. Sedangkan bila hal tersebut terjadi 
setelah persetubuhan, maka pembatalan nikahnya berlaku setelah 
iddah sang istri habis. 


Apabila keduanya kembali kepada Islam sebelum iddah 
sang istri habis, maka pernikahan keduanya berlaku, sedangkan 
bila iddah sang istri habis sebelum keduanya masuk Islam, maka 
sang istri terthalak ba'in, karena sebab kemurtadan. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu 
Hanifah, akad nikahnya tidak batal, karena dianggap masih layak. 
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Adapun argumentasi kami adalah, bahwa kemurtadan tersebut 
terjadi dalam status pernikahan sehingga pembatalan nikah 
berhubungan dengannya, sebagaimana bila salah satunya murtad. 


Cabang: Apabila sang istri murtad setelah disetubuhi lalu 
sang suami menthalaknya tiga kali, apabila iddahnya habis sebelum 
dia kembali kepada Islam, maka dia terthalak ba'in, karena sebab 
kemurtadan dan thalak (raj) tidak jatuh atasnya. Sedangkan bila 
dia kembali kepada Islam sebelum masa iddahnya habis, maka dia 
— tetap menjadi istri pada saat thalak dan ia jatuh atasnya. 


Apabila dia menikahi saudara perempuan mantan istrinya 
atau bibinya dari jalur ayahnya atau bibinya dari jalur ibunya 
setelah thalak, maka hukumnya sah, karena mantan istri bisa 
menjadi tertalak ba in karena sebab kemurtadan atau karena sebab 
thalak. Apabila dia menikahi saudara perempuan mantan istri atau 
bibinya dari jalur ayahnya atau bibinya dari jalur ibunya setelah 
terjadi kemurtadan dan sebelum jatuh thalak pada masa iddah, 
maka hukumnya tidak sah, karena bisa jadi sang mantan istri 
kembali kepada Islam dan statusnya tetap menjadi istri. 


Cabang: Apabila istri seorang laki-laki murtad setelah 
disetubuhi sedang dia memiliki perempuan kecil yang disusui ibu 
perempuan yang murtad sebelum iddahnya habis sebanyak lima 
kali susuan secara terpisah, apabila perempuan yang murtad 
kembali kepada Islam sebelum iddahnya habis, maka pernikahan 
dengan perempuan yang masih kecil batal. 


Sedangkan berkenaan dengan perempuan yang sudah 
dewasa ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila dia tidak 
kembali kepada Islam, maka dia terthalak ba'in, karena sebab 
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kemurtadan, akan tetapi pernikahan dengan perempuan yang 
masih kecil tidak batal. Apabila dia disusui oleh perempuan yang 
sudah dewasa atau putrinya, maka pernikahan perempuan yang 
masih kecil batal. 


Cabang: Apabila laki-laki Yahudi atau laki-laki Nashrani 
berpindah agama yang tidak diakui keluarganya maka 
pernikahannya tidak diakui. Lalu apakah agama yang diterima? 
Dalam hal ini ada tiga pendapat: 


Pertama: Yang diterima adalah Islam atau agamanya 
semula atau agama yang diakui keluarganya, karena setiap agama 
tersebut diakui keluarganya. 


Kedua: Yang diterima agama Islam, karena ia merupakan 
agama yang benar, atau agamanya semula, karena kami telah 
mengakuinya. 


Ketiga: Yang diterima hanya agama Islam. Inilah pendapat 
yang paling benar. Alasanya adalah karena dia telah mengakui 
kebatilan setiap agama sehingga yang diterima hanya Islam. 


Apabila dia berpindah agama yang diakui keluarganya, 
apakah dia diakui? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy- 
Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila kami katakan 
bahwa pernikahannya tidak diakui, apakah agamanya semula 
diterima atau yang diterima hanya Islam? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. 
Apabila dalam setiap kondisi kami katakan bahwa agama barunya 
tidak diterima, maka hukumnya berkenaan dengan pernikahan 
adalah seperti hukum laki-laki murtad dan sudah kami uraikan 
sebelumnya. 
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Cabang: Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi 
perempuan Ahlul Kitab, maka pernikahan keduanya diakui 
sebelum keduanya masuk Islam dan setelah keduanya masuk 
Islam. Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi perempuan 
penganut agama berhala atau perempuan Majusi, apabila 
keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya diakui dan 
tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Karena Ghailan 
bin Salamah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri, lalu 
mereka masuk Islam bersamanya. Maka Nabi & menyuruhnya 
memilih empat dari mereka tanpa menanyakan kepadanya apakah 
istri-istrinya perempuan Ahlul Kitab atau bukan perempuan Ahlul 
Kitab. Ini merupakan dalil bahwa hukumnya tidak berbeda. 


Adapun bila dia mengadukan masalahnya kepada kami 
sebelum dia masuk Islam, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Pernikahannya tidak diakui, karena setiap 
pernikahan yang tidak diakui pada seorang muslim, maka dia juga 
tidak diakui pada laki-laki Ahlul Kitab, seperti halnya orang 
murtad. 


Kedua: Pernikahannya diakui. Inilah pendapat yang 
berlaku dalam madzhab kami. Karena setiap pernikahan yang 
diakui ketika keduanya masuk Islam, maka ia juga diakui ketika 
keduanya bukan orang Islam, seperti pernikahan dengan 
perempuan Ahlul Kitab. Hal ini berbeda dengan laki-laki muslim, 
karena orang kafir itu lebih rendah kedudukannya dari orang Islam 
sehingga pernikahannya dengan perempuan Majusi dan 
perempuan penyembah berhala bisa tetap berlaku -meskipun hal 
ini tidak dibolehkan bagi seorang muslim-. Sebagaimana yang kami 
katakan berkaitan dengan budak laki-laki bahwa dia boleh 
menikahi budak perempuan dan tidak berlaku di dalamnya 
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kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan zina dan 
ketidakmampuan mengeluarkan biaya nikah. Wallahu A Jam. 


Syaikh Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila dua 
pasangan suami-istri penganut agama berhala masuk 
Islam sebelum terjadi persetubuhan, lalu keduanya 
berselisih, yang mana sang istri berkata, “Salah seorang 
dari kami lebih dulu masuk Islam sebelum yang lainnya 
sehingga pernikahan kami batal,” sementara sang 
suami berkata, “Justru kami masuk Islam bersamaan 
sehingga pernikahan kami tetap berlaku,” maka dalam 
hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. 


Pertama, yang berlaku adalah ucapan suami. 
Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani, karena hukum 
asalnya adalah tetapnya pernikahan. 


Kedua, yang berlaku adalah ucapan istri, karena 
yang kuat adalah ucapannya, karena keislaman 
keduanya secara bersamaan dimana salah satunya tidak 
mendahului yang lain sangat sulit. 


Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Al Umm, 
“Apabila suami bisa mendatangkan bukti bahwa 
keduanya masuk Islam saat matahari terbit atau saat 
matahari terbenam, maka pernikahan keduanya tidak 
batal karena keislaman keduanya bersamaan dalam satu 
waktu, yaitu ketika matahari terbit atau terbenam 
dengan sempurna. Apabila bukti menunjukkan bahwa 
keduanya masuk Islam saat matahari terbit atau saat 
matahari terbenam, maka pernikahan keduanya batal, 
karena kondisi terbit dan terbenam adalah sejak mulai 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 643 


terbit dan terbenam sampai sempurna, dan hal ini tidak 
diketahui.” 


Apabila dua pasangan suami-istri penganut 
agama berhala masuk Islam setelah terjadi 
persetubuhan, lalu keduanya berselisih, yang mana sang 
suami berkata, “Aku telah masuk Islam sebelum 
iddahmu habis, jadi pernikahan kita tetap berlaku,” 
sementara sang istri berkata, “Justru aku telah masuk 
Islam setelah iddahku habis, jadi tidak ada pernikahan 
di antara kita,” maka menurut Imam Asy-Syafi'i yang 
berlaku adalah ucapan suami. Sedangkan berkenaan 
dengan dua permasalahan dia mengatakan bahwa yang 
berlaku adalah ucapan istri. Yang pertama adalah 
ketika suami mengatakan kepada perempuan yang 
dithalak raj'i, “Aku merujukmu sebelum iddahmu habis 
sehingga pernikahan kita tetap berlaku,” sementara 
sang istri berkata, “Justru engkau merujukku setelah 
iddahku habis.” Maka dalam kasus ini yang berlaku 
adalah ucapan istri. Yang kedua adalah ketika suami 
murtad setelah terjadi persetubuhan, lalu dia masuk 
Islam, lalu dia berkata, “Aku masuk Islam sebelum 
iddahmu habis sehinggga pernikahan kita tetap 
berlaku,” sementara sang istri berkata, “Justru aku 
masuk Islam setelah iddahku habis,” maka dalam kasus 
ini yang berlaku adalah ucapan istri. 


Di antara sahabat-sahabat kami ada yang 
mengutip jawaban sebagiannya kepada sebagian 
lainnya dan menetapkan dua pendapat dalam seluruh 
permasalahan. 
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Pertama, yang berlaku adalah ucapan suami, 
karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan. 


Kedua, yang berlaku adalah ucapan istri, karena 
hukum asalnya adalah belum masuk Islam dan belum 
ada rujuk. 


Ada pula yang mengatakan bahwa yang berlaku 
adalah tergantung perbedaan dua kondisi. Bagi yang 
mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan suami, 
maka maksudnya adalah apabila dia yang pertama 
mengklaim. Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa 
yang berlaku adalah ucapan istri, maka maksudnya 
adalah bila dia yang pertama mengklaim, karena 
ucapan masing-masing dari keduanya, yang diterima 
adalah yang lebih dulu mengklaim. Oleh karena itu ia 
tidak bisa dibatalkan dengan ucapan orang lain. 


Ada pula yang mengatakan bahwa yang berlalu 
adalah tergantung perbedaan dua kondisi, akan tetapi 
menurut pendapat lain. Bagi yang mengatakan bahwa 
yang berlaku adalah ucapan suami, maka yang 
dimaksud adalah ketika keduanya sepakat akan 
kebenarannya pada saat dia mengklaim untuk dirinya 
sendiri, misalnya dua mengatakan “Aku masuk Islam 
dan rujuk pada bulan Ramadhan,” lalu sang istri 
berkata, “Kamu benar, akan tetapi iddahku habis pada 
bulan Sya'ban,” maka dalam kasus ini yang berlaku 
adalah ucapan suami bahwa keduanya sama-sama 
masuk Islam dan rujuk pada bulan Ramadhan, hanya 
saja keduanya berselisih pendapat tentang habisnya 


masa iddah. 
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Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa yang 
berlaku adalah ucapan istri, maka yang dimaksud 
adalah ketika keduanya sepakat akan kebenaran sang 
istri pada saat dia mengklaim untuk dirinya sendiri. 
Misalnya dia mengatakan “Iddahku habis pada bulan 
Ramadhan,” akan tetapi sang suami berkata, “Akan 
tetapi aku rujuk atau masuk Islam pada bulan Sya'ban,” 
maka yang berlaku dalam kasus ini adalah ucapan istri, 
karena keduanya sama-sama sepakat bahwa iddah sang 
istri habis pada bulan Ramadhan, hanya saja keduanya 
berselisih pendapat tentang masalah rujuk dan masuk 
Islamnya. 


Penjelasan: Apabila suami masuk Islam setelah terjadi 
persetubuhan tapi sang istri terlambat masuk Islam, maka tidak 
ada kewajiban nafkah untuk sang istri. Sedangkan bila sang istri 
masuk Islam, tapi sang suami tidak masuk Islam, maka sang suami 
wajib memberi nafkah kepadanya. 


Apabila keduanya berselisih, misalnya sang istri berkata, 
“Aku masuk Islam tapi engkau tetap musyrik sehingga aku berhak 
mendapatkan nafkah darimu,” lalu sang suami berkata, “Justru 
aku masuk Islam dan engkau tidak masuk Islam, sehingga aku 
tidak wajib memberi nafkah kepadamu,” maka dalam hal ini ada 
dua pendapat menurut fugaha Syafi'iyyah: 


Pertama: Yang berlaku adalah ucapan istri, karena dia 
memang berhak mendapat nafkah disebabkan adanya hubungan 
suami-istri, dan hukum asalnya adalah bahwa kewajiban tersebut 
tetap berlaku. 
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Kedua: Yang berlaku adalah ucapan suami, karena nafkah 
setiap hari wajib diberikan pada hari tersebut, dan hukum asalnya 
adalah tidak wajib. 


Cabang: Apabila seorang suami masuk Islam sebelum istri 
dan sebelum terjadi persetubuhan, maka dia wajib memberi 
separuh mahar musamma bila dia menyebutnya sebagai mahar 
yang sah. Sedangkan bila dia menyebutnya sebagai mahar yang 
batil dan belum diterima sang istri saat masih musyrik, maka sang 
istri wajib mendapat separuh mahar mits. Apabila sang istri wafat 
sebelum suami dan sebelum terjadi persetubuhan, maka dia tidak 
Wajib menerima apa-apa. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila keduanya sepakat bahwa 
keduanya masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan dan berkata, 
“Kami tidak tahu siapa di antara kami yang lebih dulu masuk 
Islam,” maka pernikahan keduanya batal, karena kondisinya tidak 
berbeda dalam batalnya nikah. Adapun berkenaan dengan mahar, 
apabila ia ada di tangan suami, maka sang istri tidak wajib 
menerimanya, karena bila sang istri masuk Islam lebih dulu, maka 
dia tidak berhak mendapatkan apa-apa, sedangkan bila sang suami 
masuk Islam lebih dulu, maka sang istri berhak mendapat 
separuhnya. 


Apabila sang istri tidak mengetahui mana yang lebih dulu, 
maka dia tidak yakin bahwa dia berhak mendapat mahar. Apabila 
maharnya sudah di tangan istri, maka sang suami tidak 
mengambilnya darinya kecuali separuh, karena dia tidak yakin 
bahwa dia bahwa berhak mendapatkannya kecuali demikian. 


Apabila keduanya berselisih, dimana sang istri berkata, 
“Engkau lebih dulu masuk Islam sehingga aku berhak 
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mendapatkan separuh mahar,” sementara sang suami berkata, 
“Justru kamu yang masuk Islam lebih dulu sehingga engkau tidak 
berhak mendapatkan mahar,” maka yang berlaku adalah ucapan 
istri dengan sumpahnya, karena kami yakin bahwa sang istri 
berhak mendapat separuh mahar dan hal tersebut tetap berlaku 
sesuai hukum asalnya. 


Apabila keduanya berselisih tentang batalnya pernikahan, 
dimana sang istri berkata, “Salah seorang dari kita lebih dulu 
masuk Islam sebelum lainnya, sebelum terjadi persetubuhan 
sehingga pernikahan kita batal,” lalu sang suami berkata, “Justru 
kita masuk Islam sama-sama dalam kondisi yang sama,” maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syaff'i: 


Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami dengan 
sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan. 
Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani dan Abu Ishag Al Marwazi. 


Kedua: Yang berlaku adalah ucapan istri dengan 
sumpahnya, karena secara zhahir dia tidak masuk Islam bersama 
suami dalam satu kondisi kecuali jarang sekali terjadi. 


Apabila sang suami berkata, “Salah seorang dari kita lebih 
dulu masuk Islam,” sementara sang istri berkata, “Justru kita 
masuk Islam sama-sama dalam satu kondisi,” maka berdasarkan 
ucapan suami ini pemikahan keduanya batal, karena dia 
mengakuinya. 


Adapun berkenaan dengan mahar, maka hukumnya adalah 
seperti dua pendapat tadi seperti yang pertama. Apabila sang 
suami bisa mendatangkan bukti bahwa keduanya masuk Islam 
sebelum terjadi persetubuhan saat matahari terbit atau saat 
tergelincir, atau saat terbenam, maka pernikahan tersebut tidak 
batal. Sedangkan bila keduanya berkata, “Kita masuk Islam sama- 
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sama bersamaan dengan matahari terbit atau bersamaan dengan 
matahari tergelincir atau bersamaan dengan matahari terbenam,” 
maka keislaman keduanya tidak sah sehingga pernikahan 
keduanya batal. 


Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa saat 
matahari terbit atau saat tergelincir atau saat terbenam adalah saat 
ia terbit atau tergelincir atau terbenam secara sempurna, sehingga 
bisa jadi salah satunya lebih dulu masuk Islam dari yang lainnya. 


Cabang: Apabila istri masuk Islam setelah terjadi per- 
setubuhan lalu sang suami masuk Islam setelahnya, lalu keduanya 
berselisih, yang mana sang suami berkata, “Aku masuk Islam 
sebelum iddahmu habis,” sementara sang istri berkata, “Justru 
engkau masuk Islam setelah iddahku habis,” maka menurut Imam 
Asy-Syafi'i 4 yang berlaku adalah ucapan suami. 


Imam Asy-Syafi'i # berkata, “Apabila suami menthalak 
istrinya dengan thalak raj7, lalu dia merujuknya, lalu sang suami 
mengatakan “Aku merujukmu sebelum iddahmu habis’, sementara 
sang istri mengatakan “Justru engkau merujukku setelah iddahku 
habis', maka yang berlaku adalah ucapan istri.” 


Dia berkata lebih lanjut, “Apabila suami murtad setelah 
terjadi persetubuhan, lalu dia masuk Islam, lalu sang istri mengata- 
kan “Engkau masuk Islam setelah iddahku habis', sementara sang 
suami mengatakan “Aku masuk Islam sebelum iddahmu habis', 
maka yang berlaku adalah ucapan istri.” 


. Para sahabat kami (fuqaha Syafi'iyyah) berselisih pendapat 
tentang masalah ini menjadi tiga riwayat. Di antara mereka ada 
yang mengatakan bahwa ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i 
dalam masalah ini. 
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Pertama: Yang berlaku adalah ucapan suami, karena 
hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan. 


Kedua: Yang berlaku adalah ucapan istri, karena hukum 
asalnya adalah belum masuk Islam dan belum rujuk. 


Ada pula yang berkata, “Hukumnya sesuai dua kondisi. 
Bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan istri, 
maka maksudnya adalah bila dia lebih dulu mengaku, karena 
ucapan keduanya yang diterima adalah yang lebih kuat dan lebih 
dulu.” 


Ada pula yang mengatakan bahwa dalam masalah ini 
hukumnya sesuai dua kondisi lain. Bagi yang mengatakan bahwa 
yang berlaku adalah ucapan suami, maksudnya adalah bila 
keduanya sepakat akan waktu keislaman suami atau waktu 
rujuknya, akan tetapi keduanya berselisih tentang waktu habisnya 
iddah sang istri. Misalnya sang suami mengatakan “Aku masuk 
Islam atau rujuk pada bulan Sya'ban,” lalu sang istri berkata, 
“Kamu benar, akan tetapi iddahku habis pada bulan Rajab.” 
Sedangkan bagi yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah 
ucapan istri, maka maksudnya adalah bila keduanya sepakat akan 
waktu habisnya iddah sang istri, tapi keduanya berselisih pendapat 
tentang waktu keislaman suami dan waktu rujuknya. Misalnya sang 
istri berkata, “Iddahku habis pada bulan Sya'ban,” lalu sang suami 
berkata, “Kamu benar, akan tetapi aku masuk Islam atau rujuk 
pada bulan Rajab.” Hal ini karena hukum asalnya adalah tetapnya 
iddah sampai bulan Sya'ban dan sang suami belum masuk Islam 
atau belum rujuk pada bulan Rajab. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki Ahlul Kitab menikahi 
perempuan Ahlul Kitab yang masih kecil, lalu salah satu dari kedua 
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orang tua si perempuan masuk Islam sebelum terjadi persetubuh- 
an, maka pernikahannya batal, karena sang istri menjadi muslimah 
mengikuti salah satu orang tuanya yang masuk Islam sebelum 
terjadinya persetubuhan. Seperti halnya bila seseorang berkata, 
“Kamu (sang istri) masuk Islam sebelum baligh dan sebelum 
disetubuhi.” Lalu apakah sang istri wajib mendapatkan mahar? 
Menurut Ibnu Al Haddad seluruh maharnya gugur, karena 
perpisahan terjadi sebelum persetubuhan dan suami belum 
melakukan apa-apa sehingga maharnya gugur. Seperti halnya bila 
sang istri membeli suaminya (yang bersatus budak) sebelum terjadi 
persetubuhan. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang mem- 
benarkannya dan ada pula yang menyalahkannya. Dia berkata, 
“Sang istri wajib mendapatkan mahar, karena perpisahan tersebut 
tidak disebabkan olehnya. Jadi kasusnya seperti halnya bila sang 
istri disusui oleh ibu suami.” 


Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini, maka sang 
suami tidak boleh menagih apa-apa kepada salah satu dari kedua 
orang tua istrinya yang masuk Islam, dan dia harus menagihnya 
kepada perempuan yang menyusui. Perbedaan antara keduanya 
adalah bahwa Islam itu wajib sehingga perbuatan orang tua istri 
bukan tindak pidana, akan tetapi tidak demikian halnya dalam 
masalah menyusui, karena ia tidak wajib. Hanya saja bila 
perempuan yang menyusui mendapati istri yang masih kecil 
tersebut haus dan hampir mati, sementara tidak ada perempuan 
lain yang bisa menyusuinya atau memberinya air susu, dan sang 
istri tidak bisa hidup kecuali dengan disusui, maka wajib bagi 
perempuan tersebut untuk menyusuinya. 


Apabila perempuan tersebut telah menyusuinya, maka 
batallah pernikahan keduanya dan sang istri tidak berhak 
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mendapatkan apa-apa dari sang suami. Demikianlah yang 
dinyatakan oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib. Wallahu A lam. 
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ARI aa 
. KITAB SHADAO (MASKAWIN) 


Asy-Syirazi berkata: Dianjurkan perkawinan 
tidak diakadkan kecuali dengan menyebutkan 
maskawin. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Sa'ad bin Sahl 2, “Bahwa seorang perempuan berkata: 
Aku serahkan diriku padamu wahai Rasulullah, semoga 
rahmat agung Allah terlimpah kepadamu, aku 
memohon pandanganmu mengenai diriku’. Lalu 
seorang lelaki berkata, “Kawinkanlah aku dengannya’. 

Rasulullah & bersabda, ‘Carilah (maskawin) 
walaupun hanya cincin besi. Lalu lelaki itupun pergi, 
namun dia tidak membawa apa pun. Nabi & bertanya: 
Apakah kamu mempunyai hafalan ayat Al Qur`an?’ Dia 
mengiyakannya. Lalu Nabi mengawinkannya dengan 
maskawin ayat Al Qur'an yang dihafalnya.” Alasan lain, 
pemberian maskawin itu dapat memutus perselisihan. 
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Perkawinan boleh dilangsungkan tanpa mas- 
kawin. Sesuai firman Allah &, RIA Kat ak La A eÝ 


Lu. G3 o zZ 


imh Sa Lis A Ga 25 “Tidak ada kewajiban membayar 


(mahar) atas kamu, aa kamu menceraikan isteri-isteri 
kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 
sebelum kamu menentukan maharnya, ...” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 236). Jadi, Allah # menetapkan percerai- 
an itu tanpa disertai maskawin. 

Uqbah bin Amir :& meriwayatkan, “Rasulullah & 
bertanya pada seorang lelaki, “(Apakah kamu mau) Aku 
kawinkan kamu dengan si fulanah? Dia mengiyakan- 
nya. 

Nabi & bertanya pada seorang perempuan: 
Apakah kamu rela aku kawinkan kamu dengan si 
fulan? Dia menjawab, “Ya. Lalu Rasulullah & 
mengawinkan salah seorang dari laki-laki dan 
perempuan tersebut dengan pasangannya. Lalu dia 
mencampurinya, namun dia tidak pernah menentukan 
maskawin untuknya dalam perkawinan tersebut. 


Tatkala kematian hampir menjemputnya, lelaki 
itu berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Æ telah me- 
ngawinkanku dengan si fulanah, namun aku belum 
menentukan maskawin untuknya, dan aku belum me- 
nyerahkan apa pun kepadanya. Dan sesungguhnya aku 
benar-benar menyerahkan kepadanya sebagai mas- 
kawinnya bagian rampasan perangku yang ada di tanah 
Khaibar. 
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Lantas si fulanah itu menerima bagian rampasan 
milik lelaki tersebut, lalu dia menjualnya senilai seratus 
ribu.” Alasan lain, tujuan utama perkawinan itu adalah 
mempertemukan lawan jenis dan mencari kesenangan, 
bukan maskawin, sehingga perkawinan sah sekalipun 
tanpa disertai maskawin. 

Pasal: Maskawin nilainya boleh dalam jumlah 
yang sedikit. Sesuai sabda Nabi $, “Carilah (maskawin) 
walaupun hanya cincin besi.” Alasan lain, maskawit itu 

. adalah alat tukar dari manfaat yany dipunyai 
-- perempuan. ' Sehingga alat tukar yang diserahkan 
kepada perempuan itu diperkirakan seperti upah dari 
beragam manfaat yang dipunyai perempuan tersebut. 

Maskawin nilainya boleh dalam jumlah yang 
besar. Sesuai firman Allah, “..., Sedang kamu Telah 
memberikan kepada seseorang di antara mereka harta 
yang banyak, ...” (Qs. An-Nisaa' [4]: 20). 

Muadz & berkata: Harta yang banyak 
(Minthaar) adalah seribu dua ratus Augiyah. Abu Sa'id 
Al Khudri œ berkata, “Emas yang jumlahnya sepenuh 
kulit sapi.” | 

Dianjurkan maskawin itu tidak memberatkan 
(sedikit nilainya). Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh 
Aisyah &, bahwa Nabi @ bersabda, “AY PEER] 


Tp “Kaum perempuan yang paling banyak 
keberkahannya adalah Yang paling ringan biayanya.” 
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Alasan lain, maskawin itu jika jumlahnya sangat 
besar, maka akan menghabiskan harta (suami), 
mendatangkan kesulitan (membayarnya), dan memicu 
kemarahan. Dianjurkan maskawin tidak melebihi lima 
ratus dirham. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan 
oleh Aisyah &, dia berkata, “Sesungguhnya maskawin 
Rasulullah yang diberikan kepada istri-istri beliau adalah 
dua belas Augiyah dan separuh Ugiyah (Nasya 'an). 
Tahukah kalian berapa Nasya” itu nilainya, (nilainya) 
adalah separuh Augiyah, dan maskawin itu nilainya 
setara dengan lima ratus dirham.” 


Dianjurkan dalam maskawin ini mengikuti 
Nabi & dan mencari keberkahan dengan mengikuti 
jejak beliau. 

Apabila maskawin disebutkan nilainya (dalam 
akad) secara diam-diam dan maskawin secara terang- 
terangan (terbuka), maka yang wajib adalah maskawin 
yang mana akad nikah itu terikat (dirangkaikan) dengan 
maskawin tersebut. Karena, maskawin itu wajib dibayar 
dengan adanya akad nikah tersebut, sehingga wajib 
membayar maskawin yang mana akad itu terikat 
(dirangkaikan) dengan maskawin tersebut. 


- Apabila wali berkata, “Aku kawinkan kamu 
dengan putriku dengan maskawin seribu”, lalu (calon) 
suami menjawab, “Aku terima nikahnya dengan 
maskawin lima ratus”, maka semua maskawin yang 
disebutkan itu dalam ijab dan gabul itu gugur, dan wajib 
membayar mahar Mitsil. 
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Penjelasan: 


Hadits Sahl bin Sa'ad mengenai perempuan yang 
menyerahkan dirinya, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan 
Muslim. Telah disebutkan juga dalam lebih dari satu tempat. 


Hadits Ugbah bin Amir diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
Al Hakim. Para ulama ahli hadits telah menjadikannya dalil 
pendukung untuk menilai ke-shahih-an hadits yang diriwayatkan 
oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. 


An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al Hakim, Al Baihagi dan Ibnu 
Hibban menilai shahih hadits tersebut, “Bahwa Abdullah bin 
Masud pernah mendatangi seorang perempuan yang telah 
dinikahi oleh seorang lelaki, kemudian lelaki itu mati meninggal- 
kannya, dan dia belum menentukan maskawinnya, dan dia belum 
pernah mencampurinya. 


Mereka melaporkan perselisihan tersebut kepada Abdullah 
bin Mas'ud. Lalu dia berkata: Menurut pendapatku dia berhak 
memperoleh maskawin yang nilainya sama seperti kaum 
perempuan dari golongan dirinya, dia berhak memperoleh 
warisan, dan dia wajib melakukan iddah wafat.” 

Ma'gil bin Sinan Al Asyja'i mendukungnya dengan 
keterangan, “Bahwa Nabi $ mengambil keputusan hukum dalam 
perkara Barwa’ putri Wasyig seperti keputusan hukum yang 
diambil Abdullah bin Mas'ud.” 

Asy-Syafi'i berkata: Aku tidak pernah menghafalnya dari 
jalur manapun kebenaran hadits semacam itu. Andaikan hadits 
Barwa’ itu benar-benar terbukti diriwayatkan, tentunya aku 
berpendapat sesuai dengan hadits tersebut. 
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Ibnu Hazm berkata: Tidak ada kecacatan sama sekali 
dalam hadits ini untuk menyatakan Shahih-nya sanad hadits ini. Al 
Hakim meriwayatkan dalam A/ Mustadrak dari Harmalah bin 
Yahya, “Bahwa dia berkata: Aku pernah mendengar Asy-Syafi'i 
berkata: Jika benar hadits Barwa’ binti Wasyig ini shahih 
sanadnya, maka aku berpendapat sesuai dengan hadits ini.” 


Al Hakim berkata: Syaikhuna Abu Ubaidillah berkata: 
Andaikan aku hadir di hadapan Asy-Syafi'i, tentunya aku akan 
berdiri di hadapan orang banyak, dan aku akan berkata, “Hadits 
ini benar-benar shahih, maka berpendapatlah sesuai dengan hadits 
ini.” 

Hadits Aisyah « dengan redaksi yang telah diutarakan 
oleh Asy-Syirazi, diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan Ath- 
Thabarani dalam A/ Ausath meriwayatkan dengan redaksi, “Kaum 
perempuan yang maskawin paling ringan adalah yang paling besar 
keberkahannya.” Dalam urutan sanad hadits ini terdapat periwayat 
bernama Al Harts bin Syibl. 


Ath-Thabarani meriwayatkan dengan redaksi yang sama 
dalam A/ Kabir dan A/ Ausath. Al Hakim dan Abu Daud 
meriwayatkan hadits yang sama dari Ugbah bin Amir, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, 


L 


| 


Pe RELE Uap SI. 
“Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang 
paling ringan maskawinnya.” 
Adapun hadits Aisyah yang kedua, diriwayatkan oleh 


Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad- 
Daruguthni, dari Abi Salamah, dia berkata, “Aku pernah bertanya 
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kepada Aisyah & berapa maskawin Rasulullah &? Dia menjawab: 
Maskawin Rasulullah yang diberikan kepada istri-istrinya adalah 
dua belas Augiyah dan separuh Augiyah (Nasyaa ); Aisyah 
bertanya: Tahukan kamu berapa An-Nasy' itu? Aku menjawab 
tidak. Aisyah berkata: Separuh Augiyah, jadi maskawin Rasulullah 
itu jumlahnya lima ratus dirham.” 


Bahasa: Perkataan periwayat “Fara” kata “Ra” (aku 
memohon pendapatmu) adalah #'/ Amar (kata kerja perintah) dari 
fil Madhi “Ra ‘aa’ yang dibuang hamzahnya di tengah-tengahnya, 
sama seperti pembuangan hamzah tengah-tengah dalam #'/Madhi 
“Sa 'ala", fi'il Amar-nya dibaca “Sal” Alasan lain, “Ra” itu fiil amar 
yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, jadi “Ra'” hukumnya Mabni 
dengan cara membuang huruf ilat, oleh sebab itu Hamzah dan Alif 
Magshur dibuang, maka /#7/ Amar-nya menjadi “Aa” dengan huruf 
Raa ' yang hanya terbaca fathah. 

Kata  Ash-Shadaag mempunyai beragam cara 
pengucapannya (dialek bahasa). 

Pertama: Membaca fathah huruf shad (Shadaag. 

Kedua: Membaca kasrah huruf shad (Shidaag, jamak 


taksirnya “Shudug” dengan membaca dhammah dua huruf 
pertama. 


Ketiga: Dialek Hijaz; membaca fathah huruf shad, dan 
membaca dhammah huruf da/ (Shadugah), jamaknya “Shadugaat' 
. seperti bentuk mufradnya. Dalam Al Qur`an disebutkan, 


ga 


€ 
gre z z 0 TPA 5, 
ié HSL LISS 
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi)” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4). 


Keempat: Dialek Tamim; membaca dhammah shad dan 
membaca sukun dal (Shudgah), jamaknya “shaduqaať seperti 
“Ghurfatun ghurafaaf' dengan beragam cara mengucapkannya. 
Kelima Shadgah, jamaknya shudag seperti Qaryatun Quraa. 
Ashdagtuha maknanya AA thaituhaa shadaagahaa (Aku memberi 
perempuan itu  maskawinnya).  Ashdagtuhaa maknanya 
Tazawwajtuhaa alaa shadaagin (Aku mengawininya dengan 
maskawin). Syai 'un shadaga wazaana fals maknanya shaluba 


(keras). 


Hukum: Maskawin adalah harta yang berhak diterima 
seorang istri sebagai alat tukar karena perkawinan. Maskawin 
memiliki tujuh nama, yakni shadaag, Nihlah, Ujrah, Fariidhah, 
Mahar, Aliigah, dan Al ugd. Karena Allah #& menyebut maskawin 
dengan istilah shadaag, Nihlah dan Faridhah. Nabi & 
menyebutnya dengan istilah Mahar dan Aligah, dan Umar bin Al 
Khathab 4, menyebutnya dengan istilah Ugd. 


Allah & berfirman: 


E 
L TAALI TAr dea o? 1z 
| ls 


Ap LIA OB a a 


“... Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada mereka mahamya (dengan 
sempuma), sebagai suatu kewajiban (Fariidhah); ...” (Qs. An- 
Nisaa '* (41: 24). 


Allah & berfirman: 
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LX rL ILT ZA Ads 


Zs ar PEL 


Ma os OB yaa 13 db oa ya ols 


LEs z 


ERE YA Aah ih 


“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya (fariidhah), maka bayarlah seperdua dari 
mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu 
memaafkan, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Nabi & bersabda, “Apabila suami itu telah mencampuri- 
nya, maka istri itu berhak mendapatkan maskawinnya (Mahar) 
sebab kemaluannya telah diserahkan (jadi halal).” 

Nabi & bersabda, “Bayarilah maskawin-maskawin itu 
(Alaa 'iq/', muncul pertanyaan: Apa itu Alaa “1g? Beliau menjelas- 
kan, “Maskawin yang telah disepakati oleh keluarga.” 

Apabila timbul pertanyaan: Mengapa maskawin disebut 
Nihlah, padahal Nihlah itu maknanya adalah pemberian tanpa alat 
tukar, sedangkan mahar itu bukanlah pemberian secara Cuma- 
Cuma, tetapi alat tukar menikmati (mencampuri istrinya). Dalam 
masalah sebutan ini ada tiga interpretasi. 


Pertama: Allah & tidak menghendaki makna Nihlah 
tersebut hanya sekedar pemberian secara Cuma-Cuma (Althiyah), 
tetapi Allah menghendaki makna Nihlah itu adalah A/ Inhaal, yakni 
At-Tadayyun (kewajiban yang telah ditentukan), karena dapat 
diungkapkan, “Intahala fulaanun madzhaba kadzaa, maksudnya 
daana bih? (madzhab itu dinisbatkan kepadanya, maksudnya dia 
memegangi madzhab tersebut). Jadi, seolah-olah Allah & 


berfirman, “Berikanlah maskawin (mahar) (Shadugatihinna Nihlah) 
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kepada wanita (yang kamu nikahi) (Qs. An-Nisaa”" (4): 4), maksud 
nihlah itu adalah “ Tadayyun” (kewajiban yang telah ditentukan 
sebagai utang). 


Kedua: Mahar itu mirip pemberian (Athiyah). Karena 
perempuan itu merasakan kenikmatan (berhubungan intim) seperti 
yang dirasakan oleh suami dan bahkan lebih dari itu. Karena 
perempuan itu sangat pandai menutupi syahwatnya, sementara 
suami seorang diri memberikan mahar tersebut, sehingga seolah- 
olah perempuan itu menerima mahar itu tanpa disertai alat tukar. 


Ketiga: Maskawin itu adalah pemberian dari Allah & 
dalam ajaran agama kita kepada kaum perempuan, karena dalam 
ajaran agama sebelum kita, mahar itu milik para wali. Karena itu 
dalam kisah Syu'aib, Allah & berfirman, "Sesungguhnya Aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 
tahun, ...” (Qs. Al @ashash (28): 27). 


Apabila maskawin ini benar-benar disyariatkan, maka 
dianjurkan menyebutkan maskawin tersebut dalam akad nikah. 
Sesuai hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi &, “Tidak pernah 
mengawini satu dari sekian banyak istrinya kecuali dengan 
maskawin yang beliau sebutkan dalam akad nikah.” 

Hadits seorang perempuan yang mendatangi Nabi $, lalu 
dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu,.” 
Lalu Nabi & mengangkat pandangannnya ke atas, kemudian 
beliau menurunkan pandangannya, lalu beliau berkata, “Aku sudah 
tidak lagi membutuhkan perempuan.” 


Seorang lelaki lalu berdiri, lantas dia berkata, “Kawinkan 
aku dengannya wahai Rasulullah.” lalu beliau Bertanya, “Apa 


662 || Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


maskawin yang akan kamu berikan?” Dia menjawab, “Kain 
sarungku.” Beliau berkata, “Apakah kamu hendak memberinya 
maskawin berupa kain sarungmu yang kau duduki, dan kamu 
sama sekali tidak memiliki sarung yang lain, carilah (maskawin) 
walaupun hanya cincin besi.” 


Lelaki itu lantas berusaha mencari maskawin, namun dia 
tidak mendapatkannya. Lalu Nabi & bertanya, “Apakah kamu 
mempunyai hafalan ayat Al Qur 'an?' Dia menjawab, “Ya, surah 
ini dan surah itu.” Lalu Nabi & berkata, “Aku kawinkan kamu 
dengannya dengan maskawin hafalan ayat Al Qur 'an yang kamu 
miliki” Alasan lain, jika beliau mengawinkannya dengan disertai 
maskawin, maka hal itu lebih memutus perselisihan. 


Jika perkawinan itu dilakukan tanpa disertai maskawin, 


maka akad perkawinan itu tetap sah. Sesuai dengan firman 
Allah &, 


9, z gu 234037 


PE pra KEY 


JAS EA 21r AA I GA ager Ta 1 TAK 


099 A TESEN ge Ade oasa AP A 


“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan 
hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada 
mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 
yang miskin menurut kemampuannya (pula), ...” (Qs. Al Baqarah 
[2]: 236). 
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Jadi, Allah #& menetapkan perceraian itu tanpa disertai 
kewajiban membayar mahar, dan perceraian itu tidak pernah 
terjadi kecuali dalam perkawinan yang sah. 


Dan hadits “Seorang lelaki yang mengawini seorang 
perempuan, dan dia tidak pernah menentukan maskawinnya. Lalu 
tatkala kematiannnya hampir tiba, dia memberinya bagian 
rampasan perangnya yang ada di tanah Khaibar sebagai 
maskawinnya.” 


Karena tujuan utama dalam pernikahan itu adalah diri 
pribadi dari kedua pasangan suami istri tersebut bukan maskawin. 
Karena itu, wajib menyebutkan kedua calon mempelai itu dalam 
akad nikah. 


Sedangkan alat tukar dalam akad nikah itu sifatnya hanya 
pelengkap. Lain halnya dengan jual beli, karena tujuan utama 
dalam jual beli itu adalah alat tukar tersebut. Karena itu tidak wajib 
menyebutkan penjual dan pembeli dalam akad jual beli tersebut 
jika akad itu dilakukan oleh kedua wakil mereka. 


Cabang: Madzhab Ulama mengenai besaran maskawin. 
Menurut kami, maskawin tidak memiliki batasan minimum, bahkan 
setiap barang yang berharga -dan dapat digunakan alat bayar atau 
upah sewa—, dapat dijadikan maskawin. 

Demikian Umar bin Al Khathab 4, Ibnu Abbas, Ibnu Al 
Musayyab, Al Hasan, Rabi'ah, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, dan 
Ishaq #%. Al Qadhi Abu Al Qasim Ash-Shaimuri berkata: Tidaklah 
sah maskawin berupa kelungsu kurma, kulit bawang atau batok 
kelapa, kulit tebu atau kerikil. Ini adalah pendapat madzhab kami. 
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Malik dan Abu Hanifah berkata: Standar minimum 
maskawin adalah besaran harta yang ba ik tangan 
pencurinya dijatuhi sanksi potong tangan. | 


Hanya saja menurut Malik, harta yang mengakibatkan 
tangan pencurinya dihukum potong tangan itu nilainya mencapai 
seperempat dinar atau tiga dirham, sedangkan menurut Abu 
Hanifah satu dinar atau beberapa dirham. 


Jadi, apabila suami itu memberinya maskawin kurang dari 
sepuluh dirham, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad 
berkata: Harus digenapkan menjadi sepuluh dirham. Az-Zufr 
berkata: Mahar yang disebutkan dalam akad gugur, dan wajib 
membayar mahar Mitsil. 


Ibnu Syubramah berkata: Standar minimum maskawin 
adalah lima dirham. An-Nakha'i berkata: Standar minimum 
maskawin adalah empat puluh dirham. Sa'id bin Jubair berkata: 
Standar minimum maskawin adalah lima puluh dirham. 


Dalil pendapat kami adalah firman Allah &, 


Lyan AS Yi VADU Ga 


“Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu 
tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu memaafkan, ...” (Os. Al 
Bagarah (2): 237). 

Nabi & bersabda, “Bayarilah maskawin-maskawin itu (Al 
Alaa 'ig)” Kemudian Nabi & bersabda, “A/ Alaa 1g itu adalah 
maskawin yang disepakati keluarga.” 


Nabi & bersabda, “Carilah maskawin. Carilah (maskawin) 
walaupun hanya cincin besi.” 
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Semua dalil ini bersifat umum, yang mengandung arti 
sedikit dan banyak. 


Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, “Bahwa dia 
pemah menemui Nabi &, dan pada dirinya terdapat tanda-tanda 
perkawinan, dia berkata: Aku telah mengawini seorang wanita 
Anshar. 


Nabi & bertanya, “Maskawin apa yang kau berikan 
kepadanya? Dia menjawab, “Emas sebesar biji kurma. Lalu 
Nabi & bersabda, “Buatlah pesta perkawinan walaupun hanya 


, ” 


seekor kambing’. 


Dalam sebuah riwayat lain dalam selain A/ Musnad 
terdapat penjelasan, “Sebiji kurma itu setara dengan lima dirham.” 
Syaikhani meriwayatkannya dalam An-Nikah, Abu Daud dalam 
pembahasan: Makanan, Ibnu Majah dalam An-Nikah, dan Ahmad 
dalam Musnad miliknya (jld. 3 hlm. 172, 227). 


Diriwayatkan dari Nabi &, beliau bersabda, 


3 er ó 
jl A3 A Jiel Tg 


“Siapa yang mencari kehalalan (kemaluan perempuan) 
dengan maskawin satu dirham, maka jadi halal.” 


Abu Ya'la meriwayatkannya dari hadits Yahya bin 
Abdurrahman bin Abi Kabsyah Al Anmari, Yahya adalah 
periwayat yang dha ïf. 

Alasan lain, setiap perkara yang dapat dijadikan alat bayar 


(uang, barang, manfaat), maka dapat dijadikan mahar, seperti 
perkara yang telah disepakati para ulama (Mujma' Alaih). 
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Adapun maskawin maksimum, tidak memiliki batasan 
yang pasti. Yaitu Ijmak ulama sesuai dengan firman Allah &, 
Z GX Lla, PAIL 
ba Se 
“.... Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di 


antara mereka harta yang banyak (Qinthaara), ...” (Qs. An-Nisaa' 
(4): 20). 

Jadi, Allah & menyampaikan pesan bahwa harta yang 
banyak (A/ @inthaar) itu dapat dijadikan maskawin. Ibnu Abbas 


menafsirkan, “A/ @inthaar” itu setara dengan tujuh puluh ribu 
mitsgal. 


Abu Shalih menafsirkan: Seratus kati. Mu'adz menafsir- 
kan: Seribu dua ratus Augiyah. Abu Sa'id Al Khudri menafsirkan: 
Al @inthaar itu emas yang banyaknya sepenuh kulit sapi (Misk ats- 
tsaur), Misk ats-tsaur maknanya jilduhu (kulit sapi). 

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khathab #, “Bahwa dia 
berkhutbah di hadapan sekelompok kaum muslimin, dia berkata: 
Wahai semua kaum muslimin, janganlah kamu memberi maskawin 
perempuan dalam jumlah yang sangat besar, demi Allah aku tidak 


menerima kabar tentang seseorang yang memberi mahar melebihi 
mahar istri-istri Rasulullah Æ kecuali, aku akan memasukkan 
kelebihan mahar itu ke dalam Baitulmal. 


Lalu seorang perempuan Quraisy memperlihatkan dirinya 
kepada Umar, lantas berkata: Kitabullah lebih utama untuk diikuti, 
karena sesungguhnya Allah memberi kami dan sekaligus melarang 
kami, wahai Ibnu Al Khathab. 
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Lalu Umar bertanya: Mana ayatnya? Perempuan itu 
berkata: Allah & berfirman, 


> RP AAR AL 4 l -Z Pan Tn eat eta 
EA NE IG USS Bas LE 
“Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di 
antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu 
mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun ...” (Qs. An- 
Nisaa * (4): 20). 


Lalu Umar berkata: Hendaklah seseorang mengurangi 
harta pemberiannya itu berapa pun dia menghendaki.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Setiap orang lebih 
mengerti fikih daripada Umar, lalu Umar menarik kembali 
pernyataannya tersebut.” Abu Ya'la Al Maushili meriwayatkannya 
dalam A/ Jami' Al Kabir, dalam urutan sanadnya terdapat 
periwayat bernama Mujalid bin Sa'id, dan dia mengandung 
kelemahan, namun dia dinilai orang yang jujur. 

Diriwayatkan bahwa Umar & menikahi Ummi Kultsum 
binti Ali, dan dia memberinya maskawin sebanyak empat ribu 
dirham. 

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar, “Mengawinkan 
putri-putri saudara laki-lakinya yakni Ubaidillah dengan maskawin 
sepuluh ribu dirham.” “Anas 485 menikahi seorang perempuan dan 
dia memberi maskawinnya sebanyak sepuluh ribu dirham.” 

Al Hasan bin Ali cucu Nabi @ menikahi seorang 
perempuan, dan sebagai maharnya dia mengirimkan kepada 
seratus budak perempuan muda, dan masing-masing dari budak 
perempuan muda itu membawa seribu dirham, kemudian dia 
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menceraikannya, dan seorang lelaki dari Bani Tamim 
menikahinya, lalu dia memberinya maskawin sebanyak seratus ribu 
dirham.” 


Dan “Mush'ab bin Az-Zubair menikahi Aisyah binti 
Thalhah, lalu dia memberinya maskawin seratus ribu dirham.” 


Asy-Syafi'i æ berkata: Ukuran sedang (tidak besar tidak 
kecil) dalam hal maskawin itu lebih suka kubuat pegangan daripada 
memberi mahar yang sangat besar. 


Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah 
Ummil Mukminin #&, bahwa Nabi & bersabda, “Sebaik-baiknya 
perempuan adalah yang paling ringan maharnya.” 


Shuhaib bin Sinan meriwayatkan, bahwa Nabi & 
bersabda, “Siapa pun lelaki yang berjanji memberi maskawin 
kepada seorang perempuan, dan Allah mengetahui bahwa dia 
tidak berniat memberinya kepadanya, lalu dia menipunya dengan 
atas nama Allah, dan menghalalkan kemaluannya dengan cara 
batil, maka dia besok akan bertemu Allah pada hari kiamat, dan 
dia menyandang status orang yang berzina. 


Siapa pun lelaki yang meminjam uang satu dinar, dan dia 
berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah, 
dan dia menyandang status sebagai seorang pencuri.” 


Hadits riwayat Ahmad dan Ath-Thabarani. 


Dalam rentetan sanad Ahmad ada seorang periwayat yang 
tidak dikenal namanya, sedang sisanya adalah para periwayat yang 
tepercaya. Sementara dalam urutan sanad Ath-Thabarani, Al 
Haisyami berkomentar: Ada sejumlah periwayat yang tidak 
kukenal. 
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Al Bazzar meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abu 
Hurairah, di dalam urutan sanadnya ada periwayat bernama 
Muhammad bin Al Hushain Al Jazari. Ath-Thabarani juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Maimun Al Kurdi dari 
ayahnya, demikian Al Haisyami menjelaskan dalam Majma' Az- 
Zawa `id 

Dianjurkan maskawin itu tidak melebihi lima ratus dirham, 
yakni maskawin istri-istri Nabi & dan putri-putri beliau. 


Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, dia 
berkata, “Maskawin istri-istri Rasulullah & sebanyak dua belas 
Augiyah dan separuh Augiyah (Nasya ), dia berkata: Nasya ` itu 
setara dengan separuh Augiyah, dan satu Augiyah itu setara 
dengan empat puluh dirham.” 


Cabang: Kalau keluarga secara diam-diam membuat 
kesepakatan bahwa maskawin yang akan diberikan itu seratus 
dirham, dan bersepakat mereka memperlihatkannya di hadapan 
orang banyak menyebutkan seribu dirham sebagaimana yang 
lumrah terjadi pada masa kini. 


Asy-Syafi'i sekali tempo berkata: Mahar yang harus 
diberikan itu adalah mahar yang disepakati secara diam-diam. 
Dalam kesempatan lain, dia berkata: Mahar yang harus diberikan 
itu adalah mahar yang disampaikan secara terbuka. 


Para pengikut madzhab kami generasi pertama yakni 
. kelompok ulama Baghdad berkata: Masalah tersebut tidak memiliki 
dua jawaban yang berbeda, tetapi dua kondisi yang berbeda. 
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Kondisi pertama yang mana Asy-Syafi'i berkata: Mahar 
yang harus diberikan itu adalah mahar yang disepakati secara 
diam-diam, yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah jika mereka 
mengadakan akad nikah pertama kali secara terbuka dengan 
maskawin seribu dirham, kemudian dia mengadakan akad nikah 
untuk kedua kalinya secara tertutup dengan maskawin seratus 
dirham. 


Di antara para pengikut madzhab kami generasi pertama 
yakni kelompok ulama Khurasan ada yang berkata: Mengenai 
mahar tersebut ada dua jawaban yang berbeda. Jawaban pertama 
adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i. 


Jadi, bila wali itu berkata, “Aku kawinkan kamu dengan 
putriku dengan maskawin seribu dirham,” lalu calon suami 
menjawab, “Aku terima nikahnya dengan maskawin lima ratus 
dirham”, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar Mistil. 
Karena pernyataan ijab dan gabul tersebut tidak tercapai 
kesepakatan mengenai pemberian mahar yang sama. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Maskawin dapat 
berupa hutang dan uang tunai, yang sudah tiba masa 
pembayarannnya (telah jatuh tempo) maupun yang 
masih ditangguhkan hingga waktu tertentu. Karena 
akad nikah adalah akad manfaat. Sehingga akad nikah 
dapat diadakan dengan maskawin yang telah kami 
sebutkan, sama seperti ijarah. 


Pasal: Maskawin dapat berupa manfaat (jasa) 
seperti bekerja, mengajar Al Qur'an dan lain 
sebagainya, yakni manfaat yang hukumnya mubah 
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untuk dilakukan. Sesuai dengan firman Allah: 
"Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu 
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 
bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, ...” (Os. 
Al @ashash [28]: 27). Jadi, Nabi Syu'aib menjadikan 
pekerjaan menggembala ternak sebagai maskawin. 

Dan “Nabi & mengawinkan seorang perempuan 
yang menyerahkan dirinya untuk dikawinkan dengan 
seorang lelaki yang melamarnya dengan maskawin 
hafalan ayat Al Qur'an yang dimilikinya.” 


Maskawin tidak boleh berupa barang (manfaat) 
yang diharamkan, seperti khamer, mengajar Taurat, 
mengajar Al Qur'an pada perempuan kafir Dzimmi, 
yang tidak mempelajarinya karena mencintai Islam. 


Maskawin tidak boleh berupa barang yang 
mengandung gharar (ketidakpastian), seperti barang 
yang tidak ada wujudnya dan barang yang tidak 
diketahui. Maskawin tidak boleh berupa barang yang 
kepemilikannya belum sempurna, seperti barang yang 
dijual sebelum diterima. Maskawin tidak boleh berupa 
barang yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang 
minggat dan burung yang lagi terbang. 

Karena, maskawin itu merupakan alat tukar 
sewaktu akad, sehingga maskawin tidak boleh dengan 
perkara yang telah kami sebutkan, seperti alat tukar 
dalam jual beli dan ijarah. 

Tetapi, bila seseorang menikah dengan 
maskawin satu dari sekian perkara yang telah 
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disebutkan itu, maka pernikahan itu tidak batal. Karena 
rusaknya maskawin itu kurang lebih sama dengan tidak 
adanya maskawin. Karena jika pernikahan itu sah tanpa 
disertai adanya maskawin, maka pernikahan itu sah 
disertai dengan rusaknya maskawin tersebut. Namun 
wajib membayar mahar Mitsil. 


Karena perempuan itu tidak rela (memberikan 
manfaat itu) tampa alat tukar, padahal alat tukar itu 
belum diserahkan kepadanya, dan kesulitan 
mengembalikan manfaat yang diimbangi dengan alat 
tukar tersebut, sehingga wajib mengembalikan alat 
tukarnya. Sebagaimana kasus kalau seseorang menjual 
barang dengan alat bayar barang yang diharamkan, dan 
barang itu rusak di tangan pembeli tersebut. 


Penjelasan: 


Maskawin dapat berupa hutang maupun uang tunai. Jika 
berupa hutang, maka dapat berupa hutang yang sudah jatuh 
tempo atau yang masih ditangguhkan masa pembayarannya 
hingga waktu tertentu. Apabila hutang itu dikemukakan secara 
mutlak, maka hutang itu berupa hutang yang telah jatuh tempo, 
sebagaimana telah kami sampaikan dalam pembahasan alat bayar 
(Tsaman). 


Maskawin dapat berupa manfaat (jasa), yang dapat 
dijadikan objek akad ijarah, seperti manfaat (jasa) para budak, 
hewan ternak, tanah dan rumah. Karena perkawinan itu adalah 
akad manfaat, sehingga boleh dengan maskawin yang telah kami 
sebutkan sama seperti ijarah. 
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Cabang: Manfaat (jasa) orang merdeka dapat dijadikan 
maskawin, seperti pekerjaan menjahit, kerja bangunan, mengajar 
Al Qur`an dan manfaat serupa lainnya, yang dapat dijadikan 
sebagai objek ijarah. Demikian Malik & berpendapat. Hanya saja 
dia berkata: Maskawin berupa manfaat orang merdeka itu 
hukumnya makruh. Abu Hanifah berkata: Tidak dapat dijadikan 
maskawin. 


Dalil pendapat kami adalah firman Allah &: 


z Lp os s era ls >% DA v 
SA ale naaa Taa SH D A a 3 
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"Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu 
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
kamu bekerja denganku delapan tahun, ...” (Qs. Al @ashash (28): 
27. | 

Jadi, Alah menyebutkan bahwa pekerjaan 
menggembala ternak itu dapat dijadikan maskawin dalam syariat 
umat sebelum kita, dan Allah tidak menindaklanjutinya dengan 
pernyataan yang bernada penolakan maskawin tersebut. 


Juga hadits, “Nabi 4 mengawinkan seorang perempuan 
yang menyerahkan dirinya untuk dikawinkan dengan seorang lelaki 
yang melamarnya dengan maskawin hafalan ayat Al Qur 'an yang 


Perkiraan kata yang dibuang dari hadits itu adalah : 


mengajari ayat Al Qur`an yang dia miliki; karena Al Qur`an tidak 
dapat dijadikan maskawin. 
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Alasan lain, setiap manfaat yang dapat dimiliki melalui 
- akad ijarah, maka dapat dimiliki melalui akad nikah, seperti 
manfaat para budak dan tanah. 


' Cabang: Barang yang tidak dapat dijadikan objek jual 
beli, seperti anjing, babi, kotoran ternak, barang yang tidak 
diketahui, barang yang tidak ada wujudnya, barang yang belum 
sempurna kepemilikannya, dan beragam manfaat yang tidak dapat 
dijadikan objek ijarah, satu dari sekian perkara itu tidak dapat 
dijadikan maskawin. 

Karena maskawin itu merupakan alat tukar sewaku akad 
nikah, sehingga tidak sah menyebutkannya dalam akad nikah 
tersebut, sama seperti jual beli dan ijarah. 

Jika ketentuan maskawin ini diberlakukan seperti itu, 
maka bila akad nikah diadakan demi mendapatkan mahar yang 
batil (rusak) atau tidak diketahui barangnya, maka pernikahan itu 
tidak batal. Demikian Abu Hanifah dan mayoritas ulama 
berpendapat. 

= Malik berpendapat: Pernikahan itu hukumnya tidak sah. 
Al Masudi menceritakan bahwa pendapat Malik itu adalah jawaban 
Asy-Syafi'i dalam A/ Qadim, namun bukan jawaban yang unggul 
(masyhur) dari madzhab Asy-Syafi'i. 

Dalil pendapat kami adalah sabda Nabi &, 


or 0 z 2, os S y 2 r 7. < 
# r P 
“Tidak ada nikah (yang sah) kecuali dengan wali yang 


cakap serta dua orang saksi laki-laki yang adil.” 
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Nabi & tidak pernah memilah antara apakah mahar itu 
layak dijadikan mahar atau rusak. 


Alasan lain akad tersebut adalah akad nikah, sehingga 
tidak batal sebab rusaknya mahar tersebut. Sebagaimana kalau 
seseorang menikahi seorang perempuan dengan maskawin 
beberapa dirham yang dighashab orang lain. Imam Malik sepakat 
dengan kami hukum ini. | 


Alasan lain, karena pernikahan itu jika memiliki kekuatan 
hukum mengikat (sah) tanpa menyebutkan maskawin, maka lebih- 
lebih perkawinan yang disertai penyebutan maskawin sekalipun 
rusak. Namun jika nikah itu diakadkan dengan mahar yang rusak, 
maka perempuan itu berhak memperoleh mahar Mitsil atau mahar 
yang telah disebutkan. 


Dalil kami adalah bahwa perempuan itu mau terlibat 
dalam akad nikah itu didasari dengan janji bahwa dia akan 
mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad. Jika mahar itu 
belum diserahkan, dan perempuan itu “sulit menerima kembali 
kemaluannya, maka dia berhak meminta pertimbangan 
kemaluannya tersebut. 


Sebagaimana kalau seseorang membeli budak dengan 
pembelian yang batal, dan dia telah menerimanya dan mati di 
tangannya. 

Apabila seseorang mengawini.seorang perempuan dengan 
maskawin barang yang dijelaskan spesifikasinya yang dibayar 
dikemudian hari, maka suami itu wajib menyerahkan maskawin itu 
sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan itu. 

Abu Hanifah dan Ahmad berkata: Jika suami 
menghendaki, maka dia boleh menyerahkan barang yang telah 
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dijelaskan spesifikasinya dalam akad, dan jika dia menghendaki, 
maka dia boleh memberikan perimbangannya. 


Diriwayatkan dari Abu Hanifah mengenai kain yang 
dijadikan maskawin ada dua riwayat. 


Pertama: sama seperti pendapat Madzhab kami, suami 
boleh menyerahkan kain yang telah dijelaskan spesifikasinya dalam 
akad yang dibayarnya di kemudian hari. 


Kedua: Dia boleh menyerahkan perimbangan kain 
tersebut. 


Dalil kami adalah bahwa penyebutan mahar ini adalah 
penyebutan mahar yang sah, sehingga dia tidak memiliki 
kewenangan memilih antara menyerahkan maskawin yang 
disebutkan dalam akad dan menyerahkan perimbangannya, sama 
seperti penyebutan barang yang ditakar dan barang yang 
ditimbang. 


Cabang: Jika seorang perempuan berkata pada walinya, 
“Kawinkan aku tanpa maskawin atau dengan maskawin yang lebih 
sedikit dibanding maskawin dari golongan perempuan seperti 
dirinya”, para pengikut madzhab kami generasi pertama yakni 
kelompok ulama Baghdad meriwayatkan bahwa pernikahan itu 
hukum sah dalam semua masalah ini, dan perempuan itu berhak 
mendapatkan mahar Mitsifnya. 


Al Masudi berkata: Apakah pernikahan dalam semua 
masalah ini memiliki kekuatan hukum mengikat? Ada dua 
pendapat. 
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Al Masudi berkata: Di antara para pengikut madzhab Asy- 
Syafi'i generasi pertama ada yang berkata: Ulama sepakat 
pernikahan yang dilakukan oleh wakil wali tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat (tidak sah), karena wakil tersebut mengawinkan 
dengan menggantikan posisi wali. 


Pendapat yang lebih diunggulkan (Ashah) di kalangan para 
pengikut madzhab Asy-Syafi'i generasi pertama adalah riwayat 
yang pertama. Karena menurut kami pernikahan itu tidak rusak 
(batal) sebab rusaknya maskawin. Ini pendapat madzhab kami. 


Abu Hanifah berkata: Jika seorang wali mengawinkan 
putrinya yang masih belum cukup umur untuk kawin dengan 
maskawin yang lebih sedikit dibanding mahar Mitsil-nya, dan 
mahar tersebut nilainya tidak kurang dari batas minimum 
maskawin, yakni sepuluh dirham, maka penyebutan mahar itu sah. 


Dalil pendapat kami, bahwa anak perempuan jika dia 
mengizinkan pamannya untuk mengadakan akad nikah, lalu dia 
mengawinkannya dengan maskawi yang lebih sedikit dibanding 
mahar Mitsifnya, tanpa seizinnya, maka dia berhak meminta 
mahar mitsilnya. Demikian pula ayah dan kakek. 


Alasan lain, ayah dan kakek tidak memiliki kewenangan 
menjual harta anak perempuan yang belum cukup umur untuk 
kawin dengan harga yang lebih kurang dibanding alat bayar harta 
sejenisnya. Maka demikian pula keduanya tidak memiliki 
kewenangan mengawinkannya dengan maskawin lebih kurang 
daripada mahar mitsilnya. 


Apabila seseorang mengawinkan seorang perempuan 
asuhannya dengan maskawin tanah, barang dagangan, atau 
dengan uang selain mata uang yang berlaku di negara tersebut, 


678 | | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


apakah penyebutan maskawin itu sah? Sepengetahuanku tidak ada 
keterangan yang tegas mengenai masalah ini. 


Dalam arti bahwa perempuan itu tinggal di Mesir dan 
suami memberi maskawinnya dengan mata uang dolar, mata uang 
Australia, dinar Irak, Lira Suriah, Riyal Tarizah, atau Riyal Saudi 
Arabia. 


Tetapi, ketentuan hukum yang dikehendaki oleh Qiyas, 
jika wali tersebut ayah atau kakek, atau perempuan yang 
dinikahkan itu perempuan yang belum cukup umur untuk kawin, 
atau perempuan yang gila, maka penyebutan mahar itu sah, jika 
perimbangan mahar tersebut sama seperti mahar mitsilnya. 
Sebagaimana dia boleh membeli mahar itu untuknya dengan 
hartanya tersebut. 


Apabila walinya tersebut selain ayah dan kakek, yakni ahli 
waris Ashabah, atau wali tersebut ayah atau kakek, sementara 
perempuan yang dinikahkan itu orang yang sudah cukup umur 
untuk kawin (Balighah) serta berakal, maka mahar tersebut tidak 
sah. 


Terkecuali jika mahar tersebut berdasarkan seizin 
perempuan tersebut dan dia mengucapkannya secara lisan, karena 
dia tidak memiliki kewenangan mengurusi hartanya, tetapi dia 
hanya memiliki hak menjadi wali dalam akad nikahnya dengan 
mata uang yang berlaku di negara tersebut. 

Apabila perempuan yang hendak dinikahkan itu orang 
yang gila, dan bertindak selaku walinya adalah hakim, dan hakim 
melihat lebih baik mengawinkannya dengan maskawin berupa jenis 
barang dagangan -dan nilainya setara dengan mahar Mitsifnya—, 
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mahar tersebut sah, karena dia memiliki kewenangan mengurus 
hartanya. 


Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan, dan dia 
memberinya maskawin berupa mengajari Al Qur`an selama waktu 
yang. ditentukan, maka pernikahan tersebut sah, selama masa 
mengajar tersebut berkesinambungan dengan akad nikah tersebut, 
dan perempuan berhak menuntutnya mengajar Al Qur`an selama 
masa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan mengajar Al Our'an. 
Dan perempuan tersebut berhak menuntutnya mengajari apa pun 
dari Al Qur`an yang dia kehendaki. 


Apabila maskawin itu berupa jasa mengajar sebagian Al 
Qur`an, maka disyaratkan harus menyebutkan surah yang hendak 
dia ajarkan. 


Apabila dia memberi maskawin berupa jasa mengajar dua 
puluh ayat dari surah ini (Al Bagarah misalnya), namun sepuluh- 
sepuluh ayat itu tidak dijelaskan secara konkrit, maka ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Maskawin tersebut sah. 

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah, bahwa Nabi bertanya pada seorang lelaki yang 
melamar seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada 
Rasulullah, “Hafalan apa yang kamu miliki dari Al Qur`an?” Dia 
menjawab: Al Bagarah dan surah setelahnya. 

Lalu Rasulullah & mengucapkan ijab, “Aku kawinkan 
kamu dengan maskawin hafalan Al Qur'an yang kamu miliki 


dengan mengajarinya sebanyak dua puluh ayat” dan beliau tidak 
menjelaskannya secara rinci. 
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Kedua: Tidak sah. Karena masing-masing dari sepuluh 
ayat itu berbeda-beda. Adapun hadits tersebut, periwayat hanya 
meriwayatkan bolehnya jasa mengajar Al Qur`an dijadikan sebagai 
maskawin, dan tidak meriwayatkan selain maskawin. Tidak boleh 
menyifati Rasulullah & menyertakan maskawin yang tidak 
diketahui dalam akad nikah. 


Apakah disyaratkan harus menjelaskan bacaan yang 
hendak dia ajarkan, seperti bacaan Imam Nafi’, Ibnu Katsir dan 
lain sebagainya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
berbeda, keterangannya telah disampaikan dalam Ijarah. 


Apabila dia memberinya maskawin berupa jasa mengajar 
sebuah surah, yang dia sendiri tidak hafal surah tersebut, —maka 
bila pemberian maskawin tersebut dengan syarat pengajaran surah 
tersebut harus berhasil diperolehnya (tidak peduli siapa yang 
mengajarinya), maka pemberian mahar tersebut sah- dan dia harus 
menyewa mahramnya atau perempuan yang mengajarinya, atau 
dia sendiri berjalar surah tersebut secara langsung, kemudian dia 
mengajarkannya. 

Apabila pemberian maskawin itu dengan syarat harus 
diajarkan langsung oleh suami sendiri, maka ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Maskawin tersebut sah. Sebagaimana kalau dia 
memberinya maskawin uang seribu dirham, yang akan dibayarnya 
dikemudian hari, padahal dia tidak memiliki apa pun. 

Kedua: Tidak sah. Sebagaimana kalau dia memberinya 


maskawin berupa jasa pekerjaan budak, yang mana dia tidak 
memilikinya. 
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Apabila dia memberinya maskawin berupa jasa mengajar 
sebuah surah, lalu istri tersebut membawa perempuan lain selain 
perempuan yang disewa untuk mengajarinya, menggantikan posisi 
perempuan tersebut yang disewa suami, apakah suami itu tetap 
berkewajiban mengajarinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Suami tetap berkewajiban mengajarinya. 
Sebagaimana kalau istri tersebut menyewa hewan tunggangan (alat 
transportasi) yang diperoleh dari suami tersebut agar dia 
menaikinya menuju suatu negeri, lalu dia berkeinginan menaiki 
hewan tunggangan lain yang sama (sejenis). 


Kedua: Suami tidak berkewajiban mengajarinya. Karena 
dia memiliki orentasi tersendiri dalam mengajarinya. Karena 
pengajaran perempuan yang disewanya lebih menentramkan 
dirinya, karena dia sangat menikmati lantunan suara selain 
perempuan tersebut. 


Alasan lain, dia memberinya maskawin berupa manfaat 
fasa) perkara tertentu, sehingga dia tidak berkewajiban 
memberikan jasa selain perkara yang telah ditentukan tersebut. 
Sebagaimana kalau dia memberinya maskawin berupa jasa 
menjahit kain yang telah dia tentukan, lalu perempuan itu datang 
membawa kain lain agar dia menjahitnya, maka dia tidak 
berkewajiban menjahit kain yang dibawanya tersebut. 


Apabila suami itu telah mengajarinya, lalu dia sudah hafal, 
kemudian dia lupa, Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Masalah 
tersebut harus dilihat, jika dia mengajarinya kurang dari seayat, lalu 
dia melupakannya, maka pengajaran itu dianggap belum dilakukan 
sebab lupa tersebut. 
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Berapakah standar ayat yang jika dia telah 
mengajarkannya kepadanya, dia telah keluar dari tanggungan 
kewajiban mengajar? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Pertama: Minimal satu ayat. Karena perkataan mengajar 
itu dapat ditujukan pada mengajar satu ayat. Jadi, bila 
berpedoman pada pendapat ini, maka jika dia telah mengajarinya 
satu ayat, lalu istrinya itu melupakannya, maka dia tidak 
berkewajiban mengajarinya untuk kedua kalinya mengenai ayat 
tersebut. 


Kedua: Minimal satu surah. Karena kurang dari satu 
surah, menurut adat yang berlaku bukanlah disebut mengajar. Ibnu 
Ash-Shabbagh menuturkan bahwa jika dia telah mengajarinya 
sebanyak tiga ayat, maka ulama syafi'iyah sepakat mengenai 
gugurnya tanggungan kewajiban mengajar dari suami tersebut. 
Apakah mengajar satu atau dua ayat menggugurkan tanggungan 
mengajar darinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
berbeda. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila lelaki kafir 
menikahi perempuan kafir dengan maskawin berupa 
barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, seperti 
khamer dan babi, kemudian keduanya masuk Islam, 
atau keduanya menyerahkan keputusan hukum kepada 
kita sebelum Islam, maka aku perlu meneliti ulang 
masalah tersebut. 


Jika peristiwa tersebut terjadi sebelum serah 
terima maskawin, maka maskawin yang disebutkan 
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dalam akad nikah gugur, dan wajib membayar mahar 
mitsil. Karena tidak mungkin memaksanya 
menyerahkan maskawin berupa barang yang 
diharamkan tersebut. 


Sedang jika peristiwa itu terjadi setelah serah 
terima maskawin, tanggungannya dari maskawin yang 
wajib dibayarnya dikemudian hari telah bebas. 
Sebagaimana kalau kedua pihak mengadakan akad jual 
beli dengan jual beli yang fasid, dan keduanya sudah 
melakukan serah terima. 


Jika sebagian maskawin telah diterima, 
tanggungannya dari maskawin yang telah diserahkan itu 
sudah bebas, dan wajib membayar sebagian yang tersisa 
sesuai standar mahar mitsilnya. Jadi, bila maskawin itu 
sepuluh botol khamer, lalu lima dari sepuluh botol itu 
sudah diterima, maka ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Yang dijadikan bahan pertimbangan 
adalah jumlah maskawin, sehingga dia terbabas dari 
separuh maskawin, dan perempuan tersebut berhak 
memperoleh separuh dari mahar mitsilnya. Karena 
sepuluh botol khamer itu tidak berharga, sehingga 
semua botol itu sama dengan satu botol khamer, 
sehingga separuh maskawin gugur, dan wajib 
membayar separuh mahar mitsil. 


Kedua: Yang dijadikan bahan pertimbangan 
adalah takaran maskawin, karena takaran lebih terukur. 
Apabila dia memberi maskawin sepuluh ekor babi, dan 
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lima dari sepuluh ekor babi itu sudah diterima, maka 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Yang dijadikan bahan pertimbangan 
adalah jumlah maskawin yang telah diserahkan, 
sehingga dia bebas dari separuh maskawin, dan 
perempuan itu berhak memperoleh separuh mahar 
mitsilnya. Karena, sepuluh ekor babi itu tidak berharga, 
sehingga semuanya sama dengan satu. 


Kedua: Yang dijadikan bahan pertimbangan 
adalah hartanya yang berharga, yakni kambing. 
Sehingga diasumsikan, kalau sepuluh ekor babi itu 
diasumsikan kambing, maka berapa harga kambing 
yang telah diterima dari kesepuluh ekor kambing itu, 
maka dia bebas dari maskawin tersebut sesuai dengan 
kadar maskawin yang telah diserahkan, dan wajib 
membayar sisa maskawin sesuai dengan porsi mahar 
mitsilnya yang tersisa. 

Karena tatkala maskawin itu tidak berharga, 
maka yang dijadikan pertimbangan adalah hartanya 
yang berharga. Sebagaimana orang merdeka 
disesuaikan budak dalam hal jinayat yang dendanya 
tidak memiliki standar pasti. 

Pasal: Apabila seseorang memerdekakan budak 
perempuannya secara bersyarat, yakni dia mau 
menikah dengannya, dan menjadikan kemerdekaannya 
itu sebagai maskawinnya, dan budak perempuan itu 
menerimanya, maka budak perempuan itu tidak terikat 
kewajiban menikah dengan lelaki yang 
memerdekakannya tersebut. Karena, kemerdekaannya 
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itu mendahului akad nikah tersebut, sehingga akad 
nikah itu tidak mengikat. 

Sebagaimana kalau seseorang berkata pendapat 
seorang perempuan, silahkan ambil uang seribu ini 
dengan syarat kamu mau menikah denganku. Budak 
perempuan itu merdeka, karena dia memerdekakannya 
dengan syarat yang batal, sehingga syarat itu gugur 
dengan sendirinya, dan kemerdekaan itu tetap berlaku. 


Sebagaimana kalau dia berkata pada budaknya, 
“Bila kamu menanggung khamerku, maka kamu 
merdeka”, lalu budak tersebut menanggung khamernya. 


Lelaki tersebut berhak menuntut perimbangan 
harga budak perempuan tersebut, karena dia tidak 
merelakan kemerdekaannya kecuali dengan alat tukar, 
padahal alat tukar itu tidak diserahkan padanya, dan dia 
kesulitan untuk mengembalikan status budak 
perempuan tersebut, sehingga dia berhak menuntut 
perimbangan harga budak perempuan tersebut. 


Sebagaimana kalau seseorang menjual budak 
dengan alat tukar berupa barang yang diharamkan, dan 
budak tersebut meninggal di tangan pembeli tersebut. 


Apabila lelaki tersebut mengawininya setelah 
kemerdekaan budak perempuan tersebut dengan 
maskawin perimbangan harganya, dan keduanya sama- 
sama tidak mengetahui standar harganya, maka mahar 
tersebut adalah mahar yang fasid (tidak sah). 


Abu Ali bin Khairan berkata: Mahar tersebut 
sah. Sebagaimana kalau dia menikahi budak 
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perempuan tersebut dengan mahar berupa budak laki- 
laki, yang mana keduanya sama-sama tidak mengetahui 
berapa harganya budak laki-laki tersebut. 


Ini pendapat yang keliru, karena mahar dalam 
kasus tersebut adalah budak laki-laki, dan mahar 
tersebut barang yang diketahui wujudnya, sedangkan 
mahar dalam kasus ini adalah harga budak perempuan 
tersebut, dan harga tersebut tidak diketahui nilainya, 
sehingga menikahi budak perempuan dengan mahar 
harga budak perempuan tersebut tidak boleh. 


Apabila seseorang berniat melakukan hailah 
(cara yang cerdas yang mengalihkan sesuatu dari fakta 
yang sebenarnya, untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu), agar kemerdekaannya terjadi dan dia menikah 
dengannya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Yakni pendapat Abi Ali bin Khairan, 
keinginan hailah itu mungkin sekali dia lakukan, 
misalnya dia mengatakan, “Bila menurut 
sepengetahuan Allah bahwa aku jika memerdekakanmu, 
maka menikahlah kamu denganku, maka kamu adalah 
perempuan yang merdeka.” 

Jadi, bila budak perempuan itu menikah 
dengannya, maka kita mengetahui bahwa syarat 
kemerdekaan itu telah terpenuhi, sedangkan jika budak 
perempuan itu tidak menikah dengannya, maka kami 
mengetahui bahwa syarat kemerdekaan itu tidak 
terpenuhi. 
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Kedua: Keinginan hailah tersebut tidak boleh, 
kemerdekaan itu tidak terjadi, dan pernikahan tersebut 
tidak sah. Karena faktor yang menghalangi pernikahan 
budak perempuan tersebut, yang mana kami 
meragukan status perempuan yang dinikahi tersebut 
apakah dia perempuan merdeka atau berstatus budak, 
pernikahan disertai keraguan status itu tidak sah. 


Jadi, jika pernikahan itu tidak sah, maka budak 
perempuan tersebut belum merdeka, karena syarat 
kemerdekaannya itu tidak terpenuhi. 


Apabila seorang perempuan memerdekakan 
budak laki-laki dengan syarat dia menikah dengannya, 
dan budak laki-laki itu menerima syarat tersebut, maka 
dia merdeka, dan dia tidak terikat kewajiban menikah 
dengannya, sesuai dengan alasan yang telah kami 
sebutkan dalam masalah budak perempuan. 


Dan dia tidak dikenai kewajiban membayar 
perimbangan harganya, karena pernikahan itu adalah 
hak budak laki-laki tersebut, sehingga kasus tersebut 
seperti kalau perempuan tersebut memerdekakannya 
dengan syarat perempuan tersebut memberinya barang 
yang lain di samping kemerdekaannya tersebut. 


Budak laki-laki berbeda dengan budak 
perempuan, karena pernikahan budak perempuan itu 
adalah hak orang yang memerdekakannya. Jadi, jika 
hak tersebut tidak pernah diserahkan kepada orang 
yang telah memerdekakannya, maka orang yang telah 
memerdekakannya itu berhak menuntut perimbangan 
harganya kepada budak perempuan tersebut. 
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Apabila seseorang berkata pada orang lain, 
“Merdekakan budakmu mewakili diriku, dengan syarat 
aku akan mengawinkanmu dengan putriku”, lalu dia 
memerdekakannya, maka dia tidak terikat kewajiban 
menikahinya, sesuai dengan alasan yang telah kami 
sebutkan. 


Apakah dia dikenai kewajiban membayar 
perimbangan harga budak tersebut? ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, sesuai dengan 
kedua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i 
(Maulaani) dalam masalah orang yang berkata pada 
orang lain, “Merdekakan budakmu dari dirimu, dan aku 
berkawajiban menanggung harga seribu”, lalu dia 
memerdekakannya. 


Pertama: Dia tidak dikenai kewajiban membayar 
perimbangan harganya, sebagaimana kalau dia berkata, 
“Merdekakan budakmu mewakiliku, yang mana aku 
wajib menanggung harganya seribu.” Kedua: Dia tidak 
dikenai kewajiban membayar perimbangan harganya, 
karena dia menyerahkan alat tukar atas sesuatu yang 
tidak mengandung manfaat baginya. 


Penjelasan: 


Jika dua orang kafir dzimmi melapor kepada hakim kaum 
muslimin, agar dia mengambil keputusan hukum di antara 
keduanya dalam memulai akad nikah, yang belum pernah 
diputuskan di antara kaum muslimin, maka jika perempuan yang 
dinikahkan itu statusnya masih gadis perawan, maka ayah dan 
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kakeknya boleh memaksanya (untuk mengawinkannya), sedang 
bila dia berstatus janda, maka mengawinkannya tidak sah kecuali 
-~ dengan seizin darinya. 


Apabila wali tersebut menolak mengawinkannya, maka 
hakim kaum muslimin dapat mengawinkannya, karena dia dapat 
menjadi wali hakim perempuan tersebut. 


Apabila keduanya memohon keputusan hukum untuk 
tetap melanjutkan akad nikah tersebut, maka keputusan hakim 
mengesahkan akad nikah tersebut tidak diterima dengan alasan 
apa pun. 


Tetapi masalah tersebut perlu diteliti ulang, bila 
perempuan yang dikawinkan itu termasuk orang yang mana lelaki 
itu sejak awal tidak boleh menikahinya dalam kondisi seperti ini, 
maka hakim memisahkan antara keduanya. 


Apabila perempuan yang dikawinkan itu termasuk orang 
yang mana lelaki itu sejak awal boleh menikahinya, maka hakim 
boleh langsung memberikan keputusan hukum kepada keduanya 
mengenai sahnya pernikahan perempuan tersebut. 


Walaupun akad nikahnya dilakukan oleh wali yang tidak 
cacat hukum, atau tanpa dihadiri saksi, karena akad nikah tersebut 
telah berlangsung ketika masih dalam dunia kemusyrikan, sehingga 
tidak boleh memeriksa ulang dan mengoreksi keabsahan akad 
nikah tersebut, karena hal itu hanya akan mendatangkan kesulitan, 
dan menjauhkan mereka untuk turut serta menaati peraturan kaum 
muslimin. 


Mengenai makna ini, turun firman Allah &, 
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Pat BE AAN TK NE 
= “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)” (Os. Al 
Baqarah (2): 278). 
Jadi, Allah & menyuruh mereka meninggalkan sisa riba 
yang ada pada diri mereka, dan memaafkan riba yang telah 
dipungut ketika masih dalam dunia kemusyrikan. 


Apabila kedua kafir dzimmi itu memohon keputusan 
seputar maskawin, atau keduanya sudah masuk Islam dan 
memohon keputusan hukum, maka bila dia telah memberinya 
maskawin yang sah, maka maskawin itu dihukumi sah. 


Apabila dia memberinya maskawin yang fasid, seperti 
khamer dan babi, maka bila perempuan yang dikawinkan itu telah 
menerima semua maskawin itu ketika masih dalam dunia 
kemusyrikan, maka semua maskawin itu gugur dari suami tersebut, 
dan tanggungannya untuk membayar maskawin sudah bebas. 

Karena, maskawin yang telah diterima ketika masih dalam 
dunia kemusyrikan, (hakim) tidak boleh membatalkannya, sesuai 


dengan ayat yang telah kami sebutkan. Dan karena firman 
Allah &, 


or os o AIRS r r EA 2 
“A a 32 Sai j3 


SAW 


“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, “Jika 
mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 691 


mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu?” 
(Os. Al Anfaal (8): 38). 


Apabila perempuan dzimmi itu belum menerima 
maskawin sedikitpun, maka hakim memutuskan batalnya 
maskawin yang disebutkan dalam akad tersebut, dan menetapkan 
bahwa perempuan dzimmi tersebut berhak memperoleh mahar 
mitsilnya yakni berupa mata uang negara tersebut. 


Abu Hanifah berkata: Hakim tidak boleh memutuskan 
bagi perempuan dzimmi tersebut kecuali maskawin yang telah 
disebutkan untuk dirinya. 


Dalil pendapat kami adalah bahwa Tidaklah mungkin 
hakim memutuskan hukum yang merugikan perempuan dzimmi 
tersebut dengan menyerahkan maskawin yang disebutkan dalam 
akad karena rusaknya maskawin tersebut, sehingga hakim harus 


memutuskan perempuan tersebut berhak memperoleh mahar yang 
sah. 


Apabila perempuan dzimmi itu telah menerima sebagian 
maskawin ketika masih dalam dunia kemusyrikan, dan masih ada 
sisa sebagian yang belum diterima, maka sebagian dari maskawin 
itu gugur sesuai dengan menghitung porsi maskawin yang telah dia 
terima, yakni maskawin yang disebutkan dalam akad, dan dia 
berhak memperoleh mahar Mitsil dengan menghitung maskawin 
yang telah dia terima, yakni maskawin yang disebutkan dalam 
akad. 


Karena, kalau dia telah menerima semua maskawin, maka 
dia diputuskan tidak berhak menerima apa pun. Dan kalau dia 
belum menerima apa pun, maka dia diputuskan berhak menerima 
mahar mitsilnya. 
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Jadi, jika dia telah menerima sebagian maskawin, dan 
masih tersisa sebagian maskawin yang belum diterima, maka 
mahar mitsil baik yang telah diterima maupun yang belum diterima 
gugur. 


Jika ketentuannya benar seperti ini, maka bila kafir 

dzimmi itu telah memberinya maskawin sepuluh botol khamer, lalu 

perempuan dzimmi itu telah menerima sebagian dari sepuluh botol 

khamer tersebut, maka jika kesepuluh botol itu besarnya sama, 

tidak ada sebagian yang lebih besar dibanding sebagian yang lain, 
maka maskawin itu dibagi sesuai dengan jumlah khamer tersebut. 


Jadi, bila dia telah menerima lima botol khamer, maka 
separuh maskawin gugur darinya, dan istri berhak mendapatkan 
separuh mahar mitsilnya. 


Apabila kesepuluh botol itu berlainan, maka ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Yakni pendapat Abu Ishag, maskawin itu 
gugur sesuai dengan jumlah khamer tersebut, karena khamer 
tersebut tidak berharga, sehingga kecil maupun besar hukumnya 
sama. 


Kedua: Maskawin gugur sesuai dengan takaran khamer 
tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: pendapat yang pertama 
adalah pendapat yang lebih mendekati Qiyas. Karena, tidak 
mungkin memperhitungkan takaran khamer tersebut. 


Apabila dia memberinya maskawin sepuluh ekor babi atau 
sepuluh ekor anjing, dan perempuan dzimmi itu telah menerima 
lima ekor, maka ada tiga pendapat yang berbeda. 
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Pertama: Abu Ishag berkata: Maskawin dihitung sesuai 
dengan jumlah maskawin, baik dalam maskawin itu ada yang kecil 
maupun yang besar, sehingga separuh maskawin tersebut gugur, 
dan dia berhak mendapatkan separuh mahar mitsilnya: karena 
semua maskawin itu tidak berharga, sehingga semua maskawin 
babi itu sama (nilainya). 


Kedua: Maskawin diperhitungkan sesuai dengan 
perbedaan fisik kesepuluh ekor babi tersebut, jadi dua ekor babi 
yang kecil digabung jadi satu, dan diletakkan sebagai penyeimbang 
yang besar atau yang kecil, dan keduanya diletakkan sebagai 
penyeimbang dua ekor yang sedang, dan maskawin itu gugur 
sesuai dengan perbedaan tersebut. 


Ketiga: Yakni pendapat Abu Al Abbas bin Suraij, 
dianalogikan: kalau kesemua babi atau anjing ini diasumsikan 
termasuk batang yang boleh dijual, berapakah perimbangan 
harganya? Maka maskawin tersebut gugur sesuai dengan besaran 
harga tersebut. Karena tidak mungkin menghitungnya sesuai 
dengan jumlahnya. 


Sehingga kesepuluh ekor babi atau anjing itu dihitung 
dengan selain jumlahnya. Sebagaimana penghitungan yang telah 
kami sampaikan dalam jinayat atas orang yang merdeka, yang 
tidak memiliki denda yang pasti, maka diasumsikan bahwa jinayat 
itu dihitung sesuai dengan jinayat atas budak. 


Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Asy-Syaikh Abu Ishaq 
berkata: Bedasarkan pendapat Ibnu Suraij ini, maka diasumsikan 
kalau kesepuluh babi atau anjing itu adalah kambing, karena babi 
atau anjing itu lebih mendekati kambing (dalam segi fisiknya). 
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Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Pendapat ini tidak benar, 
karena kambing itu bukan dari jenis babi maupun anjing, sehingga 
babi atau anjing itu dalam penghitungannya disesuaikan dengan 
kambing, lain halnya dengan orang merdeka dan budak. 


Berdasarkan pendapat Ibnu Ash-Shabbagh ini, babi atau 
anjing itu harus ditentukan harganya sesuai dengan harga kambing 
yang mana orang-orang kafir dzimmi itu memperjualbelikannya di 
tengah-tengah mereka, agar harga itu dapat dijadikan standar 
ukuran, karena kambing tersebut barang berharga menurut syara’, 
sebagaimana diasumsikan kalau babi atau anjing itu boleh 
diperjualbelikan. 


Asy-Syirazi berkata: Di dalam maskawin berlaku 
khiyar pengembalian karena cacat. Karena tuntutan 
akad yang mutlak menghendaki selamatnya maskawin 
dari kecacatan tersebut. sehingga di dalam maskawin 
ini berlaku khiyar pengembalian tersebut, sama seperti 
alat tukar dalam jual beli. 


Di dalam maskawin tidak berlaku khiyar syarat, 
dan tidak pula khiyar majlis, karena maskawin adalah 
salah satu dari kedua alat tukar dalam pernikahan, 
sehingga di dalam maskawin ini tidak berlaku khiyar 
syarat dan khiyar majlis, sama seperti kemaluan. 


Alasan lain, khiyar syarat dan khiyar majlis 
diberlakukan guna menghindari kerugian, sedang 
maskawin tidak dibangun berdasarkan resiko kerugian 
yang harus ditanggung. Jadi, bila dalam maskawin ini 
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ditentukan persyaratan adanya khiyar syarat, Asy-Syafi'i 
berkata: Pernikahan batal. 


Di antara ulama syafi'iyah ada yang meletakkan 
jawaban Asy-Syafi'i itu sebagai sebuah jawaban yang 
tersendiri, karena maskawin itu salah satu dari kedua 
alat tukar: dalam pernikahan, sehingga pernikahan 
tersebut batal dengan adanya persyaratan khiyar syarat 
dalam maskawin tersebut, sama seperti kemaluan. 


Sebagian mereka ada yang berkata: Pernikahan 
tidak batal. Yakni pendapat yang shahih dari para 
pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Sebagaimana pernikah- 
an itu tidak batal tatkala mahar yang dijanjikan itu 
berupa khamer atau babi. 


Komentar Asy-Syafi'i tersebut diarahkan pada 
kasus jika khiyar syarat itu dijadikan persyaratan dalam 
maskawin dan sekaligus pernikahan, dan wajib mem- 
bayar mahar mitsil. Karena persyaratan khiyar syarat 
tersebut tidak ada kecuali dengan menambahi bagian 
atau mengurangi bagian. 


Jadi, jika syarat tersebut gugur, maka wajib pula 
menggugurkan sesuatu yang menjadi perimbangannya, 
sehingga maskawin yang tersisa jumlahnya jadi tidak 
diketahui, sehingga wajib membayar mahar mitsil. 

Apabila seorang lelaki mengawini seorang 
perempuan dengan maskawin uang seribu dirham, 
dengan syarat lelaki itu tidak mengambil budak 
perempuan sebagai gundik (wanita yang dipelihara 
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tanpa nikah), atau tidak menikahi budak perempuan 
tersebut, maka maskawin tersebut batal. 


Karena syarat tersebut adalah syarat yang batal, 
yang dikaitkan pada maskawin tersebut, sehingga syarat 
tersebut membatalkan maskawin tersebut, dan wajib 
mahar mitsil, sesuai dengan alasan yang telah kami 
sebutkan dalam pembahasan syarat khiyar tersebut. 


Penjelasan: 


Asy-Syafi'i berkata, “Jika pernikahan itu diikat dengan 
maskawin uang seribu dirham dengan syarat ayah perempuan 
yang dinikahkan itu berhak mendapatkan uang seribu dirham yang 
lain, maka mahar tersebut fasid.” 


Garis besar dari pernyataan Asy-Syafi'i itu adalah bahwa 
jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin 
uang seribu dirham, dengan syarat ayah atau pamannya berhak 
mendapatkan uang seribu dirham yang lain, maka pernikahan itu 
sah, sedangkan maskawin tersebut batal. Pernikahan itu dihukumi 
sah, karena sahnya pernikahan itu tidak memerlukan sahnya 
maskawin. 


Sedang batalnya maskawin itu, karena pernyataan ijab 
dari wali, “Dengan syarat ayahnya berhak mendapatkan uang 
seribu dirham”, jika yang dia maksud itu total dua ribu dirham itu 
sebagai maskawin perempuan tersebut, maka maskawin tidak ada 
yang berhak memilikinya kecuali istri. Jadi, jika syarat tersebut 
batal, maka gugur pula maskawin tersebut. 
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Perempuan tersebut telah mengurangi maskawinnya, guna 
menutupi syarat tersebut, dan jika syarat tersebut gugur, maka 
bagian maskawin yang telah dia kurangi karena syarat tersebut 
wajib dikembalikan pada maskawin tersebut, dan bagian maskawin 
yang berkurang itu tidak diketahui jumlahnya. 


Sementara sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya bila 
digabungkan pada sesuatu yang diketahui jumlahnya, maka 
semuanya menjadi sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya. 


Kalau seorang lelaki memberinya maskawin yang tidak 
diketahui jumlahnya, maka maskawin tersebut tidak sah, dan 
perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya berapa 
pun standar mahar mitsilnya. 


Asy-Syafi'i dalam A/ Qadim berkata: Jika seorang lelaki 
menikahi seorang perempuan dengan maskawin uang seribu 
dirham, dengan syarat ayahnya berhak mendapatkan uang sebesar 
seribu dirham, dan ibunya berhak pula mendapatkan uang sebesar 
seribu dirham, maka pernikahan tersebut hukumnya sah, dan dia 
berhak memiliki uang sebesar tiga ribu dirham. Demikian pula, 
Malik berpendapat. 


Abu Ali bin Abu Hurairah berkata: Jadi menurut pendapat 
Al Qadim ini, kesimpulannya bahwa dua ribu dalam masalah 
pertama jadi milik istri. Pendapat ini kontradiktif dengan pendapat 
yang diriwayatkan oleh Al Muzani. 


Asy-Syafii telah menyebutkannya dalam A Umm 
mengenai masalah sebelum masalah ini. Pendapat pertama 
pendapat yang lebih shahih, karena dia hanya memberinya 
maskawin uang sebesar seribu dirham tidak lebih, sedang uang 
yang disyaratkan berhak dimiliki ayahnya dan ibunya, keduanya 
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tidak berhak menerimanya, dan istri tidak pula berhak 
menerimanya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan 
dalam masalah sebelum masalah ini. 


Jika ketentuannya benar seperti ini, maka Al Muzani telah 
menyebutkan setelah menerangkan masalah pertama: kalau 
seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan maskawin 
uang sebesar seribu dirham, dan dengan syarat dia memberi ayah 
perempuan tersebut seribu yang lain sebagai pemberian secara 
Cuma-Cuma, dan perempuan tersebut berhak mencegahnya, dan 
mengambilnya dari ayahnya, karena seribu itu adalah hibah 
(pemberian) yang belum diterima atau Wakalah. 


Ulama Syafi'iyah berkata: Al Muzani telah melakukan 
kesalahan dalam meriwayatkan. Tidak ada perbedaan antara 
masalah ini dengan masalah pertama, dan mahar tersebut 
dihukumi fasid. Sedang Al Muzani hanya meriwayatkan jawaban 
masalah yang ketiga: Asy-Syafi'i telah menyebutkannya dalam A/ 
Umm. 


Yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan 
dengan maskawin uang sebesar dua ribu dirham, dengan syarat 
perempuan tersebut memberi ayahnya uang seribu dari dua ribu 
tersebut, maka maskawin tersebut boleh, karena dia telah memiliki 
dua ribu itu melalui akad nikah tersebut, sedang syarat yang 
disebutkan suaminya, yakni memberi ayahnya seribu dirham, tidak 
mengikatnya. 

Karena, jika seribu itu hibah dari perempuan tersebut, 
maka hibah itu tidak mengikatnya sebelum diterima, atau melalui 
mekanisme Wakalah dari perempuan tersebut untuk ayahnya 
mengenai penerimaan seribu tersebut. Namun, mekanisme 
tersebut tetap tidak mengikatnya, dan jika mekanisme itu tidak 
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mengikatnya, maka mekanisme tersebut gugur, namun hal itu 
tidak mempengaruhi keabsahan maskawin. 


Karena, perempuan tersebut tidak mengurangi maskawin- 
nya sedikitpun karena adanya syarat ini, dan suami tidak harus 
menambah maskawinnya agar dia memberi ayah perempuan yang 
dinikahinya tersebut, karena tidak ada manfaat apa pun baginya 
dalam pemberian tersebut. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Demikian juga, jika dia 
memberinya maskawin uang sebesar dua ribu dirham, dengan 
syarat (calon) suami itu memberi seribu dari dua ribu itu kepada 
ayahnya, maka syarat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan 
maskawin. 


Karena seribu itu adalah pemberian (hibah) dari 
perempuan yang dinikahinya atau Tauki/ dalam menerima uang 
dua ribu dirham tersebut, dan menyerahkannya kepada 
perempuan tersebut. Suami tidak berhak melakukan hal tersebut. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Makna syarat ini 
menurutku adalah bahwa dia tidak menghendaki pernyataan 
tersebut sebagai syarat. Tetapi, dia menikahinya dengan maskawin 
uang sebesar dua ribu dirham. 


Terkecuali jika perempuan yang dinikahinya itu boleh 
memberi ayahnya seribu, dan dia sendiri memberi ayah 
perempuan yang dinikahinya itu seribu, maka hukumnya seperti 
yang telah kami sebutkan. 

Adapun jika dia mengeluarkan pernyataan tersebut 
sebagai syarat, maka maskawin harus dihukumi fasid. Karena 
suami itu tidak pernah menyerahkan maskawin itu kepadanya 
dengan kepemilikan yang sempurna, sehingga maskawin itu batal. 


700 || Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Ash-Shaimuri meriwayatkan pendapat ini dari sebagian Ulama 
Syafi'iyah. 


Kemudian Ash-Shaimuri berkata: Pendapat tersebut 
merupakan Qiyas Tahgig, kalau pernikahan tersebut tergolong 
akad Mu'awadhah, dan tidak mengandung tujuan membebaskan 
diri (dari pembayaran maskawin). Adapun selain itu, maka 
maskawin tidak batal. 


Cabang: Jika seorang lelaki menikahi seorang 
perempuan dengan maskawin uang sebesar seribu dengan syarat 
dia mencampurinya malam dan siang. 


Atau dengan syarat dia menafkahinya, memberinya 
pakaian, dan mengajaknya pergi, dengan syarat perempuan 
tersebut tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin dirinya, 
maka pernikahan tersebut sah, dan syarat tersebut tidak 
mempengaruhi keabsahan maskawin tersebut. Karena, syarat itu 
semua bagian dari tuntutan akad nikah. 


Apabila suami menyebutkan syarat bahwa dia berhak 
menikahi budak perempuan atau mengambil budak perempuan 
sebagai gundik, maka pernikahan tersebut sah, dan syarat tersebut 
tidak mempengaruhi keabsahan maskawin, karena tidak mereduksi 
tuntutan akad nikah tersebut. 


Apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan 
dengan maskawin uang sebesar seratus dirham, dengan syarat dia 
tidak akan menikahi budak perempuan atau tidak akan 
mengambilnya sebagai gundik, atau dengan syarat dia tidak akan 
mengajaknya berpergian, atau dengan syarat dia tidak akan 
berbicara dengan ayah dan ibunya. 
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Atau dengan syarat dia tidak akan memenuhi kebutuhan 
sandangnya dan tidak akan menafkahinya, atau dengan syarat 
perempuan yang dinikahinya itu boleh keluar dari rumahnya 
kapanpun dia menghendaki, maka pernikahan tersebut sah, 
sedang syarat dan maskawin tersebut fasid. Demikian pula, Malik 
dan Abu Hanifah berpendapat. 


Ahmad berkata: Syarat tersebut sah, dan ketika suami itu 
tidak memenuhi syarat pada istrinya, maka berlaku khiyar baginya 
untuk merusak pernikahan tersebut. Keterangan tersebut 
diriwayatkan dari Umar #5, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, 
Syuraih, dan Abi Asy-Sya'tsa' 4. 


Dalil pendapat kami adalah sabda Nabi $, 


JI AS GEA 


“Seluruh syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah 
adalah batil.” 


84 


Syarat ini tidak terdapat dalam Kitabullah. Perempuan 
tersebut berhak mendapatkan mahar mitsilnya. 


Karena dia mengabaikan bagian dari maskawin tersebut 
karena syarat tersebut. Jadi, jika syarat tersebut gugur (tidak dapat 
dipenuhi), maka wajib mengembalikan bagian maskawin (yang 
berkurang) tersebut, dan bagian tersebut nilainya tidak diketahui. 
Jika maskawin berubah menjadi sesuatu yang tidak diketahui 
(nilainya), maka dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya. 


Abu Ali bin Khairan berkata: Perempuan tersebut berhak 
mendapatkan nilai minimum dari kedua perkara, yakni maskawin 
yang disebutkan dalam akad atau mahar mitsil. Pendapat yang 
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diunggulkan (A/ Madzhab) di kalangan Ulama Syafi'iyah adalah 
pendapat yang pertama. Karena maskawin yang disebutkan dalam 
akad tidak lagi diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan adalah 
mahar mitsil. 


Apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan 
dengan maskawin uang seribu dirham jika dia tidak membawa 
pergi perempuan tersebut keluar dari negaranya, dan dengan 
maskawin uang sebesar dua ribu dirham jika dia membawa 
perempuan tersebut keluar dari negaranya, maka maskawin 
tersebut hal yang fasid, dan perempuan tersebut berhak 
mendapatkan mahar mitsilnya. 


Abu Hanifah berkata: Apabila syarat pertama dipenuhi 
terhadap perempuan tersebut, maka perempuan berhak 
mendapatkan maskawin seribu, dan jika tidak dipenuhinya, maka 
dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya. 


Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Kedua syarat tersebut 
dapat dipenuhi. Dalil pendapat kami adalah bahwa lelaki tersebut 
mau terikat dalam akad nikah itu atas dasar pilihan antara dua alat 
tukar, sehingga alat tukar tersebut hal yang fasid, sebagaimana 
kalau penjual berkata: Aku menjual kepadamu seribu dirham tunai 
dan dua ribu dirham secara kredit. 


Cabang: Jika (calon) istri mengajukan syarat pada (calon) 
suaminya tersebut di saat akad nikah, dia tidak mencampurinya 
atau dengan syarat dia boleh mencampurinya hanya pada malam 
hari tidak di siang hari, atau dengan syarat dia tidak 
mencampurinya selama satu tahun, maka pernikahan tersebut 
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batal. Karena, syarat tersebut merupakan syarat yang kontradiktif 
dengan tuntutan yang dikehendaki akad nikah tersebut. 


Sebaliknya bila suami mengajukan syarat tersebut pada 
istrinya di dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak batal, 
karena syarat tersebut adalah hak, yang mana suami tidak boleh 
meninggalkannya, sehingga syaratnya tersebut tidak mempe- 
ngaruhi keabsahan pernikahan tersebut, dan dia tidak wajib 
memenuhi syarat tersebut. 


Alasan lain karena sabda Nabi &, “Seluruh syarat yang 
tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil.” 


Syarat tersebut tidak terdapat dalam Kitabullah, 
kesimpulannya syarat tersebut adalah hal yang batil. 


Cabang: Jika seorang lelaki menikahi seorang 
perempuan dengan maskawin (uang seribu dirham misalnya) dan 
dia menyebutkan syarat khiyar majlis atau khiyar tiga hari di dalam 
akad nikah tersebut, maka pernikahan tersebut fasid, karena 
pernikahan itu tidak terwujud kecuali bersifat mengikat. 


Jadi, jika dia mengajukan syarat khiyar tersebut di dalam 
akad nikah tersebut, maka syarat tersebut bertentangan dengan 
kehendak akad nikah itu sendiri, sehingga syarat tersebut 
membatalkan pernikahan tersebut. 

Apabila dia mengajukan syarat khiyar tersebut di dalam 
soal maskawin, Asy-Syafii 8 dalam A/ Mukhtashar berkata: 
Maskawin tersebut hal yang fasid. Kesimpulan yang nampak dari 


pernyataan Asy-Syafii ini adalah, bahwa pernikahan tersebut 
hukumnya sah. 
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Di dalam A/ Imla', Asy-Syafi'i berkata: Maskawin dan 
pernikahan itu kedua-duanya batal. Ulama Syafi'iyah berbeda 
pendapat mengenai masalah tersebut. sebagian ada yang berkata: 
Masalah tersebut memiliki dua kondisi. 


Jadi, jikalau Asy-Syafi'i berkata, “Kedua-duanya batal”, 
maka maksud Asy-Syafi'i adalah jika suami mengajukan syarat 
khiyar tersebut di dalam pernikahan tersebut dan sekaligus dalam 
soal maskawin, atau hanya di dalam pernikahan saja. 


Jikalau Asy-Syafi'i berkata, “Pernikahan itu tidak batal”, 
maka maksudnya adalah jika suami itu mengajukan syarat khiyar 
tersebut hanya dalam soal maskawin. Lalu apakah pernikahan itu 
sah hukumnya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Pernikahan itu hukumnya tidak sah. Karena, 
maskawin merupakan salah satu dari kedua alat tukar, sehingga 
dengan adanya syarat khiyar tersebut dalam soal maskawin 
tersebut, pernikahan tersebut batal, sebagaimana kalau dia 
mengajukan syarat khiyar tersebut dalam soal kemaluan. 


Kedua: Pernikahan itu sah hukumnya. Yakni pendapat 
yang pendapat yang shahih dari para pengikut Madzhab Asy- 
Syafi'i. Karena, kalau seseorang memberi maskawin berupa 
khamer atau babi, maka pernikahan itu tidak batal, lebih-lebih 
kalau maskawin itu fasid, jika dia mengajukan syarat khiyar 
tersebut dalam soal maskawin tersebut. 

Bila kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi 
pendapat kedua, maka dalam soal maskawin dan khiyar tersebut 
ada tiga pendapat yang berbeda dari Ulama Syafi'iyah. Asy-Syaikh 
Abu Hamid telah menceritakannya. 
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Pertama: Maskawin dan khiyar tersebut sah: karena 
maskawin itu sama seperti alat bayar (7saman) dalam transaksi jual 
beli. Tatkala khiyar dapat diberlakukan dalam soal alat bayar, 
maka khiyar itu dapat diberlakukan pula dalam soal maskawin. 


Kedua: Maskawin tersebut sah, sedang khiyar tersebut 
hal yang batil. Karena maksud (yang terkandung dalam syarat 
tersebut) adalah maskawin, sedang khiyar itu hanya pelengkap, 
sehingga maksud tersebut tersebut tetap berlaku, sementara hal 
yang bersifat pelengkap batal. 


Ketiga: Maskawin dan khiyar tersebut kedua-duanya 
batal, —yakni pendapat yang dinyatakan secara tegas dalam A/ 
Umm—. Karena, khiyar tersebut ketika tidak dapat diberlakukan 
dalam soal alat tukar, yakni kemaluan perempuan, maka tidak 
dapat diberlakukan pula dalam soal maskawin yang digunakan alat 
tukar kemaluan tersebut. 


Jika khiyar tersebut gugur (tidak dapat diberlakukan), 
maka dia telah mengabaikan (mengurangi) bagian dari maskawin 
tersebut karena syarat khiyar tersebut, sehingga wajib 
mengembalikan bagian maskawin tersebut, namun bagian 
maskawin itu nilainya tidak diketahui. Jika maskawin itu nilainya 
tidak diketahui, maka wajib membayar mahar mitsil. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Kedua pendapat yang 
disebutkan pertama tidak sama periwayatannya. 


Cabang: Di dalam soal maskawin dapat diberlakukan 
khiyar pengembalian karena cacat yang sangat berat maupun 
ringan, dan segala hal yang dianggap cacat dalam maskawin yang 
sejenis. 
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Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf berkata: 
Maskawin hanya dapat dikembalikan sebab kecacatan yang sangat 
berat bukan karena kecacatan yang ringan (sedikit). Dalil pendapat 
kami adalah, bahwa tuntutan kemutlakan akad nikah itu 
menghendaki bersihnya maskawin tersebut dari kecacatan, 
sehingga jika maskawin dapat dikembalikan sebab kecacatan yang 
berat, maka maskawin dapat pula dikembalikan karena kecacatan 
yang ringan, sama seperti jual beli. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Istri tersebut dapat 
memiliki maskawin yang disebutkan dalam akad nikah 
itu sebab adanya akad nikah tersebut, jika akad 
maskawin itu sah, dan mahar mitsil jika maskawin 
tersebut fasid. 


Karena, akad nikah tersebut merupakan 
perikatan, yang mana kemaluan perempuan yang 
ditukar dalam akad tersebut dapat dimiliki dengan 
adanya akad nikah tersebut, sehingga alat tukar 
tersebut (maskawin) yang disebutkan dalam akad nikah 
itu dapat dimiliki sebab adanya akad tersebut, sama 
seperti jual beli. 

Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang 
belum cukup umur untuk menikah (Shaghirah) atau 
yang tidak pandai (memelihara harta), maka maskawin 
diserahkan kepada orang yang merawat hartanya. 

Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang 
sudah cukup umur untuk menikah (Balighah) serta 
pandai memelihara harta, maka wajib menyerahkannya 
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kepadanya. Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang 
mengeluarkan pendapat lain mengenai gadis perawan 
yang sudah cukup umur untuk menikah, bahwa 
maskawin dapat diserahkan kepadanya atau kepada 
ayah maupun kakeknya. 


Karena boleh memaksanya agar menikah, 
sehingga wali dapat menerima maskawinnya tanpa 
seizinnya, sama seperti perempuan yang belum cukup 
umur untuk menikah. 


Apabila suami tersebut berkata, “Aku tidak akan 
menyerahkan maskawin sampai istrinya sendiri yang 
menerima.” Lalu istrinya tersebut berkata, “Aku tidak 
akan menyerahkan diriku sampai dengan aku menerima 
maskawin tersebut”, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Pertama: Satu dari kedua pihak tersebut tidak 
dapat dipaksa, bahkan disampaikan: Siapa yang 
menyerahkan (maskawin atau dirinya) dari kalian 
berdua, maka kami akan memaksa yang lainnya. 


Kedua: Suami disuruh menyerahkan maskawin 
tersebut kepada orang yang adil, dan istrinya tersebut 
disuruh menyerahkan dirinya. Lalu jika istrinya itu telah 
menyerahkan dirinya, maka orang adil itu disuruh 
menyerahkan maskawin kepadanya. Sama seperti dua 
pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah 
orang yang menjual barang dengan alat bayar yang 
telah ditentukan. Kami telah menjelaskan argumen 
kedua pendapat tersebut dalam bab jual beli. 


708 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Apabila kita menjawab dengan memegangi 
pendapat yang pertama, maka istri tersebut tidak 
berhak menuntut nafkah di saat dia menolak 
menyerahkan dirinya, karena dia menolak menyerahkan 
dirinya tanpa alasan yang benar. 


Apabila kita menjawab dengan memegangi 
pendapat kedua, istri tersebut berhak menuntut nafkah, 
karena dia menolak dengan alasan yang benar. 


Apabila istri tersebut berbuat kebajikan dan 
menyerahkan dirinya, dan suami tersebut telah 
mencampurinya, maka suami tersebut dapat dipaksa 
agar menyerahkan maskawin tersebut, dan hak istri 
untuk menolak menyerahkan diri itu sudah gugur. 


Karena dengan adanya percampuran tersebut, 
semua alat tukar sudah menjadi haknya yang bersifat 
tetap (tidak bisa diubah), sehingga hak menolak 
menyerahkan diri itu gugur, sama seperti penjual jika 
dia telah menyerahkan barang yang dijual sebelum 
menerima alat bayar barang tersebut. 


Penjelasan: 


Hukum: Seorang istri dapat memiliki semua maskawin 
yang disebutkan dalam akad untuk dirinya sebab adanya akad 
nikah tersebut selama maskawin yang dia sebutkan itu sah. 


Bila maskawin yang disebutkan dalam akad itu maskawin 
yang batal, maka dia berhak memperoleh mahar mitsil. Demikian 
Abu Hanifah dan Ahmad # berpendapat. 
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Malik berkata: Separuh maskawin yang disebutkan dalam 
akad dapat dimiliki sebab adanya akad nikah tersebut, sedang 
separuh maskawin yang tersisa adalah amanah yang berada di 
tangan istri tersebut, yang tetap jadi milik suami tersebut, lalu jika 
dia telah mencampurinya, maka kepemilikannya atas semua 
maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap. 


Dalil pendapat kami adalah firman Allah &, 
Eee, T GA KAM A rr 
ae OP AS Sig 9 


“Berikanlah maskawin (mahar) (Shadugatihinna Nihlah) 
kepada wanita (yang kamu nikahi)’ (Qs. An-Nisaa` (4): 4). 


Kalau saja mereka tidak dapat memiliki maskawin 
tersebut, tentunya Allah tidak akan menyuruh menyerahkan 
maskawin tersebut kepada mereka (wanita dinikahi). 


Alasan lain, maskawin itu adalah alat tukar sebagai 
perimbangan kemaluan yang ditukar dengan maskawin, sehingga 
alat tukar tersebut (maskawin) dapat dimiliki pada waktu di mana 
suami menerima penyerahan kemaluan yang ditukar itu dengan 
alat tukar tersebut, sama seperti alat bayar dalam jual beli. 


Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang belum 
cukup umur untuk menikah atau sudah cukup umur untuk 
menikah, orang yang gila atau orang yang lemah akalnya, maka 
ayah dan kakek boleh menerima maskawinnya, karena dia 
memiliki hak menjadi wali atas hartanya. 


Apabila perempuan yang dinikahi itu orang yang sudah 
cukup umur untuk menikah, berakal serta pandai memelihara 
harta, maka maskawin diserahkan kepadanya atau kepada wakil 
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perempuan tersebut. Walinya tidak berhak menerimanya tanpa 
seizin darinya. 


Di antara Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Orang yang 
mana ikatan pernikahan itu bergantung pada dirinya, yakni ayah 
dan kekek, boleh menerima maskawin itu tanpa seizinnya. 


Karena, jika dia dapat memberi pengampunan dari 
pembayaran maskawin tersebut, maka lebih-lebih menerima 
maskawin tersebut. pendapat pertama pendapat yang lebih 
diunggulkan (Ashah). 


Karena, dia dapat memberi pengampunan berdasarkan 
pendapat ini hanya dari pembayaran maskawin wanita yang belum 
cukup umur untuk menikah atau orang yang gila. Sedangkan 
perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah serta berakal, 
dia tidak berhak memberi pengampunan dari pembayaran 
maskawinnya, tanpa ada perbedaan pendapat. Inilah madzhab 
kami (Syafi'iyah). 


Abu Hanifah berkata: Bila perempuan yang dinikahi itu 
seorang janda, maka walinya tersebut tidak berhak menerima 
maskawinnya tanpa seizinnya: dan bila seorang gadis perawan, 
maka dia berhak menerima maskawinnya tanpa seizinnya, kecuali 
perempuan yang dinikahi itu melarang walinya untuk menerima 
maskawinnya tersebut. 


Dalil pendapat kami adalah, bahwa perempuan tersebut 
adalah orang yang sudah cukup umur untuk menikah serta pandai 
memelihara harta, sehingga walinya tidak berhak menerima 
maskawinnya, sama seperti anak perempuan. 
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Cabang: Jika maskawin tersebut bersifat tunai, lalu istri 
tersebut meminta suaminya menyerahkan maskawin tersebut, lalu 
suami tersebut berkata, “Tidak”, dan dia meminta penundaan 
pembayaran maskawin tersebut sampai dia dapat mengumpulkan- 
nya. | 


Sementara suami tersebut meminta istrinya menyerahkan 
dirinya kepadanya, maka istri tersebut tidak dapat dipaksa agar 
menyerahkan dirinya kepada suaminya tersebut sampai dia 
mengumpulkan maskawinnya dan menyerahkannya kepadanya. 


Karena, maskawin itu posisinya sebagai perimbangan 
kemaluan dan alat tukar dari kemaluan, sehingga jika suami 
menolak menyerahkan alat tukar (maskawin) tersebut, maka 
wanita tersebut tidak dapat dipaksa agar menyerahkan kemaluan 
yang ditukar dengan maskawin tersebut. Sebagaimana penjual 
tidak dapat dipaksa agar menyerahkan barangnya jika pembeli 
tersebut menolak menyerahkan alat bayar barang tersebut. 


Apabila suami tersebut berkata: Aku tidak akan 
menyerahkan maskawin sampai istrinya menyerahkan dirinya. Dan 
istrinya berkata: Aku tidak akan menyerahkan diriku sampai dia 
menyerahkan maskawin tersebut kepadaku, Asy-Syirazi telah 
menyebutkan dalam masalah orang yang membeli barang dengan 
alat bayar yang dibayar dikemudian hari. 


Penjual berkata: Aku tidak akan menyerahkan barang 
tersebut sampai aku menerima alat bayar barang tersebut. Dan 
pembeli tersebut berkata: Aku tidak akan menyerahkan alat bayar 
itu sampai aku menerima barang tersebut, tiga pendapat yang 
berbeda yang unggul (masyhur) dari madzhab Asy-Syaff'i. 
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Al Imam Tagiyuddin As-Subuki telah menyampaikannya 
dalam Syarah A/ Muhadzdzab ketika dia memulai menyempuma- 
kan tulisan Al Majmu’ ini. 

Pertama: Satu dari keduanya tidak dapat dipaksa agar 
menyerahkan hak miliknya masing-masing. Bahkan siapa di antara 
keduanya yang berbuat kebajikan secara sukarela menyerahkan 
hak miliknya, maka pihak lain dapat dipaksa. 


Kedua: Keduanya dapat dipaksa secara bersama-sama. 
Penjual dipaksa menyerahkan barang tersebut kepada orang adil, 
dan pembeli dipaksa menyerahkan alat bayar tersebut kepada 
orang adil, kemudian dia menyerahkan barang itu kepada pembeli, 
dan alat bayar itu kepada penjual tersebut, dan dengan siapa saja 
dia memulai menyerahkan hukumnya boleh. 


Ketiga: Penjual tersebut dapat dipaksa agar menyerah- 
kan barang itu kepada pembeli tersebut, kemudian pembeli 
tersebut dipaksa agar menyerahkan alat bayar itu kepada penjual 
tersebut. 


Adapun dalam soal maskawin tidak ada kecuali, dua 
pendapat yang disebutkan pertama. 


Pertama: Satu dari kedua pihak tersebut (suami istri) 
tidak dapat dipaksa agar menyerahkan hak miliknya masing- 
masing, bahwa dikatakan pada mereka: Siapa di antara kalian 
berdua yang secara suka rela menyerahkan hak miliknya, maka 
pihak yang lain dapat dipaksa agar menyerahkan hak miliknya 
pula. 


Kedua: Suami dapat dipaksa agar menyerahkan 
maskawin tersebut kepada orang adil. Lalu jika maskawin itu 
sudah berada di tangan orang adil, maka istrinya tersebut dipaksa 
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agar menyerahkan dirinya kepada suaminya tersebut. Di dalam 
pendapat ini tidak ada paksaan agar istrinya tersebut menyerahkan 
dirinya kepada orang adil. Sebagaimana ketentuan yang kami 
sampaikan dalam soal penjual tersebut. 


Karena maksud perkataan kami, “Menyerahkan dirinya” 
adalah “Suami mencampurinya”, dan perbuatan ini tidak dapat 
terwujud dengan cara dia menyerahkan dirinya kepada orang adil. 
Di dalam kasus ini gugur pendapat ketiga dalam masalah jual beli, 
yaitu pendapat kami, “Pertama-tama penjual dipaksa agar 
menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.” 


Karena, kami jika memutuskan dapat memaksa penjual 
agar menyerahkan barang tersebut, maka tentunya dia harus mau 
menyerahkan barang tersebut, dan menuntut alat bayar itu dari 
pembeli tersebut, jika pembeli itu orang yang hadir. 


Apabila pembeli itu orang yang tidak hadir, maka kami 
menetapkan status cekal atas pembeli tersebut seputar barang 
tersebut dalam hal (membelanjakan) semua hartanya sampai dia 
menyerahkan alat bayar tersebut. 


Istri dalam kasus ini maknanya sama dengan penjual 
barang; jadi kalau kami memaksanya agar menyerahkan dirinya, 
yakni dia memberi kesempatan kepada suaminya untuk 
mencampurinya, maka terkadang dia membelanjakan hartanya 
sampai habis setelah dia mencampurinya, atau dia jatuh pailit: 
padahal suami itu telah menghilangkan (manfaat) kemaluannya. 


Karena pendapat yang telah kami sebutkan dalam 
masalah barang tersebut tidak mudah diberlakukan dalam 
(manfaat) kemaluan ini. Ulama Syafi'iyah yakni kelompok ulama 
Baghdad meriwayatkan keterangan ini. 
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Al Masudi berkata: Benar (hanya berlaku dua pendapat 
yang disebutkan pertama), tetapi khusus dalam soal maskawin juga 
ada tiga pendapat. 


Pertama: Keduanya tidak dapat dipaksa (menyerahkan 
hak milik masing-masing). 


Kedua: Keduanya dapat dipaksa. Misalnya maskawin 
diletakkan di bawah penguasaan orang adil, dan istri tersebut 
dipaksa agar memberi kekuasaan kepada suami untuk 
mencampurinya. 


Ketiga: Suami tersebut dapat dipaksa (menyerahkan 
maskawin). Pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur dari 
madzhab Asy-Syafi'i. 


Jadi, jika kita mengatakan: Keduanya tidak dapat dipaksa, 
maka istri tidak berhak menuntut nafkah di saat dia menolak 
menyerahkan diri. Karena tidak hanya suami yang menolak 
menyerahkan hak miliknya. 


Apabila kita mengatakan: Suami dapat dipaksa sejak awal, 
maka istri tersebut berhak mendapatkan nafkah di saat dia 


menolak menyerahkan diri sebelum suami menyerahkan 
maskawin. Karena penolakan itu berawal dari pihak suami. 
Apabila istri tersebut berbuat kebajikan, dan menyerahkan 
dirinya kepadanya, dan suami tersebut mencampurinya, maka 
sesudah penyerahan diri itu, istri tidak berhak menolak sampai 


dengan dia menerima maskawinnya. 


Dalil pendapat kami adalah, bahwa penyerahan pertama 
itu merupakan penyerahan yang mengakibatkan maskawin yang 
disebutkan dalam akad memiliki kekuatan hukum tetap dengan 
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persetujuan istri tersebut, sehingga sesudah itu dia tidak berhak 
menolak menyerahkan dirinya. Sebagaimana kalau penjual telah 
menyerahkan barang sebelum menerima alat bayar barang 
tersebut, kemudian dia berkeinginan mengambilnya kembali. 


Cabang: Apabila suami memaksanya agar menyerahkan 
diri, lalu dia mencampurinya, apakah sesudah itu, istri berhak 
menolak untuk menyerahkan diri sampai dengan dia menerima 
maskawin tersebut? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
berbeda. Penulis A/ Ibanah meriwayatkannya dalam A/ Ibanah. 


Pertama: Istri berhak menolak untuk menyerahkan 
dirinya, sebagaimana kalau pembeli telah menerima (menguasai) 
barang yang dijual, dan dia memaksa penjual tersebut agar 
menyerahkan barang tersebut sebelum menerima alat bayar 
barang tersebut. 


Kedua: Istri tidak berhak menolak untuk menyerahkan 
dirinya, karena dengan telah terjadinya percampuran tersebut, 
maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dapat 
diubah), dan penjual jika menuntut pengembalian barang tersebut, 
maka maskawin yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu 
hilang. 

Apabila maskawin itu bersifat jatuh tempo (dibayar hingga 
waktu yang dijanjikan). Lalu suami diminta menyerahkan 
maskawin tersebut kepadanya sebelum tibanya masa pembayaran, 
maka istri tersebut tidak berhak menolak untuk menyerahkan 
dirinya: apabila dia tetap menolak, maka dia dapat dipaksa. 


Karena dia telah menyetujui penundaan pembayaran 
maskawinnya tersebut hingga masa pembayaran tersebut, 
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sehingga dia tidak berhak menolak untuk menyerahkan dirinya. 
Sebagaimana kalau penjual menjual barang dengan alat bayar yang 
ditunda pembayarannya hingga masa tertentu, maka penjual tidak 
berhak menolak untuk menyerahkannya sebelum tiba masa 
pembayaran alat bayar tersebut. 


Apabila istri menunda penyerahan dirinya sampai dengan 
tiba masa pembayaran maskawin tersebut, apakah dia berhak 
menolak untuk menyerahkan dirinya sampai dengan dia menerima 
maskawin tersebut? ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
berbeda. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Istri tidak berhak 
menolak, karena penyerahan diri itu hal yang sudah menjadi 
kewajibannya untuk diserahkan sebelum tiba masa pembayaran 
maskawin. Sehingga kewajiban yang dibebankan kepadanya tidak 
gugur sebab telah tibanya masa pembayaran utangnya. 


Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Istri berhak 
menolaknya. Al Muzani telah menyebutkan dalam A/ Mantsur, 
Bahwa jika seseorang menjual barang dengan alat bayar yang 
ditangguhkan hingga masa tertentu, lalu pembeli belum menerima 
barang tersebut sampai tiba masa pembayaran alat bayar tersebut, 
maka penjual berhak menolak untuk menyerahkan barang tersebut 
sampai dengan dia menerima alat bayar tersebut. 


Persamaannya dengan jual beli itu adalah bahwa istri 
berhak menuntut maskawin tersebut, sehingga dia berhak pula 
menolak menyerahkan diri, sebagaimana kalau maskawin itu 
bersifat tunai. 


Apabila sebagian maskawin pembayaran ditangguhkan 
hingga masa tertentu, dan sebagian dibayar tunai, maka istri 
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berhak menolak untuk menyerahkan dirinya sampai dengan dia 
menerima maskawin yang ditangguhkan pembayarannya, sebagai- 
mana kalau semua maskawin itu ditangguhkan pembayarannya. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila maskawin 
berupa uang tunai (barang), maka istri tidak memiliki 
hak membelanjakannya sebelum diserahkan, sama 
seperti barang yang dijual. 


Apabila maskawin itu berupa utang, maka 
seperti dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam 
masalah alat bayar (Tsaman). 


Apabila maskawin itu berupa uang tunai 
(barang), lalu barang itu rusak (habis) sebelum 
diserahkan, maka kerusakan itu termasuk tanggungan 
suami tersebut. sebagaimana rusaknya barang yang 
dijual sebelum diserahkan termasuk tanggungan penjual 
tersebut. 


Apakah istri berhak menuntut mahar mitsil atau 
pengganti barang tersebut? ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i yang berbeda. Asy-Syafi'i dalam Al Qadim 
berkata: Istri berhak menuntut pengganti barang 
tersebut. Karena barang tersebut merupakan barang 
yang wajib diserahkan, yang mana hak penyerahan 
barang tersebut tidak gugur sebab rusaknya barang 
tersebut, sehingga berhak menuntut pengganti barang 
tersebut, sama seperti barang yang dighashab. 


Berdasarkan pendapat Al Qadim ini, apabila 
maskawin itu termasuk jenis barang yang memiliki jenis 
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yang sama (sejenis), maka wajib memberikan maskawin 
yang sejenis. Dan apabila tidak memiliki jenis yang 
sama, maka harus membayar perimbangan maskawin 
tersebut, dengan harga maksimum terhitung sejak mulai 
akad nikah berlangsung sampai rusaknya maskawin 
tersebut, sama seperti barang yang dighashab. 


Di antara Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: 
Perimbangan harga maskawin itu dihitung pada saat 
rusaknya maskawin tersebut. Karena, waktu tersebut 
adalah waktu hilangnya maskawin tersebut. Pendapat 
yang shahih dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i 
adalah yang pertama. Karena ketentuan ini dibatalkan 
oleh barang yang dighashab. 


Asy-Syafi'i dalam Al Jadid berkata: Istri berhak 
menuntut mahar mitsil. Karena maskawin itu 
merupakan alat tukar yang telah ditentukan yang rusak 
sebelum diserahkan, dan sulit sekali untuk 
mengembalikan (manfaat) barang yang ditukar dengan 
maskawin tersebut. 


Sebagaimana kalau seseorang membeli kain 
dengan alat bayar berupa budak, lalu dia telah 
menerima kain tersebut, namun dia belum menyerah- 
kan budak tersebut, dan budak tersebut mati di samping 
dirinya, maka wajib membayar perimbangan harga kain 
tersebut. 

Apabila istri telah menerima maskawin, dan dia 
mendapati maskawin dalam kondisi cacat, lalu dia 
mengembalikannya, atau ternyata barang tersebut telah 
menjadi hak milik orang lain, maka menurut Gaul Al 
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Qadim istri berhak menuntut pengganti maskawin 
tersebut, sedang menurut Qal Jadid, dia berhak 
menuntut mahar mitsil. 


Apabila maskawin itu berupa jasa mengajar Al 
Qur'an, lalu dia sudah belajar dari selain suaminya, atau 
dia enggan belajar Al Qur'an tersebut karena 
hafalannya yang buruk, maka jasa mengajar Al Qur'an 
itu sama seperi barang yang rusak, sehingga dia berhak 
menuntut ujrah mitsil menurut Gaul Qadim, dan mahar 
mitsil menurut Gaul Jadid. 


Penjelasan: 


Hukum: Jika maskawin itu berupa barang (uang tunai), 
lalu istri tersebut berkeinginan membelanjakannya dengan 
mengadakan jual beli, hibah dan tindakan serupa lainnya sebelum 
diterima, maka tindakan yang dilakukannya tidak sah. Sebagian 
ulama berkata: Tindakannya sah. Demikian Al Imrani menjelaskan. 


Dalil pendapat kami adalah, bahwa Nabi & melarang jual 
beli barang yang belum diterima. Sementara maskawin ini belum 
diterima. 


Apabila maskawin itu berupa utang yang dibayar di 
kemudian hari (Dzimmah), apakah istri boleh menjualnya sebelum 
maskawin itu diterima?, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang 
berbeda, sama seperti alat bayar yang dibayar di kemudian hari. 
Ulama Syafi'iyah yakni kelompok ulama Baghdad meriwayatkan 
keterangan ini. 
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Al Masudi berkata: Apabila suami berkeinginan menjual 
maskawin tersebut sebelum istri menerimanya, apakah istri boleh 
menjualnya karena adanya keinginan dari suaminya tersebut?, ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Apabila kita mengatakan: Maskawin itu hal yang 
ditanggung di bawah pemilikan suami tersebut sebagai jaminan 
akad nikah, maka penjualan maskawin tidak boleh. 


Sedangkan bila maskawin itu merupakan jaminan karena 
menguasai maskawin tersebut, penjualan tersebut hukumnya 
boleh. Al Masudi melalui pernyataannya itu ingin menerangkan 
jika maskawin itu berupa barang. 


Cabang: Jika seorang suami memberi istrinya maskawin 
berupa barang yang telah ditentukan, misalnya berupa hewan, kain 
atau mobil, maka barang tersebut (maskawin) tetap menjadi 
tanggungan suaminya selama istrinya belum menerimanya. 

Karena barang tersebut barang yang wajib ditanggung 
suaminya tersebut sebab adanya akad tukar menukar 
(Mu'awadhah), sehingga barang tersebut statusnya adalah barang 
tanggungan, sama seperti barang yang dijual. 

Jadi, bila istri tersebut telah menerimanya, maka gugurlah 
tanggungan tersebut darinya, dan beralih menjadi tanggungan istri. 

Sehingga bila istri tersebut merusak barang tersebut di 
tangan suami sebelum istri menerimanya, maka haknya 
mendapatkan barang tersebut gugur, karena dia telah merusak 
barang tersebut, dan pernikahan itu tidak batal, karena pernikahan 
itu telah mengikat (sah) tanpa maskawin. 
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Sehingga pernikahan itu tidak batal sebab hilangnya 
maskawin dan suami wajib menanggung maskawin istrinya 
tersebut, karena kami telah menjelaskan bahwa maskawin itu tetap 
menjadi tanggungan suami sampai dengan istri tersebut 
menerimanya, sedangkan mengenai perkara yang wajib 
ditanggungnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Asy-Syafi'i dalam A/ Jadid berkata: Istri berhak menuntut 
suaminya agar membayar mahar mitsilnya. Ini adalah hasil ijtihad 
Al Muzani, Abu Ishaq Al Marwazi dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. 


Karena maskawin itu berupa alat tukar yang telah 
ditentukan, yang hilang sebelum diserahkan, dan sangat sulit untuk 
mengembalikan (manfaat kemaluan) yang ditukar dengan 
maskawin tersebut, sehingga wajib mengembalikan pengganti 
(manfaat kemaluan) yang ditukar dengan maskawin tersebut, 
bukan (mengembalikan) pengganti alat tukar (maskawin) tersebut. 


Sebagaimana kalau seseorang membeli seekor kuda 
dengan alat bayar berupa kain, dan dia telah menerima kuda 
tersebut sedangkan kain tersebut masih ada padanya: maka dia 
wajib membayar perimbangan kuda tersebut bukan perimbangan 
kain tersebut. 


Perkataan kami, “Alat tukar yang telah ditentukan” 
mengecualikan alat tukar yang dibayar di kemudian hari 
(Dzimmah). 


Perkataan kami, “Sulit sekali mengembalikan (manfaat 
kemaluan) yang ditukar dengan maskawin tersebut”, karena syara' 
melarang istri untuk menarik kembali manfaat kemaluannya itu 
sebab hilangnya maskawin tersebut, sehingga dia berhak menuntut 
penggantinya. 
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Dalam pernyataan ini mengecualikan jual beli jika barang 
yang dijual rusak sebelum diserahkan, sedang alat bayar masih 
tetap utuh. 


Asy-Syafi'i dalam A/ Qadim berkata: Istri berhak menuntut 
suaminya menanggung pengganti barang yang rusak tersebut. 
Yakni pendapat Abu Hanifah dan Ahmad &, dan hasil ijtihad Asy- 
Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh. 


Karena, setiap barang yang wajib menyerahkannya, maka 
tanggungan barang tersebut tidaklah gugur sebab rusaknya barang 
tersebut. Jadi, bila barang itu rusak, maka barang tersebut wajib 
ditanggung dengan penggantinya, sama seperti barang yang 
dighashab. 


Perkataan kami, “Barang yang wajib menyerahkannya” 
mengecualikan barang yang tidak wajib menyerahkannya, seperti 
barang yang dijual dan alat bayar sebelum transaksi jual beli 
dilakukan. 


Perkataan kami, “Tanggungan barang tersebut tidaklah 
gugur sebab rusaknya barang tersebut.” mengecualikan barang 
yang dijual dan alat bayar yang sama-sama rusak sebelum 
diserahkan. 


Jika kita menjawab dengan memegangi Gaul Jadid 
tersebut, maka bila barang itu rusak akibat bencana alam atau 


akibat perbuatan suami tersebut, maka istri tersebut berhak 
menuntut mahar mitsilnya. 


Baik dia (istri) telah menyerahkan dirinya kepada suaminya 
dan dia menuntut suaminya menyerahkan barang tersebut lalu 
suami itu menolak menyerahkannya, atau istri tidak pemah 
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menuntutnya menyerahkan barang tersebut dan suami tidak 
pernah menolak menyerahkan barang tersebut. 


Apabila istri tersebut telah memakainya sampai rusak, 
maka pemakaian barang itu adalah bentuk penerimaan maskawin 
oleh istri tersebut. 


Apabila orang lain memakainya sampai rusak, maka 
kesimpulan yang nampak dari pendapat Asy-Syafi'i #5, bahwa istri 
berhak khiyar antara menuntut suami membayar mahar mitsil dan 
suami menuntut orang lain itu membayar pengganti maskawin 
yang mana dia telah memakainya sampai habis. 


Cabang: Apabila maskawin berkurang (nilainya) di 
tangan suami karena bencana yang datang dari langit atau karena 
perbuatan suami, maka dia berhak menuntut mahar mitsilnya, baik 
dia menyerahkan dirinya kepadanya suaminya dan dia menuntut- 
nya menyerahkan maskawin tersebut, lalu suami itu menolak 
menyerahkannya, atau dia tidak pernah menuntutnya menyerah- 
kan maskawin, dan suami itu tidak pernah menolak menyerahkan 
maskawin. 


Apabila istri tersebut telah memakainya sampai habis, 
maka pemakaian maskawin itu merupakan bentuk penerimaan 
maskawin oleh istri. 


Apabila orang lain memakainya sampai habis, maka 
kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i & adalah 
bahwa istri tersebut berhak khiyar antara menuntut suami 
membayar mahar mitsil dan (atau) suami menuntut orang lain 
membayar pengganti maskawin yang mana dia telah memakainya 
sampai habis. 
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Apabila maskawin (nilainya) berkurang di tangan suami, 
karena bencana yang datang dari langit atau karena perbuatan 
suami, maka istri berhak khiyar antara menerima maskawin dalam 
kondisi kurang, dan dia tidak berhak menuntut apa pun, dan 
menuntut suami membayar mahar mitsilnya. 


Apabila maskawin itu berkurang karena perbuatan orang 
lain, maka istri berhak khiyar antara menuntut suami membayar 
mahar mitsilnya serta suami itu menuntut orang lain membayar 
kekurangan tersebut, dan istri boleh menerima maskawin dan 
sekaligus pengganti kekurangan itu dari orang lain tersebut. 


Apabila maskawin berkurang karena perbuatan istri 
tersebut, maka dia hanya memperoleh maskawin dalam kondisi 
kurang, dan dia tidak berhak menuntut kekurangan apa pun. 


Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan 
memegangi Qaul Qadim, maka hukum maskawin di tangan suami 
itu sama seperti barang yang dighashab, hanya saja suami tidak 
berdosa selama dia tidak menghalanginya untuk mengambil 
maskawin tersebut. 


Jadi, jika maskawin itu rusak di tangan suami karena 
bencana alam yang datang dari langit atau karena perbuatan suami 
tersebut, maka istri berhak menuntut suami membayar maskawin 
yang sama (sejenis), bila maskawin itu memiliki padanan, dan 
perimbangan harganya bila maskawin tidak memiliki padanan. 

Kapan perimbangan harga itu mulai diperhitungkan? Di 
antara Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Ada dua pendapat Asy- 


Syafi'i yang berbeda. Sebagian mereka ada yang berkata: Dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 
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Pendapat yang dinyatakan secara tegas dan konkrit (A/ 
Manshush) adalah bahwa perimbangan harga maskawin yang 
maksimum terhitung mulai waktu akad nikah sampai waktu 
rusaknya maskawin tersebut. Karena maskawin itu dalam semua 
kondisi ini adalah tanggungan suami, jadi maskawin itu sama 
seperti barang yang dighashab. | 


Kedua: Istri berhak menuntut suaminya membayar 
perimbangan harga maskawin pada waktu rusaknya maskawin 
tersebut. Pendapat pertama pendapat yang lebih diunggulkan 
(Ashah) di kalangan Ulama Syafi'iyah. 


Cabang: Apabila maskawin berkurang (nilainya) di 
tangan suami, maka kamu harus meninjau kembali masalah 
tersebut, —apabila kekurangan itu terjadi karena bencana yang 
turun dari langit—, maka istri berhak khiyar antara mengembalikan 
maskawin tersebut karena kekurangan tersebut serta menuntut 
penggantinya kepada suami, menerimanya dalam kondisi kurang, 
dan menuntutnya membayar pengganti kekurangan tersebut, 
karena suami itu sama seperti orang yang Ghashab. 


Cabang: Apabila maskawin berkurang karena perbuatan 
suami, —maka jika istri tersebut memilih mengembalikannya dan 
menuntut penggantinya—, maka dia berhak memperoleh 
pengganti maskawin yang berkurang tersebut. 


Apabila istri tersebut memilih menerima maskawin yang 
telah berkurang, —maka jika jinayat tidak memiliki pengganti 
kekurangan yang telah ditentukan—, maka dia berhak 
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mendapatkan maskawin tersebut berikut perimbangan harga 
maskawin yang berkurang. 


Jika jinayat itu memiliki pengganti kekurangan yang 
ditentukan, misalnya maskawin itu berupa unta yang dipenggal 
punuknya, atau budak yang dipotong tangannya, maka dia berhak 
menuntut suami membayar perimbangan yang maksimum dari 


kedua perkara. 


Yakni separuh perimbangan harga barang atau 
perimbangan harga barang yang berkurang sebab perbuatan suami 
tersebut, karena di dalam pengurangan maskawin itu terhimpun 
tanggungan karena menguasai barang, punuk dan jinayat. 


Apabila maskawin berkurang (nilainya) karena perbuatan 
orang lain (selain suami), lalu istri tersebut memilih mengembali- 
kanya kepada suami dan menuntut penggantinya dari suami 
tersebut, maka dia berhak memilih hal tersebut, karena adanya 
kekurangan maskawin tersebut, dan suami berhak menuntut 
pengganti kekurangan tersebut kepada orang lain tersebut. 


Apabila istri tersebut memilih menerimanya, maka dia 
boleh menerima maskawin yang telah berkurang tersebut. Lalu bila 
pengganti kekurangan itu tidak memiliki ketentuan yang pasti, 
maka jika padanan pengganti kekurangan itu lebih banyak 
daripada pengganti kekurangan tersebut, -istri tersebut dituntut 
mengembalikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. 


Apabila pengganti yang ditentukan nilainya itu lebih sedikit 
daripada pengganti kekurangan maskawin tersebut, maka istri 
tersebut berhak khiyar antara menuntut pengganti kekurangan 
maskawin tersebut kepada suami dan atau menuntut pengganti 
kekurangan yang telah ditentukan nilainya kepada orang lain 
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tersebut, dan menuntut suami menggenapi pengganti kekurangan 
maskawin tersebut. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Maskawin memiliki 
kekuatan hukum tetap (tidak dapat diubah) karena 
menyetubuhi kemaluan istri. Sesuai firman Allah &, 
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 
padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) 
dengan yang lain sebagai suami-isteri.” (Qs. An-Nisaa” 
(4): 21). Kata bergaul (bercampur: al ifdhaa ) ditafsirkan 
berhubungan intim (jimaa). 


Apakah berhubungan intim lewat lubang anus 
mengakibatkan maskawin memiliki kekuatan hukum 
tetap (tidak dapat diubah)? Ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Maskawin memiliki kekuatan hukum 
tetap (tidak dapat diubah). Karena lubang anus 
merupakan tempat dimana kalau seseorang memasuk- 
kan hasyafahnya ke dalam lubang tersebut, dia wajib 
dijatuhi hukuman (had), karena menyerupai lubang 
kemaluan perempuan. 


Kedua: Maskawin tidak memiliki kekuatan 
hukum tetap, karena maskawin itu sebagai 
perimbangan manfaat kemaluan yang dimiliki melalui 
akad nikah, sedangkan hubungan intim melalui lubang 
anus tidak dapat dimiliki, sehingga maskawin tidak 
memiliki kekuatan hukum tetap sebab berhubungan 
intim lewat lubang anus tersebut. 


728 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Maskawin memiliki kekuatan hukum tetap sebab 
kematian sebelum bercampur (pertama kali sebagai 
pasangan suami istri). Abu Sa'id Al Isthakhri berkata: 
Apabila istri tersebut seorang budak perempuan, maka 
maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab 
kematiannya. 


Karena budak perempuan sama seperti barang 
yang dijual dan dibeli. Sementara barang yang dijual 
jika mengalami kerusakan sebelum diserahterimakan, 
maka alat bayar barang tersebut gugur. Maka demikian 
pula jika budak perempuan tersebut mati, tentunya 
maskawin tersebut gugur. 


Pendapat yang diunggulkan (Al Madzhab) di 
kalangan Ulama Syafi'iyah, maskawin tersebut memiliki 
kekuatan hukum tetap, karena pernikahan itu 
berlangsung hingga kematian tiba. 


Jadi, jika budak perempuan itu meninggal maka 
pernikahan itu telah habis masanya, sehingga 
pengganti pernikahan itu telah memiliki kekuatan 
hukum tetap, sama seperti ijarah jika masanya telah 
habis. 


Pendapat  Asy-Syafii mengenai khalwat 
(berduaan di tempat sepi tanpa berhubungan intim), 


Asy-Syafi'i dalam Al Qadim berkata: Maskawin telah 
memiliki kekuatan hukum tetap. 


Karena, akad nikah merupakan akad manfaat 
(kemaluan), sehingga pemberian kesempatan untuk 
melakukan akad nikah tersebut sama seperti kesiapan 
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(kesanggupan) menetapkan pengganti manfaat tersebut, 
sama seperti ijarah. 


Asy-Syafi'i dalam Al Jadid berkata: Maskawin 
tidak memiliki kekuatan hukum tetap (belum wajib 
dibayar), karena khalwat dalam pernikahan itu merupa- 
kan khalwat (berdua-duan di tempat sepi tanpa berhu- 
bungan intim), sehingga khalwat itu tidak menetapkan 
maskawin, sama seperti khalwat di luar nikah. 


Pejelasan: 

Hukum: Maskawin yang ditelah ditentukan (disebutkan 
dalam akad) untuk diberikan kepada istri memiliki kekuatan hukum 
tetap (tidak dapat diubah: wajib dibayar) karena hubungan intim 
lewat lubang kemaluan. 


Sesuai firman Allah &, 
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“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya (fariidhah), Maka bayarlah seperdua dari 
mahar yang Telah kamu tentukan itu, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 
237). 


Tatkala Allah œ menetapkan bahwa suami itu berhak 
meminta kembali separuh maskawin tersebut sebab menceraikan 
istrinya sebelum bercampur dengannya, maka ketetapan itu 
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menunjukkan bahwa suami tidak berhak meminta kembali sesuatu 
(maskawin) yang telah ditentukan dari dirinya kepada istrinya 
sesudah bercampur dengannya. 


Allah & dalam ayat lain berfirman, 
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-isteri.” (Qs. An-Nisaa” 14): 21). 


Kata bergaul (bercampur; al ifdhaa ditafsirkan 
berhubungan intim (jimaa ). 


Apabila suami bercampur dengan istrinya melalui lubang 
anus, apakah maskawin yang telah ditentukan itu memiliki 
kekuatan hukum tetap? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Maskawin 
yang telah ditentukan itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap 
menjadi milik istri tersebut, karena maskawin itu sebagai 
perimbangan manfaat yang dimiliki melalui akad nikah. 


Sedangkan bercampur dengan istri lewat lubang anus itu 
tidak dimiliki dalam akad nikah, sehingga maskawin yang telah 
ditentukan itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab 
bercampur dengan istri lewat lubang anus. 

Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (A/ Madzhab 
di kalangan Ulama Syafi'iyah. Bahwa maskawin yang telah 
ditentukan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Penulis A/ 
Muhadzdzab telah memastikan pendapat ini. 
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Alasannya, bercampur dengan istri dalam lubang anus itu 
tidak berbeda jauh dengan bercampur dengan istri dalam 
kemaluan, yang mengandung unsur menyempurnakan status 
hukum seseorang seperti ihshaan (status telah menikah, bukan lagi 
perjaka atau perawan) dan fah/i/ (menghalalkan suami pertama). 
Atau menetapkan unsur peringanan, seperti keluar dari hal yang 
menetapkan impoten dan sumpah ilaa `. 


Alasan penetapan maskawin itu adalah bahwa penetapan 
maskawin itu mengandung unsur pemberatan dalam hal 
menyamakan bercampur dengan istri lewat anus dengan 
bercampur dengan istri lewat kemaluan, sebagaimana komentar 
kami mengenai faktor yang menetapkan kewajiban mandi besar 
selain mengeluarkan sperma dan membatalkan beragam ibadah. 


Hukum menetapkan maskawin itu adalah keputusan yang 
mengandung pemberatan atas seorang lelaki sehingga kalau dia 
bercampur dengan seorang wanita lewat anusnya karena tersamar, 
maka wajib membayar maskawin, karena lubang anus adalah 
tempat dimana kalau seseorang memasukkan alat kelaminnya ke 
dalam anus tersebut, maka dia wajib dijatuhi hukuman (had). 


Sehingga maskawin itu memiliki kekuatan hukum tetap 
sebab bercampur dengan istri lewat anus, sebagaimana bercampur 
dengan istri lewat kemaluan. 


Ulama Syafi'iyah berkata: Semua hukum yang 
berhubungan dengan percampuran lewat anus ada empat akibat 
hukum: Menghalalkan suami pertama (untuk menikahinya 
kembali), ihshaan (status telah menikah: bukan lagi perjaka atau 
perawan), hak budak perempuan harus dipenuhi secara sempurna, 
dan keluar dari impoten (lemah syahwat). 
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Apabila seseorang bercampur dengan wanita lain dalam 
lubang anusnya, maka dia berhak menuntut mahar mitsil. Apabila 
seseorang bersumpah tidak akan bercampur dengan istrinya, lalu 
dia mencampurinya dalam lubang anusnya, maka dia telah 
melanggar sumpahnya. 

Ash-Shaimuri berkata: Apabila suami melakukan sumpah 
ilaa` terhadap istrinya lebih dari empat bulan, lalu dia 
mencampurinya dalam lubang anusnya, maka hak istri tidak gugur 
sebab percampuran lewat lubang anus tersebut, dan dia harus 
melanggar sumpahnya. 

Apabila istrinya itu melahirkan anak yang dimungkinkan 
nasabnya mengikutinya, -dan dia tidak pernah mengakui telah 
mencampurinya—, apakah maskawin yang telah ditentukan itu 
telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya? Ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Maskawin telah memiliki kekuatan hukum 
tetap, karena mengikutkan nasab anak tersebut dengannya 
memastikan adanya percampuran. 


Kedua: Maskawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap 
yang wajib dibayarnya. Karena anak tersebut dipertemukan 
nasabnya dengannya berdasarkan kemungkinan, sedang maskawin 
tidak memiliki kekuatan hukum tetap kecuali dengan adanya 
percampuran tersebut, dan hukum asalnya tidak ada percampuran 
tersebut. 


Cabang: Apabila salah seorang dari pasangan suami istri 
meninggal dunia sebelum sempat menggaulinya, maka maskawin 
yang telah ditentukan untuknya memiliki kekuatan hukum tetap 
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(wajib dibayar). Yakni pendapat yang diunggulkan (A/ Madzhab) di 
kalangan Ulama Syafi'iyah. 


Karena, ikatan nikah itu berlangsung sampai mati. 
Sehingga dengan kematian tersebut maskawin yang telah 
ditentukan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, sama halnya 
dengan ijarah yang masa sewanya telah habis. 


Cabang: Apabila suami tersebut berkhalwat dengan 
istrinya, namun tidak mencampurinya, apakah hukum khalwat itu 
sama seperti bercampur dalam menetapkan maskawin yang telah 
ditentukan dan kewajiban menjalani iddah? Ulama berbeda 
pendapat mengenai masalah tersebut. 


Madzhab Asy-Syafi'i dalam A/ Jadid memilih berpendapat 
bahwa khalwat sama sekali tidak memiliki akibat hukum 
menetapkan maskawin tersebut dan tidak juga kewajiban menjalani 
iddah. Demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Masud & berpendapat, 
dari kalangan Tabiin antara lain Asy-Syi'bi, Ibnu Sirin dan 
Thawus, dan dari kalangan fuqaha * antara lain Abu Tsaur. 


Sekelompok ulama memilih berpendapat bahwa 
berkhalwat itu sama seperti bercampur dalam menetapkan 
maskawin dan kewajiban menjalani iddah. Ibnu Umar dan Ali bin 
Abi Thalib lebih memilih hukum ini. Seperti ini pula, Az-Zuhri, Al 
Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut madzhabnya 
berpendapat. 


Malik berkata: Apabila suami berkhalawat dengan istrinya 
dengan khalawat yang sempurna, misalnya dia berkhalawat 
dengannya di kamar tidurnya, bukan di kamar ayah atau ibu 
istrinya, maka pernyataan orang yang menyatakan telah terjadinya 
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hubungan intim yang dilakukan oleh mereka berdua lebih 
diunggulkan sebab adanya khalwat tersebut, ketika kedua berselisih 
mengenai terjadinya hubungan intim tersebut, namun khalawat 
tidak seperti bercampur dalam menetapkan maskawin dan 
kewajiban menjalani iddah. 


Asy-Syafi'i dalam A/ Qadim berkata: Khalawat memiliki 
akibat hukum (menetapkan maskawin). Al Khiragi dari Hanabilah 
(Ulama madzhab Ahmad bin Hanbal) berkata: Jika suami 
berkhalawat dengan istrinya sesudah akad nikah, lalu suami 
berkata: Aku belum pernah mencampurinya. 


Maka pernyataan keduanya tidak perlu dipedulikan, dan 
hukum khalawat itu sama seperti hukum menggauli dalam semua 
ketentuan yang diperintahkan kepada mereka berdua kecuali 
dalam masalah rujuk (kembali) ke suami pertama yang telah 
menjatuhkan talak tiga kepadanya, atau dalam kasus perzinaan, 
karena keduanya harus dijatuhi hukuman cambuk atau hukuman 


rajam sampai mati. 


Ibnu Qudamah berkata: Apabila suami menyepi dengan 
istrinya sesudah akad nikah yang sah, maka maskawinnya telah 
memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya, dan karena 
khalwat tersebut istri wajib menjalani iddah, walaupun dia tidak 
pernah mencampurinya. 


Pendapat tersebut diriwayatkan dari Khulafa * Ar-Rasyidin, 
Zaid dan Ibnu Umar. Demikian pula, Ali bin Al Husain, Urwah, 
Atha', Az-Zuhri, Al Auza'i, Ishaq dan kalangan Rasionalis 
berpendapat. Pendapat adalah Wau/ Qadim dari dua pendapat 
Asy-Syaff'i. 
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Syuraih, Asy-Syi'bi, Thawus, Ibnu Sirin dan Asy-Syafi'i 
dalam A/ Jadid berkata: Maskawin tidak memiliki kekuatan hukum 
tetap kecuali akibat adanya percampuran tersebut. pendapat 
tersebut telah diceritakan dari Ibnu Masud dan Ibnu Abbas: 
pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ahmad. 


Ya'gub bin Bukhtan meriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia 
berkata: Apabila istri membenarkannya bahwa suaminya tidak 
pernah mencampurinya, maka dia tidak berhak memperoleh 
maskawin secara utuh, dan dia wajib menjalani iddah. 


Pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah &, 
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“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang 
telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 
memaafkan...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Istri dalam kasus ini benar-benar diceraikan suaminya 
sebelum dia mencampurinya. 
Allah & berfirman, 
PETA ode Ser ri LA 


RN Lam Ijah Jay AS 


“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai 
suami-isteri.” (Qs. An-Nisaa' (41: 21). 
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Kemudian Ahmad berkata: Kami memiliki ijmak 
sahabat #8. Al Imam Ahmad dan Al Atsram meriwayatkan melalui 
sanad keduanya dari Zurarah bin Abi Aufa, dia berkata, “Khulafaa 
Ar-Rasyidun yang mendapat petunjuk telah memutuskan bahwa 
siapa yang mengunci pintu, atau menurunkan tirai penutup, maka 
wajib membayar maskawin, dan istri wajib menjalani iddah.” 


Ahmad juga meriwayatkan Ijmak sahabat tersebut dari Al 
Ahnaf dari Umar dan Ali, dari Sa'id bin Al Musayyab, dan dari 
Zaid bin Tsabit, “Istri wajib menjalani iddah, dan dia berhak 
mendapatkan maskawin yang sempurna.” Beragam Keputusan 
hukum ini sangat populer di kalangan sahabat, dan tidak ada 
seorang pun sahabat yang hidup pada masanya yang menentang 
mereka, sehingga keputusan hukum itu menjadi ijmak sahabat. 


Pendapat yang mereka riwayatkan dari Ibnu Abbas tidak 
shahih. Ahmad berkata: Laits meriwayatkan pendapat dari Ibnu 
Abbas, dan Laits bukan periwayat yang kuat, dan Hanzhalah 
meriwayatkannya yang berbeda dengan pendapat yang 
diriwayatkan oleh Laits, dan Hanzhalah lebih kuat daripada Laits. 
Hadits Ibnu Masud sanadnya mungathi' (terputus). Ibnu Mundzir 
telah menyampaikannya. 

Menurut pendapatku: Tatkala Asy-Syafi'i mempunyai 
dua pendapat yang berbeda, yakni A/ Qadim dan Al Jadid, maka 
sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Madzhab Asy-Syafi'i 
dalam A/ Qadim mengenai khalawat sama seperti pendapat Malik 
dalam hal mengunggulkan pernyataan orang yang mengaku telah 
terjadinya hubungan intim sebab adanya khalawat tersebut, bukan 
pernyataan yang lain. 
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Terkecuali jika kesimpulan hukumnya seperti ini, menurut 
kami tidak ada perbedaan antara apakah khalawat dengan istrinya 
itu dilakukan di kamar suami atau di kamar ayah atau ibu istrinya. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Madzhab 
Asy-Syafi'i dalam A/ Jadid sama seperti pendapat Abu Hanifah, — 
yakni pendapat yang dinash dalam A/ Wadim—. Jadi, jika kita 
menjawab masalah tersebut dengan memegangi pendapat ini, 
maka dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan, yakni bahwa 
Nabi & bersabda, “Siapa yang membuka kerudung (penutup) 
kepala seorang wanita, maka dia wajib membayar maskawin.” 


Telah diriwayatkan dari Umar #&, bahwa dia berkata, 
“Jika seorang suami mengunci pintu dan menurunkan tirai 
penutup, maka sesungguhnya maskawin itu wajib (dibayarnya), 
selama dia tidak menurunkan ujung kain bagian belakang para 
wanita, jika impoten (lemah syahwat) datang dari sisi kalian.” 


Alasan lain, akad nikah itu merupakan akad manfaat, 
sehingga pemberian kesempatan untuk mendapatkan manfaat 
tersebut, sama halnya dengan kesanggupan menetapkan alat tukar 
tersebut, sama seperti ijarah. 


Jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi 
@aul Jadid Asy-Syafi'i, Al Imrani dan mayoritas Ulama Syafi'iyah, 
yakni pendapat yang lebih diunggulkan (Ashah), berkata: | 


Dalilnya adalah firman Allah &, 
S DLL 0 GA Ac Ta AAA 
SY 389 PN peak ols 
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“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang 
telah kamu tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Allah & tidak membedakan antara apakah dia 
berkhalawat dengan istrinya atau tidak berkhalawat dengan 
istrinya. Alasan lain, khalawat itu kalau disamakan dengan 
berhubungan intim dalam hal menetapkan maskawin dan 
kewajiban menjalani iddah, tentunya khalawat sama seperti 
berhubungan intim dalam hal kewajiban membayar mahar mitsil 
dalam hal percampuran karena tersamar. 


Adapun hadits tersebut, diarahkan pada makna bahwa 
beliau membuat kata kinayah (samaran) dengan membuka 
kerudung (penutup kepala) yang menunjukkan arti hubungan 
intim. 

Hadits yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar &, 
kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Masud dengan 
keterangan yang berbeda hadits Umar tersebut. 


Jadi, jika kita menjawab masalah tersebut dengan 
memegangi Gaul Jadid Asy-Syafi'i, lalu dia mencampurinya di 
anggota badan selain kemaluan, lalu sperma tersebut terlanjur 
masuk ke dalam lubang kemaluannya, maka Ulama Syafi'iyah 
sepakat istri tersebut wajib menjalani iddah. Karena rahimnya telah 
terisi spermanya. Jika dia melahirkan anak karena percampuran 
tersebut, maka nasabnya mengikuti suaminya tersebut. 
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Apakah dengan percampuran model itu, maskawinnya 
memiliki kekuatan hukum tetap? Ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Maskawinnya memiliki kekuatan hukum tetap, 
karena rahimnya telah terisi spermanya, sehingga masuknya 
sperma ke lubang kemaluannya itu sama seperti kalau dia 
mencampurinya. 


Kedua: Maskawin tersebut tidak memiliki kekuatan 
hukum tetap sebab percampuran model tersebut, karena 
percampuran yang sempurna tidak pernah terjadi, jadi 
percampuran itu sama seperti kalau spermanya tidak terlanjur 
masuk ke lubang kemaluan istrinya. 


Kalau seorang wanita berusaha memasukkan sperma 
selain suaminya, dan dia menduga sperma itu adalah sperma 
suaminya, maka ketentuan hukum dari sekian banyak ketentuan 
hukum itu tidak berlaku bagi suami, karena persetubuhan secara 
tersamar itu ditentukan bagi laki-laki. 


Masalah: Pada masa sekarang ini, Telah berkembang 
luas kebiasaan seorang wanita yang hendak menjalin akad nikah 
keluar dengan pasangannya untuk beriwisata ke tempat yang jauh, 
pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, dan mengendarai mobil, 
tanpa ada orang ketiga yang menemani mereka berdua. 


Padahal mobil itu dianggap tempat yang sempurna untuk 
berkhalawat, dan mobil merupakan salah satu dari sekian banyak 
sarana untuk menyerahkan diri. 
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Pengadilan agama Iskandariah telah memutuskan bahwa 
pergi keluar bersama pasangannya dianggap telah berhubungan 
intim, dan pengadilan membatalkan gugatannya mengenai separuh 
maskawin tersebut, dan berdasarkan keputusan itu pula istri 
berhak mendapatkan maskawin yang sempurna. 


Di kalangan sekelompok orang, berkembang pula meniru 
orang Prancis, setelah berkembanganya pembauran laki-laki dan 
perempuan di berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 
kajian lainnya, lalu mereka berusaha membolehkan ikatan 
maskawin antara pemudi dan pemuda, lalu pemudi itu pergi 
bersama pemuda itu keluar untuk melepaskan kepenatan dan 
berwisata ke tempat yang jauh, dengan dalih sudah terikat 
lamaran. 


Sehingga akibat berkembangnya perbuatan yang tidak 
memiliki rasa malu ini, timbul sesuatu yang merusak kesucian diri 
dan sesuatu yang mana menghilangkan harumnya kehormatan 
diri. Kami memohon kepada Allah semoga memberi hidayah 
kepada kaum muslimin. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila perceraian 
terjadi setelah bercampur, maka sedikitpun dari 
maskawin itu tidak gugur (tidak mengurangi maskawin 
sedikitpun), karena maskawin tersebut telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, sehingga maskawin tidak gugur. 


Jadi, bila suami memberinya maskawin sebuah 
surah dari Al Qur'an, dan dia mencerainya setelah 
bercampur dan sebelum dia mengajarinya, maka ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 
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Pertama: Dia boleh mengajarinya dari balik 
hijab, sebagaimana dia menerima (pengajaran) hadits 
Rasulullah & darinya. 


Kedua: Dia tidak boleh mengajarinya. Karena 
dia tidak aman dari fitnah wanita yang telah dicerainya. 
Mengajar Al Qur'an berbeda dengan hadits, karena 
hadits tidak ada gantinya. Jadi, kalau kita 
menghalanginya untuk mendengar hadits itu langsung 
dari wanita tersebut, maka hal itu dapat menyia-nyiakan 
hadits tersebut. Sadang dalam soal maskawin, 
pencegahan kita tidak dapat membatalkan maskawin 
tersebut. 


Karena dalam Gaul Jadid Asy-Syafi'i istri boleh 
meuntut mahar mitsil, sedang dalam Gaul Qadim Asy- 
Syafi'i istri boleh menuntut upah mengajar Al Qur'an. 


Apabila perceraian itu terjadi sebelum 
bercampur, maka kamu harus meninjau ulang masalah 
tersebut, jika perceraian itu karena suatu faktor dari 
pihak istri, misalnya wanita tersebut memeluk Islam, 
keluar dari agama Islam (murtad), atau menyusui orang 
yang mana pernikahan itu batal karena menyusuinya, 
maka maskawinnya gugur. 


Karena dia telah menghilangkan (manfaat) yang 
ditukar dengan maskawin tersebut sebelum diserahkan. 
Sehingga alat tukarnya gugur, sebagaimana penjual 
yang memakai barang yang dijual sampai habis sebelum 
diserahkan. 
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Apabila perceraian itu karena faktor dari pihak 
suami, maka kamu harus meninjau ulang masalah 
tersebut, jika perpisahan itu karena talak, maka separuh 
maskawin yang telah ditentukan gugur. 

Sesuai firman Allah &, “Jika kamu menceraikan 
isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari 
mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri- 
isterimu itu memaafkan, ...” (Qs. Al Baqarah (21: 237). 


Apabila perpisahan itu karena keislaman suami 
atau karena kemurtadan suami, maka separuh 
maskawin yang telah ditentukan guqur, karena 
perpisahan itu adalah perpisahan yang faktornya 
dilakukan oleh suami secara sepihak sebelum 
bercampur. Sehingga maskawin tersebut dibagi dua 
sebab perpisahan tersebut, sama seperti talak. 


Apabila perpisahan itu karena faktor dari kedua 
belah pihak (suami istri), maka kamu harus meninjau 
ulang masalah tersebut, jika perpisahan itu karena 
khulu' (perpisahan atas permintaan istri), maka separuh 
maskawin yang telah ditentukan gugur. 


Karena yang dimenangkan dalam masalah khulu' 
ini adalah pihak suami, dengan bukti bahwa khulu' sah 
hanya dengan suami bukan dengan istri, yakni jika dia 
melakukan kesepakatan khulu' bersama orang lain, 
sehingga khulu' itu seperti kalau dia melakukannya 
secara sepihak. 
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Apabila perceraian itu karena kemurtadan dari 
kedua pihak, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: separuh maskawin yang telah 
ditentukan gugur. Karena status suami dalam 
pernikahan tersebut lebih kuat, sehingga separuh 
maskawin tersebut gugur, sebagaimana kalau suami itu 
murtad seorang diri. 


Kedua: Semua maskawin yang telah ditentukan 
gugur. Karena yang dimenangkan dalam masalah 
maskawin tersebut adalah pihak istri, karena maskawin 
itu milik istri tersebut, sehingga semuanya gugur, 
sebagaimana kalau istri tersebut murtad seorang diri. 


Apabila seorang wanita membeli suaminya 
(budak laki-laki yang menjadi suaminya), sebelum 
bercampur, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Separuh maskawin gugur. Karena jual 
beli itu telah sempurna dengan adanya istri tersebut dan 
pemilik budak tersebut, dan dia menggantikan posisi 
(budak) yang menjadi suaminya, sehingga jual beli itu 
seperti perpisahan yang terjadi karena khulu'. 


Kedua: semua maskawin tersebut gugur. Karena 
jual beli itu sempurna dengan adanya istri tersebut 
bukan tanpa (budak) yang menjadi suaminya tersebut, 
sehingga semua maskawin gugur, sebagaimana kalau 
wanita itu menyusui orang laki-laki yang mana 
pernikahan batal karena menyusuinya. 
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Pasal: Apabila seorang istri bunuh diri, maka 
pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i maskawinnya 
tidak gugur. Asy-Syafi'i dalam masalah budak 
perempuan berkata: Jika budak perempuan bunuh diri, 
atau pemiliknya membunuhnya, maskawinnya gugur. 


Abu Al Abbas memindahkan jawaban Asy-Syafi'i 
mengenai masing-masing dari kedua masalah tersebut 
ke masalah yang lain, dan menjadikan kedua jawaban 
Asy-Syafi'i menjadi dua jawaban yang berbeda. 


Pertama: Maskawin tersebut gugur, karena 
perpisahan itu adalah perpisahan yang timbul dari 
pihak istri sebelum bercampur. Sehingga dengan 
adanya perpisahan itu, maskawin tersebut gugur, 
sebagaimana kalau istri tersebut murtad. 


Kedua: Maskawin tidak gugur. Yakni pendapat 
hasil ijtihad Al Muzani. Yakni pendapat yang shahih 
dari para pengikut Madzhab Asy5Syafi'i. Karena 
perpisahan tersebut adalah perpisahan yang timbul 
karena habisnya masa pernikahan dan karena 
berakhirnya pernikahan tersebut, sehingga maskawin 
tersebut tidak gugur sebab perpisahan tersebut, 
sebagaimana kalau istri tersebut meninggal dunia. 


Abu Ishag: Maskawin wanita merdeka tidak 
gugur, sedang maskawin budak perempuan gugur 
seperti jawaban yang telah dinash oleh Asy-Syaffti. 
Karena, wanita merdeka itu sama seperti wanita 
menyerahkan dirinya sebab akad nikah. Karena itu, 
suami memiliki kewenangan melarangnya untuk 
bepergian. 
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Sedangkan budak perempuan tidak seperti 
wanita yang menyerahkan dirinya sebab akad nikah, 
karena itu suaminya tidak memiliki kewenangan 
melarangnya untuk bepergian bersama pemiliknya. 


Apabila suami tersebut membunuh istrinya, 
maka maskawinnya telah memiliki kekuatan hukum 
tetap, karena pelenyapan nyawa oleh suami itu sama 
seperti menerima (manfaat), sebagaimana pelenyapan 
barang yang dijual oleh pembeli di tangan penjual, 
sama seperti menerima barang dalam hal menetapkan 
alat bayar barang tersebut. 


Penjelasan: 


Hukum: Jika seorang lelaki menikah dengan seorang 
wanita, dan dia sudah mencampurinya, kemudian keduanya 
berpisah, maka wanita tersebut tidak wajib mengembalikan 
sedikitpun dari maskawin tersebut kepada suaminya tersebut. Baik 
perpisahan itu berawal dari pihak suami, dari pihak istri, dari 
kedua pihak atau dari pihak lain. 


Karena, maskawin telah memiliki kekuatan hukum tetap 
sebab adanya percampuran tersebut, sehingga perpisahan tersebut 
tidak mempengaruhi kewajiban (membayar maskawin). Ketentuan 
hukum ini tidak terjadi silang pendapat di kalangan ulama. 

Apabila suami memberinya maskawin berupa jasa 
mengajar sebuah surah dari Al Qur`an, dan dia telah bercampur 
dengannya, kemudian dia mencerainya sebelum dia mengajarinya, 
maka jika maskawin itu mewujudkan pengajaran tersebut, maka 
mewujudkan pengajaran itu tidak sulit sebab terjadinya perceraian 
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tersebut, bahkan suami harus menyewa jasa pengajar wanita atau 
mahramnya untuk mengajarinya. 


Apabila maskawin itu dengan syarat dia harus 
mengajarinya sendiri, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Mengajar Al Qur`an itu tidak sulit direalisikan 
karena adanya perceraian tersebut, bahkan dia boleh mengajarinya 
dari balik hijab, sebagaimana boleh mendengar hadits-hadits 
Rasulullah & dari balik hijab. 


Terbukti bahwa banyak sekali dari para wanita yang 
meriwayatkan hadits dan yang menghafal hadits, kaum lelaki yang 
bukan mahram mendengarnya dari mereka (para wanita) dari balik 
hijab. 

Abu Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid kerap bertanya kepada 
Aisyah dari balik hijab. Dia bertanya kepada Aisyah tentang 
beragam kelakuan khusus yang dilakukan Nabi & sampai 
mengenai masalah bercampurnya Nabi. 


Aisyah & merasa malu hingga raut wajahnya memerah, 
sebagaimana diutarakan oleh Urwah. Aisyah berkata: Bertanyalah 
wahai putraku. 


Di antara para periwayat hadits dari kalangan wanita 
misalnya Ummatul Wahid binti Yamin ibu dari Yahya bin Basyir, 
Umayah binti Abdullah, Yahsah Al Fazariyah dan Humaidah 
periwayat Ummi Salamah, Khairah ibu Al Hasan Al Bashri, Zainab 
binti Muawiyah istri Ibnu Masud, sekaligus periwayat hadits dari 
Ibnu Masud, Al Aliyah binti Suwaid, Tsigah Al Ijli dan Amrah binti 
Qais dari Aisyah. 
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Ja'far bin Kaisan dalam Shahih Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkan dari Aisyah, Ummul @alush dari Aisyah. Dan Al 
Mutawakkil bin Al Fadhl dalam Ad-Daruguthni meriwayatkan dari 
Aisyah, mereka (para wanita yang meriwayatkan hadits) tak 
terhitung jumlahnya. 


Kedua: Mengajarinya Al Qur'an sulit direalisasikannya 
(setelah terjadinya perceraian). Karena, ditakutkan akan 
menimbulkan fitnah yang menimpa mereka berdua. Mengajar Al 
Qur`an berbeda dengan mendengar hadits. Karena kalau kita 
tidak membolehkan hal tersebut, banyak hadits yang dimilikinya 


menjadi sia-sia. 


Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan 
memegangi pendapat kedua ini, maka kasus tersebut seperti kalau 
maskawin itu rusak sebelum diterima. Maskawin itu dikembalikan 
kepada mahar mitsilnya menurut Gaul Jadid Asy-Syafi'i, dan upah 
jasa mengajar Al Qur`an menurut Gaul Qadim Asy-Syafi'i. 


Apabila perpisahan di antara keduanya itu terjadi sebelum 
bercampur, maka kamu harus meninjau kembali masalah tersebut, 
jika perpisahan itu karena suatu faktor dari pihak istri, misalnya 
istri memeluk Islam, keluar dari Islam (murtad). 


Atau dia pemah menyusuinya atau menyusui istri 
suaminya yang masih kecil, atau salah satunya menemukan 
kecacatan pada diri yang lainnya, lalu pernikahan itu rusak, maka 
semua maskawin yang telah ditentukan itu gugur. Karena 
(manfaat) kemaluan itu telah hilang sebelum bercampur karena 
suatu faktor dari pihak istri, sehingga perimbangannya gugur. 
Sama seperti barang yang dijual yang rusak sebelum diserahkan. 
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Apabila perpisahan itu karena suatu faktor dari pihak 
suami, misalnya dia menalaknya, maka separuh maskawin yang 
telah ditentukan gugur darinya, jika istri tersebut belum 
menerimanya, dan istrinya wajib mengembalikan separuhnya jika 
dia telah menerimanya. 


Sesuai firman Allah &, 
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“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang 
telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 
memaafkan...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Demikian pula, apabila suaminya memeluk Islam atau 
keluar dari Islam (Murtad), maka hukumnya sama seperti hukum 
talak. Karena perpisahan itu timbul dari pihak suami, sehingga 
perpisahan itu sama seperti talak. 


Apabila perpisahan itu karena suatu faktor dari kedua 
pihak (suami dan istri), maka kamu harus meninjau ulang masalah 
tersebut, maka jika perpisahan itu melalui prosedur khuhi', maka 
hukumnya seperti hukum talak, karena yang dimenangkan dalam 
masalah khulu' ini adalah pihak suami tersebut, dengan bukti 
bahwa khulunya sah bersama orang lain. 


Apabila perpisahan itu terjadi karena kemurtadan dari 
kedua pihak, misalnya keduanya murtad bersama-sama dalam 
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kondisi yang sama, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Pertama: Hukumnya seperti hukum talak, karena 
kedudukan suami dalam pernikahan tersebut jika dia melakukan 
khulu' dengan istrinya setelah bercampur dengannya, kemudian 
dia menikahinya kembali untuk kedua kalinya dalam masa iddah, 
kemudian dia menalaknya sebelum dia bercampur dengannya, 
maka maskawin yang telah ditentukan dibagi dua. 


Abu Hanifah berkata: Maskawin yang telah ditentukan 
untuk istrinya tersebut tidak dibagi dua, bahkan hak istri 
mendapatkan semua maskawin itu tetap tidak berubah 
sebagaimana adanya. 


Dalil pendapat kami adalah kesimpulan yang nampak dari 
ayat, Es IA Anab “.... Maka bayarlah seperdua dari mahar yang 
telah kamu tentukan itu, ...” (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Alasan lain, 


percampuran yang terjadi dalam pernikahan pertama merupakan 
perimbangan maskawin yang pertama. 


Jadi, kalau kami mengatakan: Maskawin dalam penikahan 
yang kedua itu tidak dibagi dua, tentunya percampuran tersebut 
memiliki akibat hukum yang sangat kuat dalam menetapkan dua 
maskawin sekaligus, dan penyerahan diri sekali tidak dapat ditukar 
dengan dua alat tukar. 


Berdasarkan perbedaan pendapat ini, kalau ada seseorang 
mencampuri seorang wanita karena tersamar, atau memerdekakan 
Ummu Walad (budak perempuan yang melahirkan anak hasil 
hubungan intim dengan pemiliknya), dan menikahinya, kemudian 
dia menceraikannya, maka menurut kami maskawin yang telah 
ditentukan itu dibagi dua. 
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Sementara menurut Abu Hanifah tidak dibagi dua, dan 
memposisikan terus-menerusnya kesibukan rahim (dalam 
menampung sperma) seperti hubungan intim dalam hal 
menetapkan seluruh maskawin tersebut. 


Masalah ini (hubungan intim karena tersamar) berbeda 
dengan masalah wanita yang memohon kepada suaminya untuk 
melakukan Akhulu' (pencabutan ikatan pernikahan), dimana kami 
lebih memenangkan pihak suami, karena suami diilustrasikan 
dapat melakukan pencabutan ikatan pernikahan (khulu) dari 
istrinya seorang diri, misalnya istri bersama orang lain menuntut 
khulu' 

Sedangkan istri tidak diilustrasikan dapat melakukan 
pencabutan ikatan pernikahan dari suaminya seorang diri. 
Sehingga pihak suami lebih dimenangkan. Di dalam kasus ini sama 
seperti dalam akad jual beli, kami lebih memenangkan salah satu 
dari kedua pihak berdasarkan pengakuan, sebagaimana dalam 
kasus wanita merdeka yang bunuh diri atau walinya membunuhnya 
sebelum bercampur, bahwa sebagian dari maskawin tidak gugur. 


Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai kedua 
masalah tersebut, Abu Al Abbas bin Suraij dan sebagian Ulama 
Syafi'iyah berpendapat bahwa di dalam kedua masalah tersebut 
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Maskawinnya gugur, karena pernikahan 
tersebut rusak karena suatu faktor dari pihak istri, yakni 
sebagaimana kalau istri meninggalkan Islam (Murtad). 

Kedua: Maskawin tidak gugur. Yakni pendapat yang 
lebih diunggulkan (Ashah) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena 
perpisahan tersebut merupakan perpisahan yang terjadi karena: 
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habisnya masa pernikahan wanita tersebut, yakni sebagaimana 
kalau istri tersebut meninggal dunia. 


Abu Ishag Al Marwazi dan sebagian Ulama Syafi'iyah yang 
lain berpendapat bahwa masalah tersebut dibangun berdasarkan 
dua jawaban yang berbeda dari Asy-Syafi'i, sesuai dengan 
kesimpulan yang nampak dari kedua jawaban tersebut, sehingga 
dalam masalah budak perempuan, maskawin gugur, sedang dalam 
masalah wanita merdeka, maskawin tidak gugur. 


Karena, wanita merdeka itu adalah orang yang 
menyerahkan dirinya dalam ikatan pernikahan tersebut. Karena 
itu, dia tidak boleh bepergian tanpa seizin suaminya. Sedangkan 
budak perempuan adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya. 


Karena itu, dia boleh bepergian tanpa seizin suaminya, 
karena suami wanita merdeka memperoleh warisannya, sehingga 
suami dapat menanggung maskawinnya, sedangkan suami budak 
perempuan tidak memperoleh warisannya, sehingga tidak dapat 
menanggung maskawinnya. 


Jika kita mengatakan: Maskawin tersebut gugur sebab 
perpisahan tersebut, maka wanita merdeka maskawinnya tidak 
gugur kecuali jika dia bunuh diri sebelum bercampur. Sedangkan 
apabila dia dibunuh oleh walinya, suaminya atau orang lain, maka 
maskawinnya tidak gugur. 


Adapun budak perempuan, jika dia bunuh diri sebelum 
bercampur, maka maskawinnya gugur. Sementara Apabila dia 
dibunuh oleh pemiliknya, maka maskawinnya gugur, karena 
maskawin tersebut milik pemiliknya. 


Apabila budak perempuan tersebut dibunuh oleh 
suaminya atau orang lain sebelum bercampur, maka maskawin 
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tersebut tidak gugur. Berbeda dengan pendapat Abi Sa'id Al 
Ishthakhri yang berpendapat: Jika budak perempuan tersebut 
dibunuh oleh orang lain sebelum bercampur, maka maskawinnya 
gugur. 

Karena, dia posisinya seperti barang yang dijual yang 
mana jika orang lain menghilangkannya sebelum diserahkan, maka 
jual beli tersebut batal dan alat bayar barang tersebut gugur. 


Pendapat yang diunggulkan (A/ Madzhab) di kalangan 
Ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang pertama. Karena budak 
perempuan itu statusnya seperti barang itu jika dia dijual. 
Sedangkan dalam pernikahan, budak perempuan statusnya seperti 
wanita merdeka, sebagaimana telah kami terangkan dalam lebih 
dari satu pembahasan. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Ketika separuh 
maskawin harus dikembalikan, maka tidak lepas 
adakalanya maskawin tersebut telah rusak atau masih 
tetap utuh. 


Jika maskawin itu telah rusak, maka bila 
maskawin itu termasuk barang yang memiliki padanan, 
maka suami berhak menuntut pengembalian separuh 
maskawin yang serupa (sejenis). Apabila maskawin 
tersebut tidak memiliki padanan, maka suami berhak 
menuntut pengembalian perimbangan harga separuh 
maskawin tersebut, yakni perimbangan harga minimum 
terhitung sejak masa akad nikah sampai masa 
penyerahan maskawin. 
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Karena, jika perimbangan harga separuh 
maskawin tersebut pada masa akad nikah itu lebih 
rendah, kemudian pertimbangan harga separuh 
maskawin itu bertambah, maka penambahan harga itu 
terjadi di bawah pemilikannya, sehingga dia tidak lagi 
berhak menuntut pengembalian separuh penambahan 
harga tersebut. 


Apabila perimbangan harga maskawin tersebut 
pada masa akad nikah itu lebih tinggi, kemudian 
perimbangan harganya berkurang, maka pengurangan 
perimbangan harga maskawin itu menjadi tanggungan 
suami. Sehingga dia tidak lagi berhak menuntut 
tanggungannya tersebut. 


dika maskawin tersebut masih tetap utuh, maka 
tidak lepas adakalanya maskawin tersebut masih tetap 
utuh seperti kondisi semula, semakin bertambah atau 
berkurang, atau bertambah dari satu sisi dan berkurang 
dari sisi yang lain. 

Jika maskawin tersebut tetap utuh seperti 
kondisi semula, maka suami berhak menuntut 
pengembalian separuh maskawin tersebut. Kapan suami 
dapat memilikinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Yakni pendapat Abu Ishag. Separuh 
maskawin itu tidak dapat dimiliki kecuali dengan 
menentukan pilihan untuk menerima kembali sebagai 
miliknya, karena seseorang tidak dapat memiliki suatu 
barang tanpa menentukan pilihannya kecuali warisan. 
Maka berdasarkan pendapat ini, jika muncul tambahan 
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dari maskawin tersebut, maka tambahan maskawin jadi 
milik perempuan tersebut. 


Kedua: Yakni pendapat yang dinash oleh Asy- 
Syafi'i. Separuh maskawin itu dapat dimiliki kembali 
dengan adanya perpisahan itu sendiri. 

Sesuai firman Allah &, “Jika kamu menceraikan 
isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentu- 
kan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar 
yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu 
itu memaafkan, ...” (Qs. Al Baqarah [2]: 237). 

Jadi, Allah & menggantungkan kepemilikan 
separuh maskawin itu dengan adanya talak (perceraian). 


Berdasarkan pendapat ini, maka jika muncul 
tambahan dari maskawin tersebut, maka tambahan itu 
jadi milik bersama di antara mereka berdua. 


Apabila seorang suami menceraikan istrinya, dan 
maskawin tersebut mengalami penambahan, maka 
kamu harus meninjau kembali masalah tersebut, jika 
tambahan tersebut tambahan yang terpisah (dari barang 
pokoknya), seperti buah, anak ternak dan susu, maka 
suami berhak meminta kembali separuh barang pokok. 


Sementara tambahan tersebut jadi milik 
perempuan tersebut. Karena tambahan tersebut adalah 
tambahan yang terpisah dari barang pokok (maskawin), 
yang muncul di bawah pemilikannya. Sehingga tidak 
mengikuti barang pokok tersebut dalam pengembalian 
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tersebut. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam 
masalah pengembalian karena cacat dalam jual beli. 


Apabila tambahan tersebut tidak dapat 
dipisahkan (dari barang pokoknya), seperti kegemukan 
dan mengajar suatu pekerjaan, maka perempuan 
tersebut boleh memilih antara menyerahkan separuh 
maskawin berikut tambahannya, dan atau menyerahkan 
perimbangan harga separuh maskawin tersebut. 


Apabila istri tersebut telah menyerahkan separuh 
maskawin tersebut, maka suami dapat dipaksa agar 
menerimanya. Karena separuh maskawin itu adalah 
separuh dari maskawin yang telah ditentukan disertai 
tambahan yang tidak dapat dipisahkan. 


Apabila istri tersebut memilih menyerahkan 
perimbangan harga separuh maskawin tersebut, maka 
suami tersebut dapat -dipaksa agar menerimanya, 
karena haknya berhubungan dengan kepemilikan 
separuh dari maskawin yang telah ditentukan, dan 
tambahan yang tidak ditentukan, sehingga wajib 
menerima pengganti tersebut. 


Apabila istri tersebut wanita yang jatuh pailit 
(bangkrut), maka ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Yakni pendapat Abu Ishag. Suami 
boleh meminta kembali separuh barang yang dibuat 
maskawin tersebut berserta tambahannya. Karena dia 
tidak dapat menerima haknya yakni pengganti separuh 
maskawin, sehingga dia boleh meminta kembali barang 
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tersebut berikut tambahannya, sebagaimana penjual 
boleh meminta kembali barang yang dijual berikut 
tambahannya ketika pembeli mengalami pailit. 


Kedua: Yakni pendapat mayoritas Ulama 
Syafi'iyah. Bahwa suami tidak boleh meminta kembali 
separuh maskawin beserta tambahannya, karena tidak 
ada unsur kecerobohan (Tafrith) dari pihak istri 
tersebut, sehingga maskawin yang mengalami pe- 
nambahan di bawah pemilikannya tidak dapat diambil 
paksa darinya tanpa persetujuannya. 


Pailit yang dialami istri tersebut berbeda dengan 
masalah jika pembeli tersebut jatuh pailit, karena 
pembeli tersebut telah bertindak ceroboh dalam 
menahan alat bayar barang yang dijual tersebut sampai 
akhirnya dia jatuh pailit, sehingga penjual boleh 
meminta kembali barang tersebut berikut tambahannya. 


Apabila maskawin itu berupa pohon kurma, dan 
di atasnya terdapat mayang kurma yang tidak 
dikawinkan, lalu istri tersebut menyerahkan separuh 
pohon kurma tersebut berikut mayangnya, maka ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Suami tidak dapat dipaksa agar 
menerimanya. Karena separuh pohon kurma berikut 


mayangnya itu adalah hibah, sehingga dia tidak dapat 
dipaksa agar menerima hibah tersebut. 


Kedua: Suami dapat dipaksa agar menerimanya. 
Yakni pendapat yang telah dinash oleh Asy-Syafi'i. 
Karena mayang itu adalah hasil (perkembangan) yang 
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tidak dapat dipisahkan, sehingga suami dapat dipaksa 
agar menerimanya, sama seperti kegemukan. 


Apabila istri tersebut menyerahkan separuh 
pohon kurma tanpa disertai buahnya, maka Suami tidak 
dapat dipaksa agar menerimanya. 


Al Muzani berkata: Suami tetap berhak meminta 
kembali separuh pohon kurma berikut buahnya, dan dia 
harus membiarkan buah tersebut sampai masa panen. 
Sebagaimana pembeli wajib membiarkan buah hingga 
masa panen. 


Pendapat Al Muzani ini tidak tepat. Karena hak 
suami itu telah beralih pada perimbangan harga barang 
tersebut, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar 
menerima barang tersebut. Alasan lain, dia menang- 
gung kerugian dalam membiarkan buah tersebut tetap 
di atas pohon kurma miliknya, sehingga dia tidak dapat 
dipaksa agar menerimanya. 

Suami berbeda dengan pembeli. Karena pembeli 
itu terlibat dalam akad jual beli itu atas dasar prinsip 
suka sama suka, sehingga keduanya harus tetap 
mengikuti kesepakatan yang telah disetujui mereka. 

Apabila suami meminta kembali separuh pohon 
kurma dan membiarkan buahnya tersebut sampai masa 
panen, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 

Pertama: Istri tersebut tidak dapat dipaksa agar 
memenuhi permintaannya, karena haknya telah beralih 
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pada perimbangan harga pohon kurma berikut buahnya 
tersebut. 


Kedua: Istri tersebut dapat dipaksa agar 
memenuhi permintaannya. Karena kerugian tersebut 
hilang darinya, dan suami rela menerima kerugian yang 
akan datang menimpa dirinya. 


Apabila suami menceraikan istrinya, sementara 
maskawin tersebut telah berkurang (cacat), misalnya 
maskawin tersebut berupa budak, lalu dia buta atau 
menderita sakit, maka suami berhak memilih antara 
meminta kembali separuh maskawin dalam kondisi 
berkurang (cacat), dan atau memilih mengambil 
perimbangan harga dari separuh maskawin tersebut. 


Apabila suami meminta kembali separuh 
maskawin tersebut, maka istri tersebut dapat dipaksa 
agar menyerahkannya. Karena suami setuju menerima 
haknya dalam kondisi berkurang. 


Apabila suami memilih meminta perimbangan 
harga dari separuh maskawin tersebut, maka istri 
tersebut dapat dipaksa agar menyerahkannya, karena 
kekurangan itu bukanlah haknya. 


Apabila suami menceraikan istrinya, sementara 
maskawin itu bertambah dari satu sisi dan berkurang 
dari satu sisi yang lain, misalnya maskawin tersebut 
berupa budak, lalu dia mempelajari suatu pekerjaan, 
dan menderita sakit, maka bila keduanya sepakat 
mengambil separuhnya, maka kesepakatan itu dapat 
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dilakukan, karena hak (maskawin) tersebut milik mereka 
berdua. 


Apabila suami menolak menerimanya, maka dia 
tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena 
berkurangnya maskawin tersebut. Apabila istri tersebut 
menolak menyerahkannya, maka dia tidak dapat 
dipaksa agar menyerahkannya, karena maskawin 
tersebut mengalami penambahan. | 


Apabila maskawin tersebut berupa budak 
perempuan, lalu dia hamil, maka statusnya sama seperti 
budak laki-laki yang mempelajari suatu pekerjaan dan 
menderita sakit. Karena kehamilan itu merupakan nilai 
tambah dari satu sisi dan kekurangan dari satu sisi yang 
lain. Karena akibat kehamilan itu keselamatan dirinya 
terancam. Jadi, hukumnya sama seperti hukum budak 
tersebut. 


Apabila maskawin itu berupa hewan ternak, lalu 
ia mengandung, maka ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Istri tersebut berhak memilih antara 
menyerahkan separuh maskawin tersebut beserta 
kandungan tersebut, dan atau memilih menyerahkan 
perimbangan harga separuh maskawin berikut kandu- 
ngan tersebut. 


Karena, kandungan itu adalah nilai tambah 
tanpa disertai kekurangan. Karena kandungan tersebut 
tidak mengakibatkan keselamatan ternak tersebut 
terancam. 
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Kedua: Yakni kesimpulan yang nampak dari 
nash Asy-Syafi'i. Bahwa maskawin hewan ternak itu 
sama seperti budak perempuan. Karena kandungan itu 
adalah nilai tambah dari satu sisi, dan kekurangan dari 
satu sisi yang lain. 


Sebab adanya kandungan itu membuat daging 
berkurang dalam hewan ternak yang dikonsumsi 
dagingnya, dan kehamilan mencegahnya untuk 
membebaninya dengan muatan dalam ternak yang 
dibuat alat pengangkut muatan. Jadi, maskawin ternak 
tersebut sama seperti budak perempuan. 


Apabila istri tersebut telah menjual maskawin 
tersebut, kemudian maskawin tersebut kembali 
kepadanya, kemudian suaminya menceraikannya, maka 
suami berhak meminta kembali separuh maskawin 
tersebut. Karena masih ada kemungkinan meminta 
kembali barang yang menjadi kekayaannya sendiri, 
sehingga dia tidak meminta perimbangan harga dari 
separuh maskawin tersebut. 


Apabila istri tersebut telah mewasiatkannya atau 
menghibahkannya, namun maskawin tersebut belum 
diserahkan, kemudian suaminya menceraikannya, maka 
dia berhak meminta kembali separuh maskawin 
tersebut, karena maskawin tersebut masih tetap di 
bawah pemilikannya dan pengaturannya. 


Apabila istri tersebut mengadakan akad kitabah 
dengan maskawin tersebut (budak yang dibuat 
maskawin) atau menghibahkannya, dan dia telah 
menyerahkan kepemilikannya, kemudian suaminya 
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menceraikannya, maka suami berhak meminta kembali 
perimbangan harga dari separuh maskawin tersebut. 
karena pada maskawin tersebut masih melekat hak 
orang lain. 


Apabila maskawin tersebut berupa budak laki- 
laki, kemudian istri tersebut menjanjikan 
kemerdekaanya setelah kematian dirinya, kemudian 
suaminya menceraikannya, maka Al  Muzani 
meriwayatkan bahwa suami berhak meminta kembali 
separuh maskawin tersebut. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: 
Suami berhak meminta kembali separuh maskawin 
tersebut. Karena maskawin tersebut tetap di bawah 
pemilikannya. Dan Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang 
berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat yang 
berbeda dari Asy-Syafi'i (@Waulaani). 


Apabila kita mengatakan: Janji kemerdekaan 
setelah kematian pemiliknya (Tadbir) itu adalah wasiat, 
maka suami berhak meminta kembali separuh 
maskawin tersebut. Apabila kita mengatakan: Tadbir itu 
adalah kemerdekaan dengan sifat tertentu, maka dia 
berhak meminta kembali separuh dari perimbangan 
harga maskawin tersebut. 


Penjelasan: 


Hukum: Jika suami menceraikan istrinya sebelum 
bercampur, dan istri tersebut telah menerima maskawin tersebut, 
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maka kami telah menyebutkan bahwa suami tersebut berhak 
meminta kembali separuh maskawin tersebut kepadanya. 


Apabila maskawin tersebut telah rusak di tangan istri 
tersebut, maka jika maskawin tersebut memiliki padanan, maka 
suami berhak meminta kembali separuh maskawin yang sama 
(sejenis) kepadanya. Karena maskawin yang sejenis itu hampir 
sama dengan maskawin yang telah diterima. 


Apabila maskawin tersebut tidak memiliki padanan, maka 
suami berhak meminta kembali separuh dari perimbangan 
harganya kepadanya, karena barang yang tidak memiliki padanan 
ditanggung dengan perimbangan harga barang tersebut. 


Apabila perimbangan harganya mengalami fuluktuatif, 
sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa 
penerimaanya, maka suami berhak meminta kembali separuh 
perimbangan harganya, yakni harga minimum terhitung sejak 
masa berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa 
penerimaan maskawin tersebut. 


Karena, perimbangan harganya jika pada masa akad 
nikah itu sangat rendah, kemudian mengalami kenaikan, maka 
penambahan harga tersebut muncul di bawah pemilikannya, 
sehingga istri tersebut tidak wajib menanggung penambahan 
tersebut. 


Apabila perimbangan harganya pada waktu akad nikah itu 
sangat tinggi, kemudian berkurang (mengalami penurunan harga), 
maka kekurangan harga jadi tanggungan suami yang wajib 
diberikan kepada istrinya, karena istri tidak menanggung 
kekuarangan tersebut pada suaminya. 
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Apabila maskawin tersebut masih ada di tangannya, maka 
tidak lepas adakalanya maskawin semakin bertambah dari semua 
sisi melebihi kondisinya saat istri menerimanya, atau bertambah 
dari satu sisi dan berkurang dari satu sisi yang lain. 


Misalnya maskawin tersebut berupa budak perempuan 
muda yang gemuk, lalu tubuhnya berubah jadi kurus, menderita 
sakit atau kekurangan serupa lainnya, maka suami berhak memilih 
antara meminta kembali separuh maskawin tersebut dalam kondisi 
berkurang, dan tidak berhak meminta kembali selain itu. 


Dan (atau) dia meminta kembali kepadanya perimbangan 
harga seperdua dari maskawin tersebut, yakni harga minimum 
terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa 
penerimaan maskawin tersebut. 


Karena Allah & berfirman, 


“.... Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Apabila maskawin tersebut berkurang dari semua sisi. 
Misalnya maskawin tersebut berupa hewan ternak yang gemuk, 
lalu berubah jadi kurus atau sakit, maka suami berhak memilih 
antara meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut dalam 
kondisi berkurang, dan dia tidak berhak selain itu. 


Dan (atau) memilih meminta kembali kepadanya seperdua 
dari perimbangan harga maskawin tersebut, yakni harga minimum 
terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah sampai masa 
penerimaan maskawin tersebut. 
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Karena Allah & berfirman, 


Ae As 
Pp al 


. Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
Kemana itu.” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Jika maskawin itu telah berkurang, maka maskawin itu 
bukan lagi maskawin yang telah ditentukan. 


Apabila maskawin tersebut telah bertambah dari segala 
sisi, maka penambahan itu tidak lepas adakalanya penambahan itu 
dapat dipisahkan (dari barang pokoknya). 


Misalnya suami memberinya maskawin berupa hewan 
ternak yang kosong (tidak lagi hamil), lalu hamil, dan melahirkan, 
kemudian dia menceraikannya, atau maskawin tersebut berupa 
sebatang pohon yang tak berbuah, lalu pohon itu berbuah, dan 
buahnya benar-benar ada, kemudian suaminya menceraikannya, 
maka suami berhak meminta kembali kepada seperdua dari 
maskawin tersebut tanpa disertai hasil pohon. 


Karena, hasil pohon itu adalah hasil yang mucul dalam 
hak miliknya dan terpisah (dari barang pokok yang dibuat 
maskawin), sehingga suami tidak memiliki hak di dalamnya. 


Sebagaimana telah kami sampaikan dalam masalah 
pembeli yang mana perkembangan yang terpisah tiba-tiba muncul 
dalam miliknya, kemudian dia menemukan kecacatan pada barang 
yang dijual tersebut, lalu dia mengembalikannya. 


Apabila penambahan itu tidak dapat dipisahkan, 
contohnya seperti kegemukan, mengajar Al Qur'an, ilmu 
pengetahuan dan pekerjaan (pertukangan), maka jika istri tersebut 
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memilih menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut, maka 
suami dapat dipaksa agar menerimanya. 


Karena, dia mendapatkan pengembalian seperdua 
maskawin yang lebih sempurna daripada maskawin yang telah dia 
serahkan kepada istrinya. 


Apabila istri tersebut tidak pernah menentukan pilihan 
menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut, maka suami tidak 
dapat dipaksa agar menerimanya. Demikian Abu Hanifah 
berpendapat. 


Muhammad bin Al Hasan berkata: Istri tersebut dapat 
dipaksa agar menyerahkan seperdua dari maskawin tersebut 
berikut penambahan maskawin yang menyatu dengan barang 
pokoknya. 


Dalil pendapat kami adalah bahwa penambahan ini adalah 
penambahan yang muncul dalam miliknya, sehingga istri tidak 
berkewajiban menyerahkan tambahan tersebut, sebagaimana kalau 
tambahan itu dapat dipisahkan, dan istri berkewajiban 
mengembalikan seperdua dari perimbangan harga maskawin . 
tersebut, yakni harga minimum terhitung sejak masa 
berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa penerimaan 
maskawin. 


Apabila istri memiliki banyak utang, lalu dia jatuh pailit, 
dan menyandang status cekal (untuk membelanjakan hartanya), 
apakah suami berhak meminta kembali seperdua dari maskawin 


tersebut berikut tambahannya yang menyatu dengan maskawin 
tersebut? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 
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Abu Ishag berkata: Suami berhak meminta kembali 
seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya yang 
menyatu dengan maskawin tersebut. 


Karena, kami tidak menetapkan hak meminta kembali 
seperdua dari maskawin tersebut berikut tambahannya itu dengan 
syarat jika istri tersebut bukan wanita yang jatuh pailit, karena 
kawajiban yang ditanggungnya tetap berlanjut, sehingga suami 
dapat memperoleh kembali haknya, yakni perimbangan harga 
tersebut. 


Sedangkan jika dia wanita yang jatuh pailit, maka 
kewajiban yang harus ditanggungnya telah rusak, sehingga suami 
tidak mungkin memperoleh kembali haknya dengan perimbangan 
harga tersebut, maka suami tidak berhak meminta kembali 
seperdua dari maskawin tersebut. 


Mayoritas Ulama Syafi'iyah berkata: Suami tersebut tidak 
berhak meminta kembali seperdua dari maskawin tersebut berikut 
tambahannya yang menyatu. 


Sesuai firman Allah &, 
Pa orr . esz 
~ 2? Le Lea? 


“... Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu.” (Os. Al Bagarah (2): 237). 


Tambahan itu bukanlah maskawin yang ditentukan. Dan 
Allah tidak membedakan antara wanita yang jatuh pailit dan yang 
tidak jatuh pailit. 


Apabila maskawin tersebut telah bertambah dari satu sisi 
serta berkurang dari satu sisi yang lain; misalnya maskawin 
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tersebut berupa budak laki-laki, lalu dia belajar pertukangan 
sampai pandai, dan menderita sakit, jika keduanya telah 
bersepakat bahwa suami boleh mengambil seperdua dari 
maskawin tersebut, maka boleh. Karena hak tersebut (maskawin) 
milik mereka berdua. 


Apabila suami tersebut meminta seperdua dari maskawin 
tersebut, lalu istri tersebut menolak memenuhi permintaannya 
tersebut, maka istri tidak dapat dipaksa agar memenuhi 
permintaannya itu, karena memandang tambahan maskawin 
tersebut. 


Apabila istri tersebut menyerahkan seperdua dari 
maskawin tersebut, dan suami tersebut menolak menerimanya, 
maka suami tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena 
berkurangnya maskawin tersebut, dan dia boleh meminta kembali 
seperdua dari perimbangan harga maskawin tersebut, yakni harga 
minimum terhitung sejak masa berlangsungnya akad nikah tersebut 
sampai masa penerimaan maskawin. 


Apabila suami menceraikan istrinya, dan maskawin 
tersebut telah berada dalam genggaman istrinya, —maka jika 
maskawin tersebut seperti kondisi semula, tidak bertambah dan 
tidak pula berkurang—, maka istri berhak mendapat seperdua dari 
maskawin tersebut. 


Apabila maskawin tersebut telah berkurang dari segala 
sisi. Misalnya maskawin (budak) tersebut menderita sakit di 
tangannya atau mengalami kebutaan, maka istri tersebut berhak 
memilih antara mengambil seperdua dari maskawin tersebut dalam 
kondisi telah berkurang, dan dia tidak berhak apa pun (selain itu), 
sama seperti barang yang dijual, yang berkurang di tangan penjual. 
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Dan atau memilih membatalkan maskawin tersebut karena 
berkurangnya maskawin tersebut. 


Jika istri tersebut membatalkan maskawin tersebut, maka 
pernikahan itu tidak batal. Jika pernikahan itu tidak batal, maka 
apakah maskawin yang dikembalikan? Ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i yang berbeda. 


Qaul Jadid Asy-Syafi'i: Dikembalikan pada seperdua dari 
mahar mitsil. Sedang Qau/ Qadim Asy-Syafi'i: Dikembalikan ke 
pengganti seperdua dari maskawin yang telah ditentukan tersebut. 


Apabila maskawin tersebut telah bertambah, maka kamu 
harus meninjau kembali masalah tersebut, —jika tambahan itu 
dapat dipisahkan, contohnya seperti anak, susu dan buah—, maka 
istri berhak mendapatkan seperdua dari pokok maskawin tersebut 
berikut semua tambahan tersebut. 


Al Masudi menceritakan bahwa Abu Hanifah # berkata: 
Suami tersebut berhak memiliki seperdua dari tambahan yang 
terpisah, yang muncul di bawah pemilikannya. 


Dalil pendapat kami adalah bahwa tambahan tersebut 
merupakan tambahan yang muncul dalam milik istri tersebut, 
sehingga suami tidak memiliki hak dalam tambahan tersebut, 
sebagaimana kalau tambahan itu muncul di bawah pemilikannya. 


Apabila tambahan tersebut tidak dapat dipisahkan, 
contohnya seperti kegemukan dan pewarna kain, maka istri 
tersebut berhak memilih antara mengambil seperdua dari 
maskawin tersebut dan menyerahkan kepada suami itu 
seperduanya berikut tambahannya, sehingga suami itu dapat 
dipaksa agar menerimanya. 
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Dan (atau) memilih mengambil semua maskawin tersebut 
dan menyerahkan pada suami itu seperdua dari perimbangan 
harganya, yakni harga minimum terhitung sejak masa 
berlangsungnya akad nikah sampai masa penyerahan maskawin. 


Apabila maskawin tersebut telah bertambah dari satu sisi 
serta berkurang dari satu sisi yang lain, misalnya maskawin 
tersebut berupa budak perempuan muda, yang belajar suatu 
pekerjaan dan melupakan pekerjaan yang lain, maka istri tersebut 
berhak memilih antara mengambil seperdua dari maskawin 
tersebut dan menyerahkan kepada suami tersebut seperdua 
maskawin yang lain. 


Jadi, suami dapat dipaksa agar menerima seperdua 
maskawin tersebut. Karena kekurangan yang timbul di bawah 
pemilikan suami tersebut adalah resiko yang harus ditanggung 
suami. Dan atau memilih membatalkan maskawin tersebut, karena 
adanya kekurangan tersebut. 


Jika istri tersebut membatalkan maskawin tersebut, maka 
dia berhak menuntut seperdua mahar mitsil kepada suami tersebut 
menurut Qaul Jadid Asy-Syafi'i. Dan atau seperdua pengganti 
maskawin yang telah ditentukan, menurut Gau/ Qadim Asy-Syafi'i. 


Cabang: Setiap kasus yang terjadi, kami mengatakan: 
Seperdua dari maskawin yang telah ditentukan harus dikembalikan 
kepada suami sebab perceraian sebelum bercampur. Kapan suami 
itu memiliki kembali seperdua tersebut? ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Abu Ishag berkata: Suami tidak memiliki kembali seperdua 
maskawin tersebut kecuali sebab perceraian tersebut dan 
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menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya. 
Yakni pendapat Abu Hanifah as. Karena hak milik tanpa 
menentukan pilihan itu tidak terjadi kecuali melalui prosedur waris. 
Dan hak milik ini bukanlah warisan. 


Kedua: Dengan pendapat ini pula, Zufri berpendapat. 
Yakni pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i. Bahwa seperdua dari 
maskawin itu dapat dimiliki kembali sebab adanya talak itu sendiri, 
sekalipun dia tidak menentukan pilihan untuk menerimanya 
kembali sebagai miliknya. 


Sesuai firman Allah &, 
GA sari, 2 
Sea ols 
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu, ...” (Qs. Al 
Bagarah (2): 237). 


Allah & tidak membedakan antara apakah suami 
menentukan pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya 
atau tidak menentukan pilihan untuk menerimanya kembali 
sebagai miliknya. 


Komentar yang disebutkan oleh pendapat pertama, bahwa 
seseorang tidak dapat memiliki suatu perkara selain warisan 
kecuali dilandasi keinginan menerimanya kembali sebagai miliknya, 
tidak diterima, karena kalau seseorang menangkap binatang 
buruan karena hendak melihatnya, bukan untuk menjadikannya 
sebagai miliknya, maka dia sudah memiliki binatang buruan 
tersebut dengan adanya penangkapan tersebut tanpa ada 
keinginan untuk menjadikannya sebagai miliknya. 
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Apabila maskawin tersebut telah bertambah setelah 
perceraian tersebut dan sebelum menentukan pilihan untuk 
menerimanya kembali sebagai miliknya, maka jika kita menjawab 
masalah tersebut dengan memegangi pendapat Abu Ishag, maka 
tambahan maskawin jadi milik istri seorang. 


Apabila kita menjawab dengan memegangi pendapat yang 
dinash oleh Asy-Syafi'i, maka tambahan itu dibagi dua di antara 
mereka berdua. 


Apabila maskawin tersebut berkurang di bawah pemilikan 
istri tersebut setelah perceraian tersebut dan sebelum menentukan 
pilihan untuk menerimanya kembali sebagai miliknya, maka jika 
kita menjawab dengan memegangi pendapat Abu Ishag, maka istri 
tidak wajib menanggung resiko kekurangan tersebut. 


Sementara jika kita menjawab dengan memegangi 
pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i, maka istri wajib 
menanggung resiko kekurangan tersebut. 


Jika pengembalian seperdua maskawin ini tetap 
diberlakukan, maka Asy-Syafi'i & berkata: Ketentuan ini seluruh- 
nya selama hakim tidak memutuskan pengembalian seperdua 
maskawin tersebut, sehingga jika demikian istri adalah orang yang 
beresiko menanggung kekurangan yang menimpa maskawin ketika 
berada dalam kekuasaannya. 


Ash-Shaimuri berkata: Apakah disyaratkan harus ada 
putusan hakim mengenai penerimaan kembali hak milik seperdua 
dari maskawin oleh suami tersebut? ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Kesimpulan yang nampak dari pernyataan Asy-Syafi'i, 
bahwa putusan hakim itu adalah syarat. 
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Kedua: Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (Ashah) 
di kalangan Ulama Syafi'iyah, putusan hakim tersebut tidak 
menjadi syarat. 


Semua Ulama Syafi'iyah berkata: Tidak ada perbedaan 
pendapat mengenai masalah bahwa putusan hakim itu tidak 
menjadi syarat, karena pengembalian seperdua dari maskawin 
telah diberlakukan berdasarkan nash Al Qur *an dan ijmak ulama. 


Sehingga dalam masalah pengembalian seperdua 
maskawin ini tidak disyaratkan harus ada putusan hakim. 
Berdasarkan argumentasi ini, Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat 
mengenai interpretasi komentar Asy-Syafi'i tersebut. 


Sebagian mereka ada yang berkata: Asy-Syafi'i ingin 
menjelaskan jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak (suami 
istri) mengenai waktu pemilikan suami tersebut, misalnya suami 
berkata, “Aku telah menyerahkan maskawin itu sejak dua bulan 
yang lalu, kemudian berkurang setelah aku menyerahkannya, 
maka kamu (istri) wajib menanggung resiko kekurangan tersebut.” 


Sementara istri berkata, “Bahkan kamu menyerahkannya 
sejak satu bulan yang lalu, dan maskawin telah berkurang sebelum 
aku memilikinya, sehingga aku tidak wajib menanggung resiko 
kekurangan tersebut.” 


Jadi, kedua pihak itu sama-sama mengadukan perkaranya 
kepada hakim. Lalu jika hakim telah memutuskannya mengenai 
pemilikan maskawin tersebut sejak waktu tertentu, maka istri 
adalah orang yang menanggung resiko kekurangan yang timbul 
setelah pemilikan maskawin tersebut. 


Abu Ishag dan mayoritas Ulama Syafi'iyah berkata: Asy- 
Syafi'i mengathafkan (menyambung) dengan pernyataannya ini 
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pernyataan, “Jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur 
dan sebelum berkurang di bawah pemilikan istri dalam segala sisi.” 


Maka suami berhak memilih antara meminta kembali 
seperdua dari maskawin dalam kondisi berkurang, dan tidak 
berhak mendapatkan pengganti kekurangan tersebut. Dan atau 
memilih meminta kembali perimbangan harga seperdua dari 
maskawin tersebut. 


Kapan suami memiliki kembali seperdua dari maskawin 
tersebut? Berdasarkan pendapat Abu Ishag, suami dapat 
memilikinya kembali sebab talak dan keinginan memilikinya 
kembali. Sedang berdasarkan pendapat yang dinash Asy-Syafi'i, 
suami dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin itu sebab 
talak dan tidak perlu putusan hakim. 


Asy-Syafi'i mengungkapkannya dengan kata-kata, “Waktu 
pemilikan maskawin melalui putusan hakim”, karena waktu adalah 
bukti yang paling konkrit untuk mengetahui kembalinya seperdua 
dari maskawin tersebut. 


Ketika waktu kembalinya seperdua dari maskawin kepada 
suami itu telah diketahui, kemudian sesudah itu maskawin 
berkurang, maka istri wajib menanggung resiko kekurangan 
tersebut, karena dia telah menerima maskawin tersebut melalui 
akad tukar menukar, dan ternyata tukar-menukar itu benar-benar 
batal, maka istri wajib menanggung resiko maskawin yang 
berkurang ketika berada di bawah pemilikannya. 


Sebagaimana kalau seseorang membeli barang, lalu dia 
menemukan kecacatan pada barang tersebut, lalu dia 
membatalkan jual beli tersebut, kemudian barang berkurang ketika 
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berada di bawah pemilikannya, maka dia wajib menanggung resiko 
kekurangan tersebut.” 


Asy-Syafi'i telah menyatakan secara tegas dalam Al Umm: 
Jika suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, dan 
maskawin itu telah berada dalam genggaman istrinya, lalu istrinya 
meolak menyerahkannya kepadanya, maka istri tersebut wajib 
menanggung resiko kekurangan yang terjadi pada maskawin 
tersebut. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang menafsirkan sesuai 
dengan kesimpulan yang nampak dari nash Asy-Syafi'i ini, dan istri 
tersebut jika tidak pernah menolak menyerahkannya, maka dia 
tidak wajib menanggung resiko kekurangan tersebut. Bahkan 
maskawin itu adalah amanah yang berada di bawah penguasaan 
istri tersebut. Karena kekurangan itu terjadi dalam penguasaan istri 
tersebut tanpa disertai unsur kecerobohan. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang menafsirkan: Istri 
wajib menanggung resiko kekurangan yang terjadi ketika berada 
dalam genggamannya, baik dia menolak atau tidak menolak 
menyerahkannya. Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (Ashah) 
di kalangan Ulama Syafi'iyah. 

Sebagaimana kami telah menyampaikannya dalam kasus 
seseorang yang membeli suatu barang, lalu dia menemukan 
kecacatan pada barang tersebut, lalu dia membatalkan jual beli 
tersebut, kemudian barang itu berkurang ketika berada dalam 
genggamannya, maka dia wajib menanggung resiko kekurangan 
tersebut dengan alasan apa pun. 

Mereka menafsirkan komentar Asy-Syafi'i & dalam A/ 
Umm, Bahwa Asy-Syafi'i ingin menjelaskan resiko yang harus 
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ditanggung akibat ghashab. Karena resiko yang harus ditanggung 
akibat ghashab itu timbul atas dasar kekurangan yang harus 
ditanggung berdasarkan perimbangan harga, sama seperti barang 
pinjaman, yang mana pemilik barang pinjaman itu menolaknya. 


Abu Al Abbas berkata: Bahkan Asy-Syafi'i & meng-athaf 
kan (menyambung) dengan pernyataan ini, “Jika maskawin itu 
telah bertambah ketika berada dalam genggaman istri dari segala 
sisi”, maka kami mengatakan bahwa tambahan maskawin itu 
seluruhnya jadi milik istri tersebut, lalu Asy-Syafii #8 berkata, 
“Selama hakim tidak memutuskan pengembalian seperdua 
maskawin tersebut”, yakni selama hakim yang bermadzhab Maliki 
memutuskan pengembalian seperdua dari maskawin tersebut 
berikut tambahannya terhadap suami tersebut. 


Karena, Imam Malik berkata, “Seperdua maskawin itu 
tetap jadi milik suami sampai dengan dia bercampur dengan 
istrinya.” Jadi, jika hakim yang bermadzhab Maliki memutuskan 
pengembalian seperdua dari maskawin tersebut berikut 
tambahannya terhadap suami tersebut, maka maskawin itu dibagi 
dua di antara mereka berdua, dan keputusannya itu tidak dapat 
dibatalkan, karena pengembalian seperdua maskawin berikut 
tambahannya itu adalah ruang ijtihad. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Ini adalah interpretasi 
yang baik, namun Asy-Syafi'i setelah pernyataannya itu berkata, 
“Jadi, jika demikian, maka istri itu adalah orang yang menanggung 
resiko kekurangan yang menimpa maskawin tersebut ketika 
berada dalam genggamannya. Dan tidaklah mungkin 
pernyataannya itu diarahkan sesuai madzhab Malik #. 


Karena Asy-Syafi'i berkata: Maskawin itu adalah amanah 
yang berada di tangan istri, yang mana istri itu tidak wajib 
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menanggung seperdua maskawin tersebut dan tidak pula 
tambahannya. 


Masalah: Jika suami memberi istrinya maskawin berupa 
pohon kurma yang tidak terdapat buah, lalu pohon kurma itu 
berbuah ketika dalam pemilikannya, kemudian suami itu 
menceraikannya sebelum bercampur, maka dalam masalah 
tersebut ada enam masalah. 


Pertama: Jika suami itu berkeinginan meminta kembali 
seperdua pohon kurma itu ditukar dengan seperdua dari buah 
pohon kurma tersebut, lalu istri tersebut menolak untuk 
menyerahkannya, maka istri tidak dapat dipaksa agar 
menyerahkannya. 


Karena, buah kurma itu apabila tidak dikawinkan, maka 
buah itu merupakan tambahan yang menyatu dengan pohon 
kurma tersebut, dan bila buah itu telah dikawinkan, maka buah itu 
seperti tambahan yang terpisah, padahal kami telah menjelaskan 
bahwa semua buah kurma itu jadi milik istri tersebut. 

Kedua: Jika istri tersebut menyerahkan seperdua dari 
pohon kurma tersebut berikut seperdua dari buah tersebut, apakah 
suami itu dapat dipaksa agar menerimanya? Ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Suami itu tidak dapat dipaksa agar 
menerimanya. Karena tambahan buah ini adalah milik istrinya, 
sehingga dia tidak dapat dipaksa agar menerimanya, sebagaimana 
kalau istri memberi hibah sesuatu padanya, maka suami tidak 
dapat dipaksa agar menerimanya. 
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Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (A/ Madzhab 
di kalangan Ulama Syafi'iyah, Bahwa suami itu dapat dipaksa agar 
menerimanya, karena buah itu merupakan tambahan yang 
menyatu dengan maskawin tersebut, sehingga suami tersebut 
dapat dipaksa agar menerima tambahan tersebut. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Kedua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i yang berbeda itu hanya berlaku dalam buah yang 
dikawinkan. Sedangkan buah yang tidak pernah dikawinkan, 
Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa suami tersebut dapat dipaksa agar 
menerima tambahan buah yang tidak dikawinkan tersebut. 


Namun Asy-Syirazi telah menyebutkan dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda tersebut dalam buah yang 
tidak dikawinkan, dan tidak pernah menyebutkan buah yang 
dikawinkan. 

Jadi, jika kita mengatakan: Suami itu dapat dipaksa agar 
menerimanya, maka dia dapat dipaksa agar menerimanya kecuali, 
bila pohon kurma itu sudah tinggi, dan sudah berusia tua, yakni 
pohon kurma yang sudah jarang pelepah daunnya dan akarnya 
sudah rapuh, maka suami itu dapat dipaksa agar menerimanya. 
Karena kekurangan yang terdapat dalam pohon kurma tersebut 
sebab kondisi pohon kurma tersebut. 


Ketiga: Jika suami berkata pada istrinya, “Potonglah 
buah kurma tersebut, karena aku hendak meminta kembali 
seperdua dari pohon kurma tanpa buah sama sekali”, maka wanita 
tersebut tidak dapat dipaksa agar menerima permintaannya 
tersebut. Karena dalam pemotongan buah sebelum tiba masa 
pemotongannya mendatangkan kerugian pada wanita tersebut, 
padahal Rasulullah & bersabda, “Tidak ada hak (membiarkan 
buah) bagi batang pohon milik orang zhalim.” 
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Sementara istri ini bukanlah wanita yang zhalim. 


Keempat: Istri tersebut berkata pada suaminya, 
“Bersabarlah untuk meminta kembali (seperdua dari maskawin) 
sampai dengan buah kurma tersebut keluar, lalu dipanen, 
kemudian kamu boleh meminta kembali seperdua dari pohon 
kurma tersebut”, maka suami tersebut tidak dapat dipaksa agar 
menerima penundaan pengembalian tersebut, karena haknya 
meminta kembali seperdua pohon kurma itu bersifat segera, dan 
dia benar-benar menuntut segera memperoleh perimbangan harga 
seperdua maskawin tersebut, sehingga dia tidak dapat dipaksa 
agar menerima penundaan pengembalian tersebut. 


Alasan lain, dia tidak aman dari kerusakan pohon kurma 
tersebut, sehingga meminta kembali seperdua pohon kurma itu 
tidak dapat dia lakukan. 


Apabila dia bersabar karena keinginannya sendiri, sampai 
buah kurma tersebut dipanen, atau wanita tersebut memotong 
buah kurma tersebut sebelum tiba masa memanennya, maka 
suami tidak memiliki hak kecuali seperdua dari pohon kurma 
tersebut, muncul kekurangan yang menimpa pohon kurma 
tersebut, maka dia tidak dapat dipaksa agar menerima seperdua 
dari pohon kurma tersebut. 


Kelima: Suami berkata, “Aku bersabar sampai buah 
kurma tersebut keluar, lalu dipanen, kemudian akan meminta 
kembali seperdua dari pohon kurma tersebut”, maka istri tersebut 
tidak dapat dipaksa agar menerima permintaannya tersebut setelah 
seperdua dari pohon kurma itu telah dikembalikan kepadanya, 
karena seperdua dari pohon kurma itu akan menjadi resiko yang 
harus ditanggungnya, sehingga kerugian tersebut harus 
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ditanggungnya sebab memasukkan seperdua dari pohon kurma itu 
ke dalam tanggungannya. 


Alasan lain, pohon kurma itu semakin bertambah, 
sehingga jika suami itu meminta kembali seperdua dari pohon 
kurma setelah mengalami penambahan tersebut, maka dia berhak 
meminta kembali seperdua dari pohon kurma itu berikut seperdua 
dari tambahan yang menyatu (dengan maskawin). 


Alasan lain, pohon kurma itu semakin bertambah. Jadi, 
jika suami meminta kembali seperdua dari pohon kurma tersebut 
setelah mengalami penambahan tersebut, maka dia berhak 
meminta seperdua dari pohon kurma dan seperdua dari tambahan 
yang menyatu, yang muncul di tangan istrinya. Alasan lain, hak 
suami itu berhubungan dengan perimbangan harga seperdua dari 
pohon kurma tersebut, sehingga hak tersebut tidak dapat beralih 
kecuali dengan persetujuan istrinya tersebut. 


Keenam: Jika suami itu berkata, “Aku meminta kembali 
seperdua dari pohon kurma tersebut saat ini juga dengan bagian 
yang masih umum.” Dia meninggalkan buah itu untuknya sampai 
buah itu dipanen, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Abu Ishag berkata: Dia berhak melakukan hal tersebut, 
dan istri dapat dipaksa agar menerima hal itu. Karena tidak ada 
kerugian yang diderita istri tersebut sebab permintaan suami 
tersebut. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Istri tidak 
dapat dipaksa agar menerima permintaan suami tersebut, karena 
haknya telah ditukar dengan perimbangan harga dari seperdua dari 


780 | Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab 


pohon kurma tersebut, sehingga istri tidak dapat dipaksa agar 
menyerahkan seperdua dari pohon kurma tersebut. 


Cabang: Jika suami memberi istrinya maskawin berupa 
lahan tanah, lalu dia menanaminya (dengan tanaman), kemudian 
dia menceraikannya sebelum bercampur, maka bila istri tersebut 
telah menyerahkan padanya seperdua dari lahan tanah tersebut, 
maka dia dapat dipaksa agar menerima seperdua dari lahan tanah 
tersebut, karena tanaman itu nilai tambah dari kekurangan (lahan 
tanah yang gundul). 


Apabila istri tersebut menolak menyerahkan seperdua dari 
lahan tanah tersebut, maka istri tidak dapat dipaksa agar 
menyerahkannya, dan suami berhak mendapatkan pengembalian 
seperdua dari perimbangan harga lahan tanah tersebut, karena 
lahan tanah itu telah bertambah (nilai jualnya) di tangan istri 
tersebut. 


Apabila istri telah menanami (dengan tanaman ladang) 
atau menanaminya (dengan pohon-pohonan), dan dia 
menceraikannya sebelum bercampur, sedangkan ladang dan 
tanaman pohon itu berada di lahan tanah tersebut, maka jika istri 
menyerahkan padanya seperdua dari lahan tanah tersebut, berikut 
seperdua dari tanaman ladang dan seperdua dari tanaman pohon 
tersebut, dan perimbangan harga lahan tanah sebelum ditanami 
ladang dan pohon itu sama dengan perimbangan harga lahan 
tanah setelah ditanami ladang dan pohon tersebut, Asy-Syaikh 
Abu Hamid berkata: Suami dapat dipaksa agar menerima haknya 
tersebut, menurut pendapat yang diunggulkan (A/ Madzhab di 
kalangan Ulama Syafi'iyah. Sebagaimana telah kami sampaikan 
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dalam masalah pohon kurma dan buahnya dan dalam lahan tanah 
yang ditanami tanaman (sawah). 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Suami tidak dapat dipaksa 
agar menerimanya, karena pohon kurma tidak berkurang sebab 
adanya buah kurma tersebut, sedangkan lahan tanah itu (nilai 
jualnya) dapat berkurang dan naik berlipat sebab adanya tanaman 
tersebut. 


Alasan lain, buah kurma yang muncul dari pohon kurma 
tersebut, sifatnya pelengkap (mengikuti) pohon kurma tersebut, 
sedangkan tanaman ladang dan pohon adalah milik istri tersebut, 
dia sengaja menaruhnya di lahan tanah tersebut, sehingga suami 
tidak dapat dipaksa agar menerima tanaman tersebut. 


Apabila perimbangan harga lahan tanah berkurang sebab 
adanya tanaman ladang dan pohon-pohonan tersebut, maka suami 
tersebut tidak dapat dipaksa agar menerima seperdua dari lahan 
tanah tersebut. 


Apabila suami menceraikan istrinya, dan tanaman itu 
sudah masuk waktu panen, namun dia tidak memanennya setelah 
memasuki waktu panen tersebut, lalu istri tersebut berkata, “Aku 
akan memanennya, dan aku akan menyerahkan seperdua lahan 
tanah dalam keadaan kosong”, maka suami tersebut dapat dipaksa 
agar menerima penyerahan haknya tersebut, kecuali muncul 
kekurangan pada lahan tanah tersebut. 


Apabila istri telah memanen tanaman ladang tersebut, 
kemudian suaminya menceraikannya, atau dia menceraikannya 
kemudian istri memanen tanaman ladang tersebut, maka dia tetap 
berhak meminta kembali seperdua dari lahan tanah -tersebut, 
kecuali lahan tanah tersebut (nilai jualnya) berkurang sebab adanya 
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tanaman ladang tersebut, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar 
menerima lahan tanah tersebut. Karena, penghalang untuk 
meminta kembali lahan tanah itu adalah tanaman ladang tersebut, 
dan tanaman itu benar-benar sudah hilang. 


Masalah: Jika suami memberi istrinya maskawin berupa 
balok kayu, lalu istrinya tersebut memproduksinya menjadi 
beberapa buah pintu, lalu perimbangan harganya naik sebab hasil 
akhir proses produksi itu, kemudian dia menceraikannya sebelum 
bercampur, maka istri tersebut tidak dapat dipaksa agar 
menyerahkan seperdua dari balok kayu tersebut, karena 
perimbangan harganya telah bertambah naik sebab adanya proses 
produksi tersebut. 


Apabila istri tersebut menyerahkan padanya seperdua dari 
balok kayu tersebut berikut tambahannya, maka suami tersebut 
tidak dapat dipaksa agar menerimanya, karena balok kayu itu, saat 
masih berupa bahan baku berupa balok kayu, layak untuk dibuat 
barang apa pun, yang mana balok kayu itu tidak layak untuk saat 
ini (setelah berubah menjadi pintu). 


Apabila suami memberi istrinya maskawin berupa 
lempengan perak atau emas, lalu istri mengubahnya menjadi 
perkakas rumah tangga (gelas, piring), lalu perimbangan harganya 
naik, sebab hasil akhir dari proses tersebut, kemudian dia 
menceraikannya sebelum bercampur, maka istri tersebut tidak 
dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari perak atau emas 
tersebut karena nilai jualnya telah naik. 


Apabila istri tersebut menyerahkan seperdua dari 
maskawin tersebut berikut tambahannya, maka suami tersebut 
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dapat dipaksa agar menerimanya, karena perak atau emas itu, saat 
dalam kondisi telah dibuat perkakas, masih layak untuk dibuat 
barang apa pun, yang mana perak atau emas itu layak untuk 
dibuat barang tersebut sebelum diproses menjadi perkakas rumah 
tangga tersebut. Demikian Ath-Thabari menyebutkan dalam A/ 
Uddah. 


Menurutku, jika kita mengatakan: Tidak boleh membuat 
perkakas rumah tangga dari bahan baku emas dan perak, istri 
tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan seperdua dari emas dan 
perak tersebut, sekalipun perimbangan harganya telah naik, 
karena proses pembuatan perkakas rumah tangga dari bahan baku 
emas dan perak itu tidak berharga. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila maskawin itu 
uang tunai (berupa barang), lalu istri tersebut 
menghibahkannya kepada suaminya tersebut, kemudian 
dia menceraikannya sebelum bercampur, maka dalam 
masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dari Asy- 
Syafi'i (Qaulaani). 


Pertama: Suami tersebut tidak boleh 
memintanya kembali kepada istrinya. Yakni pendapat 
hasil ijtihad Al Muzani. Karena, seperdua dari maskawin 
tersebut segera beralih kepemilikannya padanya melalui 
hibah tersebut. 


Kedua: Suami berhak meminta kembali 
(seperdua maskawin tersebut), karena seperdua 
maskawin itu kembali kepadanya tanpa didahului 
perceraian tersebut, sehingga haknya yakni seperdua 
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dari maskawin tersebut sebab perceraian itu belum 
gugur. Sebagaimana kalau istri tersebut telah 
menghibahkannya pada orang lain, kemudian orang 
lain itu mengibahkannya kepada orang lain yakni 
suaminya. 


Apabila maskawin itu berbentuk utang, lalu istri 
tersebut membebaskannya dari utang tersebut, 
kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, 
maka kalau kita mengatakan: Suami tidak boleh 
meminta kembali haknya dalam hibah tersebut, maka 
dia tidak berhak meminta kembali dalam kasus 
pembebasan utang tersebut. 


Apabila kita mengatakan: Suami berhak 
meminta kembali haknya dalam kasus tersebut, maka 
dalam kasus pembebasan utang itu ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Pertama: Suami berhak meminta kembali haknya 


sebagaimana dia berhak meminta kembali haknya 
dalam kasus hibah tersebut. 


Kedua: Suami tidak berhak meminta kembali 
haknya, karena tindakan membebaskan utang itu 
adalah bentuk penghilangan tanggungan yang tidak 
perlu ada pernyataan gabul dari penerima pembebasan 
utang tersebut. Sedangkan hibah penyerahan hak milik 
yang perlu ada pernyataan gabul dari pihak penerima. 

Jadi, bila suami memberi istrinya maskawin 
berupa uang tunai (barang), lalu dia menghibahkannya 
kepada suaminya, kemudian istri tersebut murtad 
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sebelum bercampur, apakah suami tersebut berhak 
meminta kembali semua maskawin tersebut? Dalam 
kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 
Karena permintaan kembali semua maskawin dalam 
kasus kemurtadan tersebut, sama seperti permintaan 
kembali seperdua dari maskawin dalam kasus 
perceraian. 


Apabila seseorang membeli suatu barang dengan 
alat bayar tertentu (misalnya uang), dan dia telah 
menyerahkan alat bayar tersebut, dan penjual tersebut 
menghibahkan alat bayar tersebut kepadanya, 
kemudian dia menemukan kecacatan pada barang 
tersebut, maka dalam hal pengembalian barang tersebut 
dan permintaan kembali alat bayar barang tersebut ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 
Sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang telah 
disebutkan. 


Apabila pembeli menemukan kecacatan pada 
barang tersebut, dan kecacatan yang lain ditemukan 
pada barang tersebut ketika berada di sisinya, apakah 
dia berhak menuntut pengganti kecacatan tersebut? ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda 
sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang telah 
disebutkan. 


Apabila seseorang membeli suatu barang, dan 
menghibahkannya kepada penjual tersebut, kemudian 
pembeli tersebut jatuh pailit, ulama sepakat penjual 
tersebut berhak diikutsertakan memperoleh alat bayar 
tersebut bersama orang-orang yang berpiutang lainnya. 
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Karena haknya masih tetap berkaitan dengan alat bayar 
barang tersebut, dan alat bayar itu belum dikembalikan 
kepadanya. 


Penjelasan: 


Hukum: Asy-Syafi'i berkata: Kalau istri menghibahkan 
maskawinnya pada suaminya sebelum atau sesudah maskawin itu 
diterima, kemudian dia menceraikannya sebelum dia mencampuri- 
nya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 


— Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut adalah, jika 
suami memberi istrinya maskawin berupa uang tunai (barang), 
kemudian dia menghibahkanya kepada suaminya, dan dia telah 
menyerahterimakan kepemilikan barang tersebut kepada suaminya 
tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Suami tidak berhak meminta pengembalian 
apa pun kepada istrinya, karena barang yang akan dimilikinya 
kembali sebab perceraian tersebut segera beralih padanya sebelum 
tiba masanya, sehingga dia tidak lagi berhak memilikinya ketika 
masanya telah tiba. Sebagaimana kalau dia segera melunasi 
utangnya yang ditangguhkan pembayarannya sebelum jatuh tempo 
pembayarannya. Kemudian waktu jatuh tempo pembayaran utang 
itu tiba. 

Kedua: Suami berhak meminta pengembalian seperdua 
dari maskawin yang sejenis kepadanya, jika maskawin itu memiliki 
jenis yang sama, atau seperdua dari perimbangan harga maskawin 
tersebut jika tidak memiliki jenis yang sama. Yakni pendapat yang 
lebih diunggulkan (Ashah) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena, 
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maskawin tersebut kembali kepada suaminya itu melalui akad 
tertentu (hibah), sehingga akad tersebut tidak menghalangi 
(mencegah) permintaan kembali pengganti dari seperdua dari 
maskawin tersebut. Sebagaimana kalau membelinya dari istrinya 
tersebut atau istrinya menghibahkannya kepada orang lain, (lalu 
orang lain itu menghibahkannya kepada orang lain lagi yakni 
suaminya). | 


Al Mahamili dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Baik istri 
tersebut telah menerima atau belum menerima maskawin tersebut. 


Apabila maskawin tersebut berbentuk utang, maka bila 
suami tersebut menentukan utangnya dalam pembelian barang 
tertentu (emas), dan dia telah menyerahkannya kepada istrinya, 
kemudian istrinya tersebut menghibahkannya kepada suaminya, 
maka masalah ini seperti masalah pertama. 


Apabila istri tersebut membebaskannya dari utangnya 
tersebut, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, maka 
bila kita mengatakan: Suami tidak berhak meminta kembali apa 
pun kepada istrinya jika maskawin itu berupa uang tunai (barang 
tunai), lalu dia menghibahkannya kepada suaminya tersebut, maka 
lebih-lebih dalam kasus ini, dia tidak berhak meminta kembali apa 
pun kepada suaminya. 


Apabila kita mengatakan: Suami berhak meminta kembali 
barang tersebut kepadanya, maka apakah suami berhak meminta 
kembali utang tersebut kepadanya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda. Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Kedua 
jawaban itu adalah dua pendapat yang berbeda dari Ulama 
Syafi'iyah. 
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Pertama: Suami berhak meminta kembali seperdua dari 
utang tersebut kepada istrinya, karena istrinya tersebut benar- 
benar telah memiliki maskawin tersebut melalui akad nikah, jadi 
utang tersebut seperti uang tunai (barang tunai). 


Kedua: Suami tidak berhak meminta kembali apa pun 
kepadanya. Yakni pendapat yang shahih dari para pengikut 
Madzhab Asy-Syafi'i. Perbedaan antara kedua bentuk maskawin itu 
(uang tunai dan utang) adalah bahwa maskawin itu jika berbentuk 
uang tunai (barang tunai), maka istri tersebut benar-benar 
menanggung resikonya sebab adanya penerimaan (penguasaan 
barang tersebut). Sedangkan dalam maskawin yang berbentuk 
utang, istri tidak pernah beresiko menanggungnya sebab adanya 
penerimaan utang tersebut. Sehingga dia tidak berhak meminta 
apa pun kepadanya. 


Tahukah kamu bahwa maskawin itu kalau berkurang di 
tangan suaminya, kemudian dia menceraikannya sebelum 
bercampur, maka bila kita mengatakan: Suami tersebut berhak 
meminta kembali kepadanya jika istri telah menghibahkan semua 
maskawin tersebut, maka suami juga berhak meminta kembali 
kepadanya dalam kasus ini seperdua dari maskawin tersebut. 

Apabila kita mengatakan: Istri menghibahkannya seperdua 
dari maskawin, maka Suami berhak meminta kembali dalam 
maskawin yang berbentuk uang tunai (barang tunai) kepadanya, 
maka dalam maskawin yang berbentuk utang ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i yang berbeda. 

Perbedaan antara kedua bentuk maskawin tersebut, 
bahwa dalam kasus tersebut maskawin itu kembali kepada suami 
melalui akad yang baru, lain halnya dengan kasus ini. 
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Apabila istri telah menerima seperdua dari maskawin 
tersebut kemudian dia menghibahkan kepada suaminya seperdua 
maskawin yang tersisa, kemudian dia menceraikannya sebelum 
bercampur, maka bila kita mengatakan: Suami berhak meminta 
kembali maskawin kepadanya jika dia menghibahkan semua 
maskawin tersebut, maka dalam kasus ini dia juga berhak meminta 
kembali seperdua maskawin. 


Apabila kita mengatakan dalam kasus tersebut: Dia tidak 
berhak meminta kembali apa pun kepadanya, maka dalam kasus 
ini ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i. 


Pertama: Asy-Syafi'i dalam A/ Umm berkata: Suami 
tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya, karena dia 
hanya berhak meminta kembali kepadanya, padahal kepemilikan 
seperdua dari maskawin itu segera beralih padanya, sehingga dia 
tidak berhak meminta kembali apa pun kepadanya. 


Kedua: Asy-Syafi'i dalam A/ /m/a ` berkata: Suami berhak 
meminta kembali kepadanya, karena istrinya kalau menghibahkan 
maskawin itu semuanya, maka dia tidak berhak meminta kembali 
apa pun kepadanya. Jadi, jika dia hanya menghibahkan maskawin 
itu seperduanya, maka maskawin tersebut berhubungan dengan 
hak istri dan hak suaminya, karena hak keduanya bagiannya masih 
umum dalam kesemua maskawin tersebut. 


Jika kita menjawab masalah tersebut dengan memegangi 
pendapat kedua ini, maka dalam bentuk pengembaliannya ada tiga 
cara yang berbeda: 


Pertama: Suami berhak meminta kembali kepadanya 
seperdua dari maskawin yang tersisa. Karena dia berhak menuntut 
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pengembalian seperdua dari maskawin tersebut kepadanya, dan 
dia benar-benar menemukannya. 


Kedua: Suami berhak meminta kembali kepadanya 
seperdua dari seperdua maskawin yang tersisa dan perimbangan 
harganya sama dengan seperdua dari maskawin yang telah 
dihibahkan, karena hak keduanya masih umum dalam kesemua 
maskawin tersebut, sehingga maskawin yang telah dihibahkankan 
itu sama seperti barang yang rusak. 


Ketiga: Suami berhak memilih antara meminta kembali 
seperdua maskawin yang tersisa dan atau meminta kembali 
seperdua dari seperdua yang tersisa, dan seperdua dari 
pertimbangan harga maskawin yang telah dihibahkan. Karena dia 
boleh membagi dua haknya yang merugikan dirinya. 


Cabang: Apabila istrinya telah menghibahkan kepadanya 
maskawin tersebut atau dia telah membebaskannya dari maskawin 
tersebut, kemudian istrinya tersebut murtad sebelum bercampur, 
maka ketentuan hukum permintaan kembali semua maskawin 
tersebut kepadanya sama seperti ketentuan hukum dalam 
permintaan kembali kepadanya seperdua dari maskawin tersebut 
ketika bercerai. Karena suami berhak menuntut pengembalian 
semua maskawin tersebut kepadanya ketika istrinya murtad. 
Sebagaimana suami berhak menuntut pengembalian kepada 
istrinya seperdua dari maskawin ketika bercerai. Wallahua'lam. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seorang istri 
dicerai sebelum bercampur, dan dia berhak 
mendapatkan seperdua dari maskawin tersebut, maka 
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bagi orang yang memegang ikatan nikah boleh me- 
maafkan seperdua dari maskawin tersebut. 


Sesuai dengan firman Allah &, “Jika kamu 
menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari 
mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri- 
isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang 
yang memegang ikatan nikah, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 
237). 


Mengenai orang yang memegangi ikatan nikah 
itu ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i. 


Asy-Syafi'i dalam Al Qadim berkata: Dia adalah 
wali, sehingga dia boleh memaafkan seperdua dari 
maskawin yang menjadi hak istri tersebut. Karena 
Allah & mengajak bicara para suami tersebut, “..., 
padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang 
telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 
memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang 
` ikatan nikah, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Kalau orang yang memegangi ikatan nikah itu 
adalah suami, tentunya Allah & berfirman, “kecuali jika 
isteri-isterimu itu memaafkan atau kamu memaafkan, 
-”, karena sebelumnya telah disinggung soal para 
suami tersebut, dan Allah mengajak bicara mereka 
dengan kata ganti orang kedua. Ketika Allah 
mengalihkan pembicaraan mereka (dari orang kedua ke 


orang ketiga), maka pengalihan pembicaraan itu 
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menunjukkan bahwa orang yang memegangi ikatan 
nikah itu adalah selain suami tersebut. Sehingga dapat 
dipastikan bahwa orang yang memegangi ikatan nikah 
yang dimaksud ayat tersebut adalah wali perempuan 


- tersebut. 


Asy-Syafi'i dalam Al Jadid berkata: Orang yang 
memegangi ikatan nikah itu adalah suami, sehingga dia 
boleh memaafkan seperdua dari maskawin yang berhak 
dia terima kembali sebab adanya perceraian tersebut. 


Adapun wali perempuan tersebut tidak memiliki 
hak memaafkan, karena maskawin tersebut adalah hak 
milik wanita tersebut, sehingga wali tidak memiliki hak 
memaafkan seperdua dari maskawin tersebut, sama 
seperti seluruh piutang miliknya yang lain. 


Jadi, ayat tersebut mempunyai kemungkinan 
bahwa yang dikehendaki dengan orang yang 
memegangi ikatan nikah itu adalah para suami, lalu 
Allah mengajak bicara mereka dengan pembicaraan 
kata ganti orang kedua (hadhir), kemudian Allah 
mengajak bicara mereka dengan pembicaraan kata 
ganti orang ketiga (ghaib), sebagaimana Allah & 
berfirman, “..., sehingga apabila kamu berada di dalam 
bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang- 
orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang 
baik, ...” (Os. Yunus [10]: 22). 

Jika kita mengatakan: Bahwasanya orang yang 
memegangi ikatan nikah itu adalah wali, maka 
pemaafan dari maskawin itu tidak sah kecuali dengan 
lima persyaratan. 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab || 793 


Pertama: Wali itu harus ayah atau kakek, karena 
kedua tidak dicurigai memiliki pandangan yang buruk 
mengenai bagian milik anaknya, sedangkan selain 
keduanya dicurigai memiliki pandangan buruk tersebut. 


Kedua: Wanita yang dinikahkan harus masih 
gadis. Adapun wanita yang sudah janda, tidak boleh 
memaafkan hartanya, karena wali tersebut tidak 
memiliki hak mengawinkannya. 


Ketiga: Pemaafan itu harus dilakukan setelah 
perceraian. Sedangkan sebelum perceraian, tidak boleh 
memaafkan maskawin tersebut, karena istri tidak 
memiliki bagian yang perlu dimaafkan sebelum 
perceraian tersebut, karena kemaluan itu hal yang 
dihadapkan pada kerusakan, sehingga jika wali 
memaafkan, maka ada kemungkinan suami telah 
mencampurinya, sehingga manfaat kemaluan itu hilang 
(rusak) tanpa pengganti. 


Keempat: Pemaafan maskawin dilakukan 
sebelum bercampur. Sedangkan bila sesudah 
bercampur, maka suami telah menghilangkan manfaat 
kemaluannya tersebut, sehingga tidak boleh 
menggugurkan penggantinya. 

Kelima: Wanita yang dinikahkan adalah anak 
yang belum cukup umur untuk kawin atau wanita gila. 
Adapun wanita yang sudah cukup umur untuk kawin 
serta cakap memelihara hartanya, maka wali tidak 
memiliki hak memaafkan maskawinnya, karena dia 
tidak memiliki hak mengurusi hartanya atas nama 
wanita tersebut. 
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Penjelasan: 


- 1z sgr 


Bahasan: Firman Allah &, im) ZA Da an 


padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,” (Qs. 
Al Baqarah (2): 237), adalah Jumlah haliyah (susunan kalimat yang 
menjelaskan kondisi) dari f4 (pelaku) dari ï 
“Thallagtumuhunna” (kamu menceraikan Isteri-isterimi) atau dari 
mafuu'nya (istri-istrimu). Sedangkan kata kerja “A/ fardh” 
(menentukan) terbuat dari Mabni Fa'i/ atau Mafu uul, jika mafuul 
(objek penderita, istri-istrimu) tidak terpisah saat talak dijatuhkan, 
tetapi orang yang menceraikan (Muthalli menyandang sifat Al 
Faaridhiyyah (yang menentukan maskawin) dalam keterangan 
sebelumnya termasuk dalil yang tidak meragukan mengenai 
menyertainya objek penderita pada saat talak dijatuhkan. 
Demikian juga kondisi di mana wanita yang diceraikan 
menyandang sifat wanita yang ditentukan maskawin (A/ Mafruudh) 
dalam keterangan sebelumnya. 


Firman Allah È: Xx Aj Si “.... kecuali jika Isteri- 
isterimu itu memaafkan, ...” (Os. Al Baqarah (2): 237), adalah 
Istitsna ` mufarra' (pengecualian yang mengkhususkan) dari segala 
kondisi yang lebih umum. Maksudnya istri-istrimu berhak 
mendapatkan seperdua dari maskawin yang telah ditentukan 
dalam semua kondisi kecuali kondisi dimana mereka (istri-istrimu) 
memaafkan, maksudnya istri-istri yang telah diceraikan yang telah 
disebutkan itu. Jadi, seperdua maskawin yang telah ditentukan itu 
gugur pada saat mereka memaafkan setelah seperdua dari 
maskawin itu wajib dibayar. 


Redaksi Maa an ya fauna ada dua kemungkinan berbentuk 
- Mudzakkar (lakilaki) dan  muannats (perempuan). Namun 
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perbedaan tersebut bisa terlihat melalui ungkapan yang 
disampaikan. 


Karena huruf Wawu dalam kata Mudzakkar adalah kata 
ganti orang ketiga jamak (dhami) dan Nuun adalah tanda ji'rab 
Rafa’ sedangkan dalam kata Muannats huruf Wawu adalah Lam 
fil, dan Nuun adalah kata ganti orang ketiga jamak yang 
menunjukkan perempuan, dan #j/ hukumnya Mabni (tidak 
berubah-ubah dalam kondisi apa pun). 

Karena itu, huruf An (Amil Nashib) dalam kata Muannats 


ini tidak mempengaruhinya, padahal An adalah Amil Nashib bukan 
Anna yang diringankan bacaannya terbukti kata yang terbaca 


nashab diathafkan pada kata tersebut, yakni firman Allah &: pena 


sii “atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, 
...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Hukum: Asy-Syafii berkata: Kalau istri meminta 
suaminya mencabut ikatan nikah (khulu) dengan mengembalikan 
sebagian dari maskawin yang wajib dibayarnya, maka maskawin 
yang tersisa (jadi milik istri), sehingga suami hanya wajib membayar 
seperdua dari maskawin tersebut. 


Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu adalah, jika suami 
mau mencabut ikatan nikah dengan istrinya dengan 
mengembalikan sebagian dari maskawin yang wajib dibayarnya, 
maka maskawin yang tersisa (jadi milik istrinya), sehingga dia 
hanya wajib membayar seperduanya. 


Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu adalah, jika suami 
mau mencabut ikatan nikah dengan istrinya dengan 
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mengembalikan seperdua dari maskawin tersebut sebelum 
bercampur, maka masalah tersebut harus ditinjau kembali, jika 
maskawin itu berbentuk uang tunai (barang tunai), lalu suami 
mencabut ikatan nikah dengan istrinya dengan mengembalikan 
seperdua dari maskawin tersebut, maka jika kita mengatakan: 
Bahwa suami itu memiliki kembali seperdua dari maskawin sebab 
perceraian (talak), maka khulu' (pencabutan ikatan nikah atas 
permintaan istri) dengan mengembalikan seperdua dari maskawin 
yang telah dia sebutkan (tentukan) dalam pernyataan khulu' 
tersebut tidak sah. Karena Ahulu' itu posisinya sama dengan talak 
yang hendak dijatuhkan suami sejak awal. Sehingga pencabutan 
ikatan nikah dengan istri dengan mengembalikan seperdua yang 
juga milik suami itu hukumnya tidak sah. 


Apakah khullu’ itu hukumnya sah dalam seperdua dari 
maskawin yang telah dia tentukan dalam pernyataan khulu? Ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda sesuai dengan kedua 
pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i dalam masalah pemisahan 
akad. 


Kerusakan maskawin yang ditentukan dalam pernyataan 
khulu' itu, apakah suami berhak menuntut istrinya mengembalikan 
penggantinya atau mahar mitsil? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda, sebagaimana telah kami sampaikan mengenai 
kerusakan maskawin jika maskawin itu rusak sebelum diterima 
istri. 

Apabila kita mengatakan: Suami tidak memiliki kembali 
seperdua dari maskawin itu kecuali diawali dengan adanya 
perceraian dan keinginannya memiliki kembali, maka khulu” 
dengan mengembalikan seperdua yang ditentukan dalam 
pernyataan khulu' tersebut hukumnya sah, dan suami berhak 
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meminta kembali seperdua dari maskawin yang telah ditentukan 
itu kepada istrinya. 


Apakah suami tersebut berhak meminta kembali semua 
seperdua dari maskawin yang tersisa dalam pemilikannya, 
seperdua dari maskawin tersebut atau seperdua perimbangan 
harganya? Jawabannya sesuai dengan tiga pendapat yang telah 
disebutkan sebelum masalah ini. 


Apabila maskawin itu berupa uang seribu dalam bentuk 
tanggungan, lalu suami mau mencabut ikatan nikah dengannya 
dengan mengembalikan lima ratus dari maskawin tersebut sebelum 
bercampur, Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Bila kita mengatakan 
suami berhak memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut 
sebab perceraian tersebut, maka penentuan seperdua dari lima 
ratus dalam pernyataan khwlu' tersebut tidak rusak (batal), dan 
separuh dari lima ratus itu tidak dapat dibebankan pada bagiannya 
yakni seribu setelah perceraian, karena waktu penentuan seperdua 
dari lima ratus itu dalam pernyataan Xhulu' tersebut, posisi istri 
tersebut adalah pemilik semua maskawin tersebut (seribu), 
sehingga mahar yang telah ditentukan istrinya dalam pernyataan 
khulu' tersebut bagian dari total jumlah maskawin tersebut. 


Apakah penentuan seperdua dari maskawin yang tersisa 
(dalam pernyataan Ahulu) itu batal? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Apakah suami itu berhak meminta kembali penggantinya 
atau mahar mitsilnya kepadanya? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Apabila kita mengatakan: Suami tidak dapat memilki 
kembali seperdua dari maskawin tersebut kecuali didahului dengan 
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adanya perceraian dan keinginan memilikinya kembali, maka 
khulu' dengan mengembalikan mahar yang ditentukan dalam 
pernyataan khulu' tersebut hukumnya sah; maskawin yang tersisa 
gugur dari tanggungan suami sebab keinginan memilikinya 
kembali. 


Jika ketentuan Ahulu' ini berlaku seperti ini, maka Asy- 
Syafi'i berkata: Maskawin yang tersisa, suami wajib menanggung 
seperduanya. 


Kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i ini 
adalah, bahwa Ahulu' hukumnya sah dengan mengembalikan lima 
ratus, dan dari lima ratus yang tersisa itu, dua ratus limapuluh 
gugur dari tanggungannya. 


Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai interpretasi 
komentar Asy-Syaff'i ini. Abu Ali bin Khairan berkata: Asy-Syafi'i 
ingin menjelaskan jika suami dan istrinya sepakat melakukan 
pencabutan ikatan nikah (khulu) dengan mengembalikan lima 
ratus dari seribu tersebut, dan keduanya sama-sama mengetahui 
bahwa Ahulu' itu tidak sah kecuali dengan mengembalikan dua 
ratus limapuluh dari lima ratus tersebut, karena seperdua dari 
seribu itu gugur dari suami tersebut sebab perceraian sebelum 
bercampur, maka jika kami mengetahui kedudukan Ahulu' tersebut 
tidak sah kecuali dengan mengembalikan dua ratus lima puluh, 
maka keduanya telah menyetujui alat tukar Ahulu' tersebut sebesar 
dua ratus lima puluh tidak lebih tidak kurang. 


Apabila suami masih memiliki tanggungan maskawin 
sebesar lima ratus, maka seperduanya gugur darinya sebab 
perceraian sebelum bercampur. 
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Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Asy-Syafi'i 
ingin menjelaskan jika istri tersebut berkata, “Cabutlah ikatan 
nikahku dengan membayar kompensasi yang telah ditentukan 
kepadanya, yakni lima ratus”, lalu keduanya mengucapkan 
pernyataan Xhulu' tersebut secara konkrit dan tegas. 


Abu Ishag berkata: Interpretasi masalah tersebut adalah, 
bahwa akad Akhulu' itu disepakati dengan mengembalikan semua 
lima ratus tersebut, karena lima ratus itu milik istri tersebut. 


Adapun maskawin yang seperdua dari lima ratus tersebut 
kembali jadi milik suami setelah perceraian tersebut, —jika khulu' 
tersebut telah selesai—, maka seperduanya itu kembali kepada 
suami tersebut, sehingga seperdua ini seperti barang yang rusak 
sebelum diserahkan, sehingga suami berhak menuntut pengganti 
seperdua ini, menurut Qaul Qadim, dan pengganti beberapa 
dirham, sehingga suami berhak menuntut istrinya mengembalikan 
tanggungannya yakni pengganti dua ratus lima puluh yang mana 
istri berhak memilikinya sebab perceraian tersebut, dan tersisa lima 
ratus yang menjadi tanggungan istri, lalu seperdua dari lima ratus 
itu gugur dari suami sebab perceraian tersebut, dan sisanya yakni 
dua ratus lima puluh jadi milik istri yang menjadi tanggungan 
suami. 


Sehingga kedua tanggungan suami istri impas (sama-sama 
lunas). Jadi, makna komentar Asy-Syafi'i, “Maskawin yang tersisa 
yang wajib ditanggung suami adalah seperdua dari maskawin 
tersebut”, yakni lima ratus yang mana Ahulu' tidak disepakati 
dengan mengembalikan lima ratus tersebut. Karena, Asy-Syafi'i 
menyebutkan maskawin yang tersisa yang jadi milik istri yang 
menjadi tanggungan suami. Dan Asy-Syafii tidak menyebutkan 
maskawin milik suami yang wajib ditanggung istrinya, dan tidak 
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pula menyebutkan impas (Mugaashshah, sama-sama lunas: bebas 
dari tanggungan). 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Ini adalah metode 
interpretasi yang baik. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: 
Komentar yang telah disampaikan oleh Asy-Syafi'i tersebut, dia 
menyampaikan komentar itu dengan catatan suami tidak memiliki 
kembali (seperdua maskawin) sebab perceraian tersebut, tetapi dia 
dapat memiliki kembali sebab perceraian tersebut serta keinginan 
kembali memilikinya. Sehingga Ahulu' dengan lima ratus itu 
hukumnya sah, dan suami berhak menuntut istri mengembalikan 
seperdua dari maskawin yang tersisa dan perimbangan harga 
maskawin yang mana suami mau mencabut ikatan nikah 
dengannya dengan harga tersebut. Hanya saja Asy-Syafi'i tidak 
menyebutkan perimbangan harga mahar yang mana suami mau 
mencabut ikatan nikahnya (khulu) dengan mahar tersebut. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tidak mungkin 
mengarahkan komentar Asy-Syafi'i tersebut pada makna ini, 
karena dia berkata, “Lalu maskawin yang tersisa, suami wajib 
menanggung seperduanya.” 


Kalau Asy-Syafi'i ingin menjelaskan bahwa suami tidak 
dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin itu kecuali disertai 
keinginan untuk memilikinya kembali, tentunya Asy-Syafi'i berkata: 
Suami wajib menanggung semua maskawin yang tersisa kecuali dia 
berkeinginan memiliki kembali seperduanya. 


Ulama Syafi'iyah berkata: Apabila istri tersebut ingin bebas 
dari tanggungan, maka dia harus meminta pencabutan ikatan 
nikah kepada suaminya dengan lima ratus yang menjadi 
tanggungannya, dan lima ratus dari seribu itu gugur dari suaminya, 
dan sisa tanggungan suami pada istrinya sebesar lima ratus, 
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sehingga kedua tanggungan itu impas (sama-sama lunas), dan istri 
harus mengucapkan, “Cabutlah ikatan nikahku dengan mahar 
(kompensasi) yang telah diserahkan padaku yakni seribu, atau 
dengan catatan tidak ada lagi hubungan dan tidak pula tuntutan di 
antara kita.” 


Masalah: Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman, 


--” 


22.» Zso 0-2 A or 
cK A 203 SMI PA Ma A 
“.... Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau 
dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, ...” (Qs. Al 
Baqarah (2): 237). 


Makna garis besar dari firman Allah itu adalah bahwa jika 
suami menceraikan istrinya sebelum bercampur, istri tersebut 
boleh memaafkan seperdua dari maskawin yang berhak dia terima. 
Sesuai firman Allah &, “..., Kecuali jika isteri-isterimu itu 
memaafkan, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). Tidak ada perbedaan 
pendapat bahwa yang dikehendaki dengan firman Allah & ini 
adalah istri-istri (yang dicerai). 

Dan suami boleh memaafkan seperdua yang mana dia 
berhak memintanya kembali, sesuai firman Allah &, “..., dan 
pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.” (Qs. Al Baqarah 
(2): 237). Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dikehendaki 
dengan firman Allah & ini adalah para suami. 


« 


Sedangkan mengenai, “..., orang yang memegang ikatan 


nikah, ...”, ada dua penafsiran yang berbeda dari Asy-Syaff'i. 
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Asy-Syafi'i dalam A/ Qadim berkata: Yang dikehendaki 
dengan “orang yang memegang ikatan nikah” adalah wali 
perempuan. Demikian Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, Az-Zulri, 
Thawus, Rabi'ah, Malik dan Ahmad menafsirkan. 


Dengan demikian kepastian ayat tersebut berdasarkan 
penafsiran ini, “..., Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ... 
(Qs. Al Baqarah (2): 237), yakni istri-istri (memaafkan) seperdua 
yang berhak mereka terima. Jadi, semua maskawin tersebut adalah 
milik suami. Atau wali memaafkan bagian milik istri, sehingga 
semuanya milik suami tersebut. 


Firman Allah &, “..., dan pemaafan kamu itu lebih dekat 
kepada takwa.” (Os. Al Baqarah (2): 237), yakni para suami, 
sehingga semua maskawin itu adalah milik istri; karena Allah & 
berfirman, “..., atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan 
nikah, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). Dan firman Allah & ini 
menjelaskan pemaafan maskawin setelah perceraian. 


” 


Orang yang memegang ikatan nikah atas wanita tersebut 
adalah wali tersebut bukan suami. Alasan lain, kata kiasan (orang 
yang memegangi ikatan nikah) kembali pada kata terdekat yang 
telah disebutkan sebelumnya, dan kata terdekat yang telah 
disebutkan sebelum kata kiasan ini adalah seperdua milik istri 
tersebut. 


Alasan lain, Allah & menyebutkan “memaafkan” dalam 
ayat tersebut dalam tiga tempat, sehingga jika “Orang yang 
memegang ikatan nikah" itu diarahkan pada wali ini, maka setiap 
pemaafan itu memiliki arti tersendiri. Jika kata kiasan “orang yang 
memegang ikatan nikah” itu diarahkan pada selain wali 
perempuan, maka salah satu dari kedua pemaafan itu merupakan 
bentuk pengulangan. 
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Asy-Syafii dalam A/ Jadid berkata, “Orang yang 
memegang ikatan nikah” adalah suami. Demikian Ali bin Abi 
Thalib, Jubair bin Math'am, Ibnu Al Musayyab, Sa'id bin Jubair, 
Mujahid, Syuraih, Ahli Kufah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan 
para pengikutnya menafsirkan. 


Dengan demikian kepastian ayat, “..., Kecuali jika isteri- 
isterimu itu memaafkan, ...” (Os. Al Baqarah (2): 237), yakni istri- 
istri atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, 
yakni suami, “dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa”, 
yakni pemaafan para suami itu lebih utama daripada pemaafan 
istri-istri yang diceraikan, sesuai firman Allah &, “atau dimaafkan 
oleh orang yang memegang ikatan nikah.” 


Al Allamah Shiddig Khan dalam kitab karyanya Nailu/ 
Maram berkata: Makna “atau dimaafkan oleh orang yang 
memegang ikatan nikah” menurut sebuah riwayat dia adalah suami 
(yang menceraikan istrinya). 


Kemudian sekelompok ulama yakni orang-orang yang 
mengomentari pendapat Asy-Syafi'i dalam A/ Jadid, sampai 
komentarnya, “Penafsiran ini mengandung kekuatan dan 
kelemahan.” 


Adapun kekuatannya, karena orang yang memegang 
ikatan nikah itu hakikatnya adalah suami, karena suami adalah 
orang yang mana pencabutan ikatan nikah itu melalui talak itu 
diserahkan kepadanya. 


Adapun kelemahannya, karena pemaafan dari suami itu 
tidak masuk akal. Penafsiran yang telah mereka sampaikan, yakni 
bahwa yang dikehendaki dengan pemaafan suami itu adalah 
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memberikan maskawin secara utuh kepada istrinya, tidak jelas, 
karena pemaafan itu tidak diletakkan untuk tambahan maskawin. 


Menurut sebuah riwayat, yang dikehendaki dengan firman 
Allah &, “Atau dimaafkan, ...” adalah wali perempuan tersebut: 
sampai komentarnya: Penafsiran ini juga mengandung kekuatan 
dan kelemahan. 


Adapun kekuatannya, karena makna pemaafan dalam 
penafsiran ini masuk akal. Adapun kelemahannya, karena posisi 
ikatan nikah itu dipegang suami, bukan dipegang oleh wali 
perempuan tersebut. 


Di antara yang menambah sisi kelemahan penafsiran ini 
adalah, bahwa wali perempuan tidak berhak memaafkan suami 
dari maskawin yang mana wali itu tidak memilikinya. Padahal Al 
@urthubi telah menceritakan ijmak ulama yang menegaskan 
bahwa wali perempuan itu tidak memiliki apa pun dari harta 
perempuan tersebut, dan maskawin itu adalah harta miliknya. 


Jadi, yang lebih diunggulkan adalah penafsiran yang telah 
disampaikan oleh ulama generasi pertama, karena dua alasan. 


Pertama: Suami itu adalah orang yang memegang ikatan 
nikah secara hakiki. 


Kedua: Pemaafan suami dengan menggenapkan 
maskawin tersebut adalah sikap yang keluar dari pemilik yang 
bebas melakukan pengaturan apa pun (terkait hartanya), lain 
halnya dengan wali. | 


Penentuan tambahan maskawin sebagai pemaafan, 
sekalipun bertentangan dengan kenyataan yang ada, tetapi tatkala 
hal yang lebih dominan itu bahwa mereka (para suami) membawa 
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maskawin itu secara utuh ketika akad nikah berlangsung, maka 
pemaafan itu hal yang masuk akal. Karena suami membiarkan 
istrinya memilikinya, dan dia tidak pernah menuntut pengembalian 
seperdua dari maskawin tersebut. 


Kondisi yang lebih dominan terjadi ini tidak perlu 
dikatakan: Bahwa hal itu termasuk kategori Musyaakalah 
(pemberian perimbangan yang sama), sebagaimana pemaafan 
dalam (menuntut balas) salah satu dari anggota badan, karena 
pemaafan tersebut adalah pemaafan yang sebenarnya: maksudnya 
mengabaikan apa yang berhak dituntut memenuhinya. 


Kecuali bila dikatakan: Bahwa pemaafan itu adalah bentuk 
perimbangan yang sama atau lebih memenangkan dalam hal 
suami memenuhi pembayaran maskawin tersebut sebelum suami 
tersebut membawanya. 


Jadi, jika kita mengatakan: Bahwa orang yang memegang 
ikatan nikah itu adalah wali perempuan tersebut, maka tidak sah 
kecuali dengan terpenuhinya lima persyaratan, yang telah 
disampaikan oleh Asy-Syirazi. 


Cabang: Jika maskawin itu berbentuk utang dalam 
tanggungan suami tersebut, dan dia menceraikan istrinya sebelum 
bercampur, dan istri tersebut berkeinginan memaafkan seperdua 
dari maskawin yang jadi miliknya, maka pemaafan istri itu sah 
dengan salah satu dari enam pernyataan, misalnya istri tersebut 
berkata, “Aku membebaskanmu dari utang ini”, “Aku memberikan 
seperdua dari maskawin itu sebagai hibah kepadamu”, “Aku 
serahkan hak milik (seperdua dari maskawin) kepadamu”, “Aku 
meninggalkan (seperdua dari maskawin) untukmu”, “Aku 
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menggugurkan (tanggungan seperdua dari maskawin) darimu”, 
atau “Aku memaafkan hartaku yang berada dalam 
tanggunganmu.” 


Apakah diperlukan pernyataan gabul dari suami tersebut? 
Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda yang telah 
disebutkan. Pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i (Al Manshush): 
Tidak diperlukan pernyataan gabul dari suami tersebut. 


Apabila suami tersebut berkeinginan memaafkan seperdua 
dari maskawin yang kembali kepadanya sebab perceraian tersebut, 
maka kalau kita mengatakan: Suami itu tidak dapat memiliki 
kembali seperdua maskawin itu kecuali akibat perceraian tersebut 
dan keinginan menerimanya kembali sebagai miliknya, dan dia 
tidak pernah berkeinginan memilikinya kembali setelah perceraian 
tersebut, maka suami berhak menggugurkan haknya. 


Apabila kita mengatakan: Suami itu dapat memiliki 
kembali seperdua dari maskawin itu akibat perceraian tersebut, 
maka pemaafan istri tersebut dari seperdua maskawin itu tidak 
sah. Karena suami telah merusak milik istrinya dan di tangan 
istrinya. 

Apabila suami berkeinginan memaafkan istrinya, maka 
jika kita mengatakan: Bahwa suami itu tidak dapat memiliki 
kembali seperdua dari maskawin kecuali akibat perceraian dan 
keinginan menerima kembali maskawin itu sebagai miliknya. 


Maka pemaafannya sah sebelum dia menentukan pilihan 
(menerima kembali seperdua dari maskawin itu sebagai miliknya) 
dengan setiap pernyataan yang mengandung unsur menggugurkan 
haknya, seperti kata “Pemaafan”, “Menggugurkan” dan 
“Meninggalkan”, sebagaimana pernyataan yang telah kami 
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sampaikan dalam masalah orang yang mempunyai hak syufah, lalu 
dia menggugurkannya. 


Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa pemaafan suami itu tidak 
diperlukan pernyataan gabul dari istrinya. 


Apabila menjawab masalah tersebut dengan memegangi 
pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i (Al Manshush), dan suami 
dapat memiliki kembali seperdua dari maskawin tersebut sebab 
perceraian tersebut, maka pemaafan tanggungan istrinya oleh 
suami tersebut hukumnya sah dengan salah satu dari enam 
pernyataan: Hibah, pemaafan, membebaskan tanggungan (/braa ), 
penyerahan hak milik (Tamlik, menggugurkan hak (/sgaath), dan 
meninggalkan (mengabaikan) hak. 


Apakah pemaafan suami itu dibutuhkan pernyataan gabul 
dari istrinya? Jawabannya sesuai dengan dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda yang telah disebutkan. 


Apabila maskawin itu berbentuk uang tunai (barang tunai) 
yang berada di tangan suami tersebut, dan istrinya berkeinginan 
memaafkan seperdua dari maskawin yang jadi miliknya, maka 
pemaafan istri tersebut sah dengan pernyataan hibah atau 
penyerahan hak milik, dan wajib ada pernyataan gabul dari suami 
tersebut, dan harus telah melewati masa penerimaan maskawin 
tersebut. 


Apakah penerimaan kembali maskawin itu diperlukan izin 
istri? Ada dua riwayat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda yang 
telah disebutkan dalam masalah Rahn (gadai). Pemaafan istri tidak 
sah menggunakan pernyataan “Membebaskan (tanggungan)” dan 
“Menggugurkan hak”, karena pernyataan itu hanya sah untuk 
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memaafkan hak yang berada dalam tanggungan yang wajib 
dibayar di kemudian hari. 


Apakah pemaafan istri tersebut sah menggunakan 
pernyataan “Pemaafan”? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i 
yang berbeda, Asy-Syaikh Abu Hamid telah menyampaikannya 
dalam At-Ta/ig. Pendapat yang shahih dari para pengikut 
Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah. 


Apabila suami berkeinginan memaafkan seperdua dari 
maskawin yang jadi miliknya, maka jika kita menjawab dengan 
memegangi pendapat Abu Ishag, yakni suami tidak dapat memiliki 
kembali seperdua dari maskawin tersebut kecuali didahului adanya 
perceraian dan keinginan menerima kembali seperdua itu sebagai 
miliknya, dan dia tidak pernah menentukan pilihan untuk 
menerimanya kembali setelah perceraian tersebut, maka pemaafan 
suami itu hukumnya sah dengan menggunakan setiap pernyataan 
yang mengandung unsur menggugurkan pilihan tersebut. 


Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan 
memegangi pendapat yang diunggulkan (A/ Madzhab) di kalangan 
Ulama Syafi'iyah, yakni suami tersebut dapat memiliki kembali 
akibat perceraian itu sendiri, maka pemaafan suami itu 
membutuhkan tiga persyaratan: Hibah, yakni pernyataan ijab dan 
gabul, izin menerima kembali hak milik tersebut, dan menerima 


kembali hak milik. 


Apabila maskawin itu berbentuk uang tunai (barang tunai) 
yang berada dalam pegangan istri tersebut, lalu istri tersebut 
berkeinginan memaafkan seperdua dari maskawin tersebut, maka 
pemaafan istri tersebut memerlukan beberapa persyaratan hibah. 
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Apabila suami tersebut berkeinginan memaafkan 
tanggungan istrinya, maka jika kita mengatakan: Suami dapat 
memiliki kembali (seperdua dari maskawin) sebab perceraian itu 
sendiri, lalu dia memberikan sesuatu yang berada dalam pegangan 
istrinya sebagai hibah kepadanya, maka dalam pemaafan suami ini 
harus ada pernyataan ijab dan gabul dan telah melewati masa 
penerimaan maskawin tersebut. 


Cabang: Jika seseorang menikahi seorang wanita 
dengan maskawin berupa barang haram atau barang yang tidak 
diketahui (jumlahnya), maka dia berhak mendapatkan mahar 
mitsilnya. 


Apabila istri tersebut membebaskannya dari suami 
tersebut, dan dia mengetahui estimasi dari maskawin tersebut, 
maka pembebasan maskawin tersebut hukumnya sah. 


Apabila istri tersebut tidak mengetahui estimasi dari 
maskawin tersebut, maka pembebasan maskawin tersebut tidak 
sah. Abu Hanifah berkata: Pembebasan maskawin tersebut tidak 
sah. 


Dalil pendapat kami adalah, suami tersebut memiliki 
kembali haknya dengan menggunakan pernyataan 
"menghilangkan hak” yang tidak dapat beralih ke yang lain, 
sehingga pembebasan hak milik istri itu tidak sah disertai 
ketidaktahuan estimasinya, sama seperti jual beli. Namun dalam 
masalah pembebasan hak ini mengesampingkan kemerdekaan. 
Jika benar terbukti bahwa pembebasan dalam semua maskawin itu 
tidak sah, apakah pembebasan estimasi dari maskawin yang 
diketahui secara konkrit hukumnya sah? 
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Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Pendapat yang populer 
menyatakan pembebasan estimasi dari maskawin yang diketahui 
secara konkrit hukumnya tidak sah. Abu Ishag berkata: 
Pembebasan estimasi dari maskawin yang diketahui secara konkrit 
hukumnya sah. Karena, kami menolak mengesahkan pembebasan 
seluruh maskawin itu hanya semata-mata karena mengandung 
unsur gharar (ketidakpastian jumlah maskawin). Dan gharar ini 
tidak ditemukan dalam maskawin yang diketahui secara konkrit 
bahwa maskawin itu milik istri. 

Apabila istri tersebut mengetahui bahwa maskawin itu 
melebihi seratus dirham, dan tidak mencapai angka seribu dirham, 
lalu dia berkata, “Aku membebaskanmu mulai dari seratus sampai 
seribu”, maka pembebasan tersebut hukumnya sah, karena gharar 
tersebut benar-benar hilang. Wallahua'lam. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila istri tersebut 
menyerahkan (Tafwiidh) kemaluannya, misalnya dia 
menikah dan berdiam (diri) (tidak menyinggung) soal 
maskawin tersebut, atau dia menikah dengan syarat 
tidak ada maskawin sama sekali yang berhak dia miliki, 
maka ada dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i. 


Pertama: Wanita tersebut tidak berhak 
mendapatkan maskawin karena ikatan nikah tersebut. 
Yakni pendapat yang shahih dari para pengikut 
Madzhab Asy-Syafi'i. 

Karena, kalau dia berhak mendapatkan 
maskawin tersebut karena ikatan nikah, tentunya 
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maskawin itu harus dikembalikan seperdua sebab 
perceraian. 


Kedua: Dia berhak mendapatkan maskawin 
tersebut. Karena, kalau dia tidak berhak mendapatkan 
maskawin tersebut, maka maskawin itu tidak memiliki 
kekuatan hukum tetap (tidak bisa diubah) sebab 
bercampur, padahal istri tersebut berhak menuntut 
maskawin yang telah ditentukan. Karena mengosong- 
kan ikatan nikah dari maskawin itu adalah hal yang 
murni milik pribadi Rasulullah &. 


Apabila kita mengatakan: Istri berhak mendapat- 
kan Maskawin sebab ikatan nikah, maka mahar mitsil 
ditentukan untuk dirinya, karena kemaluan itu hal yang 
dihadapkan pada kerusakan, sehingga harus dijamin 
dengan perimbangannya, sama seperti barang yang 
rusak dalam genggaman pembeli melalui transaksi jual 
beli yang fasid. 


Apabila kita mengatakan: Istri tersebut tidak 
berhak mendapatkan maskawin sebab ikatan nikah 
tersebut, maka penentuan maskawinnya ditentukan 
sesuai kesepakatan di antara keduanya. Karena 
maskawin itu adalah awal kewajiban yang ditetapkan, 
sehingga penentuannya diserahkan kepada mereka 
berdua, sama seperti penentuan maskawin dalam ikatan 
nikah. 

Ketika mahar mitsil atau maskawin yang telah 
disepakati mereka berdua itu telah ditentukan untuknya, 
maka statusnya sama seperti maskawin yang telah 
disebutkan (telah ditentukan) dalam akad nikah dalam 
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hal memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar) 
sebab bercampur, kematian dan dikembalikan seperdua 
sebab perceraian. Karena maskawin adalah maskawin 
yang telah ditentukan. Sehingga status maskawin 
tersebut sama seperi maskawin yang telah ditentukan 
dalam ikatan nikah. 


Apabila maskawinnya belum juga ditentukan 
sampai dengan suaminya menceraikannya, maka dia 
tidak berhak mendapatkan sedikitpun dari maskawin 
tersebut. Sesuai firman Allah &, “Jika kamu mencerai- 
kan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentu- 
kan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar 
yang telah kamu tentukan itu, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 
237). 

Firman Allah & tersebut menegaskan bahwa jika 


suami belum menentukan maskawin, maka tidak wajib 
membayar seperdua dari maskawin tersebut. 


Apabila suami tersebut belum juga menentukan 
maskawinnya sampai dengan dia bercampur 
dengannya, mahar mitsilnya telah memiliki kekuatan 
hukum tetap (wajib dibayar suaminya). Karena 
bercampur dalam ikatan nikah tampa pembayaran 
maskawin itu adalah hal yang murni milik pribadi 
Rasulullah &. 


Apabila keduanya atau salah satunya meninggal 
dunia sebelum penentuan maskawin, maka ada dua 
pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i. 
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Pertama: Istri tersebut tidak berhak mendapat- 
- kan maskawin tersebut. Karena dia adalah wanita yang 
menyerahkan (kemaluannya), yang berpisah meninggal- 
kan suaminya sebelum penentuan maskawin dan 
bercampur, sehingga dia tidak berhak mendapatkan 
maskawin tersebut, sebagaimana kalau dia diceraikan 
suaminya. 


Kedua: Dia berhak mendapatkan maskawin 
tersebut. Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh 
Algamah, dia berkata, “Abdullah menemui seorang 
lelaki yang telah menikahi seorang wanita, lalu dia 
meninggal dunia mendahului istrinya, dan dia belum 
menentukan maskawinnya, dan belum pernah 
bercampur dengannya. Lalu Abdullah berkata: Aku 
akan menjawab masalah wanita tersebut sesuai dengan 
pemikiranku, dia berhak mendapatkan maskawin yang 
sama dengan kaum perempuan dari golongan dirinya, 
dia wajib menjalani iddah, dan dia berhak mendapatkan 
warisan. 

Ma'gil bin Sinan Al Asyja'i lalu berkata: 
Rasulullah & telah mengambil keputusan hukum 
mengenai perkawinan putri Wasig dengan keputusan 
yang sama seperti yang tuan putuskan. Lalu Abdullah 
senang mendengar komentar Ma'gil tersebut.” 


Alasan lain, kematian itu adalah alasan (faktor) 
yang mana maskawin yang telah ditentukan dalam akad 
nikah itu memiliki kekuatan hukum tetap (wajib 
dibayar), sehingga maskawin istri yang menyerahkan 
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kemaluannya itu, telah memiliki kekuatan hukum tetap 
sebab kematian tersebut, sama seperti bercampur. 


Apabila istri menikah dengan syarat dia tidak 
berhak mendapatkan maskawin dalam bercampur saat 
itu juga dan tidak pula bercampur yang kedua, maka 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Nikah tersebut batal, karena nikah 
tanpa maskawin tidak ada kecuali milik pribadi 
Rasulullah &, sehingga masalah pernikahan tersebut 
sama seperti masalah kalau lelaki itu menikah dengan 
pernikahan yang mana dia tidak berhak (tidak patut) 
melakukannya. 


Kedua: Nikah tersebut sah. Karena ucapan 
wanita tersebut, yakni “Tidak ada maskawin yang 
berhak kumiliki dalam (bercampur) yang kedua” dapat 
diabaikan, karena ucapan tersebut merupakan syarat 
yang batal yang berkaitan dengan maskawin tersebut, 
sehingga syarat tersebut gugur, dan ikatan nikah tetap 
sah. Berdasarkan jawaban kedua ini, maka hukum 
pernikahan itu sama seperti hukum sumpah sebelum 
menikah. 


- Penjelasan: 
Bahasa: Penulis A/ Bayan dalam kitabnya berkata: At- 
Tafwiidh (menyerahkan kemaluan) secara etimologi artinya 


Mendelegasikan kewenangan (urusan) seseorang kepada orang 
lain. 
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Ibnu Bathal Ar-Rukba berkata, “A/ Mufawwidhah” adalah 
wanita yang menikah tanpa maskawin, diambil dari pernyataan 
orang arab, “Fawwadhtu al amra ilaa fulaanin ai radadtuhu” (Aku 
mendelegasikan suatu urusan kepada si fulan; maksudnya aku 
mengembalikannya) sampai komentarnya: At-Tafwiidh adalah 
seorang wanita menyerahkan (mengembalikan) urusannya 
(maskawin) kepada suaminya tersebut, jadi dia tidak menentukan 
besaran maskawin bersama suaminya tersebut. 


Menurut sebuah pendapat: At-Tafwiidh adalah A/ Ihmaal 
(mengabaikan: meniadakan maskawin), seolah-olah wanita tersebut 
mengabaikan urusan maskawin tersebut, jadi dia tidak menyebut- 
kannya. 


Dapat diungkapkan, “A/ Mar'atu Mufawwidhatun" 
dengan membaca kasrah Wawu, karena tindakannya menyerahkan 
kemaluannya, karena dia mengizinkan. Dan dengan membaca 
fathah Wawu, karena walinya menyerahkan mengembalikan 
urusan ikatan nikah dengan suaminya tersebut kepadanya. 


Hukum: AtTafwiidh menurut istilah syara’ adalah 
Tindakan menyerahkan kemaluan dalam suatu pernikahan. Dapat 
diungkapkan:  /mra'atun  muftawwidhatun (wanita yang 
menyerahkan kemaluan) dengan membaca kasrah Wawu, Jika 
urusan menyerahkan kemaluan itu disandarkan kepada wanita 
tersebut, dan mufawwadhatun (yang diserahkan urusannya) dengan 
membaca fathah Wawu, jika tindakan menyerahkan kemaluan itu 
disandarkan kepada selain dirinya. 
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At-Tafwiidh (menyerahkan urusan wanita) itu ada dua 
kategori, menyerahkan urusan maskawin dan menyerahkan urusan 
kemaluan. 


Adapun menyerahkan urusan maskawin, contohnya 
seperti pernyataan suami, “Aku kawin denganmu dengan apa pun 
maskawin yang kamu (perempuan) kehendaki, aku kehendaki atau 
kami kehendaki”, nikah tersebut hukumnya sah, dan istri tersebut 
berhak mendapatkan mahar mitsilnya dalam ikatan nikah tersebut. 


Adapun hal menyerahkan urusan kemaluan, misalnya 
seperti pernyataan wali perempuan yang dinikahkan, “Aku 
kawinkan kamu dengannya”, sedang wanita tersebut tidak 
menyinggung (menyebutkan) urusan maskawin tersebut, atau “Aku 
kawinkan kamu dengannya tanpa maskawin yang dibayar seketika 
“tunai)”, dan pernikahan itu harus dengan seizin wanita tersebut 
pada walinya, dan dia termasuk orang yang cakap memberikan 
izin, maka pemikahan tersebut mengikat (sah). 

Adapun soal maskawin tersebut, Asy-Syaikh Abu Hamid 
berkata: Ulama sepakat bahwa wanita tersebut tidak berhak 
mendapatkan maskawin ketika akad nikah tersebut berlangsung. 


Tetapi, dia memiliki hak menerima maskawin tersebut 
sebab adanya ikatan nikah tersebut, karena dia berhak menuntut 
maskawin yang ditentukannya. Jadi, wanita tersebut posisinya 
seperti orang yang mempunyai hak syufah yang memiliki hak 
untuk memiliki sebagian dari lahan tanah. 


Atau manakah maskawin yang mana dia memiliki hak 


menerimanya sebagai miliknya, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang 
berbeda. 
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Pertama: Mahar mitsil, sedang maskawin yang telah 
ditentukan sebagai pengganti mahar mitsil. 


Kedua: Maskawin yang mereka sepakati. Abu Hanifah 
berkata: Istri berhak mendapatkan mahar mitsil sebab akad nikah 
tersebut. Asy-Syaikh Abu Ishaq menceritakan bahwa pendapat 
Abu Hanifah itu adalah salah satu dari dua pendapat madzhab 
kami. Karena, kalau mahar mitsil itu tidak berhak dia dapatkan 
sebab akad nikah tersebut, tentunya dia tidak berhak menuntut 
mahar mitsil tersebut, dan tentunya mahar mitsil itu tidak memiliki 
kekuatan hukum tetap (wajib dibayar suami) sebab bercampur 
dengannya. 


Dalil kami yang menegaskan tidak berhak mendapatkan 
mahar mitsilnya sebab akad nikah tersebut adalah, kalau istri 
tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil tersebut sebab akad 
nikah tersebut, tentunya mahar mitsil tersebut dibagi seperdua 
sebab perceraian tersebut, sama seperti maskawin yang ditentukan 
dalam akad nikah tersebut. 


Jadi, jika kita mengatakan: Bahwa istri tersebut memiliki 
hak menerima mahar mitsil sebagai hak miliknya, dan maskawin 
yang telah ditentukan itu diposisikan sebagai penggantinya, maka 
karena jika nikah itu telah mengikatnya, maka kemaluannya benar- 
benar dihadapkan pada kerusakan, sehingga dia berhak mendapat- 
kan penggantinya, dan penggantinya itu adalah mahar mitsil. Jika 
kita mengatakan: Istri tersebut memiliki hak menerima maskawin 
apa pun sebagai miliknya, namun menerima maskawin tersebut 
sebagai hak miliknya dengan menentukannya dalam akad sulit 
direalisasikan. 


Abu Ishag berkata: Pendapat kedua ini adalah pendapat 
yang paling kuat di antara kedua pendapat tersebut. Alasan lain, 
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maskawin yang mana wanita tersebut menerimanya sebagai 
miliknya sebab akad nikah tersebut adalah dua jenis maskawin, 
yakni maskawin yang mana dia menerimanya sebagai hak miliknya 
karena disebutkan dalam akad, dan maskawin yang mana dia 
menerimanya sebagai hak miliknya karena ditentukan (oleh suami). 


Kemudian ternyata maskawin yang mana dia menerima- 
nya sebagai hak miliknya karena disebutkan dalam akad itu —tidak 
dapat ditentukan besarannya kecuali dengan menyebutkannya—, 
demikian pula maskawin yang mana dia menerimanya sebagai hak 
miliknya karena ditentukan (oleh suami) tidak dapat ditentukan 
kecuali dengan penentuan maskawin tersebut: karena Asy- 
Syafi'i 8 telah menyatakan secara tegas bahwa mereka berdua 
jika telah menentukan maskawin yang lebih banyak daripada 
mahar mitsilnya, maka semua maskawin itu berhak dia miliki. 
Kalau sisa kelebihan mahar mitsil itu diposisikan sebagai hibah, 
semua maskawin itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab 
adanya penentuan maskawin tersebut, tetapi semua maskawin itu 
memiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya penyerahan hak 
kepemilikan maskawin tersebut. 


Cabang: Wanita yang menyerahkan (urusan maskawin- 
nya kepada suaminya), berhak menuntut maskawin yang telah 
ditentukan, karena meniadakan ikatan nikah dari maskawin itu 
adalah hal khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi &. 


Jadi, apabila suami istri itu melaporkan (perkara 
maskawinnya) kepada hakim, maka hakim harus menentukan 
mahar mitsilnya yang berhak dimiliki oleh istri tersebut, karena 
maskawin yang jumlahnya melebihi mahar mitsilnya tersebut 
cenderung memberatkan suami tersebut, dan maskawin yang 
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jumlahnya kurang dari mahar mitsilnya cenderung meninggalkan 
(keberpihakan kepada) istri tersebut. 


Penentuan maskawin oleh hakim tidak sah kecuali setelah 
dia mengetahui estimasi mahar mitsilnya. Karena hakim tidak 
memiliki kewenangan menentukan maskawin tersebut kecuali 
dengan mengetahui estimasi mahar mitsil tersebut. 


Apabila terjadi kesepakatan di antara suami istri tersebut, 
lalu mereka berdua menentukan maskawin tersebut di antara 
mereka berdua, —maka jika keduanya orang yang sama-sama 
mengetahui estimasi mahar mitsilnya—, maka penentuan 
maskawin oleh keduanya hukumnya sah. 


Apabila keduanya menentukan mahar mitsilnya, maka 
penentuan mahar mitsil oleh mereka berdua itu hukumnya sah. 
Apabila mereka berdua menentukan maskawin lebih banyak dari 
mahar mitsilnya, maka penentuan maskawin tersebut hukumnya 
sah dan bersifat mengikat, dan suami tersebut benar-benar 
memberinya karena kedermawanannya. 


Apabila keduanya menentukan maskawin lebih kecil 
daripada mahar mitsilnya, maka penentuan maskawin tersebut 
hukumnya sah dan suami tidak terikat kewajiban membayar lebih 
daripada maskawin yang telah ditentukan tersebut. karena istri 
benar-benar menerimanya karena kedermawanannya. 


Apabila keduanya atau salah satunya adalah orang yang 
tidak mengetahui estimasi mahar mitsilnya, maka jika kita 
mengatakan: Bahwa dengan adanya ikatan nikah itu, istri memiliki 
hak menerima mahar mitsil sebagai miliknya, maka penentuan 
maskawin oleh mereka berdua itu hukumnya tidak sah. Kerena 
maskawin yang telah ditentukan itu adalah pengganti mahar mitsil. 
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Sehingga diharuskan adanya mahar mitsil yang diganti itu harus 
diketahui jumlahnya oleh mereka berdua. 


Apabila kita mengatakan: Dengan adanya ikatan nikah itu, 
istri memiliki hak menerima maskawin apa pun sebagai miliknya, 
maka penentuan maskawin oleh mereka berdua hukumnya sah. 


Jika hakim menentukan maskawinnya, maka hakim tidak 
boleh menentukan maskawinnya kecuali dengan mata uang yang 
berlaku di negara tempat dia berdomisili. Karena maskawin itu 
merupakan pengganti (manfaat) kemaluannya yang rusak (hilang). 
Jadi, masalah penentuan maskawin oleh hakim itu seperti kasus 
kalau suami menghabiskan uang tunai dari kekayaan istrinya atas 
nama istrinya. 


Apabila suami istri tersebut menentukan maskawinnya di 
antara mereka berdua, maka boleh mereka menentukan 
maskawinnya berupa mata uang atau barang yang penyebutannya 
boleh ditentukan dalam akad nikah tersebut, dan tidak mengikat 
kecuali maskawin yang telah mereka sepakati bersama, yakni uang 


atau barang tersebut. 


Jika maskawinnya yang sah telah ditentukan, maka 
maskawinnya yang telah ditentukan tersebut sama seperti 
maskawin yang telah disebutkan dalam akad nikah, yang memiliki 
kekuatan hukum tetap (wajib dibayar suami) akibat bercampur atau 
akibat kematian, dan dibagi seperdua akibat perceraian sebelum 
bercampur dengannya. 

Abu Hanifah berkata: Jika suami menceraikan istrinya 
sebelum bercampur, maka maskawin yang telah ditentukan (oleh 
suami) gugur, dan dia berhak mendapatkan Mutah (harta 
pemberian suami kepada istrinya sebagai tambahan maskawin 
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untuk menutupi kegelisahannya yang menyedihkan perasaannya 
karena sakitnya perpisahan). 


Dalil kami adalah firman Allah &, 
AON bet 
Pa ae aan 


“Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu, ...” (Qs. Al Baqarah (2): 237). 


Alasan lain, maskawin yang telah ditentukan itu adalah 
maskawin yang wajib dibayar sebelum perceraian terjadi, sehingga 
maskawin yang telah ditentukan itu harus dibagi seperdua karena 
perceraian tersebut, sama seperti maskawinnya yang telah 
disebutkan dalam akad nikah. 


Cabang: Dianjurkan suami tidak bercampur dengan 
istrinya sampai dengan dia menentukan maskawinnya, agar tidak 
terjadi keserupaan dengan wanita yang menyerahkan (kemaluan- 
nya). 


Jadi, jika suami belum menentukan maskawinnya sampai 
dengan dia bercampur dengannya, maka mahar mitsil telah 
memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dibayarnya, karena 
bercampur dalam ikatan nikah tanpa maskawin itu adalah hak 
istimewa yang dimiliki oleh Nabi &. 

Apabila suami menceraikan istrinya sebelum menyerahkan 
hak kepemilikan maskawin tersebut dan (sebelum) bercampur, 


maka dia tidak berhak mendapatkan maskawin tersebut. Sesuai 
firman Allah &, 
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Z Aer C à > SA 
f A) RE SAS Yi: Pesan bana 
“Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, ...” (Qs. Al 
Bagarah (21: 237). 


Suami dalam kasus ini belum menentukan maskawin apa 
pun. 

Apabila salah satunya meninggal dunia sebelum 
menyerahkan hak kepemilikan maskawin tersebut dan (sebelum) 
bercampur, maka keduanya saling mewaris, dan istrinya wajib 
menjalani iddah wafat, jika suami meninggal lebih dahulu sebelum 
istrinya, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena ikatan suami istri 
itu tetap terjalin di antara keduanya sampai kematian tersebut. 


Apakah istri berhak mendapatkan mahar mitsil? Ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Istri tersebut (yang 
ditinggal mati suaminya) berhak mendapatkan mahar mitsilnya. 
Demikian, Ibnu Masud, Ibnu Syubramah, Ibnu Abi Laila, Abu 
Hanifah dan para pengikutnya, Ahmad dan Ishag berpendapat. 


Hanya saja Abu Hanifah berkata: Istri tersebut berhak 
mendapatkan mahar mitsilnya karena akad nikah tersebut. 
Argumentasi yang mendukung pendapat pertama ini adalah 
keterangan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, 
“Bahwa Ibnu Mas'ud pemah ditanya tentang seorang lelaki yang 
belum menentukan maskawinnya, lalu dia meninggal dunia 
sebelum bercampur. 


Abdullah berkata: Aku akan menjawab mengenai masalah 
tersebut berdasarkan pandangan akalku, jika jawabanku tepat dan 
benar, maka jawaban itu datang dari Allah, dan jika aku 
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memberikan jawaban yang salah dan keliru, maka itu dariku dan 
dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya bersih (dari kesalahan tersebut). 
Wanita itu berhak mendapatkan warisan, dia wajib menjalani iddah 
(wafat), dan dia berhak mendapatkan mahar mitsilnya, tidak 
kurang dan tidak lebih (dari mahar mitsil itu). 


Ma'gil bin Sinan Al Asyjai lantas berdiri sambil menghadap 
pada Abdullah, dan dia berkata: Aku bersaksi sesungguhnya tuan 
telah mengambil keputusan seperti keputusan yang telah diambil 
oleh Rasulullah & dalam masalah Barwa’ binti Wasiq. Lalu 
Abdullah senang dengan kesaksian Ma'gil tersebut.” 


Alasan lain, kematian adalah faktor yang mengakibatkan 
maskawin yang telah disebutkan dalam akad nikah memiliki 
kekuatan hukum tetap, sehingga maskawin wanita yang 
menyerahkan (urusan maskawinnya kepada suaminya) memiliki 
kekuatan hukum tetap akibat kematian tersebut, sama seperti 
bercampur dengannya. 


Kedua: Wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak 
berhak mendapatkan maskawin apa pun. Demikian, Ali, Ibnu 
Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, kelompok ulama Madinah, Az- 
Zuhri, Rabi'ah, Malik, dan Al Auza'i dari kelompok ulama Syam. 


Alasan lain, kematian itu adalah perpisahan yang 
menimpa wanita yang menyerahkan urusan maskawinnya kepada 
suaminya sebelum penentuan maskawin dan bercampur, sehingga 
dia tidak berhak mendapatkan maskawin, sama seperti perceraian. 


Adapun hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits yang kacau 
(Mudhtharib). Diriwayatkan “Bahwa sekelompok orang dari kabilah 
Asyja' berdiri menghadap Ibnu Mas'ud”, dan diriwayatkan, 
“Bahwa seseorang dari kabilah Asyja' berdiri menghadap Ibnu 
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Mas'ud”, diriwayatkan, “Bahwa Ma'gil bin Sinan berdiri meng- 
hadap Ibnu Mas'ud”, diriwayatkan, “Bahwa Ma'gil bin Yasar 
berdiri menghadap Ibnu Mas'ud”, dan diriwayatkan, “Bahwa Abu 
Sinan berdiri menghadap Ibnu Mas'ud”, dan boleh jadi Barwa' 
adalah wanita yang menyerahkan urusan maskawinnya bukan 
yang menyerahkan kemaluannya. 


Cabang: Apabila wali mengawinkan wanita yang berada 
di bawah perwaliannya dengan seizinnya, dan dia termasuk wanita 
yang cakap memberikan izin dengan syarat tidak ada maskawin 
yang berhak dimilikinya pada saat akad dan tidak juga pada waktu 
sesudahnya, apakah nikah tersebut sah? Ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. 


Pertama: Nikah tersebut tidak sah, karena wanita yang 
dikawinkan tersebut memiliki makna yang sama dengan wanita 
yang memberikan (kemaluannya) sebagai hibah kepada suaminya. 
Nikah semacam itu tidak sah kecuali bagi Nabi &. 


Kedua: Nikah tersebut hukumnya sah, dan persyaratan 
tersebut batal. Karena nikah tersebut tidak dapat lepas dari 
maskawin. Jadi, jika disyaratkan tidak ada maskawin yang berhak 
dimilikinya dalam kondisi apa pun, maka persyaratan tersebut 
harus diabaikan, karena persyaratan tersebut batal. Sedangkan 
nikah tersebut tidak batal, karena nikah itu tidak batal karena 
batalnya maskawin tersebut. 


Berdasarkan pendapat kedua ini, maka wanita itu 
diposisikan sebagai wanita yang menyerahkan kemaluannya. Dan 
ketentuan hukumnya telah disampaikan. 
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Jadi, apabila ayah atau kakek mengawinkan wanita yang 
belum cukup umur untuk kawin, atau wanita yang sudah cukup 
umur untuk kawin tapi yang gila, atau gadis perawan yang sudah 
cukup umur untuk kawin serta berakal, dan ayah atau kakek 
tersebut menyerahkan kemaluannya, atau wanita tersebut 
mengizinkan walinya untuk mengawinkannya, lalu dia menyerah- 
kan kemaluannya tanpa seizinnya, maka dia bukanlah wanita yang 
menyerahkan kemaluannya (tanpa maskawin), tetapi dia berhak 
mendapatkan mahar mitsilnya. 


Karena Tafwiidh hanya dapat dijelaskan melalui izin dari 
wanita tersebut, jika dia termasuk wanita yang cakap memberikan 
izin. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i. 


Abu Ali bin Abi Hurairah berkata: Jika kita mengatakan, 
bahwa orang yang memegang ikatan nikah itu adalah ayah dan 
kakek, maka tindakannya menyerahkan kemaluan wanita yang 
belum cukup umur untuk kawin dan wanita yang gila hukumnya 
sah. Sebagaimana sahnya pemaafan yang dilakukannya. 


Pendapat pertama pendapat yang lebih diunggulkan 
(Ashah) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena pemaafan oleh ayah 
dan kakek itu hanya sah berdasarkan salah satu dari dua pendapat 
Asy-Syafi'i setelah perceraian terjadi. sedangkan bila disertai tetap 
terjalinnya ikatan nikah tersebut, pemaafannya tidak sah. 


Cabang: Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jika suami 
tersebut bercampur dengan wanita yang menyerahkan (urusan 
maskawinnya kepadanya) setelah beberapa tahun lamanya, dan 
ternyata sifatnya benar-benar berubah, maka wanita tersebut 
berhak mendapatkan mahar mitsilnya, karena mempertimbangkan 
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kondisi pada saat akad nikah tersebut. Karena, faktor kewajiban 
membayar maskawin itu tiada lain hanya karena akad nikah 
tersebut, sehingga kondisi pada saat akad itu yang menjadi bahan 
pertimbangan pembayaran maskawin tersebut. 


Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Maskawinnya 
ditentukan dengan maskawin maksimum terhitung sejak masa 
berlangsungnya akad nikah tersebut sampai masa bercampur. 
Karena wanita tersebut berhak menuntut suaminya menentukan 
maskawin tersebut setiap waktu dari jangka waktu tersebut. 


Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan nikah 
yang fasid, dan dia telah bercampur dengannya, maka (kewajiban 
membayar) maskawinnya ditentukan oleh bercampur dengannya. 


Apabila wanita tersebut membebaskannya dari 
maskawinnya sebelum menentukan maskawin tersebut, maka 
pembebasan tersebut tidak sah. Apabila wanita tersebut 
menggugurkan haknya yakni menuntut maskawin tersebut, Ibnu 
Ash-Shabbagh berkata: Menurutku tindakannya menggugurkan 
haknya itu tidak sah. Karena penetapan maskawin itu sejak awal 
adalah hak istrinya, yang mana hak Allah & berhubungan dengan 
hak istri tersebut: karena syara melarangnya memberikan 
kemaluannya sebagai hibah kepada suaminya, hanya Nabi $ yang 
memiliki hak istimewa ini. Karena alasan itulah, mengapa suami 
tidak boleh mencampuri istrinya tanpa pemberian alat tukar. 
Wallahua'lam. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Mahar mitsil 
(standarnya) ditentukan dengan maskawin kaum wanita 
dari ahli waris ashabahnya, sesuai dengan hadits 
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Algamah dari Abdullah, “Mahar mitsilnya ditentukan 
dengan (maskawin) wanita yang paling dekat, lalu yang 
agak dekat dari kaum wanita dari kalangan ahli waris 
ashabah tersebut, dan wanita yang paling dekat dari 
kaum wanita dari ahli waris ashabah itu ialah saudari 
perempuan kandung, anak perempuan dari saudari 
perempuan kandung, bibi dari jalur ayah dan anak bibi 
dari jalur ayah.” 


Apabila dia tidak mendapati kaum wanita dari 
ahli waris ashabah, maka mahar mitsilnya ditentukan 
dengan (maskawin) wanita yang paling dekat 
kepadanya, yakni wanita dari garis ibu dan bibi dari 
jalur ibu, karena kesemua wanita itu adalah orang yang 
agak dekat kepadanya. 


Apabila dia tidak memiliki kerabat wanita, maka 
standar mahar mitsilnya ditentukan oleh (maskawin) 
kaum wanita yang berdomisili di negera tempat dia 
tinggal, kemudian mahar mitsil ditentukan dengan 
(maskawin) kaum wanita yang memiliki kemiripan 
dengannya, dan (standar) mahar mitsilnya ditentukan 
dengan maskawin wanita yang dia memiliki sifat yang 
serupa dengannya dalam segi kecantikannya, 
kecerdasan akalnya, kesucian dirinya dan kekayaannya. 


Karena, maskawin itu merupakan perimbangan 
manfaat yang dihilangkan, sehingga dalam penentuan 
perimbangannya itu ditentukan oleh sifat-sifat yang 
berbeda-beda yang mengakibatkan alat tukar dan 
maskawin menjadi berbeda berdasarkan sifat-sifat ini. 
mahar mitsil wajib berupa mata uang negara tempat dia 
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tinggal, sama seperti beragam perimbangan barang- 
barang yang dirusak. 


Penjelasan: 


Asy-Syafi'i berkata: Ketika aku berkata wanita tersebut 
berhak mendapatkan maskawin yang sama dengan kaum wanita 
dari golongannya, maka maksudku adalah kaum wanita dari ahli 
waris ashabahnya, dan ibunya bukanlah termasuk dari golongan 
wanita dari ahli waris ashabahnya tersebut. 


Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut, bahwa 
Ulama Syafi'iyah berkata: Wanita tersebut berhak mendapatkan 
mahar mitsilnya dalam tujuh kasus: 

Pertama: Wanita yang menyerahkan urusan maskawin- 
nya (kepada suaminya). 

Kedua: Wanita yang menyerahkan kemaluannya, jika 
suami tersebut bercampur dengannya sebelum menentukan 
maskawin, atau dia meninggal dunia mendahului istrinya, menurut 
salah satu dari dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i. 

Ketiga: Jika wali menyerahkan kemaluannya tanpa 
seizinnya. 

Keempat: Jika wanita menikah dengan maskawin yang 
fasid atau tidak diketahui (jumlahnya). 

Kelima: Jika seorang lelaki menikahinya dengan nikah 
yang fasid dan dia sudah mencampurinya. 

Keenam: Jika seorang lelaki bercampur dengan seorang 
wanita karena tersamar. 
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Ketujuh: Jika seorang lelaki memaksa seorang wanita 
berzina. 


Setiap kasus (dari ketujuh kasus itu), wanita tersebut 
berhak mendapatkan mahar mitsilnya, yang (standarnya) 
ditentukan dengan (maskawin) dari golongan wanita dari ahli waris 
ashabahnya, seperti saudari perempuan kandung, anak 
perempuan dari saudari kandung, bibi dari jalur ayah, dan anak 
perempuan dari bibi dari jalur ayah. 


(Standar) Mahar mitsilnya tidak ditentukan dengan 
(maskawin) golongan wanita dari kalangan yang memilki 
hubungan kerabat dengannya (Dzawi! Arham) seperti ibunya dan 
bibi dari jalur ibunya, dan tidak pula ditentukan dengan maskawin 
golongan wanita yang tinggal di negaranya. 

Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah berkata: Standar mahar 
mitsilnya ditentukan dengan (maskawin) golongan wanita dari ahli 
waris ashabahnya dan golongan wanita yang memiliki hubungan 
kerabat dengannya (Dzawil Arham). 

Dalil kami ialah hadits yang diriwayatkan, “Bahwa Nabi & 
membuat keputusan mengenai Barwa' binti Wasig, bahwa dia 
berhak mendapatkan maskawin seperti golongan wanita dari 
kaumnya.” Hadits ini memberi kepastian mengenai kaumnya yang 
mana garis keturunan binti Wasig bersambung pada mereka. 

Alasan lain, jika tidak ada kepastian untuk menentukan 
maskawinnya dengan (maskawin) golongan wanita selain golongan 
wanita dari kaumnya tersebut, maka menentukan standar 
maskawinnya dengan (maskawin) golongan wanita dari ahli waris 
ashabahnya lebih diprioritaskan. 
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Karena, golongan wanita dari ahli waris ashabahnya itu 
sama dengan golongan wanita dari kaumnya dalam hal garis 
keturunannya. 


Mahar mitsil (standarnya) dapat ditentukan dengan 
(maskawin) wanita yang mana dia memiliki kondisi yang sama 
dengannya, yakni kecantikannya, kecerdasan akalnya, adab, usia, 
keperawanan, janda, keberagamaannya dan kejelasan garis 
keturunannya. 


Kecantikan dipertimbangkan dalam menentukan standar 
mahar mitsil, karena kecantikan itu memiliki pengaruh yang kuat 
dalam bersenang-senang dengan istri (istimta), dan itulah maksud 
yang diinginkan dari pernikahan tersebut. 


Kecerdasan akal dan kesopanan (adab) dipertimbangkan 
dalam menentukan mahar mitsilnya, karena maskawin wanita yang 
cerdas akalnya serta memiliki kesopanan lebih tinggi daripada 
maskawin wanita yang tidak memiliki akal yang cerdas dan tidak 
pula kesopanan. 


Demikian juga, maskawin wanita yang muda dan perawan 
lebih tinggi daripada maskawin wanita yang sudah lanjut usia dan 
sudah janda. Maskawin wanita yang selalu menjaga kesucian 
dirinya lebih tinggi daripada wanita yang fasik. 


Asy-Syafi'i berkata: Dan kejelasan wanita tersebut 
(sharaahatuhaa) (menentukan mahar mitsilnya). Sebagian Ulama 
Syafi'iyah ada yang berkata: Asy-Syafii ingin menjelaskan 
kefasihan tutur katanya (A! Fashaahah fillisaan). 


Mayoritas mereka berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan 
“Sharahaah an-nasabi' (kejelasan garis keturunannya): karena 
orang arab lebih sempurna (nasabnya) daripada non arab. 
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Jadi, apabila wanita tersebut terlahir di tengah-tengah 
sepasang suami istri yang dua-duanya keturunan arab, maka 
mahar mitsilnya tidak ditentukan dengan (maskawin) wanita yang 
mana dia garis keturunannya ada di antara orang keturunan arab 
dan orang keturunan non arab (Ajamiyah). Karena anak yang 
terlahir di tengah-tengah ayah yang keturunan arab dan ibu yang 
non arab adalah keturunan campuran (Hajiir). 

Sedangkan anak yang terlahir di tengah-tengah ibu yang 
keturunan arab dan ayah non arab disebut Mugrif dan Mudri’. 
Seorang penyair menuturkan mengenai Mugrif 


Tak ada Hindun kecuali maskawin wanita keturunan arab, 
Anak perempuan yang dilahirkan dari ayah Persia, yang mana 
kendaraan bighal membuatnya jadi terhormat 
Jika dia melahirkan maskawin yang terhormat. maka itu lebih 
patut, 

Jika anak yang terlahir itu campuran dari ibu yang keturunan arab 


dan ayah non arab (Agraal), lalu apa yang membuat lelaki itu 
kagum dikarunia anak yang istmewa. 
Penyair menuturkan mengenai Mudri: 

Anak dari keturunan arab dan ayah non arab (al mudri} 
sesungguhnya (maskawin) bibi dari jalur ibunya tidaklah 
mencukupi, 

Bagaikan bighal yang lemah untuk menempuh perjalanan ke 
berbagai tempat. 

Mahar mitsil (standarnya) ditentukan dengan (maskawin) 
wanita yang paling dekat, lalu wanita yang agak dekat: jadi apabila 
di tengah-tengah saudari kandungnya tidak ditemukan sifat yang 
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sama dengannya, maka turun ke anak perempuan dari saudara 
kandungnya, kemudian ke bibinya dari jalur ayah, kemudian ke 
anak perempuan dari pamannya dari jalur ayah. 


Apabila golongan wanita dari ahli waris ashabahnya yang 
berdomisili di negerinya (maskawinnya) sendiri-sendiri, dan 
maskawin di negeri tersebut (besarannya) juga berbeda satu sama 
lainnya, maskawin wanita tersebut ditentukan dengan (maskawin) 
yang sama dengan golongan wanita dari ahli waris ashabahnya 
dari penduduk negerinya. Karena wanita tersebut lebih dekat garis 
keturunannya pada mereka. 


Apabila wanita tersebut tidak memiliki golongan wanita 
ahli waris ashabah, atau dia memiliki golongan wanita ahli waris 
ashabah, namun di tengah-tengah mereka itu tidak ditemukan sifat 
yang sama dengannya, maka maskawinnya ditentukan dengan 
(maskawin) yang sama dengan golongan wanita yang agak dekat 
garis keturunannya padanya, yakni wanita yang memiliki hubungan 
kerabat dengannya (Dzawil Arhaam), seperti ibu dan bibinya dari 
jalur ibu. 

Apabila dia tidak memiliki wanita yang menyerupainya 
dari golongan wanita yang memiliki hubungan kerabat tersebut, 
maka maskawinnya ditentukan dengan (maskawin) yang sama 
dengan golongan wanita yang berdomisili di negerinya, kemudian 
dengan golongan wanita yang berdomisili di negeri yang paling 
dekat pada negerinya. 


Cabang: Apabila adat kebiasaan mereka (penduduk 
suatu negeri), yang jika mengawinkan dengan lelaki yang masih 
tergolong keluarga dekatnya, maka mereka meringankan 
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maskawin tersebut, dan jika mereka mengawinkan dengan lelaki 
yang bukan dari keluarganya, mereka mengubah maskawin 
tersebut, maka urusan maskawin itu disesuaikan dengan adat 
kebiasaan mereka tersebut. 


Jadi, apabila suami wanita tersebut masih tergolong 
keluarganya, maka maskawin tersebut diringankan, dan apabila 
suaminya itu dari luar keluarganya, maka maskawin tersebut 
berubah (menjadi mahal). Karena maskawin itu berbeda satu sama 
lainnya sebab pola kebiasaan seperti itu. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Penentuan maskawin seperti 
itu boleh disesuaikan dengan adat kebiasaan ini jika suami itu 
adalah orang yang terhormat, - dan adat kebiasaan tersebut 
meringankan maskawin orang yang terhormat, karena kehormatan 
suaminya. 


Cabang: Mahar mitsil wajib dibayar secara tunai berupa 
mata uang yang berlaku di negara tersebut (tempat tinggal wanita 
tersebut). Ash-Shaimuri berkata: Apabila adat kebiasaan mereka di 
suatu kawasan memberikan maskawin berupa kain dan lain 
sebagainya, maka maskawinnya diputuskan dengan mempertim- 
bangkan adat kebiasaan mereka tersebut. 

Pendapat yang dinash Asy-Syafii adalah pendapat 
pertama. Karena, maskawin itu merupakan pengganti (manfaat 


kemaluan) yang dihilangkan. Sehingga menyerupai seluruh barang 
yang dihilangkan lainnya. 


Abu Ali Ath-Thabari berkata: Apabila adat kebiasaan 
golongan wanita dari ahli waris ashabahnya itu adalah menunda 
pembayaran maskawin hingga waktu tertentu, maka wanita 
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tersebut tidak harus menerima maskawin yang ditangguhkan 
pembayarannya hingga waktu tertentu, bahkan maskawinnya 
tersebut wajib dibayar tunai; dan penundaan pembayaran 
maskawin itu dapat mengurangi maskawinnya, karena adanya 
penundaan pembayaran tersebut, karena perimbangan harga itu 
seharusnya tidak ditangguhkan pembayarannya hingga waktu 
tertentu. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seorang suami 
kesulitan membayar maskawin tersebut, maka riwayat 
yang berbeda dari Ulama Syafi'iyah, sebagian Ulama 
Syafi'iyah ada yang berkata: Kalau kesulitan membayar 
maskawin itu terjadi sebelum bercampur, maka khiyar 
pembatalan nikah berlaku bagi wanita tersebut, karena 
nikah itu merupakan ikatan tukar menukar 
(Mu'aawadhah), yang mana pembatalan ikatan nikah 
dapat menyusulnya di kemudian hari. Sehingga 
pembatalan ikatan nikah itu boleh sebab terjadinya 
pailit (yang mengakibatkan kesulitan) membayar alat 
tukar tersebut (maskawin), sama seperti transaksi jual 
beli. 

Apabila kesulitan membayar maskawin itu terjadi 
setelah bercampur, maka tidak boleh dilakukan 
pembatalan ikatan nikah, karena kemaluan tersebut 
telah berubah menjadi seperti barang yang rusak sebab 
menyenggamainya, sehingga wanita tersebut tidak 
boleh melakukan pembatalan ikatan nikah sebab jatuh 
pailit tersebut, sama seperti transaksi jual beli setelah 
terjadinya perusakan barang yang dijual tersebut. 
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Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: 
dika kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum 
bercampur, maka pembatalan ikatan nikah dapat 
diberlakukan. Sedangkan jika setelah bercampur, ada 
dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i (Waulaani. 


Pertama: Pembatalan ikatan nikah tidak dapat 
diberlakukan bagi wanita tersebut, sesuai alasan yang 
telah kami sebutkan. 


Kedua: Pembatalan ikatan nikah dapat 
diberlakukan bagi wanita tersebut. Yakni pendapat yang 
shahih dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Karena 
(manfaat) kemaluan itu tidak hilang dengan sekali 
menyetubuhinya, sehingga boleh melakukan pembatal- 
an ikatan nikah dan sekaligus menarik kembali manfaat 
kemaluan tersebut. 


Pembatalan ikatan nikah tersebut tidak dapat 
dilakukan kecuali melalui hakim. Karena, pembatalan 
ikatan ini adalah masalah yang hukumnya masih 
diperselisihkan. sehingga memerlukan keputusan 
hakim, sama seperti perbaikan ikatan nikah akibat 
kecacatan. 

Pasal: Jika seseorang mengawinkan anak laki- 
lakinya yang belum cukup umur untuk kawin, dan anak 
laki-laki itu orang yang tidak mampu, maka ada dua 
pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i. 

Asy-Syafi'i dalam Al Qadim berkata: Maskawin 
tersebut wajib dibayar oleh ayah tersebut. Karena 
tatkala dia mengawinkannya serta mengetahui 
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kewajiban membayar maskawin dan kondisi tidak 
mampu tersebut, maka perbuatannya itu membuktikan 
kerelaan menanggung pembayaran maskawin tersebut. 


Asy-Syafi'i dalam Al Jadid berkata: Maskawin 
tersebut wajib dibayar oleh anak laki-laki tersebut. 
Yakni pendapat yang shahih dari para pengikut 
Madzhab Asy-Syafi'i. Karena, kemaluan tersebut 
miliknya, sehingga maskawin tersebut menjadi beban 
tanggungannya. 


Pasal: Apabila budak laki-laki menikah dengan 
seizin pemiliknya, maka jika dia orang yang mempunyai 
penghasilan, maka maskawin dan biaya nafkah wajib 
dibebankan ke dalam penghasilannya, dan tidak dapat 
membebankan kewajiban itu kepada pemiliknya, karena 
pemiliknya tidak menanggung resiko tersebut, dan tidak 
pula dibebankan ke dalam diri budak laki-laki tersebut, 
karena wajib mendapatkan persetujuan pemilik hak 
tersebut. 


Kewajiban itu tidak dapat dibebankan ke dalam 
tanggungannya yang wajib dibayar di kemudian hari, 
karena maskawin dan nafkah itu berfungsi menutupi 
perimbangan bersenang-senang dengan istrinya, 
sehingga tidak boleh menundanya setelah bersenang- 
senang dengan istrinya. 

Jadi, tidak ada yang tersisa kecuali penghasilan- 
nya tersebut, sehingga kewajiban itu berhubungan erat 
dengan penghasilannya tersebut, dan kewajiban itu 
tidak berhubungan erat kecuali dengan penghasilan 
yang ada setelah akad nikah. 
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Jadi, apabila maskawin itu ditangguhkan 
pembayarannya hingga waktu tertentu, maka maskawin 
tersebut berhubungan erat dengan penghasilannya yang 
ada setelah jatuh tempo pembayaran maskawin 
tersebut. Karena, penghasilan yang diperolehnya 
sebelum jatuh tempo pembayaran maskawin tersebut 
adalah hak pemiliknya. 


Pemilik budak laki-laki tersebut wajib memberi- 
nya kesempatan untuk bekerja siang hari dan 
bersenang-senang dengan istrinya pada malam hari. 
Karena izin menikah yang diberikannya menghendaki 
demikian. 


Apabila budak laki-laki tersebut bukan orang 
yang mempunyai penghasilan, namun dia orang yang 
diizinkan untuk berdagang, Asy-Syafi'i dalam Al Umm 
berkata: Kewajiban membayar maskawin tersebut 
berhubungan dengan laba yang ada di tangannya. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang mengarah- 
kan maksud komentar Asy-Syafi'i itu sesuai dengan 
kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i 
tersebut. Karena, maskawin tersebut ialah utang yang 
wajib ditanggunganya karena akad nikah yang mana 
pemiliknya itu telah memberinya izin nikah tersebut. 
Sehingga maskawin itu pelunasannya diambil dari laba 
yang ada di tangannya, sama seperti utang dagang. 

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: 
Maskawin tersebut berhubungan erat dengan hasil yang 
diperolehnya yakni kelebihan dari harta niaga tersebut, 
karena laba yang ada di tangannya itu hak pemiliknya, 
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jadi maskawin tersebut tidak berhubungan erat dengan 
laba yang ada di tangannya tersebut, sebagaimana 
maskawin itu tidak berhubungan erat dengan 
penghasilan yang ada di tangannya. 


Maskawin tersebut hanya berhubungan erat 
dengan penghasilan yang ada (setelah akad nikah), dan 
komentar Asy-Syafi'i tersebut diarahkan pada maksud 
tersebut. 


Apabila budak tersebut bukan orang yang 
mempunyai penghasilan dan bukan pula orang 
diizinkan berdagang, maka ada dua pendapat yang 
berbeda dari Asy-Syafi'i. 


Pertama: Maskawin dan biaya nafkah itu 
berhubungan erat dengan tanggungannya yang wajib 
dibayarnya di kemudian hari jika pemiliknya memerde- 
kakannya. Karena maskawin dan biaya nafkah tersebut 
adalah utang yang wajib ditanggungnya dengan 
persetujuan orang yang mempunyai hak tersebut. 

Jadi, maskawin dan biaya nafkah itu 
berhubungan erat dengan tanggungannya yang wajib 
dibayar di kemudian hari, sama seperti utang dalam 
akad Qardh. Berdasarkan pendapat ini, wanita tersebut 
berhak membatalkan ikatan nikah tersebut jika dia 
menghendaki. 


Kedua: Maskawin dan biaya nafkah itu wajib 
dibebankan ke dalam tanggungan pemiliknya, karena 
tatkala dia memberinya izin nikah tersebut serta 
mengetahui kondisi (budak tersebut), maka posisinya 
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berubah menjadi penjamin maskawin dan biaya nafkah 
tersebut. 


Apabila budak laki-laki tersebut menikah tanpa 
seizin pemiliknya tersebut, dan dia telah bercampur 
dengannya, Asy-Syafi'i dalam Al Jadid berkata: 
Maskawin dan biaya nafkah itu wajib dibebankan ke 
dalam tanggungannya yang wajib dibayarnya di 
kemudian hari jika pemiliknya memerdekakannya. 
Karena maskawin dan biaya nafkah itu merupakan hak 
(istri) yang wajib ditanggungnya dengan persetujuan 
orang yang mempunyai hak tersebut, sehingga 
maskawin dan biaya nafkah itu berhubungan erat 
dengan tanggungannya sama seperti utang dalam akad 
@ardh. 


Asy-Syafi'i dalam Al Qadim berkata: Maskawin 
dan biaya nafkah itu berhubungan erat dengan diri 
budak tersebut, karena menyetubuhi itu sama seperti 
jinayat. 

Apabila pemiliknya memberinya izin menikah 
dengan nikah yang fasid, dan dia telah 
menyetubuhinya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Pertama: Izin menikah tersebut memuat nikah 
yang sah dan fasid. Karena nikah yang fasid sama 
seperti nikah yang sah dalam hal wajib membayar 
maskawin, menjalani iddah dan garis keturunan. 
Berdasarkan pendapat ini, maka hukum nikah fasid 
sama seperti hukum nikah yang sah. Kami telah 
menjelaskannya. 
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Kedua: Yakni pendapat yang shahih dari para 
pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Bahwa izin menikah itu 
tidak memuat nikah yang fasid, karena izin menikah 
tersebut menghendaki akad yang mana budak tersebut 
memiliki hak (mencampurinya) karena akad tersebut. 


Berdasarkan pendapat kedua ini, hukum nikah 
fasid ini sama seperti hukum nikah kalau budak tersebut 
menikah tanpa seizin pemiliknya. Kami telah 
menjelaskannya. 


Penjelasan: 


Jika seorang suami kesulitan (tidak mampu) membayar 
maskawin, apakah khiyar pembatalan ikatan nikah dapat 
diberlakukan bagi istrinya tersebut? Ada tiga aliran yang berbeda, 
Ibnu Ash-Shabbagh telah menceritakannya. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Ulama 
sepakat jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi setelah 
bercampur, maka khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan bagi 
wanita tersebut. 


Sedangkan jika kesulitan membayar maskawin itu terjadi 
sebelum bercampur, maka ada dua pendapat yang berbeda dari 
Asy-Syafi'i. 


Pertama: Khiyar tersebut dapat diberlakukan bagi 
istrinya tersebut. Karena, menyerahkan alat tukar tersebut kepada 
istrinya sulit direalisasikan, dan manfaat kemaluan yang ditukar itu 
masih tetap utuh seperti kondisi semula, sehingga dia berhak 
menarik kembali manfaat kemaluan yang ditukar dengan alat tukar 
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tersebut. Sebagaimana kalau pembeli jatuh pailit (kesulitan) 
membayar alat bayar dan barang yang dijual tetap utuh seperti 
kondisi semula. 


Kedua: Khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya. 
Karena, penundaan pembayaran maskawin itu tidak mengandung 
kerugian yang konkrit. Karena penundaan pembayaran maskawin 
itu sama seperti penundaan pengeluaran biaya hidup pelayan jika 
suami tersebut kesulitan menutupi biaya pelayan tersebut. 


Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Jika 
kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, 
ulama sepakat khiyar tersebut dapat diberlakukan baginya. 
Sedangkan jika setelah bercampur, ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang berbeda. 


Pertama: Sepakat khiyar tersebut tidak dapat diberlaku- 
kan baginya. Karena objek akad (manfaat kemaluan) benar-benar 
telah hilang (rusak). Jadi, masalah tersebut seperti kasus kalau 
pembeli menghabiskan barang yang dijual di tangan pembeli 
tersebut, kemudian dia jatuh pailit. 


Kedua: Khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya. 
Yakni pendapat hasil ijtihad Asy-Syaikh Abu Ishag. Karena istri 
tersebut wajib memberikan kesempatan untuk dicampuri dan 
semua kesempatan bercampur itu sebagai perimbangan maskawin 
tersebut. Dan dia baru menyerahkan sebagiannya. Sehingga dia 
berhak membatalkan kesempatan bercampur yang tersisa. 


Jadi, masalah tersebut sama seperti kasus kalau penjual 
mendapati sebagian barang yang dijual di tangan pembeli yang 
jatuh pailit. 
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Sebagian Ulama Syafiiyah ada yang berkata: Jika 
kesulitan membayar maskawin itu terjadi sebelum bercampur, 
maka sepakat khiyar tersebut dapat diberlakukan baginya. Jika 
sebelum bercampur, maka sepakat khiyar tersebut tidak 
diberlakukan baginya. Karena, sebelum bercampur, manfaat 
kemaluan tidak hilang, sedang setelah bercampur, manfaat 
kemaluan benar-benar hilang. Karena, maskawin yang disebutkan 
dalam akad nikah memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar) 
sebab percampuran yang pertama kalinya. Sebagaimana alat bayar 
memiliki kekuatan hukum tetap (wajib dibayar) sebab menyerahkan 
semua barang yang dijual tersebut. Sedangkan sekian banyak 
percampuran yang tersisa hanya pelengkap percampuran yang 
pertama kalinya. 


Jadi, jika seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, 
serta mengetahui kondisinya yang kesulitan membayar maskawin 
tersebut, dan kita mengatakan, “Dia berhak khiyar membatalkan 
ikatan nikah tersebut jika dia tidak mengetahui kondisi tersebut”, 
apakah khiyar tersebut dalam kasus ini (mengetahui kondisinya) 
tetap dapat diberlakukan baginya? Ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda, Ibnu Ashh-Shabbagh telah 
menceritakannya. 


Pertama: Khiyar pembatalan ikatan nikah itu tidak dapat 
diberlakukan baginya, karena dia rela dengan penundaan 
pembayaran maskawin tersebut. lain halnya dengan biaya nafkah. 
Biaya nafkah tidak wajib sebab ikatan nikah tersebut. 

Alasan lain, suami yang tidak mampu (membayar 
maskawin) itu terkadang dapat menutupi biaya nafkah itu dengan 
penghasilannya. Sedangkan ijtihad syara? melarangnya 
memberikan kemaluannya sebagai hibah kepadanya. Pemberian 
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kemaluan sebagai hibah itu adalah hak istimewa yang hanya 
dimiliki oleh Nabi &. Karena alasan itulah (pemberian biaya 
nafkah) berbeda dengan maskawin. 


Kedua: Khiyar pembatalan ikatan nikah itu dapat 
diberlakukan baginya. Karena ada kemungkinan dia mampu 
membayar maskawin tersebut setelah akad nikah tersebut. 
Sehingga mengetahui kondisi kesulitannya membayar maskawin 
itu bukanlah bentuk persetujuan penundaan pembayaran 
maskawin tersebut, sama seperti biaya nafkah. 


Apabila suami itu tidak mampu membayar maskawin 
tersebut, lalu istrinya itu suka tinggal bersama dengan suaminya 
tersebut, maka khiyar tersebut tidak dapat diberlakukan baginya 
setelah itu. Karena hak memiliki maskawin itu tidak dapat 
diperbaharui. Lain halnya dengan biaya nafkah. Inilah skema 
jawaban yang disusun oleh kelompok ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata: Jika istri tersebut rela dengan kondisi 
ketidakmampuan suaminya membayar maskawin tersebut, 
kemudian istri tersebut menarik kembali (manfaat kemaluannya), 
maka jika ketidakmampuan membayar maskawin itu terjadi 
sebelum bercampur, maka istri berhak menolak (menyerahkan 
dirinya), dan jika setelah bercampur, maka dia tidak berhak 
menolak (menyerahkan dirinya). 


Apabila istri suka tinggal bersama dengan suaminya 
setelah suami tidak mampu membayar maskawin, haknya yakni 
membatalkan ikatan nikah itu gugur, namun dia tidak wajib 
menyerahkan dirinya, bahkan dia berhak menolak menyerahkan 
dirinya sampai dengan dia menyerahkan maskawinnya tersebut. 
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Karena, kesukaannya tinggal bersama dengan suaminya 
itu hanya berakibat hukum menggugurkan pembatalan ikatan 
nikah tersebut bukan dalam hal menolak menyerahkan diri. 


Pembatalan ikatan nikah karena ketidakmampuan 
membayar maskawin itu tidak sah kecuali dengan seizin hakim. 
Karena dia adalah seorang mujtahid dalam kasus ini, sama seperti 
pembatalan ikatan nikah karena kecacatan. 
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